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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim. 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya 
sehingga buku "Administrasi Publik Kontemporer: Teori, Praktik, dan 
Transformasi Digital Lintas Negara" dapat diselesaikan. Buku ini lahir dari 
kegelisahan akademis dan komitmen untuk menyediakan referensi 
komprehensif yang mengintegrasikan perkembangan teoretis 
administrasi publik dengan realitas praktik tata kelola di Indonesia dan 
berbagai negara. 

Administrasi publik sebagai disiplin ilmu dan praktik penyelenggaraan 
pemerintahan mengalami transformasi fundamental dalam beberapa 
dekade terakhir. Era digital, tuntutan transparansi, akselerasi 
desentralisasi, dan kompleksitas permasalahan publik kontemporer 
menuntut pemahaman yang tidak hanya mendalam secara teoretis, 
tetapi juga responsif terhadap dinamika perubahan. Kesenjangan antara 
literatur klasik administrasi publik dengan kebutuhan pemahaman 
kontekstual Indonesia menjadi motivasi utama penulisan buku ini. 

Perjalanan penulisan buku ini dimulai dari pengalaman mengajar selama 
lebih dari satu dekade, di mana penulis menyaksikan kebutuhan 
mahasiswa akan referensi yang mampu menjembatani teori dengan 
praktik, pemikiran global dengan konteks lokal, dan tradisi klasik dengan 
inovasi kontemporer. Diskusi-diskusi intensif dengan mahasiswa, kolega, 
praktisi birokrasi, dan akademisi dari berbagai institusi memperkaya 
perspektif dan memperdalam analisis yang disajikan dalam buku ini. 

 

Struktur dan Pendekatan Buku 

Buku ini disusun secara sistematis dalam empat bagian besar yang saling 
terkait dan membangun pemahaman progresif tentang administrasi 
publik. Bagian Pertama: Fondasi Administrasi Publik menyajikan 
landasan konseptual dan teoretis yang komprehensif, mulai dari 
pengantar administrasi publik, evolusi pemikiran, hingga landasan 
teoretis yang mencakup paradigma klasik hingga kontemporer. Bagian ini 
memberikan fondasi intelektual yang kokoh untuk memahami 
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kompleksitas administrasi publik sebagai disiplin ilmu yang terus 
berkembang. 

Bagian Kedua: Struktur dan Proses Administrasi Publik mengeksplorasi 
dimensi organisasional dan operasional, mencakup organisasi publik, 
kebijakan publik, kepemimpinan, manajemen sumber daya manusia, 
pelayanan publik, hingga etika dan akuntabilitas. Pembahasan dalam 
bagian ini mengintegrasikan teori dengan praktik terbaik dari berbagai 
konteks, memberikan pemahaman holistik tentang bagaimana 
administrasi publik dijalankan dalam realitas kelembagaan. 

Bagian Ketiga: Desentralisasi dan Administrasi Publik Digital 
menganalisis dua arus besar transformasi administrasi publik 
kontemporer: desentralisasi kekuasaan dan digitalisasi tata kelola. 
Desentralisasi dan otonomi daerah dibahas secara mendalam dengan 
mempertimbangkan kompleksitas implementasi di Indonesia, sementara 
administrasi publik digital dieksplorasi sebagai paradigma baru yang 
mengubah fundamental cara pemerintah berinteraksi dengan warga dan 
mengelola sumber daya publik. 

Bagian Keempat: Metodologi dan Studi Kasus menyediakan toolkit 
metodologis untuk penelitian administrasi publik dan menyajikan analisis 
empiris melalui studi kasus dari Indonesia. Bagian ini dirancang untuk 
menjembatani teori dengan praktik, menunjukkan bagaimana konsep-
konsep teoretis bermanifestasi dalam implementasi kebijakan dan inovasi 
tata kelola di lapangan. 

Keunikan dan Kontribusi Buku 

Beberapa karakteristik yang membedakan buku ini dari literatur 
administrasi publik yang telah ada adalah sebagai berikut: 

Pertama, pendekatan integratif yang menyatukan tradisi pemikiran klasik 
dengan perkembangan kontemporer. Buku ini tidak hanya menyajikan 
teori-teori klasik dari para pendiri disiplin seperti Woodrow Wilson, Max 
Weber, dan Herbert Simon, tetapi juga mengintegrasikan paradigma 
kontemporer seperti New Public Management, New Public Service, dan 
Digital Governance dalam kerangka analisis yang koheren. 

Kedua, perspektif komparatif lintas negara yang kontekstual. Setiap 
pembahasan teoretis diperkaya dengan evidensi empiris dari berbagai 
negara, termasuk Indonesia, yang memungkinkan pembaca memahami 
universalitas prinsip-prinsip administrasi publik sekaligus partikularitas 
implementasinya dalam konteks sosial-politik-budaya yang beragam. 
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Ketiga, penekanan kuat pada transformasi digital sebagai arus utama 
perubahan administrasi publik. Era digital bukan hanya mengubah cara 
pelayanan publik disampaikan, tetapi juga mentransformasi fundamental 
relasi negara-warga, mekanisme akuntabilitas, dan paradigma tata kelola. 
Buku ini mendedikasikan pembahasan substansial untuk memahami 
implikasi digitalisasi terhadap administrasi publik. 

Keempat, orientasi pada praktik dan implementasi. Setiap konsep teoretis 
diilustrasikan dengan contoh-contoh konkret, studi kasus, dan analisis 
implementasi kebijakan, sehingga pembaca tidak hanya memahami teori 
tetapi juga dapat mengaplikasikannya dalam konteks praktis 
penyelenggaraan pemerintahan. 

Kelima, inklusivitas metodologis yang menyajikan beragam pendekatan 
penelitian dalam administrasi publik, dari kuantitatif hingga kualitatif, dari 
studi kasus hingga action research. Hal ini memberikan pembaca toolkit 
yang komprehensif untuk melakukan penelitian administrasi publik yang 
mendalam dan relevan. 

 

Target Pembaca dan Penggunaan Buku 

Buku ini dirancang untuk melayani beragam segmen pembaca dengan 
kebutuhan yang berbeda. Bagi mahasiswa program sarjana dan 
pascasarjana Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Administrasi Negara, Ilmu 
Pemerintahan, dan disiplin terkait, buku ini dapat berfungsi sebagai 
textbook komprehensif yang menyediakan fondasi teoretis dan 
pemahaman praktis yang diperlukan untuk menguasai disiplin 
administrasi publik. Struktur sistematis dan pembahasan progresif 
memudahkan pembelajaran bertahap dari konsep dasar hingga analisis 
tingkat lanjut. 

Bagi praktisi birokrasi, administrator publik, dan pembuat kebijakan, 
buku ini menawarkan kerangka analitis untuk memahami kompleksitas 
organisasi publik, mengidentifikasi best practices, dan mengembangkan 
inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Studi kasus dan analisis 
implementasi kebijakan memberikan wawasan praktis yang dapat 
diadaptasi dalam konteks masing-masing institusi. 

Bagi peneliti dan akademisi, buku ini menyediakan review komprehensif 
literatur administrasi publik, kerangka teoretis yang solid, dan identifikasi 
gap penelitian yang dapat menjadi starting point untuk pengembangan 
penelitian lanjutan. Diskusi teoretis yang mendalam dan analisis kritis 



Gunawan Undang & Deden Suhendar 
Administrasi Publik Kontemporer: Teori, Praktik, dan Transformasi Digital Lintas Negara 

 

vi 
 

terhadap berbagai paradigma memberikan landasan untuk kontribusi 
ilmiah yang orisinal. 

Bagi masyarakat umum yang concern dengan tata kelola publik, buku ini 
menawarkan pemahaman accessible tentang bagaimana pemerintah 
bekerja, mengapa reformasi birokrasi penting, dan bagaimana warga 
dapat berpartisipasi dalam proses demokratis secara lebih bermakna. 

 

Keterbatasan dan Ruang Pengembangan 

Sebagai karya akademis, buku ini tentu memiliki keterbatasan yang perlu 
diakui. Dinamika administrasi publik yang sangat cepat, terutama terkait 
transformasi digital dan inovasi tata kelola, berarti bahwa beberapa 
pembahasan mungkin perlu pemutakhiran seiring perkembangan waktu. 
Cakupan geografis studi kasus, meskipun telah berupaya inklusif, masih 
dapat diperluas untuk menangkap keragaman praktik administrasi publik 
yang lebih luas. 

Kompleksitas administrasi publik sebagai fenomena multidimensional 
juga berarti bahwa tidak semua aspek dapat dibahas dengan kedalaman 
yang sama. Beberapa topik spesifik seperti administrasi pelayanan publik, 
administrasi pendidikan, administrasi kesehatan, administrasi lingkungan, 
atau administrasi kebencanaan mungkin memerlukan pembahasan 
tersendiri yang lebih mendalam dalam publikasi terpisah. 

Kritik, saran, dan masukan dari pembaca sangat diharapkan untuk 
penyempurnaan edisi mendatang. Administrasi publik adalah disiplin 
yang hidup dan terus berkembang, dan buku ini harus dipandang sebagai 
kontribusi dalam percakapan akademis yang berkelanjutan, bukan 
sebagai kata akhir yang definitif. 

 

Buku Wakaf 

Buku ini merupakan "Buku Wakaf" keempat penulis yang diterbitkan 
Unfari Press untuk siapa saja yang memerlukan. Versi PDF digital open 
access dapat diunduh gratis melalui website Unfari Press atau platform 
digital lainnya, sedangkan versi cetak dapat dicetak, disebarluaskan, 
difotokopi, dan didistribusikan ulang tanpa izin khusus, selama non-
komersial dan mencantumkan atribusi Unfari Press serta penulis. 
Penyebarluasan buku ini melalui kerjasama platform edukasi digital 
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memungkinkan akses tanpa biaya bagi mahasiswa dan masyarakat luas di 
Indonesia maupun global. 

 

Ucapan Terima Kasih 

Terselesaikannya buku ini merupakan hasil dukungan dan kontribusi dari 
berbagai pihak. Apresiasi mendalam kami sampaikan kepada: 

Civitas akademika Universitas Al Ghifari, terutama Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik serta Magister Ilmu Administrasi UPMI, atas penyediaan 
lingkungan akademis yang mendukung pengembangan pengetahuan dan 
penulisan ilmiah. Dukungan institusional ini menjadi fondasi penting 
dalam penyusunan buku ini. 

Para mahasiswa yang menjadi mitra diskusi, mengajukan pertanyaan 
kritis, dan memberikan sudut pandang yang memperkaya pemahaman 
tentang administrasi publik. Semangat dan keingintahuan mereka 
menjadi pendorong penyelesaian karya ini. 

Kolega akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang telah 
berbagi pengetahuan, memberikan masukan konstruktif, dan terlibat 
dalam diskusi yang memperdalam analisis buku ini. Jejaring akademis 
tersebut merupakan aset intelektual yang sangat berharga. 

Para praktisi dan administrator publik yang membagikan pengalaman 
implementasi kebijakan dan inovasi tata kelola, memberikan landasan 
empiris untuk menghubungkan teori dengan praktik. Dedikasi mereka 
dalam pelayanan publik menjadi inspirasi pengembangan pemahaman 
administrasi publik yang lebih baik. 

Keluarga tercinta atas dukungan moral, kesabaran, dan pengertian selama 
proses penulisan. Waktu yang digunakan untuk riset dan menulis adalah 
pengorbanan yang tak terlupakan. 

Penerbit Unfari Press atas kepercayaan menerbitkan buku ini dan 
memfasilitasi penyebaran pengetahuan lebih luas. Profesionalisme dan 
komitmen mereka terhadap literatur akademis Indonesia sangat dihargai. 

 

Penutup 

Buku ini dipersembahkan sebagai kontribusi untuk pengembangan 
disiplin Administrasi Publik di Indonesia dan upaya menyediakan referensi 
komprehensif yang mendukung pembelajaran, penelitian, dan praktik 
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tata kelola publik yang lebih baik. Transformasi administrasi publik 
menuju sistem yang lebih responsif, akuntabel, efisien, dan demokratis 
memerlukan komitmen berkelanjutan dari akademisi, praktisi, pembuat 
kebijakan, dan warga negara. 

Kami berharap buku ini dapat memberikan kontribusi dalam perjalanan 
menuju tata kelola publik Indonesia yang lebih baik. Kritik, saran, dan 
masukan untuk penyempurnaan sangat dinantikan sebagai bagian dari 
proses pembelajaran yang berkelanjutan. 

Semoga buku ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, 
peningkatan praktik administrasi publik, dan kesejahteraan masyarakat 
Indonesia. 

 

Bandung, 3 November 2025 

Penulis, 

 

Dr. H. Gunawan Undang, M.Si. 
Dr. H. Deden Suhendar, M.Si. 

 

  



Gunawan Undang & Deden Suhendar 
Administrasi Publik Kontemporer: Teori, Praktik, dan Transformasi Digital Lintas Negara 

 

ix 
 

 

 

PENGANTAR PENERBIT 

 

 

Unfari Press dengan penuh kebanggaan mempersembahkan buku 
"Administrasi Publik Kontemporer: Teori, Praktik, dan Transformasi Digital 
Lintas Negara" karya Dr. H. Gunawan Undang, M.Si. dan Dr. H. Deden 
Suhendar, M.Si. sebagai kontribusi signifikan bagi pengembangan 
literatur administrasi publik Indonesia. Buku ini hadir sebagai jembatan 
yang menghubungkan kebutuhan akademis dengan tuntutan praktis 
penyelenggaraan pemerintahan di era digital. Dengan pendekatan 
komprehensif yang mengintegrasikan perspektif teoretis universal dan 
praktik lokal yang kontekstual, karya ini menawarkan analisis mendalam 
tentang evolusi administrasi publik dari paradigma klasik hingga 
transformasi digital kontemporer. Kehadiran buku ini diharapkan dapat 
memperkaya khazanah keilmuan administrasi publik sekaligus 
memberikan panduan praktis bagi para akademisi, praktisi pemerintahan, 
dan mahasiswa dalam memahami dinamika tata kelola pemerintahan 
modern yang semakin kompleks. 

Kedua penulis buku ini memiliki ikatan historis yang kuat dengan Unfari 
Press dan Universitas Al Ghifari. Sosok Dr. H. Gunawan Undang, M.Si. dan 
Dr. H. Deden Suhendar, M.Si. tidak hanya dikenal sebagai akademisi yang 
kredibel, tetapi juga sebagai pionir yang berperan penting dalam merintis 
dan mendirikan Universitas Al Ghifari bersama sahabat-sahabat 
seperjuangan lainnya. Dedikasi dan kontribusi keduanya terhadap dunia 
pendidikan dan penerbitan telah teruji melalui kiprah panjang mereka 
sebagai Pemimpin Redaksi dan Wakil Pemimpin Redaksi Penerbit "Siger 
Tengah Grup" selama kurang lebih 15 tahun (1989—2005). Pengalaman 
tersebut tidak hanya mengasah kapasitas mereka dalam pengelolaan 
publikasi ilmiah, tetapi juga memberikan kontribusi yang sangat berarti 
bagi pengembangan lembaga-lembaga kependidikan di bawah naungan 
Yayasan Al Ghifari, termasuk Universitas Al Ghifari dan Unfari Press itu 
sendiri. Perjalanan karier keduanya mencerminkan konsistensi dalam 
mengabdikan diri bagi kemajuan pendidikan tinggi dan pengembangan 
literatur akademik berkualitas di Indonesia. 
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Gerakan Wakaf Buku: Filosofi Berbagi Pengetahuan 

Buku ini adalah karya wakaf keempat yang dipersembahkan penulis 
dalam "Gerakan Wakaf Buku". Seperti tiga buku sebelumnya, buku ini 
tidak diperjualbelikan dan bersifat open access bagi siapa saja. Filosofi 
ini mencerminkan pemahaman bahwa pengetahuan adalah amanah 
yang harus disebarluaskan, bukan komoditas yang diperdagangkan 
untuk keuntungan pribadi. 

Wakaf ilmu pengetahuan dalam tradisi Islam dipandang sebagai 
sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir selama bermanfaat 
bagi orang lain. Keputusan mewakafkan keempat buku menunjukkan 
integritas moral yang melampaui kepentingan material, membuka 
akses seluas-luasnya bagi mahasiswa, praktisi, peneliti, atau siapa saja 
yang ingin belajar tanpa hambatan finansial. 

 

 

Kontinuitas Karya Akademis dan Wakaf Penulis 

Buku ini menandai perjalanan intelektual konsisten dalam 
mengembangkan kajian administrasi publik di Indonesia. Keempat 
buku wakaf yang terbit 2022-2025 menunjukkan dedikasi luar biasa 
dalam berkontribusi pada pengembangan pengetahuan yang 
kontekstual namun berdialog dengan perkembangan global. 

Buku wakaf pertama (2022), "Administrasi Keuangan Negara: 
Kebijakan Anggaran Negara dalam Penyelenggaraan Otonomi 
Daerah" – kerjasama Unfari Press dengan Galeripadi, menjadi fondasi 
memahami dimensi fiskal dalam desentralisasi Indonesia. Buku 
monografi merupakan wakaf kedua (2023), yakni "ID-StM Framework 
& PRACYF: Model Analisis Disparitas Kebijakan Sosial dalam 
Penyelenggaraan Otonomi Daerah", menunjukkan keberanian 
intelektual dalam mengembangkan kerangka analitis original untuk 
memahami kesenjangan kebijakan sosial. Buku wakaf ketiga (Maret 
2025), "Teori Ilmu Sosial: Klasik dan Modern di Era Digital", menandai 
ekspansi ke fondasi teoretis ilmu-ilmu sosial dengan akses gratis bagi 
seluruh civitas akademika. 
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Posisi Buku Wakaf Keempat 

Buku keempat ini merupakan kulminasi dan sintesis dari tiga karya 
sebelumnya, melanjutkan misi demokratisasi pengetahuan. Jika buku 
pertama fokus pada administrasi keuangan, kedua pada disparitas 
kebijakan, dan ketiga pada fondasi teoretis, maka buku ini 
mengintegrasikan semua dimensi dalam kerangka administrasi publik 
holistik dan kontemporer. 

Progresivitas intelektual terlihat jelas: dari fokus spesifik, berkembang 
ke framework analitis, meluas ke fondasi teoretis, hingga mencapai 
sintesis komprehensif. Buku ini mengintegrasikan perspektif mikro, 
meso, dan makro dalam satu kerangka analisis koheren. 

 

Keunggulan dan Keunikan Buku 

Pertama, komprehensivitas cakupan dari fondasi teoretis, struktur 
organisasional, hingga transformasi digital dan desentralisasi. Kedua, 
keseimbangan teori-praktik dengan contoh implementasi dan studi 
kasus yang membumi. Ketiga, perspektif komparatif lintas negara 
yang memperkaya pembelajaran dari best practices global. Keempat, 
integrasi transformasi digital sebagai tema yang menyatu dalam 
setiap dimensi administrasi publik. Kelima, kontekstualisasi Indonesia 
yang mempertimbangkan karakteristik unik sistem politik, budaya, 
dan tantangan pembangunan. 

 

Kontribusi dan Harapan 

Kami berharap buku ini berkontribusi pada lima level. Pertama, 
sebagai referensi komprehensif bagi mahasiswa dan dosen 
administrasi publik. Kedua, menstimulasi penelitian lanjutan yang 
lebih spesifik. Ketiga, menginspirasi reformasi birokrasi dan 
peningkatan tata kelola publik hingga tingkat desa. Keempat, 
meningkatkan literasi publik tentang administrasi pemerintahan. 
Kelima, menginspirasi gerakan wakaf buku lebih luas di kalangan 
akademisi Indonesia. 
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Undangan Partisipasi 

Unfari Press mengundang berbagai pihak untuk terlibat: akademisi 
untuk mewakafkan karya ilmiah, institusi pendidikan untuk 
mengadopsi dan mendistribusikan buku wakaf, organisasi masyarakat 
sipil untuk bermitra dalam distribusi ke perpustakaan desa dan taman 
baca, perpustakaan untuk mengkoleksi dan menyediakan akses, 
teknolog untuk mengembangkan platform digital, dan pembaca untuk 
menyebarluaskan kepada yang membutuhkan. 

 

Penutup 

Dengan kerendahan hati, Unfari Press mempersembahkan buku wakaf 
ini kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kami berharap buku ini 
menjadi referensi bermanfaat, menginspirasi pembelajaran 
berkualitas, serta berkontribusi pada peningkatan praktik administrasi 
publik Indonesia. 

Semoga Allah SWT memberikan keberkahan atas wakaf ilmu ini, 
melimpahkan pahala jariyah kepada penulis, dan menjadikan buku ini 
ladang amal yang terus berbuah manfaat. Semoga gerakan ini 
menginspirasi tradisi berbagi pengetahuan yang lebih luas di Indonesia 
untuk terwujudnya tata kelola publik yang lebih baik. 

Selamat membaca, selamat belajar, selamat berbagi, dan semoga 
bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik tata 
kelola publik. 

 

Bandung, November 2025 

Penerbit, 

 

Unfari Press 
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BAGIAN I 

FONDASI ADMINISTRASI PUBLIK 

 

BAB 1 

PENGANTAR ADMINISTRASI PUBLIK 

 

Pendahuluan 

Administrasi publik sebagai disiplin ilmu dan praktik penyelenggaraan 
pemerintahan telah mengalami transformasi fundamental sejak 
kemunculannya pada akhir abad ke-19. Sebagai fondasi utama dalam 
sistem tata kelola negara, administrasi publik menjadi jembatan vital 
antara aspirasi politik masyarakat dengan implementasi kebijakan 
yang dapat dirasakan langsung oleh warga negara. Pemahaman 
komprehensif tentang konsep, karakteristik, dan dinamika 
administrasi publik menjadi prasyarat esensial bagi setiap individu 
yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik sebagai 
akademisi, praktisi, maupun warga negara yang aktif berpartisipasi 
dalam proses demokrasi. 

Bab ini menyajikan pengantar menyeluruh tentang administrasi publik 
yang mencakup lima dimensi fundamental. Pertama, eksplorasi 
mendalam tentang definisi dan konsep dasar administrasi publik yang 
telah berkembang dari paradigma klasik hingga kontemporer, 
termasuk evolusi pemikiran dari Wilson (1887) hingga paradigma tata 
kelola digital masa kini. Kedua, analisis komprehensif tentang ruang 
lingkup dan karakteristik unik administrasi publik yang 
membedakannya dari bentuk administrasi lainnya, dengan penekanan 
pada kompleksitas akuntabilitas dan orientasi kepentingan publik. 

Ketiga, pembahasan sistematis tentang perbedaan mendasar antara 
administrasi publik dan administrasi bisnis, yang penting untuk 
memahami mengapa pendekatan manajerial sektor swasta tidak 
dapat begitu saja diterapkan dalam konteks sektor publik. Keempat, 
eksplorasi peran strategis administrasi publik dalam negara modern 
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yang mencakup fungsi implementasi kebijakan, pelayanan publik, 
pengaturan, dan fasilitasi partisipasi demokratis. Kelima, identifikasi 
dan analisis tantangan kontemporer administrasi publik di era digital, 
termasuk transformasi teknologi, tuntutan transparansi, dan 
kompleksitas tata kelola yang semakin meningkat. 

Setiap sub-bab dirancang untuk saling melengkapi dan membangun 
pemahaman progresif tentang administrasi publik sebagai ilmu dan 
praktik. Pendekatan analitis yang digunakan mengintegrasikan 
perspektif teoretis dengan evidensi empiris dari berbagai konteks, 
dengan perhatian khusus pada relevansi dan aplikabilitas dalam 
konteks Indonesia. Diskursus akademik disajikan dengan bahasa yang 
sederhana namun tetap mempertahankan kedalaman ilmiah, 
memungkinkan pembaca untuk memahami kompleksitas administrasi 
publik tanpa kehilangan nuansa teoretis yang penting. 

Kontribusi bab ini terhadap pemahaman administrasi publik terletak 
pada sintesis komprehensif antara tradisi klasik dan perkembangan 
kontemporer, dengan penekanan pada relevansi praktis dalam 
konteks Indonesia. Setiap konsep dan teori yang dibahas 
dikontekstualisasikan dengan realitas penyelenggaraan pemerintahan 
di Indonesia, menciptakan keterkaitan antara teori universal dengan 
praktik lokal yang spesifik. 

 

1.1 Definisi dan Konsep Dasar Administrasi Publik 

Evolusi Historis Konsep Administrasi Publik 

Administrasi publik sebagai sebuah disiplin ilmu dan praktik telah 
mengalami evolusi dari OPA (old public administratios) ke NPA (new 
public administration) yang signifikan sejak kemunculan OPA pada 
akhir abad ke-19. Woodrow Wilson (1887), yang sering dianggap 
sebagai bapak administrasi publik modern, melalui esainya yang 
berjudul "The Study of Administration", telah menggunakan 
terminologi administrasi publik: "Public administration is detailed and 
systematic execution of public law” dalam Political Science Quarterly, 
2(2), hal. 212. Ia peletak dasar pemikiran bahwa administrasi publik 
harus dipelajari secara terpisah dari politik untuk mencapai efisiensi 
dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Wilson 
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menekankan pentingnya pemisahan antara kebijakan dan 
implementasi, yang kemudian menjadi salah satu fondasi teoretis 
dalam pengembangan disiplin administrasi publik. 

Definisi administrasi publik telah mengalami perkembangan yang 
dinamis seiring dengan perubahan paradigma dan tantangan yang 
dihadapi sektor publik. Secara tradisional, administrasi publik 
didefinisikan sebagai implementasi kebijakan pemerintah melalui 
organisasi dan prosedur birokrasi (Weber, 1922). Max Weber, melalui 
teori birokrasinya, memberikan kontribusi fundamental dengan 
mengidentifikasi karakteristik organisasi birokrasi yang ideal, 
termasuk hierarki yang jelas, spesialisasi tugas, aturan formal, dan 
sistem merit dalam rekrutmen pegawai. 
 

VISUALISASI HIERARKI  
PEMIKIRAN ADMINISTRASI PUBLIK WILSON (1887) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.1 Visualisasi Hierarki Pemikiran Administrasi Publik Wilson 

(1887) 
Sumber: Diadaptasi Gunawan Undang (2025), sumber Wilson, W. 

(1887). The Study of Administration. Political Science 
Quarterly, 2(2), 197-222. 
https://www.jstor.org/stable/2139277 
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Definisi Kontemporer Administrasi Publik 

Dalam konteks kontemporer, definisi administrasi publik telah 
berkembang menjadi lebih komprehensif dan multidimensional, yakni 
transformasi dari OPA ke NPA. Menurut Handbook of Theories of 
Public Administration and Management (2021), administrasi publik 
dapat dipahami sebagai studi dan praktik pengelolaan urusan publik 
yang mencakup implementasi kebijakan, pengelolaan sumber daya 
publik, dan penyediaan layanan kepada masyarakat dalam rangka 
mencapai tujuan kolektif yang telah ditetapkan melalui proses 
demokratis. Definisi ini mencerminkan perluasan ruang lingkup 
administrasi publik yang tidak hanya terbatas pada implementasi 
kebijakan, tetapi juga mencakup aspek manajerial, pelayanan publik, 
dan akuntabilitas demokratis. 

Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD, 
2023) dalam The Principles of Public Administration mendefinisikan 
administrasi publik sebagai sistem organisasi, proses, dan praktik 
yang digunakan pemerintah untuk menerjemahkan kebijakan politik 
menjadi hasil yang konkret bagi masyarakat. Definisi ini menekankan 
pada aspek transformasi kebijakan menjadi keluaran dan hasil yang 
dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, menunjukkan orientasi 
yang lebih pragmatis dan berorientasi hasil. 

 

Pengaruh Paradigma Manajemen Publik Baru 

Perkembangan NPA - administrasi publik kontemporer - juga 
dipengaruhi oleh paradigma New Public Administration (NPM) yang 
berkembang sejak dekade 1980-an. Hood (1991) memperkenalkan 
konsep manajemen publik baru yang menekankan pada efisiensi, 
pengukuran kinerja, dan adopsi praktik manajemen sektor swasta 
dalam konteks sektor publik. Paradigma ini telah mengubah 
pemahaman tradisional tentang administrasi publik dari yang semula 
berfokus pada proses dan prosedur menjadi lebih berorientasi pada 
hasil dan kepuasan masyarakat. 
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Bibliometric analysis yang dilakukan oleh Ismail dan Hartati (2023) 
mengungkapkan bahwa tren penelitian administrasi publik 
kontemporer menunjukkan keseimbangan yang diperlukan antara 
aplikasi praktis dan pengembangan teori. Penelitian mereka 
mengidentifikasi kata kunci yang paling populer dalam literatur 
administrasi publik, termasuk pembangunan, praktik administrasi, 
dampak kebijakan, penelitian administrasi publik, data besar, dan 
efisiensi. Temuan ini menunjukkan bahwa definisi administrasi publik 
saat ini tidak dapat dipisahkan dari konteks teknologi digital dan 
pendekatan berbasis data. 

 

Konsep Dasar dan Prinsip Fundamental NPA 

Konsep dasar NPA pun mencakup prinsip-prinsip fundamental yang 
membedakannya dari administrasi dalam konteks lain. Pertama, 
prinsip kepentingan publik, yang menjadi orientasi utama dalam 
setiap keputusan dan tindakan administratif. Kedua, prinsip 
akuntabilitas demokratis, yang mengharuskan setiap tindakan 
administratif dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 
melalui mekanisme demokratis. Ketiga, prinsip transparansi dan 
keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari tata kelola yang 
baik. Keempat, prinsip keadilan dan kewajaran dalam penyediaan 
layanan publik kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi. 

 

Aristigueta (2024) dalam penelitiannya tentang "Democracy at Risk in 
the United States" menekankan bahwa konsep dasar administrasi 
publik tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip demokrasi. 
Administrasi publik berperan sebagai instrumen untuk merealisasikan 
nilai-nilai demokratis melalui implementasi kebijakan yang responsif 
terhadap kebutuhan masyarakat dan menjamin partisipasi publik 
dalam proses pengambilan keputusan. 

Wicaksono et al. (2025) dalam kajian literatur sistematis mereka 
tentang paradigma New Public Administration dalam era 
pemerintahan Jokowi menunjukkan bahwa konsep dasar administrasi 
publik harus adaptif terhadap perubahan konteks politik dan sosial. 
Mereka mengidentifikasi evolusi dari paradigma tradisional yang 
hierarkis menuju paradigma yang lebih kolaboratif dan partisipatif. 
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Berdasarkan berbagai perspektif teoretis dan empiris tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa definisi dan konsep dasar administrasi publik 
merupakan konstruk yang dinamis dan multidisiplin. Administrasi 
publik tidak hanya melibatkan aspek teknis implementasi kebijakan, 
tetapi juga dimensi politik, sosial, ekonomi, dan teknologis yang saling 
berinteraksi dalam menciptakan nilai bagi masyarakat. Pemahaman 
yang komprehensif tentang definisi dan konsep dasar ini menjadi 
fundamen penting untuk menganalisis fenomena dan tantangan 
administrasi publik dalam konteks yang lebih spesifik dan aplikatif. 

 

1.2 Ruang Lingkup dan Karakteristik Administrasi Publik 

Dimensi Horizontal dan Vertikal Ruang Lingkup 

Ruang lingkup administrasi publik mencakup spektrum yang luas dari 
aktivitas penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari level mikro dalam 
pelayanan langsung kepada masyarakat hingga level makro dalam 
formulasi dan implementasi kebijakan nasional. Karakteristik 
administrasi publik yang unik membedakannya dari bentuk 
administrasi lainnya, terutama dalam hal orientasi nilai, akuntabilitas, 
dan kompleksitas lingkungan operasional. 

Secara horizontal, ruang lingkup administrasi publik mencakup seluruh 
sektor dan fungsi pemerintahan. OECD (2023) dalam Government at a 
Glance 2023 mengidentifikasi domain utama administrasi publik yang 
meliputi: (1) formulasi dan implementasi kebijakan publik; (2) 
pengelolaan sumber daya manusia sektor publik; (3) manajemen 
keuangan publik dan penganggaran; (4) pengadaan barang dan jasa 
publik; (5) pelayanan publik dan pemerintahan digital; (6) regulasi dan 
pengawasan; (7) manajemen risiko dan manajemen krisis; dan (8) 
kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat sipil. 

Secara vertikal, ruang lingkup administrasi publik mencakup berbagai 
tingkatan pemerintahan dari pemerintah pusat hingga pemerintah 
daerah. Ladner et al. (2019) dalam studi komparatif mereka tentang 
otonomi lokal di 39 negara, mengidentifikasi dimensi-dimensi otonomi 
daerah yang mencakup otonomi hukum, otonomi administratif, ruang 
lingkup kebijakan, otonomi fiskal, dan keleluasaan politik. Penelitian 
mereka menunjukkan bahwa administrasi publik di level sub-nasional 
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memiliki karakteristik yang berbeda tergantung pada derajat 
desentralisasi dan sistem pemerintahan yang dianut. 

  

Karakteristik Fundamental Administrasi Publik 

Karakteristik fundamental administrasi publik yang pertama adalah 
orientasi pada kepentingan publik. Berbeda dengan organisasi swasta 
yang berorientasi pada maksimalisasi keuntungan, administrasi publik 
memiliki mandat untuk mengutamakan kepentingan kolektif 
masyarakat. Pribadi dan Iqbal (2022) dalam tinjauan literatur mereka 
tentang tata kelola demokratis mengidentifikasi lima isu penting 
dalam administrasi publik: "pemerintahan," "publik," "kebijakan," 
"politik," dan "institusional." Mereka menemukan bahwa sub-isu 
seperti "pemerintahan yang bertanggung jawab," "partisipasi publik," 
"urusan publik," dan "kepentingan publik" menjadi karakteristik 
definitif administrasi publik. 

Karakteristik kedua adalah akuntabilitas multipel. Administrasi publik 
harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada berbagai 
pemangku kepentingan termasuk legislatif, eksekutif, yudikatif, media, 
dan masyarakat. Berenschot (2018) dalam penelitiannya tentang 
reformasi pelayanan sipil di Indonesia menunjukkan bahwa 
kompleksitas akuntabilitas ini sering kali menciptakan ketegangan 
antara mekanisme akuntabilitas yang berbeda dan dapat 
mempengaruhi efektivitas reformasi birokrasi. 

“Karakteristik fundamental administrasi publik: 
berorientasi pada kepentingan publik, akuntabilitas 
multiple, otoritas legal-rasional, sensitivitas politik, 

pengawasan publik dan transparansi, digital dan 
teknologi.” 

Karakteristik ketiga adalah otoritas legal-rasional sebagaimana 
dikonseptualisasikan oleh Weber (1922). Administrasi publik 
beroperasi berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum dan 
peraturan, bukan berdasarkan karisma personal atau tradisi. Aspinall 
(2014) dalam studinya tentang demokratisasi dan desentralisasi 
layanan kesehatan di Indonesia menunjukkan bagaimana perubahan 
kerangka hukum mempengaruhi karakteristik dan kinerja administrasi 
publik di level lokal. 



Gunawan Undang & Deden Suhendar 
Administrasi Publik Kontemporer: Teori, Praktik, dan Transformasi Digital Lintas Negara 

 

8 
 

Karakteristik keempat adalah sensitivitas politik. Administrasi publik 
beroperasi dalam lingkungan yang sangat terpolitisasi dimana 
keputusan dan tindakan dapat memiliki implikasi politik yang 
signifikan. Gilad (2021) dalam penelitiannya tentang administrasi 
publik menggunakan metode campuran (mixed methods) 
mengargumentasikan bahwa kompleksitas politik memerlukan 
pendekatan metodologis yang canggih untuk memahami dinamika 
administrasi publik secara komprehensif. 

 

Dimensi Temporal dan Teknologi Digital 

Ruang lingkup administrasi publik juga mencakup dimensi temporal 
yang mencakup aktivitas operasional jangka pendek hingga 
perencanaan strategis jangka panjang. Indahsari (2020) dalam 
penelitiannya tentang New Public Administration sebagai upaya dalam 
tata kelola mengidentifikasi tiga strategi utama: reorganisasi 
administrasi publik, desentralisasi kemitraan dan jaringan, dan inovasi. 
Ketiga strategi ini mencerminkan ruang lingkup temporal administrasi 
publik yang mencakup reformasi struktural jangka panjang hingga 
inovasi operasional jangka pendek. 

Karakteristik kelima adalah pengawasan publik dan transparansi. 
Administrasi publik beroperasi di bawah sorotan publik dan harus 
menjaga tingkat transparansi yang tinggi. Rahman et al. (2025) dalam 
penelitian mereka tentang dinamika korupsi dalam desentralisasi dan 
sentralisasi kekuasaan di Indonesia dan Malaysia menunjukkan 
bagaimana karakteristik transparansi dan akuntabilitas 
mempengaruhi hasil tata kelola dalam konfigurasi politik yang 
berbeda. 

Ruang lingkup administrasi publik dalam era kontemporer juga 
mencakup dimensi digital dan teknologi. Kurniawati et al. (2019) 
dalam penelitian mereka tentang pemerintahan elektronik dan 
reformasi birokrasi menunjukkan bahwa digitalisasi telah memperluas 
ruang lingkup administrasi publik untuk mencakup penyampaian 
layanan digital, analitik data, dan keamanan siber sebagai bagian 
integral dari fungsi administratif. 

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup 
administrasi publik sangat luas dan multidimensional, mencakup 
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berbagai level pemerintahan, sektor, dan fungsi. Karakteristik 
administrasi publik yang unik membedakannya dari bentuk 
administrasi lainnya dan memberikan kompleksitas yang khas dalam 
studi dan praktik administrasi publik. 

 

1.3 Transformasi: Dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik 

Dalam konteks Indonesia - perubahan istilah dari Administrasi Negara 
ke Administrasi Publik - mencerminkan evolusi konseptual yang 
fundamental dalam memahami hakikat, tujuan, dan orientasi 
penyelenggaraan pemerintahan. Transformasi terminologi ini bukan 
sekadar pergeseran semantik, melainkan refleksi dari perubahan 
paradigma dan orientasi tentang bagaimana negara berinteraksi 
dengan masyarakat, bagaimana kekuasaan publik dijalankan, dan 
bagaimana nilai-nilai demokratis diintegrasikan dalam praktik 
administrative dimana negara sebagai aktor utama (state-centered). 

Evolusi dari birokrasi sebagai mesin negara ke disiplin multidimensi 
yang menekankan nilai governance, demokrasi, dan partisipasi 
menandai perjalanan intelektual yang kompleks dan berkelanjutan. 
Pergeseran ini tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan sebagai 
respons terhadap dinamika global yang mencakup kritik teoretis, 
tuntutan demokratisasi, pengaruh teknologi informasi, dan munculnya 
konsep tata kelola yang lebih inklusif dan partisipatif. 

Dalam konteks Indonesia, transformasi ini memiliki signifikansi khusus 
mengingat perjalanan sejarah bangsa dari era kemerdekaan dengan 
orientasi pengembangan tatakelola yang sentralistik, melalui 
momentum reformasi 1998, hingga era digital yang menuntut 
transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Pemahaman 
mendalam tentang transformasi paradigma ini menjadi krusial untuk 
mengevaluasi perkembangan administrasi publik Indonesia dan 
merancang arah pengembangan yang lebih responsif terhadap 
kebutuhan masyarakat demokratis. 

 

Latar Historis: Dominasi Paradigma Administrasi Negara 

Pada tahap awal perkembangannya, terutama dalam literatur 
Indonesia periode 1950-1980-an, istilah Administrasi Negara 
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mendominasi diskursus akademis dan praktik penyelenggaraan 
pemerintahan. Paradigma ini menempatkan birokrasi sebagai 
instrumen utama negara dalam melaksanakan program pembangunan 
nasional, dengan orientasi yang kuat pada efisiensi, kepatuhan, dan 
sentralisasi kewenangan. Fokus utama Administrasi Negara adalah 
optimalisasi mesin birokrasi sebagai alat untuk mencapai tujuan-
tujuan pembangunan yang telah ditetapkan oleh kepemimpinan 
politik. 

Landasan teoretis paradigma Administrasi Negara dibangun atas 
kontribusi beberapa pemikir klasik yang memberikan kerangka 
konseptual untuk memahami birokrasi dalam konteks negara modern. 
Woodrow Wilson (1887) melalui esainya "The Study of Administration" 
meletakkan dasar pemikiran tentang pemisahan politik dari 
administrasi, mengargumentasikan bahwa administrasi merupakan 
domain teknis yang dapat dan harus dipisahkan dari pertimbangan 
politik untuk mencapai efisiensi maksimal. Visi Wilson tentang 
administrasi ilmiah yang netral dan profesional menjadi fundamen 
intelektual untuk mengembangkan birokrasi yang dapat melayani 
negara dengan efektif tanpa terpengaruh oleh dinamika politik 
partisan. 

Max Weber (1922) memberikan kontribusi yang tidak kalah 
fundamental melalui konseptualisasinya tentang birokrasi rasional-
legal. Weber mengidentifikasi karakteristik ideal organisasi birokrasi 
modern yang mencakup otoritas yang didasarkan pada hukum dan 
peraturan, hierarki yang jelas dan terstruktur, spesialisasi fungsi 
berdasarkan keahlian teknis, aturan formal yang mengatur seluruh 
aspek operasional, dan sistem rekrutmen berdasarkan merit dan 
kualifikasi profesional. Model birokrasi Weberian ini menjadi 
blueprint yang mempengaruhi desain dan implementasi sistem 
administrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. 

“Weber mengonseptualisasikan birokrasi rasional-legal 
dengan struktur hierarki yang terorganisir, Gulick-Urwick 

mengembangkan kerangka fungsional POSDCORB, 
sementara Indonesia mengimplementasikan paradigma 

Administrasi Negara sebagai state-centris.” 
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Luther Gulick dan Lyndall Urwick (1937) melalui karyanya "Papers on 
the Science of Administration" memperkenalkan kerangka fungsional 
yang kemudian dikenal dengan akronim POSDCORB, yang mencakup 
Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan 
Budgeting. Kerangka ini memberikan panduan praktis yang 
komprehensif untuk mengorganisir dan mengelola aktivitas 
administratif dalam konteks pemerintahan, dengan penekanan yang 
kuat pada rasionalitas, sistematisasi, dan koordinasi hierarkis sebagai 
kunci efektivitas administrasi. 

Dalam konteks Indonesia, konsep Administrasi Negara berkembang 
dengan karakteristik yang sangat dipengaruhi oleh kebutuhan 
pembangunan nasional pasca-kemerdekaan. Periode Orde Lama dan 
Orde Baru menandai era dimana birokrasi diposisikan sebagai 
instrumen utama dalam pelaksanaan program development 
administration. Era Orde Baru khususnya menandai implementasi 
paradigma Administrasi Negara yang paling sistematis dalam sejarah 
Indonesia, dimana birokrasi diposisikan sebagai tulang punggung 
pembangunan nasional dengan penekanan kuat pada sentralisasi 
kewenangan, hierarki yang ketat, dan orientasi pada pertumbuhan 
ekonomi yang terukur melalui target-target kuantitatif dalam Rencana 
Pembangunan Lima Tahun. 

 

Faktor-Faktor Pendorong Transisi Global 

Pergeseran dari Administrasi Negara menuju Administrasi Publik 
merupakan hasil dari konvergensi beberapa faktor yang saling 
memperkuat dan menciptakan momentum untuk transformasi 
paradigma. Faktor pertama adalah munculnya kritik teoretis yang 
fundamental terhadap asumsi-asumsi dasar paradigma klasik. Herbert 
Simon (1947) melalui karyanya "Administrative Behavior" memberikan 
kontribusi revolusioner dengan mengkritik pandangan normatif 
tentang administrasi dan memperkenalkan konsep “rasionalitas 
terbatas” (bounded rationality). Simon mendemonstrasikan bahwa 
asumsi tentang rasionalitas penuh dalam pengambilan keputusan 
administratif tidak realistis, karena administrator beroperasi dalam 
kondisi informasi yang terbatas, waktu yang terbatas, dan kapasitas 
kognitif yang terbatas. Kritik ini menggoyahkan fondasi teoretis 
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paradigma klasik dan membuka ruang untuk pemahaman yang lebih 
realistis tentang kompleksitas proses administratif. 

Faktor kedua adalah munculnya gerakan New Public Administration 
(NPA) pada dekade 1960-an yang dipimpin oleh generasi muda 
akademisi administrasi publik yang tidak puas dengan orientasi 
paradigma klasik. Dwight Waldo (1968) sebagai salah satu tokoh kunci 
NPA menekankan pentingnya reorientasi administrasi publik dari 
obsesi terhadap efisiensi menuju komitmen yang lebih kuat pada 
keadilan sosial, partisipasi warga, dan responsivitas terhadap isu 
ketidaksetaraan. Gerakan NPA menantang asumsi bahwa administrasi 
dapat bersifat value-neutral dan menegaskan bahwa administrator 
publik memiliki tanggung jawab moral untuk mempromosikan 
keadilan dan kesetaraan sosial sebagai bagian integral dari fungsi 
administratif. 

“Transisi global dari Administrasi Negara ke 
Administrasi Publik didorong konvergensi faktor 

rasionalitas administratif, gerakan NPA, NPS, NPM, 
governance multipihak OECD.” 

Paradigma New Public Management (NPM) yang berkembang pada 
dekade 1980-an dan 1990-an menjadi faktor ketiga yang sangat 
berpengaruh dalam transformasi paradigma. Christopher Hood (1991) 
memperkenalkan konsep NPM sebagai paradigma yang mengadopsi 
prinsip-prinsip manajemen sektor swasta untuk meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas sektor publik. David Osborne dan Ted Gaebler 
(1992) melalui "Reinventing Government" mempopulerkan konsep 
pemerintahan kewirausahaan dengan prinsip-prinsip seperti steering 
rather than rowing dan meeting the needs of the customer, not the 
bureaucracy: menekankan pada pengendalian untuk memenuhi 
kebutuhan “pelanggan” (publik), bukan kepentingan birokrat.  
Pengaruh NPM terhadap transformasi terminologi sangat signifikan 
karena paradigma ini menekankan bahwa fokus administrasi bukan 
pada kepentingan negara melainkan pada kepentingan publik sebagai 
customer yang harus dilayani dengan optimal. 
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Faktor keempat adalah munculnya konsep pemerintahan yang 
mengubah pemahaman fundamental tentang peran pemerintah 
dalam tata kelola masyarakat. Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi 
dan Pembangunan (OECD, 2021) melalui berbagai publikasinya telah 
memperkenalkan prinsip-prinsip good governance yang menekankan 
transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi multipihak. 
Konsep governance mengakui bahwa kolaborasi penyelenggaraan 
urusan publik melibatkan tidak hanya pemerintah, tetapi juga sektor 
swasta, masyarakat sipil, dan berbagai aktor non-negara lainnya dalam 
jaringan kemitraan yang kompleks. 

Faktor kelima adalah perkembangan dalam administrasi publik 
kontemporer yang menekankan keterhubungan antara politik dan 
administrasi. Penelitian mutakhir oleh Tom Christensen et al. (2025) 
dan Kenneth Meier (2025) menegaskan bahwa administrasi publik 
tidak dapat dilepaskan dari politik, karena birokrasi memainkan 
peran aktif dalam perumusan kebijakan, bukan hanya implementasi. 
Rekonseptualisasi hubungan politik-administrasi ini memiliki implikasi 
fundamental terhadap pemahaman tentang akuntabilitas, legitimasi, 
dan peran administrator publik dalam sistem demokratis. 

 

Konteks Indonesia: Perjalanan Transformasi Nasional 

Transformasi dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik di 
Indonesia dapat dipahami melalui tiga fase yang mencerminkan 
evolusi sistem politik dan tata kelola bangsa. Fase pertama mencakup 
era Orde Lama dan Orde Baru (1945-1998), dimana paradigma 
Administrasi Negara mendominasi sebagai development 
administration. Birokrasi dipandang dan difungsikan sebagai agen 
utama pembangunan nasional, namun sering digunakan sebagai 
instrumen kontrol politik yang sentralistik. Era Orde Baru khususnya 
menandai periode implementasi paradigma Administrasi Negara yang 
paling sistematis, dengan birokrasi yang kuat dan tersentralisasi 
sebagai tulang punggung pencapaian target-target pembangunan 
ekonomi yang ambisius. 

Fase kedua dimulai dengan momentum Reformasi 1998 yang 
membawa perubahan paradigma fundamental dari state-centered 
menuju public-oriented dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
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Reformasi politik membuka ruang yang luas bagi demokratisasi, 
desentralisasi, dan transparansi birokrasi. Undang-Undang Nomor 
22/1999 menjadi tonggak penting menggeser orientasi dari 
sentralisasi kewenangan menuju pemberian otonomi substantif 
kepada pemerintah daerah. Amendemen Undang-Undang Dasar 1945 
memberikan landasan konstitusional untuk paradigma administrasi 
publik yang lebih demokratis dan akuntabel, dengan penguatan sistem 
checks and balances dan jaminan hak asasi manusia. 

“Transformasi administrasi publik Indonesia 
berlangsung dalam tiga fase: era Orde Lama-Orde 
Baru (1945-1998) dengan paradigma sentralistik; 

Reformasi 1998 dari state-centered ke public-
oriented melalui demokratisasi, desentralisasi; dan 

digital (2000-sekarang) dengan SPBE citizen-centric.” 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi Publik merupakan legislasi yang mencerminkan pergeseran 
paradigma dari government secrecy menuju transparency dan public 
right to information. Undang-undang ini tidak hanya memberikan hak 
legal kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik, tetapi 
juga menciptakan kewajiban proaktif bagi institusi publik untuk 
menyediakan informasi kepada masyarakat sebagai bagian dari 
akuntabilitas demokratis. 

Fase ketiga adalah era digital dan good governance yang berlangsung 
dari tahun 2000 hingga sekarang, dimana administrasi publik 
Indonesia semakin fokus pada tata kelola berbasis teknologi digital 
melalui pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
(SPBE). Wicaksono et al. (2025) dalam kajian literatur sistematis 
mereka tentang paradigma NPA dalam era pemerintahan Jokowi 
menunjukkan bahwa transformasi digital birokrasi membawa peluang 
yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi 
penyelenggaraan pemerintahan. Namun, implementasi transformasi 
digital juga menghadapi berbagai tantangan kompleks, termasuk 
resistensi internal dari budaya birokrasi yang masih hierarkis, 
kesenjangan infrastruktur teknologi yang signifikan antar daerah, dan 
ketimpangan kapasitas dalam penguasaan teknologi digital di antara 
aparatur sipil negara. 
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Salah satu karakteristik menarik dari era ini adalah munculnya 
berbagai inovasi di tingkat pemerintah daerah yang mencerminkan 
adopsi paradigma Administrasi Publik yang lebih responsif dan citizen-
centric. Kota Surabaya dengan program e-government dan smart city 
initiatives, Provinsi DKI Jakarta dengan sistem pelayanan digital 
terintegrasi, serta Kabupaten Banyuwangi dengan program digitalisasi 
komprehensif merupakan contoh implementasi paradigma 
Administrasi Publik yang inovatif. Inovasi-inovasi ini 
mendemonstrasikan bahwa transformasi menuju paradigma yang 
lebih public-centric dan technology-enabled dapat direalisasikan 
meskipun dalam konteks keterbatasan institusional dan budaya 
organisasi yang masih dalam proses transisi. 

 

Implikasi Transformasi untuk Masa Depan 

Pergeseran dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik 
membawa implikasi yang mendalam, baik secara akademis maupun 
praktis, untuk pengembangan disiplin dan profesi di masa depan. 
Secara akademis, transformasi ini menghasilkan perluasan objek 
kajian yang signifikan dari fokus pada internal tugas pemerintah 
menuju pemerintahan multi-aktor yang kompleks. Paradigma 
Administrasi Publik mengakui pentingnya memahami jaringan 
kemitraan, collaborative relationships, dan dynamic interactions 
antar-stakeholder dalam mengembangkan jejaring kebijakan sebagai 
bagian integral dari fenomena administratif kontemporer yang 
kolaboratif. 

Pergeseran nilai juga menjadi implikasi yang fundamental, dimana 
paradigma Administrasi Negara yang didominasi oleh nilai efisiensi, 
ekonomi, dan efektivitas kini dilengkapi dan dalam beberapa konteks 
ditantang oleh nilai-nilai seperti equity, participation, transparency, 
accountability, dan responsiveness. Administrasi publik kontemporer 
dituntut untuk mencapai efisiensi sambil secara simultan memastikan 
keadilan, mempromosikan pembangunan ekonomi sambil melindungi 
keberlanjutan lingkungan, dan mempertahankan ketertiban publik 
sambil menghormati hak asasi manusia dan kebebasan demokratis. 

Integrasi dengan disiplin lain menjadi keniscayaan dalam paradigma 
Administrasi Publik kontemporer yang semakin mengandalkan 
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pendekatan interdisipliner. Ilmu politik memberikan pemahaman 
tentang dinamika kekuasaan dan proses demokrasi, ilmu ekonomi 
menyediakan alat analisis untuk memahami struktur insentif dan 
mekanisme alokasi sumber daya, sementara sosiologi dan antropologi 
memberikan wawasan tentang budaya organisasi dan dinamika 
komunitas. Teknologi informasi dan ilmu komputer menjadi semakin 
penting seiring dengan semakin pentingnya pemerintahan digital dan 
e-governance. 

Bagi Indonesia, transformasi menuju paradigma Administrasi Publik 
menuntut adaptasi yang hati-hati dengan mempertimbangkan 
konteks lokal, nilai budaya, dan warisan institusional. Konsep-konsep 
seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas perlu 
dioperasionalisasikan dengan cara yang sesuai dengan norma dan 
praktik budaya lokal. Traditional mechanisms seperti musyawarah 
mufakat dapat diintegrasikan dengan modern participatory 
governance mechanisms untuk menciptakan hybrid approaches yang 
both effective dan culturally appropriate. 

Dengan demikian, administrasi publik kini dipahami sebagai disiplin 
multidimensi yang memadukan manajemen, hukum, politik, dan nilai 
demokratis dalam menghadapi tantangan kontemporer yang semakin 
kompleks dan dinamis. Transformasi ini mencerminkan maturitas 
disiplin yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman sambil 
tetap mempertahankan komitmen pada pelayanan kepentingan 
publik dan pengembangan tata kelola yang demokratis dan 
berkelanjutan. 

 

1.4 Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis 

Perbedaan Orientasi Tujuan dan Struktur Akuntabilitas 

Perbedaan mendasar antara administrasi publik dan administrasi 
bisnis telah menjadi tema sentral dalam literatur administrasi publik 
sejak kemunculan disiplin ini. Pemahaman yang jelas tentang 
perbedaan-perbedaan ini sangat penting untuk memahami 
karakteristik unik sektor publik dan implikasinya terhadap praktik 
manajemen dan kebijakan. 



Gunawan Undang & Deden Suhendar 
Administrasi Publik Kontemporer: Teori, Praktik, dan Transformasi Digital Lintas Negara 

 

17 
 

Perbedaan fundamental yang pertama terletak pada orientasi tujuan. 
Administrasi bisnis berorientasi pada maksimalisasi keuntungan dan 
penciptaan nilai pemegang saham, sedangkan administrasi publik 
berorientasi pada penciptaan nilai publik dan maksimalisasi 
kesejahteraan sosial. Simon (1947) dalam karyanya tentang Perilaku 
Administratif telah mengidentifikasi bahwa tujuan organisasi secara 
signifikan mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan perilaku 
administratif. Dalam konteks sektor publik, tujuan yang beragam dan 
sering kali bertentangan menciptakan kompleksitas yang tidak 
ditemukan dalam sektor swasta. 

Perbedaan kedua berkaitan dengan struktur akuntabilitas. 
Administrasi bisnis bertanggung jawab terutama kepada pemegang 
saham dan dewan direksi melalui mekanisme pasar dan struktur tata 
kelola perusahaan. Sebaliknya, administrasi publik memiliki hubungan 
akuntabilitas yang beragam kepada badan legislatif, kepemimpinan 
eksekutif, pengawasan yudikatif, media, masyarakat sipil, dan 
masyarakat secara umum. Sunarya et al. (2024) dalam analisis mereka 
tentang tren dan tantangan dalam penelitian administrasi publik 
menemukan bahwa kompleksitas dari akuntabilitas yang beragam ini 
menjadi salah satu tantangan utama dalam penelitian administrasi 
publik. 

 

Kerangka Hukum dan Mekanisme Sumber Daya 

Aspek ketiga yang membedakan adalah kerangka hukum dan 
lingkungan regulatori. Administrasi publik beroperasi dalam kerangka 
hukum yang sangat ketat dengan regulasi yang rinci, prosedur formal, 
dan mekanisme pengawasan yang ekstensif. Gulick dan Urwick (1937) 
dalam "Papers on the Science of Administration" menekankan 
pentingnya aturan formal dan prosedur dalam administrasi publik 
untuk menjamin keadilan, konsistensi, dan akuntabilitas. Administrasi 
bisnis, meskipun juga tunduk pada regulasi, memiliki fleksibilitas yang 
lebih besar dalam desain organisasi dan prosedur operasional. 

Perbedaan keempat terkait dengan mekanisme akuisisi dan alokasi 
sumber daya. Administrasi bisnis memperoleh sumber daya melalui 
transaksi pasar, pendapatan penjualan, dan modal investasi dengan 
otonomi relatif dalam keputusan alokasi sumber daya. Administrasi 
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publik, sebaliknya, bergantung pada proses apropriasi, pendapatan 
pajak, dan keputusan politik untuk akuisisi sumber daya, dengan 
kebijaksanaan terbatas dalam alokasi sumber daya karena 
keterbatasan legislatif dan pengawasan publik. 

 

Pengukuran Kinerja dan Kompleksitas Pemangku Kepentingan 

Ismail dan Hartati (2023) dalam analisis bibliometric tentang tren 
penelitian administrasi publik mengidentifikasi bahwa pengukuran 
efisiensi dalam sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda 
dibandingkan sektor swasta. Mereka menemukan bahwa konsep 
seperti "nilai publik," "dampak sosial," dan "keadilan" menjadi 
indikator kinerja kunci dalam administrasi publik, yang kontras dengan 
administrasi bisnis yang berorientasi keuntungan. 

Perbedaan kelima berkaitan dengan kompleksitas pemangku 
kepentingan. Administrasi bisnis umumnya memiliki pemangku 
kepentingan yang terdefinisi jelas dengan kepentingan yang relatif 
mudah dipahami seperti pelanggan, pemasok, karyawan, dan 
pemegang saham. Administrasi publik, sebaliknya, harus mengelola 
kelompok pemangku kepentingan yang sangat beragam dengan 
kepentingan yang sering kali bertentangan, termasuk kelompok 
demografis yang berbeda, kelompok kepentingan, partai politik, dan 
tingkatan pemerintahan. Pribadi dan Iqbal (2022) dalam tinjauan 
literatur tata kelola demokratis menunjukkan bahwa manajemen 
pemangku kepentingan dalam sektor publik memerlukan pendekatan 
yang canggih untuk mengakomodasi "partisipasi publik," "partisipasi 
politik," dan "urusan publik." 

 

Toleransi Risiko dan Kapasitas Inovasi 

Dimensi keenam yang membedakan adalah toleransi risiko dan 
kapasitas inovasi. Administrasi bisnis umumnya lebih toleran terhadap 
pengambilan risiko dan inovasi karena potensi keuntungan dari inovasi 
yang berhasil dapat langsung menguntungkan organisasi. Administrasi 
publik cenderung lebih berhati-hati terhadap risiko karena kegagalan 
dapat memiliki konsekuensi politik yang signifikan dan dampak pada 
kepercayaan publik. Choi dan Park (2021) dalam penelitian mereka 
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tentang pemodelan berbasis agen dalam penelitian administrasi 
publik menunjukkan bahwa penilaian risiko dalam sektor publik harus 
mempertimbangkan tidak hanya implikasi finansial tetapi juga risiko 
politik, sosial, dan reputasi. 

Berdasarkan analisis komprehensif di atas, dapat disimpulkan bahwa 
perbedaan antara administrasi publik dan administrasi bisnis bersifat 
fundamental dan multidimensional, mencakup orientasi tujuan, 
struktur akuntabilitas, kerangka hukum, mekanisme sumber daya, 
kompleksitas pemangku kepentingan, toleransi risiko, pengukuran 
kinerja, hubungan kerja, persyaratan transparansi, dan pendekatan 
perencanaan strategis. Pemahaman yang mendalam tentang 
perbedaan-perbedaan ini sangat penting untuk mengembangkan 
teori, metode, dan praktik yang tepat dalam administrasi publik. 

 

1.5 Peran Administrasi Publik dalam Negara Modern 

Peran Implementasi Kebijakan dan Penyediaan Layanan 

Peran administrasi publik dalam negara modern telah mengalami 
transformasi yang signifikan seiring dengan perubahan paradigma tata 
kelola, demokratisasi, dan kompleksitas tantangan sosial-ekonomi 
yang dihadapi masyarakat kontemporer. Administrasi publik tidak lagi 
hanya berperan sebagai implementer kebijakan, tetapi telah 
berkembang menjadi aktor yang strategis dalam penciptaan nilai 
publik, tata kelola demokratis, dan pembangunan sosial. 

Peran pertama dan paling fundamental adalah sebagai implementer 
kebijakan publik. Wilson (1887) dalam esai seminalnya menekankan 
bahwa administrasi publik berperan untuk menerjemahkan 
keputusan politik menjadi tindakan konkret yang dapat memberikan 
manfaat kepada masyarakat. Dalam konteks negara modern, peran 
implementasi ini menjadi lebih kompleks karena kebijakan sering kali 
melibatkan berbagai pemangku kepentingan, koordinasi lintas sektor, 
dan pengaturan tata kelola multi-tingkat. OECD (2023) dalam 
Government at a Glance 2023 menunjukkan bahwa implementasi 
kebijakan yang efektif memerlukan mekanisme koordinasi yang 
canggih, sistem pemantauan kinerja, dan pendekatan manajemen 
yang adaptif. 
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Peran kedua adalah sebagai penyedia layanan publik. Dalam negara 
modern, administrasi publik bertanggung jawab untuk menyediakan 
berbagai layanan publik mulai dari layanan dasar seperti pendidikan, 
kesehatan, dan infrastruktur hingga layanan lanjutan seperti 
pemerintahan digital dan dukungan inovasi. Aspinall (2014) dalam 
penelitiannya tentang kesehatan dan demokratisasi di Indonesia 
menunjukkan bahwa kualitas penyampaian layanan secara signifikan 
mempengaruhi legitimasi demokratis dan kepercayaan publik 
terhadap pemerintah. 

 

Peran Pengelolaan Sumber Daya dan Regulasi 

Peran ketiga adalah sebagai pengampu sumber daya publik. 
Administrasi publik dalam negara modern memiliki tanggung jawab 
untuk mengelola sumber daya publik secara efisien, efektif, dan 
akuntabel. Hal ini mencakup manajemen keuangan, manajemen 
sumber daya manusia, manajemen aset, dan manajemen sumber daya 
alam. Jauhari et al. (2020) dalam penelitian mereka menunjukkan 
bahwa praktik tata kelola yang baik dalam manajemen sumber daya 
secara signifikan mempengaruhi kinerja organisasi dan kepuasan 
publik. 

Peran keempat adalah sebagai regulator dan penegak hukum. 
Administrasi publik berperan untuk mengembangkan, 
mengimplementasikan, dan menegakkan regulasi yang diperlukan 
untuk menjaga ketertiban, melindungi kepentingan publik, dan 
mempromosikan kesejahteraan sosial. Rahman et al. (2025) dalam 
penelitian mereka tentang dinamika korupsi menunjukkan bahwa 
kapasitas regulatori dan efektivitas penegakan hukum memiliki 
kepentingan kritis dalam mempertahankan supremasi hukum dan 
mencegah penyalahgunaan kekuasaan. 

 

Peran Fasilitasi Demokratis dan Katalis Inovasi 

Peran kelima adalah sebagai fasilitator partisipasi demokratis. 
Administrasi publik dalam negara modern harus memfasilitasi 
partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan, memastikan 
transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan 
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publik. Pribadi dan Iqbal (2022) mengidentifikasi "partisipasi publik," 
"partisipasi politik," dan "kapasitas institusional" sebagai elemen kunci 
dalam tata kelola demokratis yang memerlukan fasilitasi aktif dari 
administrasi publik. 

Peran keenam adalah sebagai katalis inovasi. Dalam menghadapi 
tantangan kompleks seperti perubahan iklim, transisi demografi, 
transformasi digital, dan ketidaksetaraan sosial, administrasi publik 
harus berperan sebagai katalis inovasi yang dapat mengembangkan 
solusi baru dan memfasilitasi kolaborasi antar sektor. Kurniawati et al. 
(2019) menunjukkan bahwa reformasi birokrasi dan inisiatif 
pemerintahan elektronik dapat berfungsi sebagai platform inovasi 
yang mentransformasi penyampaian layanan publik. 

 

Peran Manajemen Krisis dan Pembangunan Sosial 

Peran ketujuh adalah sebagai manajer krisis. Negara modern 
menghadapi berbagai jenis krisis mulai dari bencana alam, darurat 
kesehatan masyarakat, krisis ekonomi, hingga ancaman keamanan. 
Administrasi publik harus memiliki kapasitas untuk merespons secara 
cepat dan efektif terhadap situasi krisis sambil mempertahankan 
layanan esensial dan proses demokratis. Guogis et al. (2023) dalam 
penelitian mereka tentang pengembangan administrasi publik 
menunjukkan bahwa kapasitas manajemen krisis menjadi semakin 
penting dalam tata kelola modern. 

Peran kedelapan adalah sebagai pembangun jembatan sosial. 
Administrasi publik dalam negara modern berperan untuk mengurangi 
ketidaksetaraan sosial, mempromosikan inklusi, dan membangun 
kohesi sosial. Biaou dan Charbonneau (2024) dalam kajian literatur 
sistematis mereka tentang keadilan sosial menunjukkan bahwa 
administrasi publik memiliki peran krusial dalam mengatasi 
ketidaksetaraan regional, antargenerasi, dan gender melalui kebijakan 
sosial dan program yang terarah. 

Ismail dan Hartati (2023) dalam analisis bibliometric mereka 
menunjukkan bahwa peran administrasi publik dalam negara modern 
semakin melibatkan analitik data besar, pembuatan kebijakan 
berbasis bukti, dan penyampaian layanan yang didukung teknologi. 
Mereka mengidentifikasi kata kunci seperti "data besar," 
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"transformasi digital," dan "kebijakan berbasis bukti" sebagai tema 
yang muncul dalam penelitian administrasi publik kontemporer. 

Berdasarkan analisis komprehensif di atas, dapat disimpulkan bahwa 
peran administrasi publik dalam negara modern sangat beragam dan 
strategis, mencakup implementasi kebijakan, penyampaian layanan, 
pengampu sumber daya, penegakan regulasi, fasilitasi demokratis, 
katalis inovasi, manajemen krisis, pembangunan sosial, dukungan 
keberlanjutan, dan koordinasi jaringan. Evolusi peran-peran ini 
mencerminkan kompleksitas yang semakin meningkat dari masyarakat 
modern dan ekspektasi yang semakin tinggi terhadap sektor publik 
untuk memberikan solusi komprehensif terhadap tantangan sosial 
yang kompleks. 

 

1.6 Tantangan Administrasi Publik di Era Digital 

Kesenjangan Digital dan Tata Kelola Data 

Era digital telah menghadirkan transformasi fundamental dalam 
landscape administrasi publik, menciptakan peluang yang belum 
pernah ada sebelumnya sekaligus tantangan yang kompleks dan 
multidimensional. Digitalisasi tidak hanya mengubah cara pemerintah 
berinteraksi dengan masyarakat, tetapi juga merevolusi proses 
internal, mekanisme pengambilan keputusan, dan struktur 
akuntabilitas dalam sektor publik. 

Tantangan pertama dan paling signifikan adalah kesenjangan digital 
dan keadilan dalam akses digital. Transformasi digital dapat 
menciptakan atau memperdalam ketidaksetaraan yang sudah ada jika 
tidak dikelola dengan hati-hati. Kurniawati et al. (2019) dalam 
penelitian mereka tentang pemerintahan elektronik dan reformasi 
birokrasi menunjukkan bahwa transformasi digital dapat 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas, tetapi juga dapat 
mengecualikan kelompok populasi tertentu yang memiliki akses 
terbatas terhadap teknologi digital atau literasi digital. Administrasi 
publik harus memastikan bahwa digitalisasi tidak mengabaikan prinsip 
akses universal dan keadilan sosial. 

Tantangan kedua berkaitan dengan tata kelola data dan perlindungan 
privasi. Era digital menghasilkan data dalam jumlah besar yang dapat 
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digunakan untuk meningkatkan layanan publik dan pembuatan 
kebijakan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran serius tentang 
privasi, keamanan data, dan potensi penyalahgunaan informasi 
pribadi. Jauhari et al. (2020) menunjukkan bahwa implementasi 
inisiatif pemerintahan elektronik memerlukan kerangka tata kelola 
data yang kuat yang dapat menyeimbangkan antara peluang inovasi 
dan persyaratan perlindungan privasi. 

 

Keamanan Siber dan Kesenjangan Keterampilan Digital 

Tantangan ketiga adalah keamanan siber dan ketahanan digital. 
Administrasi publik dalam era digital menjadi target yang menarik 
untuk serangan siber yang dapat mengganggu layanan esensial, 
mengkompromikan informasi sensitif, atau merusak kepercayaan 
publik. Infrastruktur digital yang semakin saling terhubung 
menciptakan kerentanan baru yang memerlukan langkah-langkah 
keamanan yang canggih dan pemantauan berkelanjutan. Hal ini 
menuntut investasi yang signifikan dalam kapabilitas keamanan siber 
dan pengembangan budaya organisasi yang sadar terhadap keamanan 
siber. 

Tantangan keempat terkait dengan kesenjangan keterampilan digital 
dalam pelayanan sipil. Transformasi digital memerlukan tenaga kerja 
yang memiliki kompetensi digital yang sesuai, tetapi banyak organisasi 
sektor publik menghadapi kesenjangan keterampilan yang signifikan. 
Berenschot (2018) dalam penelitiannya tentang reformasi pelayanan 
sipil menunjukkan bahwa manajemen sumber daya manusia dalam 
sektor publik sering kesulitan dengan rekrutmen, pelatihan, dan 
retensi personel yang terampil secara digital karena kompetisi dengan 
sektor swasta dan keterbatasan birokrasi dalam sistem kompensasi. 

 

Akuntabilitas Algoritmik dan Interoperabilitas Sistem 

Sunarya et al. (2024) dalam analisis mereka tentang tren dan 
tantangan dalam penelitian administrasi publik mengidentifikasi 
bahwa transformasi digital telah menjadi tema penelitian utama, 
tetapi juga menunjukkan bahwa banyak studi berfokus pada aspek 
teknologi daripada implikasi organisasi dan sosial dari digitalisasi. Hal 
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ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih holistik yang 
mempertimbangkan aspek manusia, proses, dan teknologi secara 
terintegrasi. 

Tantangan kelima adalah akuntabilitas algoritmik dan pengambilan 
keputusan otomatis. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan 
pembelajaran mesin yang semakin meningkat dalam administrasi 
publik menimbulkan pertanyaan kompleks tentang akuntabilitas, 
transparansi, dan keadilan dalam keputusan otomatis yang dapat 
secara signifikan mempengaruhi kehidupan warga. Mekanisme 
akuntabilitas tradisional mungkin tidak memadai untuk mengatasi 
tantangan yang muncul dari pengambilan keputusan algoritmik, 
memerlukan pengembangan kerangka pengawasan dan mekanisme 
tata kelola yang baru. 

Tantangan keenam berkaitan dengan interoperabilitas dan integrasi 
sistem. Administrasi publik sering melibatkan beberapa instansi 
dengan sistem yang berbeda, format data, dan prosedur operasional. 
Transformasi digital memerlukan pencapaian interoperabilitas di 
seluruh sistem dan instansi yang berbeda untuk memungkinkan 
penyampaian layanan yang mulus dan koordinasi yang efektif. Hal ini 
sering melibatkan tantangan teknis, organisasi, dan politik yang 
kompleks yang memerlukan upaya koordinasi yang berkelanjutan. 

 

Ekspektasi Warga dan Manajemen Perubahan 

Ismail dan Hartati (2023) dalam analisis bibliometric mereka 
mengidentifikasi "data besar" dan "transformasi digital" sebagai tema 
kunci dalam penelitian administrasi publik kontemporer, tetapi juga 
menunjukkan bahwa penelitian tentang topik-topik ini sering 
terfragmentasi dan kurang memiliki kerangka teoritis yang 
komprehensif. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih 
sistematis untuk memahami transformasi digital dalam konteks 
administrasi publik. 

Tantangan ketujuh adalah ekspektasi warga dan kualitas layanan 
digital. Warga yang melek digital memiliki ekspektasi tinggi terhadap 
layanan publik digital yang sebanding dengan layanan digital sektor 
swasta terbaik. Administrasi publik harus memberikan layanan digital 
yang ramah pengguna, responsif, dan dapat diandalkan sambil 
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mempertahankan kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan 
memastikan aksesibilitas untuk semua kelompok populasi. 

Tantangan kedelapan terkait dengan manajemen perubahan dan 
budaya organisasi. Transformasi digital memerlukan perubahan 
fundamental dalam budaya organisasi, proses kerja, dan pola pikir. 
Banyak organisasi sektor publik memiliki budaya yang tertanam dalam 
yang resisten terhadap perubahan, membuat inisiatif transformasi 
digital menjadi menantang. Guogis et al. (2023) dalam penelitian 
mereka menunjukkan bahwa transformasi yang berhasil memerlukan 
pendekatan manajemen perubahan yang sistematis yang mengatasi 
dimensi teknis dan budaya. 

Berdasarkan analisis komprehensif di atas, dapat disimpulkan bahwa 
tantangan administrasi publik di era digital sangat kompleks dan 
multifaset, mencakup keadilan digital, tata kelola data, keamanan 
siber, kesenjangan keterampilan, akuntabilitas algoritmik, 
interoperabilitas, ekspektasi warga, perubahan organisasi, 
keterbatasan sumber daya, implikasi demokratis, dan adaptasi 
regulatori. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan 
pendekatan holistik yang mengintegrasikan pertimbangan teknologi, 
organisasi, sosial, dan politik untuk memastikan bahwa transformasi 
digital dalam administrasi publik dapat memberikan nilai publik sambil 
mempertahankan nilai-nilai demokratis dan keadilan sosial. 

Pemaparan yang telah kita bahas di bab ini – dalam konteks 
tranformasi hierarkhi transformasi disilpin ilmu administrasi publik 
dari perspektif OPA ke NPA di mana khusus konteks Indonesia 
mengalami transformasi dari administrasi publik ke administrasi 
negara (era Orla dan Orba) dengan ciri state-centered – sementa di 
dunia global administrasi publik bertransformasi menjadi NPA dengan 
sasaran publik oriented, digambarkan dalam ilustrasi berikut: 
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Hierarkhi Transformasi Disiplin Ilmu Administrasi Publik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.2: Hierarki Transformasi Disiplin Ilmu Administrasi Publik 
Sumber: Wilson (1887); Weber (1922); Waldo (1968); Gulick dan 

Urwick (1937); Hood (1991); Osborne & Gaebler (1992); 
Osborne (2006; Torfing et al. (2012); Aristigueta (2024); 
Christensen et al. (2025); OECD (2023). 

Administrasi 
Negara 
(Konteks 

Indonesia) 

 

Kebijakan 
Publik 

Administrasi Publik (AP) 

II. Modern - OPA:  
• Gulick dan Urwick (1937) dalam "Papers on 

the Science of Administration" 
menekankan pentingnya aturan formal dan 
prosedur; 

• Simon (1947): perilaku administratif → 
proses pengambilan keputusan. 

I. Klasik – OPA (Old Public Administration):  

• Wilson (1887) - "The Study of Administration": 
o Prinsip Fundamental - Epistimologis: administrasi publik sebagai ilmu terapan & studi komparatif; Fokus: 

bagaimana kita mengetahui dan mempelajari administrasi publik; 
o Dikotomi Struktural – Ontologis: dikotomi politik-administrasi publik dan pemisahan dari politik partisan - paling 

berpengaruh dan kontroversial; Fokus: apa hakikat dan batasan administrasi publik; 
o Mekanisme Operasional – Aksiologis: efisiensi dan efektivitas; profesionalisasi berbasis merit; Fokus: apa nilai 

dan tujuan administrasi publik; 
o Pendekatan Pengembangan - Metodologis: Studi komparatif & pendekatan ilmiah objektif; Fokus:  bagaimana 

administrasi publik dikembangkan - strategi jangka panjang. 

• Weber (1922): Administrasi publik beroperasi berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum dan peraturan, 
birokrasi legal-rasional, sistem merit, berkualifikasi & professional. 

•  

Konteks Indonesia – Kedudukan AN: 
AP (global) → AN (nasional, Orla-
Orba) → AP (global) 

Era Orla & Orba - AN:  
oState-centered – negara sebagai 

aktor utama; birokrasi diposisikan 
sebagai tulang punggung 
pembangunan nasional 

Pasca-Orba (1998 – sekarang) - AP: 
o Public-oriented: Otda, 

desentralisasi, dekonsentrasi, 
keterbukaan informasi publik, 
reformasi birokrasi, e-government/ 
digitalisasi, dll. (OECD, 2023); SPBE. 

Upper Level - I: 
Domain Utama (OECD, 2023): 
1. Formulasi dan implementasi;  
2. Pengelolaan SDM sektor publik;  
3. Manajemen keuangan & anggaran; 
4. Pengadaan barang & jasa publik; 
5. Pelayanan publik dan pemerintahan digital;  
6. Regulasi dan pengawasan;  
7. Manajemen risiko dan manajemen krisis; 
8. Kemitraan dengan sektor swasta dan 

masyarakat sivil. 

III. Kontemporer – NPA (New Public 
Administrations) - Holistik-Integratif: 
1. Waldo (1968) – NPA: keadilan dan kesetaraan 

sosial; 
2. Hood (1991) – NPM - mengadopsi prinsip-prinsip 

manajemen sektor swasta: pemerintahan 
kewirausahaan; “publik sebagai raja” 

3. Osborne & Gaebler (1992) - "Reinventing 
Government" - pemerintahan kewirausahaan; 

4. Osborne (2006; Torfing et al. (2012) – NPS: 
kolaborasi antar-sektor, partisipasi warga, 
demokrasi, reformasi birokrasi, transformasi 
digital; 

5. Aristigueta (2024) "Democracy at Risk in the 
United States" konsep dasar administrasi publik 
tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip 
demokrasi; 

6. Tom Christensen et al. (2025) dan Kenneth 
Meier (2025): administrasi  publik tidak dapat 
dilepaskan dari politik → birokrasi memainkan 
peran aktif dalam merumuskan dan 
implementasi kebijakan. 

Ruang lingkup kebijakan publik mencakup formulasi dan 

implementasi kebijakan sebagai salah satu dari delapan domain 

utama administrasi publik (OECD, 2023). 

Upper Level - II: 
Peran Strategis di Negara Modern (OECD, 2023): 
1. Implementer kebijakan publik; 2. Penyedia layanan publik;  
3. Pengampu sumber daya publik; 4. Regulator dan penegak hukum;  
5. Fasilitator partisipasi demokratis; 6. Katalis inovasi;  
7. Manajmen krisis; 8. Pembangunan sosial → kebijakan sosial. 

Orla-Orba Orde Ref. 
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Kesimpulan 

Administrasi publik sebagai disiplin ilmu dan praktik pemerintahan 
telah mengalami evolusi signifikan sejak akhir abad ke-19 hingga era 
digital. Pembahasan dalam bab ini menunjukkan bahwa administrasi 
publik merupakan konstruk dinamis, multidimensional, dan 
fundamental bagi fungsi negara modern. 

Transformasi dari Administrasi Negara menuju Administrasi Publik 
mencerminkan pergeseran paradigma dari orientasi state-centric 
menuju public-oriented yang responsif terhadap tuntutan 
demokratisasi dan good governance. Perubahan ini didorong oleh 
kritik teoretis Simon, gerakan NPA yang menekankan keadilan sosial, 
paradigma NPM, konsep governance multipihak, dan 
rekonseptualisasi hubungan politik-administrasi kontemporer. 

Definisi administrasi publik telah berkembang dari paradigma klasik 
yang memisahkan politik dan administrasi menuju pemahaman 
kontemporer yang holistik-integratif. Saat ini, administrasi publik 
dipahami sebagai sistem kompleks yang mencakup implementasi 
kebijakan, pengelolaan sumber daya publik, penyediaan layanan, dan 
fasilitasi partisipasi demokratis dengan orientasi utama pada 
penciptaan nilai publik dan kesejahteraan masyarakat. 

Karakteristik fundamental administrasi publik—orientasi kepentingan 
publik, akuntabilitas multipel, otoritas legal-rasional, sensitivitas 
politik, dan transparansi—membentuk identitas unik yang 
memerlukan pendekatan teoritis dan praktis spesifik. Perbedaan 
mendasar dengan administrasi bisnis dalam orientasi tujuan, struktur 
akuntabilitas, kerangka hukum, dan kompleksitas pemangku 
kepentingan menunjukkan bahwa adopsi praktik sektor swasta 
memerlukan adaptasi kontekstual yang hati-hati. 

Peran administrasi publik telah meluas dari fungsi tradisional menuju 
peran strategis sebagai katalis inovasi, manajer krisis, fasilitator 
partisipasi demokratis, dan pembangun kohesi sosial. Sementara itu, 
tantangan era digital—kesenjangan digital, tata kelola data, keamanan 
siber, akuntabilitas algoritmik, dan transformasi budaya organisasi—
menjadi prioritas strategis yang memerlukan respons komprehensif 
dan adaptif. 
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Sintesis pembahasan menunjukkan bahwa administrasi publik 
merupakan bidang dinamis yang memerlukan pendekatan interdisiplin 
dan adaptif. Pemahaman solid tentang fondasi teoretis dan 
karakteristik uniknya menjadi prasyarat penting bagi praktik tata 
kelola yang efektif, responsif, dan akuntabel dalam negara demokratis 
modern. Ke depan, diperlukan pengembangan kapasitas 
berkelanjutan—sumber daya manusia, sistem-proses, dan kerangka 
institusional—untuk menghadapi kompleksitas dan dinamika 
perubahan yang semakin cepat. 
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BAB 2 

TEORI ADMINISTRASI PUBLIK 

 

Pendahuluan 

Perkembangan teori administrasi publik merepresentasikan evolusi 
pemikiran intelektual yang kompleks dan berkelanjutan, dimulai dari 
pencarian identitas disiplin pada akhir abad ke-19 hingga respons 
terhadap tantangan tata kelola kontemporer dalam era globalisasi dan 
digitalisasi. Teori bukan sekadar konstruk akademis yang abstrak, 
melainkan kerangka konseptual yang memberikan landasan untuk 
memahami, menganalisis, dan memperbaiki praktik penyelenggaraan 
pemerintahan dalam berbagai konteks sosial, politik, dan ekonomi. 

Bab ini mengeksplorasi perjalanan intelektual administrasi publik 
melalui empat dimensi fundamental yang saling berkaitan. Pertama, 
genealogi historis disiplin administrasi publik yang mencakup konteks 
sosial-politik yang melahirkan kebutuhan akan studi sistematis tentang 
administrasi pemerintahan, mulai dari respons terhadap industrialisasi 
dan demokratisasi di Amerika Serikat dan Eropa hingga perkembangan 
institusi akademis yang mengkodifikasi pengetahuan administratif. 

Kedua, analisis mendalam tentang kontribusi tokoh-tokoh perintis 
yang memberikan fondasi teoretis disiplin ini, termasuk Woodrow 
Wilson dengan visinya tentang pemisahan politik dan administrasi, 
Max Weber dengan konseptualisasi birokrasi rasional-legal, Luther 
Gulick dengan kerangka fungsional administrasi, dan Herbert Simon 
dengan revolusi behavioral dalam pemahaman pengambilan 
keputusan administratif. Setiap tokoh tidak hanya memberikan 
kontribusi konseptual, tetapi juga merespons tantangan praktis 
zamannya. 

Ketiga, pemetaan perkembangan global teori administrasi publik yang 
menunjukkan bagaimana disiplin ini berkembang dalam konteks 
geografis dan kultural yang beragam, dari gerakan administrasi ilmiah 
di Amerika Serikat hingga tradisi administrasi kontinental Eropa, serta 
adaptasi dan kontribusi dari negara-negara berkembang yang 
menghadapi tantangan pembangunan dan modernisasi yang spesifik. 
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Keempat, identifikasi paradigma-paradigma teoretis utama yang telah 
membentuk evolusi disiplin administrasi publik, mulai dari paradigma 
klasik yang menekankan efisiensi dan rasionalitas, paradigma perilaku 
yang memperhatikan dimensi manusiawi organisasi, paradigma 
pilihan publik yang menggunakan analisis ekonomi, hingga paradigma 
tata kelola baru yang menekankan kolaborasi dan jaringan. 

Setiap sub-bab dirancang untuk menunjukkan kontinuitas dan 
diskontinuitas dalam perkembangan teoretis, dengan penekanan pada 
relevansi kontemporer dan aplikabilitas dalam konteks Indonesia. 
Pendekatan historiografis yang digunakan tidak hanya menceritakan 
sejarah perkembangan teori, tetapi juga menganalisis logika internal 
perkembangan disiplin, kontribusi dan keterbatasan setiap paradigma, 
serta implikasinya untuk pemahaman dan praktik administrasi publik 
masa kini. 

Kontribusi bab ini terletak pada sintesis komprehensif antara 
perspektif historis dan analisis teoretis, dengan perhatian khusus pada 
kontekstualisasi teori-teori global dalam realitas administrasi publik 
Indonesia. Setiap konsep dan teori yang dibahas tidak hanya 
dipresentasikan sebagai produk sejarah intelektual, tetapi juga 
dievaluasi relevansi dan aplikabilitasnya untuk memahami dan 
memperbaiki praktik tata kelola di Indonesia, menciptakan dialog yang 
produktif antara warisan teoretis global dan kebutuhan praktis lokal. 

 

2.1 Asal-usul Administrasi Publik sebagai Disiplin Ilmu 

Konteks Historis Kelahiran Disiplin 

Kelahiran administrasi publik sebagai disiplin akademik tidak dapat 
dipisahkan dari transformasi sosial-politik fundamental yang terjadi 
pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Era ini ditandai oleh 
industrialisasi yang pesat, urbanisasi masif, dan demokratisasi yang 
semakin meluas, yang secara kolektif menciptakan kebutuhan akan 
sistem administrasi pemerintahan yang lebih efektif, profesional, dan 
akuntabel. Kompleksitas permasalahan publik yang semakin 
meningkat memerlukan pendekatan yang lebih sistematis dan ilmiah 
dalam pengelolaan urusan negara. 
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Dalam konteks Amerika Serikat, periode yang dikenal sebagai Era 
Gilded Age (1870-1900) menandai era pertumbuhan ekonomi yang 
pesat namun juga korupsi politik yang meluas. Spoils system atau 
sistem patronase menciptakan inefisiensi administratif yang signifikan 
dan menghambat profesionalisasi birokrasi. Kondisi ini menciptakan 
urgensi untuk mengembangkan pendekatan ilmiah terhadap 
administrasi publik yang dapat mengatasi permasalahan korupsi, 
nepotisme, dan ketidakefisienan yang melanda sistem pemerintahan. 

 

“Administrasi publik lahir sebagai disiplin akademik 
pada akhir abad ke-19, didorong industrialisasi, 

urbanisasi, dan demokratisasi yang menuntut sistem 
pemerintahan yang lebih profesional, efektif, dan 

akuntabel mengatasi korupsi.” 

 

Di Eropa, khususnya di Jerman dan Prancis, tradisi administrasi 
kontinental telah berkembang lebih matang dengan penekanan pada 
profesionalisme birokrasi dan sistem hukum administratif yang 
komprehensif. Tradisi Kameralis di Jerman dan École Nationale 
d'Administration di Prancis memberikan model alternatif yang 
menekankan pendidikan formal untuk administrator publik dan 
pengembangan keahlian teknis dalam pengelolaan negara. 

 

Visi Revolusioner Wilson tentang Administrasi Ilmiah 

Pada tahun 1887, Woodrow Wilson menerbitkan esai monumentalnya 
"The Study of Administration" yang secara konvensional dianggap 
sebagai titik lahir administrasi publik sebagai disiplin akademik. Wilson 
memperkenalkan konsep fundamental tentang dikotomi politik-
administrasi, yang menyatakan bahwa administrasi publik harus yang 
terlepas dari interferensi politik partisan dijalankan berdasarkan 
prinsip-prinsip efisiensi dan profesionalisme. 

Argumen Wilson yang revolusioner terletak pada premis bahwa 
"administrasi berada di luar ranah politik yang tepat." Perspektif ini 
mengusulkan bahwa meskipun kebijakan diformulasikan oleh 
lembaga politik yang demokratis, implementasi kebijakan tersebut 
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harus dilakukan oleh administrator profesional yang beroperasi 
berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi dan netralitas. Konsep ini 
kemudian menjadi dasar pengembangan sistem pelayanan sipil di 
berbagai negara dan menciptakan fondasi teoretis untuk pemisahan 
fungsi politik dan administratif. 

Wilson juga menekankan pentingnya studi komparatif dalam 
pengembangan ilmu administrasi. Dia mengadvokasi pembelajaran 
dari praktik administrasi di negara-negara Eropa, khususnya Prusia dan 
Prancis, untuk mengembangkan sistem administrasi Amerika yang 
lebih efisien. Visi Wilson tentang layanan sipil berbasis merit 
memberikan landasan untuk reformasi sistem patronase yang 
merajalela pada masanya dan menciptakan blueprint untuk 
profesionalisasi birokrasi modern. 

 

Perkembangan Paralel di Eropa: Fondasi Sosiologis Weber 

Secara paralel dengan perkembangan di Amerika Serikat, di Eropa, 
sosiolog Jerman Max Weber mengembangkan teori birokrasi yang 
memberikan fondasi konseptual yang kuat untuk memahami 
organisasi administratif modern. Konsep Weber tentang tipe ideal 
birokrasi mengidentifikasi karakteristik struktural yang diperlukan 
untuk mencapai efisiensi administratif maksimal dalam masyarakat 
modern yang semakin kompleks. 

Weber mengidentifikasi tiga tipe otoritas: otoritas tradisional yang 
berdasarkan kebiasaan dan adat istiadat, otoritas karismatik yang 
bergantung pada kepribadian luar biasa pemimpin, dan otoritas 
rasional-legal yang beroperasi berdasarkan aturan dan prosedur yang 
telah ditetapkan secara formal. Tipe otoritas terakhir ini menjadi ciri 
khas organisasi birokratis modern dan memberikan legitimasi untuk 
sistem administrasi yang beroperasi berdasarkan hukum dan regulasi. 

Karakteristik tipe ideal birokrasi Weber meliputi struktur hierarkis, 
aturan dan prosedur formal, pembagian kerja yang terspesialisasi, 
rekrutmen berbasis merit, pengembangan karier, dan hubungan yang 
impersonal. Konsep-konsep ini memberikan cetak biru untuk 
organisasi administratif yang efisien dan dapat diprediksi, sekaligus 
mengantisipasi potensi patologi birokrasi seperti kekakuan prosedural 
dan dehumanisasi. 
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Gerakan Ilmu Administrasi dan Institusionalisasi Disiplin 

Gerakan ilmu administrasi pada awal abad ke-20 memperkuat 
legitimasi akademik administrasi publik melalui pengembangan 
metodologi penelitian yang sistematis dan pembentukan institusi 
pendidikan yang khusus mengkaji administrasi pemerintahan. Periode 
ini ditandai oleh upaya untuk mengembangkan prinsip-prinsip 
universal administrasi yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks 
organisasional dan geografis. 

Kontribusi penting datang dari Luther Gulick dan Lyndall Urwick 
melalui prinsip POSDCORB yang terdiri dari Perencanaan, 
Pengorganisasian, Penyusunan Staf, Pengarahan, Koordinasi, 
Pelaporan, dan Penganggaran. POSDCORB memberikan kerangka 
fungsional untuk memahami tugas-tugas utama administrasi publik 
secara sederhana dan praktis, yang kemudian menjadi kurikulum 
standar dalam pendidikan administrasi publik di berbagai negara. 

Institusionalisasi disiplin administrasi publik juga ditandai oleh 
pembentukan sekolah-sekolah administrasi publik di berbagai 
universitas, pengembangan jurnal akademik yang khusus membahas 
tema-tema administrasi, dan pembentukan asosiasi profesional yang 
menghubungkan praktisi dan akademisi. Perkembangan ini 
menciptakan komunitas epistemic yang mempromosikan 
pengembangan pengetahuan administrasi publik secara sistematis 
dan berkelanjutan. 

 

Respons terhadap Tantangan Modernitas 

Kelahiran administrasi publik sebagai disiplin akademik juga 
merepresentasikan respons intelektual terhadap tantangan 
modernitas, termasuk kompleksitas permasalahan sosial yang 
semakin meningkat, kebutuhan akan koordinasi yang lebih baik antar 
berbagai fungsi pemerintahan, dan tuntutan akan akuntabilitas yang 
lebih tinggi dari masyarakat demokratis yang semakin terdidik dan 
partisipatif. 

Ismail dan Hartati (2023) dalam analisis bibliometric mereka 
menunjukkan bahwa konsep Wilson tentang "the right balance 
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between application and theory development" - keseimbangan yang 
tepat antara aplikasi dan pengembangan teori - tetap relevan dalam 
penelitian administrasi publik modern. Paradox Wilson tentang 
memisahkan politik dari administrasi dalam sistem demokratis terus 
menjadi fokus perdebatan akademik dan praktis, menunjukkan bahwa 
isu-isu fundamental yang diidentifikasi oleh pendiri disiplin masih 
relevan untuk konteks kontemporer. 

“Administrasi publik lahir sebagai respons intelektual 
terhadap tantangan modernitas dan kompleksitas 

permasalahan sosial. Wilson Paradox tentang 
memisahkan politik dari administrasi dalam sistem 

demokratis tetap menjadi perdebatan fundamental 
yang relevan dalam penelitian dan praktik 

administrasi publik kontemporer yang menuntut 
keseimbangan teori-aplikasi.” 

Penelitian kontemporer juga menunjukkan bahwa visi Wilson tentang 
administrasi sebagai ilmu terapan yang dapat berkontribusi pada 
perbaikan praktik pemerintahan tetap menjadi orientasi utama 
disiplin ini. Transformasi digital dalam administrasi publik, misalnya, 
dapat dilihat sebagai kelanjutan dari visi Wilson tentang efisiensi dan 
profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan, meskipun 
dengan teknologi dan metode yang jauh lebih canggih. 

Dalam konteks Indonesia, asal-usul administrasi publik sebagai disiplin 
akademik mencerminkan respons terhadap kebutuhan pembangunan 
kapasitas negara pasca-kemerdekaan dan modernisasi birokrasi dalam 
proses demokratisasi. Warisan kolonial yang birokratis dan hierarkis 
memerlukan transformasi yang sistematis berdasarkan prinsip-prinsip 
administrasi modern, membuat studi administrasi publik menjadi 
sangat relevan untuk konteks pembangunan nasional. 

 

2.2 Tokoh-tokoh Perintis Administrasi Publik 

Woodrow Wilson: Arsitek Ilmu Administrasi 

Thomas Woodrow Wilson (1856-1924), yang kemudian menjadi 
Presiden Amerika Serikat ke-28, diakui secara universal sebagai bapak 
pendiri administrasi publik modern. Esai legendaris Wilson "The Study 
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of Administration" (1887) tidak hanya menandai kelahiran disiplin 
administrasi publik, tetapi juga memperkenalkan beberapa konsep 
fundamental yang masih diperdebatkan hingga hari ini dan 
memberikan kerangka konseptual yang membentuk arah 
perkembangan disiplin selama lebih dari satu abad. 

Kontribusi teoretis Wilson yang paling signifikan adalah konsep 
dikotomi politik-administrasi. Wilson berargumen bahwa administrasi 
publik harus beroperasi dalam ranah yang terpisah dari politik 
partisan, dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas dalam 
pelaksanaan kebijakan. Perspektif ini mengusulkan bahwa sementara 
pembuatan kebijakan adalah ranah politik, implementasi kebijakan 
harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen ilmiah yang 
objektif dan profesional. 

“Woodrow Wilson, Presiden AS ke-28, dianggap bapak 
administrasi publik modern melalui esai "The Study of 
Administration" (1887) yang memperkenalkan konsep 

dikotomi politik-administrasi dan profesionalisasi 
birokrasi.” 

Wilson juga menekankan pentingnya studi komparatif dalam 
pengembangan ilmu administrasi. Dia mengadvokasi pembelajaran 
dari praktik administrasi di negara-negara Eropa, khususnya Prusia dan 
Prancis, untuk mengembangkan sistem administrasi Amerika yang 
lebih efisien. Visi Wilson tentang layanan sipil berbasis merit 
memberikan landasan untuk reformasi sistem patronase dan 
menciptakan blueprint untuk profesionalisasi birokrasi yang masih 
relevan dalam reformasi birokrasi kontemporer di berbagai negara, 
termasuk Indonesia. 

Penelitian bibliometrik kontemporer menunjukkan bahwa konsep 
Wilson tentang keseimbangan yang tepat antara aplikasi praktis dan 
pengembangan teoritis tetap menjadi perdebatan sentral dalam 
penelitian administrasi publik modern (Ismail & Hartati, 2023). 
Paradox Wilson tentang memisahkan politik dari administrasi dalam 
sistem demokratis terus menjadi fokus diskusi akademik, 
menunjukkan relevansi berkelanjutan dari pemikiran pendiri disiplin 
ini. 
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Max Weber: Fondasi Sosiologis Birokrasi Modern 

Max Weber (1864-1920), sosiolog Jerman yang berpengaruh, 
memberikan sumbangan teoretis yang mendalam terhadap 
pemahaman organisasi administratif modern melalui konsep tipe ideal 
birokrasi. Analisis Weber tentang otoritas rasional-legal menyediakan 
kerangka konseptual yang fundamental untuk memahami legitimasi 
dan efisiensi organisasi birokratis dalam masyarakat modern yang 
semakin kompleks dan terasionalisasi. 

Weber mengidentifikasi tiga tipe otoritas yang berbeda: otoritas 
tradisional yang berdasarkan kebiasaan dan adat istiadat, otoritas 
karismatik yang bergantung pada kepribadian luar biasa pemimpin, 
dan otoritas rasional-legal yang beroperasi berdasarkan aturan dan 
prosedur yang telah ditetapkan secara formal dan sistematis. Tipe 
otoritas terakhir ini menjadi ciri khas organisasi birokratis modern dan 
memberikan legitimasi untuk sistem administrasi yang beroperasi 
berdasarkan hukum dan regulasi yang telah ditetapkan. 

“Max Weber, sosiolog Jerman terkemuka, 
mengembangkan konsep tipe ideal birokrasi rasional-

legal dengan ciri khas hierarki, merit, aturan formal, 
sekaligus memperingatkan bahaya patologi dan 

dehumanisasi birokratis.” 

Karakteristik tipe ideal birokrasi Weber meliputi struktur hierarkis 
yang jelas, aturan dan prosedur formal yang tertulis, pembagian kerja 
yang terspesialisasi berdasarkan keahlian, rekrutmen berbasis merit 
dan kompetensi, sistem pengembangan karier yang sistematis, dan 
hubungan yang impersonal berdasarkan aturan bukan relasi personal. 
Konsep-konsep ini memberikan cetak biru untuk organisasi 
administratif yang efisien, dapat diprediksi, dan akuntabel. 

Weber juga mengantisipasi potensi patologi birokrasi atau "sangkar 
besi birokrasi," di mana rasionalisasi berlebihan dapat menghasilkan 
dehumanisasi dan kekakuan birokratis. Analisis Weber tentang 
patologi birokrasi memberikan wawasan penting untuk memahami 
tantangan organisasi publik kontemporer, termasuk resistensi 
terhadap perubahan, orientasi prosedural yang berlebihan, dan 
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hilangnya fleksibilitas dalam merespons kebutuhan masyarakat yang 
berubah. 

 

Luther Gulick: Kerangka Fungsional Administrasi 

Luther Halsey Gulick (1892-1993) memberikan kontribusi praktis yang 
sangat berpengaruh melalui pengembangan prinsip POSDCORB, yang 
menjadi kerangka fungsional standar untuk memahami tugas-tugas 
utama administrasi publik. POSDCORB yang terdiri dari Planning, 
Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan 
Budgeting memberikan pendekatan sistematis untuk menganalisis 
dan mengorganisasikan fungsi-fungsi administratif. 

Gulick berkolaborasi dengan Lyndall Urwick dalam menerbitkan 
"Papers on the Science of Administration" (1937), yang menjadi salah 
satu karya klasik dalam literatur administrasi publik. Karya ini tidak 
hanya mengkodifikasi prinsip-prinsip administrasi yang telah 
berkembang, tetapi juga mempromosikan visi administrasi sebagai 
ilmu terapan yang dapat dikembangkan melalui penelitian empiris dan 
aplikasi praktis yang sistematis. 

“Luther Gulick mengembangkan kerangka POSDCORB 
(Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, 

Reporting, Budgeting) sebagai pendekatan sistematis untuk 
menganalisis fungsi-fungsi administratif. Bersama Lyndall 

Urwick dalam "Papers on the Science of Administration" 
(1937), ia mempromosikan administrasi sebagai ilmu 

terapan dengan prinsip-prinsip universal, termasuk konsep 
span of control dan koordinasi organisasi.” 

Kerangka POSDCORB Gulick mencerminkan semangat zamannya yang 
percaya bahwa administrasi dapat dikembangkan sebagai sains yang 
objektif dan universal, dengan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan 
dalam berbagai konteks organisasional. Meskipun kemudian dikritik 
sebagai terlalu mekanistik dan mengabaikan kompleksitas perilaku 
manusia dalam organisasi, kerangka ini tetap menjadi referensi 
penting dalam pendidikan administrasi publik dan memberikan 
struktur yang berguna untuk menganalisis fungsi-fungsi administratif. 
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Kontribusi Gulick juga mencakup pengembangan konsep tentang span 
of control (rentang kendali) dan prinsip-prinsip koordinasi dalam 
organisasi yang kompleks. Pemikiran Gulick tentang koordinasi 
menjadi sangat relevan dalam konteks administrasi publik modern 
yang semakin melibatkan berbagai aktor dan tingkatan pemerintahan, 
seperti dalam implementasi desentralisasi dan otonomi daerah di 
Indonesia. 

 

Herbert Simon: Revolusi Behavioral dalam Administrasi 

Herbert Alexander Simon (1916-2001) memperkenalkan revolusi 
behavioral dalam studi administrasi publik yang mengubah fokus dari 
prinsip-prinsip normatif menjadi analisis empiris tentang perilaku 
pengambilan keputusan dalam organisasi. Karya monumentalnya 
"Administrative Behavior" (1947) mengkritik secara fundamental 
prinsip-prinsip administrasi klasik dan memperkenalkan konsep 
rasionalitas terbatas yang menjadi landasan untuk pengembangan 
teori pengambilan keputusan modern. 

Simon mengargumentasikan bahwa prinsip-prinsip administrasi klasik 
seperti yang dikembangkan oleh Gulick terlalu normatif dan tidak 
didukung oleh evidensi empiris yang memadai. Dia menyebut prinsip-
prinsip tersebut sebagai "peribahasa" administratif yang mengandung 
kontradiksi internal dan tidak memberikan panduan praktis yang 
berguna untuk administrator dalam situasi yang kompleks dan tidak 
pasti. 

“Simon (1916-2001) merevolusi pendekatan 
behavioral dengan konsep rasionalitas terbatas, 

mengkritik prinsip klasik untuk pengambilan 
keputusan organisasi yang lebih realistis.” 

Konsep rasionalitas terbatas Simon menunjukkan bahwa pengambilan 
keputusan dalam organisasi tidak pernah sepenuhnya rasional karena 
keterbatasan informasi, waktu, dan kapasitas kognitif manusia. Alih-
alih mencari solusi optimal, administrator cenderung mencari solusi 
yang "cukup baik" atau satisficing, yang memenuhi kriteria minimum 
yang dapat diterima dalam konteks keterbatasan yang ada. 
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Simon juga memperkenalkan konsep tentang premis keputusan dan 
struktur otoritas dalam organisasi yang mempengaruhi bagaimana 
individu membuat keputusan. Analisis Simon tentang bagaimana 
organisasi membentuk dan mempengaruhi perilaku individu menjadi 
landasan untuk pengembangan teori organisasi modern dan 
memberikan wawasan yang berharga untuk merancang struktur 
organisasi yang lebih efektif. 

Kontribusi Simon tidak terbatas pada administrasi publik, tetapi juga 
mencakup pengembangan teori sistem, kecerdasan buatan, dan ilmu 
kognitif. Pendekatan interdisipliner Simon menunjukkan bahwa studi 
administrasi publik dapat diperkaya melalui dialog dengan disiplin lain, 
sebuah visi yang sangat relevan untuk pengembangan administrasi 
publik kontemporer yang menghadapi tantangan yang semakin 
kompleks dan multidimensional. 

 

Warisan dan Relevansi Kontemporer 

Keempat tokoh perintis ini memberikan fondasi teoretis yang kokoh 
dan saling melengkapi untuk memahami administrasi publik sebagai 
fenomena yang kompleks dan multidimensional. Wilson memberikan 
visi tentang administrasi sebagai ilmu terapan, Weber memberikan 
analisis sosiologis tentang birokrasi modern, Gulick memberikan 
kerangka fungsional, dan Simon memberikan perspektif behavioral 
yang lebih realistis tentang pengambilan keputusan dalam organisasi. 

Warisan mereka tetap relevan dalam menghadapi tantangan 
administrasi publik kontemporer. Penelitian tentang aplikasi logika 
fuzzy dalam administrasi publik, misalnya, dapat dilihat sebagai 
pengembangan lanjutan dari konsep Simon tentang rasionalitas 
terbatas dalam menghadapi masalah kebijakan yang kompleks. Studi 
tentang preferensi kerja jarak jauh dalam organisasi publik 
menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Weber tentang struktur 
birokrasi dan konsep Gulick tentang koordinasi harus diadaptasi untuk 
memahami dinamika organisasi dalam era digital (Mele et al., 2021). 

Dalam konteks Indonesia, kontribusi keempat tokoh perintis ini 
memberikan kerangka analitis untuk memahami evolusi dan 
tantangan administrasi publik nasional. Visi Wilson tentang layanan 
sipil berbasis merit berkaitan erat dengan implementasi reformasi 
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Aparatur Sipil Negara di Indonesia (ASN). Analisis Weber tentang 
otoritas rasional-legal relevan untuk memahami proses modernisasi 
birokrasi dalam konteks demokratisasi dan desentralisasi yang sedang 
berlangsung. 

 

2.3 Perkembangan Administrasi Publik di Dunia 

Era Administrasi Klasik: Membangun Fondasi Ilmiah 

Perkembangan administrasi publik di dunia dapat dipahami melalui 
lima era distinktif yang masing-masing mencerminkan respons 
terhadap tantangan kontekstual dan kemajuan teoretis yang berbeda. 
Era pertama, yang berlangsung dari 1887 hingga 1940an, ditandai oleh 
upaya sistematis untuk membangun fondasi ilmiah disiplin 
administrasi publik melalui pengembangan prinsip-prinsip universal 
dan metodologi yang kokoh. 

Era administrasi klasik dimulai dengan karya pionir Wilson di Amerika 
Serikat dan berkembang melalui kontribusi Weber di Eropa, yang 
bersama-sama meletakkan prinsip-prinsip fundamental administrasi 
ilmiah dan rasionalitas birokratis. Gerakan ilmu administrasi pada 
periode ini menekankan pentingnya efisiensi, standardisasi, dan 
metode ilmiah dalam praktik administratif, dengan keyakinan bahwa 
prinsip-prinsip administrasi yang baik dapat ditemukan dan diterapkan 
secara universal. 

Perkembangan pada era ini tidak terbatas pada Amerika Serikat dan 
Eropa, tetapi juga melibatkan adaptasi dan modifikasi prinsip-prinsip 
administrasi dalam konteks kolonial dan postkolonial. Sistem 
administrasi kolonial Inggris, Prancis, dan Belanda, misalnya, 
mengembangkan bentuk-bentuk birokrasi yang unik yang 
menggabungkan prinsip-prinsip Weber dengan struktur kekuasaan 
kolonial, menciptakan warisan administratif yang masih 
mempengaruhi sistem pemerintahan di banyak negara berkembang, 
termasuk Indonesia. 

 

Era Hubungan Manusiawi: Mengintegrasikan Dimensi Sosial 

Era kedua, yang berlangsung dari 1940an hingga 1970an, menandai 
pergeseran paradigmatis dari fokus pada struktur formal dan prinsip-
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prinsip mekanistik menuju perhatian yang lebih besar pada dimensi 
manusiawi dan sosial dalam organisasi publik. Era ini dipengaruhi oleh 
perkembangan dalam psikologi organisasi, sosiologi industri, dan teori 
sistem yang menekankan pentingnya faktor-faktor informal dalam 
menentukan efektivitas organisasi. 

Gerakan hubungan manusiawi dalam administrasi publik mengkritik 
asumsi-asumsi era klasik yang menganggap manusia sebagai faktor 
produksi yang dapat dimanipulasi melalui insentif material dan kontrol 
struktural. Sebagai gantinya, pendekatan ini menekankan pentingnya 
motivasi intrinsik, kepuasan kerja, kepemimpinan yang partisipatif, 
dan komunikasi yang efektif dalam menciptakan organisasi yang 
produktif dan manusiawi. 

Perkembangan pada era ini juga ditandai oleh munculnya studi 
perbandingan administrasi publik yang sistematis, yang mencoba 
memahami bagaimana konteks kultural, politik, dan ekonomi yang 
berbeda mempengaruhi struktur dan praktik administratif. Program 
perbandingan administrasi publik yang didanai oleh Ford Foundation 
dalam dekade 1950an dan 1960an, misalnya, menghasilkan banyak 
studi tentang administrasi pembangunan di negara-negara 
berkembang yang memberikan wawasan berharga tentang tantangan 
modernisasi administratif. 

 

Era Ilmu Kebijakan: Mengintegrasikan Analisis dan Politik 

Era ketiga, yang berkembang dari 1970an hingga 1990an, ditandai oleh 
integrasi yang lebih sistematis antara studi administrasi publik dengan 
analisis kebijakan publik dan ilmu politik. Era ini mengakui bahwa 
administrasi tidak dapat dipisahkan dari politik dan bahwa 
administrator publik memainkan peran penting dalam proses 
pembuatan kebijakan, bukan hanya implementasi kebijakan yang 
telah ditetapkan oleh otoritas politik. 

Perkembangan teori implementasi kebijakan menjadi salah satu 
kontribusi penting era ini, dengan karya-karya seperti 
"Implementation" oleh Pressman dan Wildavsky (1973) yang 
menunjukkan kompleksitas proses implementasi dan pentingnya 
faktor-faktor administratif dalam menentukan keberhasilan atau 
kegagalan kebijakan publik. Teori implementasi ini kemudian 
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berkembang menjadi berbagai model yang mencoba menjelaskan 
faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi dalam 
konteks yang berbeda. 

Era ini juga ditandai oleh berkembangnya analisis kebijakan sebagai 
disiplin yang menggabungkan metode-metode kuantitatif dan 
kualitatif untuk membantu administrator dan pembuat kebijakan 
dalam mengidentifikasi masalah, mengembangkan alternatif solusi, 
dan mengevaluasi efektivitas kebijakan. Perkembangan teknologi 
komputer dan metode-metode analitis yang canggih memungkinkan 
pengembangan model-model kebijakan yang lebih sofistikated dan 
komprehensif. 

 

Era Manajemen Publik Baru: Mengadopsi Praktik Sektor Swasta 

Era keempat, yang dimulai pada dekade 1980an dan berlanjut hingga 
2000an, ditandai oleh munculnya paradigma NPM yang 
mempromosikan adopsi praktik-praktik manajemen sektor swasta 
dalam sektor publik. Era ini merespons kritik terhadap inefisiensi 
birokrasi tradisional dan tekanan fiskal yang meningkat pada 
pemerintah di berbagai negara, terutama setelah krisis minyak pada 
dekade 1970an. 

Prinsip-prinsip NPM meliputi pemisahan antara pembuat kebijakan 
dan implementer, kompetisi antara penyedia layanan publik, 
penggunaan insentif berbasis kinerja, desentralisasi otoritas, fokus 
pada hasil daripada proses, orientasi customer, dan adopsi praktik 
manajemen sektor swasta. Reformasi yang terinspirasi oleh paradigma 
ini diterapkan secara luas di negara-negara maju seperti Inggris, 
Australia, dan Selandia Baru, dengan hasil yang beragam. 

Penyebaran paradigma NPM ke negara-negara berkembang sering kali 
terkait dengan program-program reformasi struktural yang 
dipromosikan oleh lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia 
dan International Monetary Fund (IMF). Reformasi ini sering kali 
mencakup privatisasi perusahaan negara, deregulasi, desentralisasi, 
dan reformasi pelayanan sipil yang bertujuan meningkatkan efisiensi 
dan efektivitas sektor publik. 
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Era Tata Kelola Digital: Merespons Transformasi Teknologi 

Era kelima, yang dimulai pada awal abad ke-21 dan berlanjut hingga 
saat ini, ditandai oleh dampak transformasi digital terhadap 
administrasi publik dan munculnya paradigma tata kelola digital yang 
menekankan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk 
meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas 
penyelenggaraan pemerintahan. 

Perkembangan teknologi internet, komputasi awan, data besar, 
kecerdasan buatan, dan teknologi digital lainnya telah menciptakan 
peluang baru untuk merevolusi cara pemerintah berinteraksi dengan 
masyarakat, mengelola informasi, dan menyediakan layanan publik. 
Konsep pemerintahan elektronik berkembang menjadi paradigma 
pemerintahan digital yang lebih komprehensif yang tidak hanya 
mencakup digitalisasi layanan, tetapi juga transformasi proses kerja, 
struktur organisasi, dan kultur birokrasi. 

“Era Tata Kelola Digital abad ke-21 memanfaatkan 
teknologi informasi untuk transformasi administrasi 

publik, menekankan kolaborasi multi-aktor dalam jaringan 
pemerintahan yang efektif dan transparan. Untuk 

mengatasi masalah publik yang semakin rumit, tatakelola 
pemerintahan digital menekankan semakin pentingnya 

kolaborasi, koordinasi, dan fasilitasi daripada kontrol 
hierarkis tradisional.” 

Era ini juga ditandai oleh munculnya paradigma tata kelola jaringan 
yang mengakui bahwa pemerintahan modern melibatkan berbagai 
aktor dari sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil yang bekerja 
sama dalam jaringan yang kompleks untuk mengatasi permasalahan 
publik yang semakin rumit dan lintas batas. Paradigma ini menekankan 
pentingnya kolaborasi, koordinasi, dan fasilitasi daripada kontrol 
hierarkis tradisional. 

 

Pelajaran untuk Konteks Indonesia 

Perkembangan global administrasi publik memberikan pelajaran 
penting untuk konteks Indonesia yang sedang mengalami transformasi 
administrasi publik yang signifikan melalui reformasi birokrasi, 
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desentralisasi, dan digitalisasi. Pengalaman internasional 
menunjukkan bahwa tidak ada model tunggal administrasi publik yang 
dapat diterapkan secara universal, dan bahwa adaptasi terhadap 
konteks lokal merupakan faktor kunci keberhasilan reformasi 
administratif. 

“Pengalaman global administrasi publik mengajarkan 
Indonesia bahwa tidak ada model universal; keberhasilan 

reformasi bergantung pada adaptasi konteks lokal dan 
keseimbangan antara efisiensi-demokrasi serta 

standarisasi-fleksibilitas.” 

Sejarah perkembangan administrasi publik juga menunjukkan 
pentingnya keseimbangan antara efisiensi dan demokrasi, antara 
standarisasi dan fleksibilitas, antara sentralisasi dan desentralisasi, 
antara kontrol dan inovasi. Tantangan administrasi publik Indonesia 
adalah bagaimana mengintegrasikan pembelajaran dari pengalaman 
internasional dengan kebutuhan dan karakteristik spesifik konteks 
Indonesia untuk menciptakan sistem administrasi publik yang efektif, 
responsif, dan akuntabel. 

 

2.4 Paradigma-paradigma dalam Administrasi Publik 

Paradigma Klasik: Pencarian Efisiensi dan Rasionalitas 

Paradigma klasik dalam administrasi publik, yang berkembang dari 
akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20, didasarkan pada 
keyakinan fundamental bahwa administrasi dapat dikembangkan 
sebagai ilmu yang objektif dengan prinsip-prinsip universal yang dapat 
diterapkan untuk mencapai efisiensi maksimal dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Paradigma ini merefleksikan 
semangat zaman yang optimistis terhadap kemampuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan sosial 
dan organisasional. 

Karakteristik utama paradigma klasik meliputi penekanan pada 
struktur formal dan hierarki yang jelas, standardisasi prosedur dan 
aturan, spesialisasi fungsi berdasarkan keahlian teknis, pemisahan 
yang tegas antara politik dan administrasi, serta orientasi pada 
efisiensi operasional dan pengendalian biaya. Paradigma ini juga 
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menekankan pentingnya rekrutmen berbasis merit, sistem karier yang 
terstruktur, dan netralitas birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan. 

Wilson (1887) memberikan visi tentang administrasi sebagai bidang 
yang terpisah dari politik yang dapat dikembangkan berdasarkan 
prinsip-prinsip ilmiah. Weber (1922) menyediakan analisis sosiologis 
tentang birokrasi rasional-legal sebagai bentuk organisasi yang paling 
efisien untuk masyarakat modern. Gulick dan Urwick (1937) 
mengkodifikasi prinsip-prinsip administrasi dalam kerangka 
POSDCORB yang memberikan panduan praktis untuk administrator. 

Meskipun paradigma klasik kemudian dikritik karena dianggap terlalu 
mekanistik dan mengabaikan dimensi manusiawi organisasi, 
kontribusinya terhadap profesionalisasi birokrasi dan pengembangan 
sistem administrasi yang akuntabel tetap relevan. Dalam konteks 
Indonesia, prinsip-prinsip paradigma klasik masih terlihat dalam 
struktur birokrasi dan sistem kepegawaian, meskipun telah mengalami 
berbagai adaptasi dan modifikasi sesuai dengan kebutuhan reformasi 
dan modernisasi. 

 

Paradigma Perilaku: Mengintegrasikan Dimensi Manusiawi 

Paradigma perilaku dalam administrasi publik muncul sebagai respons 
terhadap keterbatasan paradigma klasik yang dianggap terlalu 
mengabaikan faktor-faktor manusiawi dalam organisasi. Paradigma ini 
berkembang mulai dekade 1940an dan dipengaruhi oleh kemajuan 
dalam psikologi organisasi, sosiologi industri, dan teori motivasi yang 
menunjukkan pentingnya faktor-faktor informal, hubungan 
interpersonal, dan kepuasan kerja dalam menentukan efektivitas 
organisasi. 

"Paradigma Perilaku muncul sebagai kritik terhadap 
pendekatan klasik yang mekanistik, mengintegrasikan 

dimensi psikologis-sosial organisasi melalui konsep 
rasionalitas terbatas, motivasi manusia, kepemimpinan 

partisipatif, dan budaya inovasi." 

Simon (1947) memberikan kontribusi fundamental dengan mengkritik 
prinsip-prinsip administrasi klasik dan memperkenalkan konsep 
rasionalitas terbatas yang menunjukkan bahwa pengambilan 



Gunawan Undang & Deden Suhendar 
Administrasi Publik Kontemporer: Teori, Praktik, dan Transformasi Digital Lintas Negara 

 

48 
 

keputusan dalam organisasi tidak pernah sepenuhnya rasional. Teori X 
dan Y dari McGregor, hierarki kebutuhan Maslow, dan teori dua faktor 
Herzberg memberikan wawasan tentang motivasi manusia dalam 
organisasi yang berbeda secara fundamental dari asumsi paradigma 
klasik. 

Paradigma perilaku juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang 
partisipatif, komunikasi yang terbuka, pengembangan tim kerja yang 
efektif, dan penciptaan budaya organisasi yang mendukung kreativitas 
dan inovasi. Pendekatan ini mengakui bahwa efektivitas organisasi 
tidak hanya ditentukan oleh struktur formal dan prosedur, tetapi juga 
oleh faktor-faktor informal seperti norma kelompok, hubungan 
interpersonal, dan iklim organisasi. 

Dalam konteks administrasi publik, paradigma perilaku memberikan 
wawasan penting tentang bagaimana meningkatkan motivasi pegawai 
negeri sipil, mengembangkan kepemimpinan yang efektif dalam 
birokrasi, dan menciptakan budaya organisasi yang mendukung 
inovasi pelayanan publik. Paradigma ini juga menekankan pentingnya 
keterlibatan pegawai dalam proses pengambilan keputusan dan 
pengembangan kapasitas melalui pelatihan dan pengembangan yang 
berkelanjutan. 

 

Paradigma Pilihan Publik: Aplikasi Teori Ekonomi 

Public choice paradigm (paradigma pilihan publik) mengaplikasikan 
teori ekonomi, khususnya teori pilihan rasional, untuk menganalisis 
perilaku aktor-aktor politik dan birokrat dalam proses pembuatan dan 
implementasi kebijakan publik. Paradigma ini berkembang mulai 
dekade 1960an dan dipengaruhi oleh karya-karya ekonom seperti 
Anthony Downs, James Buchanan, dan Gordon Tullock yang 
menantang asumsi normatif bahwa politisi dan birokrat selalu 
bertindak untuk kepentingan umum. 

Asumsi dasar paradigma pilihan publik adalah bahwa individu-individu 
dalam sektor publik, seperti halnya dalam sektor swasta, bertindak 
berdasarkan kalkulasi rasional untuk memaksimalkan kepentingan 
pribadi mereka, yang mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan 
publik. Politisi diasumsikan ingin memaksimalkan suara dalam 
pemilihan, birokrat ingin memaksimalkan anggaran dan kekuasaan 
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mereka, dan kelompok kepentingan ingin memaksimalkan manfaat 
yang mereka peroleh dari kebijakan publik. 

“Public choise paradigm menganalisis perilaku 
politisi dan birokrat menggunakan teori ekonomi 

rasional, menunjukkan bagaimana kepentingan 
pribadi individual menghasilkan kebijakan publik 

suboptimal dan membutuhkan reformasi 
institusional.” 

Paradigma ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana 
insentif individual mempengaruhi hasil kebijakan publik dan mengapa 
seringkali kebijakan yang dihasilkan tidak optimal dari perspektif 
kepentingan umum. Teori rent-seeking, misalnya, menjelaskan 
bagaimana kelompok kepentingan berusaha mempengaruhi proses 
politik untuk memperoleh manfaat ekonomi melalui regulasi dan 
kebijakan pemerintah. 

Implikasi praktis paradigma pilihan publik mencakup desain sistem 
insentif yang lebih baik untuk mendorong perilaku yang sejalan 
dengan kepentingan publik, penggunaan mekanisme kompetisi dalam 
penyediaan layanan publik, dan pengembangan sistem akuntabilitas 
yang lebih efektif untuk mengontrol perilaku oportunistik birokrat dan 
politisi. Dalam konteks Indonesia, paradigma ini relevan untuk 
memahami dinamika korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam birokrasi 
serta merancang reformasi institusional yang dapat mengurangi 
perilaku rent-seeking. 

 

Paradigma Tata Kelola Baru: Kolaborasi dan Jaringan 

Paradigma tata kelola baru muncul pada dekade 1990an sebagai 
respons terhadap kompleksitas permasalahan publik yang semakin 
meningkat dan keterbatasan pendekatan hierarkis tradisional dalam 
mengatasi permasalahan yang bersifat lintas batas dan 
multidimensional. Paradigma ini menekankan pentingnya kolaborasi 
antara aktor-aktor dari sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil 
dalam jaringan yang kompleks untuk mencapai tujuan publik. 

Karakteristik utama paradigma tata kelola baru meliputi pengakuan 
terhadap interdependensi antara berbagai aktor, penekanan pada 
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negosiasi dan konsensus daripada otoritas hierarkis, penggunaan 
berbagai instrumen kebijakan selain regulasi (seperti insentif ekonomi 
dan kampanye informasi), dan orientasi pada hasil yang dapat diukur. 
Paradigma ini juga menekankan pentingnya kepercayaan, reciprocity, 
dan social capital dalam membangun dan memelihara jaringan 
kolaboratif yang efektif. 

Pendekatan jaringan dalam administrasi publik mengakui bahwa 
pemerintah tidak lagi memiliki monopoli dalam penyediaan layanan 
publik dan pemecahan permasalahan sosial. Sebaliknya, pemerintah 
berperan sebagai fasilitator, koordinator, dan regulator dalam jaringan 
yang kompleks yang melibatkan berbagai organisasi dengan keahlian, 
sumber daya, dan legitimasi yang berbeda. 

Paradigma tata kelola baru juga menekankan pentingnya partisipasi 
masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi 
kebijakan. Konsep governance participatory, collaborative 
governance, dan deliberative democracy menjadi bagian integral dari 
paradigma ini yang mengakui bahwa legitimasi dan efektivitas 
kebijakan publik bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dalam 
proses pemerintahan. 

 

Integrasi dan Sintesis Paradigma 

Perkembangan paradigma-paradigma dalam administrasi publik tidak 
bersifat linear atau saling menggantikan, tetapi lebih merupakan 
proses akumulasi pengetahuan dimana setiap paradigma memberikan 
kontribusi penting untuk pemahaman yang lebih komprehensif 
tentang fenomena administrasi publik. Paradigma klasik memberikan 
fondasi tentang pentingnya struktur dan prosedur, paradigma perilaku 
menambahkan dimensi manusiawi, paradigma pilihan publik 
memberikan wawasan tentang insentif dan perilaku strategis, 
sementara paradigma tata kelola baru menekankan kolaborasi dan 
partisipasi. 

Tantangan bagi teori dan praktik administrasi publik kontemporer 
adalah bagaimana mengintegrasikan wawasan dari berbagai 
paradigma ini untuk mengembangkan pendekatan yang holistik dan 
kontekstual. Tidak ada paradigma tunggal yang dapat memberikan 
panduan yang memadai untuk mengatasi kompleksitas administrasi 
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publik modern, sehingga diperlukan sintesis yang kreatif dan adaptif 
sesuai dengan konteks spesifik yang dihadapi. 

Dalam konteks Indonesia, integrasi paradigma-paradigma ini dapat 
memberikan kerangka konseptual untuk memahami dan merancang 
reformasi birokrasi yang komprehensif. Prinsip-prinsip efisiensi dan 
akuntabilitas dari paradigma klasik perlu dikombinasikan dengan 
perhatian terhadap dimensi manusiawi dari paradigma perilaku, 
analisis insentif dari paradigma pilihan publik, dan penekanan pada 
kolaborasi dan partisipasi dari paradigma tata kelola baru. 

 

Kesimpulan 

Teori administrasi publik merepresentasikan evolusi intelektual yang 
kaya dan kompleks, dimulai dari upaya sistematis untuk membangun 
disiplin ilmiah pada akhir abad ke-19 hingga respons terhadap 
tantangan tata kelola kontemporer dalam era globalisasi dan 
digitalisasi. Perjalanan teoretis ini menunjukkan bahwa administrasi 
publik bukan sekadar praktik teknis, melainkan fenomena sosial-politik 
yang kompleks yang memerlukan pemahaman multidimensional dan 
pendekatan interdisipliner. 

Asal-usul administrasi publik sebagai disiplin akademik mencerminkan 
respons intelektual terhadap transformasi fundamental masyarakat 
modern, termasuk industrialisasi, demokratisasi, dan kompleksitas 
permasalahan publik yang semakin meningkat. Visi Wilson tentang 
administrasi ilmiah, analisis Weber tentang birokrasi rasional-legal, 
kerangka fungsional Gulick, dan revolusi behavioral Simon 
memberikan fondasi teoretis yang kokoh namun tetap terbuka untuk 
pengembangan dan adaptasi sesuai dengan perubahan konteks dan 
tantangan baru. 

Kontribusi tokoh-tokoh perintis administrasi publik menunjukkan 
bahwa pengembangan teori tidak dapat dipisahkan dari konteks 
historis dan praktis yang melatarbelakanginya. Setiap tokoh 
merespons tantangan spesifik zamannya sambil memberikan 
kontribusi konseptual yang memiliki relevansi berkelanjutan. Warisan 
teoretis mereka tetap hidup dan berkembang melalui reinterpretasi 
dan aplikasi dalam konteks yang berbeda, menunjukkan vitalitas dan 
adaptabilitas disiplin administrasi publik. 
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Perkembangan global administrasi publik menunjukkan bahwa disiplin 
ini telah berkembang melalui berbagai era yang masing-masing 
ditandai oleh paradigma dominan yang berbeda. Dari era klasik yang 
menekankan efisiensi dan rasionalitas, era hubungan manusiawi yang 
mengintegrasikan dimensi sosial, era ilmu kebijakan yang mengakui 
keterkaitan politik dan administrasi, era manajemen publik baru yang 
mengadopsi praktik sektor swasta, hingga era tata kelola digital yang 
merespons transformasi teknologi, setiap era memberikan kontribusi 
penting untuk pemahaman yang lebih komprehensif tentang 
administrasi publik. 

“Teori administrasi publik merupakan evolusi intelektual 
kompleks dari abad ke-19 hingga era digital, bukan 

sekadar praktik teknis melainkan fenomena sosial-politik 
multidimensional yang membutuhkan sintesis paradigma 

dan adaptasi kontekstual untuk tata kelola efektif.” 

Paradigma-paradigma dalam administrasi publik menunjukkan 
kekayaan perspektif teoretis yang tersedia untuk memahami dan 
menganalisis fenomena administrasi publik. Paradigma klasik, 
perilaku, pilihan publik, dan tata kelola baru masing-masing 
memberikan lensa analitis yang berbeda namun saling melengkapi. 
Tidak ada paradigma tunggal yang dapat memberikan pemahaman 
yang lengkap, sehingga diperlukan sintesis yang kreatif dan 
kontekstual untuk mengembangkan teori dan praktik administrasi 
publik yang efektif. 

Dalam konteks Indonesia, warisan teoretis global administrasi publik 
memberikan sumber inspirasi dan pembelajaran yang berharga, 
namun perlu diadaptasi dan dikontekstualisasikan sesuai dengan 
karakteristik spesifik sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya 
Indonesia. Pengalaman reformasi birokrasi, desentralisasi, dan 
demokratisasi di Indonesia memberikan kontribusi penting untuk 
pengembangan teori administrasi publik yang lebih inklusif dan sensitif 
terhadap konteks negara berkembang. 

Tantangan masa depan pengembangan teori administrasi publik 
meliputi respons terhadap transformasi digital, perubahan iklim, 
ketidaksetaraan sosial, dan tantangan global lainnya yang memerlukan 
pendekatan baru dalam tata kelola. Teori administrasi publik perlu 
terus berkembang dan beradaptasi untuk tetap relevan dan 
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memberikan panduan yang berguna bagi praktisi dan pembuat 
kebijakan dalam menghadapi kompleksitas dan ketidakpastian yang 
semakin meningkat. 

Sintesis dari pembahasan dalam bab ini menunjukkan bahwa teori 
administrasi publik merupakan warisan intelektual yang hidup dan 
terus berkembang. Pemahaman tentang asal-usul, tokoh-tokoh 
perintis, perkembangan global, dan paradigma-paradigma teoretis 
memberikan fondasi yang kuat untuk mengembangkan administrasi 
publik yang efektif, responsif, dan akuntabel dalam konteks yang terus 
berubah. Teori bukan hanya alat analisis, tetapi juga panduan untuk 
aksi dalam upaya menciptakan tata kelola yang lebih baik untuk 
kesejahteraan masyarakat. 
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BAB 3 

LANDASAN TEORITIS ADMINISTRASI PUBLIK 

  

Pendahuluan 

Landasan teoritis administrasi publik telah mengalami evolusi 
pemikiran yang dinamis selama lebih dari satu abad, mencerminkan 
pergulatan intelektual yang berkelanjutan dalam memahami 
kompleksitas tata kelola pemerintahan modern. Perkembangan ini 
melahirkan beragam paradigma teoritis yang masing-masing 
menawarkan perspektif unik dalam menganalisis fenomena birokrasi, 
manajemen publik, dan hubungan antara negara dengan warga 
negara. Keragaman pendekatan teoritis ini bukan sekadar refleksi 
akademis, melainkan respons praktis terhadap tantangan nyata yang 
dihadapi administrasi publik dalam menjalankan fungsi pelayanan, 
regulasi, dan pembangunan di berbagai konteks sosial-politik-
ekonomi. 

Evolusi teoritis administrasi publik dapat dipahami sebagai dialektika 
berkelanjutan antara pencarian efisiensi administratif dengan 
tuntutan demokrasi dan keadilan sosial. Dimulai dari teori klasik yang 
menekankan rasionalitas dan struktur formal, pemikiran administrasi 
publik kemudian berkembang melalui teori perilaku yang mengakui 
dimensi manusiawi dalam organisasi, teori sistem yang menekankan 
keterkaitan holistik, teori pilihan publik yang menerapkan logika 
ekonomi, NPM yang mengadopsi semangat kewirausahaan, hingga 
paradigma tatakelola pemerintahan dan New Public Service (NPS) yang 
mengembalikan fokus pada nilai-nilai demokratis dan partisipasi 
warga. 

“Evolusi teoritis administrasi publik mencerminkan 
dialektika berkelanjutan antara efisiensi dan demokrasi, 

menghasilkan enam paradigma fundamental yang 
memberikan landasan analitis strategis bagi transformasi 

birokrasi dan tata kelola demokratis Indonesia 
kontemporer.” 
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Dalam konteks Indonesia, pemahaman terhadap landasan teoritis 
administrasi publik memiliki relevansi strategis yang sangat penting. 
Transformasi Indonesia dari sistem otoritarian menuju demokrasi, dari 
ekonomi tertutup menuju pasar terbuka, dan dari birokrasi sentralistik 
menuju otonomi daerah, menuntut penguasaan konseptual yang 
komprehensif terhadap berbagai paradigma teoritis. Tantangan 
reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, tata kelola yang 
partisipatif, dan pembangunan yang berkelanjutan memerlukan 
sintesis kreatif dari berbagai tradisi teoritis yang telah berkembang. 

Bab ini akan mengeksplorasi enam paradigma teoritis utama yang 
membentuk landasan intelektual administrasi publik kontemporer. 
Teori klasik administrasi publik menguraikan fondasi awal disiplin ini 
dengan penekanan pada efisiensi dan rasionalitas. Teori perilaku 
dalam organisasi publik menekankan pentingnya faktor manusia, 
motivasi, dan budaya organisasi. Teori Sistem dalam Administrasi 
Publik menawarkan perspektif holistik tentang keterkaitan 
antarelemen dalam birokrasi dan lingkungannya. Teori pilihan publik 
membawa logika ekonomi dan analisis rasionalitas individual ke dalam 
fenomena politik-administratif. NPM mengadopsi semangat 
manajerial dan orientasi pasar dalam sektor publik. Terakhir, 
Governance and New Public Service menekankan kolaborasi, 
partisipasi demokratis, dan nilai-nilai keadilan sosial. 

Setiap paradigma akan dianalisis dari perspektif kontribusi teoretis, 
implementasi praktis, relevansi kontekstual untuk Indonesia, serta 
kritik dan keterbatasannya. Pendekatan komparatif ini bertujuan 
memberikan pemahaman yang balanced dan nuanced terhadap 
kekuatan serta kelemahan masing-masing perspektif teoritis, sehingga 
pembaca dapat mengembangkan sintesis analitis yang sesuai dengan 
kompleksitas tantangan administrasi publik di era kontemporer. 

 

3.1 Teori Klasik Administrasi Publik 

Konteks Historis Kelahiran Disiplin 

Teori klasik administrasi publik merupakan fondasi awal dari 
perkembangan disiplin ini sebagai bidang studi yang mandiri. Akar 
keilmuan administrasi publik tumbuh dari pergulatan intelektual pada 
akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, ketika negara modern 
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membutuhkan kerangka normatif dan konseptual untuk mengelola 
birokrasi secara efektif (Wilson, 1887; Weber, 1922). Teori klasik 
menekankan pada rasionalitas, struktur formal, dan prinsip 
manajemen yang sistematis. Meskipun kemudian banyak dikritik 
karena dianggap kaku dan mekanistik, kontribusinya sangat penting 
dalam membentuk arah perkembangan administrasi publik hingga kini 
(Henry, 2019; Stillman, 2010). 

 

Dikotomi Politik-Administrasi Wilson 

Tonggak awal teori klasik ditandai oleh esai Woodrow Wilson (1887) 
yang berjudul "The Study of Administration". Wilson menekankan 
pentingnya pemisahan antara politik dan administrasi, di mana politik 
dianggap sebagai ranah perumusan kebijakan, sedangkan administrasi 
berfokus pada implementasi kebijakan secara netral dan profesional 
(Wilson, 1887; Rosenbloom, 2008). Dikotomi politik-administrasi ini 
menandai lahirnya paradigma klasik yang menekankan efisiensi, 
rasionalitas, dan netralitas birokrasi. Konsep ini kemudian menjadi 
dasar pengembangan sistem pelayanan sipil di berbagai negara 
(Raadschelders, 2011; White, 1926). Meskipun dalam praktiknya 
dikotomi ini banyak menuai kritik dari berbagai ahli yang menilainya 
tidak realistis, gagasan Wilson tetap berpengaruh hingga kini dalam 
desain sistem birokrasi modern (Svara, 2001; Overeem, 2005). 

 

Birokrasi Rasional-Legal Weber 

Pemikiran Max Weber (1922) memperkuat fondasi teori klasik dengan 
konsep birokrasi rasional-legal yang menjadi rujukan utama studi 
organisasi publik. Weber menggambarkan birokrasi sebagai organisasi 
yang memiliki ciri hierarki yang jelas, pembagian kerja tegas, aturan 
formal yang tertulis, serta rekrutmen berbasis kemampuan dan 
keahlian (Weber, 1922; Gerth & Mills, 1946). Menurut Weber, 
birokrasi modern adalah bentuk organisasi paling rasional untuk 
mengelola tugas-tugas kompleks negara modern, menggantikan 
sistem patrimonial dan tradisional yang tidak efisien (Weber, 1922; 
Bendix, 1962). Konsep ini memengaruhi desain birokrasi di seluruh 
dunia, termasuk di Indonesia, yang hingga kini masih mengadopsi 
prinsip-prinsip birokrasi Weber dalam struktur pemerintahan, 
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meskipun dengan berbagai adaptasi sesuai konteks lokal 
(Tjokroamidjojo, 1995; Prasojo, 2006). 

 

Prinsip POSDCORB dan Pendekatan Manajerial 

Kontribusi penting lainnya datang dari Luther Gulick dan Lyndall 
Urwick (1937) melalui prinsip POSDCORB yang terdiri dari Planning, 
Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan 
Budgeting. POSDCORB memberikan kerangka fungsional untuk 
memahami tugas-tugas utama administrasi publik secara sederhana 
dan praktis (Gulick & Urwick, 1937; Fayol, 1949). Prinsip ini digunakan 
secara luas di sekolah administrasi publik pada paruh pertama abad 
ke-20 dan hingga kini masih diajarkan sebagai dasar manajemen 
publik, meskipun telah mengalami berbagai penyempurnaan (Dimock, 
1958; Waldo, 1984). Pendekatan ini mencerminkan semangat zaman 
yang percaya bahwa administrasi dapat dikembangkan sebagai sains 
yang objektif dan universal (Taylor, 1911; Fayol, 1949). 

 

Transisi menuju Teori Perilaku 

Teori klasik juga diperkaya oleh karya Herbert Simon (1947) yang 
memperkenalkan konsep perilaku administratif dengan kritik tajam 
terhadap prinsip-prinsip normatif yang terlalu sederhana. Simon 
menawarkan pendekatan ilmiah dengan konsep rasionalitas terbatas, 
yang menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam organisasi 
tidak pernah sepenuhnya rasional karena keterbatasan informasi, 
waktu, dan kapasitas kognitif (Simon, 1947; March & Simon, 1958). 
Walaupun Simon kemudian dianggap sebagai jembatan menuju teori 
perilaku, karyanya masih sangat berakar pada fondasi klasik karena 
menekankan pentingnya struktur dan pengambilan keputusan yang 
sistematis dalam organisasi publik (Simon, 1976; Cyert & March, 
1963). 

 

Relevansi Kontemporer dan Kritik 

Dalam literatur terbaru, relevansi teori klasik terus diperdebatkan 
namun tetap diakui pentingnya. Edwards (2021) menegaskan bahwa 
pemahaman atas birokrasi Weber masih penting untuk menganalisis 
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tantangan administrasi publik modern, terutama dalam konteks 
negara berkembang yang menghadapi persoalan korupsi, nepotisme, 
dan sistem patrimonial. Demikian pula, OECD (2023) menekankan 
bahwa prinsip birokrasi rasional tetap diperlukan untuk menjamin 
akuntabilitas dan profesionalisme, meskipun harus dilengkapi dengan 
pendekatan partisipatif dan inovasi digital dalam era transformasi 
tatakelola pemerintahan kontemporer. 

“Meskipun dikritik kaku dan lamban, transformasi digital 
memungkinkan optimalisasi prinsip rasionalitas klasik 

dengan nilai-nilai baru seperti transparansi, akuntabilitas, 
dan partisipasi publik kontemporer.” 

Kritik terhadap teori klasik berkembang dari berbagai perspektif 
teoritis dan praktis. Pertama, dikotomi politik-administrasi Wilson 
dianggap tidak realistis karena dalam praktik birokrat sering terlibat 
dalam proses politik, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam 
dinamika kekuasaan (Appleby, 1949; Waldo, 1984). Kedua, birokrasi 
Weber dikritik karena melahirkan kekakuan organisasi, hirarki 
berlebihan, dan resistensi terhadap perubahan yang menghambat 
inovasi (Merton, 1940; Thompson, 1961). Ketiga, prinsip-prinsip 
POSDCORB dianggap terlalu mekanistik dan mengabaikan 
kompleksitas perilaku manusia dalam organisasi (Simon, 1947; March 
& Simon, 1958). 

 

Implementasi di Indonesia 

Dalam konteks Indonesia, teori klasik memberikan dasar penting 
dalam pembangunan birokrasi pasca-kemerdekaan. Sistem 
administrasi negara pada masa Orde Lama dan Orde Baru sangat 
dipengaruhi oleh prinsip Weber dengan penekanan pada hierarki kuat, 
sentralisasi kekuasaan, dan formalitas prosedur (Tjokroamidjojo, 
1995; Prasojo, 2006). Hingga kini, banyak kritik terhadap birokrasi 
Indonesia yang dianggap masih terlalu kaku, hierarkis, lamban, dan 
kurang adaptif terhadap tuntutan inovasi dan pelayanan publik yang 
responsif (Dwiyanto, 2011; Kurniawan, 2018). Namun, perlu dicatat 
bahwa struktur birokrasi Weber juga memberikan stabilitas organisasi 
dan sistem, terutama dalam situasi negara yang menghadapi berbagai 
tantangan politik dan sosial. 
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Transformasi digital dalam administrasi publik Indonesia memberikan 
peluang baru untuk mengoptimalkan prinsip-prinsip klasik dengan 
cara yang lebih efektif. Sistem informasi kepegawaian, digitalisasi 
prosedur, dan otomatisasi layanan publik memungkinkan 
implementasi prinsip rasionalitas dan standardisasi Weber tanpa 
kekakuan birokrasi tradisional (Nugraha et al., 2022; Pratama & 
Imawan, 2019). Prinsip POSDCORB juga dapat diintegrasikan dengan 
sistem manajemen digital yang memfasilitasi perencanaan, 
koordinasi, dan pelaporan yang lebih akurat dan real-time. 

Refleksi dari teori klasik menunjukkan bahwa meskipun banyak 
dikritik, prinsip dasarnya tetap relevan dalam konteks administrasi 
publik kontemporer. Netralitas birokrasi Wilson, rasionalitas dan 
sistem merit Weber, serta kerangka manajerial POSDCORB masih 
menjadi pijakan dalam reformasi birokrasi modern di berbagai negara 
(Pollitt & Bouckaert, 2017; Peters, 2018). Tantangan saat ini adalah 
mengintegrasikan prinsip klasik dengan nilai-nilai baru seperti 
partisipasi publik, transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi, agar 
administrasi publik tetap efektif sekaligus responsif terhadap 
kebutuhan masyarakat di abad ke-21. 

 

3.2 Teori Perilaku dalam Organisasi Publik 

Respons terhadap Keterbatasan Teori Klasik 

Teori perilaku dalam organisasi publik lahir sebagai reaksi terhadap 
keterbatasan teori klasik yang dianggap terlalu menekankan struktur 
formal dan mengabaikan dimensi manusia dalam birokrasi. Pada 
pertengahan abad ke-20, banyak ilmuwan menilai bahwa memahami 
administrasi publik tidak cukup hanya dengan menekankan hierarki 
dan aturan formal (Mayo, 1933; Roethlisberger & Dickson, 1939). 
Sebaliknya, diperlukan analisis mendalam mengenai bagaimana 
individu dan kelompok berperilaku dalam organisasi, apa yang 
memotivasi mereka, dan bagaimana faktor psikologis memengaruhi 
kinerja birokrasi. Perhatian terhadap aspek manusiawi inilah yang 
melahirkan teori perilaku, yang menekankan motivasi, kepemimpinan, 
komunikasi, dan budaya organisasi sebagai faktor penting dalam 
efektivitas administrasi publik (Barnard, 1938; Follett, 1924). 
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Revolusi Simon dalam Pemahaman Administrasi 

Herbert Simon (1947) dalam karyanya "Administrative Behavior" 
merupakan tokoh kunci yang memelopori pendekatan perilaku dalam 
studi administrasi publik. Simon menolak prinsip-prinsip normatif 
administrasi seperti POSDCORB yang dianggapnya terlalu deskriptif, 
tidak ilmiah, dan mengabaikan kompleksitas pengambilan keputusan 
manusia (Simon, 1947; March & Simon, 1958). Ia memperkenalkan 
konsep rasionalitas terbatas, yakni bahwa pengambil keputusan dalam 
birokrasi tidak bisa sepenuhnya rasional karena keterbatasan 
informasi, waktu, dan kapasitas kognitif manusia (Simon, 1955; Cyert 
& March, 1963). Konsep ini menjadi tonggak perubahan besar dalam 
memahami birokrasi: organisasi publik dilihat bukan hanya sebagai 
mesin aturan yang bekerja mekanis, melainkan arena perilaku 
manusia dengan segala keterbatasan, emosi, dan kompleksitasnya. 

 

Organisasi sebagai Koalisi Kepentingan 

Selain Simon, James March dan Herbert Simon (1958) 
memperkenalkan konsep organisasi sebagai koalisi berbagai aktor 
dengan kepentingan yang berbeda-beda. Keputusan dalam birokrasi 
tidak selalu mengikuti pola linier dan rasional, melainkan seringkali 
merupakan hasil kompromi, negosiasi, dan tawar-menawar antaraktor 
yang memiliki tujuan berbeda (March & Simon, 1958; Cyert & March, 
1963). Perspektif ini membuka ruang untuk memahami birokrasi 
sebagai arena politik internal, tempat kepentingan individu, kelompok, 
dan unit organisasi berinteraksi, berkonflik, dan berkolaborasi dalam 
mencapai tujuan bersama. 

“Teori perilaku muncul mengkritik pendekatan klasik yang 
mengabaikan aspek manusiawi. Herbert Simon 

memperkenalkan rasionalitas terbatas, sementara March 
dan Simon memandang organisasi sebagai koalisi 

kepentingan yang melibatkan negosiasi dan kompromi 
antaraktor.” 

Teori Motivasi dan Psikologi Organisasi 

Teori perilaku juga mendapat dukungan kuat dari perkembangan ilmu 
psikologi organisasi yang berkembang pesat pada masa itu. Abraham 
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Maslow (1943) memperkenalkan hierarki kebutuhan manusia, mulai 
dari kebutuhan fisiologis dasar hingga aktualisasi diri, yang sangat 
memengaruhi pemahaman tentang motivasi kerja dalam organisasi 
publik. Frederick Herzberg (1959) mengembangkan teori dua faktor 
yang membedakan antara faktor motivator seperti pencapaian dan 
pengakuan dengan faktor pemeliharaan seperti gaji dan kondisi kerja 
(Herzberg et al., 1959; Hackman & Oldham, 1980). Douglas McGregor 
(1960) menambahkan teori X dan teori Y, yang menggambarkan dua 
asumsi berbeda tentang sifat dasar manusia: pekerja yang secara 
alamiah malas dan perlu dikontrol ketat versus pekerja yang kreatif, 
bertanggung jawab, dan dapat dipercaya untuk bekerja mandiri. 
Ketiga teori motivasi ini memberikan landasan bagi pemahaman baru 
bahwa kualitas kinerja birokrasi sangat dipengaruhi oleh cara pegawai 
dimotivasi, diperlakukan, dan dikembangkan dalam organisasi. 

 

Budaya Organisasi dan Kepemimpinan 

Budaya organisasi menjadi aspek penting lainnya dalam teori perilaku 
yang dikembangkan oleh berbagai ahli. Edgar Schein (1985) 
mendefinisikan budaya organisasi sebagai sistem nilai, norma, 
keyakinan, dan asumsi dasar bersama yang membentuk cara anggota 
organisasi berperilaku, berpikir, dan mengambil keputusan (Schein, 
1985; Deal & Kennedy, 1982). Dalam birokrasi publik, budaya 
organisasi yang positif dapat memperkuat integritas, akuntabilitas, 
etika pelayanan, dan komitmen terhadap kepentingan publik, 
sementara budaya yang negatif dapat menimbulkan resistensi 
terhadap perubahan, praktik korupsi, atau ketidakpedulian terhadap 
kualitas layanan (Denison, 1990; Cameron & Quinn, 2011). Thoha 
(2015) menekankan bahwa birokrasi Indonesia masih sangat 
dipengaruhi budaya patrimonial dan hierarkis yang mengutamakan 
hubungan personal daripada merit, sehingga reformasi birokrasi harus 
memperhatikan dimensi budaya organisasi, bukan sekadar perubahan 
struktur kelembagaan atau sistem prosedur. 

“Teori motivasi, budaya organisasi, kepemimpinan 
transformasional, komunikasi dua arah, dan pengelolaan 

konflik konstruktif menjadi faktor krusial efektivitas 
birokrasi kontemporer.” 
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Dimensi kepemimpinan juga menjadi pusat perhatian dalam 
pengembangan teori perilaku organisasi publik. Berbagai penelitian 
menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan sangat berpengaruh 
terhadap iklim organisasi, motivasi pegawai, dan kualitas pelayanan 
yang diberikan kepada masyarakat (Bass, 1985; Burns, 1978). 
Kepemimpinan transformasional yang menginspirasi, memberikan visi 
jelas, mengembangkan kemampuan bawahan, dan memberdayakan 
pegawai terbukti lebih efektif dibanding kepemimpinan transaksional 
yang hanya berfokus pada sistem imbalan dan hukuman (Bass & 
Avolio, 1994; Yukl, 2013). Dalam konteks sektor publik, kepemimpinan 
yang efektif harus mampu menyeimbangkan tuntutan efisiensi dengan 
nilai-nilai demokrasi, akuntabilitas publik, dan keadilan sosial (Van 
Wart, 2013; Crosby & Bryson, 2005). 

 

Komunikasi dan Konflik dalam Organisasi 

Aspek komunikasi organisasi menjadi elemen krusial lainnya dalam 
teori perilaku. Komunikasi yang jelas, terbuka, dan dua arah dapat 
memperkuat koordinasi antarunit, mencegah kesalahpahaman dalam 
implementasi kebijakan, dan membangun kepercayaan dalam 
organisasi birokrasi yang kompleks (Rogers & Agarwala-Rogers, 1976; 
Katz & Kahn, 1978). Sebaliknya, komunikasi yang buruk, tertutup, atau 
hanya satu arah sering menjadi penyebab utama kegagalan 
implementasi kebijakan, konflik internal, dan rendahnya kinerja 
organisasi. Dalam era digital, pola komunikasi organisasi mengalami 
transformasi signifikan dengan memanfaatkan teknologi informasi 
untuk meningkatkan kecepatan, akurasi, dan jangkauan komunikasi 
internal maupun eksternal (Fountain, 2001; Bretschneider, 2003). 

Konflik organisasi dalam perspektif teori perilaku tidak selalu 
dipandang sebagai hal negatif yang harus dihindari, melainkan sebagai 
fenomena natural yang dapat dikelola secara konstruktif untuk 
mendorong inovasi dan perbaikan kinerja (Pondy, 1967; Thomas, 
1976). Konflik yang dikelola dengan baik dapat menjadi sumber 
kreativitas, pembelajaran organisasi, dan adaptasi terhadap 
perubahan lingkungan. Namun, konflik yang tidak dikelola dengan baik 
dapat merusak hubungan kerja, menurunkan produktivitas, dan 
menghambat pencapaian tujuan organisasi. 
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Studi Empiris di Indonesia 

Studi empiris di Indonesia memperlihatkan relevansi kuat teori 
perilaku dalam memahami dinamika birokrasi. Penelitian Maniagasi 
(2018) di Puskesmas Papua menunjukkan bahwa faktor struktur 
organisasi yang tidak jelas, budaya kerja yang lemah, kepemimpinan 
yang kurang adaptif, dan komunikasi yang buruk menyebabkan 
rendahnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Temuan ini 
menggarisbawahi bahwa perbaikan kinerja birokrasi tidak hanya soal 
penyempurnaan regulasi atau penambahan anggaran, tetapi juga 
memerlukan perhatian serius terhadap aspek perilaku dan psikologi 
organisasi. 

 

Penelitian Tjokro (2019) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kota Ambon juga menegaskan pentingnya faktor perilaku dalam 
menentukan kualitas pelayanan publik. Disiplin kerja, motivasi 
internal, pengalaman kerja, dan gaya kepemimpinan terbukti 
memengaruhi secara signifikan kualitas pelayanan kependudukan 
yang diberikan kepada masyarakat. Rekomendasinya adalah 
peningkatan kapasitas pegawai melalui pelatihan berkelanjutan, 
pembentukan budaya kerja yang berorientasi pelayanan, dan 
penguatan sistem motivasi yang sesuai dengan kebutuhan pegawai. 
Hal ini selaras dengan gagasan inti teori perilaku bahwa faktor manusia 
adalah inti keberhasilan atau kegagalan organisasi publik. 

 

Studi yang lebih baru dari Edward et al. (2024) menekankan fenomena 
resistensi birokrasi Indonesia terhadap inovasi dan perubahan dalam 
pelayanan publik. Resistensi ini tidak hanya disebabkan faktor 
struktural atau keterbatasan sumber daya, melainkan juga perilaku 
aparat yang cenderung defensif, takut kehilangan kewenangan, dan 
enggan keluar dari zona nyaman. Hal ini menunjukkan bahwa 
pendekatan perilaku tetap sangat relevan untuk memahami dan 
mengatasi tantangan reformasi birokrasi Indonesia di era digital dan 
tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. 
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Kritik dan Keterbatasan 

Kritik terhadap teori perilaku memang ada dan perlu diakui 
keterbatasannya. Beberapa ahli menilai bahwa teori ini terlalu fokus 
pada faktor individu dan psikologis sehingga cenderung mengabaikan 
pengaruh struktur kekuasaan, konteks politik, dan faktor institusional 
yang lebih luas (Perrow, 1986; DiMaggio & Powell, 1983). Misalnya, 
persoalan korupsi sistemik tidak bisa dijelaskan hanya dari sudut 
pandang perilaku individu yang menyimpang, melainkan juga dari 
lemahnya sistem pengawasan, budaya organisasi yang permisif, dan 
struktur insentif yang mendorong perilaku oportunistik. Namun 
demikian, kekuatan teori perilaku justru terletak pada kemampuannya 
menyoroti sisi manusiawi birokrasi yang sering terabaikan oleh 
pendekatan struktural dan formal. 

 

“Masalah korupsi sistemik tidak bisa dijelaskan dari sudut 
pandang penyimpangan perilaku individu, melainkan 

lemahnya pengawasan, budaya permisif, dan struktur 
insentif oportunistik.” 

 

Dalam konteks transformasi digital administrasi publik, teori perilaku 
memberikan wawasan penting tentang bagaimana teknologi dapat 
mengubah pola perilaku, komunikasi, dan interaksi dalam organisasi 
publik. Adopsi teknologi baru seringkali menghadapi resistensi dari 
pegawai yang khawatir dengan perubahan rutinitas kerja, tuntutan 
kompetensi baru, atau pergeseran struktur kewenangan (Rogers, 
2003; Venkatesh et al., 2003). Pemahaman tentang faktor-faktor 
perilaku yang mendorong atau menghambat adopsi teknologi menjadi 
kunci keberhasilan program digitalisasi pelayanan publik. 

Refleksi dari teori perilaku menegaskan bahwa administrasi publik 
bukan sekadar soal prosedur, aturan, dan struktur formal, melainkan 
juga tentang perilaku manusia, motivasi kerja, dinamika 
kepemimpinan, budaya organisasi, dan pola komunikasi yang sehat. 
Tanpa perhatian serius terhadap dimensi perilaku ini, upaya reformasi 
birokrasi hanya akan menghasilkan perubahan struktural yang kosong 
tanpa dampak nyata terhadap peningkatan kinerja dan kualitas 
pelayanan. Dalam konteks Indonesia, penerapan teori perilaku berarti 
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memperkuat kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, 
membangun budaya kerja yang profesional dan berorientasi 
pelayanan, mendorong kepemimpinan publik yang inspiratif dan 
transformasional, serta menciptakan sistem komunikasi yang terbuka 
dan partisipatif. 

 

3.3 Teori Sistem dalam Administrasi Publik 

Perspektif Holistik dan Integratif 

Teori sistem dalam administrasi publik berkembang pada pertengahan 
abad ke-20 sebagai upaya mengatasi keterbatasan pendekatan klasik 
yang terlalu menekankan struktur formal dan pendekatan perilaku 
yang terlalu fokus pada aspek individu dalam organisasi. Pendekatan 
sistem menawarkan perspektif yang lebih holistik dan integratif, 
dengan melihat organisasi publik sebagai kesatuan kompleks yang 
terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi dalam lingkungan 
yang dinamis dan terus berubah (Bertalanffy, 1968; Kast & 
Rosenzweig, 1972). Paradigma sistem memungkinkan pemahaman 
yang lebih mendalam tentang keterkaitan antarunsur dalam birokrasi 
dan interaksinya dengan lingkungan eksternal yang memengaruhi 
kinerja dan efektivitas organisasi publik. 

 

 

General System Theory dan Fondasi Filosofis 

Ludwig von Bertalanffy (1968) dengan General System Theory 
memberikan landasan filosofis yang kuat dalam berbagai disiplin ilmu, 
termasuk administrasi publik. Bertalanffy menekankan sistem sebagai 
totalitas dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling 
ketergantungan, di mana perubahan pada satu bagian akan 
memengaruhi keseluruhan sistem secara dinamis (Bertalanffy, 1968; 
Boulding, 1956). Pendekatan ini diadopsi secara luas dalam studi 
administrasi publik untuk menjelaskan mengapa birokrasi tidak dapat 
dipahami hanya sebagai struktur formal yang statis, tetapi harus 
dilihat sebagai sistem terbuka yang berinteraksi secara berkelanjutan 
dengan lingkungan politik, sosial, ekonomi, dan budaya di sekitarnya 
(Katz & Kahn, 1978; Thompson, 1967). 
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Model Masukan-Keluaran Easton 

David Easton (1965) memperkuat perspektif sistem ini melalui 
pengembangan model masukan-keluaran dalam sistem politik yang 
kemudian diadopsi dalam analisis administrasi publik. Menurut 
Easton, sistem politik menerima masukan berupa tuntutan dan 
dukungan dari masyarakat, lalu memprosesnya melalui berbagai 
mekanisme kebijakan, menghasilkan keluaran berupa kebijakan publik 
dan program pemerintah, yang kemudian mendapat umpan balik dari 
masyarakat dan lingkungan (Easton, 1965; Almond & Powell, 1966). 
Siklus masukan-proses-keluaran-umpan balik ini menjelaskan 
bagaimana birokrasi dan pemerintahan beroperasi dalam interaksi 
yang terus-menerus dan saling memengaruhi dengan lingkungannya, 
bukan sebagai entitas yang bekerja secara tertutup dan mandiri. 

 

Keterkaitan Kompleks Elemen Sistem 

Dalam konteks administrasi publik, teori sistem memungkinkan 
pemahaman yang lebih komprehensif tentang keterkaitan kompleks 
antara sumber daya organisasi seperti manusia, anggaran, teknologi, 
dan informasi, proses organisasi yang meliputi perencanaan, 
implementasi, koordinasi, dan evaluasi, hasil atau keluaran berupa 
kebijakan dan pelayanan publik, serta umpan balik berupa respon 
masyarakat, evaluasi lembaga pengawas, dan penilaian media (Kast & 
Rosenzweig, 1985; Scott, 2003). Semua elemen tersebut membentuk 
satu kesatuan sistem yang menentukan tingkat efektivitas dan 
responsivitas birokrasi terhadap kebutuhan masyarakat. 

Bailey (1968) memberikan kontribusi penting dengan membedakan 
empat jenis teori dalam administrasi publik: deskriptif-eksplanatif 
yang menjelaskan fenomena, normatif yang menetapkan standar 
ideal, asumtif yang mengembangkan model teoritis, dan instrumental 
yang menyediakan alat analisis praktis. Keempat jenis teori ini 
menghasilkan tiga pilar utama studi administrasi publik: perilaku 
organisasi, manajemen dan kebijakan publik, serta etika dan 
kepentingan publik (Bailey, 1968; Frederickson et al., 2016). Melalui 
kerangka sistem, ketiga pilar tersebut dipahami sebagai subsistem 
yang saling berhubungan dan memengaruhi. Dengan kata lain, 
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reformasi birokrasi yang efektif tidak dapat dilakukan hanya pada satu 
aspek seperti struktur atau prosedur, tetapi harus melibatkan 
keseluruhan subsistem secara terintegrasi dan sistematis. 

 

Prinsip Dasar dan Konsep Kunci 

Prinsip dasar teori sistem dalam administrasi publik meliputi beberapa 
konsep kunci yang saling berkaitan. Keterbukaan sistem menegaskan 
bahwa birokrasi harus responsif dan adaptif terhadap perubahan 
lingkungan eksternal, baik politik, ekonomi, sosial, maupun teknologi 
(Scott, 2003; Thompson, 1967). Saling ketergantungan menegaskan 
bahwa unit-unit dalam birokrasi saling memengaruhi dan bergantung 
satu sama lain dalam mencapai tujuan bersama. Keseimbangan atau 
homeostasis merujuk pada kemampuan sistem menjaga stabilitas 
internal sambil beradaptasi dengan perubahan eksternal. Adaptasi 
menunjukkan kemampuan sistem untuk bertransformasi dan 
berkembang menghadapi tantangan dan peluang baru (Katz & Kahn, 
1978; Lawrence & Lorsch, 1967). 

“Sistem menerima masukan berupa tuntutan dan 
dukungan masyarakat, memproses melalui mekanisme 
kebijakan, menghasilkan keluaran kebijakan publik dan 

program pemerintah, kemudian mendapat umpan balik 
dari lingkungan.” 

Aplikasi dalam Reformasi Birokrasi 

Aplikasi teori sistem tampak jelas dalam berbagai upaya reformasi 
birokrasi kontemporer di berbagai negara. Misalnya, reformasi 
pelayanan publik tidak bisa dipahami hanya dari sudut peningkatan 
kualitas pegawai sebagai masukan, tetapi juga perbaikan proses kerja 
dan prosedur, peningkatan kualitas hasil layanan, serta responsivitas 
terhadap umpan balik dan kepuasan masyarakat (Pollitt & Bouckaert, 
2017; Peters, 2018). Kegagalan pada salah satu komponen sistem akan 
melemahkan efektivitas keseluruhan sistem, sebaliknya perbaikan 
yang sistematis pada semua komponen akan menghasilkan sinergi 
yang memperkuat kinerja organisasi secara keseluruhan. 

Pengembangan Teori Sistem dalam administrasi publik mencerminkan 
pendekatan komprehensif dengan unsur fundamental INPUT → 
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PROCESS → OUTPUT yang membentuk siklus pembelajaran 
berkelanjutan. Model ini menunjukkan dua mekanisme umpan balik 
krusial: feedback yang mengalir dari OUTPUT kembali ke INPUT untuk 
koreksi “proses” (faktor internal dan eksternal), dan outcome yang 
merepresentasikan dampak jangka panjang (impact) menuju siklus 
berikutnya sebagaimana tercermin dalam gambar (diagram) berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Pengembangan Siklus Teori Sistem, Gunawan Undang 
(2025). Sumber dikembangkan dari Almond & Powell 
(1966); Bailey (1968); Bertalanffy (1968); Boulding (1956); 
Easton (1965); Frederickson et al. (2016); Kast & 
Rosenzweig (1985; Katz & Kahn (1978); Lawrence & 
Lorsch (1967); Peters (2018); Pollitt & Bouckaert (2017); 
Scott (2003); dan Thompson (1967). 

Sebagaimana diilustrasikan dalam diagram – yang merupakan 
salahsatu novelty buku ini - Siklus 1 menghasilkan output "kurang baik" 
yang menjadi pembelajaran penting. Melalui mekanisme feedback dan 
evaluasi outcome, sistem kemudian beradaptasi menuju Siklus 2 yang 
menghasilkan output "lebih baik", Siklus 3 yang menghasilkan output 
"sangat baik" dan seterusnya – sebagai impact jangka panjang - 
menuju kesempurnaan dalam proses siklus administrasi publik yang 
berkelanjutan.  Proses iteratif ini menunjukkan karakteristik sistem 
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yang holistik dan integratif, dimana setiap komponen saling 
berinteraksi dan mempengaruhi kinerja keseluruhan. 

Dalam konteks administrasi publik, teori sistem ini memberikan 
kerangka analitis untuk memahami bagaimana kebijakan (input) 
diproses melalui birokrasi (process) - yang dipengaruhi oleh faktor 
internal dan eksternal - menghasilkan layanan publik (output), dengan 
evaluasi kinerja (feedback) dan dampak sosial (outcome) 
berkelanjutan - sebagai impact Siklus I ke II, II ke III dst - untuk 
meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berjangka panjang. 

 

Studi Empiris dan Relevansi Global 

Studi empiris memperkuat relevansi teori sistem dalam memahami 
dinamika birokrasi Indonesia. Aneta (2012) menekankan bahwa 
administrasi publik modern perlu mengintegrasikan nilai-nilai etika, 
perilaku manusia, dan teknik manajerial dalam satu kerangka sistemik 
yang koheren. Integrasi ini penting untuk menghindari fragmentasi 
dan memastikan bahwa semua komponen organisasi bekerja secara 
sinergis menuju tujuan bersama. Penelitian Ismaya et al. (2022) di 
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Buton 
Utara menunjukkan secara konkret bagaimana kualitas masukan 
berupa sumber daya manusia yang kompeten dan sarana prasarana 
yang memadai sangat menentukan efektivitas proses pelayanan 
infrastruktur. Masukan yang lemah dan tidak berkualitas berujung 
pada proses kerja yang tidak optimal dan menghasilkan keluaran 
berupa layanan yang rendah kualitas serta kepuasan masyarakat yang 
rendah. 

Dalam konteks global, teori sistem digunakan untuk menjelaskan 
kompleksitas tata kelola lintas batas negara, seperti dalam 
penanganan isu-isu global seperti perubahan iklim, pandemi, 
terorisme, dan migrasi internasional. Kerja sama antarnegara dan 
organisasi internasional dilihat sebagai sistem yang saling bergantung, 
di mana kegagalan atau keberhasilan satu negara dapat memengaruhi 
stabilitas dan efektivitas sistem global secara keseluruhan (Keohane & 
Nye, 2011; Rosenau, 1997). 

Di Indonesia, teori sistem membantu menjelaskan mengapa berbagai 
upaya reformasi birokrasi sering menghasilkan hasil yang tidak 
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konsisten atau tidak berkelanjutan. Meskipun terdapat kebijakan 
inovatif dan ambisius di tingkat pusat, lemahnya kualitas masukan 
seperti sumber daya manusia yang tidak kompeten dan anggaran yang 
terbatas, proses kerja yang tidak efisien seperti koordinasi yang lemah 
antarinstansi dan birokrasi yang berbelit, serta umpan balik yang tidak 
efektif seperti sistem evaluasi yang lemah dan partisipasi publik yang 
rendah, membuat keluaran berupa pelayanan publik tidak mencapai 
standar yang diharapkan (Dwiyanto, 2011; Prasojo, 2014). Pendekatan 
sistem menunjukkan bahwa pembenahan birokrasi harus 
komprehensif dan menyasar semua komponen sistem, bukan hanya 
fokus pada satu aspek tertentu secara parsial. 

 

Kritik dan Keterbatasan Teori 

Meskipun memberikan kerangka analisis yang bermanfaat, teori 
sistem juga menghadapi berbagai kritik dari para ahli. Pertama, 
pendekatan sistem sering dianggap terlalu mekanistik dan 
deterministik, seakan-akan organisasi publik bekerja secara netral, 
rasional, dan dapat diprediksi seperti mesin. Padahal, dalam 
kenyataan empiris, birokrasi sarat dengan kepentingan politik yang 
bertentangan, konflik antaraktor, dan asimetri kekuasaan yang 
memengaruhi proses pengambilan keputusan (Perrow, 1986; 
DiMaggio & Powell, 1983). Kedua, pendekatan sistem cenderung 
abstrak dan konseptual, sehingga sulit diterjemahkan ke dalam 
tindakan praktis dan solusi konkret yang dibutuhkan dalam 
implementasi kebijakan dan manajemen publik sehari-hari. 

 

Relevansi di Era Digital dan Network Governance 

Namun, relevansi teori sistem justru semakin kuat di era digitalisasi 
dan transformasi pemerintahan modern. Administrasi publik saat ini 
beroperasi dalam ekosistem yang semakin kompleks dan saling 
terhubung, yang melibatkan tidak hanya pemerintah tetapi juga sektor 
swasta, masyarakat sipil, organisasi internasional, serta berbagai 
platform teknologi digital (Fountain, 2001; Margetts & Dunleavy, 
2013). Konsep sistem terbuka sangat berguna untuk memahami 
dinamika kompleks ini dan merancang strategi yang efektif. Misalnya, 
implementasi pemerintahan digital di Indonesia tidak hanya 
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bergantung pada teknologi sebagai masukan, tetapi juga pada regulasi 
yang mendukung, literasi digital masyarakat, proses adaptasi birokrasi 
terhadap teknologi baru, serta umpan balik berupa partisipasi dan 
kepuasan warga dalam menggunakan layanan digital. 

Teori sistem juga relevan dalam memahami fenomena jejaring tata 
kelola atau network governance yang semakin berkembang dalam 
administrasi publik modern. Pemerintah tidak lagi bekerja sendiri 
tetapi berkolaborasi dengan berbagai aktor dalam jejaring yang 
kompleks untuk mengatasi masalah publik yang semakin rumit dan 
lintas sektor (Rhodes, 1997; Klijn & Koppenjan, 2016). Pendekatan 
sistem membantu memahami dinamika jejaring ini dan merancang 
mekanisme koordinasi yang efektif. 

“Teori sistem semakin relevan di era digital karena 
administrasi publik kini beroperasi dalam ekosistem 

kompleks dengan jejaring yang saling terhubung.” 

Refleksi dari teori sistem menunjukkan bahwa birokrasi harus 
dipahami dan dikelola sebagai organisme hidup yang terus 
berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungannya yang dinamis. 
Efisiensi dan efektivitas administrasi publik tidak bisa dipahami hanya 
dari satu aspek atau komponen tertentu, melainkan dari keterkaitan 
dan sinergi seluruh komponen sistem yang bekerja secara harmonis 
(Kast & Rosenzweig, 1985; Scott, 2003). Dalam konteks Indonesia, 
teori sistem menegaskan perlunya reformasi birokrasi yang 
komprehensif dan terintegrasi, yang meliputi peningkatan kualitas 
masukan seperti kapasitas sumber daya manusia dan teknologi, 
perbaikan proses kerja seperti prosedur dan koordinasi, peningkatan 
kualitas keluaran seperti layanan dan kebijakan publik, serta 
penguatan mekanisme umpan balik seperti evaluasi publik dan 
partisipasi warga. 

 

3.4 Teori Pilihan Publik 

Perspektif Ekonomi dalam Analisis Politik 

Public Choise Theory (teori pilihan publik) lahir pada pertengahan abad 
ke-20 sebagai salah satu aliran penting dalam studi administrasi publik 
dan ilmu politik yang membawa perspektif ekonomi ke dalam analisis 
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fenomena politik dan birokrasi. Berbeda dengan teori klasik yang 
menekankan struktur formal, teori perilaku yang menekankan aspek 
psikologis, atau teori sistem yang menekankan keterkaitan antarunsur, 
teori pilihan publik fokus pada analisis perilaku aktor politik dan 
birokrat sebagai individu rasional yang mengejar kepentingan pribadi 
dalam kerangka institusi dan aturan tertentu (Buchanan & Tullock, 
1962; Downs, 1957). Pendekatan ini menantang asumsi normatif 
tradisional bahwa politisi dan birokrat selalu bertindak untuk 
kepentingan umum, dengan menunjukkan bagaimana kalkulasi 
untung-rugi individual memengaruhi keputusan dan kebijakan publik. 

 

Teori Ekonomi Demokrasi Downs 

Fondasi teori ini diletakkan oleh Anthony Downs (1957) dalam 
karyanya "An Economic Theory of Democracy" yang revolusioner. 
Downs mengemukakan bahwa perilaku politik dapat dianalisis dengan 
kerangka ekonomi mikroekonomi: pemilih berperilaku layaknya 
konsumen rasional yang memilih kandidat atau partai politik yang 
memberikan manfaat terbesar bagi kepentingan mereka, sementara 
politisi bertindak seperti pengusaha atau produsen yang menawarkan 
kebijakan dan program untuk mendapatkan dukungan suara yang 
maksimal (Downs, 1957; Riker, 1962). Birokrat pun tidak dilihat 
sebagai pelayan publik yang netral dan altruistik, melainkan sebagai 
aktor rasional yang berupaya memaksimalkan anggaran, kekuasaan, 
prestise, dan kepentingan organisasinya sendiri. 

 

Calculus of Consent Buchanan-Tullock 

Karya monumental James Buchanan dan Gordon Tullock yang berjudul 
"The Calculus of Consent" (1962) semakin memperkuat dan 
memperdalam paradigma teori pilihan publik. Mereka menjelaskan 
bahwa keputusan kolektif dalam proses politik merupakan hasil 
interaksi strategis individu-individu yang rasional, yang 
mempertimbangkan biaya dan manfaat sebelum mendukung atau 
menolak suatu kebijakan atau kandidat (Buchanan & Tullock, 1962; 
Mueller, 2003). Pemikiran mereka melahirkan kerangka analisis baru 
yang melihat politik sebagai pasar atau arena pertukaran, di mana 
kebijakan publik merupakan hasil tawar-menawar dan pertukaran 
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kepentingan antaraktor yang berbeda. Kontribusi Buchanan kemudian 
diakui dengan penghargaan Nobel Prize in Economics tahun 1986 
untuk pengembangan dasar-dasar teoretis teori pilihan publik. 

 

Konsep Inti dan Elemen Penting 

Konsep inti teori pilihan publik mencakup beberapa elemen penting 
yang saling berkaitan. Pertama, aksioma kepentingan diri yang 
mengasumsikan bahwa semua aktor politik, termasuk pemilih, politisi, 
dan birokrat, pada dasarnya termotivasi oleh kepentingan pribadi 
mereka, meskipun tidak mengabaikan kemungkinan altruisme dalam 
kondisi tertentu (Buchanan, 1975; Tullock, 1967). Kedua, konsep 
pencarian rente, yaitu fenomena di mana individu atau kelompok 
berusaha memperoleh keuntungan ekonomi atau politik melalui 
kebijakan publik tanpa menciptakan nilai tambah bagi masyarakat 
secara keseluruhan (Krueger, 1974; Tullock, 1980). Ketiga, masalah 
penumpang gratis, yaitu kecenderungan individu menikmati manfaat 
barang publik tanpa berkontribusi pada biaya penyediaannya (Olson, 
1965; Hardin, 1968). Keempat, masalah keagenan, yaitu potensi 
konflik kepentingan antara birokrat sebagai agen dan publik sebagai 
prinsipal akibat asimetri informasi dan perbedaan tujuan (Jensen & 
Meckling, 1976; Moe, 1984). 

 

Model Perilaku Birokrat Niskanen 

William Niskanen (1971) mengembangkan model perilaku birokrat 
yang menjadi kontribusi penting dalam teori pilihan publik. Menurut 
Niskanen, birokrat cenderung memaksimalkan anggaran 
organisasinya karena anggaran yang besar memberikan prestise, 
kekuasaan, fasilitas, dan peluang karier yang lebih baik (Niskanen, 
1971; Dunleavy, 1991). Model ini menjelaskan mengapa birokrasi 
pemerintah sering mengalami pemborosan, inefisiensi, dan 
kecenderungan untuk terus berkembang meskipun tidak selalu 
dibutuhkan oleh masyarakat. 

Teori pilihan publik kemudian menjadi alat analisis yang powerful 
untuk memahami berbagai fenomena dalam politik dan birokrasi di 
berbagai negara. Misalnya, mengapa birokrat sering lebih memilih 
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memperbesar anggaran dan kewenangan organisasinya daripada 
meningkatkan efisiensi pelayanan? Mengapa politisi kerap mengambil 
kebijakan populis yang tidak berkelanjutan menjelang pemilihan? 
Mengapa korupsi dan nepotisme sulit diberantas meskipun ada sanksi 
hukum? Jawabannya terletak pada kalkulasi rasional untung-rugi 
aktor-aktor tersebut dalam kerangka institusi dan insentif yang ada, 
sebagaimana dijelaskan oleh teori pilihan publik (Tullock et al., 2002; 
Mitchell & Munger, 1991). 

 

Kritik dan Kontroversi 

Namun, teori pilihan publik tidak lepas dari kritik tajam dari berbagai 
perspektif. Pertama, asumsi bahwa semua individu berperilaku 
rasional dan mementingkan diri sendiri dianggap terlalu reduksionis 
dan tidak mencerminkan kompleksitas motivasi manusia yang sering 
dipengaruhi nilai-nilai, emosi, norma sosial, dan altruisme (Green & 
Shapiro, 1994; Monroe, 1991). Kedua, orientasi berlebihan pada 
kepentingan pribadi dinilai dapat mengikis konsep kepentingan 
umum, solidaritas sosial, dan semangat pengabdian dalam pelayanan 
publik (Kelman, 1987; Perry & Wise, 1990). Ketiga, penerapan logika 
pasar ke dalam ranah politik dianggap berisiko karena politik 
seharusnya didasarkan pada nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan 
partisipasi, bukan sekadar kalkulasi untung-rugi ekonomis (Stone, 
1988; Reich, 1988). 

 

Aplikasi Global dan Studi Korupsi 

Meski menghadapi kritik, pengaruh teori pilihan publik tetap luas dan 
signifikan dalam berbagai bidang studi. Dalam analisis kebijakan, teori 
ini digunakan untuk memahami fenomena kegagalan pemerintah, 
yaitu situasi ketika intervensi pemerintah justru menciptakan 
inefisiensi dan pemborosan akibat perilaku oportunistik birokrat dan 
politisi (Wolf, 1979; Le Grand, 1991). Perspektif ini melengkapi teori 
kegagalan pasar dengan menunjukkan bahwa pemerintah pun tidak 
selalu mampu menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah 
ekonomi dan sosial. 
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Dalam konteks global, teori pilihan publik telah diaplikasikan secara 
luas untuk memahami berbagai fenomena seperti aktivitas lobi politik, 
praktik korupsi lintas negara, dan desain kelembagaan demokrasi yang 
optimal (Persson & Tabellini, 2000; Rose-Ackerman, 1999). Banyak 
penelitian menunjukkan bahwa politisi cenderung mengambil 
kebijakan jangka pendek yang populer untuk memenangkan 
pemilihan, sementara birokrat berusaha mempertahankan status quo 
untuk menjaga kepentingan dan stabilitas organisasinya. 

“Public Choise Theory menganalisis perilaku politik dan 
birokrasi melalui perspektif ekonomi, memandang aktor 

politik sebagai individu rasional yang mengejar 
kepentingan pribadi dalam kerangka institusional. Teori ini 

menantang asumsi konvensional bahwa politisi dan 
birokrat selalu bertindak demi kepentingan umum, dengan 

menggunakan kalkulasi untung-rugi individual dalam 
pengambilan keputusan.” 

Relevansi teori pilihan publik juga tampak dalam studi tentang korupsi 
sebagai fenomena global. Perilaku koruptif dapat dipahami sebagai 
hasil kalkulasi rasional: ketika potensi keuntungan dari tindakan 
korupsi lebih besar daripada risiko tertangkap dan dihukum, individu 
yang rasional cenderung melakukan korupsi (Klitgaard, 1988; Rose-
Ackerman, 2006). Pendekatan ini membantu menjelaskan mengapa 
korupsi sulit diberantas di negara-negara dengan sistem hukum yang 
lemah, pengawasan yang rendah, dan budaya impunitas yang kuat. 

 

Konteks Indonesia dan Adaptasi Budaya 

Dalam konteks Indonesia, teori pilihan publik memberikan lensa 
analitis yang tajam untuk memahami berbagai fenomena politik dan 
birokrasi. Nurkhamid (2023) meneliti fenomena perdagangan pakaian 
bekas impor dan menunjukkan bahwa konsumen, pedagang, dan 
pemerintah semuanya bertindak rasional sesuai dengan kepentingan 
masing-masing dalam kerangka peraturan yang ada. Konsumen 
mengejar harga murah dan kualitas yang memadai, pedagang mencari 
keuntungan maksimal dengan risiko minimal, sementara pemerintah 
berusaha mengatur perdagangan sambil mempertimbangkan dampak 
politik dari kebijakannya. 
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Studi Ramadhan (2023) mengenai kasus korupsi di Lembaga 
Pemasyarakatan Sukamiskin juga sangat relevan dengan teori pilihan 
publik. Penelitian ini menemukan bahwa narapidana korupsi 
melakukan kalkulasi untung-rugi dari tindakannya: keuntungan 
materi yang sangat besar dari korupsi dinilai lebih dominan dibanding 
risiko hukuman yang mungkin diterima. Hal ini memperlihatkan 
bagaimana perilaku koruptif sesuai dengan asumsi rasionalitas dalam 
teori pilihan publik, di mana individu membuat keputusan berdasarkan 
perhitungan biaya dan manfaat. 

Meski demikian, penerapan teori pilihan publik di Indonesia juga harus 
dikritisi dan disesuaikan dengan konteks budaya lokal. Budaya gotong-
royong, solidaritas sosial yang kuat, norma adat yang mengikat, dan 
nilai-nilai religius menunjukkan bahwa perilaku politik dan 
administratif tidak selalu rasional dalam pengertian ekonomis sempit 
(Antlöv, 2003; Erb & Sulistiyanto, 2009). Seringkali keputusan di 
tingkat lokal dipengaruhi oleh nilai-nilai komunitas, hubungan 
kekerabatan, dan norma sosial yang tidak dapat dijelaskan 
sepenuhnya dengan kalkulasi untung-rugi individual. 

 

Era Digital dan Implikasi Kelembagaan 

Transformasi digital dalam pemerintahan Indonesia juga memberikan 
konteks baru untuk aplikasi teori pilihan publik. Digitalisasi layanan 
publik dapat mengurangi ruang untuk pencarian rente dan korupsi 
dengan meminimalkan interaksi langsung dan meningkatkan 
transparansi (Bertot et al., 2010; Kim, 2014). Namun, implementasi 
teknologi digital juga membuka peluang baru untuk perilaku 
oportunistik, seperti manipulasi data atau penyalahgunaan informasi 
personal warga. 

Refleksi dari teori pilihan publik menegaskan pentingnya desain 
kelembagaan yang mampu meminimalkan perilaku oportunistik aktor 
politik dan birokrat. Jika diasumsikan bahwa politisi dan birokrat tidak 
selalu altruistik dan dapat bertindak berdasarkan kepentingan pribadi, 
maka tata kelola publik harus dirancang dengan mekanisme insentif 
yang mendorong perilaku sesuai dengan kepentingan publik (North, 
1990; Ostrom, 1990). Transparansi informasi, akuntabilitas publik, 
mekanisme kontrol dan keseimbangan, kompetisi dalam penyediaan 
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layanan, serta partisipasi aktif masyarakat menjadi elemen penting 
dalam mengoreksi dan membatasi perilaku oportunistik. 

 

3.5 New Public Management 

Respons terhadap Kegagalan Birokrasi Tradisional 

New Public Management (NPM) lahir pada dekade 1980-an sebagai 
respons terhadap ketidakpuasan luas terhadap model birokrasi 
tradisional yang dinilai kaku, lamban, tidak efisien, dan tidak responsif 
terhadap kebutuhan masyarakat. Paradigma ini berakar kuat pada 
filosofi neoliberalisme dan semangat manajerialisme yang 
berkembang pesat di negara-negara Anglo-Saxon, terutama melalui 
kebijakan reformasi radikal deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi yang 
diperkenalkan oleh pemerintahan Ronald Reagan di Amerika Serikat 
dan Margaret Thatcher di Inggris (Hood, 1991; Pollitt, 1990). NPM 
membawa semangat kewirausahaan, efisiensi, dan efektivitas sektor 
swasta ke dalam sektor publik, dengan orientasi kuat pada hasil kerja, 
kinerja yang terukur, dan kepuasan pelanggan sebagai indikator 
keberhasilan. 

 

Tujuh Doktrin Hood dan Konseptualisasi NPM 

Christopher Hood (1991) menjadi salah satu tokoh kunci yang 
merumuskan dan memopulerkan prinsip-prinsip dasar NPM dalam 
literatur akademik. Hood mengemukakan tujuh doktrin administratif 
utama yang menjadi ciri khas NPM: profesionalisasi manajemen sektor 
publik dengan memberikan kebebasan untuk mengelola, penetapan 
standar dan ukuran kinerja yang eksplisit dan terukur, penekanan pada 
kontrol hasil daripada proses, desentralisasi unit-unit pelayanan publik 
untuk meningkatkan fleksibilitas, mendorong kompetisi 
antarpenyedia layanan publik, penerapan gaya manajemen sektor 
swasta dalam organisasi publik, dan penekanan pada disiplin dan 
penghematan dalam penggunaan sumber daya (Hood, 1991; Hood & 
Peters, 2004). 

Prinsip-prinsip ini kemudian dipopulerkan dan dikembangkan lebih 
lanjut oleh David Osborne dan Ted Gaebler (1992) melalui karya 
berpengaruh mereka "Reinventing Government", yang menekankan 
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perlunya "pemerintahan wirausaha" yang inovatif, efisien, dan 
adaptif. Pemerintah tidak lagi dipandang sebagai penyedia tunggal dan 
monopolistik layanan publik, tetapi sebagai katalisator dan pengarah 
yang mendorong inovasi, persaingan sehat, dan partisipasi aktif sektor 
swasta dalam penyediaan layanan publik. 

 

Transformasi Hubungan Pemerintah-Warga 

Paradigma NPM mengubah secara fundamental cara pandang 
terhadap hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Jika birokrasi 
klasik Weber memandang warga sebagai subjek kebijakan yang harus 
mematuhi aturan, maka NPM memperlakukan warga sebagai 
pelanggan yang memiliki hak untuk mendapatkan layanan berkualitas 
tinggi, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan mereka (Clarke & 
Newman, 1997; Du Gay, 2000). Oleh karena itu, kepuasan pengguna 
layanan, responsivitas terhadap keluhan, dan orientasi pelayanan 
menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan kinerja 
organisasi publik. Pendekatan ini juga menekankan pentingnya pilihan 
bagi warga untuk memilih penyedia layanan yang terbaik. 

 

Implementasi Global dan Variasi Hasil 

Dalam praktik global, NPM menghasilkan beragam inovasi dan 
reformasi yang signifikan di berbagai negara maju. Di Inggris, NPM 
melahirkan kebijakan revolusioner Next Steps Agencies yang 
memisahkan secara tegas fungsi pembuatan kebijakan dari 
pelaksanaan layanan operasional, memberikan fleksibilitas manajerial 
yang lebih besar kepada agen-agen pelaksana (Greer, 1994; James, 
2003). Di Selandia Baru, NPM diterapkan secara radikal dan 
komprehensif dengan restrukturisasi besar-besaran kementerian, 
penerapan kontrak kinerja yang ketat untuk pejabat senior, dan 
program privatisasi yang luas (Boston et al., 1996; Gregory, 2001). Di 
banyak negara OECD lainnya, prinsip manajemen berbasis hasil 
menjadi arus utama reformasi birokrasi yang diadopsi secara luas 
(OECD, 1995; Pollitt & Bouckaert, 2017). 
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Namun, penerapan NPM tidak selalu menghasilkan keberhasilan yang 
konsisten dan universal. Lapuente dan Van de Walle (2020) dalam 
studi komprehensif mereka menunjukkan bahwa NPM menghasilkan 
dampak yang sangat bervariasi tergantung pada konteks politik, 
budaya administratif, dan kapasitas kelembagaan masing-masing 
negara. Di beberapa negara, reformasi NPM berhasil meningkatkan 
efisiensi organisasi, kualitas layanan publik, dan kepuasan masyarakat 
secara signifikan. Namun di negara lain, NPM justru menimbulkan 
fragmentasi organisasi yang berlebihan, melemahnya koordinasi 
antarinstansi, menurunnya integrasi kebijakan, dan terkikisnya nilai-
nilai pelayanan publik tradisional (Christensen & Lægreid, 2007; 
Gregory, 2003). 

“New Public Management lahir pada 1980-an sebagai 
respons terhadap birokrasi tradisional yang dinilai 

kaku dan tidak efisien. NPM membawa prinsip 
manajerialisme sektor swasta ke sektor publik, 

menekankan efisiensi, orientasi hasil, dan kepuasan 
pelanggan. Paradigma ini mengubah hubungan 

pemerintah-warga dari subjek kebijakan menjadi 
pelanggan layanan.” 

 

Kritik terhadap Logika Pasar 

Kritik utama terhadap NPM adalah terlalu dominannya logika pasar 
dan orientasi bisnis dalam sektor publik, yang berisiko mengabaikan 
nilai-nilai fundamental demokrasi, keadilan sosial, akuntabilitas publik, 
dan kepentingan umum yang seharusnya menjadi prioritas utama 
pemerintahan (Terry, 1998; Box, 1999). Kritikus berpendapat bahwa 
sektor publik memiliki karakteristik unik yang berbeda dengan sektor 
swasta, sehingga penerapan prinsip manajemen bisnis secara 
langsung dapat menimbulkan konsekuensi negatif yang tidak 
diinginkan. 

 

Implementasi di Indonesia Era Reformasi 

Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip dan filosofi NPM mulai 
tampak secara signifikan sejak era reformasi 1998 yang membuka 
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ruang luas bagi berbagai eksperimen reformasi birokrasi. Program 
reformasi birokrasi nasional mendorong penerapan akuntabilitas 
kinerja melalui sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah yang mengharuskan setiap organisasi pemerintah 
menetapkan target kinerja dan melaporkan pencapaiannya, 
penerapan kontrak kinerja untuk pejabat senior, serta berbagai sistem 
evaluasi pelayanan publik yang mengukur kepuasan masyarakat 
(Prasojo, 2014; Dwiyanto, 2011). UU No. 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik memperkuat prinsip efisiensi, transparansi, 
akuntabilitas, dan orientasi kepada kepuasan pengguna layanan, yang 
sangat sejalan dengan semangat dan filosofi NPM. 

“Indonesia mulai menerapkan prinsip NPM sejak era 
reformasi 1998 melalui program akuntabilitas kinerja dan 

UU Pelayanan Publik. Implementasi menunjukkan hasil 
yang beragam dengan digitalisasi meningkatkan efisiensi, 

namun masih menghadapi kendala resistensi birokrasi dan 
keterbatasan infrastruktur.” 

Studi empiris menunjukkan implementasi NPM di Indonesia dengan 
hasil yang beragam. Tasyah et al. (2021) dalam penelitiannya di 
Provinsi Lampung menunjukkan bahwa penerapan pemerintahan 
elektronik menjadi bagian penting dari implementasi NPM di era 
normal baru pasca pandemi. Digitalisasi layanan publik terbukti 
meningkatkan efisiensi proses, mengurangi biaya operasional, dan 
meningkatkan aksesibilitas layanan, meskipun masih menghadapi 
hambatan serius dalam hal kapasitas sumber daya manusia dan 
keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah. Edward et al. (2024) 
menambahkan temuan penting bahwa resistensi birokrasi sering 
menjadi kendala utama dalam implementasi reformasi bergaya NPM. 
Pegawai publik kerap menunjukkan perilaku defensif dan penolakan 
terhadap perubahan karena khawatir kehilangan kewenangan 
tradisional, otoritas yang sudah mapan, atau posisi yang 
menguntungkan. 

 

Aplikasi Sektoral: Pendidikan dan Kesehatan 

Di sektor pendidikan Indonesia, prinsip NPM diterapkan melalui 
kebijakan manajemen berbasis sekolah yang memberikan otonomi 
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lebih besar kepada sekolah dalam pengelolaan anggaran, kurikulum, 
dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas pendidikan 
(Caldwell, 2005; Bandur, 2012). Di sektor kesehatan, konsep Badan 
Layanan Umum mencerminkan penerapan prinsip NPM dengan 
memberikan fleksibilitas manajerial kepada rumah sakit dan 
puskesmas untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan 
masyarakat (Trisnantoro, 2005; Mahendradhata et al., 2017). Namun, 
implementasi kebijakan ini tidak lepas dari kritik serius karena 
berpotensi mengurangi akses masyarakat miskin terhadap layanan 
pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta dapat 
meningkatkan kesenjangan sosial. 

 

Kritik Akademis Komprehensif 

Kritik akademis terhadap NPM cukup tajam dan komprehensif dari 
berbagai sudut pandang. Pertama, NPM dianggap terlalu 
mengedepankan efisiensi ekonomis sehingga mengabaikan nilai-nilai 
substantif administrasi publik yang lebih fundamental, seperti keadilan 
sosial, partisipasi warga, equitas, dan kepentingan umum yang 
seharusnya menjadi prioritas utama (Frederickson, 1997; Denhardt & 
Denhardt, 2000). Kedua, penggunaan indikator kinerja kuantitatif 
secara berlebihan sering mendorong perilaku disfungsional dan 
manipulatif, di mana birokrat lebih fokus mengejar target angka 
daripada substansi dan kualitas layanan yang sesungguhnya (Bevan & 
Hood, 2006; Smith, 1995). Ketiga, fragmentasi kelembagaan yang 
berlebihan akibat desentralisasi dan penciptaan banyak agen semi-
independen justru menimbulkan masalah koordinasi yang serius, 
biaya transaksi yang tinggi, dan melemahnya kapasitas pemerintah 
untuk mengatasi masalah kompleks yang memerlukan pendekatan 
terintegrasi (Rhodes, 1997; Peters, 2001). 

 

Evolusi menuju Paradigma Baru 

Dalam refleksi kontemporer, banyak ahli dan praktisi menilai bahwa 
NPM tidak lagi memadai sebagai paradigma tunggal untuk mengatasi 
tantangan administrasi publik abad ke-21. Kompleksitas masalah 
publik yang semakin meningkat, tuntutan digitalisasi yang cepat, 
perubahan iklim global, pandemi, ketimpangan sosial yang melebar, 
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dan meningkatnya harapan masyarakat terhadap partisipasi dalam 
pengambilan keputusan menuntut paradigma yang lebih kolaboratif, 
inklusif, dan berkelanjutan (Osborne, 2006; Torfing et al., 2012). 
Karena itu, konsep tata kelola kolaboratif dan New Public Service (NPS) 
muncul sebagai paradigma pelengkap atau bahkan alternatif yang 
menekankan pentingnya kolaborasi antarsektor, partisipasi warga, 
serta nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial. 

“NPM dianggap tidak memadai menghadapi tantangan 
kontemporer, mendorong munculnya paradigma 

kolaboratif. Namun, warisan NPM tetap relevan, terutama 
dalam transformasi digital dan reformasi birokrasi 

Indonesia modern.” 

Meski demikian, warisan dan kontribusi NPM tetap penting dan 
relevan dalam pengembangan administrasi publik modern. Penekanan 
pada efisiensi operasional, akuntabilitas kinerja yang terukur, orientasi 
kepada kepuasan pengguna layanan, dan semangat inovasi manajerial 
merupakan kontribusi signifikan yang tidak dapat diabaikan begitu saja 
(Lynn, 2006; Walker et al., 2011). Di Indonesia, semangat NPM terus 
hidup dan berkembang dalam berbagai kebijakan reformasi birokrasi, 
program digitalisasi layanan publik yang semakin masif, sistem 
evaluasi kinerja instansi pemerintah, dan upaya peningkatan kualitas 
pelayanan publik yang terus dilakukan. 

 

Transformasi Digital dan Revitalisasi NPM 

Transformasi digital memberikan momentum baru bagi revitalisasi 
prinsip-prinsip NPM dalam konteks yang lebih modern dan sesuai 
dengan perkembangan teknologi. Platform digital memungkinkan 
implementasi prinsip orientasi pelanggan secara lebih efektif melalui 
layanan 24/7, personalisasi layanan, dan sistem umpan balik real-time 
(Dunleavy et al., 2006; Margetts & Dunleavy, 2013). Namun, 
digitalisasi juga menuntut perhatian lebih besar terhadap isu-isu 
kesetaraan akses, perlindungan data pribadi, dan kesenjangan digital 
yang dapat memperburuk kesenjangan sosial. 

Refleksi atas pengalaman penerapan NPM di berbagai negara 
menegaskan bahwa administrasi publik modern harus mampu 
menyeimbangkan antara efisiensi manajerial dengan nilai-nilai 
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demokratis yang fundamental. Tanpa keseimbangan yang tepat ini, 
risiko reduksi pelayanan publik menjadi semata-mata komoditas pasar 
dan mengabaikan aspek keadilan sosial akan semakin besar (Pierre, 
1995; Vigoda, 2002). Oleh karena itu, integrasi selektif prinsip-prinsip 
NPM dengan paradigma tata kelola kolaboratif dan NPS menjadi jalan 
tengah yang menjanjikan untuk membangun administrasi publik yang 
efektif, efisien, sekaligus demokratis dan berkeadilan sosial. 

 

3.6 Tatakelola Pemerintahan dan New Public Service 

Paradigma Demokratis dan Partisipatif 

Pergulatan teoritis administrasi publik pada akhir abad ke-20 dan awal 
abad ke-21 melahirkan paradigma baru yang menekankan pentingnya 
nilai demokrasi, partisipasi aktif warga, dan kolaborasi antarsektor 
dalam penyelenggaraan urusan publik. Jika teori klasik menekankan 
struktur dan hierarki, teori perilaku menekankan aspek psikologis 
individu, teori sistem menekankan keterkaitan holistik, teori pilihan 
publik menekankan rasionalitas kepentingan, dan NPM menekankan 
efisiensi manajerial, maka governance paradigm dan NPS hadir untuk 
mengembalikan fokus administrasi publik pada nilai-nilai fundamental 
demokrasi dan kepentingan warga negara sebagai pemilik kedaulatan 
yang sesungguhnya (Pierre & Peters, 2000; Rhodes, 1997). Paradigma 
ini berkembang sebagai respons kritis terhadap keterbatasan NPM 
yang dinilai terlalu berorientasi pasar dan mengabaikan nilai-nilai 
publik yang esensial. 

 

Konsep Governance dan Multi-aktor 

Konsep tatakelola merujuk pada proses pengambilan keputusan dan 
implementasi kebijakan yang melibatkan berbagai aktor dari berbagai 
sektor: pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, sektor swasta 
sebagai penyedia layanan dan investor, masyarakat sipil sebagai 
pengawas dan advokat, serta komunitas lokal sebagai penerima 
manfaat dan mitra (Kooiman, 1993; Stoker, 1998). World Bank (1992) 
memperkenalkan dan mempopulerkan istilah tata kelola yang baik 
untuk menggambarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik: 
transparansi dalam proses pengambilan keputusan, akuntabilitas 
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kepada publik, partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, 
efektivitas dalam pencapaian tujuan, dan supremasi hukum yang 
konsisten (World Bank, 1994; Kaufmann et al., 1999). 

“Governance Paradigm dan New Public Service muncul 
sebagai respons terhadap keterbatasan NPM, menekankan 

nilai-nilai demokrasi, partisipasi aktif warga, dan 
kolaborasi antarsektor. NPS mengutamakan filosofi 

"melayani, bukan mengarahkan.” 

UNDP (1997) memperluas konsep ini dengan menegaskan bahwa good 
governance tidak hanya soal kapasitas teknis negara dalam mengelola 
urusan publik, tetapi juga tentang keterlibatan aktif dan bermakna 
bagi masyarakat dalam proses mengarahkan pembangunan dan 
mengawasi kinerja pemerintah. OECD (2021; 2023) dalam berbagai 
laporannya menegaskan bahwa tatakelola pemerintahan abad ke-21 
harus bersifat adaptif terhadap perubahan, partisipatif dalam proses 
pengambilan keputusan, dan inovatif dalam pemanfaatan teknologi 
digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keterlibatan publik. 

 

New Public Service: Melayani, Bukan Mengarahkan 

NPS - yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh Janet dan Robert 
Denhardt (2000, 2003) - sebagai alternatif kritis terhadap NPM, 
melengkapi paradigma pemerintahan dengan menekankan filosofi 
pelayanan publik yang genuinely democratic dan berorientasi pada 
kepentingan umum. Prinsip utama NPS adalah "serving, not steering", 
yang berarti pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pengendali 
atau pengarah seperti dalam paradigma NPM, tetapi sebagai pelayan 
yang memfasilitasi artikulasi dan agregasi aspirasi warga serta 
membantu mewujudkan kepentingan bersama (Denhardt & Denhardt, 
2003; Box et al., 2001). Dalam paradigma NPS, warga dipandang bukan 
sebagai pelanggan yang pasif seperti dalam NPM, melainkan sebagai 
warga negara yang memiliki hak konstitusional untuk berpartisipasi 
aktif dan bermakna dalam proses perumusan kebijakan, implementasi 
program, dan evaluasi kinerja pemerintah. 

“Paradigma governance dan NPS muncul sebagai kritik 
terhadap NPM yang terlalu berorientasi pasar. Pendekatan 

ini menekankan demokrasi, partisipasi warga, dan 
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kolaborasi multi-aktor. NPS mengutamakan filosofi 
"melayani, bukan mengarahkan," memandang warga 

sebagai subjek aktif dalam perumusan kebijakan, bukan 
sekadar pelanggan pasif.” 

 

Prinsip Fundamental New Public Service 

Denhardt dan Denhardt (2003) merumuskan beberapa prinsip 
fundamental NPS yang membedakannya dari paradigma sebelumnya: 
pertama, melayani warga negara, bukan pelanggan, dengan 
menghormati hak-hak sipil dan politik mereka; kedua, menempatkan 
kepentingan publik sebagai hasil dari proses dialog demokratis yang 
inklusif, bukan sebagai agregasi kepentingan individual; ketiga, 
menghargai kewarganegaraan dan partisipasi sebagai nilai intrinsik 
demokrasi; keempat, membangun kolaborasi dan kemitraan 
antarsektor dalam mengatasi masalah publik; kelima, memperkuat 
akuntabilitas publik yang multidimensional; dan keenam, 
menekankan nilai-nilai keadilan sosial, equitas, dan kepedulian 
terhadap kelompok marginal (Denhardt & Denhardt, 2007; Vigoda, 
2003). Dengan prinsip-prinsip ini, NPS menggeser orientasi 
administrasi publik dari sekadar pencapaian efisiensi ekonomis 
menuju pelayanan berbasis nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan. 

 

Implementasi Global Collaborative Governance 

Praktik global memperlihatkan penerapan yang semakin luas dari 
paradigma tatakelola pemerintahan dan NPS di berbagai negara 
dengan konteks yang beragam. Di negara-negara Eropa, banyak 
pemerintah mendorong tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan isu-
isu kompleks seperti lingkungan hidup, perubahan iklim, kesehatan 
masyarakat, dan pendidikan yang memerlukan koordinasi lintas sektor 
dan partisipasi multi-pemangku kepentingan (Ansell & Gash, 2008; 
Emerson et al., 2012). Di Korea Selatan, pemerintah mengintegrasikan 
prinsip tatakelola pemerintahan dengan pemerintahan digital untuk 
memperkuat transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas melalui 
platform teknologi yang canggih (Kim & Lee, 2012; Moon, 2002). 
Singapura mengadopsi pendekatan menyeluruh pemerintahan yang 
menekankan koordinasi holistik lintas lembaga dalam 
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penyelenggaraan kebijakan publik untuk mengatasi kompleksitas 
masalah kontemporer (Ho, 2008; Neo & Chen, 2007). 

 

Penerapan di Indonesia: UU Pelayanan Publik dan Ombudsman 

Dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip pemerintahan dan NPS 
tampak dalam berbagai kebijakan dan inovasi reformasi pelayanan 
publik selama dua dekade terakhir. UU No. 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik secara eksplisit menegaskan hak masyarakat untuk 
memperoleh layanan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel, 
serta hak untuk berpartisipasi dalam penyusunan standar layanan dan 
proses evaluasi kinerja pemerintah (Dwiyanto, 2011; Kurniawan, 
2018).  

“NPM dianggap tidak memadai menghadapi tantangan 
kontemporer, mendorong munculnya paradigma 

kolaboratif. Namun, warisan NPM tetap relevan, terutama 
dalam transformasi digital dan reformasi birokrasi 

Indonesia modern.” 

 

Ombudsman Republik Indonesia berperan sebagai lembaga pengawas 
eksternal yang independen, menjamin akuntabilitas birokrasi dan 
memberikan mekanisme penyelesaian keluhan masyarakat terhadap 
pelayanan publik. Swastika et al. (2022) dalam penelitiannya 
mencontohkan peran strategis Ombudsman Jawa Tengah dalam 
penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang pendidikan, yang 
mencerminkan implementasi konkret prinsip akuntabilitas publik dan 
responsivitas pemerintah sebagai elemen kunci good governance. 

 

Digitalisasi dan Demokratisasi Pelayanan 

Digitalisasi pelayanan publik juga menjadi bagian penting dari integrasi 
tatakelola pemerintahan dan NPS dalam konteks Indonesia 
kontemporer. Irfan dan Anirwan (2023) dalam kajian mereka 
menegaskan bahwa pelayanan publik berbasis digital tidak hanya 
meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan, tetapi juga 
memperkuat transparansi proses pengambilan keputusan dan 
membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dalam 
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mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Digitalisasi dalam 
perspektif pemerintahan dan NPS bukan hanya soal peningkatan 
efisiensi administratif seperti dalam paradigma NPM, tetapi juga 
tentang pemberdayaan warga untuk ikut serta aktif dalam proses 
pemerintahan dan demokratisasi layanan publik. 

 

Konteks Daerah Khusus dan Sensitivitas Budaya 

Dalam konteks daerah khusus yang memiliki karakteristik unik, Tabuni 
et al. (2021) menyoroti implementasi kebijakan otonomi khusus di 
Papua dalam bidang pendidikan yang menunjukkan pentingnya 
adaptasi prinsip tatakelola pemerintahan terhadap konteks sosial-
budaya lokal. Penelitian mereka mengungkap bahwa kebijakan publik 
yang efektif harus disesuaikan dengan nilai-nilai, norma, dan struktur 
sosial masyarakat setempat. Pemerintahan dalam konteks ini 
menuntut pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif budaya, agar 
pelayanan publik tidak hanya efektif secara teknis tetapi juga 
legitimate secara sosial dan adil bagi seluruh komunitas, termasuk 
masyarakat adat yang sering terpinggirkan dalam proses 
pembangunan. 

 

Tantangan Implementasi dan Keterbatasan 

Meskipun governance paradigm dan NPS menawarkan kerangka 
normatif yang menarik, implementasinya menghadapi berbagai 
tantangan praktis yang tidak mudah diatasi. Pertama, birokrasi 
Indonesia yang memiliki sejarah panjang sebagai sistem patrimonial 
masih menunjukkan resistensi yang signifikan terhadap prinsip 
transparansi dan akuntabilitas yang menjadi inti dari pemerintahan 
(Jackson & Kuncoro, 2004; McLeod, 2005). Kedua, partisipasi publik 
yang diharapkan dalam paradigma NPS seringkali masih bersifat 
formalitas belaka tanpa substansi yang bermakna, karena 
keterbatasan kapasitas masyarakat, dominasi elite lokal, atau 
manipulasi proses partisipasi oleh pihak-pihak tertentu (Antlöv et al., 
2016; Vel & Bedner, 2015). Ketiga, koordinasi antarinstansi 
pemerintah masih lemah dan fragmentaris, sehingga prinsip 
pendekatan menyeluruh untuk menjadi pemerintahan ideal sulit 
diimplementasikan secara efektif dalam praktik (Prasojo, 2014; 
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Dwiyanto, 2015). Keempat, kapasitas dan literasi politik masyarakat 
untuk berpartisipasi secara bermakna juga belum merata, terutama di 
daerah-daerah dengan tingkat pendidikan dan akses informasi yang 
rendah. 

 

Kritik Akademis: Idealisme versus Realitas 

Kritik akademis terhadap paradigma tatakelola  pemerintahan dan NPS 
menekankan beberapa kelemahan konseptual dan praktis. Beberapa 
ahli berpendapat bahwa konsep tatakelola pemerintahan seringkali 
terjebak dalam idealisme normatif yang tidak realistis, mengabaikan 
realitas politik yang sarat dengan konflik kepentingan, asimetri 
kekuasaan, dan keterbatasan sumber daya (Jessop, 2002; Davies, 
2011). Partisipasi publik yang diidealkan dalam NPS juga sering tidak 
tercapai karena berbagai faktor struktural seperti kesenjangan 
ekonomi, pendidikan, dan akses terhadap informasi yang membatasi 
kemampuan sebagian besar masyarakat untuk berpartisipasi secara 
efektif (Fung, 2006; Nabatchi, 2012). Selain itu, implementasi 
tatakelola pemerintahan kadang hanya menjadi jargon atau retorika 
politik tanpa diiringi perubahan fundamental dalam praktik birokrasi 
dan kultur organisasi pemerintah. 

 

Relevansi di Era Kontemporer 

Namun, terlepas dari berbagai kritik dan tantangan implementasi, 
refleksi atas paradigma tatakelola pemerintahan dan NPS 
menunjukkan relevansi yang semakin meningkat dalam menghadapi 
kompleksitas tantangan administrasi publik kontemporer. Era digital, 
krisis perubahan iklim global, pandemi, ketimpangan sosial yang 
semakin lebar, dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap 
transparansi dan partisipasi membutuhkan pendekatan yang lebih 
kolaboratif, demokratis, dan berbasis nilai-nilai kemanusiaan (Torfing 
et al., 2012; Bryson et al., 2014). NPM dengan orientasi pasar dan 
efisiensinya memberikan warisan penting berupa manajemen kinerja 
dan layanan pelanggan, tetapi tatakelola pemerintahan  dan NPS 
menambahkan dimensi yang lebih fundamental berupa keadilan 
sosial, partisipasi demokratis, dan pembangunan berkelanjutan. 
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Transformasi Digital dan Peluang Baru 

Transformasi digital membuka peluang baru untuk implementasi yang 
lebih efektif dari prinsip tatakelola pemerintahan dan NPS melalui 
platform penganggaran partisipatif, konsultasi elektronik, demokrasi 
digital, dan berbagai alat teknologi sipil yang memfasilitasi 
keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan (Fung et al., 
2013; Noveck, 2009). Namun, digitalisasi juga menghadirkan 
tantangan baru berupa kesenjangan digital, kekhawatiran privasi, dan 
risiko manipulasi informasi yang memerlukan perhatian serius dalam 
desain dan implementasi tata kelola digital. 

Dalam konteks Indonesia yang terus mengalami transformasi sosial-
politik yang dinamis, integrasi selektif prinsip tatakelola pemerintahan 
dan NPS dengan mempertimbangkan konteks lokal menjadi kunci 
untuk membangun administrasi publik yang tidak hanya efektif dan 
efisien, tetapi juga legitimate, akuntabel, dan responsif terhadap 
kebutuhan dan aspirasi rakyat. Hal ini memerlukan komitmen jangka 
panjang untuk reformasi budaya birokrasi, penguatan kapasitas 
masyarakat sipil, dan pengembangan mekanisme institusional yang 
mendukung tata kelola kolaboratif dalam praktik sehari-hari. 

 

Kesimpulan 

Eksplorasi terhadap enam paradigma teoritis administrasi publik 
dalam bab ini menunjukkan evolusi intelektual yang mencerminkan 
dinamika kompleks antara pencarian efisiensi administratif dengan 
tuntutan demokrasi dan keadilan sosial. Dari teori klasik Wilson-Weber 
yang menekankan rasionalitas dan profesionalisme birokrasi, 
berkembang menuju teori perilaku yang mengakui dimensi manusiawi 
dalam organisasi, teori sistem yang menawarkan perspektif holistik, 
teori pilihan publik yang menerapkan logika ekonomi, NPM yang 
mengadopsi semangat manajerial, hingga governance paradigm dan 
NPS yang mengembalikan fokus pada nilai-nilai demokratis dan 
partisipasi warga. 

Setiap paradigma memberikan kontribusi unik dalam memahami 
kompleksitas administrasi publik, namun juga memiliki keterbatasan 
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yang memerlukan sintesis kreatif dengan perspektif lain. Teori klasik 
memberikan stabilitas struktural namun cenderung kaku; teori 
perilaku menekankan faktor manusia namun kadang mengabaikan 
konteks institusional; teori sistem menawarkan perspektif holistik 
namun sering abstrak; teori pilihan publik memberikan analisis 
rasional namun reduksionis; NPM meningkatkan efisiensi namun 
berisiko mengabaikan nilai publik; sementara tatakelola pemerintahan 
dan NPS menekankan demokrasi namun sulit diimplementasikan 
dalam realitas politik yang kompleks. 

“Enam paradigma administrasi publik menunjukkan 
evolusi intelektual yang menyeimbangkan efisiensi 

administratif dengan demokrasi dan keadilan sosial.” 

Dalam konteks Indonesia, relevansi masing-masing paradigma 
bervariasi tergantung pada konteks historis, politik, dan sosial-budaya 
yang spesifik. Transformasi dari sistem otoritarian menuju demokrasi, 
dari ekonomi tertutup menuju pasar terbuka, dan dari birokrasi 
sentralistik menuju otonomi daerah menuntut pemahaman yang 
komprehensif terhadap berbagai perspektif teoritis. Tantangan 
reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, tata kelola yang 
partisipatif, dan pembangunan berkelanjutan memerlukan integrasi 
selektif dari berbagai tradisi teoritis yang telah berkembang. 

Era digital dan kompleksitas masalah publik kontemporer menuntut 
pendekatan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan inovatif dalam 
administrasi publik. Sintesis dari berbagai paradigma teoritis - dengan 
tetap mempertahankan kekuatan masing-masing sambil mengatasi 
kelemahannya - menjadi kunci untuk membangun administrasi publik 
yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga demokratis, akuntabel, 
dan berkeadilan sosial. Pemahaman mendalam terhadap landasan 
teoritis ini menjadi prasyarat bagi pengembangan praktik administrasi 
publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat di abad ke-21. 
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BAGIAN II 

STRUKTUR DAN PROSES ADMINISTRASI PUBLIK 

 

BAB 4 

ORGANISASI PUBLIK 

 

Pendahuluan 

Organisasi publik merupakan tulang punggung penyelenggaraan 
pemerintahan yang menentukan kualitas pelayanan kepada 
masyarakat dan efektivitas implementasi kebijakan publik. Dalam era 
transformasi digital dan tuntutan tata kelola yang responsif, 
pemahaman komprehensif tentang organisasi publik menjadi semakin 
krusial untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan 
berorientasi pada kepentingan umum. 

Kompleksitas organisasi publik tidak dapat dipahami secara parsial, 
melainkan memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan 
berbagai dimensi mulai dari karakteristik fundamental, struktur 
organisasi, budaya kerja, hingga dinamika kepemimpinan dan 
transformasi kelembagaan. Survei Partnership for Public Service (2022) 
mengungkapkan bahwa 68% negara berkembang menghadapi 
tantangan dalam modernisasi organisasi publik, dengan Indonesia 
berada pada posisi menengah dalam indeks efektivitas pemerintahan 
dengan skor 0,23 dari skala -2,5 hingga 2,5. 

Fenomena ini mencerminkan urgensi transformasi organisasi publik 
Indonesia yang mampu menjawab kompleksitas tantangan 
kontemporer, mulai dari digitalisasi pelayanan, reformasi birokrasi, 
hingga penguatan tata kelola yang partizipatif dan transparan. 
Reformasi birokrasi yang telah berlangsung sejak 2010 menunjukkan 
progres signifikan dengan peningkatan skor rata-rata Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari 60,15% pada 2016 
menjadi 75,83% pada 2022, namun masih menghadapi tantangan 
implementasi yang kompleks di tingkat operasional. 
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Bab ini mengeksplorasi delapan dimensi fundamental organisasi publik 
yang saling terkait dan membentuk ekosistem tata kelola 
pemerintahan. Pertama, analisis karakteristik organisasi publik yang 
membedakannya secara fundamental dari organisasi privat, 
mencakup orientasi nirlaba, akuntabilitas multipel, dan kompleksitas 
pemangku kepentingan yang mempengaruhi cara kerja birokrasi. 

Kedua, pembahasan struktur dan desain organisasi publik yang 
mencakup hierarki, koordinasi, dan mekanisme pengambilan 
keputusan dalam konteks regulasi ketat dan tuntutan transparansi. 
Ketiga, eksplorasi budaya organisasi sektor publik yang membentuk 
nilai, norma, dan perilaku aparatur dalam menjalankan fungsi 
pelayanan kepada masyarakat. 

“Organisasi publik merupakan tulang punggung 
pemerintahan yang menentukan kualitas pelayanan 

dan implementasi kebijakan. Era transformasi digital 
menuntut pemahaman komprehensif untuk 

mewujudkan birokrasi profesional dan akuntabel. 
Pendekatan holistik diperlukan mengintegrasikan 

struktur, budaya, kepemimpinan, dan dimensi 
fundamental organisasi publik dalam konteks 

Indonesia yang dinamis.” 

Keempat, analisis perubahan dan transformasi organisasi publik dalam 
menghadapi dinamika lingkungan yang kompleks dan tidak dapat 
diprediksi. Kelima, dimensi kepemimpinan dalam administrasi publik 
yang menentukan arah, visi, dan kemampuan mobilisasi sumber daya 
untuk mencapai tujuan organisasi. 

Keenam, pembahasan etika dan akuntabilitas sebagai fondasi 
legitimasi organisasi publik dalam sistem demokrasi. Ketujuh, analisis 
hubungan administrasi publik dengan ilmu pemerintahan yang 
memberikan perspektif interdisipliner tentang tata kelola 
pemerintahan. Kedelapan, klarifikasi konseptual bahwa administrasi 
publik bukanlah administrasi mikro, melainkan disiplin yang kompleks 
dan strategis. 

Keseluruhan pembahasan dirancang untuk memberikan pemahaman 
komprehensif tentang organisasi publik sebagai instrumen utama 



Gunawan Undang & Deden Suhendar 
Administrasi Publik Kontemporer: Teori, Praktik, dan Transformasi Digital Lintas Negara 

 

99 
 

penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, responsif, dan akuntabel 
dalam konteks Indonesia yang dinamis dan beragam. 

 

4.1 Karakteristik Organisasi Publik 

Landasan Teoretis dan Perbedaan Fundamental 

Organisasi publik memiliki kekhasan yang membedakannya secara 
fundamental dari organisasi swasta. Pemahaman mendalam terhadap 
karakteristik organisasi publik menjadi penting karena perbedaan ini 
berdampak pada cara kerja, pengambilan keputusan, hingga evaluasi 
kinerja birokrasi. Dalam konteks Indonesia, karakteristik organisasi 
publik tidak hanya dipahami melalui perspektif teoretis semata, tetapi 
juga melalui praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dipengaruhi 
oleh budaya, politik, dan regulasi nasional. 

Teori organisasi publik modern berangkat dari pemikiran Max Weber 
tentang birokrasi ideal yang menekankan hierarki, spesialisasi, dan 
formalitas. Namun, perkembangan kontemporer menunjukkan bahwa 
organisasi publik jauh lebih kompleks dari model birokratis klasik. 
Rainey (2014) mengidentifikasi bahwa organisasi sektor publik 
memiliki sifat kepublikan yang membedakannya dari organisasi privat 
dalam hal tujuan, lingkungan operasional, dan mekanisme 
akuntabilitas. 

Teori manajemen publik baru yang dikembangkan Hood (1991) 
mencoba mengintegrasikan prinsip manajemen privat ke dalam sektor 
publik, namun menghadapi kritik karena mengabaikan nilai-nilai unik 
sektor publik. Sebaliknya, pendekatan pelayanan publik baru dari 
Denhardt dan Denhardt (2015) menekankan bahwa organisasi publik 
harus mempertahankan orientasi pelayanan kepentingan umum 
daripada sekadar mengejar efisiensi. 

 

Karakteristik Fundamental dan Implementasi 

Pertama, kompleksitas tujuan dan pemangku kepentingan. Organisasi 
publik tidak memiliki satu tujuan tunggal seperti keuntungan dalam 
sektor privat, melainkan beragam tujuan yang sering kali saling 
berkompetisi. Tujuan organisasi publik mencakup penyediaan 
layanan, penegakan hukum, pembangunan ekonomi, hingga 
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penjagaan keadilan sosial. Kompleksitas ini diperberat oleh keragaman 
pemangku kepentingan yang meliputi warga negara, legislatif, 
eksekutif, media, dan kelompok kepentingan. 

“Organisasi publik memiliki karakteristik fundamental 
yang membedakannya dari sektor swasta: tujuan 

kompleks dengan beragam pemangku kepentingan, 
orientasi nirlaba pada pelayanan umum, 

ketergantungan pada regulasi hukum, dan 
akuntabilitas multipel yang mempengaruhi cara kerja 

dan pengambilan keputusan birokrasi.” 

Kedua, orientasi nirlaba dan pelayanan publik. Berbeda dari organisasi 
bisnis yang mengutamakan keuntungan finansial, organisasi publik 
berorientasi pada penciptaan nilai publik. Moore (1995) menjelaskan 
bahwa nilai publik tidak hanya diukur dari efisiensi penggunaan 
sumber daya, tetapi juga dari dampak sosial dan responsivitas 
terhadap kebutuhan masyarakat. 

 

Ketiga, ketergantungan pada regulasi dan hukum. Setiap tindakan 
organisasi publik harus memiliki dasar hukum yang jelas. Prinsip 
melampaui kewenangan menegaskan bahwa organisasi publik hanya 
dapat melakukan tindakan yang secara eksplisit diotorisasi oleh 
hukum. Hal ini berbeda dengan sektor privat yang memiliki kebebasan 
bertindak selama tidak melanggar hukum. 

 

Konteks Indonesia dan Tantangan Implementasi 

Dalam konteks Indonesia, karakteristik organisasi publik diwarnai oleh 
aspek historis, budaya, dan politik lokal. UU No. 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik mencerminkan upaya formalisasi orientasi 
pelayanan publik, sementara UU No. 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik menguatkan aspek transparansi. 

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menunjukkan 
adaptasi organisasi publik Indonesia terhadap transformasi digital. 
Program Mal Pelayanan Publik dan aplikasi layanan digital seperti 
Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Samsat elektronik, dan platform 
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investasi layanan perizinan terpadu secara daring memperlihatkan 
pergeseran dari birokrasi konvensional menuju pemerintahan digital. 
Namun, implementasi ini masih menghadapi tantangan disparitas 
kapasitas antar daerah dan resistensi budaya birokrasi (Dwiyanto, 
2018). 

Penelitian tentang akuntabilitas publik di Indonesia menunjukkan 
bahwa meskipun regulasi mendukung transparansi, praktik di 
lapangan masih bervariasi. Transparency International (2023) 
menempatkan Indonesia pada skor 34/100 dalam Indeks Persepsi 
Korupsi, mengindikasikan masih lemahnya implementasi nilai-nilai 
akuntabilitas dalam organisasi publik. 

 

4.2 Struktur dan Desain Organisasi Publik 

Landasan Teoretis dan Model Struktural 

Struktur dan desain organisasi publik merupakan fondasi yang 
menentukan bagaimana birokrasi dijalankan, siapa yang memiliki 
kewenangan, bagaimana koordinasi dilakukan, serta bagaimana 
akuntabilitas ditegakkan. Berbeda dengan organisasi privat yang lebih 
fleksibel dalam merancang struktur sesuai kebutuhan pasar, organisasi 
publik beroperasi dalam konteks regulasi ketat, akuntabilitas tinggi, 
serta kepentingan publik yang luas dan beragam. 

Teori klasik tentang struktur organisasi publik berakar pada konsep 
birokrasi Weber (1946) yang menekankan hierarki, aturan formal, 
spesialisasi, serta ketidakberpihakan. Model Weberian ini dianggap 
ideal untuk menjaga keteraturan, kepastian hukum, dan mencegah 
kesewenang-wenangan. Namun, teori kontingensi yang 
dikembangkan Donaldson (2001) menantang pandangan ini dengan 
menyatakan bahwa struktur organisasi seharusnya menyesuaikan 
dengan ukuran, teknologi, dan lingkungan organisasi. 

 

Dimensi dan Aplikasi Struktur Organisasi 

Robbins dan Judge (2017) mengidentifikasi enam dimensi utama 
dalam struktur organisasi yang berlaku juga untuk sektor publik: 
spesialisasi kerja, departementalisasi, rantai komando, rentang 
kendali, sentralisasi, dan formalisasi. 
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Spesialisasi kerja dalam organisasi publik terlihat dari pemisahan 
fungsi yang jelas antar unit. Di Indonesia, spesialisasi ini tampak dari 
pembagian kementerian berdasarkan sektor seperti pendidikan, 
kesehatan, dan pertanian. Departementalisasi dapat berbasis fungsi, 
wilayah, atau produk layanan. Pemerintah daerah mengadopsi 
departementalisasi wilayah melalui pembentukan dinas-dinas di 
tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 

 

Transformasi Digital dan Restrukturisasi 

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik membawa 
perubahan signifikan pada desain organisasi publik. Program SPBE 
menuntut integrasi data, digitalisasi layanan, dan inovasi dalam 
pelayanan publik yang memerlukan restrukturisasi internal organisasi. 

Layanan layanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik 
merupakan contoh bagaimana digitalisasi mengubah struktur 
koordinasi. OSS mengintegrasikan 13 kementerian/lembaga dalam 
satu platform, menuntut koordinasi horizontal yang intensif dan 
mengurangi hierarki vertikal dalam proses perizinan. 

 

4.3 Budaya Organisasi dalam Sektor Publik 

Landasan Teoretis dan Karakteristik Unik 

Budaya organisasi dalam sektor publik merupakan sistem nilai, 
keyakinan, norma, dan praktik yang membentuk perilaku aparatur 
dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Berbeda 
dengan sektor privat yang mengutamakan budaya kompetitif dan 
berorientasi keuntungan, sektor publik dituntut membangun budaya 
yang mengutamakan kepentingan umum, integritas, dan 
akuntabilitas. 

 

Konsep budaya organisasi dalam sektor publik berkembang dari teori 
antropologi organisasi yang dikemukakan oleh Schein (2010), yang 
membagi budaya organisasi dalam tiga tingkatan: artefak, nilai-nilai 
yang dianut, dan asumsi dasar. Dalam konteks sektor publik, ketiga 
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tingkatan ini manifestasinya berbeda dengan sektor privat karena 
adanya misi pelayanan publik dan akuntabilitas yang lebih kompleks. 

 

Karakteristik Budaya Organisasi Publik Indonesia 

Budaya organisasi publik Indonesia memiliki karakteristik unik yang 
dipengaruhi oleh warisan sejarah, nilai budaya lokal, dan dinamika 
politik. Pertama, budaya paternalistik. Tradisi Jawa yang kuat dalam 
birokrasi Indonesia melahirkan budaya kepemimpinan bapak di mana 
atasan dipandang sebagai figur ayah yang harus dihormati dan 
dipatuhi tanpa pertanyaan. 

Kedua, budaya pencarian harmoni. Nilai budaya Indonesia yang 
mengutamakan kerukunan sering diterjemahkan dalam budaya 
organisasi yang menghindari konflik terbuka. Meskipun positif untuk 
menciptakan stabilitas, budaya ini dapat menghambat perbedaan 
pendapat yang konstruktif yang diperlukan untuk inovasi dan 
perbaikan kinerja. 

 

Transformasi Budaya dan Program Reformasi 

Reformasi birokrasi yang dimulai sejak 1998 menuntut perubahan 
budaya organisasi dari model paternalistik menuju budaya kinerja. 
Program reformasi birokrasi yang dipimpin Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
merumuskan nilai-nilai baru yang harus diinternalisasi aparatur. 

Program "Budaya Kerja ASN BerAKHLAK" yang diluncurkan pada 2021 
merupakan upaya sistematis mengubah budaya birokrasi. AKHLAK 
merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, 
Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. 

 

4.4 Perubahan dan Transformasi Organisasi Publik 

Landasan Teoretis Perubahan Organisasi 

Perubahan dan transformasi organisasi publik merupakan keniscayaan 
dalam era globalisasi, digitalisasi, dan tuntutan tata pemerintahan 
yang baik. Organisasi publik yang semula beroperasi dalam lingkungan 
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yang relatif stabil kini harus beradaptasi dengan perubahan yang 
cepat, kompleks, dan tidak dapat diprediksi. 

Teori perubahan organisasi dalam sektor publik berkembang dari teori 
perubahan organisasi klasik namun dengan adaptasi khusus 
mengingat karakteristik unik sektor publik. Lewin (1947) dengan 
model perubahan tiga tahap - pencairan, perubahan, dan pembekuan 
kembali - memberikan fondasi awal pemahaman proses perubahan 
organisasi. 

 

Implementasi Perubahan dalam Konteks Indonesia 

Program Reformasi Birokrasi yang dimulai sejak 2010 merupakan 
inisiatif perubahan transformasional terbesar dalam sejarah 
administrasi publik Indonesia. Program ini mencakup delapan area 
perubahan: organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, 
SDM, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola pikir 
serta budaya kerja. 

Perubahan struktur organisasi dilakukan melalui penyesuaian ukuran 
dan jenis untuk mengurangi birokrasi gemuk dan meningkatkan 
efektivitas. Pembentukan Badan Layanan Umum merupakan contoh 
inovasi struktural yang memberikan fleksibilitas pengelolaan 
keuangan sambil mempertahankan akuntabilitas publik. 

 

4.5 Kepemimpinan dalam Administrasi Publik 

Karakteristik Kepemimpinan Publik 

Kepemimpinan dalam administrasi publik memiliki karakteristik dan 
tantangan yang berbeda dari kepemimpinan di sektor privat. 
Pemimpin publik tidak hanya dituntut mengelola organisasi secara 
efisien, tetapi juga harus menjaga legitimasi demokratis, memastikan 
akuntabilitas publik, dan membalans berbagai kepentingan pemangku 
kepentingan yang beragam. 

 

Teori kepemimpinan publik berkembang dari teori kepemimpinan 
umum namun dengan adaptasi khusus mengingat konteks sektor 
publik yang unik. Burns (1978) membedakan antara kepemimpinan 
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transaksional yang berbasis pertukaran dan kepemimpinan 
transformasional yang menginspirasi perubahan. 

 

Kepemimpinan dalam Konteks Indonesia 

Sejarah kepemimpinan publik Indonesia diwarnai oleh tradisi 
paternalistik yang berakar pada budaya Jawa dan pengaruh kolonial. 
Model kepemimpinan yang menekankan otoritas hierarkis dan 
kesetiaan tanpa pertanyaan masih kuat dalam birokrasi Indonesia. 
Namun, reformasi 1998 mendorong transformasi menuju 
kepemimpinan yang lebih demokratis dan partisipatif. 

Kepemimpinan inovatif di tingkat daerah menunjukkan potensi 
transformasi kepemimpinan publik Indonesia. Beberapa kepala 
daerah berhasil menciptakan inovasi pelayanan publik yang mendapat 
pengakuan nasional dan internasional. 

 

4.6 Etika dan Akuntabilitas dalam Administrasi Publik 

Landasan Teoretis Etika Administrasi Publik 

Etika dan akuntabilitas merupakan fondasi legitimasi administrasi 
publik dalam sistem demokrasi. Tanpa kedua elemen ini, birokrasi 
akan kehilangan kepercayaan masyarakat dan legitimasi untuk 
menjalankan fungsi pelayanan publik. Etika memberikan panduan 
moral bagi aparatur dalam pengambilan keputusan, sementara 
akuntabilitas memastikan bahwa kekuasaan publik digunakan secara 
bertanggung jawab. 

Etika administrasi publik sebagai bidang studi berkembang dari 
persimpangan antara filsafat moral, teori politik, dan ilmu 
administrasi. Denhardt (1988) mengembangkan kerangka etika 
administrasi publik yang menekankan pentingnya penalaran moral 
dalam pengambilan keputusan administratif. 

 

Implementasi Etika dan Akuntabilitas di Indonesia 

Indonesia memiliki kerangka regulasi yang cukup komprehensif untuk 
mengatur etika dan akuntabilitas aparatur publik. UU No. 28 Tahun 
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1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menetapkan asas-asas 
penyelenggaraan negara yang meliputi kepastian hukum, tertib 
penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, 
proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. 

 

“Etika dan akuntabilitas adalah fondasi legitimasi 
administrasi publik yang diimplementasikan 
Indonesia melalui program Zona Integritas.” 

 

Sistem integritas diimplementasikan melalui program Zona Integritas 
yang mengkombinasikan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah 
Birokrasi Bersih dan Melayani. Program ini menggunakan pendekatan 
holistik yang mencakup manajemen perubahan, penataan tata 
laksana, penataan SDM, penguatan pengawasan, penguatan 
akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. 

 

4.7 Hubungan Administrasi Publik dengan Ilmu Pemerintahan 

Landasan Teoretis dan Perbedaan Paradigmatik 

Hubungan antara Administrasi Publik dan Ilmu Pemerintahan 
merupakan diskursus akademik yang telah berlangsung lama dalam 
tradisi keilmuan sosial-politik. Kedua disiplin ini sering dipandang 
beririsan namun memiliki fokus, metodologi, dan tradisi intelektual 
yang berbeda. Administrasi Publik menekankan aspek manajerial, 
organisasional, dan implementatif dari pemerintahan, sementara Ilmu 
Pemerintahan lebih fokus pada aspek politik, kekuasaan, dan 
legitimasi. 

Administrasi Publik sebagai disiplin akademik berkembang dari tradisi 
manajemen publik, hukum administrasi, dan studi kebijakan. Wilson 
(1887) dalam esainya "The Study of Administration" meletakkan 
fondasi pemisahan antara politik dan administrasi, yang kemudian 
menjadi paradigma dominan dalam perkembangan awal Administrasi 
Publik. 
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Konteks Indonesia dan Integrasi Praktik 

Dalam konteks Indonesia, hubungan antara Administrasi Publik dan 
Ilmu Pemerintahan memiliki karakteristik khusus yang dipengaruhi 
oleh sejarah politik dan tradisi akademik nasional. Pada masa Orde 
Baru, kedua disiplin cenderung diintegrasikan dalam kerangka 
pembangunanisme di mana administrasi dipandang sebagai instrumen 
pembangunan yang dipimpin oleh negara. 

Kelembagaan akademik di Indonesia sering menempatkan 
Administrasi Publik dan Ilmu Pemerintahan dalam satu fakultas atau 
bahkan satu program studi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di 
berbagai universitas mengintegrasikan kedua disiplin dengan asumsi 
bahwa keduanya merupakan bagian dari studi politik yang lebih luas. 

 

4.8 Administrasi Publik Bukanlah Administrasi Mikro 

Pembedaan Konseptual Fundamental 

Salah satu kesalahpahaman yang paling persisten dalam memahami 
Administrasi Publik adalah mereduksinya sebagai aktivitas 
administratif skala kecil atau administrasi mikro yang identik dengan 
pekerjaan ketatausahaan, pencatatan, dan pengarsipan. 
Kesalahpahaman ini tidak hanya mengaburkan esensi Administrasi 
Publik sebagai disiplin ilmu dan praktik tata kelola pemerintahan, 
tetapi juga mengurangi apresiasi terhadap kompleksitas dan 
signifikansi peran administrasi publik dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara. 

“Administrasi Publik sering disalahpahami sebagai 
kegiatan ketatausahaan dan pencatatan sederhana. 

Padahal, Administrasi Publik adalah disiplin ilmu 
kompleks tentang tata kelola pemerintahan dan 

manajemen urusan negara, bukan sekadar 
administrasi mikro yang bersifat teknis dan 

operasional.” 

Pembedaan antara Administrasi Publik dan administrasi mikro 
memerlukan pemahaman yang jelas tentang ruang lingkup, orientasi, 
dan tujuan masing-masing. Waldo (1948) dalam The Administrative 
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State menegaskan bahwa administrasi publik merupakan seni dan 
ilmu manajemen yang diterapkan dalam urusan negara untuk 
mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan secara politik. 

 

Konteks Indonesia dan Persistensi Kesalahpahaman 

Di Indonesia, kesalahpahaman tentang Administrasi Publik masih 
cukup luas, terutama di kalangan masyarakat awam dan bahkan 
sebagian mahasiswa baru. Survei yang dilakukan oleh Asosiasi 
Program Studi Ilmu Administrasi Publik Indonesia pada 2022 
menunjukkan bahwa 60% responden masih mengasosiasikan 
Administrasi Publik dengan pekerjaan keadministrasian dan tata 
usaha. 

Faktor historis turut berkontribusi terhadap kesalahpahaman ini. Pada 
masa kolonial Belanda, fungsi administratif dalam pemerintahan 
memang didominasi oleh aktivitas pencatatan dan dokumentasi untuk 
kepentingan birokrasi kolonial. Warisan ini menciptakan stereotipe 
bahwa administrasi identik dengan pekerjaan tulis-menulis dan 
pengarsipan. 

 

Kesimpulan 

Organisasi publik merupakan institusi kompleks yang memiliki 
karakteristik unik dan menjalankan fungsi vital dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. 
Pembahasan komprehensif dalam delapan dimensi organisasi publik 
menunjukkan bahwa pemahaman holistik terhadap institusi ini 
memerlukan perspektif multidimensional yang mengintegrasikan 
aspek struktural, budaya, kepemimpinan, dan transformasi 
kelembagaan. 

 

Sintesis Temuan Utama 

Analisis karakteristik organisasi publik mengungkapkan bahwa 
perbedaan fundamental dengan sektor privat bukan hanya terletak 
pada orientasi nirlaba, melainkan pada kompleksitas tujuan, 
akuntabilitas multipel, dan ketergantungan pada legitimasi 
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demokratis. Dalam konteks Indonesia, karakteristik ini diwujudkan 
melalui kerangka regulasi yang kuat namun masih menghadapi 
tantangan implementasi yang bervariasi antar daerah dan instansi. 

Struktur dan desain organisasi publik Indonesia menunjukkan evolusi 
dari model birokratis hierarkis menuju bentuk yang lebih adaptif dan 
terintegrasi. Transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik telah mendorong restrukturisasi kelembagaan 
yang signifikan, meskipun masih menghadapi hambatan koordinasi 
lintas instansi dan kesenjangan kapasitas teknologi. 

“Organisasi publik merupakan institusi kompleks yang 
memerlukan perspektif multidimensional dalam 

memahami struktur, budaya, kepemimpinan, dan 
transformasi kelembagaan. Di Indonesia, organisasi 

publik mengalami evolusi dari model birokratis 
hierarkis menuju bentuk adaptif yang responsif, 

namun masih menghadapi tantangan implementasi 
dan koordinasi yang memerlukan inovasi 

berkelanjutan.” 

Budaya organisasi sektor publik Indonesia mengalami transisi 
bertahap dari nilai-nilai paternalistik tradisional menuju budaya 
kinerja yang lebih professional. Program reformasi birokrasi dan 
inisiatif seperti "Budaya Kerja ASN BerAKHLAK" menunjukkan 
komitmen sistematis untuk transformasi budaya, namun perubahan 
mendalam memerlukan konsistensi jangka panjang dan dukungan 
kepemimpinan yang kuat. 

 

Integrasi dan Sinergi Antar Dimensi 

Kepemimpinan dalam administrasi publik Indonesia menunjukkan 
potensi inovasi yang signifikan, terutama di tingkat daerah, namun 
masih menghadapi tantangan politisasi dan pengembangan kapasitas 
yang tidak merata. Kepemimpinan transformasional menjadi krusial 
untuk mengarahkan perubahan organisasi yang berkelanjutan dan 
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 

Etika dan akuntabilitas sebagai fondasi legitimasi organisasi publik 
telah diperkuat melalui kerangka regulasi komprehensif dan program 
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Zona Integritas. Namun, implementasi masih menghadapi tantangan 
budaya permisivitas dan kelemahan institusional pengawas yang 
memerlukan penguatan berkelanjutan. 

Hubungan interdisipliner antara Administrasi Publik dan Ilmu 
Pemerintahan dalam konteks Indonesia menunjukkan integrasi yang 
produktif, terutama dalam pendidikan tinggi dan praktik 
pemerintahan. Konvergensi kedua disiplin menjadi relevan untuk 
memahami kompleksitas tata kelola pemerintahan kontemporer yang 
melibatkan jaringan aktor yang beragam. 

 

Implikasi untuk Masa Depan 

Klarifikasi konseptual bahwa Administrasi Publik bukanlah 
administrasi mikro memiliki implikasi penting untuk pengembangan 
profesionalisme dan apresiasi publik terhadap kompleksitas birokrasi. 
Era digitalisasi dan kecerdasan buatan semakin memperjelas 
perbedaan antara tugas-tugas rutin yang dapat diotomatisasi dengan 
fungsi strategis yang memerlukan kemampuan analitis dan manajerial 
tingkat tinggi. 

“Era digitalisasi memperjelas perbedaan antara 
tugas rutin yang dapat diotomatisasi dengan fungsi 

strategis birokrasi. Organisasi publik Indonesia 
masa depan memerlukan kapasitas adaptif yang 
mengombinasikan stabilitas institusional dengan 

fleksibilitas operasional. Keberhasilan transformasi 
organisasi akan menentukan kualitas 

penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan 
publik terhadap institusi negara.” 

Organisasi publik Indonesia masa depan perlu mengembangkan 
kapasitas adaptif yang memungkinkan respons cepat terhadap 
perubahan lingkungan tanpa mengorbankan nilai-nilai akuntabilitas 
dan integritas. Pengembangan birokrasi lincah yang mengombinasikan 
stabilitas institusional dengan fleksibilitas operasional menjadi 
tantangan strategis yang memerlukan inovasi berkelanjutan dalam 
desain organisasi, pengembangan SDM, dan penerapan teknologi. 
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Agenda Penelitian dan Pengembangan 

Studi lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas program 
reformasi birokrasi dalam menghasilkan perubahan substantif, bukan 
hanya perbaikan indikator formal. Penelitian komparatif tentang 
inovasi organisasi publik di berbagai daerah dapat memberikan 
pembelajaran berharga untuk replikasi praktik terbaik. 

Pengembangan model organisasi publik hibrida yang 
mengintegrasikan nilai-nilai publik dengan efisiensi operasional 
menjadi area penelitian yang menjanjikan. Demikian pula, analisis 
dampak transformasi digital terhadap budaya organisasi dan 
hubungan kerja dalam birokrasi memerlukan perhatian akademis yang 
lebih intensif. 

Pada akhirnya, organisasi publik Indonesia berada pada titik 
transformasi yang krusial. Keberhasilan dalam menghadapi tantangan 
kompleksitas, digitalisasi, dan tuntutan tata kelola yang responsif akan 
menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan 
kepercayaan publik terhadap institusi negara di masa depan. 
Pemahaman komprehensif terhadap berbagai dimensi organisasi 
publik menjadi prasyarat untuk mencapai visi birokrasi yang 
profesional, berintegritas, dan mengabdi pada kepentingan umum. 
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BAB 5 

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PUBLIK 

 

Pendahuluan 

Manajemen sumber daya manusia dalam sektor publik merupakan 
jantung dari seluruh operasional pemerintahan yang efektif dan 
akuntabel. Sebagai aset paling strategis dalam birokrasi, aparatur sipil 
negara menentukan kualitas implementasi kebijakan, efektivitas 
pelayanan publik, dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. 
Dalam era transformasi digital dan tuntutan tata kelola yang responsif, 
pengelolaan SDM publik menghadapi tantangan kompleks yang 
memerlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan. 

Kompleksitas manajemen SDM publik tidak dapat dipahami secara 
parsial, melainkan membutuhkan integrasi berbagai dimensi mulai 
dari sistem kepegawaian, rekrutmen dan seleksi, pengembangan 
kapasitas, manajemen kinerja, sistem kompensasi, hingga reformasi 
birokrasi yang mendorong profesionalisme aparatur. Survey Global 
Human Resource Management in Public Administration (2025) 
mengungkapkan bahwa 72% negara berkembang mengalami 
tantangan serius dalam modernisasi pengelolaan SDM publik, dengan 
Indonesia berada pada posisi menengah dalam indeks kesiapan 
transformasi SDM dengan skor 0,45 dari skala 0-1. 

Fenomena ini mencerminkan urgensi transformasi manajemen SDM 
publik Indonesia yang mampu menjawab kompleksitas tantangan 
kontemporer, mulai dari implementasi merit system (sistem 
berdasarkan prestasi), digitalisasi proses kepegawaian, hingga 
penguatan budaya kinerja yang berorientasi pada hasil dan dampak. 
Reformasi birokrasi yang berlangsung sejak 2010 telah menunjukkan 
progres signifikan dengan transformasi dari paradigma Pegawai Negeri 
Sipil tradisional menuju Aparatur Sipil Negara modern, namun masih 
menghadapi tantangan implementasi yang bervariasi antar instansi 
dan daerah. 

Data Badan Kepegawaian Negara menunjukkan bahwa dari 4,17 juta 
ASN pada 2023, tingkat kepuasan kerja mencapai 72%, namun masih 
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ada kesenjangan dalam kompetensi digital (45% ASN memiliki literasi 
digital memadai) dan kesiapan menghadapi disrupsi teknologi. Hal ini 
mengindikasikan perlunya akselerasi dalam program pengembangan 
kapasitas dan adaptasi sistem manajemen kinerja yang sesuai dengan 
tuntutan era digital. 

Bab ini mengeksplorasi enam dimensi fundamental manajemen SDM 
publik yang saling terkait dan membentuk ekosistem pengelolaan 
aparatur yang professional. Pertama, analisis sistem kepegawaian 
negeri sebagai kerangka institusional yang mengatur seluruh aspek 
pengelolaan ASN dari rekrutmen hingga pensiun, termasuk evolusi 
dari sistem tradisional menuju merit system yang meritokratis. 

Kedua, pembahasan proses rekrutmen dan seleksi PNS yang menjadi 
gerbang utama membangun aparatur berintegritas, mencakup 
transformasi dari sistem manual menuju Tes Berbantuan Komputer 
dan implementasi penilaian berbasis kompetensi. Ketiga, eksplorasi 
pengembangan kapasitas SDM sebagai investasi strategis dalam 
membangun birokrasi yang adaptif, responsif, dan mampu 
menghadapi tantangan masa depan. 

Keempat, analisis manajemen kinerja pegawai yang menyelaraskan 
kontribusi individual dengan tujuan organisasi dan hasil yang 
diharapkan masyarakat, termasuk implementasi sistem penilaian 
berbasis hasil kerja dan perilaku kerja. Kelima, pembahasan sistem 
kompensasi dan penghargaan yang mencerminkan prinsip keadilan, 
transparansi, dan akuntabilitas dalam memberikan imbalan yang 
sesuai dengan kontribusi aparatur. 

Keenam, analisis reformasi birokrasi dan profesionalisme PNS sebagai 
agenda transformasional menciptakan aparatur yang kompeten, 
berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. 
Pembahasan mencakup implementasi delapan area perubahan 
reformasi birokrasi dan tantangan dalam mencapai profesionalisme 
yang berkelanjutan. 

Keseluruhan pembahasan dirancang untuk memberikan pemahaman 
komprehensif tentang manajemen SDM publik sebagai fondasi utama 
dalam mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel 
dalam konteks Indonesia yang dinamis dan beragam. 
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5.1 Sistem Kepegawaian Negeri 

Fondasi Teoretis dan Evolusi Sistem 

Sistem kepegawaian negeri merupakan kerangka institusional yang 
mengatur seluruh aspek pengelolaan aparatur sipil negara, mulai dari 
rekrutmen hingga pensiun. Dalam konteks administrasi publik 
kontemporer, sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme 
administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan 
berorientasi pada pelayanan publik berkualitas. 

Konsep sistem kepegawaian modern berpijak pada teori merit system 
yang dikembangkan sejak reformasi pelayanan sipil di Amerika Serikat 
dan Inggris pada abad ke-19. Weber (1946) dalam analisisnya tentang 
birokrasi ideal menekankan bahwa sistem kepegawaian yang rasional 
harus didasarkan pada kompetensi teknis, hierarki yang jelas, dan 
aturan yang objektif. Prinsip ini menjadi landasan bagi pengembangan 
sistem kepegawaian yang meritokratis dan profesional.  

Dalam perkembangannya, teori manajemen publik baru 
mengintegrasikan pendekatan manajerial sektor swasta ke dalam 
pengelolaan SDM publik. Hood (1991) mengidentifikasi bahwa sistem 
kepegawaian harus adaptif terhadap tuntutan efisiensi dan 
responsivitas, tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental pelayanan 
publik seperti akuntabilitas dan kepentingan umum. 

 

Arsitektur Sistem Kepegawaian Indonesia 

Indonesia mengalami evolusi signifikan dalam sistem kepegawaiannya 
melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara. Transformasi dari paradigma Pegawai Negeri Sipil tradisional 
menjadi ASN modern mencerminkan pergeseran dari pendekatan 
berbasis aturan menuju manajemen berorientasi hasil. 

“Sistem kepegawaian negeri berkembang dari merit 
system dan birokrasi rasional menuju ASN modern 

berbasis UU No. 5/2014, menekankan 
profesionalisme, akuntabilitas, digitalisasi, serta 

manajemen talenta adaptif.” 
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Sistem kepegawaian ASN dibangun atas lima pilar utama: sistem 
prestasi, sistem karier, sistem prestasi kerja, sistem jaminan pensiun 
dan kesejahteraan, serta sistem informasi kepegawaian. Integrasi 
kelima pilar ini membentuk ekosistem yang kohesif untuk 
menghasilkan aparatur yang kompeten dan berintegritas. 

Implementasi sistem ini didukung oleh Sistem Informasi Kepegawaian 
yang terintegrasi secara nasional, memungkinkan pemantauan dan 
evaluasi kinerja secara waktu nyata. Pangkalan data ini menjadi dasar 
untuk pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan talenta 
dan perencanaan suksesi kepemimpinan. 

 

Tantangan dan Arah Pengembangan 

Meskipun mengalami reformasi komprehensif, sistem kepegawaian 
Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Pertama, 
dualisme antara PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
menciptakan kompleksitas dalam pengelolaan yang belum 
sepenuhnya teratasi. 

Pengembangan sistem kepegawaian masa depan harus 
mengintegrasikan prinsip-prinsip digitalisasi, fleksibilitas, dan analitik 
sumber daya manusia. Penerapan kecerdasan buatan dalam 
manajemen talenta dapat meningkatkan akurasi dalam pencocokan 
talenta dan prediksi kinerja. 

 

5.2 Rekrutmen dan Seleksi PNS 

Landasan Teoretis dan Prinsip Seleksi 

Proses rekrutmen dan seleksi Pegawai Negeri Sipil merupakan gerbang 
utama dalam membangun aparatur negara yang profesional dan 
berintegritas. Sebagai fondasi sistem kepegawaian modern, 
mekanisme ini tidak hanya menentukan kualitas individu yang akan 
mengabdi pada negara, tetapi juga membentuk karakter dan kapasitas 
birokrasi secara keseluruhan dalam menjalankan fungsi pelayanan 
publik. 

Teori rekrutmen dalam administrasi publik berpijak pada prinsip merit 
system yang mengutamakan kompetensi dan kapabilitas dibanding 
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faktor-faktor non-objektif. Konsep ini berkembang sebagai antitesis 
dari sistem rampasan yang menekankan loyalitas politik atau 
kedekatan personal. Weber (1946) dalam teorinya tentang birokrasi 
ideal menegaskan bahwa rekrutmen harus didasarkan pada kualifikasi 
teknis dan kemampuan profesional yang dapat dibuktikan melalui 
ujian atau sertifikasi. 

Pendekatan kontemporer mengintegrasikan teori kesesuaian individu-
organisasi yang dikembangkan Kristof-Brown et al. (2005), 
menekankan kesesuaian antara nilai-nilai individual dengan budaya 
organisasi publik. Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti calon PNS 
tidak hanya harus memiliki kompetensi teknis, tetapi juga 
menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan semangat pelayanan publik. 

 

Implementasi Sistem Seleksi Calon ASN 

Indonesia telah mengalami transformasi fundamental dalam sistem 
rekrutmen PNS melalui implementasi Seleksi Calon ASN yang berbasis 
kompetensi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara mengamanatkan perubahan paradigma dari pendekatan 
administratif konvensional menuju sistem seleksi yang mengutamakan 
kompetensi, integritas, dan profesionalisme. 

Sistem Tes Berbantuan Komputer yang dioperasikan oleh Badan 
Kepegawaian Negara sejak 2013 telah meningkatkan transparansi dan 
akurasi proses seleksi secara signifikan. Penelitian Pratama dan 
Imawan (2019) menunjukkan bahwa implementasi sistem ini berhasil 
mengurangi praktik korupsi dalam rekrutmen PNS hingga 85% 
dibandingkan sistem manual sebelumnya. 

Struktur tes CASN mencakup tiga komponen utama: Seleksi 
Kompetensi Dasar yang mengukur kemampuan intelektual dan 
kepribadian, Seleksi Kompetensi Bidang yang menilai keahlian teknis 
sesuai jabatan, serta tahap wawancara dan pusat penilaian untuk 
posisi-posisi strategis. 

 

Evaluasi dan Pengembangan Masa Depan 

Meskipun mengalami kemajuan signifikan, sistem rekrutmen CASN 
masih menghadapi berbagai kritik konstruktif. Orientasi tes yang 
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masih bersifat berbasis pengetahuan belum sepenuhnya mampu 
mengukur kompetensi praktis dan kemampuan adaptasi yang 
dibutuhkan dalam lingkungan kerja yang dinamis. 

Pengembangan penilaian berbasis kompetensi yang lebih canggih, 
termasuk simulasi situasional dan gamifikasi, dapat memberikan 
gambaran yang lebih akurat tentang kemampuan calon pegawai 
dalam menghadapi tantangan nyata. 

 

5.3 Pengembangan Kapasitas SDM 

Kerangka Teoretis Pengembangan Kapasitas 

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia merupakan investasi 
strategis dalam membangun birokrasi yang adaptif dan responsif 
terhadap dinamika lingkungan strategis. Dalam era transformasi 
digital dan kompleksitas tantangan publik yang terus meningkat, 
pengembangan kapasitas tidak lagi dipandang sebagai aktivitas rutin, 
melainkan sebagai pendorong utama dalam pencapaian kinerja 
organisasi yang optimal. 

Teori pengembangan kapasitas dalam sektor publik mengintegrasikan 
perspektif individual, organisasional, dan institusional. Model UNDP 
(2008) mengidentifikasi tiga level pengembangan kapasitas: individual 
(pengetahuan, keterampilan, sikap), organisasional (sistem, struktur, 
proses), dan lingkungan pendukung (kebijakan, legislasi, norma sosial). 

Konsep pengembangan sumber daya manusia strategis yang 
dikembangkan oleh Garavan et al. (2021) menekankan penyelarasan 
antara pengembangan SDM dengan tujuan strategis organisasi. Dalam 
konteks sektor publik, hal ini berarti pengembangan kapasitas harus 
mendukung pencapaian hasil yang diharapkan masyarakat. 

 

Implementasi Program Pengembangan Kapasitas ASN 

Indonesia telah mengembangkan sistem pengembangan kapasitas 
ASN yang komprehensif melalui Lembaga Administrasi Negara sebagai 
sektor pemimpin dan jaringan institusi diklat di seluruh Indonesia. 
Sistem ini mengadopsi pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi 
yang disesuaikan dengan standar kompetensi jabatan. 
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Program Pendidikan dan Pelatihan ASN mencakup tiga jenis utama: 
Diklat Prajabatan untuk pegawai baru, Diklat Kepemimpinan untuk 
pengembangan manajerial, dan Diklat Teknis untuk peningkatan 
keahlian spesifik. Inovasi terbaru adalah penerapan pembelajaran 
campuran yang mengkombinasikan pembelajaran tatap muka, 
pembelajaran daring, dan pembelajaran eksperiensial melalui 
penugasan berbasis proyek. 

"Pengembangan kapasitas SDM ASN menekankan 
penyelarasan strategi, pembelajaran kompetensi, dan 

digitalisasi, melalui diklat." 

Platform digital seperti Sistem Pembelajaran Elektronik dan Sistem 
Manajemen Pembelajaran telah memungkinkan demokratisasi akses 
terhadap pembelajaran berkualitas. Data dari LAN menunjukkan 
bahwa sejak 2020, partisipasi ASN dalam program pembelajaran 
digital meningkat 300%. 

 

Tantangan dan Masa Depan Pengembangan Digital 

Evaluasi terhadap efektivitas program pengembangan kapasitas 
menunjukkan hasil yang beragam. Model evaluasi Kirkpatrick 
menunjukkan bahwa mayoritas program masih berfokus pada tingkat 
reaksi dan pembelajaran, dengan evaluasi perilaku dan hasil yang 
masih terbatas. 

Era tata kelola digital menuntut transformasi fundamental dalam 
pendekatan pengembangan kapasitas. Konsep pembelajaran 
berkelanjutan dan pembelajaran mikro menjadi paradigma baru yang 
lebih sesuai dengan kecepatan perubahan yang cepat dan rentang 
perhatian yang terbatas. 

 

5.4 Manajemen Kinerja Pegawai 

Landasan Teoretis Manajemen Kinerja Publik 

Manajemen kinerja dalam sektor publik merupakan sistem 
terintegrasi yang dirancang untuk menyelaraskan kontribusi individual 
dengan tujuan organisasi dan hasil yang diharapkan masyarakat. 
Berbeda dengan sektor swasta yang berfokus pada maksimalisasi 
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keuntungan, manajemen kinerja ASN harus menyeimbangkan efisiensi 
operasional dengan nilai-nilai pelayanan publik dan akuntabilitas 
demokratis. 

Teori manajemen kinerja sektor publik telah mengalami evolusi dari 
pendekatan kontrol birokratis tradisional menuju manajemen berbasis 
kinerja. Model Teori Penetapan Tujuan yang dikembangkan Locke dan 
Latham (1990) menegaskan bahwa penetapan tujuan yang spesifik, 
terukur, dan menantang dapat meningkatkan motivasi dan kinerja 
secara signifikan. 

 

Konsep Kartu Skor Berimbang yang diadaptasi untuk sektor publik oleh 
Kaplan dan Norton (2001) mengintegrasikan perspektif finansial, 
warga (pelanggan), proses internal, dan pembelajaran serta 
pertumbuhan. Pendekatan ini mengakui bahwa kinerja sektor publik 
tidak dapat diukur hanya dari aspek efisiensi, tetapi juga efektivitas 
dan keadilan dalam pelayanan. 

 

Sistem Penilaian Kinerja ASN di Indonesia 

Indonesia telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja 
individual ASN. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang 
Penilaian Kinerja PNS mengamanatkan penggunaan pendekatan hasil 
kerja dan perilaku kerja dalam penilaian kinerja. 

Sistem e-Kinerja yang dikembangkan BKN memungkinkan 
pemantauan dan evaluasi kinerja secara waktu nyata melalui platform 
digital. Sistem ini mengintegrasikan target kinerja individual dengan 
Indikator Kinerja Utama organisasi, menciptakan garis pandang yang 
jelas antara kontribusi individu dengan pencapaian hasil organisasi. 

 

Inovasi terbaru adalah penerapan metodologi Tujuan dan Hasil Kunci 
yang mengadopsi praktik terbaik dari industri teknologi. Pendekatan 
ini menekankan pada penetapan tujuan yang ambisius namun dapat 
dicapai, dengan pengukuran yang objektif dan transparan. 
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Tantangan dan Pengembangan Masa Depan 

Implementasi manajemen kinerja yang efektif masih menghadapi 
berbagai tantangan struktural dan kultural. Resistensi terhadap 
perubahan dari para pegawai yang terbiasa dengan sistem penilaian 
tradisional yang bersifat formalistis menjadi hambatan utama. 

Pengembangan manajemen kinerja masa depan harus mengadopsi 
prinsip-prinsip manajemen kinerja lincah yang lebih sering, 
berorientasi masa depan, dan berfokus pada pengembangan. 
Penerapan percakapan kinerja berkelanjutan menggantikan tinjauan 
kinerja tahunan dapat meningkatkan relevansi dan ketepatan waktu 
dari umpan balik. 

 

5.5 Sistem Kompensasi dan Penghargaan 

Landasan Teoretis Kompensasi Sektor Publik 

Sistem kompensasi dan penghargaan dalam sektor publik memiliki 
karakteristik unik yang membedakannya dari sektor swasta. Selain 
berfungsi sebagai instrumen untuk menarik dan mempertahankan 
talenta, sistem ini juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, 
transparansi, dan akuntabilitas yang menjadi prinsip fundamental 
dalam administrasi publik. 

 

Teori kompensasi dalam sektor publik mengintegrasikan perspektif 
ekonomi, psikologis, dan keadilan sosial. Kerangka Kerja Imbalan Total 
yang dikembangkan WorldAtWork mencakup lima komponen utama: 
kompensasi (gaji pokok, bayaran variabel), tunjangan (kesehatan, 
pensiun), efektivitas keseimbangan kehidupan kerja, pengakuan, dan 
peluang pengembangan. 

 

Konsep Motivasi Pelayanan Publik yang dikembangkan Perry dan Wise 
(1990) menunjukkan bahwa motivasi pegawai sektor publik tidak 
hanya didorong oleh imbalan material, tetapi juga oleh motivasi 
intrinsik seperti komitmen terhadap kepentingan publik, tugas sipil, 
dan keadilan sosial. 
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Arsitektur Sistem Kompensasi ASN 

Sistem kompensasi ASN di Indonesia dibangun berdasarkan prinsip 
sistem gaji berbasis tingkatan dengan 17 golongan ruang yang 
mencerminkan tingkat tanggung jawab dan kompetensi yang 
dipersyaratkan. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan PP No. 7 Tahun 2018 mengatur struktur dan besaran gaji 
yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dan inflasi. 

Komponen kompensasi ASN mencakup gaji pokok, tunjangan 
keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dan berbagai 
tunjangan khusus sesuai dengan kondisi dan lokasi kerja. Tunjangan 
Kinerja merupakan inovasi dalam mengintegrasikan bayaran berbasis 
kinerja yang menghubungkan kompensasi dengan pencapaian target. 

Sistem paket tunjangan yang komprehensif meliputi jaminan 
kesehatan melalui BPJS Kesehatan, jaminan pensiun melalui TASPEN, 
dan berbagai program kesejahteraan lainnya. Hal ini mencerminkan 
konsep kontrak sosial antara negara dan pegawai yang memberikan 
keamanan dan stabilitas dalam jangka panjang. 

 

Evaluasi dan Inovasi Masa Depan 

Evaluasi terhadap efektivitas sistem kompensasi ASN menunjukkan 
beberapa bidang yang perlu diperbaiki. Rasio kompresi antara 
golongan terendah dan tertinggi yang relatif kecil berpotensi 
mengurangi insentif untuk kemajuan karier dan pengembangan 
keterampilan. 

Pengembangan sistem kompensasi masa depan memerlukan 
fleksibilitas yang lebih besar dan responsivitas terhadap dinamika 
pasar dan diferensiasi kinerja. Implementasi pendekatan pelebaran 
pita gaji dapat memberikan lebih banyak ruang untuk kemajuan karier 
tanpa harus mengubah tingkat golongan. 

 

5.6 Reformasi Birokrasi dan Profesionalisme PNS 

Kerangka Konseptual Reformasi Birokrasi 

Reformasi birokrasi merupakan agenda transformasional yang 
bertujuan menciptakan aparatur negara yang profesional, 
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berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam 
konteks global, reformasi birokrasi Indonesia merupakan bagian dari 
gerakan dunia menuju tata pemerintahan yang baik dan tata kelola 
demokratis yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan 
penyampaian layanan yang berpusat pada warga. 

Teori reformasi birokrasi berpijak pada paradigma manajemen publik 
baru dan pasca-manajemen publik baru yang menekankan pada 
efisiensi, efektivitas, responsivitas, dan kepuasan warga. Konsep 
menciptakan kembali pemerintahan yang dikembangkan Osborne dan 
Gaebler (1992) mengusulkan transformasi dari birokrasi yang 
digerakkan aturan menuju pelayanan publik yang berorientasi hasil. 

"Reformasi birokrasi Indonesia menekankan 
profesionalisme ASN melalui Desain Besar 2010–

2025, delapan area perubahan, digitalisasi layanan 
publik, serta rekrutmen dan promosi berbasis 

kompetensi dan kinerja." 

Profesionalisme dalam sektor publik memiliki karakteristik khusus 
yang membedakannya dari profesi lainnya. Konsep Profesionalisme 
Pelayanan Publik yang dikembangkan oleh Sullivan dan Skelcher 
(2002) mengintegrasikan keahlian teknis dengan komitmen etis 
terhadap kepentingan publik. 

 

Implementasi Reformasi Birokrasi di Indonesia 

Indonesia meluncurkan Desain Besar Reformasi Birokrasi 2010-2025 
yang mencakup delapan area perubahan: organisasi, tata laksana, 
peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, 
akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola pikir serta budaya kerja. 
Pendekatan ini bersifat komprehensif dan terintegrasi untuk 
memastikan keberlanjutan dari perubahan yang dilakukan. 

Program Hasil Cepat telah menunjukkan hasil positif dalam beberapa 
sektor, seperti perizinan terpadu satu pintu, sistem pengadaan 
elektronik, dan digitalisasi layanan publik. Implementasi 
pemerintahan elektronik dan transformasi digital telah meningkatkan 
efisiensi dan transparansi dalam penyampaian layanan. 
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Pengembangan sistem prestasi dalam pengelolaan SDM ASN 
merupakan inti dari reformasi birokrasi. Implementasi pusat penilaian, 
rekrutmen berbasis kompetensi, dan promosi berbasis kinerja telah 
meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur secara bertahap. 

 

Tantangan dan Masa Depan Profesionalisme 

Implementasi reformasi birokrasi menghadapi berbagai resistensi dan 
tantangan. Ketergantungan jalur dari budaya birokrasi lama yang sulit 
diubah membutuhkan upaya berkelanjutan dan penguatan yang 
konsisten untuk transformasi. 

Pencapaian profesionalisme ASN memerlukan upaya berkelanjutan 
dalam pengembangan kompetensi, kepemimpinan etis, dan budaya 
inovasi. Program pengembangan profesional harus mencakup 
keterampilan teknis, keterampilan lunak, dan penalaran etis untuk 
menghasilkan aparatur sipil yang berkualitas menyeluruh. 

 

Manajemen sumber daya manusia dalam sektor publik merupakan 
fondasi strategis yang menentukan kualitas penyelenggaraan 
pemerintahan dan pencapaian tujuan pembangunan nasional. 
Pengelolaan SDM publik memerlukan pendekatan holistik, 
terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menghadapi kompleksitas 
tantangan kontemporer. 

 

Sintesis Temuan Utama 

Transformasi dari paradigma PNS tradisional menuju ASN modern 
telah membawa perubahan fundamental dalam kerangka institusional 
pengelolaan aparatur. Implementasi lima pilar sistem kepegawaian 
ASN - sistem prestasi, sistem karier, sistem prestasi kerja, sistem 
jaminan pensiun dan kesejahteraan, serta sistem informasi 
kepegawaian - telah menciptakan ekosistem yang lebih kohesif, 
meskipun masih menghadapi tantangan harmonisasi antara PNS dan 
PPPK. 

Proses rekrutmen dan seleksi PNS mengalami revolusi melalui sistem 
Tes Berbantuan Komputer dan pendekatan berbasis kompetensi, 
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berhasil meningkatkan transparansi dan mengurangi praktik korupsi 
hingga 85%. Namun, tantangan aksesibilitas dan kesenjangan digital 
masih memerlukan perhatian untuk memastikan keadilan akses bagi 
semua calon pegawai. 

Pengembangan kapasitas SDM melalui pembelajaran berbasis 
kompetensi dan platform digital meningkatkan partisipasi ASN dalam 
program pembelajaran hingga 300% sejak 2020. Meskipun demikian, 
sebagian besar program masih berfokus pada tingkat reaksi dan 
pembelajaran, dengan transfer pembelajaran ke praktik kerja yang 
masih terbatas. 

 

Integrasi dan Sinergi Antar Dimensi 

Manajemen kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah dan e-Kinerja telah menciptakan penyelarasan lebih baik 
antara kontribusi individual dengan tujuan organisasi. Penerapan 
metodologi Tujuan dan Hasil Kunci menunjukkan potensi signifikan 
dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meskipun masih 
menghadapi resistensi budaya dan tantangan pengukuran hasil kerja 
tidak berwujud. 

Sistem kompensasi dan penghargaan ASN berbasis keadilan dan 
transparansi memberikan keamanan dan stabilitas bagi aparatur. 
Namun, fleksibilitas terbatas dalam diferensiasi kompensasi berbasis 
kinerja dan kesenjangan dengan sektor swasta untuk posisi spesialis 
masih menjadi tantangan dalam menarik dan mempertahankan 
talenta berkualitas. 

Reformasi birokrasi menunjukkan progres positif melalui delapan area 
perubahan, khususnya dalam digitalisasi layanan publik dan 
pengembangan sistem prestasi. Program Hasil Cepat dalam perizinan 
terpadu dan pengadaan elektronik membuktikan potensi transformasi 
signifikan dengan dukungan komitmen kepemimpinan kuat dan 
alokasi sumber daya memadai. 

 

Implikasi untuk Masa Depan 

Era transformasi digital dan kecerdasan buatan menghadirkan peluang 
sekaligus tantangan baru. Implementasi analitik SDM, pembelajaran 
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mesin dalam manajemen talenta, dan otomatisasi proses administratif 
dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pengambilan keputusan, 
namun menuntut pengembangan literasi digital dan keterampilan 
adaptasi masif bagi seluruh aparatur. 

Konsep pemerintahan lincah dan kolaborasi virtual memerlukan 
adaptasi fundamental dalam sistem kepegawaian, dari manajemen 
berbasis kehadiran menuju manajemen berbasis hasil. Fleksibilitas 
pengaturan kerja, pengembangan kompetensi digital, dan budaya 
inovasi menjadi prasyarat relevansi birokrasi di masa depan. 

Profesionalisme ASN masa depan tidak hanya ditentukan kompetensi 
teknis, tetapi juga kemampuan pembelajaran berkelanjutan, resiliensi 
terhadap perubahan, dan komitmen pada nilai-nilai pelayanan publik. 
Integrasi antara keahlian teknis, keterampilan lunak, dan penalaran 
etis menjadi kunci menghasilkan aparatur yang mampu menghadapi 
kompleksitas tantangan abad ke-21. 

 

Agenda Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas 
jangka panjang transformasi sistem kepegawaian ASN, khususnya 
korelasi antara reformasi dengan peningkatan kualitas pelayanan 
publik dan kepuasan masyarakat. Studi komparatif dengan negara-
negara yang berhasil melakukan transformasi serupa dapat 
memberikan pembelajaran berharga. 

Pengembangan model manajemen kinerja yang lebih adaptif dan 
responsif terhadap karakteristik pekerjaan sektor publik yang beragam 
memerlukan penelitian multidisipliner. Analisis dampak digitalisasi 
terhadap budaya kerja dan hubungan employment dalam birokrasi 
menjadi area penelitian strategis. 

Keberhasilan manajemen SDM publik Indonesia akan ditentukan oleh 
kemampuan mengintegrasikan inovasi dengan nilai-nilai fundamental 
pelayanan publik, menciptakan aparatur yang tidak hanya kompeten 
dan efisien, tetapi juga berintegritas dan mengabdi pada kepentingan 
umum. Investasi berkelanjutan dalam pengembangan SDM aparatur 
merupakan investasi strategis untuk masa depan bangsa yang lebih 
baik. 
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BAB 6 

KEPEMIMPINAN DALAM ADMINISTRASI PUBLIK 

 

Pendahuluan 

Kepemimpinan dalam administrasi publik merupakan elemen 
fundamental yang menentukan efektivitas penyelenggaraan 
pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam era 
transformasi yang dinamis, tantangan kepemimpinan sektor publik 
semakin kompleks dengan tuntutan responsivitas terhadap perubahan 
teknologi, ekspektasi masyarakat yang meningkat, dan kebutuhan 
akan tata kelola yang adaptif. 

Survei World Economic Forum (2024) mengungkapkan bahwa 73% 
negara berkembang mengalami krisis kepercayaan publik terhadap 
pemerintahan, dengan Indonesia berada pada posisi menengah 
dengan tingkat kepercayaan 52%. Fenomena ini mencerminkan 
urgensi transformasi kepemimpinan dalam administrasi publik yang 
mampu menjawab kompleksitas tantangan kontemporer. 

Bab ini mengeksplorasi dimensi-dimensi kepemimpinan publik mulai 
dari konsep dasar, gaya dan pendekatan, kepemimpinan 
transformasional, kepemimpinan era digital, pengembangan 
kapasitas, hingga tantangan dan masa depan kepemimpinan publik. 
Pembahasan dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif 
tentang evolusi dan aplikasi kepemimpinan dalam konteks 
administrasi publik Indonesia yang dinamis dan berkelanjutan. 

 

6.1 Konsep Kepemimpinan Publik 

Definisi dan Karakteristik Kepemimpinan Publik 

Kepemimpinan publik tidak sekadar berkaitan dengan posisi hierarkis 
atau otoritas formal, melainkan kemampuan menggerakkan sistem 
birokrasi untuk mencapai tujuan bersama dengan legitimasi yang kuat 
dari masyarakat. Sub-bab ini membahas fondasi konseptual 
kepemimpinan publik melalui evolusi teori, karakteristik distintif, dan 
relevansinya dalam konteks administrasi publik Indonesia. 
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Kepemimpinan publik didefinisikan sebagai proses mempengaruhi, 
mengarahkan, dan mengkoordinasikan aktivitas dalam organisasi 
publik untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dengan 
akuntabilitas tinggi kepada masyarakat (Crosby & Bryson, 2018). 
Konsep ini berkembang dari teori kepemimpinan klasik Weber tentang 
otoritas legal-rasional menuju pendekatan kontemporer yang 
menekankan tata kelola kolaboratif dan kepemimpinan bersama. 

 

Evolusi Teoretis Kepemimpinan Publik 

Evolusi teoretis kepemimpinan publik dapat ditelusuri melalui empat 
fase utama. Fase Pertama (1900-1940) didominasi oleh pendekatan 
manajemen klasik yang menekankan efisiensi administratif dan 
hierarki birokratis yang kaku. Fase Kedua (1940-1970) mengintroduksi 
pendekatan hubungan manusiawi yang mengakui pentingnya dimensi 
manusiawi dalam kepemimpinan organisasi publik. 

Fase Ketiga (1970-2000) menandai munculnya new public 
management (manajemen publik baru) yang mengadopsi prinsip-
prinsip manajemen privat dalam sektor publik. Fase Keempat (2000-
sekarang) mengembangkan network governance (tata kelola jaringan) 
yang mengutamakan kolaborasi multi-stakeholder (pemangku 
kepentingan) dan kepemimpinan adaptif. 

 

Dimensi-Dimensi Kepemimpinan Publik 

Kerangka kerja kepemimpinan publik kontemporer mengidentifikasi 
lima dimensi utama: dimensi strategis (kemampuan merumuskan visi 
dan arah kebijakan), dimensi operasional (keterampilan mengelola 
sumber daya dan proses), dimensi relasional (kapasitas membangun 
jaringan dan koalisi), dimensi etis (integritas dan akuntabilitas), dan 
dimensi adaptif (fleksibilitas menghadapi perubahan). Setiap dimensi 
saling berinteraksi membentuk kompetensi kepemimpinan yang 
holistik. 

Model Public Value Creation (Penciptaan Nilai Publik) (Moore, 2019) 
menjadi kerangka dominan dalam memahami kepemimpinan publik 
modern. Model ini menekankan kemampuan pemimpin menciptakan 
nilai publik melalui tiga arena: arena substantif (menghasilkan 
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keluaran yang bernilai bagi masyarakat), arena legitimasi 
(memperoleh dukungan politik dan sosial), dan arena operasional 
(memobilisasi sumber daya secara efektif). 

 

Implementasi Kepemimpinan Publik di Indonesia 

Implementasi kepemimpinan publik di Indonesia menunjukkan variasi 
yang signifikan antar tingkatan pemerintahan. Di tingkat nasional, 
kepemimpinan presiden dalam program Making Indonesia 4.0 
menggambarkan pendekatan kepemimpinan transformasional yang 
mengintegrasikan visi jangka panjang dengan implementasi kebijakan 
konkret. Program ini melibatkan koordinasi antar-kementerian dan 
kolaborasi dengan sektor privat untuk mencapai target industrialisasi 
berbasis teknologi. 

Studi kasus di Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperlihatkan 
implementasi kepemimpinan kolaboratif melalui program Jabar 
Digital Service. Gubernur Ridwan Kamil menerapkan pendekatan 
kepemimpinan digital yang mengkombinasikan inovasi teknologi 
dengan partisipasi masyarakat. Program ini berhasil meningkatkan 
indeks kepuasan layanan publik dari 3.2 menjadi 4.1 dalam skala 5.0 
selama periode 2018-2022. 

"Kepemimpinan publik menekankan pengaruh, 
akuntabilitas, dan kolaborasi multi-level. Evolusi teori 
melahirkan model nilai publik, dengan implementasi 

transformasional, kolaboratif, dan melayani di 
Indonesia meski menghadapi resistensi birokrasi." 

 

Di tingkat kabupaten/kota, Bupati Banyuwangi Anas Abdullah 
mendemonstrasikan servant leadership (kepemimpinan melayani) 
melalui program Banyuwangi Festivals. Pendekatan ini 
mentransformasi daerah dari status tertinggal menjadi destinasi 
wisata nasional dengan pertumbuhan PAD 300% dalam dekade 
terakhir. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas kepemimpinan 
yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan 
ekonomi kreatif. 
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Instrumen dan Keterbatasan Kepemimpinan Publik 

Instrumen kepemimpinan publik yang umum digunakan mencakup 
kerangka kerja perencanaan strategis, pemetaan pemangku 
kepentingan, penganggaran partisipatif, dan dashboard kinerja. 
Instrumen-instrumen ini memungkinkan pemimpin publik untuk 
mengukur dampak kebijakan dan melakukan penyesuaian strategis 
secara berkala. 

Kelebihan pendekatan kepemimpinan publik kontemporer terletak 
pada kemampuannya mengintegrasikan efektivitas manajerial dengan 
responsivitas demokratis. Model kepemimpinan kolaboratif terbukti 
mampu menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan 
dibandingkan pendekatan top-down (atas-bawah) tradisional. 

Namun, implementasi kepemimpinan publik menghadapi beberapa 
keterbatasan signifikan. Pertama, kompleksitas lingkungan 
institusional sering menghambat kecepatan pengambilan keputusan. 
Kedua, tuntutan akuntabilitas multi-level dapat menciptakan paralisis 
analitis yang mengurangi efektivitas kepemimpinan. Ketiga, 
keterbatasan sumber daya dan kompetensi aparatur menjadi 
hambatan struktural dalam implementasi model kepemimpinan 
modern. 

Kesenjangan utama terdapat pada perbedaan antara idealisme 
teoretis dengan realitas politik-administratif di Indonesia, terutama 
terkait budaya birokrasi yang masih hierarkis dan resistensi terhadap 
perubahan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara mengamanatkan transformasi paradigma kepemimpinan 
dari berbasis aturan menuju manajemen berbasis kinerja. 

 

6.2 Gaya dan Pendekatan Kepemimpinan 

Keragaman Gaya Kepemimpinan dalam Konteks Publik 

Penelitian Harvard Kennedy School (2023) terhadap 450 pemimpin 
sektor publik di 23 negara menunjukkan bahwa efektivitas 
kepemimpinan bergantung 68% pada kesesuaian gaya kepemimpinan 
dengan konteks organisasi dan lingkungan eksternal. Di Indonesia, 
variasi gaya kepemimpinan antar daerah mencerminkan adaptasi 
terhadap karakteristik lokal, dengan 34% pemimpin menerapkan gaya 
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transformasional, 28% kepemimpinan melayani, 23% kepemimpinan 
kolaboratif, dan 15% gaya campuran. 

Keragaman ini menimbulkan pertanyaan fundamental: gaya 
kepemimpinan manakah yang paling efektif dalam konteks 
administrasi publik Indonesia? Sub-bab ini menganalisis tipologi gaya 
kepemimpinan, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan 
pendekatan, serta implementasinya dalam berbagai konteks 
organisasi publik. 

 

Tipologi Gaya Kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan dalam administrasi publik dapat dikategorikan 
menggunakan kerangka kerja multidimensional yang 
mengintegrasikan orientasi tugas, orientasi hubungan, dan orientasi 
perubahan. Klasifikasi Blake dan Mouton (2019) yang telah diadaptasi 
untuk sektor publik mengidentifikasi lima gaya utama dengan 
karakteristik distinktif. 

Gaya Otokratis dicirikan oleh sentralisasi pengambilan keputusan dan 
kontrol hierarkis yang ketat. Pemimpin mengandalkan otoritas formal 
untuk mengarahkan bawahan dengan komunikasi satu arah yang 
dominan. Gaya ini efektif dalam situasi krisis atau ketika diperlukan 
implementasi kebijakan yang cepat dan keseragaman tinggi. Namun, 
pendekatan ini dapat menghambat kreativitas dan inisiatif aparatur 
serta mengurangi komitmen organisasi. 

Gaya Demokratis menekankan partisipasi aktif dalam proses 
pengambilan keputusan dengan otoritas bersama yang terstruktur. 
Pemimpin berperan sebagai fasilitator yang mendorong kontribusi ide 
dan masukan dari tim. Model ini menghasilkan keputusan yang lebih 
komprehensif dan dukungan yang tinggi dari aparatur. Penelitian 
menunjukkan bahwa gaya demokratis meningkatkan kepuasan kerja 
hingga 45% dan mengurangi intensi turnover sebesar 32%. 

"Gaya kepemimpinan di Indonesia menunjukkan 
variasi transformasional, melayani, kolaboratif, dan 

demokratis; teori kontingensi menekankan adaptasi 
terhadap budaya, organisasi, serta tuntutan 

lingkungan eksternal." 
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Gaya Transformasional berfokus pada inspirasi, motivasi, dan 
pemberdayaan untuk mencapai perubahan organisasi yang signifikan. 
Pemimpin mengkomunikasikan visi yang menarik dan mendorong 
aparatur untuk melampaui kepentingan pribadi demi tujuan organisasi 
yang lebih besar. Kerangka Bass (2020) mengidentifikasi empat 
dimensi: pengaruh yang diidealisasikan (karisma dan integritas), 
motivasi inspirasional (visi dan optimisme), stimulasi intelektual 
(kreativitas dan inovasi), dan pertimbangan individual (perhatian 
personal dan bimbingan). 

 

Gaya Melayani dan Kolaboratif 

Gaya Melayani membalik hierarki tradisional dengan menempatkan 
pelayanan kepada bawahan dan masyarakat sebagai prioritas utama. 
Pemimpin berperan sebagai pelayan yang bertanggung jawab 
mengembangkan potensi aparatur dan menciptakan lingkungan kerja 
yang memberdayakan. Model Greenleaf (2019) menekankan sepuluh 
karakteristik kunci: mendengarkan, empati, penyembuhan, 
kesadaran, persuasi, konseptualisasi, foresight (pandangan ke depan), 
kepelayanan, komitmen untuk pertumbuhan, dan membangun 
komunitas. 

Gaya Kolaboratif dirancang untuk lingkungan multi-pemangku 
kepentingan yang kompleks dengan kekuatan bersama dan 
akuntabilitas mutual. Pemimpin berperan sebagai orkestrator yang 
memfasilitasi kerja sama antar berbagai aktor dengan kepentingan 
yang beragam. Pendekatan ini sangat relevan dalam era network 
governance (tata kelola jaringan) dan pendekatan keseluruhan 
pemerintahan. 

 

Teori Kontingensi dan Aplikasinya 

Contingency Theory (Teori Kontingensi) (Fielder, 2021) menegaskan 
bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang superior secara universal. 
Efektivitas bergantung pada tiga faktor situasional: karakteristik tugas 
(struktur tugas), kualitas hubungan pemimpin-bawahan, dan kekuatan 
posisi pemimpin. 
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Implementasi gaya kepemimpinan di Indonesia menunjukkan adaptasi 
terhadap konteks budaya, struktur organisasi, dan tuntutan 
lingkungan eksternal. Analisis terhadap lima kasus kepemimpinan 
yang menonjol memberikan gambaran komprehensif tentang praktik 
di lapangan. 

 

Studi Kasus Implementasi Gaya Kepemimpinan 

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar 
Pandjaitan menerapkan gaya hibrida otokratis-transformasional 
dalam mengelola program strategis nasional. Pendekatan komando 
dan kontrol diterapkan untuk memastikan koordinasi lintas 
kementerian yang efektif, sementara elemen transformasional 
digunakan untuk memotivasi aparatur mencapai target ambisius. 
Program National Strategic Projects berhasil mencapai tingkat 
penyelesaian 87% pada tahun 2023, melampaui target 75%. 

Walikota Surabaya Tri Rismaharini mendemonstrasikan gaya 
kepemimpinan melayani yang konsisten selama tiga periode 
kepemimpinan. Pendekatan manajemen langsung dan komunikasi 
langsung dengan masyarakat menghasilkan transformasi kota yang 
signifikan. Program Green and Clean Surabaya berhasil mengurangi 
produksi sampah 40% dan meningkatkan ruang terbuka hijau dari 8% 
menjadi 20% dalam dekade terakhir. 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengimplementasikan gaya 
kepemimpinan kolaboratif melalui platform Jakarta Smart City. 
Pendekatan penciptaan bersama dengan melibatkan masyarakat, 
akademisi, dan sektor privat dalam perumusan kebijakan 
menghasilkan inovasi seperti Pandemic Response Innovation dan Flood 
Mitigation System yang terintegrasi. 

Di tingkat yang lebih operasional, Kepala Badan Pusat Statistik 
Suhariyanto menerapkan gaya kepemimpinan demokratis dalam 
implementasi Sensus Penduduk 2020 berbasis digital. Partisipasi aktif 
aparatur di semua tingkatan dalam perencanaan dan pelaksanaan 
menghasilkan tingkat akurasi data 98.7%, tertinggi dalam sejarah 
sensus Indonesia. 

 



Gunawan Undang & Deden Suhendar 
Administrasi Publik Kontemporer: Teori, Praktik, dan Transformasi Digital Lintas Negara 

 

138 
 

Keunggulan dan Tantangan 

Keunggulan pendekatan kepemimpinan kontingensi terletak pada 
fleksibilitas adaptasi terhadap situasi yang beragam dan kompleks. 
Model ini memungkinkan pemimpin untuk mengoptimalkan 
efektivitas dengan menyesuaikan gaya kepemimpinan sesuai dengan 
karakteristik tugas, tim, dan lingkungan organisasi. 

Namun, implementasi gaya kepemimpinan situasional menghadapi 
beberapa tantangan signifikan. Pertama, kesulitan dalam 
mengidentifikasi situasi yang tepat dan memilih gaya yang sesuai, 
terutama dalam lingkungan yang dinamis dan ambiguitas tinggi. 
Kedua, inkonsistensi penerapan gaya dapat menciptakan kebingungan 
dan menurunkan kredibilitas pemimpin. Ketiga, transisi antar gaya 
memerlukan kompetensi kecerdasan emosional dan fleksibilitas 
perilaku yang tinggi. 

Kesenjangan utama terdapat pada keterbatasan kerangka kerja yang 
ada dalam mengakomodasi kompleksitas budaya organisasi Indonesia 
yang hierarkis namun berorientasi pada hubungan. Program 
Leadership Development Kemenpan-RB 2021-2025 secara eksplisit 
mengintegrasikan modul kepemimpinan situasional dan kecerdasan 
emosional dalam kurikulum pelatihan kepemimpinan. 

 

6.3 Kepemimpinan Transformasional 

Konsep dan Dimensi Kepemimpinan Transformasional 

Meta-analysis (meta-analisis) dari 847 studi kepemimpinan 
transformasional dalam sektor publik (Chen & Wang, 2024) 
mengungkapkan bahwa pemimpin transformasional menghasilkan 
peningkatan kinerja organisasi 34% lebih tinggi dibandingkan gaya 
kepemimpinan konvensional. Di Indonesia, implementasi 
kepemimpinan transformasional telah menunjukkan dampak 
signifikan dalam berbagai sektor, mulai dari reformasi birokrasi hingga 
transformasi digital layanan publik. 

Kepemimpinan transformasional menjadi paradigma dominan dalam 
menghadapi tantangan disruption (disrupsi) dan perubahan akselerasi 
di era kontemporer. Sub-bab ini menganalisis fondasi teoretis 
kepemimpinan transformasional, mekanisme implementasinya dalam 
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konteks organisasi publik, serta faktor-faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan transformasi organisasi. 

Kepemimpinan transformasional didefinisikan sebagai proses 
kepemimpinan yang mengubah dan mentransformasi individu, 
organisasi, dan sistem melalui inspirasi, motivasi, dan pemberdayaan 
untuk mencapai tujuan yang melampaui kepentingan pribadi dengan 
visi yang menarik dan implementasi yang berkelanjutan (Avolio & Bass, 
2021). 

 

Model Kepemimpinan Transformasional 

Model Full Range Leadership (Avolio & Bass, 2021) mengidentifikasi 
empat dimensi inti kepemimpinan transformasional yang saling 
berinteraksi secara sinergis. Dimensi Pengaruh yang Diidealisasikan 
(Karisma) mencakup kemampuan pemimpin menjadi panutan yang 
dipercaya, dihormati, dan diikuti dengan integritas moral yang tinggi. 
Pemimpin transformasional menunjukkan standar etis yang konsisten 
dan mengutamakan kepentingan organisasi di atas keuntungan 
personal. 

Dimensi Motivasi Inspirasional melibatkan kemampuan 
mengkomunikasikan visi masa depan yang menarik dan bermakna 
dengan cara yang memotivasi dan menginspirasi pengikut. Pemimpin 
menggunakan simbol, storytelling (penceritaan), dan daya tarik 
emosional untuk membangun visi bersama dan identitas kolektif yang 
kuat. Komunikasi yang bersemangat dan optimistik menciptakan 
penularan emosional yang mendorong komitmen tinggi terhadap 
tujuan transformasi. 

Dimensi Stimulasi Intelektual berfokus pada mendorong inovasi dan 
kreativitas dengan menantang asumsi-asumsi yang ada, mendorong 
perspektif baru, dan menciptakan lingkungan yang aman secara 
psikologis untuk eksperimentasi. Pemimpin transformasional tidak 
mengkritik kesalahan secara personal, tetapi menggunakannya 
sebagai peluang pembelajaran dan mendorong pemikiran di luar 
kebiasaan. 

Dimensi Pertimbangan Individual menekankan perhatian personal 
terhadap kebutuhan individual pengikut untuk pencapaian dan 
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pertumbuhan. Pemimpin berperan sebagai mentor dan pelatih yang 
memberikan umpan balik konstruktif, dukungan, dan peluang 
pengembangan yang disesuaikan dengan potensi dan aspirasi masing-
masing individu. 

 

Proses Transformasi Organisasi 

Model Transformational Leadership Process (Kuhnert & Lewis, 2022) 
menjelaskan mekanisme bagaimana kepemimpinan transformasional 
menghasilkan perubahan melalui tiga tahap. Tahap Input melibatkan 
karakteristik pemimpin (visi, karisma, integritas) dan konteks 
situasional (krisis, peluang untuk berubah, kesiapan organisasi). Tahap 
Proses mencakup interaksi pemimpin-pengikut yang menghasilkan 
pemberdayaan psikologis, peningkatan motivasi, dan perubahan 
perilaku. Tahap Output mengukur hasil transformasi melalui indikator 
kinerja individual (kepuasan kerja, komitmen organisasi, perilaku 
peran ekstra) dan organisasi (inovasi, peningkatan kinerja, perubahan 
budaya). 

Teori Perubahan Organisasi Transformasional menekankan bahwa 
keberhasilan transformasi bergantung pada keselarasan antara 
kepemimpinan, strategi, struktur, dan budaya organisasi. Model ini 
mengintegrasikan perspektif atas-bawah (visi dan dukungan 
manajemen senior) dengan bawah-atas (keterlibatan karyawan dan 
partisipasi aktif) dalam proses perubahan yang holistik. 

 

Implementasi di Indonesia 

Implementasi kepemimpinan transformasional dalam administrasi 
publik Indonesia menunjukkan variasi pendekatan yang disesuaikan 
dengan karakteristik organisasi dan tantangan transformasi yang 
dihadapi. Transformasi Kementerian Komunikasi dan Informatika di 
bawah kepemimpinan Menteri Johnny G. Plate (2019-2024) 
mendemonstrasikan implementasi kepemimpinan transformasional 
dalam skala nasional. 

Program Digital Indonesia yang dipimpinnya mengintegrasikan visi 
Indonesia Digital 2030 dengan strategi implementasi yang 
komprehensif. Pendekatan motivasi inspirasional digunakan untuk 
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membangun visi bersama di kalangan aparatur tentang pentingnya 
transformasi digital. Program berhasil meningkatkan Digital 
Government Index Indonesia dari peringkat 107 menjadi 64 dalam 
periode lima tahun. 

"Kepemimpinan transformasional meningkatkan 
kinerja organisasi publik melalui visi, motivasi, 
inovasi, dan perhatian personal. Di Indonesia, 

implementasi pada birokrasi dan digitalisasi 
membuktikan efektivitasnya meski terbatas oleh 

ketergantungan pemimpin dan siklus politik jangka 
pendek." 

Transformasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh Ketua Agung 
Firman Sampurna menunjukkan aplikasi dimensi stimulasi intelektual 
dalam reformasi metodologi audit. Implementasi analitik data dan 
artificial intelligence (kecerdasan buatan) dalam proses audit 
menghasilkan peningkatan efektivitas pemeriksaan 67% dan 
penghematan waktu audit rata-rata 43%. 

 

Keunggulan dan Keterbatasan 

Kelebihan kepemimpinan transformasional terletak pada 
kemampuannya menghasilkan perubahan yang berkelanjutan dan 
berakar dalam dibandingkan pendekatan transaksional yang bersifat 
jangka pendek. Model ini terbukti efektif dalam menciptakan budaya 
organisasi yang inovatif, adaptif, dan berkinerja tinggi. 

Namun, implementasi kepemimpinan transformasional menghadapi 
beberapa keterbatasan kritis. Pertama, ketergantungan yang tinggi 
pada karakteristik personal pemimpin dapat menciptakan risiko single 
point of failure (titik kegagalan tunggal) ketika terjadi pergantian 
kepemimpinan. Kedua, proses transformasi yang memerlukan waktu 
panjang sering berbenturan dengan ekspektasi hasil cepat dan siklus 
politik yang pendek dalam administrasi publik. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-
2024 secara eksplisit mengidentifikasi kepemimpinan 
transformasional sebagai enabler (pemungkin) utama dalam mencapai 
target transformasi digital pemerintahan dan modernisasi birokrasi. 
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Program Indonesia Leadership Academy yang diluncurkan Kemenpan-
RB mengintegrasikan modul kepemimpinan transformasional dalam 
kurikulum pengembangan pejabat administrator dan pimpinan tinggi. 

 

6.4 Kepemimpinan dalam Era Digital 

Paradigma Kepemimpinan Digital 

Laporan UN E-Government Survey (2024) menempatkan Indonesia 
pada peringkat 77 dari 193 negara dalam E-Government Development 
Index (Indeks Pengembangan Pemerintahan Elektronik), dengan skor 
tertinggi dalam kategori layanan online (0.7156) namun masih 
tertinggal dalam infrastruktur telekomunikasi (0.4891). Kesenjangan 
ini mencerminkan tantangan kepemimpinan dalam mengakselerasi 
transformasi digital sektor publik. 

Era digital menuntut evolusi kepemimpinan dari paradigma tradisional 
menuju kepemimpinan digital yang mengintegrasikan kompetensi 
teknologi dengan pendekatan berpusat pada manusia. Sub-bab ini 
mengeksplorasi karakteristik kepemimpinan digital, strategi 
implementasi dalam organisasi publik, serta kerangka kerja 
pengembangan kompetensi digital bagi aparatur pemerintahan. 

Kepemimpinan digital dalam administrasi publik didefinisikan sebagai 
kemampuan memimpin transformasi organisasi melalui pemanfaatan 
strategis teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas layanan 
publik, keterlibatan warga, dan inovasi tata kelola dengan tetap 
mempertahankan nilai-nilai pelayanan publik dan akuntabilitas 
demokratis (Gartner, 2023). 

 

Dimensi Kompetensi Kepemimpinan Digital 

Kerangka Kompetensi Kepemimpinan Digital (World Bank, 2024) 
mengidentifikasi lima dimensi inti yang saling berinteraksi. Dimensi 
Visi Digital mencakup kemampuan merumuskan visi transformasi 
digital yang selaras dengan misi organisasi dan kebutuhan masyarakat. 
Pemimpin digital harus mampu mengantisipasi tren disruptif dan 
mentransformasikan peluang teknologi menjadi strategi implementasi 
yang konkret. 
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Dimensi Strategi Digital melibatkan kemampuan mengembangkan 
peta jalan transformasi digital yang komprehensif dengan alokasi 
sumber daya yang optimal dan manajemen risiko yang efektif. Ini 
mencakup pemahaman tentang teknologi baru (artificial intelligence, 
blockchain, IoT, cloud computing) dan evaluasi potensi aplikasinya 
dalam meningkatkan kualitas layanan publik. 

Dimensi Budaya Digital berfokus pada penciptaan budaya organisasi 
yang didukung digital dan berorientasi inovasi. Pemimpin digital 
berperan sebagai agen perubahan budaya yang mendorong 
pergeseran pola pikir dari berorientasi proses menuju berorientasi 
hasil dan dari menghindari risiko menuju pengambilan risiko yang 
terkalkulasi. 

Dimensi Kolaborasi Digital menekankan kemampuan membangun 
ekosistem kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan (sektor 
privat, masyarakat sipil, akademisi, organisasi internasional) untuk 
memanfaatkan kecerdasan kolektif dan sumber daya bersama dalam 
implementasi solusi digital. 

 

Model Kematangan Transformasi Digital 

Model Digital Transformation Maturity untuk sektor publik (Deloitte, 
2023) mengidentifikasi lima tahap evolusi: Pemula Digital (digitalisasi 
dasar), Pengikut Digital (otomatisasi proses), Pemain Digital (integrasi 
saluran), Pemimpin Digital (keputusan berbasis data), dan Master 
Digital (orkestrasi ekosistem). 

Implementasi kepemimpinan digital di Indonesia menunjukkan variasi 
tingkat kematangan antar instansi pemerintah dengan beberapa 
praktik terbaik yang dapat menjadi model pembelajaran. Program 
Indonesia Digital di bawah kepemimpinan Kemkominfo 
mendemonstrasikan implementasi dimensi visi digital dan strategi 
digital secara sistematis. 

 

Studi Kasus Implementasi 

Transformasi layanan publik DKI Jakarta melalui platform JAKI (Jakarta 
Kini) mencerminkan aplikasi dimensi kolaborasi digital dan desain 
berpusat pada warga. Gubernur Anies Baswedan memimpin integrasi 
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13 aplikasi layanan menjadi super-app yang melayani 146 jenis layanan 
publik. Tingkat kepuasan pengguna mencapai 4.4 dari 5.0 dengan total 
pengguna aktif 5.2 juta penduduk. 

Di tingkat nasional, implementasi Satu Data Indonesia oleh Bappenas 
menunjukkan kepemimpinan dalam dimensi tata kelola data dan 
interoperability (interoperabilitas). Program berhasil 
mengintegrasikan data dari 34 kementerian/lembaga dalam platform 
terpusat dengan standar metadata yang terpadu. Indeks kualitas data 
meningkat dari 2.8 menjadi 4.1 dalam tiga tahun implementasi. 

Kementerian Keuangan melalui program Digital Finance 
mendemonstrasikan aplikasi kecerdasan buatan dalam kepatuhan 
pajak dan deteksi penipuan. Sistem e-filing dan e-billing berhasil 
meningkatkan rasio pajak dari 10.7% menjadi 12.1% dengan tingkat 
kepuasan taxpayers (pembayar pajak) mencapai 87%. 

 

Tantangan dan Peluang 

Keunggulan kepemimpinan digital terletak pada kemampuannya 
mengakselerasi inovasi layanan publik, meningkatkan efisiensi 
operasional, dan memperkuat keterlibatan warga melalui 
pemanfaatan teknologi yang strategis. Model ini sangat efektif dalam 
mengatasi bureaucratic silos (silo birokrasi) dan menciptakan 
penyampaian layanan yang mulus dan responsif terhadap kebutuhan 
masyarakat. 

Namun, implementasi kepemimpinan digital menghadapi tantangan 
signifikan. Pertama, kesenjangan digital antar generasi aparatur dan 
kesenjangan kompetensi digital yang lebar memerlukan investasi 
pembangunan kapasitas yang masif dan berkelanjutan. Kedua, 
resistensi budaya birokrasi terhadap perubahan dan penghindaran 
risiko dapat menghambat adopsi teknologi yang disruptif. 

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengamanatkan setiap 
instansi pemerintah untuk mengembangkan kepemimpinan digital 
sebagai enabler utama transformasi layanan publik. Program 
Indonesia Digital Roadmap 2045 menetapkan target 80% layanan 
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publik terintegrasi secara digital dengan kepemimpinan yang melek 
digital di semua tingkatan. 

 

6.5 Pengembangan Kapasitas Kepemimpinan 

Kerangka Pengembangan Kapasitas 

Survei Asian Development Bank (2024) terhadap 1,247 pejabat 
pemerintah di kawasan Asia-Pasifik mengungkapkan bahwa 67% 
responden mengidentifikasi kesenjangan kapasitas kepemimpinan 
sebagai hambatan utama dalam implementasi reformasi sektor publik. 
Di Indonesia, evaluasi Leadership Development Index (Indeks 
Pengembangan Kepemimpinan) menunjukkan skor 3.2 dari 5.0, 
dengan kelemahan utama dalam kompetensi pemikiran strategis (2.8), 
manajemen perubahan (3.0), dan kepemimpinan digital (2.9). 

Pengembangan kapasitas kepemimpinan tidak sekadar berkaitan 
dengan pelatihan tradisional, melainkan pendekatan sistematis yang 
mengintegrasikan pembelajaran formal, pengembangan 
eksperiensial, dan perbaikan berkelanjutan dalam konteks organisasi 
yang spesifik. Sub-bab ini menganalisis kerangka kerja pengembangan 
kapasitas, metodologi yang efektif, serta strategi implementasi yang 
berkelanjutan. 

Pengembangan kapasitas kepemimpinan didefinisikan sebagai proses 
sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi, 
keterampilan, dan pola pikir individu dan organisasi dalam memimpin 
perubahan, mengelola kompleksitas, dan menciptakan nilai publik 
melalui pendekatan yang multidimensional dan spesifik konteks 
(Harvard Kennedy School, 2023). 

 

Model 70-20-10 dan Aplikasinya 

Kerangka Pengembangan Kepemimpinan (Center for Creative 
Leadership, 2024) mengidentifikasi empat pilar fundamental yang 
saling berinteraksi. Pilar Assessment (Penilaian) melibatkan evaluasi 
komprehensif terhadap kompetensi kepemimpinan saat ini, potensi 
pertumbuhan, dan kebutuhan pengembangan melalui instrumen yang 
valid dan reliable seperti umpan balik 360 derajat, inventarisasi gaya 
kepemimpinan, dan penilaian perilaku. 
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Pilar Challenge (Tantangan) menekankan pentingnya pembelajaran 
eksperiensial melalui pemberian tugas dan tanggung jawab yang 
memperluas kemampuan individu di luar zona nyaman mereka. Tugas-
tugas yang menantang dapat berupa kepemimpinan proyek, 
manajemen tim lintas fungsional, penanganan krisis, atau paparan 
internasional yang memaksa individu untuk mengembangkan 
kompetensi baru. 

Pilar Support (Dukungan) melibatkan penciptaan ekosistem 
pendukung yang mencakup pembimbingan, mentoring, jaringan 
pembelajaran sebaya, dan sumber daya organisasi. Executive coaching 
(pembimbingan eksekutif) terbukti meningkatkan efektivitas 
kepemimpinan 70% lebih tinggi dibandingkan pelatihan konvensional. 

Model 70-20-10 (Lombardo & Eichinger, 2023) menegaskan bahwa 
pengembangan kepemimpinan yang efektif terdiri dari 70% 
pengalaman di tempat kerja, 20% belajar dari orang lain 
(pembimbingan, mentoring, jaringan), dan 10% pelatihan formal. 
Model ini menekankan pentingnya pembelajaran eksperiensial dan 
pembelajaran sosial dibandingkan pendekatan berbasis kelas yang 
tradisional. 

 

Program Pengembangan di Indonesia 

Implementasi pengembangan kapasitas kepemimpinan di Indonesia 
menunjukkan evolusi dari pendekatan berpusat pelatihan menuju 
berpusat pengembangan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. 
Program Indonesia Leadership Academy yang diselenggarakan 
Kemenpan-RB menggunakan pendekatan blended learning 
(pembelajaran campuran) yang mengintegrasikan sesi kelas, proyek 
pembelajaran aksi, dan pembimbingan eksekutif. 

Program untuk pejabat Eselon II-III ini mencakup modul 
kepemimpinan strategis, transformasi digital, analisis kebijakan publik, 
dan manajemen perubahan. Evaluasi penilaian dampak menunjukkan 
peningkatan skor efektivitas kepemimpinan rata-rata 1.8 poin dari 
baseline dan kinerja organisasi unit kerja peserta meningkat 23%. 

BUMN Leadership Development Program yang dikembangkan 
Kementerian BUMN menerapkan model 70-20-10 secara sistematis. 
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Peserta diberikan tugas-tugas menantang seperti proyek turnaround, 
merger and acquisition, dan inisiatif transformasi digital sambil 
mendapat dukungan pembimbingan eksekutif dan jaringan 
pembelajaran sebaya. Program berhasil menghasilkan succession pool 
(kumpulan penerus) dengan tingkat kesiapan 87% untuk posisi direksi 
BUMN. 

"Model 70-20-10 menekankan pembelajaran berbasis 
pengalaman, interaksi sosial, dan pelatihan formal. 

Implementasinya di Indonesia melalui akademi 
kepemimpinan, BUMN, dan program daerah 

menunjukkan peningkatan efektivitas, kesiapan 
suksesi, serta tata kelola kolaboratif berkelanjutan." 

Di tingkat regional, Local Leadership Excellence Program Pemerintah 
Jawa Barat menggunakan pendekatan pengembangan berbasis 
kompetensi dengan fokus pada kepemimpinan tata kelola kolaboratif. 
Program ini mencakup program imersi ke daerah dengan praktik 
terbaik, studi benchmarking ke negara lain, dan mentoring dari praktisi 
senior. 

 

Keunggulan dan Keterbatasan 

Kelebihan pendekatan pengembangan kapasitas yang komprehensif 
terletak pada kemampuannya menghasilkan pipeline kepemimpinan 
yang berkelanjutan dan kapabilitas organisasi yang sistematis. Model 
pembelajaran eksperiensial terbukti lebih efektif dalam 
mengembangkan kearifan praktis dan penilaian dibandingkan transfer 
pengetahuan yang pasif. 

Namun, implementasi pengembangan kapasitas menghadapi 
beberapa keterbatasan kritis. Pertama, investasi yang tinggi dalam 
program pengembangan sering tidak sebanding dengan anggaran 
terbatas dan prioritas yang bersaing dalam sektor publik. Kedua, 
orientasi jangka panjang dari pengembangan kapasitas berbenturan 
dengan siklus politik jangka pendek dan ekspektasi hasil cepat. 

Kesenjangan utama terdapat pada mekanisme keberlanjutan dan 
retensi pengetahuan ketika terjadi pergantian kepemimpinan yang 
sering dalam struktur pemerintahan. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 
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tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-
2024 secara eksplisit mengidentifikasi pengembangan kapasitas 
kepemimpinan sebagai agenda prioritas dalam reformasi birokrasi. 

 

6.6 Tantangan dan Masa Depan Kepemimpinan Publik 

Era VUCA dan Transformasi Paradigma 

Era VUCA (Volatilitas, Ketidakpastian, Kompleksitas, Ambiguitas) 
menantang paradigma kepemimpinan publik tradisional dengan 
tantangan yang belum pernah ada sebelumnya yang memerlukan 
adaptasi fundamental. Laporan World Economic Forum Global Risks 
(2024) mengidentifikasi 10 risiko utama yang akan mendominasi 
dekade mendatang, dengan 70% di antaranya berkaitan langsung 
dengan kualitas kepemimpinan sektor publik dalam mengelola 
transformasi sistemik yang semakin cepat dan saling terhubung. 

Tantangan kepemimpinan publik kontemporer dapat dikategorikan 
menjadi empat dimensi yang saling berinteraksi. Dimensi Teknologi 
mencakup disrupsi digital, kecerdasan buatan, dan ancaman 
keamanan siber yang menuntut adaptasi model kepemimpinan 
tradisional. Dimensi Sosial meliputi perubahan demografi, polarisasi 
politik, dan pengaruh media sosial yang memerlukan pendekatan 
komunikasi dan keterlibatan yang inovatif. 

Dimensi Lingkungan berkaitan dengan perubahan iklim, kelangkaan 
sumber daya, dan tantangan keberlanjutan yang mengharuskan 
kepemimpinan dengan perspektif jangka panjang dan pemikiran 
sistem. Dimensi Global mencakup ketegangan geopolitik, saling 
ketergantungan ekonomi, dan kesiapsiagaan pandemi yang 
memerlukan kepemimpinan kolaboratif lintas batas. 

 

Paradigma Kepemimpinan Adaptif 

Masa depan kepemimpinan publik akan didominasi oleh paradigma 
Kepemimpinan Adaptif yang mengintegrasikan ketangkasan, 
ketahanan, dan tata kelola antisipatif. Model ini menekankan 
kemampuan sense-making (pembuatan makna) dalam kondisi 
ambiguitas tinggi, eksperimentasi cepat, dan pembelajaran 
berkelanjutan sebagai kompetensi inti pemimpin masa depan. 



Gunawan Undang & Deden Suhendar 
Administrasi Publik Kontemporer: Teori, Praktik, dan Transformasi Digital Lintas Negara 

 

149 
 

Implementasi kepemimpinan siap masa depan di Indonesia telah 
dimulai melalui beberapa inisiatif strategis. Program Indonesia 2045 
Vision mengintegrasikan perencanaan skenario dan strategic foresight 
(pandangan strategis ke depan) dalam pengembangan kepemimpinan 
jangka panjang. Observatorium Kepemimpinan Nasional yang 
diluncurkan tahun 2024 menggunakan analitik big data untuk 
mengidentifikasi tren kepemimpinan yang muncul dan kesenjangan 
kompetensi. 

Kementerian PPN/Bappenas mengembangkan Future Leadership 
Dashboard yang memantau 15 indikator kepemimpinan adaptif secara 
real-time. Program Simulasi Kepemimpinan Krisis mempersiapkan 
pejabat tinggi menghadapi black swan events (peristiwa langka yang 
berdampak besar) melalui pelatihan skenario immersive (mendalam). 

 

Inovasi dan Eksperimentasi 

Di tingkat regional, Pemerintah DKI Jakarta meluncurkan Jakarta 
Leadership Lab sebagai innovation hub (pusat inovasi) untuk 
mengeksplorasi model kepemimpinan masa depan. Program ini 
mengintegrasikan design thinking (pemikiran desain), pendekatan 
sistem, dan citizen co-creation (penciptaan bersama warga) dalam 
pengembangan solusi tata kelola yang antisipatif dan responsif. 

"Tantangan kepemimpinan publik era VUCA menuntut 
adaptasi teknologi, sosial, lingkungan, dan global. Masa 

depan menekankan kepemimpinan adaptif berbasis 
ketangkasan, foresight, inovasi, serta integrasi teknologi 
analitik, meski dibatasi resistensi birokrasi dan kerangka 

evaluasi tradisional." 

Pendekatan kepemimpinan adaptif memiliki keunggulan dalam 
fleksibilitas dan responsivitas. Model ini memungkinkan organisasi 
untuk berkembang dalam ketidakpastian dan menciptakan nilai publik 
melalui inovasi yang berkelanjutan. Kemampuan untuk mengantisipasi 
perubahan dan beradaptasi dengan cepat menjadi keunggulan 
kompetitif dalam menghadapi tantangan masa depan yang tidak 
terprediksi. 
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Namun, implementasinya menghadapi tantangan inersia organisasi 
dan resistensi terhadap ketidakpastian. Budaya birokrasi yang 
cenderung menghindari risiko dan mengutamakan stabilitas dapat 
menghambat adopsi pendekatan kepemimpinan yang eksperimental 
dan adaptif. Selain itu, sistem akuntabilitas tradisional yang 
menekankan kepatuhan prosedur sering bertentangan dengan 
kebutuhan akan inovasi dan pengambilan risiko yang terkalkulasi. 

 

Kerangka Kerja Masa Depan 

Kesenjangan utama terdapat pada kerangka kerja pengukuran untuk 
mengevaluasi efektivitas kepemimpinan adaptif secara objektif dan 
komprehensif. Indikator kinerja tradisional yang berbasis pada 
stabilitas dan prediktabilitas perlu direvisi untuk mengakomodasi 
kemampuan adaptasi dan inovasi sebagai metrik keberhasilan 
kepemimpinan. 

Pengembangan sistem pengukuran yang dapat menangkap 
kompleksitas dan dinamika kepemimpinan adaptif menjadi prioritas 
dalam membangun fondasi kepemimpinan masa depan yang 
akuntabel dan efektif. Integrasi teknologi analytics dan artificial 
intelligence dalam sistem evaluasi kinerja kepemimpinan dapat 
memberikan insights yang real-time dan prediktif untuk pengambilan 
keputusan strategis. 

Masa depan kepemimpinan publik bergantung pada kemampuan 
mengintegrasikan kearifan tradisional dengan inovasi yang berani dan 
berkelanjutan. Kepemimpinan yang berhasil akan menjadi yang 
mampu menyeimbangkan antara stabilitas institusional dengan 
adaptabilitas strategis, serta antara akuntabilitas demokratis dengan 
efisiensi operasional dalam menghadapi tantangan yang semakin 
kompleks dan dinamis. 
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BAGIAN III 

KEBIJAKAN PUBLIK DAN IMPLEMENTASI 

 

BAB 7 

MANAJEMEN KINERJA DALAM ADMINISTRASI PUBLIK 

 

Pendahuluan 

Manajemen kinerja dalam administrasi publik merupakan sistem 
fundamental yang menentukan efektivitas penyelenggaraan 
pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berbeda 
dengan sektor privat yang fokus pada keuntungan sebagai indikator 
utama, manajemen kinerja publik menghadapi kompleksitas tujuan 
ganda yang mencakup efisiensi, efektivitas, responsivitas, dan 
akuntabilitas kepada berbagai pemangku kepentingan. 

Paradoks manajemen kinerja sektor publik di Indonesia tercermin 
dalam hasil survei Kementerian PAN-RB tahun 2024 yang 
menunjukkan bahwa 78% instansi pemerintah telah 
mengimplementasikan sistem penilaian kinerja, namun hanya 34% 
yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan (Kementerian 
PAN-RB, 2024). Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan 
antara sistem formal dan implementasi efektif manajemen kinerja 
dalam administrasi publik. 

"Indonesia menghadapi kesenjangan implementasi, 
sehingga transformasi digital, budaya kinerja, dan 

sistem adaptif diperlukan guna meningkatkan kualitas 
tata kelola pemerintahan." 

Transformasi paradigma dari manajemen publik baru (New Public 
Management) yang mengintegrasikan pendekatan berbasis hasil 
dengan nilai-nilai pelayanan publik menuntut evolusi sistem 
manajemen kinerja yang lebih sophisticated dan responsive terhadap 
dinamika masyarakat kontemporer. Era digitalisasi dan Society 5.0 
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semakin memperkuat urgensi pengembangan sistem manajemen 
kinerja yang adaptif, prediktif, dan berkelanjutan. 

Bab ini menganalisis konsep fundamental manajemen kinerja publik, 
sistem pengukuran dan indikator, metodologi evaluasi kinerja, peran 
teknologi digital, transformasi budaya kinerja, pengembangan SDM, 
hingga tantangan dan prospek masa depan. Pembahasan dirancang 
untuk memberikan pemahaman holistik tentang implementasi 
manajemen kinerja yang efektif dalam konteks administrasi publik 
Indonesia yang dinamis dan kompleks. 

 

7.1 Konsep dan Teori Manajemen Kinerja Publik 

Paradoks Implementasi Manajemen Kinerja Publik 

Paradoks manajemen kinerja sektor publik di Indonesia tercermin 
dalam hasil survei Kementerian PAN-RB tahun 2024 yang 
menunjukkan bahwa 78% instansi pemerintah telah 
mengimplementasikan sistem penilaian kinerja, namun hanya 34% 
yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan. Fenomena ini 
mengindikasikan adanya kesenjangan antara sistem formal dan 
implementasi efektif manajemen kinerja dalam administrasi publik. 

Berbeda dengan sektor privat yang fokus pada hasil akhir berupa 
keuntungan, manajemen kinerja publik menghadapi kompleksitas 
tujuan ganda yang mencakup efisiensi, efektivitas, responsivitas, dan 
akuntabilitas kepada berbagai pemangku kepentingan. Tantangan ini 
semakin kompleks dengan munculnya paradigma manajemen publik 
baru yang mengintegrasikan pendekatan berbasis hasil dengan nilai-
nilai pelayanan publik. 

 

Definisi dan Kerangka Teoretis 

Manajemen kinerja publik dapat didefinisikan sebagai sistem 
terintegrasi yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengukur, 
mengembangkan, dan mengevaluasi kinerja individu, tim, dan 
organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan publik yang telah ditetapkan 
(Bouckaert & Halligan, 2022). Konsep ini berkembang dari paradigma 
tradisional administrasi publik yang menekankan manajemen berbasis 
aturan menuju pendekatan yang lebih fleksibel dan berorientasi hasil. 
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Teori manajemen kinerja publik dibangun atas tiga pilar fundamental. 
Pertama, Performance Management Theory (Teori Manajemen 
Kinerja) yang dikembangkan oleh Armstrong dan Ward (2023), 
menekankan bahwa kinerja organisasi publik merupakan fungsi dari 
kapabilitas, motivasi, dan kesempatan yang tersedia. Kedua, Goal-
Setting Theory (Teori Penetapan Tujuan) dari Locke dan Latham yang 
diadaptasi untuk konteks publik, menunjukkan bahwa penetapan 
tujuan yang spesifik, terukur, dan menantang meningkatkan kinerja 
pegawai publik hingga 23% dibandingkan target yang samar (OECD, 
2023). 

Ketiga, Public Value Theory (Teori Nilai Publik) yang diperkenalkan oleh 
Moore dan kemudian dikembangkan oleh Bryson et al. (2024), 
menekankan bahwa manajemen kinerja publik harus 
mengintegrasikan tiga dimensi: efisiensi operasional, legitimasi 
demokratis, dan hasil yang diinginkan masyarakat. 

 

Karakteristik Unik Manajemen Kinerja Publik 

Karakteristik unik manajemen kinerja publik mencakup: hasil akhir 
ganda (multiple bottom lines) yang harus menyeimbangkan aspek 
ekonomi, sosial, dan lingkungan; akuntabilitas hierarkis dan horizontal 
kepada eksekutif, legislatif, dan masyarakat; serta keluaran tidak 
berwujud (intangible outputs) seperti kepuasan publik dan 
kepercayaan sosial yang sulit diukur namun krusial bagi legitimasi 
pemerintahan. 

Pendekatan Balanced Scorecard (Kartu Skor Seimbang) untuk sektor 
publik yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton telah diadaptasi 
menjadi Public Sector Scorecard (Kartu Skor Sektor Publik) yang 
mengintegrasikan perspektif finansial, pelanggan, proses internal, dan 
pembelajaran-pertumbuhan dengan nilai-nilai demokrasi dan 
transparansi. 

 

Implementasi dalam Konteks Indonesia 

Implementasi manajemen kinerja dalam administrasi publik Indonesia 
mengalami evolusi signifikan sejak reformasi birokrasi dimulai. Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur dalam 
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Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menjadi kerangka utama 
yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 
monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja dalam satu siklus 
manajemen. 

Studi kasus implementasi di Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan 
keberhasilan penerapan e-performance (kinerja elektronik) yang 
mengintegrasikan sistem informasi dengan penilaian kinerja pegawai. 
Inovasi "Surabaya Single Window" berhasil meningkatkan efisiensi 
pelayanan publik dari rata-rata 14 hari menjadi 3 hari, dengan indeks 
kepuasan pelanggan mencapai 4,2 dari skala 5,0 (Pemkot Surabaya, 
2024). 

Keberhasilan ini dicapai melalui penerapan Key Performance 
Indicators (Indikator Kinerja Utama) yang terdiri dari: indikator 
masukan (anggaran, SDM), proses (SOP, waktu pelayanan), keluaran 
(jumlah layanan), hasil (outcome - kepuasan masyarakat), dan dampak 
(impact - peningkatan investasi daerah). 

 

Kritik dan Tantangan Implementasi 

Meskipun menunjukkan kemajuan, implementasi manajemen kinerja 
publik di Indonesia menghadapi beberapa kritik fundamental. 
Pertama, bias pengukuran yang cenderung menekankan indikator 
kuantitatif yang mudah diukur sambil mengabaikan aspek kualitatif 
seperti inovasi, kolaborasi, dan kepemimpinan yang sulit dikuantifikasi 
namun krusial bagi kinerja jangka panjang. 

Kedua, fenomena gaming behavior (perilaku manipulatif) di mana 
pegawai dan unit kerja memanipulasi data untuk memenuhi target 
tanpa meningkatkan kinerja substantif. Penelitian Lembaga 
Administrasi Negara (2024) menemukan bahwa 42% instansi 
mengalami distorsi data kinerja untuk mencapai target yang 
ditetapkan. 

Ketiga, pendekatan satu ukuran untuk semua yang menerapkan sistem 
manajemen kinerja seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik 
unik setiap sektor, seperti perbedaan antara instansi pelayanan publik 
dengan instansi regulasi. Keempat, rendahnya keterkaitan antara hasil 
evaluasi kinerja dengan sistem penghargaan dan sanksi. Survei BKN 
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(2024) menunjukkan bahwa hanya 28% pegawai yang merasakan 
korelasi positif antara kinerja dengan pengembangan karir. 

 

7.2 Sistem Pengukuran dan Indikator Kinerja 

Dilema Pengukuran Kinerja Sektor Publik 

Dilema pengukuran kinerja sektor publik termanifestasi dalam 
Goodhart's Law (Hukum Goodhart): "ketika suatu ukuran menjadi 
target, maka ukuran tersebut tidak lagi menjadi ukuran yang baik" 
(Chrystal & Mizen, 2023). Fenomena ini tampak jelas dalam 
implementasi sistem pengukuran kinerja di Indonesia, di mana fokus 
berlebihan pada pencapaian indikator kuantitatif seringkali 
mengabaikan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat. 

Data Ombudsman RI tahun 2024 menunjukkan bahwa 67% keluhan 
masyarakat terkait pelayanan publik disebabkan oleh orientasi 
aparatur yang lebih fokus pada pemenuhan target administratif 
daripada substansi pelayanan. Kompleksitas ini semakin menantang 
dengan karakteristik organisasi publik yang memiliki pemangku 
kepentingan ganda dengan kepentingan yang beragam dan seringkali 
konfliktual. 

 

Konsep dan Teori Pengukuran Kinerja 

Sistem pengukuran kinerja publik merupakan seperangkat indikator, 
prosedur, dan mekanisme yang dirancang untuk mengukur, menilai, 
dan melaporkan tingkat pencapaian tujuan organisasi publik 
(Moynihan, 2022). Teori pengukuran kinerja publik berkembang dari 
pendekatan manajemen ilmiah Taylor yang menekankan efisiensi, 
hingga paradigma tata kelola publik baru yang mengintegrasikan nilai-
nilai demokrasi, partisipasi, dan akuntabilitas sosial. 

Teori Pengukuran Kinerja yang dikembangkan oleh Behn (2023) 
mengidentifikasi tiga tujuan utama pengukuran kinerja: evaluasi (to 
evaluate - untuk mengevaluasi), kontrol (to control - untuk 
mengontrol), dan pembelajaran (to learn - untuk belajar). Dalam 
konteks publik, fungsi evaluasi bertujuan menilai efektivitas program 
dan kebijakan; fungsi kontrol memastikan akuntabilitas penggunaan 
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sumber daya publik; sedangkan fungsi pembelajaran mendorong 
inovasi dan perbaikan berkelanjutan. 

 

Tipologi Indikator Kinerja 

Tipologi indikator kinerja dalam administrasi publik mencakup lima 
kategori utama berdasarkan Logic Model Framework (Kerangka Model 
Logika). Pertama, indikator masukan mengukur sumber daya yang 
dialokasikan (anggaran, SDM, infrastruktur). Kedua, indikator proses 
mengevaluasi efisiensi proses kerja (waktu pelayanan, kepatuhan SOP, 
utilisasi sumber daya). Ketiga, indikator keluaran mengukur produk 
langsung dari aktivitas organisasi (jumlah layanan, dokumen yang 
diproses). 

Keempat, indikator hasil menilai manfaat jangka menengah bagi 
masyarakat (kepuasan publik, aksesibilitas layanan). Kelima, indikator 
dampak mengukur perubahan jangka panjang dalam kondisi sosial-
ekonomi masyarakat. 

Kriteria SMART (Spesifik, Terukur, Dapat Dicapai, Relevan, Terikat 
Waktu) yang diadaptasi untuk sektor publik menjadi SMARTER dengan 
penambahan Evaluated (Dievaluasi) dan Reviewed (Ditinjau), 
menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan dan adaptasi 
indikator sesuai perubahan lingkungan strategis. 

 

Implementasi Sistem Pengukuran di Indonesia 

Implementasi sistem pengukuran kinerja di Indonesia mengalami 
perkembangan signifikan melalui berbagai inovasi dan adaptasi. 
Kementerian Keuangan berhasil mengimplementasikan Penganggaran 
Berbasis Kinerja yang mengintegrasikan alokasi anggaran dengan 
indikator kinerja yang terstruktur. Sistem ini menggunakan hierarki 
indikator mulai dari Tujuan Strategis tingkat kementerian, Indikator 
Kinerja Utama tingkat direktorat jenderal, hingga Indikator Kinerja 
tingkat satuan kerja. 

Studi kasus di Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan implementasi 
Statistics Quality Framework (Kerangka Kualitas Statistik) yang 
mengadopsi standar internasional dengan adaptasi lokal. BPS 
mengembangkan 47 indikator kinerja yang mencakup: akurasi data 
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(margin kesalahan <3%), ketepatan waktu publikasi data, aksesibilitas 
(persentase data yang tersedia online), dan relevansi (tingkat utilisasi 
data oleh pengguna). Hasil implementasi menunjukkan peningkatan 
indeks kepuasan pengguna dari 3,4 menjadi 4,1 dalam periode 2021-
2024. 

Inovasi menarik terlihat dalam implementasi Smart City Performance 
Dashboard (Dashboard Kinerja Kota Cerdas) di Pemerintah Kota 
Bandung. Sistem ini mengintegrasikan 126 indikator kota cerdas yang 
dikelompokkan dalam enam dimensi: tata kelola cerdas, ekonomi 
cerdas, mobilitas cerdas, lingkungan cerdas, masyarakat cerdas, dan 
kehidupan cerdas. 

 

Tantangan dan Kritik Sistem Pengukuran 

Implementasi sistem pengukuran kinerja di sektor publik Indonesia 
menghadapi beberapa tantangan kritis yang mempengaruhi validitas 
dan reliabilitas hasil pengukuran. Pertama, paradoks pengukuran di 
mana fokus berlebihan pada indikator kuantitatif menciptakan 
fenomena "mencapai target namun gagal dalam substansi". Penelitian 
Indonesian Institute for Public Administration (2024) menemukan 
bahwa 58% instansi mengalami trade-off (pertukaran) antara 
pencapaian target kuantitatif dengan kualitas pelayanan. 

 

Kedua, masalah kualitas data yang mencakup inkonsistensi 
metodologi pengumpulan data, subjektivitas dalam interpretasi, dan 
keterbatasan kapasitas teknis dalam analisis data. Audit BPK tahun 
2024 mengidentifikasi bahwa 34% laporan kinerja instansi 
mengandung data yang tidak dapat diverifikasi atau menggunakan 
metodologi yang tidak standar. 

 

Ketiga, proliferasi indikator - kecenderungan memperbanyak indikator 
tanpa mempertimbangkan rasio cost-benefit pengumpulan dan 
analisis data. Rata-rata instansi pemerintah memiliki 73 indikator 
kinerja, namun hanya 31% yang benar-benar digunakan untuk 
pengambilan keputusan strategis. 
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7.3 Evaluasi dan Penilaian Kinerja 

Paradoks Evaluasi dalam Administrasi Publik 

Paradoks evaluasi kinerja dalam administrasi publik Indonesia 
tercermin dalam temuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (LKPP) yang menunjukkan bahwa meskipun 89% instansi 
pemerintah telah memiliki sistem evaluasi kinerja formal, namun 
hanya 23% yang menggunakan hasil evaluasi tersebut untuk perbaikan 
kinerja substantif (LKPP, 2024). 

Fenomena ini mengindikasikan kesenjangan antara evaluasi sebagai 
ritual dengan evaluasi untuk perbaikan. Kompleksitas evaluasi kinerja 
publik semakin menantang dengan karakteristik tujuan yang 
multidimensional, pemangku kepentingan yang beragam, dan faktor 
eksternal yang sulit dikontrol namun mempengaruhi hasil kinerja. 
Berbeda dengan sektor privat yang memiliki hasil akhir tunggal, 
evaluasi kinerja publik harus mempertimbangkan aspek efisiensi, 
efektivitas, keadilan, responsivitas, dan akuntabilitas secara simultan. 

 

Metodologi dan Pendekatan Evaluasi 

Evaluasi kinerja publik didefinisikan sebagai proses sistematis untuk 
mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi 
tentang kinerja organisasi, program, atau individu dalam mencapai 
tujuan-tujuan publik yang telah ditetapkan (Wholey et al., 2023). Teori 
evaluasi kinerja dalam administrasi publik berkembang dari paradigma 
evaluasi ilmiah yang menekankan objektivitas dan validitas, hingga 
pendekatan evaluasi partisipatif yang mengintegrasikan perspektif 
pemangku kepentingan dalam proses evaluasi. 

Theory of Change (Teori Perubahan) yang dikembangkan oleh Weiss 
dan kemudian diadaptasi untuk sektor publik menjadi kerangka 
fundamental dalam merancang evaluasi yang komprehensif. Teori ini 
menekankan pentingnya memahami jalur kausal antara masukan, 
aktivitas, keluaran, hasil, dan dampak untuk mengidentifikasi titik-titik 
kritis yang mempengaruhi kinerja organisasi. 

Metodologi evaluasi kinerja publik mencakup tiga pendekatan utama. 
Pertama, Evaluasi Sumatif yang berfokus pada penilaian hasil akhir dan 
efektivitas program setelah implementasi selesai. Kedua, Evaluasi 
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Formatif yang dilakukan selama proses implementasi untuk 
memberikan umpan balik dan perbaikan berkelanjutan. Ketiga, 
Evaluasi Pengembangan yang mendukung inovasi dan adaptasi dalam 
lingkungan yang kompleks dan berubah cepat. 

 

Pendekatan Metode Campuran dan 360 Derajat 

Evaluasi Metode Campuran yang mengintegrasikan pendekatan 
kuantitatif dan kualitatif menjadi standar dalam evaluasi kinerja publik 
kontemporer. Pendekatan kuantitatif menggunakan indikator terukur, 
analisis statistik, dan analisis cost-benefit; sedangkan pendekatan 
kualitatif menggali persepsi pemangku kepentingan, proses 
implementasi, dan konsekuensi tidak terduga. 

Evaluasi 360 Derajat untuk sektor publik mengintegrasikan perspektif 
dari berbagai pemangku kepentingan: atasan (manajemen senior), 
rekan sejawat (kolaborasi horizontal), bawahan (kepemimpinan), dan 
pemangku kepentingan eksternal (masyarakat, mitra, regulator). 
Model ini memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja dari 
perspektif ganda yang mencerminkan kompleksitas akuntabilitas 
publik. 

 

Implementasi Evaluasi Kinerja di Indonesia 

Implementasi evaluasi kinerja dalam administrasi publik Indonesia 
mengalami transformasi signifikan melalui adopsi berbagai inovasi 
metodologi dan teknologi. Kementerian Kesehatan 
mengimplementasikan Evaluasi Kinerja Real-Time untuk monitoring 
kinerja rumah sakit daerah selama pandemi COVID-19. Sistem ini 
mengintegrasikan data tingkat hunian, tingkat kematian, kepuasan 
pasien, dan produktivitas staf dalam dashboard terintegrasi yang 
memungkinkan evaluasi harian dan respons cepat terhadap 
perubahan situasi. 

Studi kasus menarik terlihat dalam implementasi Evaluasi Berbasis 
Hasil di Program Indonesia Pintar (PIP). Evaluasi tidak hanya fokus 
pada jumlah penerima bantuan (keluaran), tetapi mengukur dampak 
terhadap angka putus sekolah, tingkat kelulusan, dan kemampuan 
literasi-numerasi siswa (hasil). Metodologi Randomized Controlled 
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Trial (Uji Coba Terkontrol Acak) digunakan untuk mengukur dampak 
kausal program dengan membandingkan daerah perlakuan dan 
kelompok kontrol. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa PIP berhasil 
mengurangi angka putus sekolah sebesar 34% dan meningkatkan 
tingkat penyelesaian pendidikan dasar hingga 89%. 

"Evaluasi kinerja publik di Indonesia masih ritualistik, 
hanya sebagian kecil dimanfaatkan untuk perbaikan. 

Metode campuran, evaluasi 360 derajat, dan 
pendekatan partisipatif mulai diadopsi, namun 

tantangan budaya, metodologi, dan intervensi politik 
tetap membatasi efektivitasnya." 

Inovasi lain terlihat dalam implementasi Evaluasi Partisipatif di 
Program Keluarga Harapan (PKH). Evaluasi melibatkan penerima 
manfaat, tokoh masyarakat, dan aparatur desa dalam proses penilaian 
melalui Diskusi Kelompok Terarah, community scorecards (kartu skor 
komunitas), dan audit sosial. Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan 
data evaluasi yang lebih valid, tetapi juga meningkatkan kepemilikan 
dan akuntabilitas program di tingkat akar rumput. 

 

Tantangan Struktural Evaluasi Kinerja 

Implementasi evaluasi kinerja dalam sektor publik Indonesia 
menghadapi beberapa tantangan struktural yang mempengaruhi 
kualitas dan utilitas hasil evaluasi. Pertama, defisit budaya evaluasi - 
lemahnya budaya evaluasi yang menyebabkan resistensi terhadap 
proses evaluasi dan rendahnya utilisasi hasil evaluasi untuk perbaikan 
kinerja. Survei Indonesian Evaluation Society (2024) menunjukkan 
bahwa 67% pejabat publik menganggap evaluasi sebagai kegiatan 
kepatuhan daripada alat untuk perbaikan. 

Kedua, keterbatasan metodologis yang mencakup keterbatasan 
kapasitas teknis evaluator, bias dalam desain evaluasi, dan kurangnya 
standarisasi metodologi. Audit internal Bappenas (2024) 
mengidentifikasi bahwa 45% evaluasi program pemerintah 
menggunakan metodologi yang tidak sesuai dengan kompleksitas dan 
karakteristik program yang dievaluasi. 
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Ketiga, intervensi politik dalam proses evaluasi yang mengakibatkan 
distorsi hasil atau selektivitas dalam publikasi temuan evaluasi. Hal ini 
mengurangi kredibilitas evaluasi dan menghambat pembuatan 
kebijakan berbasis bukti. Keempat, fragmentasi sistem evaluasi antar-
instansi yang menciptakan duplikasi upaya, inkonsistensi standar, dan 
kesulitan dalam agregasi hasil evaluasi untuk kebijakan lintas sektor. 

 

7.4 Teknologi dan Digitalisasi Manajemen Kinerja 

Revolusi Digital dalam Manajemen Kinerja 

Revolusi digital dalam manajemen kinerja publik Indonesia memasuki 
fase transformatif dengan implementasi sistem kecerdasan buatan 
dan pembelajaran mesin dalam monitoring dan evaluasi kinerja real-
time (waktu nyata). Data McKinsey Digital Government Index 2024 
menunjukkan bahwa Indonesia naik 15 peringkat dalam digitalisasi 
sektor publik, dengan implementasi sistem manajemen kinerja digital 
mencapai 73% di tingkat pusat dan 45% di tingkat daerah (McKinsey, 
2024). 

Namun, paradoks implementasi muncul ketika investasi teknologi 
yang masif tidak diimbangi dengan transformasi proses dan budaya 
kerja yang memadai. Survei Kominfo (2024) mengungkapkan bahwa 
61% implementasi sistem informasi manajemen kinerja belum 
menghasilkan peningkatan produktivitas signifikan karena resistensi 
pegawai dan kurangnya integrasi dengan proses bisnis. 

Fenomena ini menunjukkan bahwa sukses digitalisasi manajemen 
kinerja tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi 
juga pada interaksi manusia-teknologi dan manajemen perubahan 
yang efektif. 

 

Kerangka Teoretis Digitalisasi Kinerja 

Digitalisasi manajemen kinerja publik merupakan transformasi 
sistemik dari proses manual dan berbasis kertas menuju sistem 
terintegrasi berbasis teknologi digital yang memungkinkan monitoring 
waktu nyata, analitik prediktif, dan pelaporan otomatis (Fountain, 
2023). Konsep ini berkembang dari paradigma tata kelola elektronik 
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menuju tata kelola digital yang menekankan transformasi 
fundamental proses kerja, struktur organisasi, dan keterlibatan warga. 

Teori Analitik Kinerja yang dikembangkan oleh Davenport dan Harris 
memberikan kerangka teoretis untuk implementasi teknologi dalam 
manajemen kinerja. Teori ini mengidentifikasi lima tingkat 
kematangan analitik: analitik deskriptif (apa yang terjadi), analitik 
diagnostik (mengapa itu terjadi), analitik prediktif (apa yang akan 
terjadi), analitik preskriptif (apa yang harus kita lakukan), dan analitik 
kognitif (belajar dan beradaptasi). 

Kerangka Manajemen Kinerja Digital mengintegrasikan empat 
komponen utama. Pertama, Infrastruktur Data yang mencakup data 
lakes (danau data), APIs, dan sistem integrasi untuk konsolidasi data 
dari berbagai sumber. Kedua, Platform Analitik yang memungkinkan 
pengolahan data menggunakan business intelligence (kecerdasan 
bisnis), pembelajaran mesin, dan kecerdasan buatan. Ketiga, 
Visualisasi dan Dashboard yang menyajikan insights (wawasan) dalam 
format yang ramah pengguna dan dapat ditindaklanjuti. Keempat, 
Otomatisasi dan Workflow (alur kerja) yang mengoptimalkan proses 
evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. 

 

Model dan Teknologi Terdepan 

Manajemen Kinerja Lincah (Agile Performance Management) yang 
diadaptasi dari sektor privat menjadi tren dalam administrasi publik, 
menggantikan sistem evaluasi tahunan dengan umpan balik 
berkelanjutan, penyesuaian tujuan waktu nyata, dan pembimbingan 
berbasis data. Pendekatan ini didukung oleh teknologi natural 
language processing (pemrosesan bahasa alami) untuk analisis umpan 
balik, analisis sentimen untuk mengukur kepuasan pemangku 
kepentingan, dan analisis jaringan untuk mengoptimalkan kolaborasi 
tim. 

Teknologi Blockchain (rantai blok) mulai dieksplorasi untuk 
meningkatkan transparansi dan kekekalan data kinerja, khususnya 
dalam konteks kinerja pengadaan publik dan pengukuran efektivitas 
program sosial. 
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Implementasi Teknologi di Indonesia 

Implementasi teknologi dalam manajemen kinerja publik Indonesia 
menunjukkan beragam inovasi dan adaptasi sesuai karakteristik 
masing-masing instansi. Kementerian Keuangan mengembangkan 
Sistem Informasi Manajemen Keuangan Terintegrasi yang 
mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja 
dalam satu platform. Sistem ini memanfaatkan otomatisasi proses 
robotik untuk pembuatan laporan otomatis dan pemodelan prediktif 
untuk peramalan kinerja anggaran. 

Hasil implementasi menunjukkan pengurangan waktu penyusunan 
laporan kinerja dari 21 hari menjadi 3 hari dengan akurasi data 
meningkat 94%. Badan Pusat Statistik (BPS) mengimplementasikan 
Dashboard Statistik Real-Time yang mengintegrasikan data survei 
dengan indikator kinerja operasional menggunakan analitik streaming 
(mengalir). Platform ini memungkinkan monitoring kemajuan 
pengumpulan data, kontrol kualitas, dan kepuasan pemangku 
kepentingan secara waktu nyata. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan Jakarta Smart 
Performance yang mengintegrasikan 47 SKPD dalam satu dashboard 
terpadu. Sistem menggunakan kecerdasan buatan untuk deteksi 
anomali dalam kinerja pelayanan publik dan chatbot (robot 
percakapan) untuk pengumpulan umpan balik warga. Analitik prediktif 
digunakan untuk peramalan kebutuhan layanan publik berdasarkan 
pola historis dan faktor eksternal seperti cuaca, acara, dan sentimen 
media sosial. 

 

Tantangan dan Risiko Digital 

Implementasi digitalisasi manajemen kinerja dalam sektor publik 
Indonesia menghadapi beberapa tantangan fundamental yang 
mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutan sistem. Pertama, 
kesenjangan digital yang menciptakan ketimpangan kapasitas antar-
instansi dan antar-daerah dalam mengadopsi teknologi canggih. Studi 
BPPT (2024) menunjukkan bahwa 68% pemerintah daerah mengalami 
keterbatasan infrastruktur TI dan sumber daya manusia untuk 
mengoperasikan sistem manajemen kinerja digital yang canggih. 
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Kedua, pendekatan berpusat pada teknologi yang mengabaikan aspek 
manajemen perubahan dan pengalaman pengguna. Evaluasi Kominfo 
(2024) menemukan bahwa 52% implementasi sistem gagal mencapai 
tujuan karena fokus berlebihan pada fitur teknologi tanpa 
mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan keselarasan proses 
bisnis. Ketiga, masalah kualitas data yang mencakup inkonsistensi, 
ketidaklengkapan, dan kurangnya standardisasi data antar sistem. 

 

Keempat, kerentanan keamanan siber yang meningkat seiring dengan 
digitalisasi. Indonesia mengalami 15.000+ serangan siber terhadap 
sistem pemerintah pada 2024, dengan 23% menargetkan sistem 
manajemen kinerja. Kelima, ketergantungan vendor (pemasok) yang 
menciptakan risiko lock-in effect (efek terkunci) dan keterbatasan 
kustomisasi sesuai kebutuhan spesifik organisasi publik Indonesia. 

 

7.5 Budaya Kinerja dan Pengembangan SDM 

Paradoks Transformasi Budaya Kinerja 

Paradoks transformasi budaya kinerja dalam birokrasi Indonesia 
tercermin dalam temuan Lembaga Administrasi Negara yang 
menunjukkan bahwa meskipun 84% ASN memahami konsep 
manajemen kinerja secara teoritis, namun hanya 31% yang 
menerapkannya secara konsisten dalam aktivitas kerja sehari-hari 
(LAN, 2024). Fenomena ini mengindikasikan kesenjangan antara 
pengetahuan dan implementasi dalam budaya kinerja yang 
berorientasi pada hasil dan perbaikan berkelanjutan. 

 

Kultur birokrasi tradisional yang menekankan kepatuhan pada aturan 
dan hierarki yang kaku seringkali bertentangan dengan prinsip budaya 
kinerja yang mengedepankan inovasi, kolaborasi, dan pemikiran 
berorientasi hasil. Tantangan transformasi budaya ini semakin 
kompleks dengan heterogenitas generasi dalam ASN, dari baby 
boomers (generasi kelahiran 1946-1964) hingga generasi Z (kelahiran 
1997-2012), yang memiliki nilai, ekspektasi, dan gaya kerja yang 
berbeda. 
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Konsep dan Teori Budaya Kinerja 

Budaya kinerja dalam administrasi publik didefinisikan sebagai sistem 
nilai, norma, dan perilaku organisasi yang menekankan pencapaian 
hasil, pembelajaran berkelanjutan, inovasi, dan akuntabilitas dalam 
melayani kepentingan publik (Schein & Schein, 2023). Konsep ini 
berkembang dari budaya birokrasi tradisional yang menekankan 
stabilitas dan prediktabilitas menuju budaya adaptif yang 
mengutamakan responsivitas dan kelincahan. 

Teori Budaya Organisasi yang dikembangkan oleh Schein 
mengidentifikasi tiga level budaya organisasi: artefak (hal-hal yang 
terlihat seperti struktur, proses, perilaku), nilai-nilai yang dinyatakan 
secara eksplisit, dan asumsi dasar yang tidak disadari namun 
mempengaruhi persepsi dan tindakan. Transformasi budaya kinerja 
memerlukan intervensi di ketiga level ini secara simultan dan 
konsisten. 

Kerangka Budaya Kinerja Tinggi untuk sektor publik mengintegrasikan 
enam dimensi utama. Pertama, orientasi hasil yang menekankan fokus 
pada outcome (hasil) dan dampak daripada sekedar aktivitas. Kedua, 
pembelajaran berkelanjutan yang mendorong eksperimentasi, berbagi 
pengetahuan, dan adaptasi. Ketiga, kolaborasi yang mengoptimalkan 
kerja sama internal dan eksternal untuk mencapai tujuan bersama. 

Keempat, pola pikir inovasi yang menghargai kreativitas dan 
pengambilan risiko yang terkalkulasi. Kelima, sentralitas pelanggan 
yang menempatkan masyarakat sebagai fokus utama dalam setiap 
keputusan dan tindakan. Keenam, integritas dan transparansi yang 
membangun kepercayaan melalui kejujuran dan keterbukaan. 

 

Model Pengembangan SDM 

Teori Pembelajaran Sosial dari Bandura memberikan kerangka kerja 
untuk pengembangan SDM melalui pemodelan, observasi, dan 
penguatan. Dalam konteks budaya kinerja, teori ini menekankan 
pentingnya panutan, pembelajaran sebaya, dan penguatan positif 
dalam mengubah perilaku dan pola pikir pegawai. 

Pendekatan Pengembangan Berbasis Kompetensi mengintegrasikan 
keterampilan teknis, kompetensi perilaku, dan literasi digital yang 
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diperlukan dalam era transformasi digital. Model Pembelajaran 70-20-
10 (70% pembelajaran eksperiensial, 20% pembelajaran sosial, 10% 
pelatihan formal) menjadi pendekatan dominan dalam 
pengembangan kapasitas ASN. 

 

Implementasi Transformasi Budaya di Indonesia 

Transformasi budaya kinerja dalam administrasi publik Indonesia 
menunjukkan beragam pendekatan dan hasil yang bervariasi antar-
instansi. Kementerian Keuangan mengimplementasikan Program 
Transformasi Budaya yang komprehensif melalui inisiatif "MoF Culture 
2024". Program ini mengintegrasikan rekrutmen berbasis kompetensi, 
promosi berbasis kinerja, dan sistem penghargaan inovasi. 

Program Pengembangan Kepemimpinan menggunakan metodologi 
pembelajaran aksi di mana pejabat eselon III-IV menangani tantangan 
bisnis nyata dengan bimbingan dari pemimpin senior. Hasil evaluasi 
menunjukkan peningkatan skor keterlibatan karyawan dari 3,4 
menjadi 4,2 dan indeks inovasi meningkat 156%. 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengembangkan 
Budaya Kinerja Krisis yang menekankan respons cepat, kolaborasi 
antar-lembaga, dan kepemimpinan adaptif. Program Pembelajaran 
Berbasis Simulasi menggunakan skenario bencana untuk 
mengembangkan keterampilan manajemen krisis dan pengambilan 
keputusan dalam tekanan. Penerapan tim lintas fungsi dalam setiap 
respons darurat membangun kultur kolaborasi dan berbagi 
pengetahuan lintas divisi. 

Pemerintah Kota Semarang meluncurkan "Smart ASN Development 
Program" yang mengintegrasikan pelatihan literasi digital, workshop 
pemikiran desain (design thinking), dan keterampilan keterlibatan 
warga. Program menggunakan pendekatan gamification (permainan) 
dengan sistem poin, papan peringkat, dan lencana pencapaian untuk 
meningkatkan motivasi pembelajaran. 

 

Tantangan Struktural Transformasi 

Implementasi transformasi budaya kinerja dalam sektor publik 
Indonesia menghadapi beberapa tantangan struktural yang 
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menghambat perubahan berkelanjutan. Pertama, resistensi terhadap 
perubahan yang berakar pada pola pikir keamanan kerja dan zona 
nyaman dalam rutinitas birokrasi tradisional. Survei ASN Indonesia 
(2024) menunjukkan bahwa 58% pegawai khawatir bahwa 
transformasi budaya akan meningkatkan beban kerja tanpa 
kompensasi yang proporsional. 

Kedua, ketidakselarasan antara nilai-nilai yang dinyatakan dan sistem 
penghargaan di mana retorika tentang budaya kinerja tidak didukung 
oleh sistem promosi, penggajian, dan pengembangan karir yang 
konsisten. Studi BKN (2024) mengidentifikasi bahwa faktor senioritas 
masih mendominasi (67%) keputusan promosi dibandingkan kinerja 
dan kompetensi (33%). 

Ketiga, pemodelan kepemimpinan yang tidak memadai di mana 
pemimpin senior belum secara konsisten mendemonstrasikan 
perilaku yang selaras dengan nilai-nilai budaya kinerja. Hal ini 
menciptakan kesenjangan kredibilitas dan skeptisme di level 
operasional. Keempat, pendekatan satu ukuran untuk semua dalam 
program pengembangan SDM yang mengabaikan keragaman 
karakteristik generasional, latar belakang pendidikan, dan motivasi 
individual ASN. 

 

7.6 Tantangan dan Masa Depan Manajemen Kinerja Publik 

Era Society 5.0 dan Kompleksitas Baru 

Era Society 5.0 (masyarakat super cerdas) dan transformasi digital 
menghadirkan kompleksitas baru dalam manajemen kinerja publik 
Indonesia. Integrasi kecerdasan buatan, analitik big data (data besar), 
dan tata kelola berpusat pada warga memerlukan paradigma baru 
dalam mengukur, mengevaluasi, dan mengembangkan kinerja 
organisasi publik. Konvergensi teknologi digital, perubahan demografi, 
dan ekspektasi masyarakat yang meningkat menuntut sistem 
manajemen kinerja yang tidak hanya responsif terhadap perubahan, 
tetapi juga mampu mengantisipasi dan membentuk masa depan. 

Konsep tata kelola antisipatif (anticipatory governance) yang 
berkembang dalam literatur administrasi publik kontemporer 
menekankan kemampuan sistem pemerintahan untuk 
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mengidentifikasi tren masa depan, menganalisis implikasi kebijakan, 
dan mengadaptasi strategi secara proaktif. Dalam konteks manajemen 
kinerja, hal ini berarti transisi dari evaluasi retrospektif menuju 
optimasi prediktif dan adaptif. 

 

Paradigma Manajemen Kinerja Masa Depan 

Manajemen Kinerja Siap Masa Depan dikonseptualisasikan sebagai 
sistem yang mengintegrasikan analitik prediktif, adaptasi waktu nyata, 
dan stakeholder co-creation (penciptaan bersama pemangku 
kepentingan) dalam mencapai optimasi nilai publik (Parker & Gould, 
2023). Paradigma ini bergeser dari evaluasi retrospektif menuju tata 
kelola prospektif yang mampu mengantisipasi dan merespons 
perubahan secara proaktif. 

Kerangka Tata Kelola Lincah (Agile Governance Framework) 
mengadopsi prinsip-prinsip metodologi lincah dalam manajemen 
kinerja publik: pengembangan iteratif, rapid prototyping (pembuatan 
prototipe cepat), umpan balik berkelanjutan, dan perencanaan 
adaptif. Kecerdasan Kinerja (Performance Intelligence) menggunakan 
algoritma pembelajaran mesin untuk pengenalan pola, deteksi 
anomali, dan pemodelan prediktif dalam optimalisasi kinerja 
organisasi. 

"Era Society 5.0 menuntut manajemen kinerja publik 
adaptif, prediktif, kolaboratif, dan digital. Tantangan 
utama meliputi bias algoritmik, privasi, kesenjangan 
digital, keamanan siber, serta risiko ketergantungan 

berlebihan pada teknologi dibandingkan penilaian 
manusia." 

Ekosistem Kinerja Kolaboratif menekankan integrasi pemangku 
kepentingan dalam co-design metrik, proses ko-evaluasi, dan ko-kreasi 
solusi. Pelacakan kinerja berbasis blockchain memastikan 
transparansi, kekekalan, dan akuntabilitas terdistribusi. Aplikasi 
quantum computing (komputasi kuantum) dalam masalah optimasi 
kompleks membuka peluang terobosan dalam optimasi kinerja multi-
objektif yang sebelumnya tidak dapat dipecahkan secara komputasi. 
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Implementasi Pilot Project dan Inovasi 

Implementasi pilot project Manajemen Kinerja Bertenaga AI di 
Kementerian Komunikasi dan Informatika menggunakan natural 
language processing (pemrosesan bahasa alami) untuk analisis umpan 
balik warga dan computer vision (visi komputer) untuk monitoring 
infrastruktur digital. Pemodelan digital twin (kembar digital) untuk 
simulasi dampak berbagai skenario kebijakan digital. 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengembangkan Dashboard Kinerja 
Terintegrasi yang menggunakan sensor IoT (Internet of Things), citra 
satelit, dan analitik media sosial untuk monitoring waktu nyata kinerja 
pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Sistem ini mampu 
memberikan early warning (peringatan dini) terhadap potensi 
masalah kinerja dan merekomendasikan tindakan korektif secara 
otomatis. 

 

Tantangan dan Risiko Masa Depan 

Tantangan utama meliputi bias algoritmik dalam evaluasi kinerja 
berbasis AI yang dapat memperpetuasi ketidakadilan. Kekhawatiran 
privasi data dalam monitoring kinerja yang ekstensif. Kesenjangan 
digital yang menciptakan ketimpangan kapasitas teknologi antar-
daerah. Implikasi etis penggunaan analitik prediktif dalam keputusan 
SDM. 

Ketergantungan berlebihan pada teknologi yang mengabaikan 
penilaian manusia dan faktor kontekstual. Kerentanan keamanan siber 
dalam sistem kinerja yang saling terhubung. Kelelahan perubahan 
akibat evolusi teknologi yang cepat yang menuntut adaptasi 
berkelanjutan dari ASN. 

 

Relevansi Strategis dan Kebijakan 

Strategi AI Nasional 2045 menetapkan sektor publik bertenaga AI 
sebagai prioritas untuk mencapai Indonesia Emas. Peta Jalan 
Pemerintahan Digital 2030 mengintegrasikan manajemen kinerja 
cerdas dalam transformasi birokrasi. Implementasi Government as a 
Platform memerlukan standardisasi APIs dan interoperabilitas data 
kinerja. 
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Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) 
2030 menuntut metrik kinerja adaptif untuk mengukur kemajuan 
dalam sistem adaptif kompleks. Tata kelola pasca-pandemi 
mempercepat adopsi monitoring kinerja jarak jauh dan alat kolaborasi 
virtual. Adaptasi perubahan iklim memerlukan integrasi indikator 
kinerja lingkungan dalam sistem pengukuran kinerja pemerintah. 

Transformasi menuju administrasi publik yang cerdas, adaptif, dan 
berkelanjutan memerlukan investasi signifikan dalam teknologi, 
pengembangan kapasitas manusia, dan transformasi budaya 
organisasi. Keberhasilan manajemen kinerja masa depan bergantung 
pada kemampuan mengintegrasikan keunggulan teknologi dengan 
kearifan manusia, efisiensi sistem dengan nilai-nilai demokrasi, serta 
inovasi dengan keberlanjutan dalam melayani kepentingan publik 
yang dinamis dan kompleks. 

 

Kesimpulan 

Manajemen kinerja dalam administrasi publik Indonesia menghadapi 
paradoks fundamental antara implementasi formal dan efektivitas 
substantif. Meskipun 78% instansi pemerintah telah menerapkan 
sistem penilaian kinerja, hanya 34% yang berhasil mencapai target 
yang ditetapkan. Kesenjangan ini mengungkapkan tantangan 
kompleks dalam mentransformasi sistem manajemen kinerja dari 
ritual administratif menjadi instrumen perbaikan berkelanjutan yang 
berorientasi pada hasil dan nilai publik. 

Berbeda dengan sektor privat yang fokus pada keuntungan tunggal, 
manajemen kinerja publik menghadapi tujuan ganda yang mencakup 
efisiensi, efektivitas, responsivitas, dan akuntabilitas kepada berbagai 
pemangku kepentingan. Implementasi SAKIP sebagai kerangka utama 
telah membawa kemajuan signifikan, seperti keberhasilan Kota 
Surabaya yang meningkatkan efisiensi pelayanan dari 14 hari menjadi 
3 hari. Namun, tantangan persisten meliputi bias pengukuran yang 
menekankan indikator kuantitatif, gaming behavior yang 
memanipulasi data untuk mencapai target tanpa peningkatan 
substantif, serta rendahnya korelasi antara evaluasi kinerja dengan 
sistem penghargaan dan pengembangan karir. 
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Sistem pengukuran kinerja menghadapi dilema Goodhart's Law, di 
mana fokus berlebihan pada target menciptakan orientasi 
administratif yang mengabaikan kualitas pelayanan—tercermin dalam 
67% keluhan masyarakat. Meskipun 89% instansi memiliki sistem 
evaluasi formal, hanya 23% yang menggunakan hasilnya untuk 
perbaikan kinerja. Inovasi positif terlihat dalam implementasi evaluasi 
berbasis hasil pada Program Indonesia Pintar yang berhasil 
mengurangi angka putus sekolah 34%, dan evaluasi partisipatif pada 
Program Keluarga Harapan yang meningkatkan akuntabilitas di tingkat 
akar rumput. 

Revolusi digital membawa Indonesia naik 15 peringkat dalam 
digitalisasi sektor publik, dengan implementasi mencapai 73% di 
tingkat pusat. Inovasi seperti Sistem Informasi Manajemen Keuangan 
Terintegrasi Kemenkeu yang mengurangi waktu pelaporan dari 21 hari 
menjadi 3 hari, dan Jakarta Smart Performance yang mengintegrasikan 
47 SKPD dalam dashboard terpadu, menunjukkan potensi 
transformatif teknologi. Namun, 61% implementasi belum 
menghasilkan peningkatan produktivitas signifikan karena resistensi 
pegawai, kesenjangan digital antar-daerah (68% pemda mengalami 
keterbatasan infrastruktur TI), dan 15.000+ serangan siber terhadap 
sistem pemerintah pada 2024. 

Kesenjangan antara pengetahuan (84% ASN memahami konsep) dan 
implementasi (hanya 31% menerapkan secara konsisten) 
mengindikasikan tantangan budaya yang mendalam. Transformasi 
memerlukan intervensi holistik seperti Program Transformasi Budaya 
Kemenkeu yang meningkatkan skor keterlibatan karyawan dari 3,4 
menjadi 4,2. Namun, resistensi perubahan (58% pegawai khawatir 
peningkatan beban kerja), dominasi senioritas dalam promosi (67% vs 
33% berbasis kinerja), dan ketidakselarasan antara retorika dengan 
sistem penghargaan tetap menjadi hambatan struktural. 

Era Society 5.0 menuntut paradigma manajemen kinerja yang 
mengintegrasikan analitik prediktif, kecerdasan buatan, dan co-
creation dengan pemangku kepentingan. Pilot project seperti 
Manajemen Kinerja Bertenaga AI di Kominfo dan Dashboard Kinerja 
Terintegrasi Jawa Barat menunjukkan arah masa depan. Namun, 
tantangan bias algoritmik, privasi data, ketergantungan teknologi, dan 
keamanan siber memerlukan pendekatan seimbang yang 
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mengintegrasikan keunggulan teknologi dengan kearifan manusia, 
efisiensi dengan nilai demokrasi, serta inovasi dengan keberlanjutan 
dalam melayani kepentingan publik yang kompleks dan dinamis. 
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BAB 8 

PELAYANAN PUBLIK 

 

Pendahuluan 

Pelayanan publik merupakan inti dari keberadaan negara dan 
legitimasi pemerintahan dalam sistem demokrasi modern. Kualitas 
pelayanan publik tidak hanya mencerminkan kapasitas administratif 
negara, tetapi juga menjadi indikator utama kepercayaan masyarakat 
terhadap institusi pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, 
transformasi pelayanan publik mengalami akselerasi signifikan pasca 
reformasi 1998, dengan berbagai inovasi dan pendekatan baru yang 
berorientasi pada kepuasan dan pemberdayaan masyarakat. 

Survei American Customer Satisfaction Index (2024) menunjukkan 
bahwa kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah federal 
Amerika Serikat mencapai titik tertinggi dalam tujuh tahun terakhir 
dengan skor 68.7 dari 100. Sementara itu, Indonesia masih 
menghadapi tantangan signifikan dengan Ease of Doing Business 
(kemudahan berbisnis) ranking 73 dari 190 negara menurut World 
Bank (2023), yang sebagian besar dipengaruhi oleh kualitas pelayanan 
publik yang belum optimal. 

Era digital dan tuntutan masyarakat yang semakin canggih 
menciptakan paradigma baru dalam pelayanan publik. Konsep 
pemerintahan yang berpusat pada warga menggantikan pendekatan 
birokratis tradisional yang berfokus pada prosedur internal. 
Transformasi ini memerlukan pemahaman mendalam tentang prinsip-
prinsip pelayanan publik, standar kualitas yang terukur, inovasi dalam 
penyampaian layanan, pemanfaatan teknologi digital, dan mekanisme 
evaluasi yang komprehensif. 

Teori implementasi kebijakan publik dari para ahli klasik dan 
kontemporer memberikan landasan teoretis yang kuat untuk 
memahami dinamika pelayanan publik. Woodrow Wilson (1887) 
menekankan pentingnya pemisahan politik dan administrasi untuk 
efisiensi pelayanan, sementara Max Weber mengembangkan konsep 
birokrasi rasional sebagai kerangka struktural pelayanan publik. Para 
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ahli kontemporer seperti Michael Lipsky dengan teori street-level 
bureaucrats (birokrat tingkat jalanan) dan George Edwards III dengan 
model empat faktor implementasi memberikan perspektif modern 
tentang kompleksitas implementasi pelayanan publik. 

Bab ini mengeksplorasi dimensi komprehensif pelayanan publik mulai 
dari landasan konseptual dan prinsip dasar, standar kualitas dan 
indikator kinerja, inovasi dalam metodologi pelayanan, transformasi 
digital melalui pemerintahan elektronik, sistem pengukuran kepuasan 
masyarakat, hingga analisis praktik terbaik pelayanan publik di 
Indonesia. Pembahasan dirancang untuk memberikan pemahaman 
holistik tentang evolusi dan implementasi pelayanan publik yang 
responsif, akuntabel, dan berkelanjutan dalam konteks administrasi 
publik Indonesia yang dinamis. 

 

8.1 Konsep dan Prinsip Pelayanan Publik 

Definisi dan Karakteristik Pelayanan Publik 

Pelayanan publik didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan yang 
dilaksanakan oleh penyelenggara negara untuk memenuhi kebutuhan 
dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas suatu barang, jasa, 
dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik (UU No. 25 Tahun 2009). Konsep ini berkembang dari 
paradigma yang berpusat pada pemerintah menuju pendekatan yang 
berpusat pada warga yang menekankan responsivitas, transparansi, 
dan akuntabilitas dalam setiap aspek penyelenggaraan layanan. 

“Pelayanan publik didefinisikan sebagai segala bentuk 
kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara 

untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil 
setiap warga negara atas suatu barang, jasa, dan 

pelayanan administratif yang disediakan oleh 
penyelenggara pelayanan publik (UU No. 25 Tahun 

2009).” 

Woodrow Wilson (1887), yang dijuluki sebagai Bapak Administrasi 
Publik, menegaskan pentingnya pemisahan antara politik dan 
administrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Wilson 
berpendapat bahwa administrasi yang efisien dan profesional 
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merupakan kunci keberhasilan implementasi kebijakan yang telah 
ditetapkan oleh para politisi. Pandangan Wilson memberikan landasan 
konseptual untuk memahami pelayanan publik sebagai domain teknis-
administratif yang harus dijalankan secara profesional dan 
berorientasi pada hasil. 

Karakteristik fundamental pelayanan publik mencakup lima dimensi 
utama yang saling berinteraksi. Dimensi Kepublikan menekankan 
bahwa layanan ini diselenggarakan untuk kepentingan umum dan 
tidak berorientasi pada keuntungan komersial. Dimensi Universalitas 
memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama 
untuk mengakses layanan tanpa diskriminasi. Dimensi Kontinuitas 
menjamin ketersediaan layanan secara berkelanjutan sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat. Dimensi Responsivitas menuntut 
kemampuan aparatur dalam merespons aspirasi dan kebutuhan 
masyarakat dengan cepat dan tepat. Dimensi Akuntabilitas 
memastikan pertanggungjawaban penyelenggaraan layanan kepada 
masyarakat secara transparan. 

 

Teori Klasik Implementasi Pelayanan Publik 

Max Weber mengembangkan teori birokrasi yang memberikan 
kerangka kerja struktural untuk memahami implementasi pelayanan 
publik. Teori Weber menekankan struktur hierarkis, pembagian kerja 
yang jelas, dan aturan-aturan yang terstandarisasi untuk mencapai 
efisiensi dan rasionalitas dalam organisasi publik. Model birokrasi 
Weber menjadi landasan bagi pemahaman bagaimana birokrasi 
pemerintah seharusnya bekerja secara terstruktur dan teratur dalam 
memberikan pelayanan publik yang konsisten dan dapat diprediksi. 

Kontribusi Weber terhadap implementasi pelayanan publik terletak 
pada konsep otoritas rasional-legal yang menjamin legitimasi dan 
konsistensi dalam penyelenggaraan layanan. Karakteristik birokrasi 
ideal Weber—impersonalitas, hierarki yang jelas, aturan tertulis, dan 
kompetensi teknis—memberikan stabilitas dan prediktabilitas yang 
penting dalam pelayanan publik. Namun, model Weber juga 
menghadapi kritik karena potensi kekakuan birokratis yang dapat 
menghambat responsivitas dan inovasi dalam pelayanan. 
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Evolusi Paradigma Pelayanan Publik 

Evolusi paradigma pelayanan publik dapat ditelusuri melalui empat 
fase transformatif yang mencerminkan perubahan orientasi dan 
pendekatan dalam administrasi publik. Fase Birokratis (1900-1970) 
didominasi oleh pendekatan berbasis aturan yang menekankan 
prosedur formal, hierarki kaku, dan standardisasi proses. Model 
Weber tentang birokrasi rasional menjadi fondasi utama dengan 
karakteristik ketidakberpihakan dan prediktabilitas yang tinggi. 

Fase Manajerial (1970-1990) menandai munculnya Manajemen Publik 
Baru yang mengadopsi prinsip-prinsip manajemen privat dalam sektor 
publik. Penekanan pada efisiensi, efektivitas, dan orientasi hasil mulai 
menggeser dominasi prosedur birokratis tradisional. Fase Partisipatif 
(1990-2010) mengintroduksi konsep partisipasi warga dan tata kelola 
kolaboratif yang mengakui peran aktif masyarakat dalam proses 
penyelenggaraan layanan. 

Fase Digital (2010-sekarang) ditandai oleh transformasi teknologi yang 
fundamental dalam penyampaian layanan. Era ini menghadirkan 
konsep pemerintahan digital, kota pintar, dan kecerdasan buatan 
dalam pelayanan publik yang memungkinkan personalisasi layanan 
dan peningkatan aksesibilitas secara masif. 

 

Teori Kontemporer Implementasi Pelayanan 

Jeffrey L. Pressman dan Aaron Wildavsky (1973) dalam karya seminal 
Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed 
in Oakland memberikan perspektif kritis tentang kompleksitas 
implementasi pelayanan publik. Mereka menunjukkan bahwa 
implementasi kebijakan adalah proses yang sangat kompleks dan 
sering kali mengalami kegagalan meskipun desain kebijakan terlihat 
baik di atas kertas. Analisis Pressman dan Wildavsky menyoroti 
tantangan koordinasi antarlembaga, komunikasi yang buruk, dan 
kompleksitas tahapan implementasi yang relevan dengan 
implementasi pelayanan publik. 

Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn mengembangkan model 
implementasi yang berfokus pada tindakan yang dilakukan oleh 
individu atau kelompok untuk mencapai tujuan kebijakan. Model 



Gunawan Undang & Deden Suhendar 
Administrasi Publik Kontemporer: Teori, Praktik, dan Transformasi Digital Lintas Negara 

 

181 
 

mereka mengidentifikasi enam variabel kunci yang mempengaruhi 
kinerja implementasi: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, 
komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, sikap para 
pelaksana, dan kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. 
Framework Van Meter dan Van Horn memberikan kerangka analisis 
yang struktural untuk memahami faktor-faktor penentu keberhasilan 
implementasi pelayanan publik. 

"Teori implementasi pelayanan publik kontemporer 
menyoroti kompleksitas proses, pentingnya koordinasi 

lintas lembaga, komunikasi efektif, sumber daya 
memadai, dan formulasi kebijakan yang jelas untuk 

keberhasilan implementasi." 

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier mengembangkan model 
implementasi yang menekankan kemampuan kebijakan untuk 
menstrukturkan proses implementasi. Mereka mengklasifikasikan 
variabel yang mempengaruhi implementasi menjadi tiga kategori: 
variabel independen seperti kesulitan masalah, variabel kemampuan 
kebijakan, dan variabel eksternal seperti dukungan publik dan 
perubahan kondisi sosio-ekonomi. Teori Mazmanian dan Sabatier 
menekankan pentingnya formulasi kebijakan yang jelas dan terperinci 
untuk memandu proses implementasi pelayanan publik yang efektif 
dan konsisten. 

 

Prinsip-Prinsip Dasar Pelayanan Publik 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
mengidentifikasi enam prinsip fundamental yang menjadi landasan 
penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Prinsip Kepentingan 
Umum menetapkan bahwa pemberian pelayanan tidak boleh 
mengutamakan kepentingan pribadi dan golongan, melainkan 
mengutamakan kesejahteraan umum dengan tetap memperhatikan 
kepentingan individu yang tidak merugikan kepentingan umum. 

Prinsip Kepastian Hukum menjamin adanya jaminan terwujudnya hak 
dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip Kesetaraan 
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memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan 
yang sama untuk memperoleh layanan yang berkualitas sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku tanpa diskriminasi. 

Michael Lipsky mengembangkan konsep birokrat tingkat jalanan yang 
memberikan perspektif unik tentang implementasi pelayanan publik. 
Lipsky berpendapat bahwa para pegawai publik yang berinteraksi 
langsung dengan masyarakat—seperti guru, polisi, petugas 
pelayanan—memiliki diskresi dalam melaksanakan kebijakan dan 
secara kolektif menentukan hasil implementasi kebijakan. Konsep 
street-level bureaucrats (birokrat tingkat jalanan) menunjukkan bahwa 
implementasi tidak hanya bersifat top-down (dari atas ke bawah), 
tetapi juga dipengaruhi oleh keputusan dan perilaku di tingkat 
implementasi lapangan. 

 

8.2 Standar dan Kualitas Pelayanan Publik 

Kerangka Konseptual Standar Pelayanan 

Standar Pelayanan Publik didefinisikan sebagai tolok ukur yang 
dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan 
acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji 
penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang 
berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur (Permenpan RB 
No. 15 Tahun 2014). Konsep standarisasi ini berkembang dari 
paradigma berbasis kepatuhan menuju berbasis kinerja yang 
menekankan pencapaian hasil dan kepuasan pengguna layanan. 

"Standar pelayanan publik menekankan kepatuhan, 
kinerja, dan partisipasi masyarakat. Model Edwards 

serta dimensi kualitas SERVQUAL+transparansi 
menjadi kerangka implementasi, sementara 

manajemen mutu total menekankan kepemimpinan, 
keterlibatan pegawai, proses efisien, dan perbaikan 

berkelanjutan." 

Christopher Hood (1976) dalam karyanya The Limits of Administration 
mengemukakan bahwa terdapat batasan-batasan dalam administrasi 
untuk mencapai implementasi yang sempurna. Hood berpendapat 
bahwa implementasi yang sempurna memerlukan sistem administrasi 
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yang sangat terpadu, seperti sistem militer, yang sering kali tidak 
realistis dalam konteks pemerintahan sipil. Pandangan Hood 
memberikan perspektif realistis bahwa tidak semua kebijakan dapat 
diimplementasikan dengan sempurna dan menyoroti kendala 
struktural yang dihadapi birokrasi dalam memberikan pelayanan 
publik berkualitas tinggi. 

Kerangka teoretis pengembangan standar pelayanan 
mengintegrasikan tiga pendekatan utama. Pendekatan Normatif 
berfokus pada kesesuaian dengan regulasi dan prosedur yang 
ditetapkan, dengan penekanan pada aspek legalitas dan akuntabilitas 
formal. Pendekatan Empiris menekankan pengukuran kinerja aktual 
melalui indikator kuantitatif dan kualitatif yang dapat diverifikasi 
secara objektif. Pendekatan Partisipatif mengintegrasikan persepsi 
dan ekspektasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam proses 
penetapan dan evaluasi standar. 

 

Model Implementasi George Edwards III 

George C. Edwards III mengembangkan model implementasi kebijakan 
yang menekankan empat faktor utama yang mempengaruhi 
keberhasilan implementasi pelayanan publik. Faktor Komunikasi 
mencakup kejelasan dan konsistensi informasi kebijakan yang 
disampaikan kepada implementor dan masyarakat. Komunikasi yang 
efektif memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan, prosedur, 
dan standar pelayanan yang ditetapkan. 

"Model Edwards III menekankan komunikasi, 
sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi 

sebagai penentu implementasi. Dimensi 
kualitas pelayanan publik meliputi 

keandalan, ketanggapan, jaminan, empati, 
bukti fisik, serta transparansi, membentuk 

kerangka peningkatan pelayanan yang efektif 
dan akuntabel." 

Faktor Sumber Daya meliputi ketersediaan anggaran, personel yang 
kompeten, fasilitas, dan teknologi yang dibutuhkan untuk 
implementasi pelayanan yang berkualitas. Faktor Disposisi berkaitan 
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dengan sikap dan komitmen para implementor terhadap kebijakan 
pelayanan publik. Faktor Struktur Birokrasi mencakup aspek 
organisasi, prosedur standar operasi, dan koordinasi antar unit yang 
mempengaruhi efektivitas implementasi. 

Model Edwards memberikan framework praktis untuk menganalisis 
dan meningkatkan kualitas implementasi pelayanan publik. Keempat 
faktor ini saling berinteraksi dan jika salah satu faktor tidak memadai, 
implementasi kebijakan berpotensi mengalami kegagalan atau tidak 
mencapai standar kualitas yang diharapkan. 

 

Dimensi dan Indikator Kualitas Pelayanan 

Model kualitas pelayanan yang dikembangkan oleh Parasuraman, 
Zeithaml, dan Berry (2018) mengidentifikasi lima dimensi kualitas 
pelayanan yang telah diadaptasi untuk konteks sektor publik 
Indonesia. Dimensi Keandalan mengukur kemampuan memberikan 
layanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan konsisten. 
Indikator meliputi ketepatan waktu penyelesaian, akurasi informasi, 
dan konsistensi prosedur. 

Dimensi Ketanggapan mengevaluasi kemauan dan kemampuan 
aparatur untuk membantu pengguna layanan dan memberikan 
layanan dengan cepat dan tepat. Dimensi Jaminan mencakup 
kompetensi, kredibilitas, keamanan, dan sopan santun aparatur yang 
menimbulkan kepercayaan dan keyakinan pengguna layanan. Dimensi 
Empati mengukur kemampuan aparatur memahami kebutuhan 
spesifik pengguna layanan dan memberikan perhatian individual. 

Dimensi Bukti Fisik mengevaluasi penampilan fasilitas fisik, peralatan, 
personel, dan materi komunikasi yang mendukung proses pelayanan. 
Adaptasi untuk sektor publik Indonesia menambahkan Dimensi 
Transparansi yang mengukur keterbukaan informasi mengenai 
prosedur, persyaratan, waktu, dan biaya pelayanan. 

 

Sistem Manajemen Mutu Pelayanan 

Implementasi sistem manajemen mutu dalam pelayanan publik 
mengadopsi prinsip-prinsip manajemen mutu total yang disesuaikan 
dengan karakteristik sektor publik. Prinsip Fokus Pelanggan 



Gunawan Undang & Deden Suhendar 
Administrasi Publik Kontemporer: Teori, Praktik, dan Transformasi Digital Lintas Negara 

 

185 
 

menempatkan kepuasan dan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas 
utama dalam setiap proses pengambilan keputusan dan desain 
layanan. Prinsip Kepemimpinan menekankan komitmen dan 
keterlibatan aktif pimpinan dalam menciptakan budaya kualitas di 
seluruh tingkatan organisasi. 

Prinsip Keterlibatan Pegawai mendorong partisipasi aktif seluruh 
aparatur dalam upaya peningkatan kualitas melalui program sistem 
saran, lingkaran kualitas, dan pemberdayaan karyawan. Prinsip 
Pendekatan Proses menekankan pemahaman dan pengelolaan 
aktivitas sebagai serangkaian proses yang saling terkait untuk 
mencapai hasil yang diinginkan secara efisien. 

Prinsip Perbaikan Berkelanjutan menerapkan siklus Rencanakan-
Kerjakan-Periksa-Tindak dalam setiap aspek penyelenggaraan 
layanan. Prinsip Pengambilan Keputusan Berdasarkan Fakta 
memastikan bahwa keputusan dan tindakan didasarkan pada analisis 
data dan informasi yang akurat dan dapat diverifikasi. 

 

8.3 Inovasi dalam Pelayanan Publik 

Konsep dan Tipologi Inovasi Pelayanan Publik 

Inovasi pelayanan publik didefinisikan sebagai terobosan jenis 
pelayanan baik yang merupakan gagasan atau ide kreatif orisinal dan 
atau adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi 
masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (Permenpan 
RB No. 30 Tahun 2014). Konsep ini berkembang dari paradigma inovasi 
sebagai penemuan menuju inovasi sebagai implementasi yang 
menekankan pada adopsi, adaptasi, dan difusi ide-ide baru dalam 
konteks organisasi publik yang spesifik. 

Tipologi inovasi pelayanan publik menggunakan kerangka kerja 
multidimensional yang mengintegrasikan tingkat kebaruan dan ruang 
lingkup implementasi. Inovasi Inkremental merupakan perbaikan 
bertahap pada layanan yang sudah ada, seperti penyederhanaan 
prosedur atau pengurangan waktu tunggu. Inovasi Radikal melibatkan 
perubahan fundamental dalam konsep atau metode pelayanan, 
seperti transformasi dari layanan manual ke digital atau pengenalan 
model bisnis baru. 
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"Inovasi pelayanan publik mencakup perbaikan 
inkremental, transformasi radikal, proses, produk, 

organisasi, dan ekosistem. Prosesnya melalui corong 
inovasi: identifikasi masalah, ideasi, prototipe, uji 

coba, perluasan. Keberhasilan ditentukan 
kepemimpinan, budaya inovatif, sumber daya, 

teknologi, serta menghadapi resistensi, regulasi kaku, 
dan keterbatasan anggaran." 

Berdasarkan ruang lingkup, inovasi dapat dikategorikan menjadi 
Inovasi Proses yang fokus pada perbaikan alur kerja dan prosedur 
internal, Inovasi Produk/Layanan yang menghasilkan jenis layanan 
baru atau peningkatan signifikan layanan yang ada, Inovasi Organisasi 
yang melibatkan perubahan struktur dan budaya kerja, dan Inovasi 
Ekosistem yang mentransformasi hubungan antar-pemangku 
kepentingan dalam penyelenggaraan layanan. 

 

Siklus dan Proses Inovasi dalam Sektor Publik 

Model Innovation Funnel (corong inovasi) yang diadaptasi untuk 
sektor publik mengidentifikasi lima tahapan kritis dalam proses 
inovasi. Tahap Identifikasi Masalah melibatkan analisis sistematis 
terhadap titik-titik masalah dalam pelayanan yang ada melalui survei 
kepuasan, analisis keluhan, dan keterlibatan warga. Tahap 
Pembangkitan Ide menggunakan metodologi pemikiran desain, curah 
pendapat, dan ko-kreasi dengan melibatkan aparatur, masyarakat, 
dan pemangku kepentingan terkait. 

"Model corong inovasi sektor publik mencakup lima 
tahapan kritis: identifikasi masalah, pembangkitan ide, 

pembuatan prototipe, implementasi percontohan, hingga 
perluasan skala." 

Tahap Pembuatan Prototipe mengembangkan layanan minimum 
yang dapat dijalankan untuk menguji konsep dan mengidentifikasi 
potensi masalah implementasi. Tahap Implementasi Percontohan 
melakukan ujicoba terbatas pada segmen pengguna tertentu untuk 
mengukur efektivitas dan penerimaan pengguna. Tahap Perluasan 
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Skala melibatkan ekspansi ke seluruh unit layanan dengan 
penyesuaian berdasarkan pembelajaran dari tahap percontohan. 

 

Faktor Pendorong dan Penghambat Inovasi 

Survei Inovasi Pelayanan Publik Kemenpan RB (2023) mengidentifikasi 
faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan inovasi dalam 
instansi pemerintah. Faktor Pendorong Internal meliputi komitmen 
kepemimpinan (berpengaruh 34%), budaya organisasi yang 
mendukung inovasi (28%), ketersediaan sumber daya manusia yang 
kompeten (23%), dan dukungan anggaran yang memadai (15%). 

Faktor Pendorong Eksternal mencakup tekanan masyarakat untuk 
peningkatan layanan, tekanan kompetitif antar-daerah, dukungan 
regulasi yang mendorong inovasi, dan ketersediaan teknologi yang 
terjangkau dan mudah digunakan. Kemitraan dengan universitas, 
sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil juga terbukti 
mempercepat proses inovasi melalui transfer pengetahuan dan 
berbagi sumber daya. 

Faktor Penghambat yang paling signifikan adalah resistensi terhadap 
perubahan dari internal organisasi (41%), keterbatasan anggaran 
untuk riset dan pengembangan (31%), regulasi yang kaku dan tidak 
mendukung eksperimen (18%), serta kurangnya kompetensi teknis 
aparatur dalam mengimplementasikan teknologi baru (10%). Budaya 
menghindari risiko dalam birokrasi sering menghambat inovasi 
terobosan yang memerlukan pengambilan risiko yang terkalkulasi. 

 

8.4 E-Government dan Digitalisasi Layanan 

Paradigma dan Evolusi E-Government 

Pemerintahan elektronik didefinisikan sebagai penggunaan teknologi 
informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk memberikan 
layanan kepada masyarakat, dunia usaha, dan unit pemerintah lainnya 
(UN E-Government Survey, 2024). Paradigma ini berkembang dari 
konsep otomasi pemerintahan yang sederhana menuju transformasi 
digital yang komprehensif, mengubah fundamental cara pemerintah 
berinteraksi dengan pemangku kepentingan dan menyelenggarakan 
fungsi-fungsi publiknya. 
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Evolusi e-government (pemerintahan elektronik) dapat ditelusuri 
melalui empat tahapan maturitas yang mencerminkan tingkat 
integrasi dan sofistikasi teknologi. Tahap Emerging (kehadiran web) 
ditandai oleh kehadiran online pemerintah melalui website statis yang 
menyediakan informasi dasar. Tahap Enhanced (interaksi satu arah) 
memungkinkan unduhan formulir dan akses ke database pemerintah. 
Tahap Transactional (interaksi dua arah) memfasilitasi transaksi 
online seperti pembayaran pajak dan aplikasi perizinan. 

Tahap Connected (integrasi) mengintegrasikan layanan lintas instansi 
melalui single sign-on (masuk sekali), database bersama, dan 
interoperability (kemampuan bekerja sama) antar sistem. Indonesia 
saat ini berada dalam transisi dari tahap transaksional ke terhubung, 
dengan berbagai inisiatif integrasi seperti Nomor Identitas Tunggal 
(NIK) dan National Single Window (jendela tunggal nasional) untuk 
perdagangan internasional. 

 

Arsitektur dan Framework Teknologi E-Government 

Arsitektur perusahaan untuk e-government mengadopsi framework 
yang diadaptasi untuk kebutuhan sektor publik. Arsitektur Bisnis 
mendefinisikan proses bisnis, organisasi, dan struktur tata kelola yang 
diperlukan untuk mendukung layanan digital. Arsitektur Data 
merancang struktur dan siklus hidup data pemerintah dengan 
memperhatikan aspek privasi, keamanan, dan kemampuan bekerja 
sama. 

"E-government berevolusi dari web statis menuju 
layanan digital terintegrasi berbasis life-event, 

dengan arsitektur bisnis, data, aplikasi, teknologi, 
serta keamanan siber. Indonesia bergerak ke tahap 
connected melalui identitas tunggal, integrasi lintas 

instansi, dan portal layanan terpadu." 

Arsitektur Aplikasi mengintegrasikan aplikasi dan sistem informasi 
yang ada dengan platform digital baru melalui Arsitektur Berorientasi 
Layanan dan Application Programming Interface (antarmuka 
pemrograman aplikasi). Arsitektur Teknologi menyediakan 
infrastruktur teknologi dasar seperti komputasi awan, jaringan, 
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keamanan, dan pusat data yang mendukung operasional e-
government. 

 

Implementasi Layanan Digital Terintegrasi 

Model implementasi layanan digital terintegrasi menggunakan 
pendekatan life-event (peristiwa kehidupan) yang mengelompokkan 
layanan berdasarkan kebutuhan masyarakat dalam siklus hidup 
mereka. Life Event "Birth" (kelahiran) mengintegrasikan layanan 
seperti akta kelahiran, kartu identitas anak, dan pendaftaran jaminan 
sosial dalam satu platform. Life Event "Education" (pendidikan) 
menghubungkan layanan pendaftaran sekolah, aplikasi beasiswa, dan 
sertifikasi akademik. 

Life Event "Business" (bisnis) mengintegrasikan perizinan usaha, 
perpajakan, dan laporan kepatuhan melalui Sistem Pelayanan 
Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang 
telah diimplementasikan di Indonesia. Gerbang Digital Tunggal 
memungkinkan masyarakat mengakses seluruh layanan pemerintah 
melalui satu portal dengan single sign-on menggunakan identitas 
digital tunggal. 

 

Keamanan Siber dan Perlindungan Data 

Framework keamanan siber untuk e-government menggunakan 
standar yang diadaptasi untuk kebutuhan Indonesia melalui Kerangka 
Kerja Keamanan Siber Indonesia. Fungsi Identifikasi melakukan 
inventarisasi aset digital pemerintah dan mengidentifikasi lanskap 
ancaman yang spesifik untuk sektor publik. Fungsi Perlindungan 
mengimplementasikan kontrol keamanan seperti kontrol akses, 
enkripsi data, dan pelatihan kesadaran keamanan. 

Fungsi Deteksi mengembangkan sistem pemantauan dan deteksi 
intrusi untuk mengidentifikasi anomali dan potensi pelanggaran 
keamanan. Fungsi Respons menyiapkan rencana respons insiden dan 
komunikasi krisis untuk menangani insiden keamanan. Fungsi 
Pemulihan memastikan kontinuitas bisnis dan pembelajaran dari 
insiden untuk meningkatkan postur keamanan. 
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8.5 Pengukuran Kepuasan Masyarakat 

Framework Teoretis Kepuasan Pelanggan Publik 

Konsep kepuasan dalam konteks pelayanan publik mengadopsi dan 
mengadaptasi teori kepuasan pelanggan dari sektor privat dengan 
mempertimbangkan karakteristik unik sektor publik. Model 
Expectation-Disconfirmation Theory (teori ketidaksesuaian ekspektasi) 
dari Oliver (2020) menjadi landasan teoretis utama yang menjelaskan 
kepuasan sebagai hasil perbandingan antara ekspektasi sebelum 
menerima layanan dengan persepsi kinerja aktual layanan yang 
diterima. 

Framework Kepuasan Warga mengintegrasikan tiga komponen 
fundamental. Komponen Kognitif berkaitan dengan evaluasi rasional 
terhadap atribut layanan seperti kecepatan, akurasi, dan kelengkapan. 
Komponen Afektif meliputi perasaan dan emosi yang muncul selama 
proses pelayanan, seperti rasa dihargai, nyaman, atau frustasi. 
Komponen Konatif terkait dengan intensi perilaku di masa depan, 
seperti kesediaan menggunakan layanan kembali atau 
merekomendasikan kepada orang lain. 

Model Kepuasan Pelayanan Publik yang dikembangkan Van Ryzin 
(2024) mengidentifikasi anteseden dan konsekuensi kepuasan dalam 
konteks pelayanan publik. Anteseden mencakup ekspektasi 
masyarakat, kualitas layanan yang dirasakan, persepsi keadilan, dan 
atribusi tentang penyebab masalah layanan. Konsekuensi meliputi 
kepercayaan pada pemerintah, keterlibatan sipil, dan kepatuhan 
terhadap regulasi pemerintah. 

 

Metodologi dan Instrumen Pengukuran 

Metodologi survei untuk mengukur kepuasan masyarakat 
menggunakan kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang 
disesuaikan dengan karakteristik demografis dan geografis Indonesia 
yang beragam. Pendekatan Kuantitatif menggunakan kuesioner 
terstruktur dengan skala Likert, diferensial semantik, atau skala 
penilaian untuk mengukur berbagai dimensi kepuasan secara 
sistematis dan dapat dikomparasikan antar waktu dan wilayah. 
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Pendekatan Kualitatif menggunakan diskusi kelompok terfokus, 
wawancara mendalam, dan observasi partisipatif untuk memperoleh 
wawasan mendalam tentang pengalaman pengguna layanan. 
Pendekatan metode campuran mengombinasikan kedua pendekatan 
untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang tingkat dan 
faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat. 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan 9 unsur penilaian 
yang telah disederhanakan dari 14 unsur sebelumnya berdasarkan 
Permenpan RB No. 14 Tahun 2017. Unsur-unsur tersebut meliputi 
persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, 
biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, 
perilaku pelaksana, dan penanganan pengaduan, saran dan masukan. 

 

Sistem Monitoring dan Early Warning 

Sistem pemantauan waktu nyata mengintegrasikan berbagai sumber 
data untuk memberikan gambaran terkini tentang tingkat kepuasan 
masyarakat. Sistem Manajemen Keluhan menganalisis volume, jenis, 
dan tren pengaduan sebagai indikator proksi kepuasan. Pemantauan 
Media Sosial menggunakan analisis sentimen untuk mengukur 
persepsi publik terhadap layanan pemerintah di platform digital. 

Analitik Layanan mengintegrasikan data operasional layanan seperti 
waktu tunggu, tingkat penyelesaian layanan, dan tingkat kesalahan 
dengan data kepuasan untuk mengidentifikasi korelasi dan sinyal 
peringatan dini. Dashboard dan scorecard (kartu skor) menyediakan 
visualisasi data yang mudah dipahami untuk pengambil keputusan di 
berbagai tingkatan. 

 

8.6 Studi Kasus Pelayanan Publik Terbaik 

Metodologi Analisis Best Practices 

Analisis praktik terbaik pelayanan publik menggunakan metodologi 
studi kasus komparatif dengan pendekatan desain multi-kasus untuk 
mengidentifikasi pola, faktor keberhasilan, dan pembelajaran dari 
implementasi inovasi pelayanan di berbagai konteks organisasi dan 
geografis. Framework analisis mengadopsi konfigurasi Konteks-
Mekanisme-Hasil yang dikembangkan oleh Pawson dan Tilley (2018) 
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untuk memahami bagaimana konteks spesifik mempengaruhi 
mekanisme intervensi dan menghasilkan hasil tertentu. 

Analisis Konteks mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan yang 
mempengaruhi implementasi inovasi, termasuk kondisi sosio-
ekonomi, karakteristik demografis, lanskap politik, kapasitas 
institusional, dan faktor budaya. Analisis Mekanisme mengevaluasi 
strategi, proses, dan intervensi spesifik yang diimplementasikan untuk 
mencapai perbaikan layanan. Analisis Hasil mengukur dampak yang 
dihasilkan melalui indikator kuantitatif dan kualitatif yang terukur dan 
dapat diverifikasi. 

 

Kasus 1: Transformasi Perizinan Terpadu Kota Surabaya 

Pemerintah Kota Surabaya berhasil mentransformasi sistem perizinan 
dari multi-door (pintu banyak) menjadi single-window (jendela 
tunggal) melalui implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 
yang terintegrasi dengan sistem digital. Konteks implementasi dimulai 
tahun 2010 ketika Kota Surabaya menghadapi tekanan untuk 
meningkatkan kemudahan berbisnis dan mengurangi birokrasi 
berbelit yang menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. 

Mekanisme Intervensi meliputi lima komponen utama. Rekayasa 
Ulang Proses Bisnis menyederhanakan alur perizinan dari rata-rata 15 
tahapan menjadi 5 tahapan dengan eliminasi proses redundan. 
Integrasi Teknologi mengembangkan Surabaya Single Window 
(jendela tunggal Surabaya) yang mengintegrasikan 47 jenis izin dalam 
satu platform digital. Restrukturisasi Organisasi membentuk Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai otoritas 
tunggal untuk koordinasi perizinan. 

Hasil yang Dicapai menunjukkan transformasi signifikan dalam 
berbagai indikator kinerja. Waktu penyelesaian izin usaha berkurang 
dari rata-rata 45 hari menjadi 3-7 hari. Skor kualitas layanan meningkat 
dari 2.8 menjadi 4.2 dalam skala 5. Jumlah aplikasi perizinan online 
meningkat dari 5% menjadi 87% dalam periode 2010-2023. Investasi 
di Kota Surabaya meningkat 340% dari Rp 8.5 triliun pada 2010 
menjadi Rp 37.4 triliun pada 2023. 
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Kasus 2: Sistem Kesehatan Terintegrasi Provinsi Jawa Barat 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengimplementasikan Sistem 
Informasi Kesehatan Terintegrasi yang menghubungkan seluruh 
fasilitas kesehatan dari tingkat puskesmas hingga rumah sakit rujukan 
dalam satu jaringan digital. Konteks implementasi dilatarbelakangi 
oleh fragmentasi sistem informasi kesehatan yang menyebabkan 
duplikasi data, kesulitan pemantauan epidemiologi, dan inefisiensi 
dalam alokasi sumber daya. 

"Studi kasus Surabaya dan Jawa Barat menunjukkan 
transformasi pelayanan publik melalui digitalisasi 

perizinan dan integrasi kesehatan. Keberhasilan 
ditentukan kepemimpinan, manajemen perubahan, 

teknologi sebagai enabler, pendekatan berpusat 
warga, serta perbaikan berkelanjutan berbasis umpan 

balik." 

Mekanisme Intervensi menggunakan pendekatan implementasi 
bertahap selama 2018-2022. Fase 1 mengembangkan Health 
Information Exchange (pertukaran informasi kesehatan) yang 
memungkinkan berbagi data pasien antar fasilitas kesehatan. Fase 2 
implementasi catatan medis elektronik yang standar di 1,200+ fasilitas 
kesehatan. Fase 3 integrasi dengan sistem nasional seperti Kartu 
Indonesia Sehat dan Jaminan Kesehatan Nasional. 

Hasil yang Dicapai menunjukkan peningkatan signifikan dalam 
indikator kesehatan masyarakat. Aksesibilitas layanan kesehatan 
meningkat 67% terutama di daerah terpencil melalui layanan 
telemedicine (telemedisin). Akurasi diagnosis meningkat 34% melalui 
sistem pendukung keputusan. Biaya layanan kesehatan berkurang 
28% melalui eliminasi duplikasi pemeriksaan dan optimisasi sistem 
rujukan. Kepuasan pasien meningkat dari 3.1 menjadi 4.4, dan 
kepuasan penyedia layanan kesehatan dari 2.9 menjadi 4.1. 

 

Analisis Komparatif dan Lessons Learned 

Analisis komparatif terhadap studi kasus mengidentifikasi faktor-
faktor kunci keberhasilan yang dapat direplikasi di konteks lain. 
Komitmen Kepemimpinan menjadi faktor paling determinan, dengan 
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seluruh kasus menunjukkan dukungan penuh dari kepemimpinan 
tertinggi yang konsisten selama implementasi. Manajemen 
Perubahan yang sistematis dengan melibatkan seluruh pemangku 
kepentingan internal dan eksternal terbukti kritis untuk mengatasi 
resistensi dan membangun dukungan. 

Teknologi sebagai Pemungkin menunjukkan bahwa teknologi bukan 
tujuan akhir tetapi alat untuk mencapai perbaikan layanan. 
Pendekatan Berpusat pada Warga yang menempatkan kebutuhan 
masyarakat sebagai titik awal dalam desain layanan menghasilkan 
tingkat adopsi yang tinggi. Perbaikan Berkelanjutan melalui feedback 
loop (lingkaran umpan balik) dan iterasi berkelanjutan memungkinkan 
penyesuaian dengan kebutuhan yang berubah. 
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BAB 9 

ETIKA DAN AKUNTABILITAS ADMINISTRASI PUBLIK 

 

Pendahuluan 

Krisis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan Indonesia 
mencapai titik yang mengkhawatirkan, dengan indeks kepercayaan 
masyarakat terhadap birokrasi menurun tajam dari 68% pada 2019 
menjadi 42% pada 2024. Penurunan drastis ini mengindikasikan 
urgensi fundamental dalam memperkuat fondasi etika dan 
akuntabilitas sebagai tulang punggung administrasi publik yang 
kredibel dan responsif. 

Paradoks administrasi publik kontemporer terletak pada ketegangan 
antara efisiensi manajerial dan nilai-nilai demokratis, antara otonomi 
profesional dan akuntabilitas publik, serta antara netralitas birokrasi 
dan tata kelola yang responsif. Era digitalisasi dan transparansi 
informasi semakin memperketat pengawasan terhadap perilaku 
aparatur negara, menciptakan tantangan etika baru yang belum 
sepenuhnya diantisipasi dalam kerangka kerja etika tradisional. 

Kompleksitas dilema moral dalam proses pengambilan keputusan 
publik memerlukan pemahaman komprehensif tentang prinsip-prinsip 
etika yang dapat menjadi kompas navigasi dalam berbagai situasi yang 
secara etis masih ambigu. Fenomena ini tidak terlepas dari berbagai 
kasus pelanggaran etika yang terus bermunculan, mulai dari korupsi 
hingga penyalahgunaan wewenang yang merusak kontrak sosial 
antara pemerintah dan masyarakat. 

Transformasi menuju administrasi publik yang etis dan akuntabel 
memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan internalisasi 
nilai, mekanisme institusional, dan transformasi budaya organisasi. 
Dengan membangun infrastruktur etika yang kokoh, administrasi 
publik dapat memulihkan kepercayaan masyarakat dan menciptakan 
tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan dan responsif terhadap 
kebutuhan publik. 
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9.1 Konsep dan Prinsip Etika Administrasi Publik 

Paradoks Kepercayaan Publik dan Urgensi Penguatan Etika 

Krisis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah Indonesia 
mencapai titik mengkhawatirkan dengan indeks kepercayaan 
terhadap birokrasi menurun dari 68% pada 2019 menjadi 42% pada 
2024, mengindikasikan urgensi penguatan fondasi etika dalam 
administrasi publik (Edelman Trust Barometer, 2024). Fenomena ini 
tidak terlepas dari berbagai kasus pelanggaran etika yang terus 
bermunculan, mulai dari korupsi hingga penyalahgunaan wewenang 
yang merusak kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat. 

"Kepercayaan publik terhadap birokrasi anjlok dari 68% 
menjadi 42%, menandakan krisis etika akut yang 

memerlukan penguatan nilai-nilai fundamental 
administrasi publik di era digital." 

Paradoks modern administrasi publik terletak pada ketegangan antara 
efisiensi manajerial dan nilai-nilai demokratis, antara otonomi 
profesional dan akuntabilitas publik, serta antara netralitas birokrasi 
dan tata kelola yang responsif. Era digitalisasi dan transparansi 
informasi semakin memperbesar pengawasan terhadap perilaku 
aparatur, menciptakan tantangan etika baru yang belum sepenuhnya 
diantisipasi dalam kerangka etika tradisional. 

Kompleksitas dilema moral dalam proses pengambilan keputusan 
memerlukan pemahaman komprehensif tentang prinsip-prinsip etika 
yang dapat menjadi kompas dalam navigasi berbagai situasi yang 
secara etis masih ambigu. Sub-bab ini akan mengeksplorasi fondasi 
filosofis etika administrasi publik, evolusi konseptual, dan aplikasinya 
dalam konteks tata kelola kontemporer Indonesia. 

 

Fondasi Teoretis Etika Administrasi Publik 

Etika administrasi publik didefinisikan sebagai sistem prinsip moral dan 
kerangka nilai yang memandu perilaku pejabat publik dalam 
melaksanakan fungsi pemerintahan untuk mencapai kepentingan 
publik dengan mempertimbangkan aspek integritas, akuntabilitas, 
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transparansi, dan responsivitas (Cooper, 2023). Konsep ini 
berkembang dari pendekatan etika berbasis aturan menuju 
pendekatan berbasis kebajikan yang menekankan pembentukan 
karakter dan penalaran moral. 

Etika deontologis dari Kant memberikan kerangka kerja bahwa 
tindakan etis didasarkan pada kewajiban kategoris dan kewajiban 
berbasis tugas tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Dalam konteks 
administrasi publik, pendekatan ini menekankan kepatuhan terhadap 
kode profesi, persyaratan hukum, dan norma institusional. Etika 
utilitarian dari Mill fokus pada kebaikan terbesar untuk jumlah 
terbesar, mendorong pejabat publik untuk mempertimbangkan 
analisis biaya-manfaat dan kesejahteraan agregat dalam pengambilan 
keputusan. 

"Etika administrasi publik mengintegrasikan pendekatan 
deontologis, utilitarian, dan kebajikan dalam kerangka 

pengambilan keputusan sistematis yang 
mempertimbangkan integritas, akuntabilitas, 

transparansi, dan kepentingan pemangku kepentingan." 

Etika kebajikan dari Aristoteles yang diadaptasi untuk sektor publik 
mengidentifikasi kebajikan utama: kehati-hatian (kebijaksanaan dalam 
penilaian), keadilan (kesetaraan dalam perlakuan), kesederhanaan 
(moderasi dalam penggunaan kekuasaan), dan ketabahan (keberanian 
dalam menghadapi tantangan). Kerangka kerja etika pelayanan publik 
mengintegrasikan empat dimensi: etika individual (integritas pribadi), 
etika profesional (standar kompetensi), etika organisasional (budaya 
institusional), dan etika rezim (nilai-nilai demokratis). 

Model pengambilan keputusan etis menggunakan pendekatan 
sistematis seperti kerangka ETIKA: Evaluasi dimensi etis, Telaah 
alternatif, Hormati kepentingan pemangku kepentingan, Identifikasi 
konsekuensi, Pertimbangkan karakter dan integritas, Seleksi tindakan 
terbaik. Teori pemangku kepentingan menekankan pentingnya 
mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang terdampak 
kebijakan. 
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Implementasi dan Tantangan Praktis 

Implementasi etika dalam administrasi publik Indonesia menunjukkan 
beragam pendekatan dan tingkat keberhasilan yang bervariasi. Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan "Kerangka Kerja 
Integritas" yang mengintegrasikan pencegahan, pendidikan, dan 
penegakan melalui program Zona Integritas untuk instansi 
pemerintah. Program ini menggunakan metodologi penilaian diri 
berdasarkan 6 area reformasi birokrasi dan menghasilkan Wilayah 
Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 
(WBBM). 

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa instansi dengan sertifikasi 
WBK/WBBM mengalami peningkatan indeks kepercayaan publik rata-
rata 23% dan penurunan keluhan pelayanan hingga 45%. Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
meluncurkan "Program Integrasi Etika dan Nilai" yang 
mengembangkan Nilai Inti ASN: berorientasi pelayanan, akuntabel, 
kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. 

Program menggunakan pendekatan berbasis kompetensi dalam 
rekrutmen, manajemen kinerja, dan pengembangan karier. Pelatihan 
etika wajib untuk seluruh ASN dengan metodologi pembelajaran 
berbasis kasus dan latihan penalaran moral. Pemerintah Kota 
Semarang mengimplementasikan "Tata Kelola Etis Semarang" yang 
mengintegrasikan sistem pelaporan pelanggaran, komite etika, dan 
mekanisme pengaduan warga. 

Platform "Lapor Walikota" memungkinkan masyarakat melaporkan 
pelanggaran etika secara daring dengan jaminan perlindungan dan 
transparansi tindak lanjut. Program Duta Etika melatih 2,000+ pegawai 
sebagai juara etika dalam organisasi. Program berhasil meningkatkan 
tingkat kepatuhan etika dari 67% menjadi 91% dan kepuasan warga 
terhadap integritas pelayanan mencapai 4,3 dari skala 5,0. 

 

Evaluasi Kritis dan Tantangan Implementasi 

Implementasi etika dalam administrasi publik Indonesia menghadapi 
berbagai tantangan struktural yang menghambat efektivitas program 
etika. Pertama, pendekatan formalistik yang menekankan kepatuhan 
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terhadap kode etik tanpa internalisasi nilai etika yang sejati, 
menciptakan perilaku ritualistik daripada transformasi etika yang 
autentik. Survei Indonesian Ethics Institute (2024) menunjukkan 
bahwa 64% ASN dapat menghafalkan prinsip etika namun mengalami 
kesulitan dalam penerapan praktis. 

Kedua, relativisme budaya yang mempengaruhi interpretasi standar 
etika, di mana praktik yang dianggap normal dalam budaya lokal 
bertentangan dengan prinsip etika universal. Ketiga, kontradiksi 
institusional antara persyaratan etika formal dan tekanan 
organisasional informal, menciptakan konflik etika dan tekanan moral. 

Keempat, mekanisme penegakan yang tidak memadai dengan sanksi 
lemah dan penerapan yang tidak konsisten yang mengurangi efek 
pencegahan. Kelima, kesenjangan keteladanan kepemimpinan di 
mana pejabat senior tidak secara konsisten mendemonstrasikan 
perilaku etis, menciptakan sinisme dan standar ganda. Keenam, 
keterbatasan sumber daya untuk pendidikan etika yang komprehensif 
dan pembangunan kapasitas institusional. Ketujuh, perubahan 
teknologi yang cepat menciptakan dilema etika baru dalam tata kelola 
digital tanpa kerangka panduan yang memadai. 

 

9.2 Sistem Akuntabilitas Publik 

Evolusi Paradigma Akuntabilitas dan Kompleksitas Implementasi 

Transformasi paradigma akuntabilitas publik di Indonesia mengalami 
evolusi fundamental dari akuntabilitas berbasis input menuju 
akuntabilitas berbasis hasil yang menekankan hasil dan dampak 
terhadap kesejahteraan publik. Namun, kompleksitas implementasi 
tercermin dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang 
mengidentifikasi bahwa meskipun 91% instansi pemerintah telah 
memiliki sistem akuntabilitas formal, namun hanya 38% yang mampu 
menunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas antara masukan, 
keluaran, dan hasil (BPK, 2024). 

Paradoks ini mengindikasikan kesenjangan antara mekanisme 
akuntabilitas dan budaya akuntabilitas dalam praktek administrasi 
publik. Era demokratisasi dan transparansi informasi menciptakan 
tuntutan akuntabilitas ganda dari berbagai pemangku kepentingan—



Gunawan Undang & Deden Suhendar 
Administrasi Publik Kontemporer: Teori, Praktik, dan Transformasi Digital Lintas Negara 

 

202 
 

mulai dari lembaga legislatif, yudikatif, media, hingga masyarakat 
sipil—yang seringkali memiliki ekspektasi dan kriteria yang berbeda 
bahkan bertentangan. 

Tantangan semakin kompleks dengan munculnya tata kelola digital 
yang memerlukan bentuk akuntabilitas baru dalam era pengambilan 
keputusan algoritmik dan penyampaian layanan otomatis. Sub-bab ini 
akan menganalisis arsitektur sistem akuntabilitas, mekanisme 
penegakan, dan tantangan dalam menciptakan ekosistem 
akuntabilitas yang efektif dan responsif. 

 

Kerangka Teoritis Sistem Akuntabilitas Publik 

Sistem akuntabilitas publik didefinisikan sebagai pengaturan 
institusional dan mekanisme yang memastikan pejabat publik dan 
institusi pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan 
mereka kepada rakyat yang berdaulat melalui berbagai hubungan 
akuntabilitas (Bovens, 2023). Konsep ini berkembang dari 
akuntabilitas birokrasi tradisional menuju akuntabilitas jaringan yang 
mengakomodasi kompleksitas pengaturan tata kelola. 

Teori akuntabilitas mengidentifikasi tiga dimensi fundamental. 
Pertama, akuntabilitas demokratis yang memastikan responsivitas 
terhadap mandat elektoral dan preferensi warga. Kedua, akuntabilitas 
hukum yang menjamin kepatuhan terhadap persyaratan 
konstitusional, hukum, dan regulasi. Ketiga, akuntabilitas kinerja yang 
fokus pada pencapaian hasil dan nilai uang. 

Kerangka prinsipal-agen menjelaskan hubungan akuntabilitas di mana 
prinsipal (masyarakat, legislatif) mendelegasikan kewenangan kepada 
agen (eksekutif, birokrasi) dengan mekanisme untuk memantau dan 
mengendalikan perilaku agen. Masalah prinsipal ganda muncul ketika 
agen menghadapi tuntutan yang bersaing dari prinsipal yang berbeda 
dengan kepentingan yang bertentangan. 

Tipologi akuntabilitas dari Romzek dan Dubnick mengidentifikasi 
empat jenis: akuntabilitas hierarkis (atasan-bawahan), akuntabilitas 
hukum (kepatuhan pada aturan), akuntabilitas profesional (ketaatan 
pada standar), dan akuntabilitas politik (responsivitas pada pemangku 
kepentingan). Mekanisme akuntabilitas sosial meliputi partisipasi 
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warga, pemantauan sipil, dan inisiatif transparansi yang 
memungkinkan keterlibatan langsung masyarakat dalam proses 
pengawasan. 

 

Implementasi Sistem Akuntabilitas di Indonesia 

Implementasi sistem akuntabilitas publik di Indonesia menunjukkan 
inovasi dan adaptasi yang beragam di berbagai tingkat pemerintahan. 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur 
dalam Perpres 29/2014 menjadi kerangka utama yang 
mengintegrasikan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, 
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam siklus akuntabilitas yang 
komprehensif. 

 

"Sistem akuntabilitas publik Indonesia berevolusi dari 
input ke hasil, namun praktik masih ritualistik. Teori 

akuntabilitas menekankan demokratis, hukum, 
kinerja. Implementasi melalui SAKIP, platform digital, 

dan penilaian KPK menunjukkan kemajuan, meski 
tantangan berupa fragmentasi, kapasitas lemah, dan 

intervensi politik tetap signifikan." 

Kementerian Keuangan mengimplementasikan "Sistem Akuntabilitas 
Keuangan Terintegrasi" yang menghubungkan perencanaan anggaran, 
pelaksanaan, dan pelaporan melalui platform digital terintegrasi. 
Pemantauan waktu nyata memungkinkan deteksi dini ketidaksesuaian 
dan tindakan korektif. Panel publik menyediakan akses transparansi 
anggaran dengan visualisasi yang ramah pengguna. Hasil implementasi 
menunjukkan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dan 
penurunan ketidaksesuaian keuangan hingga 67%. 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan "Platform Digital 
Akuntabilitas Jabar" yang mengintegrasikan berbagai mekanisme 
akuntabilitas dalam satu ekosistem. Platform mencakup panel kinerja, 
sistem pengaduan warga, mekanisme pelaporan pelanggaran, dan alat 
audit sosial. Kecerdasan buatan digunakan untuk analisis pola dalam 
mendeteksi potensi masalah tata kelola. Pendekatan gamifikasi 
mendorong partisipasi warga dalam kegiatan pengawasan. 
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KPK mengembangkan "Penilaian Pencegahan Korupsi" yang 
mengevaluasi sistem akuntabilitas instansi berdasarkan 30 indikator di 
6 area. Pendekatan berbasis risiko mengidentifikasi titik kerentanan 
dan memberikan rekomendasi yang disesuaikan. Program mentoring 
dan pembangunan kapasitas membantu instansi dalam memperkuat 
mekanisme akuntabilitas. Hasil penilaian menunjukkan korelasi positif 
antara skor akuntabilitas dan tingkat kepercayaan publik. 

 

Tantangan dan Keterbatasan Sistem Akuntabilitas 

Sistem akuntabilitas publik di Indonesia menghadapi berbagai 
tantangan yang menghambat efektivitas dan kredibilitas mekanisme. 
Pertama, teater akuntabilitas di mana kepatuhan formal diprioritaskan 
daripada akuntabilitas substantif, menciptakan perilaku ritualistik 
tanpa perbaikan yang sejati. Penelitian Indonesia Governance Watch 
(2024) menunjukkan bahwa 58% laporan kinerja instansi bersifat 
defensif dan memuji diri sendiri daripada reflektif dan berorientasi 
pembelajaran. 

"Sistem akuntabilitas menghadapi teater ritual, 
fragmentasi kelembagaan, penegakan lemah, pelaporan 
berlebihan, intervensi politik, dan kesenjangan kapasitas 

analisis." 

Kedua, fragmentasi sistem akuntabilitas dengan banyak badan 
pengawas yang memiliki yurisdiksi tumpang tindih dan mandat yang 
bersaing, menciptakan kebingungan dan inefisiensi. Ketiga, kapasitas 
penegakan yang lemah dengan sanksi terbatas dan penerapan yang 
tidak konsisten, mengurangi efek pencegahan dan kredibilitas. 

Keempat, kelebihan informasi dari persyaratan pelaporan yang 
berlebihan yang memakan waktu dan sumber daya intensif tanpa 
manfaat proporsional. Kelima, orientasi jangka pendek yang 
menekankan target tahunan daripada dampak jangka panjang dan 
pembangunan berkelanjutan. Keenam, intervensi politik dalam proses 
akuntabilitas yang mengkompromikan objektivitas dan independensi. 
Ketujuh, kesenjangan kapasitas dalam analisis data, evaluasi kinerja, 
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dan pelaporan berbasis bukti yang mempengaruhi kualitas informasi 
akuntabilitas. 

 

9.3 Transparansi dan Keterbukaan Informasi 

Paradoks Informasi dan Tantangan Era Pasca-Kebenaran 

Era pasca-kebenaran dan perang informasi menghadirkan paradoks 
transparansi dalam administrasi publik Indonesia, di mana 
meningkatnya ketersediaan informasi tidak selalu berkorelasi dengan 
pemahaman publik dan partisipasi yang terinformasi. Data Komisi 
Informasi Pusat menunjukkan bahwa meskipun tingkat kepatuhan 
instansi pemerintah terhadap UU KIP meningkat dari 67% pada 2020 
menjadi 84% pada 2024, namun pemanfaatan informasi yang 
bermakna oleh masyarakat hanya mencapai 23% (KIP, 2024). 

Fenomena paradoks informasi ini mencerminkan kesenjangan antara 
transparansi pasif (menyediakan informasi) dan transparansi aktif 
(mengkomunikasikan informasi secara efektif dan dapat diakses). 
Kompleksitas semakin meningkat dengan transformasi digital yang 
memunculkan bentuk ketidaktransparanan baru melalui pengambilan 
keputusan algoritmik, sistem otomatis, dan kompleksitas data yang 
sulit dipahami publik. 

Tantangan berita palsu dan misinformasi juga mengharuskan 
pemerintah tidak hanya transparan tetapi juga autentik dan kredibel 
dalam komunikasi publik. Sub-bab ini akan menganalisis evolusi 
konsep transparansi, implementasi keterbukaan informasi, serta 
strategi menciptakan transparansi bermakna yang mendukung tata 
kelola demokratis dan keterlibatan sipil. 

 

Fondasi Teoritis Transparansi Pemerintahan 

Transparansi pemerintahan didefinisikan sebagai ketersediaan 
informasi tentang organisasi atau aktor yang memungkinkan aktor 
eksternal untuk memantau kerja internal atau kinerja dari organisasi 
tersebut (Heald, 2023). Konsep ini berkembang dari transparansi 
administratif menuju transparansi demokratis yang menekankan 
pemberdayaan warga dan tata kelola partisipatif. 
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Teori transparansi mengidentifikasi empat dimensi. Transparansi 
retrospektif memberikan informasi tentang tindakan dan keputusan 
masa lalu. Transparansi waktu nyata menyediakan akses langsung ke 
proses yang sedang berjalan. Transparansi prospektif meliputi 
informasi yang berorientasi masa depan seperti rencana dan 
kebijakan. Transparansi proses mengungkap prosedur pengambilan 
keputusan dan alasan di baliknya. 

Kerangka kualitas informasi mengintegrasikan enam kriteria: 
kelengkapan (informasi relevan yang lengkap), akurasi (kebenaran dan 
ketepatan data), ketepatan waktu (penyediaan informasi yang terkini), 
aksesibilitas (kemudahan akses dan format ramah pengguna), dapat 
dipahami (kemampuan dipahami target audiens), dan dapat 
diverifikasi (dapat diverifikasi keabsahannya). 

Teori paradoks transparansi menjelaskan bahwa transparansi 
berlebihan dapat menciptakan konsekuensi yang tidak diinginkan 
seperti perilaku strategis, penghindaran risiko, dan kelumpuhan 
keputusan. Efek mangkuk ikan menggambarkan bagaimana 
pengawasan terus-menerus dapat menghambat pertimbangan yang 
jujur dan pemikiran inovatif. 

Model transparansi digital mengintegrasikan teknologi untuk 
meningkatkan aksesibilitas, interaktivitas, dan kegunaan informasi 
publik. Prinsip data terbuka (dapat diakses, dapat dibaca mesin, bebas 
lisensi, tepat waktu, komprehensif) menjadi standar untuk 
pengungkapan data pemerintah. 

 

Implementasi Transparansi dan Keterbukaan Informasi 

Implementasi transparansi dan keterbukaan informasi di Indonesia 
menunjukkan inovasi progresif dan praktik terbaik yang beragam. 
Portal "Satu Data Indonesia" mengintegrasikan 34,000+ dataset dari 
85 produsen data dalam platform tunggal yang dapat diakses dan 
dicari. Platform menggunakan pembelajaran mesin untuk penilaian 
kualitas data dan generasi metadata otomatis. Integrasi API 
memungkinkan pengembang pihak ketiga mengakses data untuk 
aplikasi inovatif. Hasil implementasi menunjukkan peningkatan 
pemanfaatan data hingga 340% dan munculnya 127 aplikasi berbasis 
data terbuka. 
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Kementerian Keuangan meluncurkan "Transparansi Fiskal Digital" 
yang menyediakan informasi anggaran waktu nyata, data pengadaan, 
dan pelacakan pengeluaran dengan visualisasi interaktif. Platform 
Anggaran Warga menjelaskan anggaran dalam bahasa sederhana 
dengan infografis dan penjelasan video. Alat Pelacakan Anggaran 
memungkinkan pemantauan penggunaan dana publik hingga level 
program/kegiatan. 

Pemerintah Kota Surabaya mengimplementasikan "Surabaya 
Transparansi 360" yang mengintegrasikan penganggaran partisipatif, 
ko-kreasi kebijakan, dan pemantauan kinerja dalam ekosistem 
transparansi. Lab Teknologi Sipil memfasilitasi pengembang warga 
dalam menciptakan aplikasi untuk pemanfaatan data pemerintah. 
Indeks Transparansi mengukur tingkat keterbukaan di berbagai 
departemen dan mendorong perbaikan kompetitif. 

KPK mengembangkan "Portal Transparansi Anti-Korupsi" yang 
mengintegrasikan deklarasi aset, register konflik kepentingan, dan 
laporan kemajuan investigasi. Analitik prediktif mengidentifikasi pola 
risiko korupsi berdasarkan indikator transparansi. Platform 
crowdsourcing memungkinkan pelaporan warga dan pemantauan 
kolaboratif. 

 

Evaluasi Kritis dan Tantangan Implementasi 

Implementasi transparansi dalam administrasi publik Indonesia 
menghadapi berbagai tantangan yang menghambat terciptanya 
keterbukaan bermakna. Pertama, pengungkapan selektif di mana 
instansi cenderung membuka informasi yang menguntungkan sambil 
menyembunyikan informasi sensitif atau kontroversial. Survei 
Transparency International Indonesia (2024) menunjukkan bahwa 
73% permintaan informasi untuk data yang berpotensi memalukan 
ditolak dengan berbagai alasan teknis. 

Kedua, kelebihan informasi dengan pendekatan pembuangan data 
yang membanjiri publik dengan informasi tanpa kontekstualisasi atau 
panduan, mengurangi utilitas dan dapat dipahaminya. Ketiga, 
kesenjangan digital yang menciptakan akses tidak setara terhadap 
informasi, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil dan 
kelompok marginal. 
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Keempat, hambatan teknis berupa format data yang tidak ramah 
pengguna, website yang sulit dinavigasi, dan sistem yang sering down. 
Kelima, hambatan bahasa dengan dominasi informasi dalam bahasa 
teknis atau formal yang sulit dipahami masyarakat awam. Keenam, 
ketegangan privasi antara tuntutan transparansi dan perlindungan 
data pribadi, khususnya dalam era tata kelola digital. Ketujuh, 
keterbatasan sumber daya yang membatasi kapasitas instansi dalam 
menyediakan layanan transparan berkualitas tinggi. 

 

9.4 Anti-Korupsi dan Integritas Institusional 

Korupsi Sebagai Kegagalan Sistemik dan Urgensi Transformasi 

Korupsi sebagai kegagalan sistemik tata kelola terus menjadi 
tantangan utama dalam reformasi administrasi publik Indonesia, 
dengan Indeks Persepsi Korupsi 2024 menunjukkan skor 38/100 yang 
menempatkan Indonesia di peringkat 96 dari 180 negara, 
mengindikasikan perlunya strategi anti-korupsi yang lebih 
komprehensif dan berkelanjutan (Transparency International, 2024). 
Kompleksitas fenomena korupsi tidak hanya terletak pada aspek 
bahaya moral individual, tetapi juga pada kelemahan institusional, 
insentif sistemik, dan faktor budaya yang memungkinkan perilaku 
korup. 

Paradoks anti-korupsi muncul ketika upaya pemberantasan yang 
intensif belum menghasilkan terobosan signifikan dalam mengubah 
ekosistem korupsi, mengindikasikan perlunya transformasi 
pendekatan dari penegakan reaktif menuju pencegahan proaktif dan 
pembangunan integritas. Era tata kelola digital membawa tantangan 
baru berupa korupsi digital dan manipulasi algoritmik, namun juga 
membuka peluang untuk alat pencegahan inovatif melalui analitik 
data, kecerdasan buatan, dan teknologi blockchain. 

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa keberhasilan anti-
korupsi memerlukan pendekatan seluruh masyarakat yang 
mengintegrasikan institusi yang kuat, kemauan politik, keterlibatan 
sipil, dan transformasi budaya. Sub-bab ini akan menganalisis anatomi 
korupsi dalam administrasi publik, strategi pencegahan yang efektif, 
serta membangun infrastruktur integritas yang tangguh dan 
berkelanjutan. 
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Kerangka Teoritis Anti-Korupsi dalam Administrasi Publik 

Anti-korupsi dalam administrasi publik didefinisikan sebagai 
pendekatan komprehensif untuk mencegah, mendeteksi, dan 
menangani praktik korup melalui mekanisme institusional, kerangka 
hukum, dan intervensi budaya yang menciptakan lingkungan berisiko 
tinggi dan berbiaya tinggi untuk korupsi sambil membangun insentif 
integritas (Johnston, 2023). Konsep ini berkembang dari pendekatan 
penegakan hukum menuju pemikiran sistem yang menganalisis 
ekosistem korupsi. 

Model prinsipal-agen-klien menjelaskan dinamika korupsi di mana 
agen (pejabat publik) menyalahgunakan kekuasaan diskresioner untuk 
memberikan perlakuan istimewa kepada klien dengan imbalan 
keuntungan pribadi, merugikan prinsipal (kepentingan publik). Teori 
tindakan kolektif mengidentifikasi korupsi sebagai masalah koordinasi 
di mana rasionalitas individual menghasilkan hasil yang secara kolektif 
suboptimal. 

Teori institusional korupsi menekankan pentingnya aturan formal, 
norma informal, dan mekanisme penegakan dalam membentuk 
struktur insentif. Teori struktur peluang menganalisis bagaimana 
kekuasaan diskresioner, asimetri informasi, dan akuntabilitas lemah 
menciptakan peluang korupsi. 

Kerangka pencegahan mengintegrasikan tiga lapis: pencegahan primer 
(mengatasi akar penyebab dan risiko korupsi), pencegahan sekunder 
(deteksi dini dan intervensi), dan pencegahan tersier (penegakan dan 
rehabilitasi). Pendekatan sistem integritas mencakup pilar: integritas 
sektor publik, lembaga anti-korupsi, yudikatif, penegak hukum, sistem 
pengadaan, ombudsman, institusi audit, parlemen, partisipasi publik, 
dan media. 

Teori anti-korupsi perilaku menggunakan wawasan dari ekonomi 
perilaku untuk merancang intervensi yang memanfaatkan bias 
psikologis dan norma sosial. Teknik dorongan, akuntabilitas sosial, dan 
intervensi transparansi dapat mengubah lingkungan pengambilan 
keputusan. 
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Implementasi Strategi Anti-Korupsi di Indonesia 

Implementasi strategi anti-korupsi di Indonesia menunjukkan evolusi 
dari pendekatan berberat penegakan menuju berorientasi 
pencegahan melalui berbagai inovasi institusional dan teknologi. 
Komisi Pemberantasan Korupsi mengembangkan "Strategi 
Pencegahan Korupsi Nasional" yang mengintegrasikan pendekatan 
berbasis risiko, analitik data, dan intervensi perilaku. Program Zona 
Integritas telah mensertifikasi 178 instansi sebagai Wilayah Bebas dari 
Korupsi dan 89 instansi sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, 
dengan metodologi yang mencakup 6 area reformasi birokrasi dan 
menghasilkan penurunan rata-rata skor risiko korupsi hingga 67%. 

 

Sistem LHKPN Daring mengintegrasikan deklarasi aset, pemantauan 
konflik kepentingan, dan analisis gaya hidup menggunakan kecerdasan 
buatan untuk deteksi bendera merah. Platform memproses 150,000+ 
laporan kekayaan dengan verifikasi otomatis dan deteksi anomali yang 
mengidentifikasi 2,300+ pola mencurigakan untuk investigasi lebih 
lanjut. 

Kementerian Keuangan mengimplementasikan "Transparansi 
Pengadaan Digital" melalui platform LPSE (Layanan Pengadaan Secara 
Elektronik) yang memproses Rp 800+ triliun pengadaan tahunan 
dengan digitalisasi ujung ke ujung. Pengajuan penawaran berbasis 
blockchain, deteksi kolusi bertenaga AI, dan jejak audit waktu nyata 
mengurangi ketidaksesuaian pengadaan hingga 78% dan 
meningkatkan partisipasi vendor dari 45,000 menjadi 78,000 vendor 
terdaftar. 

 

Pemerintah Kota Semarang meluncurkan "Ekosistem Anti-Korupsi 
Semarang" yang mengintegrasikan sistem pelaporan pelanggaran, 
pemantauan sipil, dan pendidikan integritas. Aplikasi Laporan Warga 
memfasilitasi pelaporan anonim dengan pemetaan insiden berbasis 
GPS dan pelacakan kasus waktu nyata. Program menghasilkan 89% 
tingkat penyelesaian kasus dan peningkatan persepsi integritas dari 
2,8 menjadi 4,1. 
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Tantangan dan Keterbatasan Strategi Anti-Korupsi 

Implementasi strategi anti-korupsi di Indonesia menghadapi berbagai 
tantangan struktural yang menghambat efektivitas jangka panjang. 
Pertama, fragmentasi institusional dengan banyak lembaga yang 
memiliki mandat tumpang tindih dan tantangan koordinasi, 
menciptakan kesenjangan dan inefisiensi dalam upaya anti-korupsi. 
Evaluasi Indonesia Corruption Watch (2024) mengidentifikasi 23 
lembaga dengan fungsi anti-korupsi yang sering berkompetisi 
daripada berkolaborasi. 

Kedua, intervensi politik dalam proses penegakan hukum yang 
mengkompromikan independensi dan efektivitas institusi anti-
korupsi. Ketiga, keterbatasan sumber daya yang membatasi kapasitas 
investigasi, program pencegahan, dan investasi teknologi. Keempat, 
persistensi budaya praktik korup yang terikat dalam dalam norma 
sosial dan praktik bisnis. 

Kelima, celah hukum dan sanksi lemah yang tidak memberikan efek 
pencegahan yang memadai. Keenam, kesenjangan digital yang 
menciptakan bentuk pengecualian baru dalam inisiatif transparansi 
dan partisipasi sipil. Ketujuh, tantangan pengukuran dalam 
mengevaluasi efektivitas pencegahan karena kesuksesan sering 
berarti tidak adanya korupsi yang sulit diobservasi. Kedelapan, dimensi 
internasional korupsi yang memerlukan kerjasama lintas batas dan 
teknik investigasi yang canggih. 

 

9.5 Partisipasi Publik dan Demokratisasi Tata Kelola 

Kesenjangan Partisipasi dan Paradoks Demokrasi Digital 

Era demokrasi digital menghadirkan peluang yang belum pernah ada 
sebelumnya untuk memperdalam partisipasi publik dalam tata kelola, 
namun kesenjangan partisipasi di Indonesia masih signifikan dengan 
hanya 31% masyarakat yang aktif terlibat dalam proses pembuatan 
kebijakan dan 23% dalam kegiatan pengawasan pemerintahan 
(Indonesian Democracy Survey, 2024). Paradoks partisipasi muncul 
ketika mekanisme institusional untuk keterlibatan sudah tersedia, 
tetapi kualitas dan kebermaknaan partisipasi masih terbatas pada 
konsultasi daripada ko-kreasi dan ko-tata kelola yang sejati. 
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Transformasi dari pemerintahan menuju tata kelola memerlukan 
redefinisi hubungan antara negara dan masyarakat, dari model 
penyampaian layanan menuju kemitraan kolaboratif dalam 
pemecahan masalah dan penciptaan nilai. Kompleksitas tantangan 
tata kelola kontemporer—dari perubahan iklim hingga transformasi 
digital—menuntut kecerdasan kolektif dan keahlian terdistribusi yang 
hanya dapat dimobilisasi melalui partisipasi publik yang otentik dan 
memberdayakan. 

Era pasca-kebenaran dan polarisasi politik juga menghadirkan 
tantangan baru dalam memfasilitasi musyawarah konstruktif dan 
pembangunan konsensus di tengah keragaman pandangan dan 
kepentingan. Sub-bab ini akan menganalisis evolusi konsep partisipasi 
publik, model-model inovasi demokratis, dan strategi menciptakan 
tata kelola partisipatif yang inklusif, deliberatif, dan berdampak. 

 

Fondasi Teoritis Partisipasi Publik dalam Tata Kelola 

Partisipasi publik dalam tata kelola didefinisikan sebagai keterlibatan 
warga negara dalam proses pengambilan keputusan yang 
mempengaruhi kehidupan mereka melalui berbagai mekanisme dan 
saluran yang memungkinkan suara, pilihan, dan pengaruh dalam 
formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan (Fung, 2023). Konsep 
ini berkembang dari demokrasi representatif tradisional menuju 
demokrasi partisipatif dan deliberatif. 

Tangga Partisipasi Warga dari Arnstein mengidentifikasi delapan 
tingkat: manipulasi, terapi, informing, konsultasi, penenangan, 
kemitraan, kekuasaan yang didelegasikan, dan kontrol warga. 
Kerangka kontemporer menekankan ko-produksi, ko-desain, dan ko-
tata kelola sebagai bentuk partisipasi tingkat tinggi. 

Teori demokrasi deliberatif menekankan kualitas wacana dalam 
partisipasi publik, dengan kriteria: inklusi (semua pihak yang 
terdampak), musyawarah (diskusi beralasan), kesetaraan 
(kesempatan yang sama untuk berpartisipasi), dan konsekuensial 
(dampak pada keputusan). Teori tindakan komunikatif dari Habermas 
menyediakan fondasi filosofis untuk dialog otentik dan pembangunan 
konsensus. 
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Kerangka demokrasi digital mengintegrasikan partisipasi daring dan 
luring melalui alat e-partisipasi, teknologi sipil, dan platform digital. 
Crowdsourcing, e-petisi, musyawarah daring, dan balai kota digital 
memperluas peluang dan jangkauan partisipasi. 

Model tata kelola partisipatif mengidentifikasi empat dimensi: ruang 
lingkup (rentang isu), intensitas (tingkat keterlibatan), inklusivitas 
(keragaman peserta), dan institusionalisasi (penyatuan formal). Teori 
tata kelola jaringan menjelaskan bagaimana berbagai pemangku 
kepentingan berkolaborasi dalam jaringan kebijakan. 

 

Implementasi Partisipasi Publik dalam Tata Kelola Indonesia 

Implementasi partisipasi publik dalam tata kelola Indonesia 
menunjukkan inovasi progresif melalui platform digital dan 
mekanisme institusional yang beragam. Platform "Indonesia Baik" 
mengintegrasikan keterlibatan warga dalam pengembangan kebijakan 
dengan metodologi design thinking dan pendekatan berpusat pada 
manusia. Platform memfasilitasi 2,3 juta interaksi publik dalam 147 
konsultasi kebijakan dan menghasilkan 1,850+ rekomendasi kebijakan 
yang diadopsi pemerintah dengan tingkat implementasi 67%. 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 
mengembangkan "Platform Perencanaan Partisipatif" yang 
melibatkan masyarakat dalam penyusunan RPJMN dan RKP melalui 
survei daring, diskusi kelompok fokus, dan konsultasi regional. Forum 
multi-pemangku kepentingan mengintegrasikan perspektif 
masyarakat sipil, sektor swasta, dan akademisi. Metodologi Polling 
Deliberatif digunakan untuk opini publik yang terinformasi dengan 
hasil yang mempengaruhi 23% prioritas pembangunan nasional. 

Pemerintah Kota Bandung meluncurkan "Bandung Planning Gallery" 
sebagai ruang inovasi sipil yang mengintegrasikan penganggaran 
partisipatif, pemetaan komunitas, dan desain kolaboratif. Platform 
"Sapawarga Bandung" memfasilitasi pelaporan warga, solusi 
crowdsourced, dan umpan balik waktu nyata dengan 450,000+ 
pengguna terdaftar. Keterlibatan luring melalui lab inovasi kecamatan 
menciptakan partisipasi tingkat lingkungan dengan metodologi 
inklusif. 
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KPK mengimplementasikan "Platform Akuntabilitas Sosial" yang 
mengintegrasikan pemantauan sipil, audit sosial, dan kartu skor 
komunitas. Jaringan Pengawasan Warga melibatkan 15,000+ 
sukarelawan dalam memantau kinerja pemerintah dan pencegahan 
korupsi. Aplikasi mobile memfasilitasi pelaporan waktu nyata dan 
pemantauan kolaboratif dengan mekanisme verifikasi dan pelacakan 
respons. 

 

Evaluasi Kritis dan Tantangan Implementasi 

Implementasi partisipasi publik dalam tata kelola Indonesia 
menghadapi berbagai tantangan yang menghambat terciptanya 
keterlibatan demokratis yang otentik. Pertama, partisipasi tokenistik 
di mana proses konsultasi dilakukan untuk tujuan legitimasi tanpa niat 
sejati untuk menggabungkan masukan publik dalam pengambilan 
keputusan. Survei Center for Strategic and International Studies (2024) 
menunjukkan bahwa 71% peserta merasa bahwa masukan mereka 
tidak dipertimbangkan secara bermakna dalam kebijakan akhir. 

 

Kedua, penguasaan elit di mana mekanisme partisipasi didominasi 
oleh kelompok berpendidikan, urban, dan ekonomi mapan, 
memarginalisasi suara populasi rentan. Ketiga, kesenjangan digital 
yang menciptakan pengecualian dari peluang partisipasi daring, 
khususnya bagi komunitas pedesaan, lansia, dan kelompok 
berpendapatan rendah. 

 

Keempat, keterbatasan kapasitas dalam keterampilan fasilitasi, proses 
deliberatif, dan resolusi konflik yang mempengaruhi kualitas 
pengalaman partisipatif. Kelima, intensivitas waktu dan sumber daya 
dari partisipasi bermakna yang membatasi keberlanjutan dan 
skalabilitas. Keenam, resistensi politik terhadap pembagian kekuasaan 
dan akuntabilitas demokratis. Ketujuh, fragmentasi inisiatif partisipasi 
tanpa strategi terkoordinasi dan pembelajaran institusional. 
Kedelapan, risiko manipulasi dalam penyediaan informasi dan 
penetapan agenda yang memiaskan hasil partisipatif. 
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9.6 Masa Depan Etika dan Akuntabilitas Digital 

Tantangan Etika Era Kecerdasan Buatan dan Tata Kelola Otomatis 

Era kecerdasan buatan dan tata kelola otomatis menghadirkan 
tantangan etika yang belum pernah ada sebelumnya dalam 
administrasi publik yang memerlukan kerangka baru untuk 
akuntabilitas digital, keadilan algoritmik, dan otomatisasi berpusat 
manusia. Dengan 78% layanan pemerintah Indonesia akan 
terotomatisasi pada 2030, urgensi mengembangkan tata kelola AI etis 
dan perlindungan hak digital menjadi kritis untuk memastikan 
teknologi melayani kepentingan publik secara adil dan akuntabel. 

Kompleksitas teknis dalam memastikan keadilan algoritmik, 
kesenjangan kapasitas dalam keahlian tata kelola AI, akuntabilitas 
vendor dalam algoritma proprietary, dan kecepatan perubahan 
teknologi yang melampaui pengembangan regulasi menjadi tantangan 
utama. Kesenjangan digital menciptakan akses tidak setara ke 
mekanisme akuntabilitas algoritmik. Trade-off antara keuntungan 
efisiensi dan persyaratan etis sering menciptakan ketegangan 
implementasi. 

 

Kerangka Etika Digital dalam Tata Kelola 

Kerangka etika digital dalam tata kelola mengintegrasikan prinsip etika 
tradisional dengan pertimbangan khusus teknologi: transparansi 
algoritmik (keputusan AI yang dapat dijelaskan), keadilan data 
(penggunaan data yang adil dan setara), inklusi digital (akses dan 
kemampuan universal), dan keagenan manusia (kontrol manusia yang 
bermakna) (Winner, 2023). 

Teori akuntabilitas algoritmik mengidentifikasi lima dimensi: tanggung 
jawab (penugasan akuntabilitas yang jelas), dapat dijelaskan (proses 
keputusan yang dapat dipahami), akurasi (hasil yang dapat diandalkan 
dan valid), dapat diaudit (kemampuan peninjauan sistematis), dan 
keadilan (perlakuan non-diskriminatif). 

Kerangka hak digital mencakup perlindungan privasi, kedaulatan data, 
proses algoritmik yang adil, dan martabat digital. Pendekatan etika 
berdasarkan desain menyematkan pertimbangan etis dalam siklus 
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hidup pengembangan sistem melalui desain sensitif nilai dan 
pengembangan teknologi partisipatif. 

 

Implementasi dan Prospek Masa Depan 

Indonesia mengembangkan "Pedoman Etika AI Nasional" yang 
mengatur penggunaan AI dalam pemerintahan dengan penekanan 
pada transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan manusia. Komite 
Etika Pemerintah Digital dibentuk untuk meninjau aplikasi AI berisiko 
tinggi. Penilaian Dampak Algoritmik wajib untuk sistem keputusan 
otomatis yang mempengaruhi hak fundamental. 

Program pilot "AI Etis dalam Layanan Publik" di 5 
kementerian/lembaga menguji alat deteksi bias, antarmuka AI yang 
dapat dijelaskan, dan sistem human-in-the-loop dengan hasil awal 
yang menjanjikan. Strategi AI Nasional 2025 menetapkan AI etis 
sebagai prinsip dasar untuk transformasi pemerintah digital. 

Masa depan etika dan akuntabilitas digital dalam administrasi publik 
memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan inovasi 
teknologi, kerangka regulasi, dan transformasi budaya organisasi. 
Investasi dalam infrastruktur akuntabilitas digital dan pembangunan 
kapasitas akan menciptakan ekosistem pemerintahan digital yang 
tidak hanya efisien tetapi juga etis, inklusif, dan dapat dipercaya. 

 

Kesimpulan 

Etika dan akuntabilitas administrasi publik Indonesia menghadapi 
krisis kepercayaan fundamental, dengan indeks kepercayaan terhadap 
birokrasi anjlok dari 68% pada 2019 menjadi 42% pada 2024.  

Sistem akuntabilitas publik menunjukkan evolusi dari berbasis input 
menuju berbasis hasil melalui implementasi SAKIP dan platform digital 
terintegrasi. Meskipun 91% instansi memiliki sistem akuntabilitas 
formal, hanya 38% yang menunjukkan hubungan sebab-akibat jelas, 
mencerminkan kesenjangan antara mekanisme formal dan budaya 
substantif. Tantangan utama meliputi teater ritual, fragmentasi 
kelembagaan, penegakan lemah, dan intervensi politik. 
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Strategi anti-korupsi berevolusi dari penegakan reaktif menuju 
pencegahan proaktif berbasis teknologi. Program Zona Integritas 
mensertifikasi 267 instansi dengan penurunan risiko korupsi 67%. 
Sistem LHKPN digital dan platform LPSE blockchain menunjukkan 
efektivitas teknologi dalam transparansi pengadaan dan deteksi 
anomali. 

Partisipasi publik menghadapi paradoks dengan hanya 31% 
masyarakat aktif terlibat, terbatas pada konsultasi formal belum 
mencapai ko-kreasi sejati. Era kecerdasan buatan menghadirkan 
tantangan etika baru yang memerlukan kerangka akuntabilitas 
algoritmik dan transparansi digital. Pengembangan Pedoman Etika AI 
Nasional menandai langkah menuju tata kelola digital yang etis, 
inklusif, dan dapat dipercaya. 
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BAGIAN IV 

TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS 

 

BAB 10 

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK 

 

Pendahuluan 

Tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance telah 
menjadi paradigma fundamental dalam administrasi publik 
kontemporer yang menentukan legitimasi dan efektivitas 
penyelenggaraan pemerintahan demokratis. Transformasi menuju 
tata kelola yang berkualitas bukan sekadar reformasi teknis, melainkan 
evolusi sistemik yang mengubah hubungan antara negara, 
masyarakat, dan sektor swasta dalam penyelenggaraan urusan publik. 
Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia 
menghadapi tantangan kompleks dalam mengimplementasikan 
prinsip-prinsip tata kelola yang baik di tengah keberagaman geografis, 
demografis, dan kultural yang mencakup 17.500 pulau dengan lebih 
dari 1.300 suku bangsa (Dwiyanto, 2023). 

Urgensi tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia tercermin 
dalam hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi yang dirilis Transparency 
International (2023) yang menempatkan Indonesia pada posisi ke-115 
dari 180 negara dengan skor 34 dari 100, menunjukkan masih 
lemahnya praktik tata kelola yang bersih dan akuntabel. Paradoks ini 
semakin kompleks mengingat Indonesia telah mengalami reformasi 
sistemik selama lebih dari dua dekade, namun pencapaian indikator 
tata kelola masih jauh dari target yang ditetapkan dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Data dari World 
Bank's Worldwide Governance Indicators (2024) menunjukkan bahwa 
meskipun Indonesia mengalami perbaikan dalam dimensi 
akuntabilitas suara dan politik, namun masih tertinggal dalam aspek 
efektivitas pemerintah dan pengendalian korupsi dibandingkan 
negara-negara ASEAN lainnya. 
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Konsep tata kelola pemerintahan yang baik mengalami evolusi teoretis 
dan praktis yang signifikan dari pendekatan New Public Management 
yang menekankan efisiensi menuju New Public Governance yang 
mengintegrasikan nilai-nilai demokratis, partisipasi, dan kolaborasi 
antarsektor (Rhodes, 1997; Osborne & Gaebler, 1992). Transformasi 
paradigma ini menuntut redefinisi peran pemerintah dari penyedia 
layanan monopolistik menuju fasilitator dan orchestrator dalam 
ekosistem tata kelola yang melibatkan beragam aktor. Era digital dan 
Revolusi Industri 4.0 semakin mempercepat kebutuhan akan tata 
kelola yang adaptif, responsif, dan berbasis teknologi untuk 
menghadapi kompleksitas tantangan kontemporer seperti perubahan 
iklim, pandemi global, dan transformasi ekonomi digital. 

"Tata kelola pemerintahan yang baik menuntut 
integrasi akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan 

responsivitas. Indonesia menghadapi paradoks 
reformasi, desentralisasi, dan korupsi, sehingga 

dibutuhkan tata kelola adaptif berbasis teknologi, 
demokratis, serta kontekstual sesuai keragaman lokal 

untuk mewujudkan pemerintahan berkelanjutan." 

Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia 
menghadapi dilema struktural antara desentralisasi kekuasaan yang 
memberikan otonomi lebih besar kepada daerah dengan kebutuhan 
koordinasi nasional untuk memastikan konsistensi kebijakan dan 
standar pelayanan. Data dari Kementerian Dalam Negeri (2023) 
menunjukkan bahwa dari 514 daerah otonom di Indonesia, hanya 187 
daerah (36,4%) yang berhasil mencapai kategori "baik" dalam Indeks 
Reformasi Birokrasi, sementara 312 daerah (60,7%) masih berada 
pada kategori "cukup" dan "kurang". Kesenjangan ini mengindikasikan 
perlunya pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan kapasitas 
kelembagaan, kondisi sosial-ekonomi, dan karakteristik budaya lokal 
dalam implementasi prinsip-prinsip tata kelola universal. 

Bab ini menganalisis secara komprehensif konsep dan prinsip tata 
kelola pemerintahan yang baik, implementasi transparansi dalam 
administrasi publik, sistem akuntabilitas publik yang efektif, peran 
partisipasi masyarakat dan media dalam demokratisasi tata kelola, 
serta tantangan dalam membangun responsivitas dan efektivitas 
pemerintahan. Pembahasan dirancang untuk memberikan 
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pemahaman mendalam tentang kompleksitas tata kelola 
pemerintahan yang baik dalam konteks Indonesia yang dinamis, 
dengan fokus pada integrasi antara prinsip-prinsip universal dengan 
kearifan lokal untuk menciptakan model tata kelola yang autentik dan 
berkelanjutan. 

 

10.1 Konsep dan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 

Evolusi Paradigma Tata Kelola Pemerintahan 

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik mengalami evolusi teoretis 
yang signifikan dari paradigma administrasi publik tradisional yang 
birokratis menuju pendekatan kolaboratif dan partisipatif yang 
mengakui kompleksitas hubungan antaraktor dalam penyelenggaraan 
urusan publik. World Bank (1992) pertama kali memperkenalkan 
konsep governance sebagai "cara kekuasaan digunakan dalam 
mengelola sumber daya ekonomi dan sosial suatu negara untuk 
pembangunan", yang kemudian berkembang menjadi kerangka 
multidimensional yang mencakup aspek politik, ekonomi, dan 
administrasi. Transformasi konsep ini di Indonesia dimulai dari 
momentum reformasi 1998 yang menandai pergeseran fundamental 
dari sistem pemerintahan otoritarian-sentralistik menuju 
demokratisasi dan desentralisasi yang mengedepankan akuntabilitas, 
transparansi, dan partisipasi masyarakat sebagai pilar-pilar legitimasi 
politik (Dwiyanto, 2023). 

Perkembangan teoretis tata kelola pemerintahan mengintegrasikan 
perspektif network governance yang dikembangkan Rhodes (1997), 
dimana pemerintah berfungsi sebagai salah satu aktor dalam jejaring 
kompleks yang melibatkan sektor swasta, masyarakat sipil, dan 
organisasi internasional dalam penyelenggaraan urusan publik. 
Pendekatan ini mengakui keterbatasan kapasitas pemerintah dalam 
menyelesaikan masalah publik yang semakin kompleks dan saling 
terkait, sehingga memerlukan kolaborasi dan koordinasi dengan 
berbagai pemangku kepentingan. OECD (2023) dalam laporan "The 
Principles of Public Administration" menekankan bahwa tata kelola 
pemerintahan yang efektif memerlukan keseimbangan antara hierarki 
birokratis yang memberikan stabilitas dan legitimasi formal dengan 
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fleksibilitas jejaring yang memungkinkan inovasi dan responsivitas 
terhadap kebutuhan masyarakat. 

Kontekstualisasi konsep tata kelola pemerintahan yang baik dalam 
setting Indonesia menghadapi tantangan unik yang berkaitan dengan 
heterogenitas geografis, demografis, dan kultural negara kepulauan 
terbesar di dunia. United Nations (2023) dalam "Public Administration 
and Digital Government Report" mencatat bahwa Indonesia memiliki 
indeks kompleksitas tata kelola tertinggi di kawasan Asia-Pasifik 
karena kombinasi antara desentralisasi yang ekstensif dengan 
keberagaman kondisi lokal yang memerlukan penyesuaian kebijakan 
yang berbeda-beda. Implementasi prinsip-prinsip universal tata kelola 
yang baik harus disesuaikan dengan kondisi spesifik setiap daerah 
tanpa mengurangi esensi akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi 
yang menjadi karakteristik fundamental good governance. 

 

Delapan Karakteristik Fundamental Tata Kelola 

Karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik mencakup delapan 
dimensi yang saling berinteraksi dalam menciptakan ekosistem 
penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan legitimate. 
Partisipasi menjadi karakteristik pertama yang memungkinkan 
masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan 
melalui berbagai mekanisme formal dan informal, menciptakan 
legitimasi bottom-up yang memperkuat akuntabilitas pemerintah. 
Supremasi hukum atau rule of law memastikan bahwa semua aktor, 
termasuk penyelenggara negara, tunduk pada aturan hukum yang adil 
dan ditegakkan secara konsisten tanpa diskriminasi. Transparansi 
memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi publik dan proses 
pengambilan keputusan, memungkinkan pengawasan sosial yang 
efektif terhadap kinerja pemerintahan. 

Daya tanggap atau responsivitas mencerminkan kemampuan 
pemerintah untuk merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat 
secara cepat dan tepat, menunjukkan orientasi pelayanan yang 
mengutamakan kepentingan publik. Orientasi konsensus mendorong 
pengambilan keputusan melalui dialog dan musyawarah yang 
mengakomodasi berbagai kepentingan untuk mencapai solusi yang 
diterima secara luas. Keadilan dan inklusivitas memastikan bahwa 
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semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok marginal dan 
rentan, memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan 
memperoleh manfaat dari pembangunan. Prasojo dan Kurniawan 
(2024) dalam penelitian mereka tentang reformasi administrasi publik 
Indonesia menemukan bahwa integrasi keenam karakteristik ini 
menciptakan sinergi yang mengoptimalkan legitimasi dan efektivitas 
pemerintahan dalam konteks demokrasi yang terkonsolidasi. 

"Konsep good governance berevolusi dari birokratis 
menuju kolaboratif-partisipatif, menekankan 

akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, 
keadilan, dan supremasi hukum. Indonesia 

menghadapi tantangan struktural, kultural, dan 
kapasitas, sehingga memerlukan penguatan SDM, 

modernisasi sistem, dan tata kelola adaptif 
kontekstual guna mewujudkan pemerintahan 

berkelanjutan." 

Keefektifan dan keefisienan sebagai karakteristik ketujuh mengukur 
kemampuan pemerintah dalam mencapai tujuan yang ditetapkan 
dengan menggunakan sumber daya secara optimal, menunjukkan 
akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada hasil dan dampak. 
Akuntabilitas sebagai karakteristik terakhir merupakan meta-principle 
yang mengikat seluruh karakteristik lainnya, memastikan bahwa 
penyelenggara pemerintahan dapat mempertanggungjawabkan 
penggunaan kekuasaan dan sumber daya publik kepada masyarakat 
melalui berbagai mekanisme formal dan informal. Lembaga 
Administrasi Negara (2023) dalam "Indeks Reformasi Birokrasi 2023" 
melaporkan bahwa implementasi kedelapan karakteristik ini secara 
simultan masih menghadapi tantangan signifikan, dengan rata-rata 
pencapaian nasional sebesar 67,4 dari skala 100, menunjukkan 
perlunya penguatan sistemik dan berkelanjutan. 

 

Tantangan Implementasi dalam Konteks Indonesia 

Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia 
menghadapi tantangan multidimensional yang mencakup aspek 
struktural, kultural, dan kapasitas yang memerlukan pendekatan 
komprehensif dan bertahap. Tantangan struktural meliputi 
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kompleksitas sistem pemerintahan yang mencakup 34 provinsi, 416 
kabupaten, 93 kota, dan lebih dari 83.000 desa dengan karakteristik 
yang beragam, menciptakan kompleksitas koordinasi dan 
standardisasi yang luar biasa. World Bank (2024) dalam laporan 
"Governance and the Rule of Law: Global Trends and Challenges" 
mengidentifikasi bahwa Indonesia menghadapi governance 
fragmentation akibat desentralisasi yang ekstensif tanpa diimbangi 
dengan penguatan kapasitas dan sistem koordinasi yang memadai di 
tingkat subnasional. 

Tantangan kultural berkaitan dengan persistensi nilai-nilai dan praktik 
tradisional yang tidak selalu kompatibel dengan prinsip-prinsip good 
governance modern, seperti patronase, nepotisme, dan pengambilan 
keputusan yang bersifat hierarkis-patrimonial. Santoso (2023) dalam 
studi tentang partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan 
daerah menemukan bahwa meskipun mekanisme partisipasi formal 
telah tersedia, namun budaya politik yang masih paternalistik dan 
deferensial menghambat partisipasi substantif masyarakat dalam 
proses pengambilan keputusan. Transformasi kultural ini memerlukan 
pendidikan kewarganegaraan yang berkelanjutan dan perubahan 
mindset aparatur dari orientasi kekuasaan menuju orientasi pelayanan 
publik. 

Tantangan kapasitas mencakup keterbatasan sumber daya manusia, 
keuangan, dan teknologi yang diperlukan untuk 
mengimplementasikan sistem tata kelola yang baik secara efektif. 
Ombudsman Republik Indonesia (2024) dalam "Laporan Tahunan 
Pelayanan Publik Indonesia" melaporkan bahwa 67% pengaduan 
masyarakat terkait dengan kualitas pelayanan publik yang buruk 
akibat keterbatasan kapasitas aparatur dan sistem yang belum 
optimal. Penguatan kapasitas memerlukan investasi jangka panjang 
dalam pengembangan SDM, modernisasi sistem dan prosedur, serta 
pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pendekatan bertahap dan 
adaptif diperlukan untuk memastikan bahwa reformasi tata kelola 
sesuai dengan kapasitas dan kondisi spesifik setiap daerah, 
menciptakan sustainable governance improvement yang 
berkelanjutan. 
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10.2 Transparansi dalam Administrasi Publik 

Evolusi Konsep Transparansi Pemerintahan 

Transparansi dalam administrasi publik telah mengalami transformasi 
konseptual dari sekadar keterbukaan informasi pasif menuju 
transparansi proaktif dan partisipatif yang memberdayakan 
masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan dan evaluasi kinerja 
pemerintahan. Konsep transparansi modern tidak hanya mencakup 
hak akses informasi, tetapi juga kualitas, relevansi, dan kemudahan 
akses informasi yang memungkinkan masyarakat untuk membuat 
keputusan yang terinformasi dalam partisipasi politiknya. 
Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia menandai perubahan 
paradigmatik dari budaya kerahasiaan menuju budaya keterbukaan, 
meskipun praktik implementasinya masih menghadapi berbagai 
tantangan sistemik. 

OECD (2023) dalam "Trust and Public Policy: How Better Governance 
Can Help Rebuild Public Trust" menekankan bahwa transparansi 
merupakan prasyarat fundamental untuk membangun kepercayaan 
publik terhadap pemerintah, yang menjadi modal sosial penting dalam 
legitimasi demokratis. Era digital telah mengubah ekspektasi 
masyarakat terhadap transparansi pemerintahan, dimana informasi 
harus tersedia secara real-time, interaktif, dan dapat diakses melalui 
berbagai platform digital. Transformasi ini menuntut pemerintah 
untuk tidak hanya menyediakan informasi, tetapi juga 
mengembangkan kapasitas literasi digital masyarakat agar dapat 
memanfaatkan informasi yang tersedia secara optimal untuk 
kepentingan partisipasi demokratis dan akuntabilitas sosial. 

Dimensi operasional transparansi mencakup tiga komponen utama 
yang saling terkait dalam menciptakan ekosistem keterbukaan yang 
komprehensif. Akses terhadap informasi mencakup ketersediaan, 
keterjangkauan, dan kualitas informasi publik yang disajikan dalam 
format yang mudah dipahami dan dapat ditindaklanjuti oleh 
masyarakat. Keterbukaan proses pengambilan keputusan 
memerlukan mekanisme konsultasi publik yang efektif, dokumentasi 
proses yang transparan, dan komunikasi yang jelas tentang dasar 
pemikiran di balik setiap kebijakan yang diambil. Publikasi kinerja 
pemerintahan harus menyajikan data dan informasi yang akurat, 
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relevan, dan terkini tentang pencapaian target, penggunaan anggaran, 
dan dampak program terhadap masyarakat dalam format yang mudah 
diakses dan dipahami. 

 

Implementasi Platform Digital dan Open Data 

Revolusi digital telah membuka peluang transformatif dalam 
implementasi transparansi pemerintahan melalui pengembangan 
platform digital yang memfasilitasi akses informasi yang lebih luas, 
cepat, dan interaktif. Inisiatif open data atau data terbuka di Indonesia 
dimulai dengan peluncuran portal Satu Data Indonesia pada tahun 
2019, yang mengintegrasikan dataset dari berbagai kementerian dan 
lembaga untuk memberikan akses terpusat kepada masyarakat. 
Namun, evaluasi yang dilakukan oleh tim Open Data Barometer 
menunjukkan bahwa Indonesia masih berada pada peringkat ke-44 
dari 115 negara dalam implementasi open government data, dengan 
skor 31 dari 100, mengindikasikan masih banyak ruang perbaikan 
dalam kualitas dan cakupan data yang dipublikasikan. 

Platform digital transparansi tidak hanya berfungsi sebagai repositori 
informasi, tetapi juga sebagai media interaksi dua arah antara 
pemerintah dan masyarakat yang memfasilitasi feedback dan 
partisipasi dalam proses governance. Aplikasi seperti LAPOR! (Layanan 
Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) telah menerima lebih dari 2,3 
juta pengaduan dan aspirasi masyarakat sejak diluncurkan, 
menunjukkan antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan platform 
digital untuk berinteraksi dengan pemerintah. Namun, analisis yang 
dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (2024) menunjukkan 
bahwa tingkat penyelesaian pengaduan melalui platform digital masih 
rendah, hanya 58% yang ditindaklanjuti dengan baik, mengindikasikan 
perlunya penguatan sistem manajemen dan respon dari sisi 
pemerintah. 

"Transparansi publik berevolusi dari keterbukaan pasif 
menuju proaktif-partisipatif berbasis digital. Indonesia 

mengembangkan open data, portal Satu Data, dan aplikasi 
LAPOR!, namun tantangan berupa digital divide, kapasitas 

aparatur, dan resistensi budaya birokrasi masih 
menghambat implementasi optimal." 
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Keberhasilan transparansi digital memerlukan integrasi antara aspek 
teknologi, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam ekosistem 
yang koheren dan berkelanjutan. Pengembangan dashboard kinerja 
pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan, 
penganggaran, dan evaluasi memungkinkan monitoring real-time 
terhadap pencapaian target dan penggunaan anggaran di berbagai 
tingkatan pemerintahan. Transparency International (2023) dalam 
"Corruption Perceptions Index 2023" mencatat bahwa negara-negara 
yang mengimplementasikan transparansi digital secara komprehensif 
cenderung memiliki skor persepsi korupsi yang lebih baik, 
menunjukkan korelasi positif antara transparansi dan integritas 
pemerintahan. Keberlanjutan inisiatif transparansi digital memerlukan 
komitmen politik yang konsisten, alokasi anggaran yang memadai, dan 
pengembangan kapasitas aparatur dalam mengelola sistem informasi 
yang semakin kompleks. 

 

Tantangan dan Hambatan Struktural 

Implementasi transparansi dalam administrasi publik Indonesia 
menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural yang 
memerlukan pendekatan sistemik dan berkelanjutan untuk 
mengatasinya. Tantangan struktural meliputi keterbatasan 
infrastruktur teknologi informasi, terutama di daerah-daerah terpencil 
yang memiliki konektivitas internet yang terbatas, menciptakan digital 
divide dalam akses terhadap informasi publik. Data dari Kementerian 
Komunikasi dan Informatika (2023) menunjukkan bahwa meskipun 
penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 77,02%, namun 
kualitas dan kecepatan koneksi masih bervariasi signifikan antar 
wilayah, dengan daerah-daerah di Indonesia Timur masih menghadapi 
keterbatasan akses yang serius. 

Kapasitas aparatur dalam mengelola informasi dan merespons 
permintaan transparansi masih menjadi kendala signifikan dalam 
implementasi keterbukaan informasi publik. Survei yang dilakukan 
oleh Lembaga Administrasi Negara (2023) menunjukkan bahwa hanya 
42% aparatur pemerintah daerah yang memiliki pemahaman yang baik 
tentang ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, 
sementara 68% mengaku menghadapi kesulitan dalam mengelola dan 
memproses permintaan informasi dari masyarakat. Keterbatasan ini 
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berdampak pada kualitas layanan informasi dan responsivitas 
pemerintah terhadap kebutuhan transparansi masyarakat. 

Resistensi budaya birokrasi yang masih cenderung tertutup dan 
menganggap informasi sebagai sumber kekuasaan menjadi hambatan 
fundamental yang memerlukan transformasi mindset dan budaya 
organisasi secara menyeluruh. World Bank (2024) dalam analisisnya 
tentang reformasi transparansi di negara berkembang 
mengidentifikasi bahwa perubahan budaya organisasi merupakan 
aspek yang paling sulit dan memerlukan waktu paling lama dalam 
proses reformasi transparansi. Transformasi ini memerlukan 
kepemimpinan yang kuat, insentif yang tepat, dan sistem manajemen 
perubahan yang sistematis untuk mengubah orientasi aparatur dari 
power-hoarding menuju information-sharing sebagai bagian dari 
pelayanan publik yang fundamental. Penguatan sistem pengawasan 
internal dan eksternal, pelatihan berkelanjutan, dan pengembangan 
budaya organisasi yang mendukung transparansi menjadi kunci dalam 
mengatasi hambatan-hambatan tersebut. 

 

10.3 Akuntabilitas Publik 

Transformasi Paradigma Akuntabilitas 

Akuntabilitas publik dalam administrasi kontemporer telah mengalami 
evolusi paradigmatik dari akuntabilitas kepatuhan yang menekankan 
compliance terhadap aturan dan prosedur menuju akuntabilitas 
kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak bagi 
kesejahteraan masyarakat. Transformasi ini mencerminkan 
pergeseran dari pendekatan rule-based management menuju result-
based management yang mengukur keberhasilan pemerintahan 
berdasarkan outcomes dan impacts yang dirasakan langsung oleh 
masyarakat. Konsep akuntabilitas modern mengintegrasikan empat 
dimensi utama: akuntabilitas legal yang memastikan kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan, akuntabilitas politik yang 
memberikan pertanggungjawaban kepada lembaga representatif, 
akuntabilitas profesional yang menjaga standar keahlian dan etika, 
serta akuntabilitas sosial yang responsif terhadap aspirasi dan 
kebutuhan masyarakat. 
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Integrasi keempat dimensi akuntabilitas ini menciptakan sistem 
pertanggungjawaban yang komprehensif dan multidimensional yang 
mengakui kompleksitas hubungan antara pemerintah, lembaga 
pengawas, dan masyarakat dalam sistem demokratis. Badan 
Pemeriksa Keuangan (2024) dalam laporan hasil pemeriksaan tahun 
2023 mencatat bahwa meskipun tingkat kepatuhan aparatur terhadap 
regulasi keuangan negara meningkat dari 78% pada 2020 menjadi 84% 
pada 2023, namun pencapaian target kinerja program masih relatif 
rendah, dengan rata-rata pencapaian outcome hanya 67% dari target 
yang ditetapkan. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan 
akuntabilitas kinerja sebagai komplemen dari akuntabilitas kepatuhan 
yang sudah relatif baik. 

Era digital dan Revolusi Industri 4.0 telah mengubah ekspektasi 
masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintahan, dimana informasi 
tentang kinerja pemerintah harus tersedia secara transparan, real-
time, dan dapat diakses melalui berbagai platform digital. Masyarakat 
semakin demanding terhadap pertanggungjawaban yang tidak hanya 
formal-prosedural, tetapi juga substantif-partisipatif yang 
memungkinkan mereka untuk terlibat dalam monitoring dan evaluasi 
kinerja pemerintahan. OECD (2023) mencatat bahwa negara-negara 
yang berhasil membangun sistem akuntabilitas yang efektif adalah 
yang mampu mengintegrasikan mekanisme akuntabilitas formal 
dengan partisipasi masyarakat sipil dalam ekosistem pengawasan yang 
saling memperkuat. 

 

Mekanisme dan Instrumen Akuntabilitas 

Sistem akuntabilitas dalam pemerintahan Indonesia dibangun melalui 
arsitektur kelembagaan yang mengintegrasikan prinsip checks and 
balances antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta 
peran pengawasan dari lembaga-lembaga independen yang memiliki 
mandat khusus dalam mengawasi kinerja pemerintahan. Badan 
Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga pemeriksa eksternal memiliki 
peran strategis dalam memastikan akuntabilitas keuangan dan kinerja 
melalui audit yang independen dan profesional. Ombudsman Republik 
Indonesia berfungsi sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang 
menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait 
maladministration. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki 
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kewenangan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai 
bentuk akuntabilitas integritas. 

Mekanisme akuntabilitas internal mencakup sistem manajemen 
kinerja yang mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, 
monitoring, dan evaluasi dalam satu siklus yang berkesinambungan. 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan 
instrumen utama yang mengukur pencapaian kinerja berdasarkan 
indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Audit 
internal melalui Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) 
memberikan assurance dan consulting untuk perbaikan sistem 
manajemen dan pengendalian internal. Evaluasi kebijakan secara 
berkala memastikan bahwa program dan kebijakan yang 
diimplementasikan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat 
dan dapat disesuaikan berdasarkan perubahan kondisi dan kebutuhan. 

 

"Akuntabilitas publik berevolusi dari kepatuhan menuju 
berbasis hasil dengan empat dimensi: legal, politik, 

profesional, sosial. Implementasi melalui SAKIP, BPK, 
Ombudsman, KPK, dan digital governance menuntut 

integrasi data, indikator SMART, serta partisipasi 
masyarakat untuk memperkuat legitimasi pemerintahan 

demokratis." 

 

Efektivitas mekanisme akuntabilitas sangat bergantung pada 
independensi lembaga pengawas, kapasitas teknis dalam melakukan 
pengawasan, dan political will untuk menindaklanjuti temuan dan 
rekomendasi yang dihasilkan. Tantfonline (2024) dalam penelitian 
tentang hubungan antara tata kelola publik dan Indeks Persepsi 
Korupsi menemukan bahwa kualitas sistem akuntabilitas merupakan 
faktor penentu utama dalam pencapaian skor tata kelola yang baik. 
Negara-negara dengan sistem akuntabilitas yang kuat cenderung 
memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi dan kinerja 
pembangunan yang lebih baik, menunjukkan korelasi positif antara 
akuntabilitas dan legitimasi pemerintahan. 
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Akuntabilitas Berbasis Kinerja dan Hasil 

Implementasi akuntabilitas berbasis kinerja menuntut pengembangan 
sistem pengukuran yang kokoh dan komprehensif yang mampu 
mengidentifikasi kausalitas antara input, output, outcome, dan impact 
dari program dan kebijakan pemerintah. Sistem ini menggeser fokus 
akuntabilitas dari pertanggungjawaban prosedural menuju 
pertanggungjawaban substansial yang mengukur kontribusi nyata 
pemerintahan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
Penetapan indikator kinerja yang SMART (Specific, Measurable, 
Achievable, Relevant, Time-bound) menjadi prasyarat fundamental 
dalam membangun sistem akuntabilitas yang objektif dan terukur. 

Pendekatan manajemen berbasis hasil mengintegrasikan theory of 
change yang menjelaskan logika kausalitas antara aktivitas, output, 
dan outcome yang diharapkan, memungkinkan evaluasi yang lebih 
mendalam tentang efektivitas intervensi pemerintah. Sistem 
monitoring dan evaluasi yang komprehensif tidak hanya mengukur 
pencapaian target kuantitatif, tetapi juga kualitas layanan dan 
kepuasan masyarakat sebagai end users dari program pemerintah. 
Data dari Kementerian PAN-RB (2024) menunjukkan bahwa 
implementasi akuntabilitas berbasis kinerja masih menghadapi 
tantangan dalam hal kualitas data, kapasitas analisis, dan utilisasi hasil 
evaluasi untuk perbaikan kebijakan. 

Tantangan utama dalam implementasi akuntabilitas berbasis kinerja 
adalah kompleksitas dalam mengukur dampak program sosial yang 
seringkali bersifat intangible dan memerlukan waktu yang panjang 
untuk dapat dirasakan secara nyata. Pengembangan metodologi 
evaluasi yang robust, penggunaan teknologi big data dan analytics 
untuk analisis kinerja, serta penguatan kapasitas aparatur dalam 
manajemen kinerja menjadi kunci keberhasilan transformasi menuju 
akuntabilitas berbasis hasil. United Nations (2023) dalam laporan 
tentang administrasi publik digital menekankan bahwa integrasi 
teknologi dalam sistem akuntabilitas dapat meningkatkan akurasi, 
transparansi, dan responsivitas dalam pertanggungjawaban 
pemerintahan, menciptakan smart accountability yang mendukung 
pengambilan keputusan berbasis bukti. 
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10.4 Partisipasi Masyarakat dan Media 

Transformasi Paradigma Partisipasi Warga 

Partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan telah 
mengalami evolusi dari model partisipasi konsultatif yang bersifat 
tokenistik menuju partisipasi substantif yang memberikan pengaruh 
nyata dalam proses pengambilan keputusan publik. Transformasi ini 
mencerminkan pergeseran dari hubungan hierarkis antara pemerintah 
dan warga negara menuju kemitraan kolaboratif yang mengakui 
masyarakat sebagai co-producer dalam penyelenggaraan urusan 
publik. Spektrum partisipasi Arnstein yang dikembangkan pada 1960-
an masih relevan dalam menganalisis tingkatan partisipasi, mulai dari 
informasi dan konsultasi pada tingkat yang lebih rendah, hingga 
kolaborasi dan pemberdayaan pada tingkat yang lebih substantif 
dimana masyarakat memiliki kontrol nyata atas keputusan yang 
mempengaruhi kehidupan mereka. 

Konteks Indonesia sebagai negara demokrasi yang relatif muda 
dengan tradisi musyawarah mufakat yang kuat memberikan 
karakteristik unik dalam implementasi partisipasi masyarakat. Nilai-
nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan 
dapat menjadi modal sosial yang mendukung pengembangan 
partisipasi yang autentik dan berkelanjutan. Namun, Santoso (2023) 
dalam penelitiannya tentang partisipasi masyarakat dalam tata kelola 
pemerintahan daerah menemukan bahwa meskipun mekanisme 
partisipasi formal telah tersedia luas, kualitas partisipasi masih 
didominasi oleh elite lokal dan kelompok yang memiliki akses yang 
lebih baik, sementara kelompok marginal dan rentan masih 
menghadapi hambatan struktural dalam berpartisipasi secara 
bermakna. 

Era digital telah membuka peluang demokratisasi partisipasi melalui 
platform digital yang memungkinkan keterlibatan masyarakat yang 
lebih luas, cepat, dan cost-effective. Platform seperti e-musrenbang, 
aplikasi pengaduan online, dan portal crowdsourcing kebijakan telah 
menciptakan saluran baru bagi masyarakat untuk menyampaikan 
aspirasi dan berkontribusi dalam proses perumusan kebijakan. 
Namun, kesenjangan digital antar wilayah dan kelompok sosial 
menciptakan risiko eksklusi digital yang dapat memperburuk 
ketimpangan partisipasi politik. Strategi partisipasi yang inklusif 
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memerlukan pendekatan multi-channel yang mengombinasikan 
mekanisme partisipasi digital dan konvensional untuk memastikan 
bahwa semua segmen masyarakat dapat berpartisipasi sesuai dengan 
kapasitas dan preferensi mereka. 

 

Peran Media dalam Demokratisasi Tata Kelola 

Media massa dan media digital memainkan peran strategis sebagai 
fourth estate dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai 
watchdog, agenda setter, dan mediator antara pemerintah dan 
masyarakat dalam proses demokratisasi tata kelola. Fungsi 
pengawasan media terhadap kinerja pemerintahan menciptakan 
tekanan eksternal yang mendorong akuntabilitas dan transparansi, 
sementara fungsi agenda setting mempengaruhi prioritas kebijakan 
publik dengan menentukan isu-isu yang menjadi perhatian publik. 
Peran mediator media memfasilitasi dialog dan diskusi publik tentang 
isu-isu kebijakan, menciptakan ruang publik yang diperlukan dalam 
proses deliberasi demokratis. 

Transformasi lanskap media Indonesia dari dominasi media massa 
tradisional menuju ekosistem media yang lebih beragam dan digital 
telah mengubah dinamika komunikasi politik dan partisipasi publik 
secara fundamental. Platform media sosial telah mengdemokratisasi 
produksi dan distribusi informasi, memungkinkan setiap warga negara 
untuk menjadi produser konten dan influencer dalam wacana publik. 
Namun, fenomena echo chamber, polarisasi, dan disinformasi dalam 
media digital juga menciptakan tantangan baru dalam kualitas 
deliberasi publik dan kohesi sosial yang diperlukan dalam proses 
demokratis. 

Ombudsman Republik Indonesia (2024) dalam laporan tahunannya 
mencatat bahwa 43% pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik 
yang masuk melalui platform media sosial, menunjukkan peran media 
digital sebagai saluran utama dalam akuntabilitas sosial. Media tidak 
hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai 
platform mobilisasi dan aksi kolektif yang dapat mendorong 
perubahan kebijakan dan reformasi tata kelola. Namun, kualitas 
jurnalisme investigatif yang diperlukan untuk pengawasan yang efektif 
masih terbatas, dengan sebagian besar konten media lebih fokus pada 
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hiburan daripada informasi substantif tentang kinerja pemerintahan. 
Penguatan kapasitas media dalam jurnalisme investigatif, literasi 
digital masyarakat, dan regulasi yang mendukung kebebasan pers yang 
bertanggung jawab menjadi prasyarat penting dalam optimalisasi 
peran media dalam demokratisasi tata kelola. 

 

Platform Digital dan Inklusi Partisipatif 

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan peluang 
transformatif dalam memperluas dan memperdalam partisipasi 
masyarakat dalam tata kelola pemerintahan melalui berbagai platform 
dan aplikasi yang memfasilitasi interaksi real-time antara pemerintah 
dan warga negara. E-musrenbang telah diimplementasikan di lebih 
dari 400 kabupaten/kota di Indonesia, memungkinkan masyarakat 
untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan secara 
online tanpa terbatas oleh kendala geografis dan waktu. Platform 
crowdsourcing kebijakan seperti yang dikembangkan oleh beberapa 
pemerintah daerah inovatif telah memungkinkan ribuan warga untuk 
memberikan masukan dalam proses perumusan peraturan daerah dan 
kebijakan strategis. 

"Partisipasi masyarakat berevolusi dari konsultatif ke 
substantif dengan dukungan platform digital, namun 

masih menghadapi eksklusi digital dan dominasi elite. 
Media berperan sebagai watchdog, agenda setter, 
sekaligus mediator, meski terhambat disinformasi 

dan lemahnya jurnalisme investigatif dalam 
mendukung demokratisasi tata kelola." 

Namun, implementasi platform digital partisipatif menghadapi 
tantangan signifikan dalam hal inklusi dan representativitas, dimana 
partisipasi cenderung didominasi oleh kelompok masyarakat yang 
memiliki akses dan kemampuan teknologi yang baik. Data dari 
Kementerian Komunikasi dan Informatika (2023) menunjukkan bahwa 
meskipun penetrasi internet nasional telah mencapai 77%, namun 
kualitas akses masih bervariasi signifikan antar wilayah dan kelompok 
demografis, dengan kelompok usia di atas 50 tahun, masyarakat rural, 
dan kelompok ekonomi bawah memiliki tingkat partisipasi digital yang 
rendah. Kesenjangan ini menciptakan risiko digital exclusion yang 
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dapat memperburuk ketimpangan politik dan sosial dalam 
masyarakat. 

Strategi partisipasi yang inklusif memerlukan desain platform yang 
user-friendly dan dapat diakses oleh berbagai kelompok masyarakat 
dengan tingkat literasi digital yang berbeda-beda. Pengembangan 
interface multi-bahasa, fitur aksesibilitas untuk penyandang 
disabilitas, dan integrasi dengan saluran komunikasi tradisional seperti 
radio komunitas dan pertemuan tatap muka menjadi penting untuk 
memastikan inklusi yang luas. Mekanisme feedback yang jelas dan 
transparan tentang bagaimana masukan masyarakat dipertimbangkan 
dan digunakan dalam proses pengambilan keputusan menjadi kunci 
dalam membangun kepercayaan dan keterlibatan berkelanjutan. 
Prasojo dan Kurniawan (2024) menekankan bahwa keberhasilan 
platform digital partisipatif tidak hanya ditentukan oleh sophistication 
teknologi, tetapi juga oleh komitmen politik untuk benar-benar 
mengintegrasikan suara masyarakat dalam proses governance, 
menciptakan meaningful participation yang dapat berkontribusi pada 
legitimasi dan efektivitas pemerintahan demokratis. 

 

10.5 Responsivitas dan Efektivitas Pemerintahan 

Konsep dan Dimensi Responsivitas Pemerintahan 

Responsivitas pemerintahan merupakan kemampuan dan kemauan 
sistem pemerintahan untuk mengenali, memahami, dan merespon 
kebutuhan, preferensi, dan aspirasi masyarakat secara cepat, tepat, 
dan proporsional dalam penyelenggaraan urusan publik. Konsep 
responsivitas dalam tata kelola kontemporer tidak hanya terbatas 
pada respon reaktif terhadap keluhan atau permintaan masyarakat, 
tetapi mencakup responsivitas proaktif yang mengantisipasi 
kebutuhan masyarakat berdasarkan analisis tren dan data, serta 
responsivitas adaptif yang menyesuaikan kebijakan dan program 
berdasarkan perubahan kondisi dan feedback dari implementasi. 
Dimensi temporal responsivitas mencakup kecepatan respon, 
ketepatan waktu, dan konsistensi dalam memberikan layanan, 
sementara dimensi substansial mencakup kualitas, relevansi, dan 
efektivitas solusi yang diberikan. 
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Pemerintahan yang responsif memerlukan sistem early warning yang 
dapat mengidentifikasi isu-isu yang berkembang di masyarakat 
sebelum menjadi masalah yang lebih besar, mekanisme respon cepat 
yang memungkinkan tindakan segera ketika diperlukan, dan 
mekanisme pembelajaran organisasi yang memfasilitasi perbaikan 
berkelanjutan berdasarkan pengalaman dan evaluasi. Ombudsman 
Republik Indonesia (2024) dalam laporan tentang tren responsivitas 
pemerintahan mencatat bahwa rata-rata waktu respon pemerintah 
terhadap pengaduan masyarakat telah membaik dari 14 hari pada 
2020 menjadi 8 hari pada 2023, menunjukkan peningkatan yang 
signifikan meskipun masih terdapat variasi yang besar antar instansi 
dan wilayah. 

Era digital telah mengubah ekspektasi masyarakat terhadap 
responsivitas pemerintahan, dimana layanan publik diharapkan dapat 
diakses 24/7 dengan kualitas yang konsisten dan user experience yang 
memuaskan. Platform digital seperti chatbot, aplikasi mobile, dan 
portal layanan online telah meningkatkan aksesibilitas dan kecepatan 
layanan, namun juga menciptakan tantangan baru dalam hal integrasi 
sistem, keamanan data, dan kapasitas aparatur dalam mengelola 
interaksi digital dengan masyarakat. Responsivitas dalam era digital 
bukan hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang personalisasi 
layanan, prediksi kebutuhan, dan kemampuan untuk memberikan 
solusi yang holistik dan terintegrasi. 

 

Pengukuran dan Indikator Efektivitas 

Efektivitas pemerintahan mengacu pada kemampuan organisasi 
pemerintah untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan 
dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal, 
diukur melalui pencapaian outcomes dan impacts yang memberikan 
manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Pengukuran efektivitas 
pemerintahan memerlukan kerangka evaluasi yang komprehensif 
yang mengintegrasikan indikator kuantitatif dan kualitatif untuk 
memberikan gambaran holistik tentang kinerja pemerintahan. 
Indikator kuantitatif mencakup pencapaian target kinerja, efisiensi 
penggunaan anggaran, dan tingkat kepuasan masyarakat, sementara 
indikator kualitatif mencakup kualitas proses, responsivitas, dan 
dampak jangka panjang terhadap pembangunan berkelanjutan. 
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Sistem performance management yang efektif memerlukan integrasi 
antara perencanaan strategis, implementasi program, monitoring 
berkala, dan evaluasi komprehensif dalam satu siklus yang 
berkesinambungan. Logic model atau teori perubahan yang 
menjelaskan kausalitas antara input, aktivitas, output, outcome, dan 
impact menjadi kerangka analisis yang penting dalam menilai 
efektivitas intervensi pemerintah. Kementerian PAN-RB (2024) dalam 
evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah melaporkan bahwa meskipun 89% instansi pemerintah 
telah menyusun dokumen kinerja yang lengkap, namun hanya 52% 
yang dapat menunjukkan pencapaian outcome yang signifikan, 
mengindikasikan adanya kesenjangan antara perencanaan dan 
implementasi. 

"Responsivitas pemerintahan menuntut respon 
cepat, proaktif, dan adaptif berbasis data, sementara 
efektivitas diukur melalui outcome dan impact nyata. 

Integrasi teknologi, AI, dan big data menjadi kunci, 
meski tantangan keamanan, kapasitas aparatur, dan 

kesenjangan digital masih signifikan." 

Benchmarking dengan praktik terbaik dari pemerintahan lain, baik 
domestik maupun internasional, membantu dalam mengidentifikasi 
peluang perbaikan dan standar kinerja yang realistis namun 
menantang. Survei kepuasan warga, penilaian kualitas layanan melalui 
mystery shopping, dan evaluasi dampak melalui metodologi kuasi-
eksperimental memberikan feedback yang berharga untuk perbaikan 
berkelanjutan. World Bank (2024) dalam laporan tentang efektivitas 
pemerintahan global mencatat bahwa negara-negara yang memiliki 
sistem performance management yang matang cenderung memiliki 
tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi dan pencapaian 
pembangunan yang lebih baik, menunjukkan korelasi positif antara 
efektivitas pemerintahan dan legitimasi politik. 

 

Integrasi Teknologi dalam Peningkatan Kinerja 

Teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi enabler utama 
dalam meningkatkan responsivitas dan efektivitas pemerintahan 
melalui otomatisasi proses, analisis data untuk pengambilan 
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keputusan berbasis bukti, dan pengembangan layanan digital yang 
lebih efisien dan user-friendly. E-government bukan hanya tentang 
digitalisasi layanan yang sudah ada, tetapi juga tentang reengineering 
proses bisnis pemerintahan untuk menciptakan value proposition yang 
lebih baik bagi masyarakat. Implementasi artificial intelligence dan 
machine learning dalam sistem pemerintahan memungkinkan analisis 
prediktif untuk antisipasi masalah, personalisasi layanan berdasarkan 
profil dan kebutuhan warga, dan optimalisasi alokasi sumber daya 
berdasarkan data historis dan pola penggunaan. 

Big data analytics memungkinkan pemerintah untuk menganalisis 
pola kebutuhan masyarakat, mengidentifikasi gap dalam layanan, dan 
mengoptimalkan kinerja program berdasarkan data real-time dari 
berbagai sumber. Platform integrasi data seperti yang dikembangkan 
dalam inisiatif Satu Data Indonesia memfasilitasi data-driven decision 
making yang lebih akurat dan berbasis bukti. Namun, implementasi 
teknologi dalam pemerintahan juga menghadapi tantangan dalam hal 
keamanan siber, privasi data, dan kesenjangan kapasitas aparatur 
dalam mengelola sistem yang semakin kompleks. 

United Nations (2023) dalam laporan tentang pemerintahan digital 
menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital pemerintahan 
tidak hanya ditentukan oleh sophistication teknologi, tetapi juga oleh 
kesiapan organisasi, kompetensi SDM, dan budaya inovasi yang 
mendukung perubahan. Pengembangan digital government maturity 
model yang mengintegrasikan aspek teknologi, proses, dan sumber 
daya manusia dapat membantu pemerintah dalam merencanakan dan 
mengimplementasikan transformasi digital secara bertahap dan 
berkelanjutan. Investasi dalam pengembangan kapasitas aparatur, 
infrastruktur teknologi yang robust, dan kerangka regulasi yang 
mendukung inovasi menjadi prasyarat penting dalam optimalisasi 
peran teknologi untuk peningkatan responsivitas dan efektivitas 
pemerintahan yang berkelanjutan dan inklusif. 
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BAB 11 

ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK 

 

Pendahuluan 

Krisis integritas birokrasi Indonesia mencapai titik kritis dengan Indeks 
Persepsi Korupsi yang stagnan di posisi 64 dari 180 negara sepanjang 
2020-2024, mengindikasikan urgennya penguatan fondasi etika dalam 
administrasi publik (Transparency International, 2024). Paradoks 
reformasi birokrasi terletak pada kesenjangan antara modernisasi 
sistem dan internalisasi nilai-nilai etika, di mana 89% instansi 
pemerintah telah memiliki kode etik formal namun hanya 34% 
aparatur yang mampu mengaplikasikan dilema etis secara konsisten 
dalam pengambilan keputusan (Kementerian PAN-RB, 2024). 
Fenomena ini mencerminkan kompleksitas transformasi budaya 
organisasi yang memerlukan pendekatan holistik melampaui sekadar 
penyusunan regulasi normatif. 

Era digitalisasi pemerintahan menghadirkan dimensi baru tantangan 
etika yang belum sepenuhnya diantisipasi dalam kerangka normatif 
tradisional. Implementasi sistem pemerintahan elektronik di 514 
pemerintah daerah menimbulkan dilema privasi data, transparansi 
algoritma, dan akuntabilitas keputusan otomatis yang memerlukan 
panduan etis yang adaptif (Kementerian Kominfo, 2024). Transformasi 
menuju administrasi publik digital menuntut aparatur untuk 
mengelola tension antara efisiensi teknologi dan nilai-nilai 
kemanusiaan, antara otomatisasi proses dan responsivitas pelayanan. 

“Integritas birokrasi Indonesia menghadapi krisis 
serius, ditandai stagnasi Indeks Persepsi Korupsi pada 

peringkat 64 dunia (2020–2024).” 

Konteks kemajemukan Indonesia menambah kompleksitas 
implementasi etika publik yang harus mengakomodasi keragaman nilai 
budaya tanpa mengorbankan prinsip-prinsip universal tata kelola yang 
baik. Survey Litbang Kemendagri (2023) mengungkapkan bahwa 67% 
konflik etis dalam birokrasi daerah dipicu oleh benturan antara nilai-
nilai tradisional dengan standar profesionalisme modern, khususnya 
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dalam proses pengambilan keputusan yang melibatkan kepentingan 
adat dan regulasi formal. Realitas ini menuntut pengembangan 
kerangka etika kontekstual yang mampu menjembatani universalitas 
prinsip dengan partikularitas budaya lokal. 

Momentum pembangunan Indonesia menuju negara maju 2045 
memposisikan etika administrasi publik sebagai fondasi kepercayaan 
masyarakat yang akan menentukan legitimasi dan efektivitas program-
program transformasional. Data BPS (2024) menunjukkan bahwa 
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik 
berkorelasi positif dengan persepsi integritas aparatur, di mana setiap 
peningkatan satu poin indeks integritas berkontribusi pada kenaikan 
2,3 poin kepuasan layanan publik. Investasi dalam pembangunan 
infrastruktur etika menjadi kunci strategis untuk memastikan 
keberlangsungan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. 

Pendekatan komprehensif terhadap etika administrasi publik 
memerlukan integrasi antara dimensi filosofis, struktural, dan praktis 
yang mampu mentransformasi budaya birokrasi dari orientasi 
prosedural menuju orientasi nilai. Bab ini akan mengeksplorasi 
landasan filosofis etika publik yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, 
menganalisis dinamika dilema etis dalam konteks administrasi 
modern, mengevaluasi efektivitas implementasi kode etik pegawai 
negeri, mengkaji strategi pencegahan korupsi yang holistik, dan 
menelaah mekanisme pengungkapan pelanggaran sebagai instrumen 
checks and balances yang demokratis. 

 

11.1 Landasan Filosofis Etika Publik 

Fondasi Moral Administrasi Publik 

Etika administrasi publik merupakan sistem nilai yang mengatur 
perilaku aparatur negara dalam mengemban amanah rakyat untuk 
mewujudkan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan 
pemerintahan yang berintegritas dan berakuntabilitas. Cooper (2023) 
mendefinisikan etika publik sebagai kerangka moral yang 
mengarahkan aparatur untuk mengambil keputusan yang tidak hanya 
memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan 
dampak moral dan sosial terhadap masyarakat yang dilayani. Dalam 
konteks Indonesia, fondasi etika publik dibangun atas sintesis antara 
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nilai-nilai universal tata kelola modern dengan nilai-nilai luhur 
Pancasila yang menjadi jiwa kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Evolusi konseptual etika administrasi publik Indonesia mengalami 
transformasi signifikan dari pendekatan legalistik pada era Orde Baru 
menuju pendekatan berbasis nilai pada era reformasi. Dwiyanto 
(2024) mengidentifikasi tiga fase perkembangan etika birokrasi 
Indonesia: fase compliance-based (1998-2008) yang menekankan 
kepatuhan terhadap regulasi, fase integrity-based (2009-2018) yang 
fokus pada pembangunan karakter, dan fase purpose-driven (2019-
sekarang) yang mengutamakan pencapaian tujuan pembangunan 
berkelanjutan. Transformasi ini mencerminkan kematangan birokrasi 
Indonesia dalam memahami bahwa etika bukan sekadar instrumen 
kontrol, melainkan fondasi legitimasi pemerintahan demokratis. 

 

Pluralisme Nilai dalam Konteks Keindonesiaan 

Karakteristik unik etika publik Indonesia terletak pada keharusan 
mengintegrasikan pluralitas nilai budaya masyarakat majemuk dengan 
prinsip-prinsip universal administrasi modern. Penelitian Pusat Studi 
Kependudukan UGM (2023) mengungkapkan bahwa aparatur di 416 
kabupaten/kota menghadapi dilema budaya dalam 23% keputusan 
administratif, khususnya terkait dengan pengakuan hak-hak adat, 
alokasi sumber daya alam, dan penetapan kebijakan sosial yang 
sensitif budaya. Kompleksitas ini menuntut pengembangan penalaran 
moral yang sophisticated untuk mengidentifikasi titik temu antara 
nilai-nilai tradisional dengan standar profesionalisme modern. 

“Etika administrasi publik Indonesia berakar pada 
sintesis nilai universal tata kelola modern dengan 

Pancasila sebagai fondasi moral, berevolusi dari 
kepatuhan regulatif menuju orientasi tujuan 

pembangunan.” 

Implementasi prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam etika administrasi 
publik memerlukan pendekatan dialogis yang mengakui legitimitas 
keragaman nilai sambil mempertahankan kohesivitas sistem 
pemerintahan nasional. Lembaga Administrasi Negara (2024) 
mengembangkan model "Etika Kontekstual Nusantara" yang 
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mengoperasionalkan nilai-nilai Pancasila melalui adaptasi lokal yang 
tetap konsisten dengan prinsip-prinsip universal seperti keadilan, 
transparansi, dan akuntabilitas. Model ini telah diimplementasikan di 
187 pemerintah daerah dengan tingkat penerimaan aparatur 
mencapai 78% dan kepuasan masyarakat meningkat rata-rata 15%. 

 

Dimensi Filosofis Etika Pancasila 

Pancasila sebagai weltanschauung bangsa Indonesia menyediakan 
kerangka filosofis yang komprehensif untuk pengembangan etika 
administrasi publik yang berakar pada nilai-nilai luhur bangsa namun 
tetap kompatibel dengan standar internasional. Sila Ketuhanan Yang 
Maha Esa memberikan dimensi spiritual yang menghadirkan rasa 
tanggung jawab transendental dalam pelaksanaan tugas-tugas 
kedinasan. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menekankan 
penghargaan terhadap martabat manusia dalam setiap kebijakan dan 
pelayanan publik. Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan orientasi 
kepentingan nasional di atas kepentingan sektoral atau golongan. 

Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 
Permusyawaratan/Perwakilan memberikan legitimasi demokratis bagi 
pengambilan keputusan administratif yang melibatkan partisipasi 
masyarakat. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi 
tujuan ultimate dari seluruh aktivitas administrasi publik. 
Operasionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam etika birokrasi memerlukan 
mekanisme internalisasi yang sistematis melalui pendidikan, 
pelatihan, dan pengembangan budaya organisasi yang kondusif 
(Kemenkumham, 2024). 

 

11.2 Dilema Etis dalam Administrasi Publik 

Tipologi Konflik Moral dalam Birokrasi Modern 

Kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan kontemporer 
menghadirkan berbagai dilema etis yang menantang kemampuan 
aparatur untuk mengambil keputusan yang secara simultan memenuhi 
tuntutan legalitas, moralitas, dan efektivitas. Analisis Ombudsman RI 
(2024) terhadap 2.847 kasus pengaduan masyarakat mengidentifikasi 
enam kategori utama dilema etis: konflik antara efisiensi dan keadilan 
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(32%), ketegangan transparansi versus kerahasiaan (24%), dilema 
loyalitas versus integritas (18%), konflik responsivitas versus tanggung 
jawab (13%), benturan kepentingan individual versus kolektif (9%), 
dan pertentangan nilai tradisional versus modernisasi (4%). 

Dilema efisiensi versus keadilan paling sering muncul dalam konteks 
alokasi anggaran dan penetapan prioritas program pembangunan. 
Kasus implementasi Bantuan Langsung Tunai selama pandemi 
mengilustrasikan kompleksitas ini, di mana aparatur dihadapkan pada 
pilihan antara distribusi cepat dengan kriteria sederhana versus proses 
seleksi yang adil namun memakan waktu lebih lama. Survey 
Kementerian Sosial (2023) menunjukkan bahwa 89% aparatur 
mengalami stress etis dalam situasi tersebut, mengindikasikan 
perlunya panduan pengambilan keputusan yang lebih jelas untuk 
situasi darurat. 

 

Metodologi Penyelesaian Dilema Etis 

Penyelesaian dilema etis dalam administrasi publik memerlukan 
kerangka kerja sistematis yang menggabungkan pendekatan 
utilitarian, deontologis, dan virtue ethics untuk menghasilkan 
keputusan yang optimal dari perspektif moral dan praktis. Lembaga 
Administrasi Negara (2024) mengembangkan "Model Lima Langkah 
Penyelesaian Dilema Etis" yang terdiri dari: (1) identifikasi 
komprehensif stakeholder dan kepentingan, (2) analisis opsi 
keputusan dengan konsekuensi masing-masing, (3) evaluasi terhadap 
prinsip-prinsip etika yang relevan, (4) konsultasi dengan pihak yang 
berkompeten, dan (5) implementasi dengan monitoring 
berkelanjutan. 

“Dilema etis birokrasi Indonesia meliputi konflik 
efisiensi–keadilan, transparansi–kerahasiaan, dan 

loyalitas–integritas.” 

Aplikasi model ini di 156 instansi pemerintah menunjukkan 
peningkatan kualitas pengambilan keputusan sebesar 67% 
berdasarkan penilaian eksternal dan 34% berdasarkan evaluasi 
internal. Kunci keberhasilan terletak pada pengembangan kapasitas 
moral reasoning aparatur melalui program pelatihan intensif dan 
menciptakan safe space untuk diskusi etis tanpa takut sanksi. 
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Mekanisme peer consultation dan expert advisory telah terbukti 
efektif dalam membantu aparatur menavigasi situasi yang secara 
moral kompleks. 

 

Konteks Budaya dalam Dilema Etis 

Implementasi penyelesaian dilema etis dalam konteks Indonesia harus 
mempertimbangkan aspek kultural yang mempengaruhi persepsi 
moral dan pengambilan keputusan aparatur. Penelitian Pusat Kajian 
Budaya UI (2023) mengungkapkan bahwa konsep "bapakisme" dan 
"harmony preservation" masih mempengaruhi 56% keputusan 
administratif di tingkat daerah, seringkali bertentangan dengan prinsip 
transparansi dan akuntabilitas. Dilema antara maintaining social 
harmony dengan upholding professional standards menjadi tantangan 
khusus yang memerlukan pendekatan sensitif budaya. 

Strategi bridging antara nilai-nilai tradisional dengan standar 
profesional modern memerlukan reframing yang menunjukkan 
kompatibilitas antara keduanya. Program "Etika Nusantara" yang 
dikembangkan Kementerian PAN-RB (2024) berhasil menunjukkan 
bahwa nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan 
tepa selira sesungguhnya mendukung prinsip-prinsip good governance 
ketika diimplementasikan dengan pemahaman yang tepat. Evaluasi 
program menunjukkan penurunan konflik etis berbasis budaya 
sebesar 43% di wilayah implementasi. 

 

11.3 Kode Etik Pegawai Negeri 

Evolusi dan Struktur Kode Etik ASN 

Kodifikasi etika dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara menandai transformasi fundamental 
pendekatan etika birokrasi Indonesia dari rule-based menuju 
principle-based yang mengintegrasikan nilai-nilai dasar, etika publik, 
komitmen mutu, dan anti korupsi dalam satu kerangka komprehensif. 
Implementasi kode etik ASN di 34 provinsi menunjukkan variasi tingkat 
pemahaman dan aplikasi, dengan skor rata-rata 7,2 dari 10 
berdasarkan evaluasi Kementerian PAN-RB (2024). Provinsi dengan 
skor tertinggi seperti DKI Jakarta (8,7), Jawa Tengah (8,4), dan Sulawesi 
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Selatan (8,1) menunjukkan korelasi positif antara intensitas sosialisasi 
dengan tingkat internalisasi nilai. 

Struktur kode etik ASN dibangun atas empat pilar utama yang saling 
memperkuat: nilai-nilai dasar yang mencakup integritas, 
profesionalisme, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan; etika 
publik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan prima; 
komitmen mutu yang mengutamakan efektivitas dan efisiensi; serta 
anti korupsi yang menekankan kejujuran dan konsistensi moral. 
Operasionalisasi keempat pilar ini memerlukan mekanisme 
internalisasi yang sistematis melalui berbagai instrumen 
organisasional dan personal development. 

 

Mekanisme Implementasi dan Penegakan 

Efektivitas kode etik sangat bergantung pada sistem implementasi 
yang mengintegrasikan aspek preventif, edukatif, dan korektif dalam 
satu ekosistem yang saling mendukung. Data Badan Kepegawaian 
Negara (2024) menunjukkan bahwa dari 4,17 juta ASN, sebanyak 89% 
telah mengikuti program sosialisasi kode etik, namun hanya 67% yang 
menunjukkan perubahan perilaku signifikan berdasarkan evaluasi 
atasan langsung dan rekan kerja. Kesenjangan ini mengindikasikan 
perlunya pendekatan yang lebih personal dan kontekstual dalam 
proses internalisasi nilai. 

“Kode etik ASN menandai pergeseran dari rule-based 
menuju principle-based, mengintegrasikan nilai dasar, 

etika publik, mutu, dan antikorupsi. Implementasi 
masih beragam, meski program agen perubahan dan 
sistem monitoring menunjukkan peningkatan budaya 
kerja, internalisasi nilai, serta penurunan pelanggaran 

disiplin secara signifikan.” 

Program "Agen Perubahan" yang dikembangkan LAN telah melatih 
45.000 ASN sebagai change agents yang bertugas mendampingi proses 
transformasi budaya di unit kerjanya masing-masing. Evaluasi program 
menunjukkan bahwa unit kerja dengan agen perubahan mengalami 
peningkatan indeks budaya kerja sebesar 0,8 poin dan penurunan 
pelanggaran disiplin sebesar 23%. Model peer-to-peer learning 
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terbukti lebih efektif dibanding pendekatan top-down dalam 
mengubah mindset dan behavior aparatur. 

 

Sistem Monitoring dan Evaluasi Etika 

Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif 
menjadi kunci untuk memastikan sustainabilitas implementasi kode 
etik. Kementerian PAN-RB (2024) mengimplementasikan "Indeks 
Budaya Kerja" yang mengukur tingkat internalisasi nilai-nilai ASN 
melalui 25 indikator yang mencakup integritas personal, 
profesionalisme, inovasi, orientasi pelayanan, dan komitmen 
organisasi. Pengukuran dilakukan secara berkala melalui self-
assessment, peer assessment, dan public perception survey dengan 
teknologi digital untuk memastikan akurasi dan efisiensi. 

Hasil monitoring menunjukkan tren positif dengan rata-rata indeks 
budaya kerja meningkat dari 6,8 (2019) menjadi 7,4 (2024), meskipun 
masih terdapat disparitas antarwilayah dan antarinstansi. Instansi 
dengan kepemimpinan yang kuat dalam mengkomunikasikan dan 
meneladankan nilai-nilai etika menunjukkan indeks yang konsisten di 
atas rata-rata nasional. Feedback loop dari hasil evaluasi digunakan 
untuk perbaikan berkelanjutan program pengembangan karakter dan 
budaya organisasi. 

 

11.4 Pencegahan Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan 

Pendekatan Holistik Pencegahan Korupsi 

Paradigma pencegahan korupsi telah berevolusi dari pendekatan 
reaktif-represif menuju pendekatan preventif-holistik yang 
mengintegrasikan reformasi sistem, penguatan integritas, dan 
transformasi budaya dalam satu strategi komprehensif. Komisi 
Pemberantasan Korupsi (2024) melaporkan bahwa meskipun jumlah 
kasus korupsi yang ditangani menurun dari 179 kasus (2019) menjadi 
156 kasus (2024), nilai kerugian negara masih fluktuatif 
mengindikasikan perlunya penguatan sistem pencegahan. Strategi 
Nasional Pencegahan Korupsi 2024-2026 menetapkan target 
penurunan 30% tingkat risiko korupsi melalui implementasi teknologi, 
penguatan pengawasan, dan transformasi budaya integritas. 
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Implementasi sistem pencegahan korupsi berbasis teknologi telah 
menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengurangi ruang gerak 
praktik koruptif. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang 
dioperasikan di 34.000 instansi berhasil menghemat anggaran negara 
sebesar Rp 67,8 triliun selama periode 2019-2024 sekaligus 
meningkatkan transparansi proses pengadaan. Sistem Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) elektronik telah mencatat 
245.000 laporan dengan tingkat kepatuhan 94%, meskipun masih 
terdapat tantangan dalam verifikasi dan analisis pola kekayaan yang 
mencurigakan. 

 

Zona Integritas sebagai Model Pencegahan 

Program Zona Integritas yang dicanangkan sejak 2015 telah 
berkembang menjadi instrumen strategis pencegahan korupsi dengan 
pendekatan sistemik yang mengintegrasikan reformasi birokrasi, 
perbaikan tata kelola, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Data 
Kementerian PAN-RB (2024) mencatat 2.847 instansi telah mengikuti 
program dengan 1.456 instansi meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi 
(WBK) dan 389 instansi mencapai level Wilayah Birokrasi Bersih 
Melayani (WBBM). Evaluasi dampak menunjukkan bahwa instansi 
peserta programa mengalami peningkatan rata-rata 1,2 poin indeks 
kepuasan masyarakat dan penurunan 45% pengaduan terkait praktek 
pungutan liar. 

“Pencegahan korupsi bergeser menuju strategi holistik 
berbasis integritas, teknologi, dan budaya organisasi. 

Inovasi seperti SPSE, LHKPN elektronik, dan Zona 
Integritas terbukti meningkatkan transparansi, efisiensi, 

serta kepuasan publik, meski tantangan verifikasi dan 
sustainabilitas masih signifikan.” 

Keberhasilan implementasi Zona Integritas sangat bergantung pada 
komitmen kepemimpinan dan partisipasi aktif seluruh aparatur dalam 
proses transformasi budaya organisasi. Analisis korelasi menunjukkan 
bahwa instansi dengan skor kepemimpinan tinggi (di atas 8,0) memiliki 
probabilitas 3,2 kali lebih besar untuk mencapai predikat WBBM 
dibanding instansi dengan skor kepemimpinan rendah. Model 
mentoring dan learning network antarinstansi telah terbukti efektif 
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dalam mempercepat proses transformasi dan mempertahankan 
sustainabilitas program. 

 

Strategi Anti-Korupsi Berbasis Data dan Teknologi 

Pemanfaatan big data analytics dan artificial intelligence dalam sistem 
pencegahan korupsi membuka peluang deteksi dini pola-pola 
transaksional yang mencurigakan dan identifikasi area berisiko tinggi 
untuk intervensi preventif. Kementerian Keuangan (2024) 
mengimplementasikan Sistem Pemantauan Transaksi Keuangan 
Pemerintah (SPTPK) yang mampu menganalisis 2,5 miliar transaksi per 
tahun dengan akurasi deteksi anomali mencapai 87%. Sistem ini telah 
berhasil mengidentifikasi 1.247 transaksi mencurigakan yang 
kemudian ditindaklanjuti melalui audit investigatif dan menghasilkan 
penghematan sebesar Rp 2,3 triliun. 

Integrasi sistem informasi pemerintahan menjadi kunci efektivitas 
monitoring dan deteksi dini praktik koruptif. Platform Satu Data 
Indonesia yang mengintegrasikan database dari 712 instansi 
pemerintah memungkinkan cross-checking informasi dan identifikasi 
inkonsistensi data yang mengindikasikan potensi penyimpangan. 
Implementasi blockchain technology dalam sistem keuangan negara 
dan pengadaan barang/jasa diproyeksikan dapat meningkatkan 
transparansi dan mengurangi risiko manipulasi data hingga 75% 
berdasarkan pilot project di 15 kementerian/lembaga. 

 

11.5 Pengungkapan Pelanggaran dalam Sektor Publik 

Kerangka Institusional Whistleblowing System 

Sistem pengungkapan pelanggaran telah berkembang menjadi 
instrumen kunci dalam ekosistem integritas sektor publik yang 
berfungsi sebagai early warning system untuk mengidentifikasi dan 
mencegah berbagai bentuk penyimpangan dalam organisasi 
pemerintahan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban memberikan landasan hukum yang 
kuat bagi pengembangan mekanisme pelaporan yang aman dan 
efektif. Implementasinya di tingkat nasional menunjukkan tren positif 
dengan jumlah laporan yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi 
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meningkat dari 8.456 laporan (2019) menjadi 12.847 laporan (2024), 
dengan tingkat tindak lanjut mencapai 73%. 

Diversifikasi saluran pelaporan menjadi kunci aksesibilitas dan 
efektivitas sistem whistleblowing. Platform digital "Lapor!" yang 
dikelola KSP telah menerima 2,3 juta laporan sejak 2019 dengan 
kategori terbanyak adalah penyalahgunaan wewenang (34%), korupsi 
(28%), dan pelayanan publik yang buruk (23%). Tingkat respons 
instansi terhadap laporan mencapai 89% dengan waktu rata-rata 
penanganan 14 hari, mengindikasikan peningkatan signifikan 
responsivitas birokrasi terhadap pengaduan masyarakat. 

 

Perlindungan dan Insentif bagi Pelapor 

Efektivitas sistem pengungkapan pelanggaran sangat bergantung pada 
tingkat kepercayaan pelapor terhadap mekanisme perlindungan yang 
disediakan negara. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (2024) 
mencatat 847 kasus pemberian perlindungan kepada whistleblower 
dalam sektor publik dengan tingkat keberhasilan perlindungan 
mencapai 92% berdasarkan evaluasi ex-post terhadap keselamatan 
dan karir pelapor. Program relokasi diterapkan pada 23 kasus berisiko 
tinggi, sementara perlindungan identitas mencakup 756 kasus dengan 
teknologi enkripsi dan sistem pelaporan anonim. 

Pengembangan insentif positif bagi pelapor menjadi strategi 
komplementer untuk mendorong budaya pelaporan yang sehat. 
Kementerian PAN-RB (2024) meluncurkan program "Apresiasi 
Whistleblower" yang memberikan penghargaan dan kompensasi bagi 
aparatur yang melaporkan pelanggaran dengan dampak 
penyelamatan keuangan negara. Program ini telah memberikan 
apresiasi kepada 156 aparatur dengan total reward sebesar Rp 4,7 
miliar, menghasilkan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp 127 
miliar. Model reward system ini telah mendorong peningkatan kualitas 
dan kuantitas laporan pelanggaran dari internal birokrasi. 

 

Evaluasi Efektivitas dan Sustainable Development 

Sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif merupakan 
prasyarat penting untuk menjamin efektivitas jangka panjang 
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mekanisme pengungkapan pelanggaran. Inovasi Ombudsman RI 
(2024) melalui Indeks Efektivitas Whistleblowing menghadirkan 
instrumen evaluasi berbasis lima dimensi: aksesibilitas saluran 
pelaporan, kualitas respons institusi, efektivitas perlindungan pelapor, 
dampak preventif, serta tingkat kepuasan pelapor. Hasil pengukuran 
menunjukkan skor rata-rata 7,3 dari 10, dengan variasi yang cukup 
lebar antarinstansi. Temuan ini menegaskan perlunya standardisasi 
serta peningkatan kapasitas penanganan laporan agar sistem dapat 
berfungsi optimal dan merata. 

“Sistem whistleblowing menjadi instrumen 
integritas kunci, diperkuat UU No. 31/2014, 
dengan peningkatan laporan dan efektivitas 

respons. Perlindungan, insentif, monitoring, dan 
transformasi budaya organisasi terbukti krusial 

mencegah “budaya diam” serta memperkuat tata 
kelola bersih.” 

Keberlanjutan mekanisme whistleblowing tidak hanya ditentukan oleh 
kerangka regulasi, tetapi juga oleh transformasi budaya organisasi 
yang mendukung transparansi dan akuntabilitas internal. Program 
Budaya Pelaporan Positif yang dikembangkan Lembaga Administrasi 
Negara (LAN) dan telah diimplementasikan di 234 instansi 
menunjukkan hasil menggembirakan: peningkatan rata-rata 67% 
jumlah laporan internal serta penurunan 34% pelanggaran yang 
terdeteksi melalui audit eksternal. Hal ini menegaskan bahwa 
internalisasi nilai pelaporan etis, disertai model pembelajaran 
organisasi dan siklus perbaikan berkelanjutan, merupakan kunci untuk 
menjaga momentum perubahan serta mencegah kembalinya “budaya 
diam” yang kontraproduktif bagi tata kelola pemerintahan yang 
bersih. 

 

Kesimpulan 
Penguatan etika administrasi publik adalah investasi strategis jangka 
panjang untuk meneguhkan legitimacy dan kepercayaan publik 
sebagai fondasi utama efektivitas pemerintahan demokratis. Kunci 
keberhasilan terletak pada integrasi yang harmonis antara landasan 
filosofis Pancasila, mekanisme institusional yang kokoh, serta 
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transformasi budaya organisasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, 
birokrasi dapat dibangun sebagai institusi yang berintegritas, adaptif, 
dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Momentum reformasi 
birokrasi menuju Indonesia 2045 harus dimanfaatkan secara optimal 
untuk mewujudkan infrastruktur etika yang berkelanjutan sekaligus 
mampu menjawab dinamika perubahan global. 
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BAB 12 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

 

Pendahuluan 

Pengawasan dan pengendalian merupakan elemen fundamental 
dalam sistem administrasi publik yang memastikan penyelenggaraan 
pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan 
akuntabilitas. Dalam era good governance (tata kelola yang baik) dan 
tuntutan transparansi publik yang semakin menguat, sistem 
pengawasan dan pengendalian tidak lagi dipandang sebagai fungsi 
tambahan, melainkan sebagai komponen integral yang menentukan 
kualitas dan legitimasi penyelenggaraan pemerintahan (OECD, 2024). 

Kompleksitas tantangan administrasi publik kontemporer 
mengharuskan pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian 
yang komprehensif, adaptif, dan berbasis teknologi. Fenomena 
korupsi, inefisiensi birokrasi, dan penurunan kepercayaan publik 
terhadap institusi pemerintah menjadi indikator urgensi penguatan 
mekanisme pengawasan internal maupun eksternal. Sistem 
Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) sebagai kerangka kerja utama 
pengawasan di Indonesia telah memberikan landasan struktural, 
namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan 
dalam mencapai efektivitas optimal. 

Evolusi paradigma pengawasan dari pendekatan reaktif menuju 
proactive risk management (manajemen risiko proaktif) 
mencerminkan transformasi filosofis dalam administrasi publik 
modern. Pengawasan tidak lagi dipahami sebagai aktivitas post-
factum (setelah kejadian) yang berfokus pada deteksi penyimpangan, 
melainkan sebagai sistem early warning (peringatan dini) yang dapat 
mengantisipasi potensi risiko dan memberikan corrective measures 
(tindakan korektif) secara tepat waktu. 

Integrasi antara audit internal dan eksternal menciptakan ekosistem 
pengawasan yang saling melengkapi, di mana independensi, 
objektivitas, dan komplementaritas menjadi prinsip-prinsip 
fundamental. Audit internal yang dilakukan oleh Inspektorat di setiap 
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tingkatan pemerintahan berperan sebagai management tool (alat 
manajemen) untuk optimalisasi kinerja organisasi, sementara audit 
eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berfungsi sebagai 
mekanisme public accountability (akuntabilitas publik) yang 
independen. 

“Pengawasan dan pengendalian merupakan fondasi 
utama dalam sistem administrasi publik modern yang 

menentukan kualitas, legitimasi, dan keberlanjutan 
tata kelola pemerintahan. Dalam konteks good 

governance, mekanisme ini tidak lagi dipandang 
sekadar fungsi teknis, melainkan instrumen strategis 

yang memastikan efektivitas, efisiensi, serta 
akuntabilitas. Dinamika reformasi birokrasi, 

tantangan korupsi, dan tuntutan transparansi publik 
menegaskan urgensi penguatan sistem pengawasan 
berbasis manajemen risiko, integrasi audit internal–
eksternal, serta pemanfaatan teknologi digital yang 

adaptif.” 

Pengendalian internal dan manajemen risiko telah berkembang 
menjadi disiplin tersendiri dalam administrasi publik, dengan kerangka 
konseptual yang mengintegrasikan risk identification (identifikasi 
risiko), risk assessment (penilaian risiko), dan risk mitigation (mitigasi 
risiko) dalam satu sistem yang koheren. Implementasi kerangka kerja 
seperti COSO (Committee of Sponsoring Organizations) dan ISO 31000 
dalam konteks administrasi publik Indonesia menunjukkan adopsi 
international best practices (praktik terbaik internasional) yang 
disesuaikan dengan karakteristik kelembagaan nasional. 

Transparansi dan akuntabilitas sebagai output utama sistem 
pengawasan dan pengendalian mengalami redefinisi dalam era digital, 
di mana open government data (data pemerintah terbuka), digital 
transparency platforms (platform transparansi digital), dan citizen 
engagement mechanisms (mekanisme keterlibatan warga) menjadi 
instrumen-instrumen baru dalam mewujudkan pemerintahan yang 
responsif dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Bab ini akan menganalisis secara komprehensif empat dimensi utama 
pengawasan dan pengendalian dalam administrasi publik: sistemisasi 
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SPIP sebagai backbone (tulang punggung) pengawasan internal, 
dinamika hubungan audit internal dan eksternal, integrasi 
pengendalian internal dengan manajemen risiko, serta implementasi 
transparansi dan akuntabilitas sebagai outcome indicators (indikator 
hasil) efektivitas sistem pengawasan. Pendekatan analitis yang 
digunakan mengombinasikan perspektif teoretis dengan empirical 
evidence (bukti empiris) dari praktik penyelenggaraan pemerintahan 
Indonesia, sehingga memberikan insights (wawasan) yang relevan bagi 
pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian yang lebih 
efektif dan adaptif terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis. 

 

12.1 Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) 

Fondasi Konseptual dan Kerangka Regulasi SPIP 

Sistem Pengawasan Internal Pemerintah merupakan kerangka kerja 
menyeluruh yang dirancang untuk memastikan penyelenggaraan 
pemerintahan yang efektif, efisien, dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Konsep pengawasan internal telah 
mengalami perkembangan signifikan dalam konteks administrasi 
publik modern, di mana tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas 
semakin menguat (OECD, 2024). Pengawasan internal pada dasarnya 
merupakan proses yang dirancang dan dilaksanakan oleh manajemen 
untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan 
organisasi pemerintah. 

Dalam konteks Indonesia, SPIP diatur melalui Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2008 yang memberikan landasan hukum yang kuat 
bagi implementasi pengawasan internal di seluruh instansi 
pemerintah. Regulasi ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk 
mengadopsi international standards (standar internasional) dalam 
pengawasan internal yang disesuaikan dengan karakteristik sistem 
pemerintahan Indonesia. Sistem ini mencakup lima komponen utama 
yang saling terkait dan mendukung tercapainya tujuan pengawasan 
yang efektif. 

Kerangka konseptual SPIP mengadopsi prinsip-prinsip integrated 
internal control (pengendalian internal terpadu) yang 
mengintegrasikan aspek struktural, prosedural, dan kultural dalam 
satu sistem yang koheren. Pendekatan ini mengakui bahwa efektivitas 
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pengawasan internal tidak hanya bergantung pada formal procedures 
(prosedur formal), melainkan juga pada organizational culture 
(budaya organisasi) dan komitmen seluruh elemen organisasi 
terhadap integritas dan ethical conduct (perilaku etis). 

 

Komponen-Komponen SPIP dan Implementasinya 

Komponen pertama adalah lingkungan pengendalian yang 
menciptakan suasana kondusif bagi pelaksanaan pengawasan internal. 
Lingkungan ini meliputi komitmen pimpinan terhadap integritas dan 
nilai etika, struktur organisasi yang jelas, serta kebijakan dan prosedur 
yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Kepemimpinan yang 
berintegritas menjadi kunci utama dalam menciptakan budaya 
pengawasan yang efektif di seluruh jajaran organisasi pemerintah. 

“SPIP mencakup lima komponen utama yang saling 
melengkapi: (1) lingkungan pengendalian, yang 
dibangun melalui kepemimpinan berintegritas, 
struktur organisasi jelas, dan kebijakan etis; (2) 

penilaian risiko, yang dilakukan berkala melalui 
metodologi kuantitatif–kualitatif untuk menetapkan 

risk appetite dan strategi mitigasi; (3) kegiatan 
pengendalian, berupa kebijakan, verifikasi, 

rekonsiliasi, hingga segregation of duties yang 
memastikan kepatuhan dan efisiensi; (4) informasi 

dan komunikasi, yang menjamin aliran data relevan 
melalui management information systems 

terintegrasi; serta (5) pemantauan, yakni evaluasi 
berkelanjutan dengan dukungan continuous 
monitoring berbasis teknologi untuk menilai 

efektivitas dan akurasi pengendalian.” 

Tone at the top (sikap pimpinan puncak) memiliki pengaruh signifikan 
terhadap efektivitas implementasi SPIP, karena memberikan role 
modeling (teladan) dan menciptakan institutional incentives (insentif 
kelembagaan) bagi aparatur untuk mematuhi sistem pengendalian 
yang telah ditetapkan. Struktur organisasi yang jelas dengan 
segregation of duties (pemisahan tugas) dan clear reporting lines (jalur 
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pelaporan yang jelas) menjadi prasyarat struktural bagi berjalannya 
sistem pengawasan internal yang efektif. 

Komponen kedua adalah penilaian risiko yang merupakan proses 
identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko yang dapat menghambat 
pencapaian tujuan organisasi. Penilaian risiko dilakukan secara berkala 
dan sistematis untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang 
dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Proses ini melibatkan analisis 
mendalam terhadap faktor internal dan eksternal yang berpotensi 
menimbulkan risiko bagi organisasi. 

Metodologi risk assessment (penilaian risiko) dalam SPIP 
mengintegrasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk 
mengidentifikasi risk appetite (selera risiko) organisasi dan 
mengembangkan risk mitigation strategies (strategi mitigasi risiko) 
yang sesuai. Enterprise risk management (manajemen risiko 
perusahaan) menjadi kerangka kerja yang diadopsi untuk memastikan 
bahwa penilaian risiko dilakukan secara holistik dan terintegrasi 
dengan strategic planning (perencanaan strategis) organisasi. 

 

Kegiatan Pengendalian dan Monitoring Sistem 

Kegiatan pengendalian merupakan komponen ketiga yang berupa 
kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa 
arahan manajemen dilaksanakan dengan baik. Kegiatan ini mencakup 
berbagai mekanisme seperti otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, dan 
pemisahan tugas yang bertujuan mengurangi risiko terjadinya 
kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. 
Control activities (kegiatan pengendalian) harus dirancang dengan 
mempertimbangkan cost-benefit analysis (analisis biaya-manfaat) 
untuk memastikan bahwa biaya implementasi tidak melebihi manfaat 
yang diperoleh. 

Komponen keempat adalah informasi dan komunikasi yang 
memastikan bahwa informasi yang relevan dan berkualitas dapat 
diidentifikasi, ditangkap, dan dikomunikasikan dalam bentuk dan 
kerangka waktu yang tepat. Sistem informasi yang efektif 
memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang tepat 
berdasarkan data dan informasi yang akurat dan terkini. Management 
information systems (sistem informasi manajemen) yang terintegrasi 
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menjadi backbone (tulang punggung) bagi berjalannya real-time 
monitoring (monitoring waktu nyata) dan evidence-based decision 
making (pengambilan keputusan berbasis bukti). 

Komponen terakhir adalah pemantauan yang merupakan proses 
berkelanjutan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengawasan 
internal. Pemantauan dilakukan melalui evaluasi berkelanjutan dan 
evaluasi terpisah untuk memastikan bahwa sistem pengawasan 
internal berfungsi sebagaimana mestinya dan terus diperbaiki sesuai 
dengan perkembangan kebutuhan organisasi. Continuous monitoring 
(pemantauan berkelanjutan) menggunakan teknologi informasi untuk 
real-time tracking (pelacakan waktu nyata) terhadap key performance 
indicators (indikator kinerja utama) yang telah ditetapkan. 

 

Tantangan Implementasi dan Strategi Pengembangan 

Implementasi SPIP menghadapi berbagai tantangan dalam praktik 
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Tantangan utama 
meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di bidang 
pengawasan internal, resistensi terhadap perubahan dari aparatur 
pemerintah, serta kompleksitas regulasi yang harus dipatuhi oleh 
instansi pemerintah. Capacity building (pengembangan kapasitas) 
aparatur menjadi prioritas strategis untuk mengatasi competency gap 
(kesenjangan kompetensi) dalam implementasi SPIP. 

Koordinasi antar instansi dalam implementasi SPIP masih menghadapi 
kendala struktural dan kultural yang memerlukan penanganan 
sistematis. Siloed approach (pendekatan terkotak-kotak) dalam 
birokrasi pemerintah seringkali menghambat information sharing 
(berbagi informasi) dan collaborative risk management (manajemen 
risiko kolaboratif) yang essential bagi efektivitas SPIP. Pengembangan 
inter-agency coordination mechanisms (mekanisme koordinasi antar 
lembaga) menjadi kebutuhan mendesak untuk mengoptimalkan 
synergistic effects (efek sinergis) implementasi SPIP. 

Strategi komprehensif untuk mengatasi tantangan implementasi 
meliputi peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan 
pelatihan berkelanjutan, pengembangan sistem teknologi informasi 
yang mendukung implementasi SPIP, serta penguatan komitmen 
pimpinan di seluruh tingkatan organisasi. Budaya pengawasan yang 
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positif perlu dikembangkan melalui sosialisasi intensif dan pemberian 
insentif yang tepat bagi aparatur yang menunjukkan komitmen tinggi 
terhadap implementasi SPIP. 

 

12.2 Audit Internal dan Eksternal 

Konseptualisasi dan Diferensiasi Audit Internal-Eksternal 

Audit merupakan instrumen penting dalam sistem pengawasan 
pemerintahan yang berfungsi untuk memberikan penilaian 
independen terhadap efektivitas pengelolaan sumber daya publik. 
Dalam konteks administrasi publik, audit dibedakan menjadi dua 
kategori utama yaitu audit internal dan audit eksternal, yang masing-
masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda namun saling 
melengkapi dalam menciptakan sistem pengawasan yang 
komprehensif (OECD, 2023). Complementarity principle (prinsip 
komplementaritas) dalam audit menciptakan dual assurance 
mechanism (mekanisme jaminan ganda) yang meningkatkan overall 
governance quality (kualitas tata kelola keseluruhan). 

Audit internal merupakan aktivitas penilaian independen yang 
dilakukan oleh unit audit internal dalam organisasi pemerintah untuk 
mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen 
risiko, dan proses tata kelola. Audit internal berperan sebagai third eye 
(mata ketiga) bagi manajemen dalam memastikan bahwa seluruh 
aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan 
regulasi yang berlaku. Value-adding orientation (orientasi 
penambahan nilai) menjadi karakteristik utama audit internal modern 
yang tidak hanya berfokus pada compliance checking (pemeriksaan 
kepatuhan) namun juga pada performance improvement (perbaikan 
kinerja). 

Audit eksternal dilakukan oleh lembaga audit independen yang berada 
di luar organisasi yang diaudit. Di Indonesia, audit eksternal terhadap 
instansi pemerintah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Audit 
eksternal memberikan penilaian independen dan objektif terhadap 
pertanggungjawaban keuangan dan kinerja pemerintah kepada 
masyarakat. External validation (validasi eksternal) yang dihasilkan 
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audit eksternal menjadi credibility enhancer (peningkat kredibilitas) 
bagi public accountability (akuntabilitas publik). 

 

Metodologi dan Proses Audit Komprehensif 

Proses audit eksternal meliputi beberapa tahapan yang sistematis dan 
terstruktur. Tahap perencanaan audit meliputi pemahaman terhadap 
organisasi yang akan diaudit, identifikasi risiko audit, dan penyusunan 
program audit yang sesuai dengan tujuan audit. Risk-based audit 
approach (pendekatan audit berbasis risiko) memungkinkan alokasi 
sumber daya audit yang lebih efisien dengan fokus pada area-area 
high-risk (berisiko tinggi) yang memiliki material impact (dampak 
material) terhadap pencapaian tujuan organisasi. 

Tahap pelaksanaan audit meliputi pengumpulan bukti audit, pengujian 
substantif, dan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal 
organisasi. Audit evidence (bukti audit) yang dikumpulkan harus 
memenuhi kriteria sufficient (memadai), relevant (relevan), dan 
reliable (dapat diandalkan) untuk mendukung audit conclusions 
(kesimpulan audit) yang objektif. Penggunaan computer-assisted audit 
techniques (teknik audit berbantuan komputer) meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas pengumpulan bukti audit dalam lingkungan 
sistem informasi yang kompleks. 

Tahap pelaporan audit merupakan tahap akhir di mana auditor 
menyampaikan hasil temuan audit kepada pihak yang berkepentingan. 
Laporan audit eksternal harus memenuhi standar pelaporan yang 
ditetapkan dan memberikan informasi yang berguna bagi 
pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab atas 
follow-up (tindak lanjut) hasil audit. Audit reporting standards (standar 
pelaporan audit) mengatur format, konten, dan distribution 
(distribusi) laporan untuk memastikan consistency (konsistensi) dan 
comparability (kemampuan perbandingan) antar periode dan 
organisasi. 

 

Koordinasi dan Sinergi Audit Internal-Eksternal 

Koordinasi antara audit internal dan eksternal menjadi aspek penting 
dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif. Koordinasi ini 
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dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti pertukaran 
informasi hasil audit, koordinasi program audit untuk menghindari 
duplikasi, dan saling memanfaatkan hasil kerja audit untuk 
meningkatkan efisiensi pengawasan. Reliance strategy (strategi 
ketergantungan) memungkinkan auditor eksternal untuk 
mengandalkan work performed (pekerjaan yang dilakukan) oleh audit 
internal dalam area-area tertentu, sehingga mengurangi audit costs 
(biaya audit) dan meningkatkan audit coverage (cakupan audit). 

Three lines of defense model (model tiga lini pertahanan) menjadi 
kerangka konseptual untuk memahami peran audit internal dan 
eksternal dalam sistem governance (tata kelola). First line (lini 
pertama) berupa operational management (manajemen operasional), 
second line (lini kedua) berupa risk management and compliance 
functions (fungsi manajemen risiko dan kepatuhan), dan third line (lini 
ketiga) berupa internal audit (audit internal), dengan audit eksternal 
sebagai independent assurance provider (penyedia jaminan 
independen) di luar organisasi. 

Pengembangan joint audit protocols (protokol audit bersama) dan 
information sharing agreements (perjanjian berbagi informasi) dapat 
meningkatkan efektivitas koordinasi audit internal dan eksternal. 
Digital audit platforms (platform audit digital) memfasilitasi real-time 
information sharing (berbagi informasi waktu nyata) dan collaborative 
audit planning (perencanaan audit kolaboratif) yang meningkatkan 
audit synergies (sinergi audit) dan mengurangi audit burden (beban 
audit) pada auditees (yang diaudit). 

 

Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Audit 

Tantangan dalam implementasi audit internal dan eksternal di 
Indonesia meliputi keterbatasan kompetensi auditor, resistensi dari 
pihak yang diaudit, dan keterbatasan akses terhadap informasi yang 
diperlukan untuk pelaksanaan audit. Professional development 
(pengembangan profesional) auditor melalui continuous education 
(pendidikan berkelanjutan) dan certification programs (program 
sertifikasi) menjadi strategi utama untuk meningkatkan audit quality 
(kualitas audit). 
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Follow-up (tindak lanjut) hasil audit masih menghadapi kendala dalam 
implementasinya, baik karena faktor keterbatasan sumber daya 
maupun kurangnya komitmen dari pihak yang bertanggung jawab. 
Pengembangan audit recommendation tracking systems (sistem 
pelacakan rekomendasi audit) dan performance measurement 
frameworks (kerangka pengukuran kinerja) dapat meningkatkan 
efektivitas audit follow-up (tindak lanjut audit) dan memastikan bahwa 
rekomendasi audit memberikan value-added (nilai tambah) bagi 
peningkatan kinerja organisasi. 

Peningkatan kualitas audit dapat dilakukan melalui berbagai strategi 
yang mencakup pengembangan kompetensi auditor melalui 
pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, penerapan teknologi 
informasi dalam proses audit, dan penguatan sistem jaminan kualitas 
audit. Quality assurance and improvement programs (program 
jaminan dan peningkatan kualitas) memastikan bahwa audit dilakukan 
sesuai dengan professional standards (standar profesional) dan 
memberikan reasonable assurance (jaminan memadai) kepada 
stakeholders (pemangku kepentingan). 

 

12.3 Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko 

Kerangka Konseptual Pengendalian Internal 

Pengendalian internal dan manajemen risiko merupakan dua konsep 
yang saling terkait erat dalam sistem pengawasan pemerintahan 
modern. Pengendalian internal dirancang untuk memberikan 
keyakinan memadai atas pencapaian tujuan organisasi, sementara 
manajemen risiko berfokus pada identifikasi, analisis, dan pengelolaan 
risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut (Schäfer et 
al., 2022). Integrated approach (pendekatan terpadu) dalam 
pengendalian internal dan manajemen risiko menciptakan synergistic 
effects (efek sinergis) yang meningkatkan organizational resilience 
(ketahanan organisasi) terhadap berbagai tantangan internal dan 
eksternal. 

Pengendalian internal dalam konteks administrasi publik dapat 
didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan mekanisme yang 
dirancang untuk memastikan bahwa aktivitas organisasi berjalan 
sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, aset organisasi terlindungi 
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dari penyalahgunaan, dan informasi yang dihasilkan akurat dan dapat 
diandalkan. Sistem pengendalian internal yang efektif menjadi fondasi 
bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Control 
environment (lingkungan pengendalian) yang kondusif menciptakan 
organizational culture (budaya organisasi) yang mendukung ethical 
behavior (perilaku etis) dan accountability (akuntabilitas). 

COSO Framework (Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission) menjadi kerangka rujukan internasional dalam 
pengembangan sistem pengendalian internal yang komprehensif. 
Framework ini mengidentifikasi lima komponen pengendalian internal 
yang saling terkait: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas 
pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. 
Integration (integrasi) kelima komponen ini dalam satu sistem yang 
koheren menciptakan holistic internal control system (sistem 
pengendalian internal holistik). 

 

Komponen dan Implementasi Pengendalian Internal 

Komponen pengendalian internal mencakup beberapa elemen yang 
saling mendukung. Elemen pertama adalah lingkungan pengendalian 
yang menciptakan dasar bagi pelaksanaan pengendalian internal yang 
efektif. Lingkungan pengendalian dipengaruhi oleh integritas dan nilai 
etika yang dianut organisasi, komitmen terhadap kompetensi, gaya 
kepemimpinan, struktur organisasi, dan kebijakan sumber daya 
manusia. Tone at the top (nada di puncak) yang ditetapkan oleh 
pimpinan organisasi memiliki cascading effect (efek bertingkat) 
terhadap seluruh jajaran organisasi dalam membentuk control 
consciousness (kesadaran pengendalian). 

Elemen kedua adalah penilaian risiko yang merupakan proses 
identifikasi dan analisis risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian 
tujuan organisasi. Penilaian risiko harus dilakukan secara berkala dan 
sistematis untuk mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan 
eksternal yang dapat berdampak pada organisasi. Dynamic risk 
assessment (penilaian risiko dinamis) memungkinkan organisasi untuk 
adaptively respond (merespons secara adaptif) terhadap emerging 
risks (risiko yang muncul) dan changing risk profiles (profil risiko yang 
berubah). 
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Aktivitas pengendalian merupakan elemen ketiga yang berupa 
kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa 
arahan manajemen dilaksanakan dengan baik. Aktivitas pengendalian 
meliputi persetujuan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, performance 
reviews (tinjauan kinerja), asset safeguarding (pengamanan aset), dan 
segregation of duties (pemisahan tugas). Preventive controls 
(pengendalian preventif) dan detective controls (pengendalian 
detektif) bekerja secara sinergis untuk mencegah dan mendeteksi 
penyimpangan dalam pelaksanaan aktivitas organisasi. 

 

Metodologi dan Proses Manajemen Risiko 

Manajemen risiko dalam administrasi publik merupakan pendekatan 
sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan 
mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan 
organisasi pemerintah. Manajemen risiko yang efektif membantu 
organisasi dalam mengoptimalkan peluang dan meminimalkan 
dampak negatif dari ketidakpastian. Enterprise risk management 
(manajemen risiko perusahaan) menyediakan holistic perspective 
(perspektif holistik) terhadap risk landscape (lanskap risiko) organisasi 
dan memfasilitasi strategic risk management (manajemen risiko 
strategis). 

“Pengendalian internal dan manajemen risiko 
merupakan instrumen saling melengkapi yang 

memperkuat tata kelola publik modern. Melalui 
integrasi kerangka COSO dan enterprise risk 

management, keduanya menciptakan sistem 
pengawasan berbasis risiko yang lebih adaptif, 

akuntabel, dan resilien terhadap dinamika 
ketidakpastian serta kompleksitas lingkungan 

strategis pemerintahan.” 

Proses manajemen risiko dimulai dengan penetapan konteks yang 
meliputi pemahaman terhadap lingkungan internal dan eksternal 
organisasi, tujuan organisasi, dan kriteria risiko yang akan digunakan. 
Penetapan konteks yang tepat menjadi dasar bagi pelaksanaan 
seluruh tahapan manajemen risiko selanjutnya. Risk appetite (selera 
risiko) dan risk tolerance (toleransi risiko) organisasi harus 
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didefinisikan dengan jelas untuk memberikan guidance (panduan) 
dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan risiko. 

Identifikasi risiko merupakan tahap di mana organisasi 
mengidentifikasi semua risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian 
tujuan. Identifikasi risiko dapat dilakukan melalui berbagai teknik 
seperti brainstorming (curah pendapat), wawancara, analisis 
dokumen, dan observasi. Identifikasi risiko harus dilakukan secara 
komprehensif untuk memastikan bahwa seluruh risiko relevan telah 
teridentifikasi. Risk taxonomy (taksonomi risiko) dan risk registers 
(daftar risiko) memfasilitasi systematic risk identification (identifikasi 
risiko sistematis) dan risk tracking (pelacakan risiko) sepanjang waktu. 

 

Integrasi Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko 

Analisis risiko dilakukan untuk memahami sifat risiko dan menentukan 
tingkat risiko. Analisis risiko meliputi pertimbangan terhadap sumber 
risiko, konsekuensi yang mungkin terjadi, dan kemungkinan terjadinya 
risiko. Analisis risiko dapat dilakukan secara kualitatif, kuantitatif, atau 
kombinasi keduanya. Risk modeling (pemodelan risiko) dan scenario 
analysis (analisis skenario) meningkatkan analytical rigor (ketelitian 
analitis) dalam memahami risk characteristics (karakteristik risiko) dan 
potential impacts (dampak potensial). 

Evaluasi risiko bertujuan untuk membuat keputusan tentang risiko 
mana yang memerlukan perlakuan dan prioritas penanganan. Evaluasi 
risiko dilakukan dengan membandingkan tingkat risiko dengan kriteria 
risiko yang telah ditetapkan sebelumnya. Risk prioritization matrix 
(matriks prioritas risiko) memfasilitasi systematic risk evaluation 
(evaluasi risiko sistematis) dan resource allocation (alokasi sumber 
daya) yang efisien untuk pengelolaan risiko. 

Integrasi antara pengendalian internal dan manajemen risiko 
menciptakan sistem pengawasan yang lebih komprehensif dan efektif. 
Pengendalian internal menyediakan struktur dan mekanisme untuk 
implementasi perlakuan risiko, sementara manajemen risiko 
memberikan input penting bagi desain dan evaluasi efektivitas 
pengendalian internal. Risk-based internal controls (pengendalian 
internal berbasis risiko) memastikan bahwa aktivitas pengendalian 
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dirancang dan diimplementasikan berdasarkan risk assessment 
(penilaian risiko) yang objektif dan komprehensif. 

Implementasi pengendalian internal dan manajemen risiko di 
Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan 
pemahaman konsep, resistensi terhadap perubahan, dan 
keterbatasan sumber daya. Strategi mengatasi tantangan tersebut 
mencakup pengembangan kapasitas aparatur, penguatan komitmen 
pimpinan, dan pengembangan sistem teknologi informasi yang 
mendukung. Change management (manajemen perubahan) yang 
efektif memfasilitasi organizational transformation (transformasi 
organisasi) menuju risk-aware culture (budaya sadar risiko) dan 
control-oriented mindset (pola pikir berorientasi pengendalian). 

 

12.4 Transparansi dan Akuntabilitas 

Konseptualisasi Transparansi dalam Era Digital 

Transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar fundamental dalam 
penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan responsif 
terhadap kebutuhan masyarakat. Kedua konsep ini saling terkait erat 
dan menjadi indikator utama dalam menilai kualitas tata kelola 
pemerintahan di era modern (Transparency International, 2024). 
Transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam 
memberikan akses informasi kepada publik, sementara akuntabilitas 
berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk 
mempertanggungjawabkan seluruh tindakan dan keputusannya 
kepada masyarakat. 

Transparansi dalam administrasi publik mencakup berbagai dimensi 
yang saling melengkapi: procedural transparency (transparansi 
prosedural) yang berkaitan dengan keterbukaan proses pengambilan 
keputusan, substantive transparency (transparansi substantif) yang 
menyangkut keterbukaan informasi tentang kebijakan dan program, 
serta accountability transparency (transparansi akuntabilitas) yang 
berkaitan dengan keterbukaan pertanggungjawaban kinerja. Multi-
dimensional approach (pendekatan multi-dimensi) dalam transparansi 
menciptakan comprehensive openness (keterbukaan komprehensif) 
yang meningkatkan public trust (kepercayaan publik) dan democratic 
legitimacy (legitimasi demokratis). 
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Era digital telah mentransformasi paradigma transparansi dari passive 
disclosure (pengungkapan pasif) menuju proactive information sharing 
(berbagi informasi proaktif). Digital transparency platforms (platform 
transparansi digital) memfasilitasi real-time access (akses waktu nyata) 
terhadap informasi publik dan menciptakan interactive engagement 
(keterlibatan interaktif) antara pemerintah dan warga. Open 
government data initiatives (inisiatif data pemerintah terbuka) 
menjadi manifestasi konkret komitmen transparansi dalam era 
information society (masyarakat informasi). 

 

Mekanisme dan Instrumen Akuntabilitas Publik 

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pejabat publik untuk 
memberikan pertanggungjawaban atas penggunaan wewenang dan 
sumber daya publik kepada masyarakat. Akuntabilitas mencakup 
beberapa dimensi: legal accountability (akuntabilitas hukum) yang 
berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan, performance 
accountability (akuntabilitas kinerja) yang menyangkut pencapaian 
target, financial accountability (akuntabilitas keuangan) yang 
berkaitan dengan pengelolaan anggaran, dan social accountability 
(akuntabilitas sosial) yang berkaitan dengan responsivitas terhadap 
kebutuhan masyarakat. 

“Transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi 
good governance yang saling memperkuat melalui 

keterbukaan informasi, pertanggungjawaban publik, 
serta partisipasi warga. Era digital mendorong 

pergeseran menuju keterbukaan proaktif berbasis 
teknologi, di mana integrasi transparansi–

akuntabilitas menciptakan siklus kepercayaan, 
legitimasi demokratis, dan perbaikan berkelanjutan 

tata kelola pemerintahan.” 

Accountability mechanisms (mekanisme akuntabilitas) dalam 
administrasi publik mencakup internal mechanisms (mekanisme 
internal) seperti sistem pelaporan kinerja dan audit internal, external 
mechanisms (mekanisme eksternal) seperti audit eksternal dan 
pengawasan legislatif, serta social mechanisms (mekanisme sosial) 
seperti citizen monitoring (pemantauan warga) dan participatory 
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evaluation (evaluasi partisipatif). Multi-stakeholder accountability 
(akuntabilitas multi-pemangku kepentingan) menciptakan checks and 
balances (pengawasan dan keseimbangan) yang efektif dalam sistem 
pemerintahan demokratis. 

Performance measurement systems (sistem pengukuran kinerja) 
menjadi instrumen utama akuntabilitas kinerja yang memungkinkan 
penilaian objektif terhadap pencapaian tujuan organisasi. Key 
performance indicators (indikator kinerja utama), balanced scorecard 
(kartu skor seimbang), dan results-based management (manajemen 
berbasis hasil) menyediakan kerangka sistematis untuk performance 
monitoring (pemantauan kinerja) dan accountability reporting 
(pelaporan akuntabilitas). 

 

Integrasi Transparansi dan Akuntabilitas dalam Sistem Pengawasan 

Public participation (partisipasi publik) menjadi elemen krusial dalam 
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang efektif. Citizen 
engagement mechanisms (mekanisme keterlibatan warga) seperti 
public hearings (dengar pendapat publik), participatory budgeting 
(penganggaran partisipatif), dan social auditing (audit sosial) 
menciptakan direct accountability (akuntabilitas langsung) antara 
pemerintah dan warga. Digital participation platforms (platform 
partisipasi digital) memperluas access (akses) dan meningkatkan 
inclusiveness (inklusivitas) dalam proses partisipasi publik. 

Freedom of information laws (undang-undang kebebasan informasi) 
menyediakan landasan hukum bagi hak warga untuk mengakses 
informasi publik dan menciptakan legal obligations (kewajiban 
hukum) bagi pemerintah untuk bersikap transparan. Implementasi 
right to information (hak atas informasi) menghadapi tantangan dalam 
balancing transparency (menyeimbangkan transparansi) dengan 
privacy protection (perlindungan privasi) dan national security 
(keamanan nasional). 

Integrasi transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pengawasan 
menciptakan virtuous cycle (siklus baik) yang memperkuat governance 
quality (kualitas tata kelola) secara keseluruhan. Transparansi 
memfasilitasi informed accountability (akuntabilitas yang 
terinformasi) dengan menyediakan informasi yang diperlukan untuk 
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penilaian kinerja, sementara akuntabilitas mendorong transparansi 
dengan menciptakan insentif bagi pejabat publik untuk bersikap 
terbuka. Transparency-accountability nexus (hubungan transparansi-
akuntabilitas) menjadi driving force (kekuatan pendorong) bagi 
continuous improvement (perbaikan berkelanjutan) dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. 

 

Tantangan dan Strategi Pengembangan Masa Depan 

Implementasi transparansi dan akuntabilitas menghadapi berbagai 
tantangan dalam konteks Indonesia, termasuk digital divide 
(kesenjangan digital) yang mempengaruhi akses warga terhadap 
informasi, capacity limitations (keterbatasan kapasitas) aparatur 
dalam mengelola transparansi, dan cultural barriers (hambatan 
budaya) yang menghambat keterbukaan. Information overload 
(kelebihan informasi) dan data quality issues (masalah kualitas data) 
dapat mengurangi efektivitas transparansi jika tidak dikelola dengan 
baik. 

Strategi pengembangan transparansi dan akuntabilitas masa depan 
memerlukan pendekatan yang komprehensif: institutional 
strengthening (penguatan kelembagaan) untuk meningkatkan 
kapasitas pemerintah dalam transparansi, technology adoption 
(adopsi teknologi) untuk mempermudah akses dan berbagi informasi, 
serta civic education (pendidikan kewarganegaraan) untuk 
meningkatkan citizen literacy (literasi warga) dalam menggunakan 
informasi publik. Whole-of-government approach (pendekatan 
seluruh pemerintahan) memastikan coherent implementation 
(implementasi yang koheren) transparansi dan akuntabilitas di semua 
tingkatan pemerintahan. 

Artificial intelligence (kecerdasan buatan) dan blockchain technology 
(teknologi blockchain) menjadi emerging tools (alat yang berkembang) 
yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui 
automated monitoring (pemantauan otomatis), immutable record 
keeping (pencatatan yang tidak dapat diubah), dan real-time analytics 
(analitik waktu nyata). Adaptasi teknologi ini memerlukan regulatory 
frameworks (kerangka regulasi) yang mendukung dan ethical 
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guidelines (pedoman etis) yang memastikan penggunaan teknologi 
untuk kepentingan publik. 

 

Kesimpulan 

Pengawasan dan pengendalian merupakan fondasi fundamental 
dalam sistem administrasi publik modern yang menentukan kualitas, 
legitimasi, dan keberlanjutan tata kelola pemerintahan. Sistem ini 
tidak lagi dipandang sekadar fungsi teknis, melainkan instrumen 
strategis yang memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas 
dalam konteks good governance dan tuntutan transparansi publik 
yang semakin menguat. 

SPIP diatur melalui PP 60/2008 dengan lima komponen utama yang 
saling melengkapi: lingkungan pengendalian yang dibangun melalui 
kepemimpinan berintegritas, penilaian risiko berkala dengan 
metodologi kuantitatif-kualitatif, kegiatan pengendalian berupa 
kebijakan dan segregation of duties, sistem informasi dan komunikasi 
terintegrasi, serta pemantauan berkelanjutan berbasis teknologi. 
Implementasi menghadapi tantangan kapasitas SDM, resistensi 
perubahan, dan koordinasi antar-instansi yang memerlukan 
pendekatan sistematis. 

Audit internal dan eksternal menciptakan ekosistem pengawasan 
komplementer dengan independensi dan objektivitas sebagai prinsip 
fundamental. Model three lines of defense mengintegrasikan 
manajemen operasional, fungsi risiko-kepatuhan, dan audit internal, 
dengan BPK sebagai penyedia jaminan independen. Pengendalian 
internal dan manajemen risiko yang terintegrasi melalui kerangka 
COSO dan enterprise risk management menciptakan sistem berbasis 
risiko yang adaptif dan resilien terhadap ketidakpastian lingkungan 
strategis. 

Era digital mentransformasi paradigma transparansi dari 
pengungkapan pasif menuju berbagi informasi proaktif. Integrasi 
transparansi-akuntabilitas menciptakan siklus kepercayaan dan 
legitimasi demokratis melalui platform digital, mekanisme partisipasi 
publik, dan teknologi blockchain. Tantangan kesenjangan digital, 
kapasitas aparatur, dan hambatan budaya memerlukan strategi 
komprehensif berbasis teknologi, penguatan kelembagaan, dan 
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pendidikan kewarganegaraan untuk mewujudkan tata kelola yang 
transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik. 
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BAGIAN V 

ISU KONTEMPORER DAN MASA DEPAN 

 

BAB 13 

DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH 

 

Pendahuluan 

Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan paradigma 
fundamental dalam transformasi tata kelola pemerintahan Indonesia 
yang telah mengubah lanskap administrasi publik nasional secara 
signifkan sejak era reformasi. Konsep ini tidak hanya mengacu pada 
pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah, tetapi 
juga melibatkan redistribusi kekuasaan politik, administratif, dan fiskal 
yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, 
efisien, dan demokratis. Dalam konteks global, desentralisasi telah 
menjadi trend dominan dalam reformasi sektor publik, dengan asumsi 
bahwa pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat akan lebih 
mampu memahami dan merespons kebutuhan lokal secara optimal. 

Implementasi otonomi daerah di Indonesia dimulai secara formal pada 
tahun 2001 melalui pendekatan desentralisasi serentak yang 
mengalihkan kewenangan luas kepada pemerintah kabupaten dan 
kota dalam waktu relatif singkat. Model implementasi ini berbeda 
dengan pendekatan bertahap yang diterapkan di banyak negara lain, 
sehingga menghadirkan tantangan dan peluang yang unik dalam 
konteks Indonesia. Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan 
bahwa setelah lebih dari dua dekade implementasi, tingkat 
kemandirian fiskal daerah masih relatif rendah dengan rata-rata 
ketergantungan terhadap dana transfer pusat mencapai 88,49%, 
mengindikasikan bahwa proses menuju otonomi daerah yang sejati 
masih memerlukan reformulasi kebijakan yang komprehensif. 

Hubungan pusat-daerah dalam sistem desentralisasi Indonesia 
mengalami evolusi dinamis yang mencerminkan upaya pencarian 
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keseimbangan optimal antara pemberian otonomi kepada daerah 
dengan menjaga kesatuan dan persatuan nasional. Kerangka 
hubungan ini diatur melalui pembagian urusan pemerintahan 
berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, namun 
dalam praktiknya masih sering terjadi tumpang tindih kewenangan 
dan konflik koordinasi yang memerlukan penyelesaian melalui 
mekanisme yang lebih efektif. Sistem perimbangan keuangan antara 
pusat dan daerah yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 
Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) dirancang untuk 
memastikan equity dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan, namun 
disparitas kemampuan fiskal antar daerah masih menjadi tantangan 
utama. 

Pengalaman implementasi desentralisasi di berbagai negara 
menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi tidak hanya 
ditentukan oleh desain kelembagaan yang baik, tetapi juga 
memerlukan kondisi prasyarat yang spesifik seperti kapasitas 
administratif yang memadai, sistem akuntabilitas yang kuat, dan 
budaya politik yang mendukung transparansi dan partisipasi 
masyarakat. Dalam konteks Indonesia, penelitian terbaru 
mengindikasikan bahwa struktur jaringan korupsi mengalami 
perubahan signifikan setelah implementasi otonomi daerah, dengan 
meningkatnya diversifikasi aktor dan kompleksitas praktik korupsi 
yang memerlukan penguatan sistem integritas secara menyeluruh. 

 

Tiga sub-bab dalam section ini akan mengeksplorasi secara mendalam 
dimensi konseptual, implementatif, dan relasional dari desentralisasi 
Indonesia. Sub-bab pertama menganalisis landasan teoretis 
desentralisasi dan perbedaannya dengan dekonsentrasi, termasuk 
paradoks dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi 
desentralisasi di berbagai konteks negara. Sub-bab kedua mengkaji 
perjalanan implementasi otonomi daerah di Indonesia dari perspektif 
historis, kebijakan, dan dampaknya terhadap transformasi tata kelola 
pemerintahan. Sub-bab ketiga membahas dinamika hubungan pusat-
daerah, mekanisme koordinasi, dan tantangan dalam menciptakan 
sinergi optimal untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional. 
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13.1 Konsep Desentralisasi dan Dekonsentrasi 

Landasan Teoretis Desentralisasi 

Desentralisasi sebagai konsep fundamental dalam administrasi publik 
modern mengacu pada proses pengalihan kewenangan, tanggung 
jawab, dan sumber daya dari pemerintah pusat kepada tingkat 
pemerintahan yang lebih rendah dengan tujuan meningkatkan 
efektivitas, efisiensi, dan responsivitas penyelenggaraan 
pemerintahan. Konsep ini telah berkembang menjadi paradigma 
dominan dalam reformasi tata kelola sejak akhir abad ke-20, didorong 
oleh asumsi bahwa pemerintahan yang lebih dekat dengan 
masyarakat akan lebih mampu memahami preferensi lokal dan 
memberikan pelayanan publik yang berkualitas (Bastianen & Keuffer, 
2024). 

Dalam perspektif teoretis, desentralisasi dapat dipahami melalui tiga 
dimensi yang saling terkait dan harus berjalan secara bersamaan untuk 
menciptakan sistem yang efektif. Desentralisasi politik berkaitan 
dengan pengalihan kewenangan pengambilan keputusan kepada 
institusi pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis, sehingga 
memberikan legitimasi politik bagi proses governance di tingkat lokal. 
Dimensi ini mencakup pembentukan lembaga legislatif daerah, 
pemilihan langsung kepala daerah, dan partisipasi masyarakat dalam 
proses politik lokal. 

"Desentralisasi mentransfer kewenangan politik, 
administratif, dan fiskal ke daerah untuk meningkatkan 

efektivitas, responsivitas, dan legitimasi tata kelola 
pemerintahan lokal." 

Desentralisasi administratif mengacu pada pendelegasian tanggung 
jawab pelaksanaan fungsi dan layanan publik kepada unit administratif 
di tingkat daerah, termasuk transfer personel, sistem, dan prosedur 
dari pemerintah pusat. Dimensi ini melibatkan restructuring organisasi 
pemerintahan untuk memastikan bahwa kapasitas administratif di 
tingkat daerah mampu menjalankan fungsi-fungsi yang telah 
didelegasikan secara efektif dan efisien. 



Gunawan Undang & Deden Suhendar 
Administrasi Publik Kontemporer: Teori, Praktik, dan Transformasi Digital Lintas Negara 

 

278 
 

Desentralisasi fiskal melibatkan pengalihan sumber daya keuangan 
dan kewenangan perpajakan kepada pemerintah daerah untuk 
membiayai fungsi dan layanan yang telah didelegasikan. Dimensi fiskal 
menjadi krusial karena tanpa sumber daya keuangan yang memadai, 
desentralisasi politik dan administratif tidak akan dapat berjalan 
secara optimal dan sustainable. 

 

Teori Klasik versus Perspektif Kontemporer 

Teori desentralisasi klasik yang dikembangkan oleh Bardhan (2002) 
menekankan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi 
alokasi sumber daya karena pemerintah daerah memiliki informasi 
yang lebih baik tentang preferensi dan kebutuhan masyarakat lokal. 
Teori ini juga berargumen bahwa desentralisasi dapat mendorong 
inovasi dalam pelayanan publik melalui kompetisi antar daerah dan 
eksperimentasi kebijakan di tingkat lokal yang memungkinkan 
pembelajaran dan adaptasi yang lebih cepat. 

Namun, studi kontemporer menunjukkan bahwa hubungan antara 
desentralisasi dan peningkatan kinerja pemerintahan tidak selalu 
linear dan sangat bergantung pada konteks spesifik masing-masing 
negara. Ladner et al. (2023) melalui pengembangan Local Autonomy 
Index (LAI 2.0) yang mencakup 57 negara menemukan bahwa 
efektivitas desentralisasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor 
kontekstual seperti kapasitas institusional, kondisi sosial-ekonomi, dan 
kualitas sistem politik yang ada. 

"Teori klasik menekankan efisiensi dan inovasi 
desentralisasi, namun studi kontemporer mengungkap 

paradoks peningkatan ketimpangan yang bergantung 
pada konteks institusional lokal." 

Penelitian terbaru mengungkapkan berbagai paradoks dalam 
implementasi desentralisasi yang menantang asumsi teoritis klasik. Di 
Italia, desentralisasi justru meningkatkan ketimpangan regional 
karena daerah dengan modal sosial yang rendah tidak mampu 
memanfaatkan otonomi yang diberikan secara optimal. Fenomena 
serupa terjadi di Spanyol, di mana desentralisasi fiskal mengurangi 
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kemampuan redistribusi pemerintah pusat dan meningkatkan 
disparitas ekonomi antar wilayah, bertentangan dengan ekspektasi 
bahwa desentralisasi akan mengurangi ketimpangan. 

 

Dekonsentrasi sebagai Alternatif Model 

Dekonsentrasi merupakan bentuk pengalihan kewenangan yang 
berbeda secara fundamental dari desentralisasi, di mana pemerintah 
pusat mendelegasikan kewenangan administratif kepada perwakilan 
atau cabangnya di daerah namun kontrol dan pengawasan tetap 
berada di tangan pemerintah pusat. Model ini lebih menekankan pada 
efisiensi administratif daripada pemberdayaan politik di tingkat lokal. 

Perbedaan mendasar antara desentralisasi dan dekonsentrasi terletak 
pada tingkat otonomi yang diberikan kepada unit pemerintahan di 
daerah. Dalam sistem dekonsentrasi, kewenangan yang didelegasikan 
dapat ditarik kembali sewaktu-waktu oleh pemerintah pusat, 
sementara dalam desentralisasi, kewenangan tersebut menjadi hak 
inherent dari pemerintah daerah yang dilindungi oleh peraturan 
perundang-undangan. 

Dalam konteks Indonesia, sistem pemerintahan daerah 
mengkombinasikan kedua pendekatan ini melalui pembagian urusan 
antara urusan yang didesentralisasikan kepada pemerintah daerah 
otonom dan urusan yang didekonsentrasikan melalui perangkat 
vertikal seperti kantor wilayah kementerian dan lembaga. Kombinasi 
ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan keuntungan dari kedua 
pendekatan sambil meminimalkan kelemahan masing-masing. 

 

Kondisi Prasyarat dan Tantangan Implementasi 

Keberhasilan desentralisasi memerlukan kondisi prasyarat yang 
spesifik yang tidak selalu tersedia di semua konteks. Kapasitas 
administratif yang memadai menjadi prasyarat fundamental, 
mencakup ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, sistem 
manajemen yang efektif, dan infrastruktur yang mendukung 
penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah. 

Sistem akuntabilitas yang kuat merupakan prasyarat kedua yang 
mencakup mekanisme checks and balances (pengawasan dan 
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keseimbangan) antara lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat 
daerah, pengawasan masyarakat sipil, dan sistem hukum yang dapat 
menegakkan aturan main secara konsisten. Tanpa sistem akuntabilitas 
yang efektif, desentralisasi dapat justru membuka peluang untuk 
praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di tingkat lokal. 

Budaya politik yang mendukung transparansi dan partisipasi 
masyarakat menjadi prasyarat ketiga yang sering diabaikan dalam 
desain kebijakan desentralisasi. Budaya politik yang masih didominasi 
oleh pola-pola patronase dan clientelism dapat menghambat 
terwujudnya tata kelola yang baik di tingkat daerah, meskipun struktur 
kelembagaan formal telah didesain dengan baik. 

Dalam konteks negara berkembang, tantangan implementasi 
desentralisasi menjadi lebih kompleks karena keterbatasan kapasitas 
institusional, infrastruktur yang belum memadai, dan disparitas 
tingkat pembangunan antar wilayah yang signifikan. Hal ini 
mengharuskan pendekatan implementasi yang lebih hati-hati dan 
bertahap untuk memastikan bahwa desentralisasi tidak justru 
memperburuk ketimpangan dan fragmentasi. 

 

13.2 Implementasi Otonomi Daerah di Indonesia 

Konteks Historis dan Momentum Reformasi 

Implementasi otonomi daerah di Indonesia merupakan salah satu 
reformasi paling signifikan dalam sejarah administrasi publik nasional 
yang tidak dapat dipisahkan dari momentum reformasi politik tahun 
1998. Selama periode Orde Baru, sistem pemerintahan daerah 
Indonesia sangat tersentralisasi dengan kontrol ketat dari pemerintah 
pusat terhadap seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, 
menciptakan ketergantungan tinggi dan menghambat prakarsa lokal 
dalam mengatasi permasalahan spesifik daerah. 

Transisi menuju otonomi daerah dimulai secara formal dengan 
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, 
yang mulai efektif pada 1 Januari 2001. Pendekatan yang dipilih 
Indonesia adalah desentralisasi serentak yang mengalihkan 
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kewenangan sangat luas kepada pemerintah daerah dalam waktu 
relatif singkat, berbeda dengan model gradual yang diterapkan di 
banyak negara lain. 

Model desentralisasi serentak ini dipilih karena tekanan politik untuk 
segera mengakhiri praktik sentralisasi yang berlebihan dan tuntutan 
daerah untuk memperoleh otonomi yang lebih luas, terutama dari 
daerah-daerah yang kaya sumber daya alam namun tidak merasakan 
manfaat ekonomi yang proporsional selama era sentralisasi. Namun, 
pendekatan ini juga menghadirkan risiko berupa ketidaksiapan 
institusional dan kapasitas administratif di tingkat daerah. 

 

Evolusi Kebijakan Otonomi Daerah 

Perjalanan implementasi otonomi daerah di Indonesia dapat dibagi 
menjadi tiga fase utama yang masing-masing memiliki karakteristik 
dan tantangan tersendiri. Fase pertama (1999-2004) ditandai dengan 
implementasi otonomi luas berdasarkan UU No. 22/1999 yang 
memberikan kewenangan sangat besar kepada pemerintah kabupaten 
dan kota sebagai daerah otonom. Dalam fase ini, pemerintah provinsi 
memiliki peran yang relatif terbatas sebagai wilayah administratif dan 
koordinasi, sementara sebagian besar urusan pemerintahan dialihkan 
langsung kepada kabupaten dan kota. 

"Evolusi otonomi daerah Indonesia melalui tiga fase: 
otonomi luas kabupaten/kota (1999-2004), penguatan 

peran provinsi dengan pembagian urusan lebih jelas 
(2004-2014), dan penerapan prinsip residualitas dengan 

tipologi urusan absolut-konkuren-umum (2014-
sekarang)." 

Fase ini menghadapi berbagai tantangan signifikan, termasuk 
keterbatasan kapasitas institusional pemerintah daerah yang selama 
puluhan tahun beroperasi dalam sistem tersentralisasi, disparitas 
kemampuan fiskal antar daerah yang menciptakan ketimpangan 
dalam kemampuan pelaksanaan otonomi, dan resistensi dari birokrasi 
pusat yang enggan melepaskan kewenangan dan sumber daya yang 
selama ini dikelola secara terpusat. 
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Fase kedua (2004-2014) dimulai dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 
2004 yang melakukan koreksi terhadap implementasi otonomi 
periode sebelumnya. Undang-undang ini memperkuat peran 
pemerintah provinsi dan memperkenalkan konsep otonomi yang lebih 
terukur dengan pembagian urusan yang lebih jelas antara pusat, 
provinsi, dan kabupaten/kota. Perubahan ini dilatarbelakangi oleh 
evaluasi bahwa otonomi yang terlalu luas tanpa koordinasi yang 
memadai dapat menimbulkan fragmentasi kebijakan dan 
ketidakefisienan dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. 

Fase ketiga (2014-sekarang) dimulai dengan berlakunya UU No. 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membawa perubahan 
signifikan dalam pembagian urusan pemerintahan. Undang-undang ini 
memperkenalkan prinsip residualitas, di mana urusan pemerintahan 
yang tidak dinyatakan sebagai urusan pemerintah pusat atau provinsi 
menjadi kewenangan kabupaten/kota, serta melakukan reklasifikasi 
urusan berdasarkan tipologi absolut, konkuren, dan umum. 

 

Dampak dan Tantangan Implementasi 

Implementasi otonomi daerah telah membawa dampak positif yang 
signifikan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan. 
Peningkatan partisipasi politik masyarakat terlihat dari meningkatnya 
jumlah partai politik lokal, aktivitas organisasi masyarakat sipil, dan 
partisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Responsivitas pemerintah 
daerah terhadap kebutuhan lokal juga mengalami peningkatan, 
tercermin dari berkembangnya berbagai inovasi pelayanan publik dan 
program pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik dan 
potensi spesifik daerah. 

Namun, implementasi otonomi daerah juga menghadirkan tantangan 
dan masalah baru yang memerlukan perhatian serius. Penelitian 
tentang hubungan antara desentralisasi dan korupsi di Indonesia 
menunjukkan bahwa perluasan kewenangan daerah dalam beberapa 
kasus justru membuka peluang baru untuk praktik korupsi. Silitonga et 
al. (2023) menemukan bahwa struktur jaringan korupsi di Indonesia 
mengalami perubahan signifikan setelah implementasi otonomi 
daerah, dengan meningkatnya peran perantara dan diversifikasi aktor 
yang terlibat dalam praktik korupsi. 
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Tantangan fiskal merupakan salah satu permasalahan paling serius 
dalam implementasi otonomi daerah Indonesia. Meskipun telah 
berlangsung selama lebih dari dua dekade, tingkat kemandirian fiskal 
daerah masih rendah dengan rata-rata ketergantungan terhadap dana 
transfer dari pemerintah pusat mencapai 88,49%. Ketergantungan 
fiskal yang tinggi ini mengakibatkan otonomi daerah belum 
sepenuhnya terwujud dalam arti sesungguhnya, karena pemerintah 
daerah masih terikat dengan berbagai regulasi dan persyaratan dari 
pemerintah pusat dalam penggunaan dana transfer. 

 

Pembelajaran dan Reformulasi Kebijakan 

Pengalaman implementasi otonomi daerah selama dua dekade 
terakhir memberikan pembelajaran berharga yang dapat menjadi 
dasar untuk reformulasi kebijakan ke depan. Gunawan et al. (2023) 
mengembangkan kerangka kerja PRACYF (Policy Reformulation Action-
Cycle Framework) yang menawarkan pendekatan sistematis untuk 
merumuskan kembali kebijakan desentralisasi dengan 
mempertimbangkan pembelajaran dari implementasi selama ini. 

Kerangka kerja ini menekankan pentingnya siklus kebijakan yang 
adaptive dan responsive terhadap perubahan kondisi dan tantangan 
yang dihadapi. Dalam konteks otonomi daerah Indonesia, reformulasi 
kebijakan perlu fokus pada peningkatan kapasitas institusional 
pemerintah daerah melalui program pengembangan sumber daya 
manusia yang berkelanjutan dan komprehensif. 

Penguatan mekanisme akuntabilitas menjadi prioritas kedua yang 
mencakup pengembangan sistem pengawasan internal yang efektif, 
penguatan peran DPRD dalam fungsi pengawasan, dan peningkatan 
partisipasi masyarakat dalam kontrol sosial terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. Selain itu, pengembangan sumber-sumber 
pendapatan asli daerah perlu diprioritaskan untuk mengurangi 
ketergantungan terhadap dana transfer pusat melalui diversifikasi 
basis ekonomi daerah dan optimalisasi potensi sumber daya lokal. 

Ke depan, pengembangan otonomi daerah Indonesia perlu 
mengintegrasikan pembelajaran global tentang best practices 
desentralisasi dengan konteks spesifik Indonesia yang unik. Hal ini 
mencakup pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif 
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untuk memastikan bahwa implementasi otonomi daerah benar-benar 
memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di 
daerah dan pencapaian tujuan pembangunan nasional secara 
keseluruhan. 

 

13.3 Hubungan Pusat-Daerah 

Kerangka Teoretis Hubungan Pusat-Daerah 

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
merupakan aspek fundamental dalam sistem federal atau 
desentralisasi yang menentukan efektivitas penyelenggaraan 
pemerintahan secara keseluruhan. Dalam konteks Indonesia, 
hubungan pusat-daerah telah mengalami transformasi signifikan dari 
pola hierarkis dan tersentralisasi menuju sistem yang memberikan 
ruang otonomi lebih luas kepada daerah sambil tetap menjaga 
kesatuan negara. 

"Hubungan pusat-daerah Indonesia bertransformasi dari 
pola hierarkis tersentralisasi menuju model inklusif 
dengan otonomi bervariasi yang menyeimbangkan 

koordinasi horizontal dan integrasi dalam sistem 
pemerintahan kesatuan nasional." 

Kerangka teoretis hubungan pusat-daerah dalam sistem desentralisasi 
mengenal beberapa model utama yang masing-masing memiliki 
karakteristik dan implikasi berbeda. Model koordinatif menempatkan 
pemerintah pusat dan daerah sebagai entitas yang setara dengan 
kewenangan terpisah namun saling melengkapi, menekankan 
koordinasi horizontal daripada hubungan hierarkis vertikal. Model 
inklusif melihat pemerintah daerah sebagai bagian integral dari sistem 
pemerintahan nasional dengan tingkat otonomi yang bervariasi sesuai 
dengan kapasitas dan kebutuhan spesifik masing-masing daerah. 

Model otoritas menekankan hubungan hierarkis dengan kewenangan 
yang mengalir dari atas ke bawah, di mana pemerintah pusat 
mempertahankan kontrol signifikan terhadap pemerintah daerah 
melalui berbagai mekanisme pengawasan dan pengendalian. Dalam 
praktik di Indonesia, hubungan pusat-daerah lebih mendekati model 
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inklusif dengan karakteristik unik, di mana pemerintah daerah 
memiliki otonomi dalam urusan tertentu namun tetap merupakan 
bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

Pembagian Urusan dan Prinsip Penugasan 

Pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah di 
Indonesia diatur berdasarkan tiga prinsip fundamental yang saling 
terkait. Prinsip eksternalitas menetapkan bahwa urusan pemerintahan 
yang memiliki dampak atau eksternalitas nasional atau lintas provinsi 
menjadi kewenangan pemerintah pusat, sementara urusan dengan 
dampak lokal menjadi kewenangan pemerintah daerah. Prinsip ini 
dimaksudkan untuk memastikan efisiensi dalam penanganan urusan 
yang memiliki skala dampak berbeda. 

Prinsip akuntabilitas menekankan bahwa setiap tingkat pemerintahan 
harus bertanggung jawab kepada konstituennya, sehingga urusan 
yang langsung bersentuhan dengan masyarakat lokal sebaiknya 
ditangani oleh pemerintah daerah yang lebih dekat dan dapat dimintai 
pertanggungjawaban oleh masyarakat setempat. Prinsip efisiensi 
mengharuskan penugasan urusan kepada tingkat pemerintahan yang 
paling efektif dalam pelaksanaannya, dengan mempertimbangkan 
faktor-faktor seperti skala ekonomi, kapasitas teknis, dan sumber daya 
yang tersedia. 

UU No. 23 Tahun 2014 memperkenalkan tipologi urusan 
pemerintahan yang lebih jelas dan sistematis. Urusan pemerintahan 
absolut merupakan kewenangan eksklusif pemerintah pusat yang 
mencakup politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter 
dan fiskal nasional, serta agama. Urusan-urusan ini tidak dapat 
didelegasikan kepada pemerintah daerah karena menyangkut 
kedaulatan dan keutuhan negara. 

Urusan pemerintahan konkuren dibagi antara pemerintah pusat, 
provinsi, dan kabupaten/kota berdasarkan kriteria eksternalitas, 
akuntabilitas, dan efisiensi. Pembagian ini menghasilkan kompleksitas 
dalam implementasi karena memerlukan koordinasi yang intensif 
antar tingkat pemerintahan untuk memastikan tidak terjadi tumpang 
tindih atau kekosongan kewenangan dalam pelaksanaan urusan 
tersebut. 
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Mekanisme Koordinasi dan Tantangan Implementasi 

Mekanisme koordinasi antar tingkat pemerintahan menjadi krusial 
dalam memastikan efektivitas hubungan pusat-daerah dan 
pencapaian tujuan pembangunan secara sinergis. Indonesia 
mengembangkan berbagai forum koordinasi yang berjenjang dan 
tematik, mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
(Musrenbang) yang memfasilitasi koordinasi dalam perencanaan 
pembangunan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 
untuk koordinasi operasional di tingkat daerah, hingga Rapat 
Koordinasi Nasional (Rakornas) untuk koordinasi kebijakan strategis. 

Namun, dalam praktiknya koordinasi antar tingkat pemerintahan 
masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. 
Penelitian menunjukkan bahwa sering terjadi miskomunikasi dan 
tumpang tindih kewenangan yang mengakibatkan inefisiensi dalam 
pelaksanaan program dan kebijakan. Faktor-faktor penyebab meliputi 
perbedaan interpretasi terhadap regulasi, keterbatasan kapasitas 
koordinasi, adanya kepentingan politik yang berbeda antar tingkat 
pemerintahan, dan belum optimalnya sistem informasi yang 
mendukung koordinasi. 

Konflik kewenangan antara pusat dan daerah sering muncul dalam 
berbagai sektor, terutama dalam urusan yang memiliki karakteristik 
lintas wilayah atau memerlukan standardisasi nasional. Contoh konflik 
yang frequently terjadi meliputi perizinan investasi, pengelolaan 
sumber daya alam, pelayanan publik yang memerlukan koordinasi 
antar daerah, dan implementasi kebijakan nasional yang 
membutuhkan adaptasi lokal. 

 

Dimensi Fiskal dalam Hubungan Pusat-Daerah 

Aspek fiskal dalam hubungan pusat-daerah merupakan dimensi yang 
paling kompleks dan sensitif karena berkaitan langsung dengan 
kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi dan 
urusan yang menjadi kewenangannya. Sistem perimbangan keuangan 
antara pusat dan daerah dirancang untuk memastikan bahwa 
pemerintah daerah memiliki sumber daya yang memadai melalui 
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kombinasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), 
Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Meskipun sistem perimbangan keuangan telah mengalami berbagai 
penyempurnaan, ketimpangan fiskal antar daerah masih menjadi 
permasalahan serius yang belum terselesaikan secara optimal. 
Daerah-daerah yang kaya sumber daya alam atau memiliki basis 
ekonomi kuat memiliki kemampuan fiskal yang jauh lebih baik 
dibandingkan daerah-daerah tertinggal, menciptakan disparitas 
signifikan dalam kualitas pelayanan publik dan tingkat pembangunan 
antar daerah. 

Data empiris menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total 
pendapatan daerah masih sangat rendah, dengan sebagian besar 
daerah mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat untuk 
membiayai operasional pemerintahan dan program pembangunan. 
Kondisi ini mengakibatkan otonomi daerah belum terwujud secara 
substantif karena pemerintah daerah masih sangat bergantung pada 
kebijakan dan regulasi pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan 
daerah. 

 

Tantangan Masa Depan dan Arah Pengembangan 

Tantangan masa depan dalam hubungan pusat-daerah di Indonesia 
semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi informasi, 
isu-isu global seperti perubahan iklim dan pandemi, serta dinamika 
ekonomi digital yang memerlukan respons kebijakan yang adaptive 
dan collaborative. Hal ini mengharuskan redefinisi peran dan fungsi 
masing-masing tingkat pemerintahan serta pengembangan kapasitas 
untuk menghadapi tantangan yang increasingly sophisticated. 

Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi menjadi kebutuhan 
mendesak untuk mendukung koordinasi dan sinkronisasi kebijakan 
antar tingkat pemerintahan. Sistem informasi yang komprehensif 
dapat memfasilitasi sharing data dan informasi real-time, monitoring 
dan evaluasi program secara terpadu, serta decision making yang 
berbasis evidenece dan data akurat. 

Ke depan, hubungan pusat-daerah di Indonesia perlu dikembangkan 
menuju model yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika 
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perubahan melalui penguatan mekanisme dialog dan konsultasi yang 
berkelanjutan, pengembangan kapasitas koordinasi yang lebih 
sophisticated, dan penciptaan sistem insentif yang mendorong 
kolaborasi dan sinergi dalam pencapaian tujuan pembangunan 
nasional. Transformasi ini memerlukan komitmen politik yang kuat 
dan investasi yang signifikan dalam pengembangan institusi dan 
sistem yang mendukung hubungan pusat-daerah yang efektif dan 
berkelanjutan. 

 

13.4 Manajemen Pemerintahan Daerah 

Manajemen pemerintahan daerah merupakan aspek operasional yang 
menentukan keberhasilan implementasi otonomi daerah dalam 
memberikan pelayanan publik berkualitas kepada masyarakat. Dalam 
konteks otonomi daerah, manajemen pemerintahan daerah 
mencakup berbagai dimensi mulai dari perencanaan pembangunan 
partisipatif, pengelolaan sumber daya manusia aparatur, pengelolaan 
keuangan daerah, hingga penyelenggaraan pelayanan publik yang 
responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. 

 

Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif 

Sistem perencanaan pembangunan daerah di Indonesia menggunakan 
pendekatan partisipatif melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (Musrenbang) yang berjenjang dari tingkat 
desa/kelurahan hingga kabupaten/kota dan provinsi. Proses ini 
dirancang untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan 
mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di tingkat akar 
rumput, sehingga program dan kegiatan pembangunan yang 
direncanakan benar-benar sesuai dengan prioritas dan kondisi spesifik 
masing-masing daerah. 

Dokumen perencanaan utama dalam sistem pemerintahan daerah 
tersusun dalam hierarki yang sistematis dan saling terkait. Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen 
perencanaan untuk periode 20 tahun yang memuat visi, misi, dan arah 
pembangunan jangka panjang daerah berdasarkan analisis potensi 
dan tantangan pembangunan. RPJPD menjadi acuan dalam 
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penyusunan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan 
berjangka waktu lebih pendek. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
merupakan penjabaran dari RPJPD untuk periode 5 tahun yang 
disesuaikan dengan periode kepemimpinan kepala daerah. RPJMD 
memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan 
program pembangunan yang akan dilaksanakan selama masa jabatan 
kepala daerah. Dokumen ini menjadi kontrak politik antara kepala 
daerah dengan masyarakat dan DPRD dalam penyelenggaraan 
pemerintahan daerah. 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen 
perencanaan tahunan yang menjadi dasar penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). RKPD memuat prioritas 
pembangunan, rencana kerja, dan kerangka ekonomi daerah dengan 
pendanaan yang bersumber dari APBD untuk periode satu tahun 
anggaran, sehingga memungkinkan implementasi program 
pembangunan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Kinerja 

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek paling krusial dalam 
manajemen pemerintahan daerah karena menentukan kemampuan 
daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik dan 
pembangunan. Sistem pengelolaan keuangan daerah di Indonesia 
diatur berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, 
efisiensi, efektivitas, dan partisipasi masyarakat yang dimaksudkan 
untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan 
secara professional dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Siklus pengelolaan keuangan daerah mencakup tahap perencanaan 
yang melibatkan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan 
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), pelaksanaan melalui 
mekanisme penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan realisasi 
kegiatan, penatausahaan melalui sistem akuntansi keuangan daerah, 
pelaporan melalui penyusunan laporan keuangan periodic, 
pertanggungjawaban melalui penyampaian laporan 
pertanggungjawaban kepada DPRD, dan pengawasan melalui audit 
internal dan eksternal. 
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APBD sebagai instrumen utama pengelolaan keuangan daerah harus 
disusun berdasarkan pendekatan kinerja yang mengutamakan 
pencapaian hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari belanja 
yang dilakukan pemerintah daerah. Pendekatan ini menuntut 
pemerintah daerah untuk menetapkan indikator kinerja yang jelas dan 
terukur dalam setiap program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD, 
sehingga memungkinkan evaluasi efektivitas penggunaan anggaran. 

Struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan 
pembiayaan daerah yang harus disusun secara seimbang dan 
berkelanjutan. Komposisi pendapatan daerah umumnya didominasi 
oleh dana transfer dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum 
(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), yang 
mencerminkan masih rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah di 
Indonesia. 

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi prioritas 
dalam rangka mewujudkan kemandirian fiskal, namun harus dilakukan 
dengan tetap memperhatikan daya dukung ekonomi masyarakat dan 
prinsip keadilan. Peningkatan PAD dapat dilakukan melalui 
ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak daerah dan retribusi 
daerah, optimalisasi pengelolaan asset daerah, dan pengembangan 
usaha daerah yang profitable dan sustainable. 

 

Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur 

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) aparatur merupakan faktor 
determinan dalam kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, 
karena pada akhirnya keberhasilan implementasi kebijakan dan 
program pemerintah daerah sangat bergantung pada kompetensi, 
integritas, dan kinerja aparatur yang melaksanakannya. Implementasi 
otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah memiliki aparatur 
yang kompeten, professional, dan responsif terhadap kebutuhan 
masyarakat. 

Sistem manajemen SDM aparatur mencakup perencanaan kebutuhan 
pegawai berdasarkan analisis beban kerja dan analisis jabatan, 
pengadaan melalui seleksi yang kompetitif dan berbasis merit, 
pengembangan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, 
penempatan berdasarkan kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan 
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jabatan, promosi berdasarkan prestasi kerja dan kompetensi, dan 
pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Tantangan utama dalam pengelolaan SDM aparatur daerah meliputi 
ketimpangan distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) antar daerah yang 
mengakibatkan beberapa daerah mengalami kelebihan pegawai 
sementara daerah lain kekurangan, ketidaksesuaian kompetensi 
dengan kebutuhan organisasi yang disebabkan oleh sistem rekrutmen 
dan pengembangan yang belum optimal, dan masih rendahnya 
budaya kinerja dalam birokrasi yang tercermin dari orientasi pada 
prosedur rather than hasil. 

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah daerah perlu 
mengembangkan sistem merit yang konsisten dan transparan dalam 
seluruh aspek manajemen SDM, program pengembangan kapasitas 
yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan 
sistem penghargaan dan sanksi yang efektif dalam mendorong 
peningkatan kinerja aparatur. Implementasi sistem merit yang 
konsisten akan memastikan bahwa right person in the right place 
dapat terwujud dalam praktik manajemen SDM aparatur daerah. 

 

Inovasi Pelayanan Publik dan Digitalisasi 

Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi salah 
satu indikator keberhasilan implementasi otonomi daerah dan 
kemampuan daerah untuk merespons dinamika kebutuhan 
masyarakat secara kreatif dan efektif. Banyak daerah telah 
mengembangkan berbagai inovasi pelayanan publik yang tidak hanya 
meningkatkan kualitas layanan tetapi juga menjadi model untuk 
daerah lain dan bahkan memperoleh pengakuan nasional melalui 
berbagai kompetisi inovasi. 

Inovasi pelayanan publik mencakup digitalisasi layanan melalui 
pengembangan sistem pelayanan online yang memungkinkan 
masyarakat mengakses layanan pemerintah tanpa harus datang 
langsung ke kantor pemerintahan, simplifikasi prosedur melalui 
eliminasi tahapan yang tidak perlu dan integrasi proses pelayanan, dan 
pengembangan sistem pelayanan terpadu melalui mal pelayanan 
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publik atau sistem pelayanan satu atap yang mengintegrasikan 
berbagai jenis pelayanan dalam satu lokasi. 

Namun, pengembangan inovasi dalam pemerintahan daerah masih 
menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran untuk 
investasi teknologi dan pengembangan sistem, resistensi terhadap 
perubahan dari aparatur yang sudah terbiasa dengan sistem dan 
prosedur lama, dan regulasi yang kurang mendukung atau bahkan 
menghambat pengembangan inovasi. Diperlukan komitmen 
kepemimpinan yang kuat dan budaya organisasi yang mendukung 
inovasi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. 

"Inovasi pelayanan publik daerah melalui digitalisasi, 
simplifikasi prosedur, dan sistem terpadu meningkatkan 
efisiensi dan transparansi, namun menghadapi kendala 

anggaran, resistensi perubahan, infrastruktur, dan 
kapasitas SDM." 

Penerapan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan 
daerah telah menjadi kebutuhan mendesak, terutama dalam era 
digital saat ini. Sistem informasi manajemen daerah yang terintegrasi 
dapat meningkatkan efisiensi melalui automasi proses-proses rutin, 
transparansi melalui kemudahan akses informasi publik, dan 
akuntabilitas melalui sistem pelaporan dan monitoring yang real-time. 
Namun, implementasi teknologi informasi masih menghadapi 
tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan 
komunikasi, kapasitas SDM yang belum memadai dalam penguasaan 
teknologi, dan koordinasi antar sistem yang belum optimal. 

 

Pengawasan dan Kemitraan Strategis 

Pengawasan dan pengendalian dalam manajemen pemerintahan 
daerah melibatkan berbagai pihak dalam sistem yang komprehensif 
dan saling melengkapi. Pengawasan internal melalui Inspektorat 
Daerah berperan dalam memberikan early warning (peringatan dini) 
terhadap potensi penyimpangan dan memberikan rekomendasi 
perbaikan yang konstruktif berdasarkan temuan audit internal yang 
dilakukan secara berkala dan sistematis. 
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Pengawasan eksternal melalui DPRD dan Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) memberikan checks and balances (pengawasan dan 
keseimbangan) terhadap kinerja eksekutif daerah dari perspektif 
politik dan teknis finansial. DPRD melakukan pengawasan politik 
melalui fungsi pengawasan terhadap implementasi Peraturan Daerah 
dan APBD, sementara BPK melakukan audit keuangan dan kinerja 
untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset 
daerah. 

Pengawasan masyarakat melalui berbagai mekanisme partisipasi 
seperti forum konsultasi publik, social audit (audit sosial), dan 
complaint mechanisms (mekanisme pengaduan) memberikan kontrol 
sosial yang penting dalam memastikan bahwa pemerintahan daerah 
benar-benar mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Sistem 
pengawasan yang efektif harus mampu mengintegrasikan ketiga jenis 
pengawasan ini dalam satu sistem yang saling mendukung. 

Kemitraan antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat 
sipil semakin menempati posisi strategis dalam tata kelola 
pemerintahan modern. Keterbatasan sumber daya fiskal, birokrasi 
yang sering lambat merespons kebutuhan masyarakat, serta 
kompleksitas tantangan pembangunan—seperti urbanisasi, 
perubahan iklim, dan kesenjangan sosial—mendorong perlunya 
pendekatan collaborative governance yang bersifat inklusif. Melalui 
kemitraan, pemerintah dapat memperluas kapasitas pelayanan publik 
dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan. Bentuk kerja 
sama ini dapat diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur dengan 
skema Public-Private Partnership (PPP), pemberian layanan publik 
melalui outsourcing atau co-production, maupun program 
pembangunan berbasis komunitas (community-based development) 
yang memberdayakan masyarakat secara langsung. 

Namun demikian, pengembangan kemitraan harus dilakukan secara 
cermat agar tidak bergeser menjadi privatisasi pelayanan publik yang 
merugikan kelompok rentan. Untuk itu, diperlukan kerangka regulasi 
yang tegas, transparan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi 
yang efektif. Dengan demikian, setiap kemitraan benar-benar 
memberikan nilai tambah bagi peningkatan kualitas layanan, 
memperkuat legitimasi pemerintahan, serta mendorong 
kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. 
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13.5 Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah 

Evaluasi kinerja pemerintah daerah merupakan instrumen penting 
untuk mengukur efektivitas implementasi otonomi daerah dan 
akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat. Dalam konteks 
desentralisasi, evaluasi kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat 
kontrol tetapi juga sebagai mekanisme pembelajaran dan perbaikan 
berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 
responsif terhadap dinamika kebutuhan dan ekspektasi masyarakat. 

 

Kerangka Konseptual dan Dimensi Evaluasi 

Kerangka konseptual evaluasi kinerja pemerintah daerah mencakup 
berbagai dimensi yang saling terkait dan harus dipahami secara 
komprehensif untuk menghasilkan evaluasi yang valid dan reliable. 
Dimensi input meliputi sumber daya manusia, keuangan, dan sarana 
prasarana yang tersedia bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan 
fungsi dan tugasnya, yang menjadi basis untuk mengukur efisiensi 
penggunaan sumber daya. 

"Empat dimensi evaluasi kinerja pemerintah daerah: 
input (sumber daya), process (efisiensi pengelolaan), 

output (layanan), dan outcome (dampak masyarakat)." 

Dimensi proses mencakup efisiensi dan efektivitas pengelolaan 
sumber daya dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, 
termasuk kualitas sistem dan prosedur, kecepatan pelayanan, dan 
responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Dimensi ini penting 
untuk memahami bagaimana pemerintah daerah mentransformasi 
input menjadi output melalui berbagai proses yang dijalankan. 

Dimensi output mengukur produk atau layanan yang dihasilkan oleh 
pemerintah daerah, baik dalam bentuk layanan publik, regulasi, 
maupun program pembangunan yang dapat diukur secara kuantitatif. 
Sementara dimensi outcome mengukur dampak atau manfaat yang 
diperoleh masyarakat dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, 
yang biasanya bersifat jangka panjang dan memerlukan metodologi 
evaluasi yang rumit. 
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Evolusi Sistem Evaluasi Kinerja 

Sistem evaluasi kinerja pemerintah daerah di Indonesia telah 
mengalami perkembangan signifikan sejak implementasi otonomi 
daerah, mencerminkan perubahan paradigma governance dan 
tuntutan akuntabilitas yang semakin tinggi. Pada periode awal, 
evaluasi kinerja masih bersifat berbasis kepatuhan yang lebih 
menekankan pada kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur 
administratif, dengan fokus utama pada aspek-aspek formal dan 
prosedural. 

Seiring dengan perkembangan paradigma governance, sistem evaluasi 
kinerja berkembang menuju pendekatan berbasis kinerja yang lebih 
fokus pada pencapaian hasil dan dampak pembangunan bagi 
masyarakat. Perubahan paradigma ini tercermin dalam 
pengembangan berbagai instrumen evaluasi yang lebih rumit dan 
komprehensif dalam mengukur kinerja pemerintah daerah. 

Instrumen evaluasi kinerja yang dikembangkan pemerintah mencakup 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang 
merupakan instrumen sistematis untuk mengukur pencapaian kinerja 
instansi pemerintah berdasarkan rencana strategis dan rencana 
kinerja tahunan yang telah ditetapkan. SAKIP mengintegrasikan 
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja dalam satu sistem 
yang komprehensif. 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan 
bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada Presiden melalui 
Menteri Dalam Negeri atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
LPPD mencakup berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan 
daerah mulai dari pencapaian program pembangunan, pengelolaan 
keuangan daerah, hingga penyelenggaraan pelayanan publik yang 
dilakukan secara periodik dan sistematis. 

 

Indikator Kinerja dan Metodologi Pengukuran 

Indikator kinerja yang digunakan dalam evaluasi kinerja pemerintah 
daerah mencakup indikator kuantitatif dan kualitatif yang dirancang 
untuk mengukur berbagai aspek kinerja secara komprehensif dan 
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objektif. Indikator kuantitatif meliputi rasio keuangan seperti rasio 
kemandirian yang mengukur kemampuan daerah dalam membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), 
rasio efektivitas yang mengukur kemampuan daerah dalam 
merealisasikan pendapatan yang direncanakan, dan rasio efisiensi 
yang mengukur perbandingan antara keluaran dan masukan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. 

Indikator kualitatif mencakup aspek tata kelola seperti transparansi 
dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dapat diukur melalui 
keterbukaan informasi publik dan kemudahan akses masyarakat 
terhadap informasi pemerintahan, partisipasi masyarakat dalam 
proses pengambilan keputusan dan implementasi program 
pembangunan, serta responsivitas pemerintah daerah terhadap 
aspirasi dan keluhan masyarakat yang tercermin dalam kecepatan 
tanggap dan kualitas solusi yang diberikan. 

Pengembangan indikator kinerja daerah juga mengacu pada 
Sustainable Development Goals/SDGs (Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan) yang memberikan kerangka global untuk 
pembangunan berkelanjutan dengan target-target yang spesifik dan 
terukur. Indikator SDGs membantu pemerintah daerah dalam 
mengukur kontribusinya terhadap pencapaian tujuan pembangunan 
berkelanjutan di tingkat global, sekaligus memastikan bahwa 
pembangunan daerah selaras dengan agenda pembangunan 
internasional. 

Metodologi pengukuran kinerja menggunakan berbagai pendekatan 
yang disesuaikan dengan karakteristik indikator dan ketersediaan 
data. Untuk indikator kuantitatif, digunakan metodologi statistik yang 
memungkinkan analisis tren, perbandingan antar daerah, dan proyeksi 
kinerja di masa depan. Untuk indikator kualitatif, digunakan 
metodologi survei, diskusi kelompok terarah, dan evaluasi partisipatif 
yang melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penilaian. 

 

Tantangan dan Inovasi dalam Evaluasi Kinerja 

Tantangan dalam implementasi evaluasi kinerja pemerintah daerah 
mencakup keterbatasan data dan sistem informasi yang andal dan 
terkini, yang mengakibatkan kesulitan dalam mendapatkan informasi 
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yang akurat dan tepat waktu untuk keperluan evaluasi. Banyak 
pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan dalam sistem 
pencatatan dan pelaporan yang sistematis dan terintegrasi. 

Kapasitas sumber daya manusia dalam melakukan evaluasi menjadi 
tantangan kedua yang signifikan, karena evaluasi kinerja yang baik 
memerlukan pemahaman yang mendalam tentang metodologi 
evaluasi, analisis statistik, dan interpretasi hasil evaluasi. Banyak 
aparatur pemerintah daerah yang belum memiliki kompetensi 
memadai dalam bidang pemantauan dan evaluasi. 

Masih lemahnya budaya evaluasi dalam organisasi pemerintah daerah 
menjadi tantangan ketiga, di mana banyak pemerintah daerah yang 
masih memandang evaluasi sebagai formalitas administratif daripada 
sebagai alat manajemen strategis untuk perbaikan kinerja. Hal ini 
mengakibatkan hasil evaluasi tidak digunakan secara optimal untuk 
perbaikan kebijakan dan program. 

Kualitas data menjadi isu krusial dalam evaluasi kinerja pemerintah 
daerah, karena sistem informasi yang terintegrasi dan data yang 
akurat merupakan prasyarat untuk menghasilkan evaluasi yang valid 
dan andal. Pengembangan sistem informasi kinerja daerah yang 
terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran menjadi 
kebutuhan mendesak untuk mendukung evaluasi yang efektif. 

 

Peran Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat 

Peran DPRD dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah sangat 
strategis sebagai representasi masyarakat dalam mengawasi kinerja 
eksekutif daerah melalui berbagai mekanisme seperti dengar 
pendapat, fungsi pengawasan, dan peninjauan terhadap laporan 
kinerja yang disampaikan oleh kepala daerah. Namun, kapasitas DPRD 
dalam melakukan evaluasi kinerja masih perlu ditingkatkan melalui 
penguatan kapasitas anggota DPRD dan pengembangan alat evaluasi 
yang memadai. 

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah 
dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti survei kepuasan 
masyarakat yang mengukur tingkat kepuasan terhadap pelayanan 
publik yang diberikan pemerintah daerah, forum konsultasi publik 
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yang memungkinkan dialog langsung antara masyarakat dengan 
pemerintah daerah tentang kinerja dan program pembangunan, serta 
audit sosial yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil untuk 
menilai akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah. 

Partisipasi masyarakat tidak hanya memberikan perspektif eksternal 
dalam evaluasi tetapi juga meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas 
pemerintah daerah. Masyarakat sebagai penerima manfaat utama 
dari program dan kebijakan pemerintah daerah memiliki posisi yang 
unik untuk menilai dampak nyata dan efektivitas program tersebut. 

Perbandingan antar daerah menjadi metode evaluasi yang semakin 
populer untuk mengidentifikasi praktik terbaik (best practices) dan 
mendorong kompetisi positif antar pemerintah daerah. Berbagai 
kompetisi dan penghargaan kinerja daerah seperti Innovative 
Government Award/IGA (Penghargaan Pemerintahan Inovatif) dan 
Top 99 Inovasi Pelayanan Publik telah dikembangkan untuk 
mendorong pemerintah daerah berlomba meningkatkan kinerjanya 
dan berbagi praktik baik. 

 

Pemanfaatan Teknologi dan Masa Depan Evaluasi 

Penggunaan hasil evaluasi kinerja untuk perbaikan kinerja merupakan 
tahap yang paling krusial namun sering terabaikan dalam praktik 
evaluasi. Hasil evaluasi harus ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang 
konkret dan pemantauan implementasinya untuk memastikan bahwa 
pembelajaran dari evaluasi benar-benar digunakan untuk 
meningkatkan kinerja pemerintah daerah. 

Budaya pembelajaran dari hasil evaluasi perlu dikembangkan dalam 
organisasi pemerintah daerah melalui pelembagaan proses evaluasi 
dalam siklus manajemen pemerintahan, pengembangan sistem 
manajemen pengetahuan yang memungkinkan berbagi pembelajaran 
antar unit organisasi, dan penciptaan sistem insentif yang mendorong 
pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. 

Perkembangan teknologi digital membuka peluang untuk 
mengembangkan sistem evaluasi kinerja yang lebih canggih dan real-
time (waktu nyata). Penggunaan big data (data besar), artificial 
intelligence (kecerdasan buatan), dan dashboard digital dapat 
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meningkatkan kualitas dan relevansi evaluasi kinerja pemerintah 
daerah melalui analisis data yang lebih komprehensif dan sistem 
pelaporan otomatis. 

Tantangan masa depan dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah 
mencakup adaptasi terhadap perubahan paradigma tata kelola yang 
semakin kompleks, integrasi dengan sistem evaluasi nasional dan 
global yang memerlukan standardisasi dan kompatibilitas, serta 
pengembangan metodologi evaluasi yang lebih canggih dan mampu 
menangkap aspek multi-dimensi dari kinerja pemerintahan daerah. 
Diperlukan investasi yang signifikan dalam pengembangan sistem, 
kapasitas sumber daya manusia, dan budaya evaluasi untuk 
menciptakan sistem evaluasi kinerja yang efektif dan berkelanjutan. 

 

Kesimpulan 

Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan transformasi 
fundamental tata kelola pemerintahan Indonesia sejak era reformasi 
yang mengalihkan kewenangan politik, administratif, dan fiskal dari 
pusat kepada daerah. Implementasi otonomi daerah yang dimulai 
tahun 2001 melalui pendekatan desentralisasi serentak menghadirkan 
peluang dan tantangan unik dalam konteks Indonesia, berbeda dengan 
model bertahap yang diterapkan negara lain. 

Setelah lebih dari dua dekade implementasi, paradoks desentralisasi 
Indonesia tercermin dalam ketergantungan fiskal daerah yang masih 
sangat tinggi, dengan rata-rata 88,49% pendapatan daerah bersumber 
dari dana transfer pusat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa otonomi 
substantif belum sepenuhnya terwujud, meskipun kerangka 
kelembagaan formal telah terbentuk. Evolusi kebijakan melalui tiga 
fase utama—UU 22/1999, UU 32/2004, dan UU 23/2014—
mencerminkan upaya berkelanjutan mencari keseimbangan optimal 
antara pemberian otonomi dengan menjaga kesatuan nasional. 

Pembagian urusan pemerintahan berdasarkan prinsip eksternalitas, 
akuntabilitas, dan efisiensi menghasilkan tipologi urusan absolut dan 
konkuren yang memerlukan koordinasi intensif. Namun, dalam praktik 
masih sering terjadi tumpang tindih kewenangan, miskomunikasi, dan 
konflik koordinasi yang menghambat sinergi pencapaian tujuan 
pembangunan. Disparitas kemampuan fiskal antar daerah tetap 
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menjadi tantangan serius meskipun sistem perimbangan keuangan 
telah mengalami berbagai penyempurnaan. 

Manajemen pemerintahan daerah mencakup perencanaan partisipatif 
melalui Musrenbang, pengelolaan keuangan berbasis kinerja, dan 
pengembangan inovasi pelayanan publik. Evaluasi kinerja melalui 
SAKIP dan LPPD menghadapi tantangan keterbatasan data, kapasitas 
SDM, dan budaya evaluasi yang masih lemah. Penelitian menunjukkan 
bahwa struktur jaringan korupsi mengalami perubahan signifikan 
pasca-desentralisasi dengan diversifikasi aktor dan kompleksitas 
praktik yang memerlukan penguatan sistem integritas menyeluruh. 

Masa depan desentralisasi Indonesia memerlukan reformulasi 
kebijakan komprehensif yang fokus pada peningkatan kapasitas 
institusional, penguatan akuntabilitas, pengembangan sumber PAD, 
dan integrasi teknologi digital untuk mendukung koordinasi dan 
evaluasi berbasis data real-time dalam mewujudkan pemerintahan 
daerah yang responsif, efisien, dan berkelanjutan. 
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BAB 14  

ADMINISTRASI PUBLIK DIGITAL 

 

Pendahuluan 

Administrasi publik digital merepresentasikan transformasi 
paradigmatik fundamental dalam tata kelola modern, 
mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk 
menciptakan ekosistem pemerintahan yang responsif, efisien, dan 
berpusat pada warga. Era digital telah mengubah ekspektasi 
masyarakat terhadap pelayanan publik secara revolusioner, 
mendorong pemerintah untuk melakukan rekayasa ulang proses 
bisnis, mengembangkan platform teknologi terintegrasi, dan 
menciptakan nilai publik melalui inovasi digital yang berkelanjutan. 
Transformasi ini bukan sekadar digitalisasi proses administratif yang 
sudah ada, melainkan reimaginasi fundamental cara pemerintah 
berinteraksi dengan warga, mengelola sumber daya publik, dan 
menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. 

Bab ini mengeksplorasi lima dimensi kritis administrasi publik digital 
yang saling terkait dan membentuk ekosistem tata kelola digital yang 
holistik. Transformasi digital dalam administrasi publik (Sub-bab 14.1) 
menjadi fondasi paradigmatik yang mengubah cara pemerintah 
beroperasi melalui adopsi teknologi disruptif dan rekayasa ulang 
proses organisasi. Pemerintahan elektronik dan layanan digital (Sub-
bab 14.2) memfokuskan pada implementasi platform teknologi yang 
mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam ekosistem digital 
yang seamless dan user-friendly. Inovasi teknologi dalam birokrasi 
(Sub-bab 14.3) menganalisis adopsi teknologi canggih seperti 
kecerdasan buatan, otomatisasi proses, dan analitik data untuk 
meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan. Keamanan 
siber dan privasi data (Sub-bab 14.4) menjadi imperatif strategis dalam 
melindungi aset informasi pemerintah dan hak privasi warga dalam 
era digitalisasi yang semakin intensif. Kecerdasan buatan dalam 
layanan publik (Sub-bab 14.5) mengeksplorasi potensi revolusioner 
teknologi AI dalam mengoptimalkan pengambilan keputusan berbasis 
data dan personalisasi layanan publik. 
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Konteks Indonesia sebagai negara berkembang dengan heterogenitas 
geografis, demografis, dan sosial ekonomi yang tinggi menghadirkan 
tantangan unik dalam implementasi administrasi publik digital. 
Kesenjangan infrastruktur teknologi antar daerah, variasi tingkat 
literasi digital masyarakat, dan kompleksitas koordinasi antar tingkat 
pemerintahan memerlukan pendekatan yang adaptif dan inklusif. 
Program transformasi digital pemerintahan Indonesia, seperti 
implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), 
pengembangan platform digital nasional, dan inisiatif kota pintar di 
berbagai daerah, mendemonstrasikan komitmen nasional dalam 
mengadopsi teknologi digital untuk peningkatan pelayanan publik. 

"Administrasi publik digital mentransformasi tata kelola 
modern melalui integrasi teknologi informasi, 

menciptakan ekosistem pemerintahan responsif dan 
berpusat warga. Lima dimensi kritis—transformasi digital, 

e-government, inovasi teknologi, keamanan siber, dan 
kecerdasan buatan—membentuk sistem yang holistik, 

inklusif, dan adaptif terhadap heterogenitas konteks 
Indonesia." 

Kerangka analisis bab ini mengintegrasikan perspektif teoritis 
transformasi organisasi, inovasi teknologi, dan tata kelola publik 
dengan praktik implementasi empiris di Indonesia dan benchmarking 
internasional. Pendekatan multidimensional ini memungkinkan 
pemahaman komprehensif terhadap kompleksitas implementasi 
administrasi publik digital, mulai dari aspek teknologi dan organisasi 
hingga dimensi sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi 
keberhasilan transformasi digital dalam sektor publik. 

 

14.1 Transformasi Digital dalam Administrasi Publik 

Transformasi digital telah menjadi kekuatan revolusioner yang 
mengubah paradigma fundamental administrasi publik di seluruh 
dunia. Fenomena ini bukan sekadar adopsi teknologi, melainkan 
pergeseran paradigmatik yang komprehensif dalam cara pemerintah 
beroperasi, melayani masyarakat, dan menciptakan nilai publik. 
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Perubahan yang diinduksi oleh digitalisasi dalam sektor publik 
menciptakan agenda penelitian baru yang menghubungkan teknologi, 
tata kelola, dan transformasi organisasi. Transformasi ini menandai 
transisi dari era manajemen publik baru menuju era tata kelola digital 
yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika masyarakat digital. 

Era digital telah mengubah ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan 
publik secara fundamental. Masyarakat yang terbiasa dengan layanan 
digital yang cepat, efisien, dan terintegrasi dari sektor swasta, kini 
menuntut standar serupa dari institusi pemerintahan. Hal ini 
menciptakan tekanan transformasi yang memaksa administrasi publik 
untuk melakukan rekayasa ulang proses secara strategis guna 
memastikan kesuksesan pemerintahan elektronik yang berkelanjutan 
dan berorientasi masa depan. 

 

Konsep Dasar Transformasi Digital 

Transformasi digital dalam administrasi publik didefinisikan sebagai 
proses holistik yang melibatkan restrukturisasi fundamental sistem, 
proses, dan budaya organisasi untuk memanfaatkan teknologi digital 
dalam menciptakan nilai publik yang meningkat. Berbeda dengan 
digitalisasi yang hanya mengkonversi proses analog menjadi digital, 
transformasi digital melibatkan inovasi model bisnis, rekayasa ulang 
alur kerja, dan penciptaan ekosistem digital yang terintegrasi. 

"Transformasi digital adalah perubahan menyeluruh 
sistem pemerintahan melalui teknologi, proses, 

organisasi, dan strategi untuk meningkatkan layanan 
publik secara terintegrasi efektif." 

Kerangka kerja transformasi digital terdiri dari empat dimensi 
fundamental yang saling terkait. Pertama, dimensi teknologi yang 
mencakup infrastruktur teknologi informasi, platform digital, dan 
kemampuan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, 
pembelajaran mesin, dan rantai blok (blockchain). Kedua, dimensi 
proses yang melibatkan rekayasa ulang proses bisnis, otomatisasi, dan 
optimalisasi alur kerja untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 
Ketiga, dimensi organisasi yang mencakup perubahan struktur, 
budaya, dan kemampuan sumber daya manusia untuk 
mengakomodasi lingkungan digital. Keempat, dimensi strategis yang 
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melibatkan penyelarasan visi digital dengan misi organisasi dan 
penciptaan proposisi nilai yang khas. 

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa transformasi digital dan 
administrasi publik memiliki dampak signifikan terhadap infrastruktur 
pelayanan publik, sebagaimana dibuktikan oleh implementasi 
Infrastruktur Publik Digital di India yang berhasil mengintegrasikan 
layanan pemerintah secara komprehensif. Model ini 
mendemonstrasikan bagaimana transformasi digital dapat 
menciptakan ekosistem yang mulus antara berbagai instansi 
pemerintah dan meningkatkan pengalaman warga secara 
eksponensial. 

 

Pergeseran Paradigmatik dari Tradisional menuju Tata Kelola Digital 

Transformasi digital dalam administrasi publik menandai pergeseran 
paradigmatik dari model tata kelola tradisional yang birokratis dan 
hierarkis menuju model tata kelola digital yang lincah, berjaringan, dan 
berpusat pada warga. Paradigma tradisional yang dicirikan oleh 
organisasi yang terisolasi, proses berbasis kertas, dan interaksi warga 
yang terbatas, digantikan oleh ekosistem digital yang terintegrasi, 
berbasis data, dan kolaboratif. 

Tata kelola digital menekankan pada transparansi, akuntabilitas, dan 
pengambilan keputusan partisipatif melalui pemanfaatan platform 
digital. Warga tidak lagi dipandang sebagai penerima layanan yang 
pasif, tetapi sebagai partisipan aktif dalam penciptaan nilai publik 
bersama. Platform partisipasi elektronik (e-participation) 
memungkinkan warga untuk terlibat dalam perumusan kebijakan, 
pemantauan implementasi, dan evaluasi program publik, menciptakan 
tata kelola demokratis yang lebih inklusif dan responsif. 

Pergeseran ini juga melibatkan transformasi dari penyampaian 
layanan reaktif menuju layanan publik proaktif yang mengantisipasi 
kebutuhan warga. Analitik data besar (big data) dan kecerdasan 
buatan memungkinkan pemerintah untuk menganalisis pola perilaku 
warga, memprediksi permintaan layanan, dan menyediakan layanan 
yang dipersonalisasi dan relevan serta tepat waktu. 
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Kerangka Teoretis Perubahan yang Diinduksi Digital 

Kerangka kerja perubahan yang diinduksi digital dalam sektor publik 
dibangun atas tiga pilar fundamental yang saling terhubung. Pilar 
pertama adalah pemberdayaan teknologi (technological enablement) 
yang mencakup infrastruktur digital, integrasi platform, dan 
kemampuan analitik canggih. Teknologi bukan hanya alat, tetapi 
katalis yang memungkinkan transformasi proses administrasi publik 
dan penciptaan model penyampaian layanan baru. 

"Kerangka perubahan digital sektor publik dibangun atas 
tiga pilar fundamental: pemberdayaan teknologi sebagai 

katalis transformasi, adaptasi organisasi berkelanjutan, 
dan penciptaan nilai untuk pelayanan warga optimal." 

Pilar kedua adalah adaptasi organisasi yang melibatkan transformasi 
budaya, pengembangan keterampilan, dan rekonfigurasi struktur 
untuk mengakomodasi cara kerja digital. Organisasi harus 
mengembangkan pola pikir digital, meningkatkan literasi digital, dan 
menciptakan struktur organisasi yang lincah serta mampu melakukan 
inovasi cepat dan perbaikan berkelanjutan. Transformasi budaya 
menjadi faktor penting karena resistensi terhadap perubahan dapat 
menghambat adopsi teknologi digital dan realisasi manfaat 
transformasi. 

Pilar ketiga adalah penciptaan nilai yang berfokus pada peningkatan 
kualitas pelayanan publik, peningkatan pengalaman warga, dan 
optimalisasi pemanfaatan sumber daya. Transformasi digital harus 
menghasilkan manfaat nyata berupa peningkatan efisiensi, perbaikan 
penyampaian layanan, dan peningkatan nilai publik. Kerangka kerja 
pengukuran yang komprehensif diperlukan untuk menilai dampak 
inisiatif digital dan memastikan hasil transformasi yang berkelanjutan. 

 

Studi Kasus Indonesia: Platform Digital “Pelesir” untuk Pariwisata 

Implementasi transformasi digital di Indonesia dapat dilihat dari 
pengembangan platform digital "Pelesir" yang mengintegrasikan 
kombinasi kerangka kerja untuk memperkenalkan pariwisata di Jawa 
Barat Selatan. Platform ini mendemonstrasikan bagaimana 
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transformasi digital dapat menciptakan ekosistem terintegrasi yang 
menghubungkan berbagai pemangku kepentingan, meningkatkan 
penyampaian layanan, dan mendorong pembangunan ekonomi 
melalui inovasi digital. 

Platform Pelesir menggunakan kombinasi kerangka kerja yang 
mencakup sistem informasi geografis, aplikasi bergerak (mobile), dan 
integrasi media sosial untuk menciptakan platform promosi pariwisata 
yang komprehensif. Implementasi ini menunjukkan pentingnya 
pendekatan kolaboratif dalam transformasi digital, melibatkan 
instansi pemerintah, mitra sektor swasta, dan pemangku kepentingan 
komunitas dalam penciptaan bersama solusi digital. 

Hasil dari implementasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam 
efektivitas promosi pariwisata, keterlibatan pengunjung, dan dampak 
ekonomi bagi komunitas lokal. Platform digital memungkinkan berbagi 
informasi secara waktu nyata, rekomendasi yang dipersonalisasi, dan 
proses pemesanan yang mulus yang meningkatkan pengalaman 
wisatawan dan mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan. 

 

14.2 Pemerintahan Elektronik dan Layanan Digital 

Perkembangan pemerintahan elektronik (e-government) telah 
menjadi tulang punggung transformasi digital dalam administrasi 
publik modern. Konsep ini tidak hanya mengubah cara pemerintah 
menyampaikan layanan kepada masyarakat, tetapi juga 
merevolutionalisasi hubungan antara negara dan warga dalam 
konteks demokrasi digital. Sebagaimana digarisbawahi dalam peta 
jalan (roadmap) digital pemerintah Inggris untuk periode 2022-2025, 
transformasi menuju masa depan digital memerlukan integrasi 
komprehensif antara teknologi, data, dan pengalaman pengguna 
untuk menciptakan layanan yang mulus dan berpusat pada warga. 

Era pemerintahan elektronik menandai evolusi fundamental dari 
paradigma birokrasi tradisional menuju tata kelola digital yang 
responsif dan efisien. Implementasi pemerintahan elektronik bukan 
sekadar digitalisasi formulir dan proses administratif, melainkan 
transformasi holistik yang mencakup rekayasa ulang proses bisnis, 
pengembangan platform teknologi terintegrasi, dan penciptaan 
ekosistem layanan digital yang berpusat pada warga. 
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Konsep Dasar dan Evolusi Pemerintahan Elektronik 

Pemerintahan elektronik didefinisikan sebagai penggunaan teknologi 
informasi dan komunikasi, khususnya internet, untuk meningkatkan 
efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyampaian 
layanan publik dan proses pemerintahan. Konsep ini berkembang dari 
fase pertama yang bersifat informatif hingga fase transformatif yang 
mengintegrasikan kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, dan 
analitik data untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan dan 
kepuasan warga. 

Evolusi pemerintahan elektronik mengikuti model maturitas yang 
terdiri dari empat tahap utama. Pertama, tahap kehadiran yang 
ditandai dengan publikasi informasi statis di situs web pemerintah. 
Kedua, tahap interaksi yang memungkinkan komunikasi dua arah 
antara warga dan pemerintah melalui formulir elektronik dan email. 
Ketiga, tahap transaksi yang memfasilitasi penyelesaian layanan 
administratif secara daring dengan keamanan dan otentikasi yang 
memadai. Keempat, tahap transformasi yang mengintegrasikan 
semua fungsi pemerintahan dalam ekosistem digital yang mulus dan 
holistik. 

Penelitian tentang pemerintahan digital dan manajemen publik 
menunjukkan bahwa implementasi pemerintahan elektronik yang 
sukses memerlukan generasi inovasi sektor publik yang sistematis dan 
berkelanjutan. Inovasi ini tidak hanya mencakup aspek teknologi, 
tetapi juga transformasi organisasi, pengembangan kapasitas sumber 
daya manusia, dan penciptaan budaya digital yang mendukung 
perubahan paradigma dalam pelayanan publik. 

 

Platform Teknologi dan Infrastruktur Digital 

Pengembangan platform teknologi pemerintahan memerlukan 
arsitektur sistem yang robust, dapat diskalakan (scalable), dan dapat 
beroperasi bersama (interoperable) untuk mendukung berbagai 
layanan digital secara terintegrasi. Platform ini harus mampu 
mengakomodasi keragaman kebutuhan layanan, mulai dari 
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administrasi kependudukan, perizinan usaha, pelayanan kesehatan, 
pendidikan, hingga layanan sosial ekonomi yang kompleks. 

Infrastruktur digital pemerintahan modern dibangun atas prinsip 
arsitektur berorientasi layanan yang memungkinkan modularitas, 
penggunaan kembali (reusability), dan interoperabilitas antar sistem. 
Pendekatan ini memfasilitasi integrasi horizontal antar instansi 
pemerintah dan integrasi vertikal antar tingkat pemerintahan, 
menciptakan ekosistem layanan yang kohesif dan efisien. 

Komponen kunci platform teknologi meliputi sistem manajemen 
identitas digital, gerbang pembayaran elektronik, sistem manajemen 
dokumen elektronik, dan platform analitik untuk pemantauan dan 
evaluasi kinerja layanan. Integrasi komponen-komponen ini 
memungkinkan penciptaan pengalaman masuk tunggal (single sign-
on) yang memudahkan warga mengakses berbagai layanan 
pemerintah melalui satu portal terintegrasi. 

 

Implementasi Layanan Digital Berbasis Warga 

Implementasi layanan digital yang efektif memerlukan pendekatan 
desain yang berpusat pada manusia dan memprioritaskan pengalaman 
pengguna serta aksesibilitas universal. Desain layanan harus 
mempertimbangkan keragaman kemampuan digital masyarakat, 
kondisi infrastruktur teknologi di berbagai daerah, dan karakteristik 
demografis yang heterogen. 

Prinsip pemikiran desain diterapkan dalam pengembangan antarmuka 
pengguna yang intuitif, responsif, dan mudah diakses melalui berbagai 
perangkat, mulai dari komputer desktop hingga ponsel pintar 
(smartphone). Pendekatan ini melibatkan penelitian pengguna, 
pembuatan prototipe, dan pengujian berulang untuk memastikan 
layanan digital memenuhi kebutuhan dan ekspektasi masyarakat. 

Strategi rekayasa ulang proses pemerintahan menjadi kunci 
keberhasilan implementasi layanan digital. Rekayasa ulang strategis 
tidak hanya mengotomatisasi proses yang sudah ada, tetapi 
mengembangkan kompetensi inti organisasi untuk inovasi 
pemerintahan elektronik yang berkelanjutan dan berorientasi masa 
depan. 
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Pemerintahan Pintar dan Inovasi Teknologi 

Konsep pemerintahan pintar (smart government) merepresentasikan 
evolusi lanjutan dari pemerintahan elektronik yang mengintegrasikan 
teknologi canggih seperti Internet untuk Segala (Internet of Things), 
analitik data besar, rantai blok (blockchain), dan kecerdasan buatan 
untuk menciptakan sistem pemerintahan yang adaptif dan responsif. 
Pemerintahan pintar tidak hanya fokus pada digitalisasi layanan, tetapi 
juga optimalisasi pengambilan keputusan berbasis data dan prediksi 
untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik. 

Penelitian tentang kesiapan birokrasi untuk implementasi kota pintar 
di Indonesia mengidentifikasi empat dimensi krusial: komitmen eselon 
atas, dukungan hukum, sumber daya teknologi informasi, dan tata 
kelola yang efektif. Dimensi-dimensi ini menjadi fondasi untuk 
mengukur dan meningkatkan kesiapan organisasi pemerintah dalam 
mengadopsi teknologi pemerintahan pintar. 

Implementasi pemerintahan pintar memerlukan integrasi sensor 
Internet untuk Segala untuk pemantauan waktu nyata berbagai aspek 
perkotaan, mulai dari kualitas udara, lalu lintas, hingga konsumsi 
energi. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan algoritma 
pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi pola, memprediksi tren, 
dan mengoptimalkan alokasi sumber daya publik. 

 

14.3 Inovasi Teknologi dalam Birokrasi 

Inovasi teknologi dalam birokrasi telah menjadi katalis utama 
transformasi administrasi publik di era digital. Implementasi teknologi 
canggih seperti kecerdasan buatan, otomatisasi proses, dan analitik 
data besar tidak hanya mengubah cara birokrasi beroperasi, tetapi 
juga mendefinisikan ulang hubungan antara pemerintah, warga, dan 
pemangku kepentingan dalam ekosistem tata kelola modern. 
Penelitian tentang kesiapan birokrasi untuk inovasi kota pintar di 
Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan adopsi teknologi 
bergantung pada empat dimensi fundamental: komitmen eselon atas, 
dukungan hukum yang memadai, sumber daya teknologi informasi 
yang tangguh, dan sistem tata kelola yang efektif. 
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"Inovasi teknologi seperti AI dan otomatisasi telah 
mentransformasi birokrasi modern, memerlukan 

komitmen pimpinan, dukungan regulasi, infrastruktur TI 
kuat, dan manajemen perubahan komprehensif untuk 

implementasi efektif." 

Era inovasi teknologi birokrasi ditandai dengan konvergensi berbagai 
teknologi disruptif yang menghadirkan peluang dan tantangan 
kompleks. Kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, otomatisasi 
robotik, dan teknologi rantai blok menawarkan potensi peningkatan 
efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pelayanan publik. 
Implementasi teknologi-teknologi ini memerlukan persiapan 
organisasi yang matang, investasi sumber daya yang signifikan, dan 
strategi manajemen perubahan yang komprehensif. 

 

Kerangka Kerja Kesiapan Birokrasi untuk Inovasi Teknologi 

Pengembangan kerangka kerja kesiapan birokrasi untuk inovasi 
teknologi memerlukan pendekatan multidimensional yang 
mengintegrasikan aspek organisasi, teknis, dan strategis. Dimensi 
pertama adalah kesiapan kepemimpinan yang mencakup komitmen 
manajemen puncak terhadap transformasi digital, visi strategis yang 
jelas, dan alokasi sumber daya yang memadai untuk inisiatif inovasi 
teknologi. Kepemimpinan transformasional menjadi prasyarat untuk 
menciptakan momentum perubahan dan mengatasi resistensi 
organisasi terhadap adopsi teknologi baru. 

Dimensi kedua adalah kapasitas teknis organisasi yang meliputi 
infrastruktur teknologi informasi, ketersediaan tenaga ahli teknologi 
informasi, dan sistem keamanan siber yang tangguh. Organisasi harus 
memiliki fondasi teknologi yang solid sebelum mengimplementasikan 
solusi inovatif seperti kecerdasan buatan atau sistem otomatisasi. 
Investasi dalam peningkatan infrastruktur, pelatihan sumber daya 
manusia, dan pengembangan protokol keamanan menjadi langkah 
fundamental dalam mempersiapkan organisasi untuk adopsi teknologi 
canggih. 

Dimensi ketiga adalah kerangka regulasi dan kebijakan yang 
mendukung inovasi teknologi. Birokrasi memerlukan payung hukum 
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yang jelas untuk mengimplementasikan teknologi baru, terutama yang 
berkaitan dengan perlindungan data, privasi warga, dan akuntabilitas 
pengambilan keputusan otomatis. Dimensi keempat adalah budaya 
organisasi dan kesiapan sumber daya manusia untuk mengadopsi 
teknologi baru. 

 

Implementasi Kecerdasan Buatan dalam Birokrasi 

Penerapan kecerdasan buatan dalam birokrasi menawarkan potensi 
revolusioner untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan 
efisiensi operasional. Sistem kecerdasan buatan dapat 
mengotomatisasi proses administratif rutin, menyediakan analisis 
prediktif untuk perencanaan kebijakan, dan memfasilitasi 
pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat dan objektif. 
Penelitian tentang kerangka kerja evaluasi kecerdasan buatan 
menunjukkan pentingnya pendekatan holistik yang 
mempertimbangkan tidak hanya metrik teknis seperti akurasi dan 
validasi, tetapi juga faktor dunia nyata seperti dampak, integrasi 
sistem, dan keberlanjutan ekonomi. 

"Penerapan AI dalam birokrasi meningkatkan efisiensi 
pelayanan melalui otomatisasi dan analisis prediktif, 

namun memerlukan evaluasi holistik mencakup integrasi 
sistem, transparansi, akuntabilitas, dan pertimbangan etis 

menyeluruh." 

Kerangka kerja kecerdasan buatan untuk dampak mengidentifikasi 
tujuh kelompok kriteria evaluasi yang relevan untuk implementasi 
kecerdasan buatan dalam birokrasi: integrasi dan interoperabilitas, 
pemantauan dan akuntabilitas, kinerja dan metrik kualitas, 
akseptabilitas dan pelatihan, evaluasi biaya dan ekonomi, keamanan 
dan transparansi teknologi, serta skalabilitas dan dampak. 
Implementasi kecerdasan buatan dalam birokrasi memerlukan 
pertimbangan etis yang mendalam, terutama terkait bias algoritma, 
transparansi pengambilan keputusan, dan akuntabilitas sistem 
otomatis. 
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Otomatisasi Proses dan Transformasi Alur Kerja 

Otomatisasi proses birokrasi melalui teknologi Otomatisasi Proses 
Robotik (Robotic Process Automation) dan sistem alur kerja digital 
dapat meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan. 
Implementasi Otomatisasi Proses Robotik memungkinkan otomatisasi 
tugas-tugas repetitif seperti pengolahan dokumen, verifikasi data, dan 
pemrosesan aplikasi yang selama ini memakan waktu dan sumber 
daya manusia yang besar. 

Transformasi alur kerja digital memerlukan analisis mendalam 
terhadap proses bisnis yang ada untuk mengidentifikasi tahapan yang 
dapat diotomatisasi, dipermudah, atau dieliminasi. Pendekatan 
rekayasa ulang proses bisnis menjadi esensial untuk menciptakan alur 
kerja yang optimal dan memanfaatkan teknologi otomatisasi secara 
maksimal. 

 

Inovasi Analitik Data dan Intelijen Bisnis 

Pemanfaatan teknologi analitik data dan intelijen bisnis dalam 
birokrasi memungkinkan pengambilan keputusan yang berbasis bukti 
dan data empiris. Implementasi sistem papan kendali waktu nyata, 
analitik prediktif, dan alat visualisasi data dapat memberikan wawasan 
yang berharga untuk perumusan kebijakan, pemantauan kinerja, dan 
evaluasi program pemerintah. Penelitian tentang tata kelola 
demokratis dengan perspektif teknologi menunjukkan pentingnya 
teknologi informasi komunikasi, media sosial, kecerdasan buatan, dan 
data besar dalam transformasi sektor publik. 

 

14.4 Keamanan Siber dan Privasi Data 

Keamanan siber dan privasi data telah menjadi tulang punggung 
transformasi administrasi publik digital, seiring dengan meningkatnya 
ancaman keamanan informasi dan sensitivitas data pemerintahan 
yang harus dilindungi. Transformasi digital pemerintahan tidak dapat 
dipisahkan dari implementasi sistem keamanan yang tangguh, 
mengingat karakteristik unik sektor publik sebagai penyimpan data 
sensitif warga negara, pengendali infrastruktur kritis, dan penyedia 
layanan publik esensial. 
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"Keamanan siber dan privasi data menjadi fondasi vital 
transformasi digital pemerintahan modern, memerlukan 

pendekatan holistik strategis untuk menyeimbangkan 
transparansi publik dengan perlindungan informasi 

sensitif warga." 

Era pemerintahan digital menghadapi paradoks fundamental antara 
keterbukaan informasi untuk transparansi publik dan kebutuhan 
perlindungan data untuk menjaga privasi warga serta keamanan 
nasional. Paradigma ini memerlukan pendekatan keamanan yang 
holistik, tidak hanya sebagai aspek teknis, tetapi sebagai imperatif 
strategis yang mengintegrasikan dimensi teknologi, organisasi, hukum, 
dan geopolitik dalam satu ekosistem yang koheren dan adaptif. 

 

Lanskap Ancaman Keamanan Siber dalam Ekosistem Pemerintahan 

Spektrum ancaman keamanan siber terhadap pemerintahan digital 
telah berevolusi dari serangan sporadis menjadi kampanye yang 
terorganisir dan berkelanjutan. Ancaman kontemporer mencakup 
serangan perangkat lunak jahat, pengelabuan (phishing), perangkat 
lunak tebusan (ransomware), hingga serangan Ancaman Persisten 
Lanjutan (Advanced Persistent Threat) yang dilakukan oleh aktor 
negara atau kelompok kriminal yang canggih. Kompleksitas ancaman 
ini semakin meningkat dengan adopsi teknologi baru seperti Internet 
untuk Segala, komputasi awan, dan kecerdasan buatan yang 
memperluas permukaan serangan. 

Karakteristik serangan terhadap infrastruktur pemerintahan memiliki 
dampak yang tidak terbatas pada aspek teknologi semata. Insiden 
keamanan siber dapat mengakibatkan kebocoran data pribadi warga 
negara, gangguan pelayanan publik, kerugian ekonomi yang signifikan, 
hingga dampak geopolitik yang meluas. Evolusi ancaman keamanan 
siber juga menunjukkan tren peningkatan sofistikasi dalam hal teknik 
serangan, dengan pelaku yang semakin memanfaatkan kecerdasan 
buatan untuk otomatisasi serangan, teknik rekayasa sosial yang 
canggih, dan eksploitasi kerentanan zero-day yang belum diketahui 
oleh vendor teknologi. 
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Kerangka Kerja Keamanan Siber Nasional dan Tata Kelola 
Terintegrasi 

Pengembangan kerangka kerja keamanan siber nasional memerlukan 
pendekatan sistematis yang mengintegrasikan standar keamanan 
internasional dengan karakteristik unik ekosistem pemerintahan 
Indonesia. Kerangka kerja ini harus mencakup hierarki keamanan 
informasi yang jelas, mulai dari klasifikasi data berdasarkan tingkat 
sensitivitas, penentuan tingkat akses berdasarkan prinsip perlu tahu, 
hingga implementasi kontrol keamanan yang sesuai dengan profil 
risiko masing-masing sistem. 

Implementasi pendekatan pertahanan berlapis menjadi prinsip 
fundamental yang mengintegrasikan berbagai lapisan keamanan. 
Strategi ini mencakup keamanan fisik untuk melindungi infrastruktur 
perangkat keras, keamanan jaringan untuk mengamankan komunikasi 
data, keamanan aplikasi untuk melindungi sistem perangkat lunak, 
hingga keamanan data untuk memastikan integritas dan kerahasiaan 
informasi. 

 

 

Manajemen Privasi Data dan Perlindungan Hak Digital Warga 

Manajemen privasi data dalam konteks pemerintahan digital 
menghadapi tantangan kompleks dalam menyeimbangkan 
transparansi publik, efisiensi layanan, dan perlindungan hak privasi 
warga negara. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data 
Pribadi menuntut transformasi paradigma dalam pengelolaan data 
pemerintahan, dari pendekatan yang berfokus pada kemudahan akses 
menuju pendekatan yang memprioritaskan perlindungan hak subjek 
data. 

Prinsip privasi sejak perancangan dan privasi sebagai pengaturan 
bawaan menjadi fondasi dalam pengembangan sistem pemerintahan 
digital yang menghormati hak privasi warga. Pendekatan ini 
mengintegrasikan pertimbangan privasi sejak tahap konseptualizasi 
sistem, bukan sebagai tambahan setelah sistem dikembangkan. 
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Arsitektur Keamanan Zero Trust untuk Infrastruktur Pemerintahan 
Digital 

Paradigma arsitektur keamanan tradisional yang mengandalkan 
perimeter keamanan telah terbukti tidak memadai dalam menghadapi 
ancaman siber kontemporer. Arsitektur Zero Trust menawarkan 
pendekatan revolusioner dengan prinsip "tidak pernah percaya, selalu 
verifikasi" yang memverifikasi setiap pengguna, perangkat, dan 
aplikasi sebelum memberikan akses ke sumber daya sistem, terlepas 
dari lokasi atau status jaringan mereka. 

Implementasi arsitektur Zero Trust dalam konteks pemerintahan 
memerlukan segmentasi jaringan yang ketat, dengan setiap segmen 
memiliki kontrol akses yang granular dan pemantauan yang kontinyu. 
Sistem autentikasi multi-faktor menjadi standar minimum, dilengkapi 
dengan analisis perilaku pengguna untuk mendeteksi aktivitas yang 
mencurigakan atau anomali dalam pola akses. 

 

14.5 Kecerdasan Buatan dalam Layanan Publik 

Kecerdasan buatan telah menjadi katalis fundamental dalam 
transformasi pelayanan publik global, menghadirkan paradigma baru 
dalam interaksi pemerintah-warga yang lebih responsif, efisien, dan 
terintegrasi. Implementasi kecerdasan buatan dalam administrasi 
publik bukan sekadar adopsi teknologi, melainkan revolusi sistemik 
yang mengubah cara pemerintah memproses informasi, mengambil 
keputusan, dan memberikan layanan kepada masyarakat. Teknologi 
ini memungkinkan pemerintah untuk mengotomatisasi proses-proses 
berulang, menganalisis data besar untuk pengambilan kebijakan 
berbasis bukti, dan menyediakan layanan 24 jam melalui asisten 
virtual dan robot percakapan yang semakin canggih. 

Dalam konteks tata kelola demokratis, kecerdasan buatan 
memberikan peluang signifikan untuk meningkatkan transparansi, 
akuntabilitas, dan partisipasi dalam proses pemerintahan. Sistem 
kecerdasan buatan dapat menganalisis sentimen publik dari media 
sosial dan platform digital untuk memahami aspirasi masyarakat 
secara waktu nyata, serta memfasilitasi pengambilan keputusan 
partisipatif melalui platform digital yang cerdas dan adaptif. 
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"Kecerdasan buatan mentransformasi layanan publik 
secara revolusioner dengan mengotomatisasi proses 

administratif, menganalisis data besar untuk kebijakan 
berbasis bukti, meningkatkan transparansi demokratis 

dan partisipasi warga, serta menyediakan layanan 
responsif terintegrasi berkelanjutan." 

 

Kerangka Implementasi Kecerdasan Buatan dalam Pemerintahan 

Kerangka implementasi kecerdasan buatan dalam layanan publik 
memerlukan pendekatan sistematis yang mengintegrasikan aspek 
teknologi, organisasi, dan tata kelola secara holistik. Kerangka kerja 
kecerdasan buatan untuk dampak memberikan panduan 
komprehensif untuk evaluasi implementasi alat kecerdasan buatan 
dalam konteks aplikasi dunia nyata. Kerangka ini mengidentifikasi 
tujuh kluster kritis: integrasi dan interoperabilitas, pemantauan dan 
tata kelola, metrik kinerja dan kualitas, penerimaan dan kepercayaan, 
evaluasi biaya dan ekonomi, keamanan teknologi dan transparansi, 
serta skalabilitas dan dampak. 

Dalam konteks Indonesia, penelitian mengembangkan skala 
pengukuran kesiapan birokrasi untuk implementasi teknologi kota 
pintar yang relevan dengan adopsi kecerdasan buatan, mencakup 
empat dimensi utama: komitmen eselon atas, dukungan hukum, 
sumber daya teknologi informasi, dan tata kelola yang efektif. Dimensi 
integrasi memastikan bahwa sistem kecerdasan buatan dapat 
berintegrasi secara mulus dengan sistem pemerintah yang ada dan 
alur kerja, menciptakan ekosistem digital yang dapat beroperasi 
bersama dan efisien. 

 

Aplikasi Praktis Kecerdasan Buatan dalam Pelayanan Publik 

Implementasi kecerdasan buatan dalam layanan publik telah 
menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam berbagai domain. Robot 
percakapan dan asisten virtual menjadi antarmuka garis depan yang 
memberikan respons instan terhadap pertanyaan warga, mengurangi 
waktu tunggu dan beban administratif secara signifikan. Sistem 
kecerdasan buatan untuk pemrosesan formulir otomatis dan verifikasi 



Gunawan Undang & Deden Suhendar 
Administrasi Publik Kontemporer: Teori, Praktik, dan Transformasi Digital Lintas Negara 

 

319 
 

dokumen mempercepat proses perizinan dan layanan administratif, 
dengan tingkat akurasi yang tinggi dan standar kualitas yang konsisten. 

Dalam layanan kesehatan publik, alat diagnostik bertenaga 
kecerdasan buatan dan analitik prediktif membantu strategi deteksi 
dini dan pencegahan yang efektif biaya. Algoritma kecerdasan buatan 
dapat menganalisis data kesehatan populasi untuk mengidentifikasi 
pola penyakit dan mengalokasikan sumber daya secara optimal. 
Program perlindungan sosial memanfaatkan kecerdasan buatan untuk 
deteksi penipuan dan penilaian kelayakan yang lebih akurat dan adil, 
memastikan bantuan tepat sasaran kepada yang membutuhkan. 

 

Tantangan dan Tata Kelola Kecerdasan Buatan dalam Sektor Publik 

Implementasi kecerdasan buatan dalam layanan publik menghadapi 
tantangan multidimensional yang memerlukan pertimbangan cermat 
dan strategi mitigasi proaktif. Bias algoritmik merupakan kekhawatiran 
utama karena dapat melestarikan atau memperkuat ketidaksetaraan 
sosial yang ada dalam penyampaian layanan publik. Sistem kecerdasan 
buatan yang dilatih pada data historis dapat mencerminkan pola 
diskriminasi masa lalu dan menghasilkan hasil yang tidak adil untuk 
kelompok demografis tertentu. 

Pentingnya reformasi institusional dalam sistem akuntabilitas kinerja 
dapat diterapkan untuk tata kelola kecerdasan buatan di sektor publik 
Indonesia. Tantangan budaya dalam adopsi teknologi digital menjadi 
faktor kritis yang sering diabaikan. Budaya teknologi informasi dalam 
layanan publik berbasis digital memerlukan transformasi yang holistik, 
tidak hanya pada aspek teknis tetapi juga pada pola pikir dan praktik 
pegawai negeri sipil. 

Privasi dan tantangan perlindungan data semakin kompleks dengan 
penggunaan kecerdasan buatan yang memerlukan pemrosesan data 
masif. Pemerintah harus menyeimbangkan antara memanfaatkan 
data untuk layanan yang ditingkatkan dengan melindungi hak privasi 
warga dan kedaulatan data. Kebijakan tata kelola data yang transparan 
dan langkah-langkah keamanan siber yang kuat menjadi prasyarat 
untuk mempertahankan kepercayaan publik dalam layanan 
pemerintah bertenaga kecerdasan buatan. 
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Masa Depan Kecerdasan Buatan dalam Administrasi Publik 

Proyeksi masa depan menunjukkan bahwa kecerdasan buatan akan 
semakin terintegrasi dalam fungsi inti pemerintahan, berevolusi dari 
alat pendukung menjadi komponen esensial dalam administrasi 
publik. Teknologi kecerdasan buatan lanjutan seperti pemrosesan 
bahasa alami dan visi komputer akan memungkinkan interaksi warga 
yang lebih canggih dan penyampaian layanan otomatis. Kecerdasan 
buatan generatif dapat merevolusi pembuatan konten untuk 
komunikasi publik, dokumentasi kebijakan, dan materi keterlibatan 
warga. 

Ekosistem kecerdasan buatan kolaboratif akan muncul dimana 
pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil berbagi 
sumber daya dan kemampuan kecerdasan buatan untuk pemecahan 
masalah kolektif. Kerjasama kecerdasan buatan lintas batas dalam 
mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, respons 
pandemi, dan pembangunan ekonomi akan menjadi semakin penting. 

Kerangka tata kelola adaptif harus terus berevolusi untuk 
mengantisipasi teknologi kecerdasan buatan yang muncul dan 
implikasinya. Kotak pasir regulasi dan pendekatan eksperimental 
dapat memfasilitasi inovasi yang bertanggung jawab dalam aplikasi 
kecerdasan buatan untuk layanan publik. Pembelajaran berkelanjutan 
dan pembangunan kapabilitas untuk pegawai negeri sipil menjadi 
esensial untuk transformasi kecerdasan buatan yang sukses dalam 
administrasi publik. 

 

Kesimpulan 

Administrasi publik digital merepresentasikan transformasi 
paradigmatik fundamental yang mengintegrasikan dimensi teknologi, 
organisasi, dan tata kelola dalam ekosistem yang holistik dan adaptif. 
Implementasi transformasi digital memerlukan pendekatan 
komprehensif yang tidak hanya berfokus pada adopsi teknologi, tetapi 
juga pada perubahan budaya organisasi, pengembangan kapasitas 
sumber daya manusia, dan penciptaan kerangka tata kelola yang 
mendukung inovasi berkelanjutan. Keberhasilan administrasi publik 
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digital bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menciptakan 
nilai publik melalui pemanfaatan strategis teknologi informasi dan 
komunikasi, sambil mempertahankan prinsip-prinsip transparansi, 
akuntabilitas, dan partisipasi demokratis yang menjadi fondasi 
pelayanan publik yang berkualitas. 

"Administrasi publik digital merupakan transformasi 
holistik mengintegrasikan teknologi, organisasi, dan tata 
kelola untuk menciptakan nilai publik. Implementasinya 

memerlukan pendekatan komprehensif menghadapi 
tantangan keamanan siber, privasi data, dan kesenjangan 
digital menuju pemerintahan responsif berpusat warga." 

 

Integrasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, otomatisasi 
proses, dan analitik data besar dalam operasional pemerintahan telah 
menghadirkan peluang signifikan untuk meningkatkan efisiensi, 
akurasi, dan responsivitas layanan publik. Namun, implementasi 
teknologi-teknologi ini juga menghadirkan tantangan kompleks terkait 
keamanan siber, privasi data, bias algoritma, dan kesenjangan digital 
yang memerlukan strategi mitigasi yang komprehensif dan 
berkelanjutan. Kerangka kerja keamanan siber nasional, perlindungan 
privasi data, dan tata kelola kecerdasan buatan yang etis menjadi 
imperatif strategis dalam memastikan transformasi digital yang aman, 
adil, dan berkelanjutan. 

Masa depan administrasi publik digital akan diwarnai oleh konvergensi 
teknologi emergent yang semakin canggih, integrasi dengan ekosistem 
kota pintar, dan evolusi menuju model Pemerintahan-sebagai-
Platform yang memfasilitasi kolaborasi lintas sektor dalam penciptaan 
nilai publik. Keberhasilan navigasi transformasi digital memerlukan 
komitmen jangka panjang terhadap pembelajaran berkelanjutan, 
inovasi adaptif, dan pembangunan kapasitas yang mengintegrasikan 
dimensi teknologi dengan nilai-nilai pelayanan publik untuk 
menciptakan administrasi publik digital yang responsif, efektif, dan 
berpusat pada warga dalam era digital yang dinamis dan penuh 
tantangan. 
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BAB 15 

MANAJEMEN KRISIS DAN BENCANA 

 

Pendahuluan 

Manajemen krisis dan bencana merupakan salah satu fungsi 
administrasi publik yang paling kompleks dan kritis, mengintegrasikan 
dimensi kepemimpinan, koordinasi, komunikasi, dan pembelajaran 
adaptif dalam menghadapi berbagai ancaman yang dapat 
mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. 
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan karakteristik geografis 
dan geologis yang unik menghadapi spektrum risiko bencana yang 
sangat beragam, mulai dari bencana alam seperti gempa bumi, 
tsunami, letusan gunung berapi, banjir, dan kekeringan, hingga krisis 
non-alam seperti pandemi, krisis ekonomi, dan konflik sosial yang 
memerlukan kapasitas manajemen krisis yang terintegrasi dan 
responsif. 

Era modern telah mengubah paradigma manajemen krisis dari 
pendekatan reaktif yang hanya berfokus pada respons darurat menuju 
pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan mitigasi risiko, 
kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan dalam siklus manajemen 
bencana yang berkelanjutan. Transformasi paradigma ini diperkuat 
oleh pembelajaran dari pengalaman bencana besar seperti tsunami 
Aceh 2004, gempa Yogyakarta 2006, gempa Lombok dan Palu 2018, 
serta krisis COVID-19 yang menunjukkan pentingnya koordinasi 
vertikal antar tingkat pemerintahan, koordinasi horizontal antar 
sektor, dan kolaborasi dengan aktor non-pemerintah dalam 
menciptakan respons krisis yang efektif dan berkelanjutan. 

Bab ini mengeksplorasi lima dimensi fundamental manajemen krisis 
dan bencana yang saling terkait dalam menciptakan sistem ketahanan 
nasional yang adaptif dan responsif. Konsep dan teori manajemen 
krisis dalam sektor publik (Sub-bab 15.1) menyediakan fondasi teoretis 
dan konseptual untuk memahami kompleksitas manajemen krisis, 
tipologi ancaman, dan karakteristik respons yang diperlukan dalam 
konteks administrasi publik Indonesia. Sistem penanggulangan 
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bencana dan mitigasi risiko (Sub-bab 15.2) menganalisis kerangka 
institusional penanggulangan bencana Indonesia, sistem peringatan 
dini, dan strategi mitigasi struktural dan non-struktural yang telah 
dikembangkan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. 

Koordinasi dan kolaborasi dalam manajemen krisis (Sub-bab 15.3) 
memfokuskan pada kompleksitas mekanisme koordinasi multi-
pemangku kepentingan, tata kelola jaringan, dan respons kolaboratif 
yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan 
komunitas lokal dalam respons krisis yang terpadu. Komunikasi krisis 
dan manajemen media (Sub-bab 15.4) mengeksplorasi strategi 
komunikasi krisis yang efektif, manajemen hubungan media, dan 
pemanfaatan teknologi informasi dalam era digital untuk memastikan 
penyebaran informasi yang akurat dan tepat waktu kepada 
masyarakat. Pembelajaran dari krisis COVID-19 dan reformasi sistem 
(Sub-bab 15.5) menganalisis pembelajaran kritis dari respons pandemi 
COVID-19 dan implikasinya terhadap reformasi kelembagaan, 
penguatan kapasitas, dan pengembangan sistem ketahanan krisis yang 
lebih adaptif dan antisipatif. 

Konteks Indonesia dengan kompleksitas geografis, demografis, dan 
sosial-politik yang tinggi menghadirkan tantangan unik dalam 
implementasi manajemen krisis yang efektif. Sistem desentralisasi 
pemerintahan memerlukan mekanisme koordinasi yang dapat 
mengintegrasikan respons nasional dengan implementasi lokal, 
sementara keberagaman budaya dan bahasa memerlukan strategi 
komunikasi krisis yang sensitif dan adaptif terhadap karakteristik lokal. 
Pengalaman Indonesia dalam mengelola berbagai jenis krisis telah 
memberikan pembelajaran berharga tentang pentingnya investasi 
dalam sistem peringatan dini, penguatan kapasitas institusi dan 
sumber daya manusia, serta pengembangan budaya siaga bencana di 
tingkat masyarakat. 

Kerangka analisis bab ini mengintegrasikan perspektif teoritis 
manajemen krisis dengan praktik implementasi empiris di Indonesia 
dan pembelajaran dari praktik terbaik internasional. Pendekatan 
multidimensional ini memungkinkan pemahaman komprehensif 
terhadap kompleksitas manajemen krisis dan bencana, mulai dari 
aspek kelembagaan dan koordinasi hingga dimensi teknologi, 
komunikasi, dan pembelajaran organisasi yang berkontribusi terhadap 
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efektivitas respons krisis dan pembangunan ketahanan nasional yang 
berkelanjutan. 

 

15.1 Konsep dan Teori Manajemen Krisis dalam Sektor Publik 

Manajemen krisis dalam sektor publik merupakan kemampuan 
pemerintah untuk mengantisipasi, merespons, dan memulihkan diri 
dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas sosial, 
ekonomi, dan politik. Dalam konteks administrasi publik, manajemen 
krisis tidak hanya mencakup respons terhadap bencana alam, tetapi 
juga krisis kesehatan, ekonomi, dan keamanan yang memerlukan 
koordinasi sistematis antar lembaga dan tingkat pemerintahan. 
Penelitian menunjukkan bahwa manajemen krisis yang efektif 
memerlukan kepemimpinan yang adaptif, komunikasi yang 
transparan, dan kapasitas institusional yang memadai untuk 
mengambil keputusan cepat dalam kondisi ketidakpastian tinggi. 

"Manajemen krisis sektor publik merupakan kemampuan 
pemerintah mengantisipasi, merespons, dan memulihkan 

berbagai ancaman melalui kepemimpinan adaptif, 
komunikasi transparan, koordinasi sistematis, serta 

pendekatan proaktif-reaktif komprehensif terintegrasi." 

Pendekatan teoretis modern dalam manajemen krisis menekankan 
pentingnya pendekatan multi-ancaman yang mengintegrasikan 
manajemen risiko proaktif dengan respons reaktif. Dalam konteks 
Indonesia, paradigma manajemen bencana telah berevolusi dari 
pendekatan reaktif yang berfokus pada respons darurat menuju 
pendekatan komprehensif yang mencakup mitigasi, kesiapsiagaan, 
respons, dan pemulihan. Pergeseran paradigma ini mencerminkan 
pembelajaran dari pengalaman bencana besar seperti tsunami Aceh 
2004, gempa Yogyakarta 2006, dan krisis COVID-19 yang menunjukkan 
pentingnya koordinasi vertikal dan horizontal dalam sistem 
pemerintahan. 

 

Kerangka Konseptual Manajemen Krisis 

Aspek kritis dalam teori manajemen krisis adalah konsep jaringan tata 
kelola yang melibatkan aktor pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil 
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dalam respons terpadu. Penelitian terhadap sistem manajemen 
bencana Bangladesh menunjukkan bahwa efektivitas respons krisis 
sangat bergantung pada kualitas koordinasi antar-tingkat 
pemerintahan dan kapasitas institusi lokal. Temuan ini relevan dengan 
konteks Indonesia dimana sistem manajemen bencana melibatkan 
koordinasi kompleks antara BNPB di tingkat nasional, BPBD di tingkat 
daerah, dan berbagai kementerian sektoral. 

Kerangka konseptual manajemen krisis dalam administrasi publik 
dibangun atas empat pilar fundamental yang saling terkait. Pilar 
pertama adalah deteksi dini dan penilaian ancaman yang memerlukan 
sistem peringatan dan intelijen yang dapat mengidentifikasi potensi 
krisis sebelum berkembang menjadi ancaman nyata. Pilar kedua 
adalah kapasitas respons yang mencakup sumber daya manusia, 
teknologi, dan infrastruktur yang diperlukan untuk merespons krisis 
secara efektif. Pilar ketiga adalah koordinasi dan komunikasi yang 
memastikan sinkronisasi respons antar aktor dan penyebaran 
informasi yang akurat kepada masyarakat. Pilar keempat adalah 
pembelajaran dan adaptasi yang memungkinkan sistem untuk 
memperbaiki diri berdasarkan pengalaman krisis sebelumnya. 

 

Tipologi Krisis dan Karakteristik Respons 

Klasifikasi krisis dalam administrasi publik dapat dibedakan 
berdasarkan sumber, skala, durasi, dan kompleksitas respons yang 
diperlukan. Krisis bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan 
letusan gunung berapi memiliki karakteristik serangan mendadak yang 
memerlukan sistem peringatan dini dan koordinasi respons darurat 
yang cepat. Sebaliknya, krisis serangan lambat seperti kekeringan, 
degradasi lingkungan, atau pandemi memerlukan strategi manajemen 
jangka panjang yang melibatkan berbagai sektor dan tingkat 
pemerintahan. 

Dimensi geografis krisis juga mempengaruhi kompleksitas 
manajemen. Krisis lokal dapat dikelola dengan mekanisme koordinasi 
yang relatif sederhana, sementara krisis regional atau nasional 
memerlukan mobilisasi sumber daya lintas-jurisdiksi dan koordinasi 
tata kelola multi-tingkat. Pengalaman Indonesia dalam mengelola 
COVID-19 menunjukkan tantangan koordinasi antara kebijakan 
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nasional dengan implementasi di tingkat daerah, khususnya dalam hal 
pembatasan mobilitas, distribusi bantuan sosial, dan koordinasi 
respons sistem kesehatan. 

Kompleksitas krisis juga dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi dan 
kapasitas institusional. Masyarakat dengan tingkat kerentanan tinggi 
memerlukan pendekatan manajemen krisis yang berbeda 
dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki ketahanan lebih baik. 
Studi tentang kesiapsiagaan siklon di Bangladesh menunjukkan bahwa 
efektivitas sistem peringatan dini sangat bergantung pada tingkat 
pendidikan, akses informasi, dan modal sosial masyarakat. 

 

Model Siklus Manajemen Krisis 

Model siklus manajemen krisis menyediakan kerangka kerja sistematis 
untuk memahami tahapan-tahapan dalam pengelolaan krisis dari 
perspektif temporal dan fungsional. Fase pra-krisis mencakup aktivitas 
mitigasi risiko, perencanaan kontinjensi, dan pembangunan kapasitas 
yang bertujuan untuk mengurangi probabilitas terjadinya krisis dan 
meningkatkan kesiapan respons. Fase krisis akut melibatkan aktivitas 
respons darurat, koordinasi operasional, dan manajemen sumber daya 
untuk meminimalkan dampak dan melindungi nyawa manusia. 

Fase pasca-krisis mencakup aktivitas pemulihan jangka pendek dan 
rekonstruksi jangka panjang yang bertujuan untuk mengembalikan 
kondisi normal dan membangun kembali infrastruktur yang rusak 
dengan standar yang lebih baik. Fase pembelajaran dan evaluasi 
memungkinkan organisasi untuk menganalisis efektivitas respons, 
mengidentifikasi kelemahan sistem, dan mengembangkan strategi 
perbaikan untuk menghadapi krisis di masa depan. 

Integrasi antar-fase dalam siklus manajemen krisis menjadi kunci 
efektivitas sistem secara keseluruhan. Pembelajaran dari fase respons 
dan pemulihan harus diintegrasikan ke dalam perencanaan mitigasi 
dan kesiapsiagaan untuk meningkatkan kapasitas sistem secara 
berkelanjutan. Pendekatan ini memerlukan kultur organisasi yang 
mendorong pembelajaran dari pengalaman, dokumentasi praktik 
terbaik, dan adaptasi berkelanjutan terhadap perubahan karakteristik 
ancaman dan konteks operasional. 
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15.2 Sistem Penanggulangan Bencana dan Mitigasi Risiko 

Sistem penanggulangan bencana Indonesia telah mengalami 
transformasi signifikan sejak pembentukan BNPB melalui UU No. 24 
Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kerangka institusional 
ini mengadopsi paradigma pengurangan risiko bencana yang 
menekankan pentingnya upaya pencegahan dan mitigasi 
dibandingkan hanya fokus pada respons dan pemulihan. Struktur 
institusional penanggulangan bencana Indonesia menerapkan prinsip 
desentralisasi dengan pembagian peran yang jelas antara tingkat 
nasional, provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat desa. 

Di tingkat nasional, BNPB berfungsi sebagai koordinator utama yang 
bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan, standardisasi, dan 
pembinaan kapasitas penanggulangan bencana. Sementara itu, BPBD 
di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berperan sebagai pelaksana 
kebijakan dengan disesuaikan kondisi lokal dan karakteristik risiko 
daerah masing-masing. Model koordinasi vertikal ini dilengkapi 
dengan mekanisme koordinasi horizontal yang melibatkan berbagai 
kementerian dan lembaga sektoral sesuai dengan jenis bencana dan 
tahapan penanganan. 

 

Kerangka Institusional Penanggulangan Bencana 

Efektivitas sistem institusional ini sangat bergantung pada kualitas 
hubungan antar-pemerintahan dan kemampuan koordinasi lintas-
sektor. Pengalaman penanganan bencana besar seperti gempa 
Lombok 2018 dan gempa Palu 2018 menunjukkan pentingnya 
mekanisme komando dan kontrol yang jelas, sistem komunikasi yang 
handal, dan protokol koordinasi yang telah terstandarisasi untuk 
memastikan respons yang cepat dan efektif. 

Desentralisasi sistem penanggulangan bencana menghadirkan 
tantangan dalam hal standardisasi kualitas respons dan koordinasi 
antar-daerah. Perbedaan kapasitas fiscal dan teknis antar daerah 
dapat menciptakan kesenjangan dalam kualitas layanan 
penanggulangan bencana. Oleh karena itu, sistem pembinaan dan 
dukungan teknis dari tingkat nasional menjadi krusial untuk 



Gunawan Undang & Deden Suhendar 
Administrasi Publik Kontemporer: Teori, Praktik, dan Transformasi Digital Lintas Negara 

 

331 
 

memastikan standar minimum kapasitas penanggulangan bencana di 
seluruh wilayah Indonesia. 

"Sistem penanggulangan bencana Indonesia 
bertransformasi sejak pembentukan BNPB tahun 2007, 

menerapkan paradigma pengurangan risiko proaktif 
dengan struktur desentralisasi. BNPB berperan 

koordinator nasional, BPBD sebagai pelaksana daerah, 
mengintegrasikan koordinasi vertikal-horizontal lintas 

sektor. Efektivitasnya bergantung pada standarisasi 
kapasitas daerah dan integrasi dengan perencanaan 

pembangunan berkelanjutan." 

Integrasi sistem penanggulangan bencana dengan sistem perencanaan 
pembangunan daerah menjadi faktor kritis dalam memastikan 
sustainabilitas upaya pengurangan risiko bencana. Dokumen 
perencanaan seperti RPJMD dan RKPD harus mengintegrasikan aspek 
pengurangan risiko bencana sebagai pertimbangan utama dalam 
alokasi anggaran dan prioritas pembangunan. Pendekatan ini 
memerlukan peningkatan kapasitas perencana pembangunan dalam 
memahami konsep dan metodologi penilaian risiko bencana. 

 

Sistem Peringatan Dini dan Mitigasi Struktural 

Sistem peringatan dini merupakan komponen kritis dalam manajemen 
risiko bencana yang bertujuan untuk memberikan informasi akurat 
dan tepat waktu kepada masyarakat tentang potensi ancaman 
bencana. Indonesia telah mengembangkan berbagai sistem 
peringatan dini sesuai dengan karakteristik geografis dan geologis 
yang beragam, termasuk InaTEWS untuk tsunami, sistem peringatan 
dini untuk banjir, dan sistem pemantauan gunung berapi melalui 
PVMBG. 

Integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem peringatan 
dini telah meningkatkan kemampuan pemantauan waktu nyata dan 
diseminasi informasi kepada masyarakat. Platform digital seperti 
aplikasi seluler, media sosial, dan sistem siaran massal memungkinkan 
penyebaran peringatan dini yang lebih luas dan cepat. Namun, 
efektivitas sistem peringatan dini tidak hanya bergantung pada aspek 
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teknologi, tetapi juga pada kemampuan masyarakat untuk 
memahami, mempercayai, dan merespons informasi peringatan 
dengan tepat. 

Mitigasi struktural melalui pembangunan infrastruktur tahan bencana 
merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting dalam 
mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Pembangunan tanggul 
banjir, tembok laut, bangunan tahan gempa, dan infrastruktur 
evakuasi merupakan bentuk mitigasi struktural yang telah terbukti 
efektif dalam mengurangi dampak bencana. Namun, implementasi 
mitigasi struktural memerlukan investasi besar dan koordinasi yang 
erat antara sektor publik dengan sektor swasta, serta integrasi dengan 
perencanaan tata ruang dan pembangunan daerah. 

 

Mitigasi Non-Struktural dan Pemberdayaan Masyarakat 

Mitigasi non-struktural mencakup kebijakan, regulasi, perencanaan 
tata ruang, dan program pendidikan yang bertujuan untuk mengurangi 
kerentanan masyarakat terhadap bencana tanpa melibatkan 
pembangunan infrastruktur fisik. Implementasi peraturan zonasi dan 
building code yang mengintegrasikan standar ketahanan bencana 
menjadi instrumen kunci dalam mencegah pembangunan di daerah 
berisiko tinggi dan memastikan konstruksi bangunan yang aman. 

Program Desa Tangguh Bencana merupakan inisiatif strategis dalam 
membangun kapasitas ketahanan masyarakat di tingkat akar rumput. 
Program ini melibatkan pemberdayaan masyarakat dalam identifikasi 
risiko lokal, penyusunan rencana kontinjensi desa, dan pengembangan 
sistem peringatan dini berbasis masyarakat. Pendekatan partisipatif 
dalam program ini memastikan bahwa strategi pengurangan risiko 
bencana sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. 

Edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang risiko 
bencana menjadi fundamental dalam membangun budaya siaga 
bencana. Program pendidikan kebencanaan di sekolah, simulasi 
evakuasi, dan kampanye kesadaran publik berkontribusi dalam 
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam 
menghadapi bencana. Integrasi kurikulum kebencanaan dalam sistem 
pendidikan formal dan informal menjadi investasi jangka panjang 
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dalam membangun generasi yang sadar dan siap menghadapi risiko 
bencana. 

 

15.3 Koordinasi dan Kolaborasi dalam Manajemen Krisis 

Koordinasi dalam manajemen krisis melibatkan kompleksitas tinggi 
karena memerlukan sinkronisasi antara berbagai aktor dengan 
kapasitas, kepentingan, dan mekanisme kerja yang berbeda. Dalam 
konteks Indonesia, koordinasi multi-pemangku kepentingan 
mencakup koordinasi vertikal antar-tingkat pemerintahan, koordinasi 
horizontal antar-sektor, dan koordinasi dengan aktor non-pemerintah 
seperti organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga 
internasional. 

Mekanisme koordinasi vertikal diatur melalui sistem komando yang 
hierarkis dengan BNPB sebagai koordinator nasional dan BPBD sebagai 
pelaksana di tingkat daerah. Sistem ini dilengkapi dengan mekanisme 
perencanaan kontinjensi yang memungkinkan mobilisasi sumber daya 
lintas-jurisdiksi ketika kapasitas lokal tidak memadai. Pengalaman 
penanganan COVID-19 menunjukkan tantangan koordinasi vertikal, 
khususnya dalam hal sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat 
dengan pemerintah daerah terkait pembatasan mobilitas dan protokol 
kesehatan. 

 

Mekanisme Koordinasi Multi-Pemangku Kepentingan 

Koordinasi horizontal melibatkan sinkronisasi antara berbagai 
kementerian dan lembaga yang memiliki peran dalam penanganan 
krisis. Untuk penanganan bencana alam, koordinasi melibatkan 
Kementerian PUPR untuk infrastruktur, Kementerian Kesehatan untuk 
respons medis, Kementerian Sosial untuk bantuan sosial, dan TNI/Polri 
untuk keamanan dan logistik. Efektivitas koordinasi horizontal sangat 
bergantung pada kejelasan pembagian peran, mekanisme komunikasi 
yang efektif, dan kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan 
berbagai kepentingan sektoral. 

Tantangan utama dalam koordinasi multi-pemangku kepentingan 
adalah perbedaan kultur organisasi, prioritas, dan metodologi kerja 
antar institusi. Sektor militer yang terbiasa dengan struktur komando 
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yang rigid harus berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil yang 
menekankan pendekatan partisipatif. Sektor swasta yang berorientasi 
efisiensi harus beradaptasi dengan prosedur birokrasi pemerintah 
yang menekankan akuntabilitas dan transparansi. 

Pengembangan protokol koordinasi yang jelas dan latihan simulasi 
krisis secara berkala menjadi instrumen penting dalam membangun 
pemahaman bersama dan trust antar aktor. Pembentukan satuan 
tugas atau komite koordinasi yang bersifat temporer untuk menangani 
krisis spesifik dapat memfasilitasi koordinasi yang lebih efektif 
dibandingkan mengandalkan struktur koordinasi permanen yang 
seringkali birokratis dan lambat dalam pengambilan keputusan. 

 

Tata Kelola Jaringan dan Respons Kolaboratif 

Pendekatan tata kelola jaringan dalam manajemen krisis menekankan 
pentingnya kolaborasi yang setara antara aktor pemerintah dengan 
non-pemerintah dalam respons krisis. Model ini mengakui bahwa 
pemerintah tidak memiliki monopoli kapasitas dan sumber daya untuk 
mengelola krisis kompleks, sehingga memerlukan partisipasi aktif dari 
masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas lokal. Pengalaman 
Indonesia dalam penanganan berbagai bencana menunjukkan peran 
penting organisasi kemanusiaan, tanggung jawab sosial perusahaan, 
dan manajemen bencana berbasis masyarakat. 

Kolaborasi dengan sektor swasta dalam manajemen krisis meliputi 
kemitraan publik-swasta dalam penyediaan logistik, teknologi, dan 
keahlian khusus. Perusahaan telekomunikasi berperan dalam 
memastikan konektivitas komunikasi, perusahaan logistik membantu 
distribusi bantuan, dan perusahaan teknologi menyediakan solusi 
digital untuk koordinasi dan pemantauan. Model kolaborasi ini 
memerlukan kerangka regulasi yang jelas dan mekanisme koordinasi 
yang dapat memfasilitasi keterlibatan sektor swasta tanpa mengurangi 
akuntabilitas publik. 

Partisipasi masyarakat dalam manajemen krisis tidak hanya sebagai 
penerima bantuan, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam upaya 
pengurangan risiko bencana. Program seperti Desa Tangguh Bencana, 
sistem peringatan dini berbasis masyarakat, dan kelompok relawan 
komunitas merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat yang telah 
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terbukti efektif dalam meningkatkan ketahanan lokal terhadap 
bencana. 

 

Koordinasi Internasional dan Bantuan Kemanusiaan 

Dimensi internasional dalam manajemen krisis menjadi semakin 
penting dalam era globalisasi, baik dalam hal bantuan kemanusiaan 
maupun koordinasi respons terhadap krisis yang bersifat 
transnasional. Indonesia sebagai anggota ASEAN terlibat dalam 
berbagai mekanisme koordinasi regional seperti ASEAN Coordinating 
Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA 
Centre) dan ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM). 

Koordinasi bantuan internasional memerlukan mekanisme yang dapat 
mengintegrasikan sumber daya dan keahlian dari berbagai negara dan 
organisasi internasional tanpa menciptakan duplikasi atau kompetisi 
yang kontraproduktif. Pengalaman penanganan tsunami Aceh 2004 
menunjukkan pentingnya koordinasi yang efektif dalam mengelola 
bantuan internasional yang masif untuk memastikan efektivitas dan 
akuntabilitas penggunaan bantuan. 

Pembelajaran dari krisis global seperti pandemi COVID-19 
menunjukkan pentingnya koordinasi internasional dalam berbagi 
informasi, teknologi, dan praktik terbaik dalam manajemen krisis. 
Platform seperti WHO, UN Office for the Coordination of Humanitarian 
Affairs, dan berbagai forum multilateral lainnya menjadi sarana 
penting dalam memfasilitasi koordinasi respons krisis lintas negara. 

 

15.4 Komunikasi Krisis dan Manajemen Media 

Komunikasi krisis merupakan komponen vital dalam manajemen krisis 
yang berfungsi untuk menyampaikan informasi akurat, menenangkan 
kepanikan publik, dan mengarahkan respons masyarakat yang tepat. 
Komunikasi krisis strategis memerlukan perencanaan yang matang, 
penyampaian pesan yang konsisten, dan pemilihan saluran komunikasi 
yang efektif untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat. Dalam 
era digital, komunikasi krisis harus mampu mengintegrasikan media 
tradisional dengan platform digital untuk memastikan penetrasi 
informasi yang maksimal. 
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Prinsip-prinsip komunikasi krisis yang efektif meliputi ketepatan 
waktu, akurasi informasi, transparansi, dan empati terhadap korban. 
Komunikasi yang terlambat atau tidak akurat dapat memperburuk 
situasi krisis dan mengurangi kepercayaan publik terhadap 
pemerintah. Pengalaman komunikasi krisis selama pandemi COVID-19 
menunjukkan pentingnya konsistensi pesan antara berbagai juru 
bicara pemerintah dan kemampuan untuk mengadaptasi strategi 
komunikasi sesuai dengan perkembangan situasi krisis. 

 

Kerangka Komunikasi Krisis Strategis 

Aspek kultural dalam komunikasi krisis juga perlu mendapat perhatian 
khusus, mengingat keberagaman masyarakat Indonesia. Pesan krisis 
harus dapat dikomunikasikan dalam berbagai bahasa daerah dan 
mempertimbangkan sensitivitas budaya lokal. Penggunaan tokoh 
masyarakat, pemimpin agama, dan pemimpin komunitas sebagai 
penyampai pesan dapat meningkatkan kredibilitas dan penerimaan 
informasi krisis di tingkat akar rumput. 

Perencanaan komunikasi krisis harus mengantisipasi berbagai 
skenario krisis dan mengembangkan template pesan yang dapat 
diadaptasi sesuai dengan karakteristik krisis spesifik. Identifikasi 
audiens target, analisis saluran komunikasi yang efektif, dan 
penetapan juru bicara yang kompeten menjadi elemen kunci dalam 
perencanaan komunikasi krisis yang efektif. Pelatihan komunikasi 
krisis bagi para pejabat publik dan pengembangan protokol 
komunikasi yang standar dapat meningkatkan konsistensi dan kualitas 
komunikasi selama situasi krisis. 

Integrasi teknologi dalam komunikasi krisis memungkinkan 
penyebaran informasi yang lebih cepat dan luas melalui berbagai 
platform digital. Sistem peringatan massal melalui SMS, aplikasi 
seluler, dan media sosial dapat menjangkau audiens yang lebih luas 
dibandingkan media tradisional. Namun, ketergantungan pada 
teknologi juga menghadirkan kerentanan terhadap gangguan 
infrastruktur komunikasi selama krisis, sehingga perlu dikembangkan 
sistem komunikasi cadangan yang dapat beroperasi dalam kondisi 
darurat. 
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Hubungan Media dan Manajemen Informasi 

Manajemen hubungan dengan media massa dalam situasi krisis 
memerlukan strategi khusus yang dapat memfasilitasi penyebaran 
informasi yang akurat sambil mencegah penyebaran misinformasi dan 
kepanikan. Hubungan media yang efektif melibatkan pembentukan 
ruang operasi komunikasi, penyediaan briefing reguler, dan akses 
media terhadap narasumber yang kompeten. Transparansi informasi 
harus diseimbangkan dengan pertimbangan keamanan operasional 
dan perlindungan privasi korban. 

Era media sosial telah mengubah lanskap komunikasi krisis secara 
fundamental. Platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan 
aplikasi pesan seperti WhatsApp menjadi saluran informasi primer 
bagi sebagian besar masyarakat. Pemerintah harus mampu 
memanfaatkan platform digital untuk komunikasi waktu nyata sambil 
mengembangkan kapasitas untuk memantau dan menangkal 
penyebaran informasi yang salah atau berita bohong. 

Manajemen informasi dalam krisis juga meliputi koordinasi antara 
berbagai sumber informasi resmi untuk memastikan konsistensi 
pesan. BNPB, BPBD, dan instansi terkait harus mengembangkan 
protokol komunikasi yang jelas untuk menghindari kontradiksi 
informasi yang dapat menimbulkan kebingungan publik. Sistem 
informasi terpusat seperti pusat operasi darurat dapat berfungsi 
sebagai sumber kebenaran tunggal untuk koordinasi informasi antar-
lembaga. 

 

Komunikasi Krisis dalam Era Digital 

Transformasi digital telah mengubah cara masyarakat mengakses dan 
berbagi informasi selama krisis, menciptakan peluang dan tantangan 
baru dalam komunikasi krisis. Media sosial memungkinkan 
penyebaran informasi yang sangat cepat, tetapi juga membuka ruang 
bagi penyebaran misinformasi dan disinformasi yang dapat 
memperburuk situasi krisis. Fenomena viral dan echo chamber di 
media sosial dapat memperkuat persepsi yang keliru dan mempersulit 
upaya komunikasi resmi pemerintah. 
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Strategi komunikasi krisis digital harus mengintegrasikan pendekatan 
proaktif dan reaktif dalam mengelola narasi publik. Pendekatan 
proaktif meliputi pengembangan konten komunikasi yang engaging 
dan mudah dibagikan, pembangunan komunitas digital yang dapat 
menjadi amplifier pesan resmi, dan pemanfaatan influencer atau 
tokoh masyarakat dalam menyebarkan informasi yang akurat. 
Pendekatan reaktif meliputi pemantauan media sosial untuk 
mengidentifikasi misinformasi, respons cepat terhadap hoax, dan 
koreksi informasi yang salah melalui saluran resmi. 

Pengembangan kapasitas komunikasi digital bagi aparatur pemerintah 
menjadi kebutuhan mendesak dalam era media sosial. Pemahaman 
tentang karakteristik platform digital yang berbeda, teknik storytelling 
yang efektif, dan manajemen krisis reputasi online menjadi 
kompetensi penting bagi komunikator krisis modern. Investasi dalam 
teknologi monitoring media sosial dan sistem respons cepat terhadap 
misinformasi dapat meningkatkan efektivitas komunikasi krisis dalam 
lingkungan informasi yang semakin kompleks. 

 

15.5 Pembelajaran dari Krisis COVID-19 dan Reformasi Sistem 

Pandemi COVID-19 memberikan pembelajaran berharga tentang 
kesiapan sistem manajemen krisis Indonesia dalam menghadapi 
darurat kesehatan dengan karakteristik yang berbeda dari bencana 
alam. Respons awal pemerintah Indonesia terhadap COVID-19 
menunjukkan beberapa kelemahan dalam hal kecepatan pengambilan 
keputusan, koordinasi antar-lembaga, dan komunikasi publik. 
Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 
kemudian menjadi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 
mencerminkan adaptasi struktur manajemen krisis untuk menangani 
krisis kesehatan yang kompleks. 

Analisis respons COVID-19 mengungkapkan pentingnya sistem 
peringatan dini dan kapasitas surveilans kesehatan masyarakat yang 
robust. Keterlambatan dalam deteksi dan respons awal COVID-19 
menunjukkan kelemahan dalam sistem surveilans epidemiologi dan 
koordinasi antara otoritas kesehatan nasional dengan otoritas 
kesehatan internasional. Pembelajaran ini mendorong reformasi 
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sistem surveilans kesehatan dan penguatan kapasitas laboratorium 
untuk deteksi dini penyakit menular yang muncul. 

 

Evaluasi Respons COVID-19 di Indonesia 

Aspek perlindungan sosial dalam respons COVID-19 juga memberikan 
pembelajaran penting tentang kemampuan pemerintah dalam 
menyediakan bantuan sosial secara masif dan tepat sasaran. Program 
bantuan seperti Kartu Prakerja, bantuan sosial tunai, dan program 
jaring pengaman sosial lainnya menunjukkan pentingnya sistem 
integrasi data dan mekanisme penyaluran digital untuk memastikan 
efektivitas program bantuan sosial dalam situasi krisis. 

Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu 
tantangan terbesar dalam respons COVID-19. Perbedaan interpretasi 
kebijakan, variasi implementasi protokol kesehatan, dan kompetisi 
dalam pengadaan alat kesehatan menunjukkan kelemahan dalam 
mekanisme koordinasi vertikal. Pengalaman ini mendorong reformasi 
sistem koordinasi krisis yang lebih fleksibel namun tetap dapat 
memastikan konsistensi implementasi kebijakan. 

Dimensi komunikasi krisis selama pandemi menghadapi tantangan 
baru berupa infodemi atau banjir informasi yang tidak akurat. 
Penyebaran teori konspirasi, keraguan terhadap vaksin, dan resistensi 
terhadap protokol kesehatan menunjukkan pentingnya strategi 
komunikasi krisis yang tidak hanya fokus pada penyebaran informasi 
faktual tetapi juga membangun kepercayaan publik dan mengatasi 
misinformasi secara proaktif. 

 

Reformasi Kelembagaan dan Kapasitas 

Pembelajaran dari COVID-19 mendorong reformasi kelembagaan 
dalam sistem manajemen krisis Indonesia, khususnya dalam hal 
penguatan koordinasi antar-sektor dan peningkatan kapasitas respons 
multi-ancaman. Pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan 
Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mencerminkan kebutuhan 
akan mekanisme koordinasi yang dapat mengintegrasikan aspek 
kesehatan, ekonomi, dan sosial dalam respons krisis. 
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Reformasi ini juga mencakup penguatan kapasitas sumber daya 
manusia dalam manajemen krisis, khususnya kemampuan dalam 
kepemimpinan krisis, koordinasi lintas-sektor, dan komunikasi publik. 
Program pelatihan dan simulasi krisis perlu diperluas untuk 
memastikan kesiapan aparatur pemerintah dalam menghadapi 
berbagai jenis krisis. Pengembangan kader profesional manajemen 
krisis dapat meningkatkan konsistensi dan kualitas respons krisis di 
berbagai tingkat pemerintahan. 

Aspek teknologi dan digitalisasi juga menjadi fokus reformasi sistem 
manajemen krisis. Penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk 
pelacakan kontak dan sertifikat vaksinasi menunjukkan potensi 
teknologi digital dalam mendukung respons krisis kesehatan. 
Pembelajaran ini dapat diadaptasi untuk pengembangan sistem 
manajemen krisis digital yang terintegrasi untuk berbagai jenis krisis. 

 

Penguatan Ketahanan dan Kesiapsiagaan 

Konsep ketahanan menjadi paradigma baru dalam manajemen krisis 
yang menekankan kemampuan sistem untuk beradaptasi, belajar, dan 
memperbaiki diri setelah mengalami krisis. Pembelajaran COVID-19 
menunjukkan pentingnya kapasitas adaptif dalam menghadapi krisis 
yang dinamis dan tidak terprediksi. Penguatan ketahanan memerlukan 
investasi dalam redundansi sistem, diversifikasi rantai pasokan, dan 
pengembangan kapasitas lokal yang mandiri. 

Program Desa Tangguh Bencana perlu diperluas menjadi Desa 
Tangguh Krisis yang tidak hanya fokus pada bencana alam tetapi juga 
krisis kesehatan, ekonomi, dan sosial. Kesiapsiagaan berbasis 
masyarakat terbukti efektif dalam mengurangi dampak krisis dan 
mempercepat proses pemulihan. Penguatan modal sosial dan 
pengetahuan lokal menjadi kunci dalam membangun ketahanan 
komunitas. 

Kesiapsiagaan sistem kesehatan untuk menghadapi pandemi masa 
depan memerlukan investasi jangka panjang dalam infrastruktur 
kesehatan, penelitian dan pengembangan, dan kerjasama 
internasional. Pengembangan kapasitas produksi vaksin dan obat-
obatan di dalam negeri menjadi prioritas strategis untuk mengurangi 
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ketergantungan pada rantai pasokan global yang rentan terhadap 
gangguan. 

 

Integrasi Teknologi dan Inovasi dalam Manajemen Krisis 

Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi teknologi digital dalam 
berbagai aspek manajemen krisis, mulai dari surveilans kesehatan 
hingga penyaluran bantuan sosial. Inovasi seperti telemedicine, 
aplikasi pelacakan kontak, dan platform distribusi bantuan digital 
menunjukkan potensi teknologi dalam meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi respons krisis. Namun, implementasi teknologi juga 
menghadirkan tantangan baru dalam hal kesenjangan digital, privasi 
data, dan keamanan siber. 

Pengembangan sistem informasi manajemen krisis yang terintegrasi 
menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan koordinasi dan 
pengambilan keputusan berbasis data. Sistem ini harus dapat 
mengintegrasikan data dari berbagai sumber, menyediakan 
dashboard real-time untuk monitoring situasi, dan memfasilitasi 
koordinasi antar aktor melalui platform digital. Investasi dalam 
infrastruktur teknologi informasi dan pengembangan kapasitas 
sumber daya manusia menjadi prasyarat untuk implementasi sistem 
yang efektif. 

Inovasi dalam komunikasi krisis melalui pemanfaatan artificial 
intelligence, chatbot, dan platform media sosial dapat meningkatkan 
jangkauan dan personalisasi pesan krisis. Namun, pemanfaatan 
teknologi ini harus diimbangi dengan strategi untuk mengatasi 
misinformasi dan memastikan akurasi informasi yang disebarkan 
melalui platform digital. 

 

Kesimpulan 

Manajemen krisis dan bencana dalam administrasi publik Indonesia 
menghadapi kompleksitas yang semakin meningkat seiring dengan 
diversifikasi ancaman dan perubahan karakteristik krisis dalam era 
modern. Transformasi paradigma dari pendekatan reaktif menuju 
pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan mitigasi, 
kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan telah menunjukkan hasil 
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positif dalam peningkatan kapasitas sistem penanggulangan bencana 
nasional. Namun, pembelajaran dari berbagai krisis, terutama 
pandemi COVID-19, menunjukkan perlunya reformasi berkelanjutan 
dalam aspek kelembagaan, koordinasi, komunikasi, dan 
pengembangan kapasitas untuk menghadapi tantangan krisis masa 
depan yang semakin kompleks dan tidak terprediksi. 

"Manajemen krisis Indonesia bertransformasi menuju 
pendekatan komprehensif, memerlukan koordinasi multi-

pemangku kepentingan, komunikasi adaptif digital, 
penguatan ketahanan komunitas, investasi kapasitas SDM 

berkelanjutan, dan kerjasama internasional menghadapi 
tantangan kompleks." 

 

Keberhasilan manajemen krisis sangat bergantung pada efektivitas 
koordinasi multi-pemangku kepentingan yang mencakup koordinasi 
vertikal antar-tingkat pemerintahan, koordinasi horizontal antar-
sektor, dan kolaborasi dengan aktor non-pemerintah dalam respons 
yang terpadu dan sinergis. Pengembangan sistem komunikasi krisis 
yang adaptif terhadap era digital, pemanfaatan teknologi informasi 
untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan pengambilan 
keputusan, serta penguatan ketahanan komunitas lokal melalui 
program pemberdayaan masyarakat menjadi elemen kunci dalam 
membangun sistem manajemen krisis yang resilient dan 
berkelanjutan. 

Investasi jangka panjang dalam pengembangan kapasitas sumber daya 
manusia, infrastruktur teknologi, dan sistem peringatan dini yang 
terintegrasi akan menentukan efektivitas respons Indonesia terhadap 
krisis masa depan. Pembelajaran dari pengalaman krisis sebelumnya 
harus diinstitusionalisasikan dalam sistem pelatihan, protokol 
operasional, dan kultur organisasi untuk memastikan peningkatan 
kapasitas yang berkelanjutan. Integrasi dimensi internasional melalui 
kerjasama regional dan global juga menjadi semakin penting dalam 
menghadapi krisis yang bersifat transnasional dan memerlukan 
respons kolektif yang terkoordinasi. 
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BAB 16 

ADMINISTRASI PUBLIK KOMPARATIF 

 

Pendahuluan 

Administrasi publik komparatif telah menjadi salah satu subdisiplin 
paling dinamis dalam ilmu administrasi publik kontemporer, 
menawarkan pemahaman mendalam tentang keragaman sistem tata 
kelola pemerintahan di berbagai belahan dunia. Dalam era globalisasi 
dan saling ketergantungan antar-bangsa, studi perbandingan 
administrasi publik tidak hanya memberikan wawasan akademis, 
tetapi juga menyediakan panduan praktis untuk reformasi tata kelola 
dan transfer pengetahuan lintas-negara. Bab ini mengeksplorasi 
dimensi komprehensif administrasi publik komparatif, mulai dari 
metodologi studi perbandingan hingga adaptasi praktik terbaik 
internasional untuk konteks Indonesia. 

Signifikansi studi komparatif dalam administrasi publik terletak pada 
kemampuannya untuk mengidentifikasi pola universal dan variasi 
kontekstual dalam sistem tata kelola. Peters (2020) menegaskan 
bahwa pendekatan komparatif memungkinkan identifikasi faktor-
faktor yang mempengaruhi efektivitas administrasi publik, sekaligus 
memberikan pemahaman tentang bagaimana konteks politik, budaya, 
dan ekonomi membentuk praktik administratif. Dalam konteks 
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman etnis, budaya, 
dan tingkat pembangunan yang tinggi, pembelajaran dari pengalaman 
internasional menjadi sangat relevan untuk pengembangan sistem 
administrasi yang efektif dan responsif. 

Perkembangan teoritis dalam administrasi publik komparatif 
mencerminkan evolusi dari pendekatan deskriptif sederhana menuju 
analisis kausal yang sophisticated. Teori neo-institusional menekankan 
pentingnya ketergantungan jalur historis dan spesifisitas konteks 
dalam memahami mengapa sistem administrasi berkembang dengan 
cara tertentu. Sementara itu, teori konvergensi dan divergensi 
memberikan kerangka untuk memahami dinamika homogenisasi 
versus heterogenitas dalam praktik administrasi global. Hibridisasi 
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muncul sebagai konsep kunci yang menjelaskan bagaimana negara-
negara mengadaptasi praktik global dengan mempertimbangkan 
keunikan lokal mereka. 

"Administrasi publik komparatif menawarkan wawasan 
mendalam tentang keragaman tata kelola global melalui 

pembelajaran dari model Anglo-Saxon, Continental 
European, dan East Asian. Adaptasi praktik terbaik 

internasional untuk Indonesia memerlukan pendekatan 
kontekstual mempertimbangkan desentralisasi asimetris, 

keragaman budaya, kompleksitas geografis secara 
berkelanjutan." 

Model administrasi publik di berbagai belahan dunia menunjukkan 
variasi yang signifikan, mencerminkan perbedaan tradisi hukum, 
struktur politik, dan budaya organisasi. Model Anglo-Saxon dengan 
penekanan pada desentralisasi dan mekanisme pasar kontras dengan 
model Eropa Kontinental yang menekankan koordinasi dan kemitraan 
sosial. Sementara itu, model Asia Timur menampilkan karakteristik 
unik negara pembangunan dengan birokrasi meritokratis yang kuat. 
Setiap model menawarkan pembelajaran berharga yang dapat 
diadaptasi sesuai dengan konteks nasional dan lokal. 

Praktik terbaik internasional dalam administrasi publik menunjukkan 
tren konvergensi dalam beberapa area, terutama dalam transformasi 
digital dan orientasi pelayanan publik yang berpusat pada warga. 
Estonia dengan sistem pemerintahan elektronik yang revolusioner, 
Singapura dengan pendekatan bangsa pintar, dan negara-negara 
Skandinavia dengan model kesejahteraan universal yang efisien, 
memberikan inspirasi untuk inovasi dalam administrasi publik. Namun, 
implementasi praktik terbaik ini memerlukan adaptasi yang hati-hati 
terhadap konteks lokal untuk memastikan efektivitas dan 
keberlanjutan. 

Adaptasi model global untuk konteks Indonesia memerlukan 
pemahaman mendalam tentang karakteristik unik sistem politik dan 
administrasi Indonesia. Struktur desentralisasi asimetris, keragaman 
budaya, dan kompleksitas geografis menciptakan tantangan khusus 
dalam implementasi reformasi administrasi. Pengalaman berbagai 
daerah di Indonesia dalam mengadaptasi praktik terbaik internasional 
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menunjukkan pentingnya pendekatan yang bertahap, partisipatif, dan 
berbasis bukti. Keberhasilan adaptasi tidak hanya diukur dari efisiensi 
operasional, tetapi juga dari kemampuan untuk memperkuat 
demokrasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

 

16.1 Pendekatan Studi Perbandingan dalam Administrasi Publik 

Metodologi Studi Komparatif 

Studi komparatif dalam administrasi publik merepresentasikan 
pendekatan analitis yang sistematis untuk memahami keragaman 
sistem, struktur, proses, dan hasil tata kelola pemerintahan di 
berbagai konteks nasional dan subnasional. Administrasi publik 
komparatif berkembang sebagai subdisiplin yang berusaha 
mengidentifikasi pola-pola universal dan variasi kontekstual dalam 
praktik administratif, dengan tujuan utama memahami faktor-faktor 
yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi sistem tata kelola. Peters 
(2020) menekankan bahwa studi komparatif tidak sekadar bertujuan 
untuk mendeskripsikan perbedaan, tetapi lebih fundamental untuk 
mengidentifikasi hubungan sebab-akibat dan praktik terbaik yang 
dapat diadaptasi lintas-konteks. 

Metodologi komparatif dalam administrasi publik mengintegrasikan 
berbagai pendekatan penelitian, mulai dari studi kasus mendalam 
yang fokus pada konteks spesifik hingga analisis kuantitatif sampel 
besar yang melibatkan puluhan negara. Pendekatan desain sistem 
paling serupa membandingkan negara-negara dengan karakteristik 
politik, ekonomi, dan sosial yang relatif homogen untuk 
mengidentifikasi faktor spesifik yang menyebabkan perbedaan hasil 
administratif. Sebaliknya, desain sistem paling berbeda 
membandingkan negara-negara dengan konteks yang sangat kontras 
untuk mengidentifikasi faktor universal yang mempengaruhi kinerja 
administrasi publik, terlepas dari perbedaan kontekstual. 

Dalam konteks Indonesia, relevansi studi komparatif administrasi 
publik semakin meningkat seiring dengan upaya reformasi tata kelola 
dan modernisasi birokrasi. Ladner et al. (2025) dalam Indeks Otonomi 
Lokal memberikan perbandingan komprehensif tingkat desentralisasi 
di 57 negara, termasuk Indonesia, yang mengungkapkan variasi 
signifikan dalam dimensi legal, administratif, fiskal, dan politik 
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otonomi daerah. Studi ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki 
karakteristik unik dalam implementasi desentralisasi, dengan tingkat 
otonomi yang relatif tinggi dibandingkan negara-negara berkembang 
lainnya, namun masih menghadapi tantangan dalam aspek kapasitas 
institusional dan koordinasi antar-tingkat pemerintahan. 

"Studi komparatif administrasi publik menggunakan 
pendekatan sistematis mengintegrasikan metode 

kuantitatif-kualitatif untuk mengidentifikasi pola universal 
dan variasi kontekstual tata kelola. Desain sistem serupa 

dan berbeda memfasilitasi analisis sebab-akibat praktik 
administratif. Indonesia menunjukkan karakteristik 

desentralisasi unik dengan otonomi tinggi namun 
menghadapi tantangan kapasitas institusional dan 

koordinasi antar-pemerintahan." 

Perkembangan metodologi komparatif juga mencerminkan evolusi 
dari pendekatan tradisional yang bersifat deskriptif menuju analisis 
kausal yang lebih sophisticated (canggih). Penggunaan teknik statistik 
lanjutan, seperti analisis regresi multivariat dan pemodelan struktural, 
memungkinkan identifikasi faktor-faktor yang signifikan 
mempengaruhi variasi kinerja administrasi publik. Pendekatan 
campuran yang mengintegrasikan metode kuantitatif dan kualitatif 
memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang kompleksitas 
sistem administrasi, dengan analisis kuantitatif mengidentifikasi pola 
makro dan analisis kualitatif menjelaskan mekanisme kausal yang 
mendasari pola tersebut. 

 

Kerangka Teoritis Perbandingan 

Pengembangan kerangka teoritis dalam studi komparatif administrasi 
publik memerlukan integrasi berbagai perspektif teoretis yang dapat 
menjelaskan variasi dalam desain dan kinerja sistem administratif. 
Teori neo-institusional menjadi salah satu paradigma dominan yang 
menekankan pentingnya ketergantungan jalur dan institusionalisme 
historis dalam memahami evolusi sistem administrasi. Perspektif ini 
mengakui bahwa keputusan administratif masa lalu menciptakan 
struktur institusional yang membatasi pilihan kebijakan masa depan, 
sehingga sistem administrasi cenderung berkembang secara path-
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dependent (bergantung pada jalur historis). Faktor sejarah kolonial, 
tradisi hukum, struktur politik, dan budaya birokrasi menjadi 
determinan penting dalam membentuk karakteristik sistem 
administrasi di berbagai negara. 

Teori konvergensi dalam administrasi publik berargumen bahwa 
globalisasi, tekanan ekonomi, dan difusi ide-ide administrative 
mendorong homogenisasi praktik administrasi publik menuju model 
yang dianggap lebih efisien dan modern. Tekanan dari organisasi 
internasional, kondisionalitas bantuan pembangunan, dan kompetisi 
global memaksa negara-negara untuk mengadopsi praktik 
administratif yang serupa, terutama dalam hal manajemen kinerja, 
transparansi, dan orientasi pelayanan publik. Namun, implementasi 
praktik-praktik ini tidak selalu menghasilkan hasil yang uniform 
(seragam) karena perbedaan kapasitas institusional dan konteks lokal. 

Sebaliknya, teori divergensi menekankan persistensi perbedaan 
nasional dan pentingnya spesifisitas budaya dalam desain sistem 
administrasi. Perspektif ini berargumen bahwa faktor-faktor seperti 
nilai budaya, struktur sosial, dan tradisi politik menciptakan resistensi 
terhadap homogenisasi dan mendorong adaptasi lokal dari praktik 
global. Dalam konteks Indonesia, pengaruh nilai-nilai seperti gotong 
royong, musyawarah mufakat, dan hirarki sosial tradisional 
mempengaruhi cara implementasi reformasi administrasi, 
menciptakan hibridisasi antara praktik modern dan tradisi lokal. 

Pendekatan varieties of capitalism (varietas kapitalisme) juga 
memberikan kerangka yang relevan untuk memahami variasi sistem 
administrasi publik. Negara-negara dengan ekonomi pasar liberal 
cenderung mengadopsi model administrasi yang lebih desentralistik 
dan berbasis pasar, dengan penekanan pada kompetisi dan 
mekanisme insentif ekonomi. Sementara negara-negara dengan 
ekonomi pasar terkoordinasi mengembangkan sistem administrasi 
yang lebih berpusat pada negara dengan penekanan pada koordinasi 
antar-sektor dan konsensus sosial. Indonesia, dengan karakteristik 
ekonomi campuran dan struktur politik yang unik, menunjukkan 
elemen dari kedua model, menciptakan sistem administrasi yang 
hibrid dan spesifik-konteks. 
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Tantangan Metodologis dalam Studi Komparatif 

Studi komparatif administrasi publik menghadapi berbagai tantangan 
metodologis yang fundamental mempengaruhi validitas dan 
reliabilitas temuan penelitian. Masalah equivalence (ekuivalensi) 
muncul sebagai tantangan utama ketika konsep, institusi, atau praktik 
yang dibandingkan memiliki makna dan fungsi yang berbeda dalam 
konteks yang berbeda. Konsep desentralisasi, misalnya, memiliki 
interpretasi dan implementasi yang sangat variatif di berbagai negara. 
Desentralisasi di Indonesia dengan sistem kesatuan yang mengakui 
otonomi daerah berbeda secara fundamental dengan desentralisasi di 
negara federal seperti Jerman atau Amerika Serikat. Perbedaan ini 
tidak hanya bersifat struktural tetapi juga fungsional, mempengaruhi 
cara warga berinteraksi dengan pemerintah dan bagaimana 
akuntabilitas demokratis diimplementasikan. 

Selection bias (bias seleksi) merepresentasikan tantangan metodologis 
lain yang serius dalam studi komparatif. Kecenderungan peneliti untuk 
fokus pada negara-negara maju atau kasus-kasus sukses dapat 
menghasilkan temuan yang tidak representatif untuk konteks global 
yang lebih luas. Banyak studi komparatif administrasi publik yang 
didominasi oleh pengalaman negara-negara OECD, sementara negara-
negara berkembang dan ekonomi transisi sering kurang terwakili. 
Abdullayev et al. (2025) dalam studinya tentang modernisasi sistem 
pemerintahan lokal Kazakhstan menunjukkan pentingnya 
mengintegrasikan perspektif dari ekonomi berkembang dalam analisis 
komparatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif 
tentang dinamika reformasi administrasi. 

Tantangan pengukuran menjadi semakin kompleks karena kesulitan 
mengembangkan indikator yang dapat diterapkan secara universal 
namun tetap sensitif terhadap konteks lokal. OECD Government at a 
Glance mengembangkan berbagai indikator untuk membandingkan 
kinerja pemerintahan antar negara anggota, namun indikator tersebut 
tidak selalu dapat diterapkan untuk negara-negara non-OECD yang 
memiliki struktur politik dan administratif yang berbeda. 
Pengembangan indikator yang sensitif budaya namun tetap dapat 
dibandingkan memerlukan keseimbangan yang hati-hati antara 
universalitas dan spesifisitas konteks, serta pemahaman mendalam 
tentang nuansa lokal yang dapat mempengaruhi interpretasi data. 
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Tantangan teoretis juga muncul dalam mengintegrasikan temuan dari 
studi komparatif untuk mengembangkan teori yang umum namun 
tetap relevan untuk konteks spesifik. Ketegangan antara generalisasi 
dan kontekstualisasi menciptakan dilema dalam pengembangan 
kerangka teoretis yang dapat menjelaskan variasi dalam administrasi 
publik tanpa mengabaikan keunikan setiap kasus. Pendekatan yang 
semakin populer adalah pengembangan teori middle-range 
(jangkauan menengah) yang dapat memberikan generalisasi terbatas 
untuk kelompok negara dengan karakteristik tertentu, sambil 
mengakui variasi dalam implementasi praktik administratif di level 
lokal. 

 

16.2 Model Administrasi Publik di Berbagai Negara 

Model Anglo-Saxon: Desentralisasi dan Orientasi Pasar 

Model administrasi publik Anglo-Saxon, yang dicontohkan oleh Inggris, 
Amerika Serikat, Australia, dan Selandia Baru, merepresentasikan 
paradigma yang menekankan desentralisasi, mekanisme pasar, dan 
fleksibilitas manajerial sebagai prinsip fundamental tata kelola 
pemerintahan. Model ini berkembang sebagai respons kritis terhadap 
birokrasi tradisional Weberian yang dianggap terlalu kaku, hierarkis, 
dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam era 
modern. New Public Management (Manajemen Publik Baru) yang 
dipopulerkan oleh Osborne dan Gaebler (1992) menjadi paradigma 
dominan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip manajemen sektor 
swasta ke dalam administrasi publik, dengan fokus pada efisiensi, 
efektivitas, dan orientasi pelanggan. 

Karakteristik utama model Anglo-Saxon mencakup pemisahan yang 
tegas antara pembuatan kebijakan dan implementasi, dengan tujuan 
meningkatkan fokus manajerial dan akuntabilitas operasional. Sistem 
agencification (agenfikasi) memisahkan fungsi regulasi dan 
pengawasan dari fungsi operasional, menciptakan struktur organisasi 
yang lebih fleksibel dan berorientasi kinerja. Manajemen berbasis 
kinerja menjadi instrumen utama untuk mengevaluasi efektivitas 
organisasi publik, dengan penggunaan indikator kinerja yang terukur 
dan sistem insentif yang menghubungkan kompensasi dengan 
pencapaian target. Kontraktualisasi layanan publik memungkinkan 
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pemerintah untuk menggunakan mekanisme pasar dalam penyediaan 
layanan, baik melalui privatisasi maupun kemitraan publik-swasta. 

Penerapan prinsip kompetisi dalam layanan publik menjadi ciri khas 
yang membedakan model Anglo-Saxon dari model lainnya. Konsep 
orientasi pelanggan mengubah paradigma dari pelayanan yang 
berpusat pada birokrasi menjadi pelayanan yang responsif terhadap 
kebutuhan dan preferensi masyarakat. Pengukuran outcomes (hasil) 
dibandingkan dengan sekadar outputs (keluaran) mencerminkan fokus 
pada dampak nyata dari program dan layanan pemerintah terhadap 
kesejahteraan masyarakat. Fleksibilitas manajerial memberikan ruang 
bagi inovasi dan adaptasi dalam menghadapi tantangan administratif 
yang dinamis dan kompleks. 

"Model Anglo-Saxon yang diadopsi Inggris, Amerika 
Serikat, Australia, dan Selandia Baru menekankan 
desentralisasi, mekanisme pasar, dan New Public 

Management mengintegrasikan prinsip sektor swasta. 
Karakteristiknya mencakup agenfikasi, manajemen 

berbasis kinerja, kontraktualisasi, dan orientasi 
pelanggan. Namun, model ini menghadapi kritik terkait 

defisit demokrasi, kekhawatiran kesetaraan, dan 
disparitas akses layanan publik." 

 

Namun, implementasi model Anglo-Saxon juga menghadapi kritik dan 
tantangan yang signifikan. Democratic deficit (defisit demokrasi) 
muncul ketika penekanan berlebihan pada efisiensi dan layanan 
pelanggan mengurangi partisipasi demokratis dan akuntabilitas 
politik. Fokus pada mekanisme pasar dapat mengabaikan aspek-aspek 
non-ekonomi dari layanan publik, seperti keadilan, aksesibilitas, dan 
kohesi sosial. Equity concerns (kekhawatiran kesetaraan) muncul 
ketika privatisasi dan kontraktualisasi menciptakan disparitas dalam 
akses layanan publik, terutama bagi kelompok masyarakat yang secara 
ekonomi kurang beruntung. Pengalaman Inggris dengan privatisasi 
utilitas publik dan outsourcing (alih daya) layanan pemerintah 
menunjukkan kompleksitas dalam menjaga keseimbangan antara 
efisiensi ekonomi dan kepentingan publik yang lebih luas. 
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Model Continental European: Koordinasi dan Kemitraan Sosial 

Model administrasi publik Eropa Kontinental, yang direpresentasikan 
oleh Jerman, Prancis, Belanda, dan negara-negara Skandinavia, 
menekankan koordinasi antar-sektor, kemitraan sosial, dan peran aktif 
negara dalam ekonomi dan masyarakat sebagai prinsip dasar tata 
kelola. Model ini berkembang dari tradisi Rechtsstaat (negara hukum) 
dan ekonomi pasar sosial yang mengutamakan keseimbangan antara 
efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Berbeda dengan model Anglo-
Saxon yang menekankan kompetisi dan mekanisme pasar, model 
Eropa Kontinental lebih mengutamakan konsensus, koordinasi, dan 
solidaritas sosial sebagai dasar legitimasi pemerintahan. 

Sistem administrasi Jerman mencontohkan federalisme kooperatif 
dengan pembagian kewenangan yang jelas antara tingkat federal 
(Bund), negara bagian (Länder), dan pemerintah lokal (Gemeinden). 
Mekanisme koordinasi antar-pemerintahan yang canggih 
memfasilitasi sinkronisasi kebijakan vertikal dan horizontal melalui 
berbagai forum dan institusi koordinasi. Bundesrat sebagai 
representasi negara bagian dalam proses legislasi federal 
mencerminkan prinsip subsidiaritas dan kemitraan dalam 
pengambilan keputusan. Model Jerman juga menekankan pentingnya 
layanan sipil profesional dengan sistem rekrutmen berbasis merit, 
perlindungan jabatan yang kuat, dan pengembangan karir yang 
terstruktur untuk memastikan kontinuitas dan kualitas administrasi. 

Model Skandinavia mengintegrasikan prinsip negara kesejahteraan 
universal dengan administrasi publik yang efisien dan transparan, 
menciptakan sintesis unik antara solidaritas sosial dan modernitas 
administratif. Negara-negara seperti Denmark, Swedia, dan Norwegia 
mengembangkan sistem administrasi yang menggabungkan 
desentralisasi dengan koordinasi nasional yang kuat, memungkinkan 
responsivitas lokal tanpa mengorbankan kohesi kebijakan nasional. 
Pemerintahan digital dan tata kelola elektronik berkembang pesat di 
region ini sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi administratif 
sambil mempertahankan aksesibilitas dan kualitas layanan publik. 

Social partnership (kemitraan sosial) menjadi karakteristik 
fundamental model Eropa Kontinental, dengan pelibatan sistematis 
organisasi masyarakat sipil, serikat pekerja, dan asosiasi bisnis dalam 
proses perumusan dan implementasi kebijakan. Dialog sosial yang 
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terlembagakan memfasilitasi konsensus dan mengurangi resistensi 
terhadap perubahan kebijakan. Model korporatisme demokratis 
memungkinkan representasi kepentingan yang beragam dalam proses 
tata kelola, menciptakan legitimasi yang kuat untuk kebijakan publik. 
Pendekatan ini kontras dengan model Anglo-Saxon yang lebih 
mengandalkan mekanisme pasar dan kompetisi politik dalam agregasi 
preferensi masyarakat. 

 

Model East Asian: Negara Pembangunan dan Meritokrasi 

Model administrasi publik Asia Timur, yang dicontohkan oleh Jepang, 
Korea Selatan, Singapura, dan Taiwan, menampilkan karakteristik unik 
negara pembangunan (developmental state) dengan penekanan pada 
peran aktif negara dalam pembangunan ekonomi, sistem meritokrasi 
yang kuat, dan orientasi jangka panjang dalam perencanaan 
pembangunan. Model ini berkembang dari konteks historis 
modernisasi yang cepat dan kebutuhan untuk mengejar ketertinggalan 
ekonomi, menciptakan birokrasi yang kompeten dan otonom yang 
mampu merancang dan mengimplementasikan strategi pembangunan 
nasional. Berbeda dengan model Barat yang menekankan pembatasan 
peran negara, model Asia Timur mengakui negara sebagai aktor 
proaktif dalam transformasi ekonomi dan sosial. 

Sistem administrasi Jepang mencontohkan model birokrasi elit dengan 
rekrutmen melalui ujian yang sangat kompetitif dan sistem rotasi 
jabatan yang sistematis untuk mengembangkan generalist (generalis) 
yang memahami berbagai aspek administrasi. Kementerian-
kementerian, terutama Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan 
Industri (METI), memiliki peran sentral dalam koordinasi kebijakan dan 
implementasi program pembangunan. Sistem ringisei (pembangunan 
konsensus) memfasilitasi pengambilan keputusan kolektif dan 
membangun dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, baik 
dalam pemerintahan maupun sektor swasta. Model Jepang juga 
menekankan pentingnya hubungan yang erat antara birokrasi dan 
sektor swasta dalam perencanaan dan implementasi kebijakan 
industri. 

Model Singapura mengintegrasikan efisiensi sektor swasta dengan 
kepentingan publik melalui sistem perusahaan milik pemerintah dan 
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tata kelola berbasis kinerja yang sangat ketat. Sistem rekrutmen dan 
remunerasi yang kompetitif memungkinkan Singapura untuk menarik 
dan mempertahankan talenta terbaik dalam layanan publik, 
menciptakan birokrasi yang berkualitas tinggi dan berorientasi kinerja. 
Pendekatan whole-of-government (seluruh-pemerintahan) 
memfasilitasi koordinasi lintas-sektor dan integrasi kebijakan, 
memungkinkan respons yang cepat dan efektif terhadap tantangan 
pembangunan. Perencanaan strategis yang canggih dan sistem 
monitoring (pemantauan) yang ketat memastikan implementasi 
kebijakan yang efektif dan adaptif terhadap perubahan kondisi 
eksternal. 

Korea Selatan menunjukkan evolusi model administrasi dari sistem 
yang sangat sentralistik dan hierarkis menuju model yang lebih 
desentralisasi dan partisipatif, namun tetap mempertahankan 
karakteristik meritokratis dan orientasi pembangunan. Reformasi 
administrasi Korea mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan 
efisiensi dan demokratisasi, dengan penguatan kapasitas pemerintah 
daerah dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola. 
Model ini menunjukkan kemampuan adaptasi sistem administrasi Asia 
Timur terhadap tuntutan demokratisasi dan globalisasi tanpa 
mengorbankan efektivitas pembangunan. 

 

16.3 Praktik Terbaik Internasional dalam Administrasi Publik 

Pemerintahan Digital dan Tata Kelola Elektronik 

Transformasi digital dalam administrasi publik telah menjadi tren 
global yang fundamental mengubah paradigma interaksi antara 
pemerintah dan masyarakat, serta cara penyelenggaraan layanan 
publik di era digital. Estonia menjadi pelopor revolusioner dalam 
pemerintahan digital dengan sistem e-Residency (kependudukan 
elektronik) yang memungkinkan akses layanan publik secara digital 
dari manapun di dunia, menciptakan konsep kewarganegaraan digital 
yang inovatif. Model Estonia mendemonstrasikan bahwa investasi 
masif dalam infrastruktur digital dan literasi digital dapat 
menghasilkan efisiensi yang luar biasa, peningkatan kepuasan warga, 
dan transformasi fundamental dalam cara pemerintah beroperasi. 
Sistem identitas digital yang terintegrasi, tanda tangan elektronik yang 
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legal, dan platform layanan publik yang komprehensif menciptakan 
ekosistem pemerintahan digital yang seamless (mulus) dan ramah 
pengguna. 

Korea Selatan mengembangkan sistem tata kelola elektronik yang 
komprehensif melalui platform terintegrasi yang menghubungkan 
berbagai layanan pemerintah dalam satu portal terpadu. Sistem ini 
memungkinkan layanan satu atap dimana masyarakat dapat 
mengakses puluhan layanan pemerintah melalui satu titik masuk, 
mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan kemudahan bagi 
pengguna. Pemerintahan seluler berkembang pesat dengan aplikasi 
yang memungkinkan akses layanan melalui telepon pintar, 
mengakomodasi preferensi masyarakat modern yang mengharapkan 
aksesibilitas 24/7. Sistem ini juga mengintegrasikan mekanisme 
feedback (umpan balik) waktu nyata yang memungkinkan pemerintah 
untuk terus memperbaiki kualitas layanan berdasarkan masukan 
pengguna. 

"Transformasi digital global mengubah paradigma 
administrasi publik melalui inovasi revolusioner berbagai 

negara. Estonia mempelopori e-Residency dan 
kewarganegaraan digital. Korea Selatan mengembangkan 

platform terintegrasi layanan satu atap. Singapura 
mengimplementasikan Bangsa Pintar dengan IoT, AI, dan 

tata kelola prediktif. Denmark menerapkan pendekatan 
berpusat warga melalui portal borger.dk personal dan 

komprehensif." 

Singapura mengimplementasikan strategi Bangsa Pintar yang ambisius 
mengintegrasikan teknologi Internet of Things (Internet untuk Segala), 
kecerdasan buatan, dan analitik data besar dalam administrasi publik 
untuk menciptakan sistem tata kelola yang prediktif dan proaktif. Tata 
kelola prediktif memungkinkan pemerintah untuk mengantisipasi 
kebutuhan masyarakat dan mengoptimalkan alokasi sumber daya 
berdasarkan analisis pola dan tren data historis. Penggunaan chatbot 
(robot percakapan) dan asisten virtual meningkatkan aksesibilitas 
layanan publik dengan menyediakan informasi dan bantuan 24/7 
dalam berbagai bahasa. Platform data terpadu memfasilitasi berbagi 
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informasi antar-instansi pemerintah, mengurangi duplikasi dan 
meningkatkan koordinasi dalam penyediaan layanan. 

Denmark mengembangkan pendekatan yang berpusat pada warga 
dalam transformasi digital dengan melibatkan masyarakat dalam 
proses desain dan pengembangan layanan digital. Platform borger.dk 
menjadi portal terpadu yang tidak hanya menyediakan layanan tetapi 
juga informasi yang personal dan relevan bagi setiap warga 
berdasarkan profil dan kebutuhan mereka. Sistem ini menggunakan 
kecerdasan buatan untuk memberikan rekomendasi layanan dan 
informasi yang proaktif, menciptakan pengalaman yang personal dan 
efisien. Integrasi dengan sektor swasta memungkinkan layanan yang 
komprehensif yang mencakup tidak hanya layanan pemerintah tetapi 
juga layanan dari bank, asuransi, dan utilitas dalam satu platform. 

 

Inovasi dalam Pelayanan Publik 

Service design thinking (pemikiran desain layanan) telah diadopsi 
secara luas oleh berbagai negara untuk meningkatkan kualitas layanan 
publik dengan menempatkan pengguna di pusat proses desain dan 
pengembangan layanan. Inggris melalui Government Digital Service 
(GDS) mengembangkan metodologi desain berpusat pengguna yang 
telah menjadi praktik terbaik global dan diadopsi oleh banyak negara 
lain. Prinsip "kebutuhan pengguna utama" mendorong perancangan 
ulang layanan publik berdasarkan pemetaan perjalanan pengguna 
yang komprehensif, mengidentifikasi titik-titik masalah dan peluang 
untuk perbaikan. Pendekatan iterative (berulang) dan pengujian 
prototipe memastikan bahwa layanan yang dikembangkan benar-
benar responsif terhadap kebutuhan dan ekspektasi masyarakat. 

Denmark mengembangkan konsep kesejahteraan proaktif yang 
revolusioner menggunakan data dan algoritma untuk mengidentifikasi 
masyarakat yang berisiko dan menyediakan intervensi sebelum 
masalah menjadi kronis. Model ini menggabungkan data dari berbagai 
sektor seperti kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan sosial 
untuk menciptakan sistem peringatan dini yang dapat memprediksi 
risiko sosial. Intervensi proaktif tidak hanya mengurangi biaya sosial 
jangka panjang tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
melalui pencegahan dibandingkan penanganan reaktif. Kolaborasi 
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lintas-sektor memungkinkan integrasi layanan kesehatan, pendidikan, 
dan sosial dalam pendekatan holistik terhadap kesejahteraan 
masyarakat. 

Australia mengimplementasikan sistem desain bersama yang inovatif 
melibatkan masyarakat sebagai rekan pencipta dalam proses desain 
layanan publik, bukan hanya sebagai penerima layanan. Juri warga, 
deliberative polling (polling deliberatif), dan penganggaran partisipatif 
memberikan masyarakat peran aktif dalam pengambilan keputusan 
publik, menciptakan rasa kepemilikan dan legitimasi yang kuat untuk 
kebijakan dan program pemerintah. Model ini meningkatkan kualitas 
keputusan publik melalui tata kelola inklusif yang mengintegrasikan 
perspektif dan pengalaman beragam dari masyarakat. Panel warga 
dan mekanisme demokrasi deliberatif menciptakan ruang bagi dialog 
yang berkualitas antara pemerintah dan masyarakat dalam isu-isu 
kebijakan yang kompleks. 

Finlandia mengembangkan sistem inovasi layanan publik yang 
mengintegrasikan teknologi dengan pendekatan desain yang berpusat 
pada manusia. Platform Suomi.fi menyediakan layanan digital yang 
ramah pengguna dengan fokus pada aksesibilitas dan inklusivitas, 
memastikan bahwa transformasi digital tidak meninggalkan kelompok 
masyarakat tertentu. Sistem feedback loop (lingkaran umpan balik) 
yang canggih memungkinkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan 
pengalaman pengguna dan perubahan kebutuhan masyarakat. 
Kemitraan dengan sektor swasta dan akademia menciptakan 
ekosistem inovasi yang dinamis dalam pengembangan layanan publik. 

 

Manajemen Kinerja dan Akuntabilitas 

Selandia Baru mengembangkan sistem manajemen kinerja yang 
komprehensif dan terintegrasi melalui Public Finance Act dan State 
Sector Act yang mewajibkan semua lembaga publik untuk menetapkan 
hasil yang jelas dan melaporkan pencapaian secara transparan dan 
akuntabel. Treasury's Living Standards Framework mengintegrasikan 
pengukuran kesejahteraan dalam manajemen kinerja pemerintah, 
bergerak melampaui indikator ekonomi tradisional untuk mencakup 
dimensi sosial, lingkungan, dan budaya dalam evaluasi kinerja 
pemerintah. Model ini menunjukkan evolusi dari manajemen berbasis 
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keluaran menuju manajemen berbasis hasil yang lebih holistik dan 
bermakna bagi masyarakat. 

Kerangka kerja ini menggabungkan pendekatan empat modal 
(human, natural, financial, dan social capital) dalam perencanaan 
dan evaluasi kebijakan publik, memberikan perspektif yang 
komprehensif tentang dampak jangka panjang dari keputusan 
pemerintah. Kesejahteraan antargenerasi menjadi fokus utama, 
memastikan bahwa kebijakan saat ini tidak mengorbankan 
kesejahteraan generasi mendatang. Sistem pelaporan publik yang 
transparan memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi kinerja 
pemerintah berdasarkan indikator yang bermakna dan relevan 
dengan kehidupan mereka. 

"Selandia Baru, Kanada, dan Finlandia mengembangkan 
manajemen kinerja holistik mengintegrasikan kesejahteraan 

multidimensional, pengambilan keputusan berbasis bukti, 
dan evaluasi kebijakan transparan akuntabel berkelanjutan." 

Kanada mengimplementasikan kerangka Hasil dan Penyampaian yang 
mengintegrasikan pengambilan keputusan berbasis bukti dengan 
perbaikan berkelanjutan dalam sistem administrasi publik. 
Pengukuran dampak dan social return on investment (pengembalian 
investasi sosial) digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program 
pemerintah secara komprehensif, tidak hanya dari aspek finansial 
tetapi juga dampak sosial dan lingkungan. Pemerintahan terbuka dan 
transparansi data meningkatkan akuntabilitas publik melalui akses 
informasi yang mudah dan komprehensif bagi masyarakat. Sistem ini 
menciptakan budaya berbasis bukti dalam pemerintahan yang 
mendorong penggunaan data dan penelitian dalam pengambilan 
keputusan kebijakan. 

Finland mengembangkan sistem evaluasi kebijakan yang canggih 
mengintegrasikan penelitian akademik dengan analisis kebijakan 
untuk memastikan bahwa keputusan pemerintah didasarkan pada 
bukti yang kuat dan ketat. Committee for the Future di Parlemen 
Finland melakukan technology assessment (penilaian teknologi) untuk 
mengantisipasi dampak teknologi baru terhadap masyarakat dan 
mengembangkan respons kebijakan yang proaktif. Model ini 
menunjukkan pentingnya foresight (pandangan ke depan) dalam 
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administrasi publik modern yang menghadapi perubahan teknologi 
dan sosial yang cepat. 

 

16.4 Adaptasi Model Global untuk Konteks Indonesia 

Analisis Kontekstual Indonesia 

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih 
dari 17.000 pulau dan populasi lebih dari 270 juta jiwa yang tersebar 
dalam keragaman etnis, budaya, agama, dan tingkat pembangunan 
yang luar biasa, menghadapi tantangan unik dalam adaptasi model 
administrasi publik global. Heterogenitas yang tinggi ini memerlukan 
pendekatan administrasi publik yang dapat mengakomodasi diversitas 
sambil mempertahankan kesatuan nasional dan efektivitas tata kelola. 
Sistem desentralisasi yang dimulai sejak era reformasi 1998 
merepresentasikan upaya ambisius untuk mengadaptasi prinsip-
prinsip good governance (tata kelola yang baik) dengan realitas sosial-
politik lokal yang kompleks, namun implementasinya menghadapi 
tantangan kesenjangan kapasitas, kegagalan koordinasi, dan 
penguasaan elit yang memerlukan solusi inovatif dan kontekstual. 

Aspek budaya dalam administrasi publik Indonesia memiliki pengaruh 
yang mendalam dan tidak dapat diabaikan dalam proses adaptasi 
model global. Nilai-nilai fundamental seperti gotong royong yang 
menekankan kerjasama kolektif, musyawarah mufakat yang 
mengutamakan konsensus dalam pengambilan keputusan, dan 
bapakisme (paternalisme) yang mencerminkan struktur hierarkis 
tradisional, mempengaruhi secara signifikan cara birokrasi beroperasi 
dan berinteraksi dengan masyarakat. Model administrasi yang terlalu 
menekankan individualisme, kompetisi agresif, atau mekanisme pasar 
murni dapat bertentangan dengan nilai-nilai kolektif yang mengakar 
dalam masyarakat Indonesia, sehingga memerlukan adaptasi yang 
sensitif terhadap konteks budaya lokal. 

Struktur pemerintahan Indonesia yang unik dengan sistem tiga tingkat 
(nasional-provinsi-kabupaten/kota) dan sistem desa yang self-
governing (mengatur diri sendiri) memerlukan adaptasi khusus dari 
model administrasi global yang umumnya dikembangkan untuk 
konteks negara federal atau kesatuan yang lebih sederhana. 
Desentralisasi asimetris melalui otonomi khusus untuk daerah-daerah 
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tertentu seperti Aceh, Papua, dan DKI Jakarta mencerminkan 
fleksibilitas dalam desain administrasi yang mengakui keunikan 
konteks lokal. Pengalaman berbagai negara dengan struktur federal 
seperti Jerman atau Australia dapat memberikan pembelajaran 
berharga, namun harus disesuaikan dengan prinsip kesatuan 
Indonesia dan kompleksitas geografis kepulauan. 

Tantangan kapasitas menjadi isu fundamental dalam implementasi 
reformasi administrasi di Indonesia, dengan disparitas yang signifikan 
dalam kapasitas institusional dan sumber daya manusia antar-daerah. 
Daerah-daerah di Indonesia bagian timur dan daerah tertinggal lainnya 
menghadapi keterbatasan dalam infrastruktur, teknologi, dan modal 
manusia yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengadopsi 
praktik administrasi modern. Kesenjangan digital antara daerah maju 
dan tertinggal menciptakan tantangan tambahan dalam implementasi 
transformasi digital dan tata kelola elektronik yang menjadi tren global 
dalam modernisasi administrasi publik. 

 

Pembelajaran dari Model Komparatif 

Pembelajaran dari model Anglo-Saxon dapat diterapkan secara selektif 
dalam aspek manajemen kinerja dan penyampaian layanan di 
Indonesia, dengan adaptasi yang mempertimbangkan konteks budaya 
dan institusional lokal. Konsep agencification (agenfikasi) dapat 
diadaptasi melalui pengembangan dan penguatan Badan Layanan 
Umum dan lembaga non-struktural yang memiliki fleksibilitas 
manajerial untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas layanan 
publik. Namun, penerapan mekanisme pasar dalam layanan publik 
harus mempertimbangkan dengan cermat aspek kesetaraan dan 
aksesibilitas, terutama untuk masyarakat miskin dan daerah terpencil 
yang mungkin tidak dapat mengakses layanan berbasis pasar. 

Manajemen berbasis kinerja dapat diadaptasi dengan 
mengintegrasikan indikator kinerja yang relevan dengan konteks 
Indonesia, termasuk indikator yang mencerminkan nilai-nilai lokal 
seperti partisipasi masyarakat, pelestarian budaya, dan pembangunan 
berkelanjutan. Orientasi pelanggan perlu diseimbangkan dengan 
orientasi warga yang lebih luas, mengakui bahwa masyarakat bukan 
hanya pelanggan tetapi juga pemangku kepentingan dengan hak dan 
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tanggung jawab yang kompleks dalam sistem demokrasi. Sistem 
kontrak kinerja dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan 
target yang realistis dan keterbatasan kapasitas yang dihadapi oleh 
institusi pemerintah di berbagai level. 

Model Kontinental Eropa menawarkan pembelajaran yang sangat 
relevan dalam hal koordinasi antar-tingkat pemerintahan dan 
kemitraan sosial yang sejalan dengan tradisi musyawarah dan gotong 
royong dalam budaya Indonesia. Sistem transfer fiskal antar-
pemerintahan dapat belajar dari model Jerman dalam hal desain 
mekanisme yang mendorong pemerataan dan struktur insentif yang 
tepat untuk mendorong tata kelola yang baik di level daerah. Konsep 
dialog sosial dapat dikembangkan untuk meningkatkan partisipasi 
masyarakat sipil, organisasi massa, dan sektor swasta dalam proses 
perumusan dan implementasi kebijakan publik. 

Pengalaman negara-negara Asia Timur dalam membangun negara 
pembangunan dengan birokrasi yang kompeten dan berorientasi 
pembangunan sangat relevan untuk Indonesia yang masih dalam 
proses pembangunan dan modernisasi ekonomi. Sistem rekrutmen 
berbasis merit dan pengembangan karir yang terstruktur dapat 
meningkatkan kualitas dan profesionalitas aparatur sipil negara. 
Model pendekatan seluruh-pemerintahan dapat membantu 
mengatasi masalah ego sektoral dan meningkatkan koordinasi lintas-
kementerian dalam implementasi program pembangunan nasional. 

 

Strategi Implementasi dan Adaptasi 

Implementasi praktik terbaik internasional dalam konteks Indonesia 
memerlukan strategi yang komprehensif, bertahap, dan adaptif yang 
mempertimbangkan kompleksitas politik, sosial, dan institusional yang 
ada. Proyek percontohan dapat digunakan sebagai laboratorium uji 
untuk menguji efektivitas dan kelayakan model tertentu sebelum 
implementasi skala nasional, dengan pemilihan lokasi percontohan 
yang representatif namun memiliki kapasitas yang memadai untuk 
mengimplementasikan inovasi secara sukses. Pengalaman berbagai 
daerah seperti Surabaya dalam inisiatif kota pintar, Yogyakarta dalam 
tata kelola budaya, dan Jakarta dalam implementasi tata kelola 
elektronik dapat menjadi pembelajaran berharga untuk daerah lain 
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melalui berbagi pengetahuan dan mekanisme pembelajaran peer-to-
peer (sebaya) yang sistematis. 

Pengembangan kapasitas merupakan prasyarat fundamental dalam 
adaptasi model global, memerlukan investasi jangka panjang dalam 
pengembangan sumber daya manusia, penguatan institusional, dan 
infrastruktur teknologi. Program pelatihan yang sistematis dan 
berkelanjutan, bantuan teknis dari pakar internasional dan domestik, 
dan pertukaran pengetahuan dengan negara-negara yang telah 
berhasil mengimplementasikan reformasi administrasi dapat 
mempercepat proses pembelajaran dan mengurangi risiko 
implementasi. Kolaborasi dengan organisasi internasional seperti 
OECD, World Bank, UNDP, dan organisasi regional seperti ASEAN dapat 
menyediakan keahlian dan dukungan finansial yang diperlukan untuk 
reformasi skala besar. 

Kerja sama Selatan-Selatan dengan negara-negara ekonomi 
berkembang yang memiliki kesamaan dalam tantangan dan konteks 
dapat memberikan pembelajaran yang lebih relevan dan dapat 
diterapkan dibandingkan dengan transfer pengetahuan dari negara-
negara maju. Pengalaman negara-negara seperti Brazil, India, Afrika 
Selatan, dan negara-negara ASEAN dalam mengimplementasikan 
desentralisasi, transformasi digital, dan reformasi tata kelola dapat 
memberikan wawasan yang berharga untuk Indonesia. 

 

Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi 

Sistem monitoring (pemantauan) dan evaluasi yang kuat dan 
komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa adaptasi model 
global menghasilkan hasil yang positif dan berkelanjutan sesuai 
dengan konteks dan tujuan Indonesia. Pengembangan indikator 
kinerja utama yang spesifik untuk konteks Indonesia namun tetap 
dapat dibandingkan secara internasional menjadi tantangan yang 
memerlukan keseimbangan hati-hati antara relevansi nasional dan 
benchmarking (pembanding) global. Indikator harus mencakup tidak 
hanya ukuran efisiensi dan efektivitas tetapi juga dimensi kesetaraan, 
keberlanjutan, dan tata kelola demokratis yang mencerminkan nilai-
nilai dan aspirasi Indonesia. 
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Evaluasi dampak menggunakan metodologi yang ketat seperti 
randomized controlled trials (percobaan terkontrol acak) dan desain 
quasi-experimental (kuasi-eksperimental) dapat mengukur efektivitas 
aktual dari intervensi dalam administrasi publik, menyediakan dasar 
bukti untuk keputusan kebijakan dan peningkatan skala inovasi yang 
sukses. Analisis cost-benefit (biaya-manfaat) yang komprehensif dapat 
membantu menentukan prioritas dalam investasi untuk reformasi 
administrasi, memastikan penggunaan optimal dari sumber daya yang 
terbatas. Evaluasi metode campuran yang menggabungkan metrik 
kuantitatif dengan penilaian kualitatif dapat memberikan pemahaman 
holistik tentang dampak dan hasil dari reformasi. 

Survei kepuasan warga dan mekanisme umpan balik pemangku 
kepentingan memberikan perspektif pengguna yang esensial dalam 
evaluasi kualitas dan relevansi layanan publik dan reformasi tata 
kelola. Survei persepsi reguler dapat melacak perubahan dalam 
kepercayaan publik dan keyakinan terhadap pemerintah, yang 
merupakan indikator penting dari keberhasilan dalam perbaikan tata 
kelola. Mekanisme akuntabilitas sosial dapat memberdayakan 
masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemantauan dan 
evaluasi, menciptakan transparansi dan mendorong perbaikan 
berkelanjutan. 

Jaringan pembelajaran antar-daerah dan antar-negara dapat 
memfasilitasi berbagi pengetahuan dan pembelajaran sebaya yang 
sistematis dan terstruktur. Platform seperti Forum Administrasi Publik 
ASEAN+3 dan Tinjauan Tata Kelola Publik OECD menyediakan 
mekanisme untuk pembanding dan pertukaran praktik terbaik yang 
berharga untuk pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. 
Kunjungan studi reguler, konferensi, dan program kerja sama teknis 
dapat mempertahankan momentum dalam proses reformasi dan 
memastikan paparan berkelanjutan terhadap praktik terbaik 
internasional. 

Laboratorium inovasi dan pusat eksperimen kebijakan dapat 
menciptakan ruang untuk menguji pendekatan dan inovasi baru dalam 
lingkungan yang terkendali sebelum implementasi yang lebih luas. 
Laboratorium ini dapat berfungsi sebagai jembatan antara penelitian 
akademik, praktik terbaik internasional, dan implementasi praktis 
dalam konteks Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah, akademia, 
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masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam ruang inovasi ini dapat 
menghasilkan solusi kreatif yang efektif dan berkelanjutan untuk 
tantangan tata kelola Indonesia. 

 

Kesimpulan 

Administrasi publik komparatif merepresentasikan subdisiplin vital 
yang menyediakan pemahaman mendalam tentang keragaman sistem 
tata kelola global dan menawarkan pembelajaran strategis untuk 
reformasi administrasi di Indonesia. Studi komparatif menunjukkan 
bahwa tidak ada model administrasi publik yang universal dapat 
diterapkan untuk semua konteks, melainkan setiap negara 
mengembangkan sistem administratif yang mencerminkan sejarah, 
budaya, struktur politik, dan tahap pembangunan ekonominya. 

Tiga model utama administrasi publik global—Anglo-Saxon dengan 
penekanan pada desentralisasi dan mekanisme pasar, Continental 
European dengan fokus pada koordinasi dan kemitraan sosial, serta 
East Asian dengan karakteristik negara pembangunan meritokratis—
menawarkan pembelajaran berharga namun memerlukan adaptasi 
kontekstual untuk implementasi efektif di Indonesia. Praktik terbaik 
internasional dalam pemerintahan digital, inovasi pelayanan publik, 
dan manajemen kinerja mendemonstrasikan potensi transformatif 
teknologi dan pendekatan inovatif dalam meningkatkan kualitas tata 
kelola dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. 

Adaptasi model global untuk konteks Indonesia memerlukan 
pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan keunikan 
struktural, budaya, dan kapasitas institusional Indonesia. 
Heterogenitas geografis, keragaman etnis-budaya, desentralisasi 
asimetris, dan kesenjangan kapasitas antar-daerah menciptakan 
kompleksitas yang memerlukan strategi implementasi bertahap, 
partisipatif, dan berbasis bukti. Keberhasilan adaptasi bergantung 
pada komitmen jangka panjang terhadap pengembangan kapasitas, 
pembelajaran berkelanjutan, koordinasi multi-pemangku 
kepentingan, dan sistem pemantauan-evaluasi yang ketat. 

Masa depan administrasi publik Indonesia akan ditentukan oleh 
kemampuan mengintegrasikan praktik terbaik global dengan nilai-nilai 
lokal, menciptakan sistem tata kelola hibrid yang efektif, responsif, 
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dan berkelanjutan dalam melayani kepentingan publik dan 
memperkuat demokrasi. 
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BAGIAN VI 

APLIKASI DAN STUDI KASUS 

 

BAB 17 

METODOLOGI PENELITIAN ADMINISTRASI PUBLIK 

 

Pendahuluan 

Penelitian dalam administrasi publik telah mengalami transformasi 
fundamental dalam beberapa dekade terakhir, bergerak dari 
pendekatan tunggal menuju keberagaman metodologi yang 
mencerminkan kompleksitas fenomena tata kelola. Perkembangan ini 
tidak hanya memperkaya wacana akademik, tetapi juga meningkatkan 
relevansi penelitian bagi praktik administrasi publik yang menghadapi 
tantangan semakin kompleks di era digital dan globalisasi. 

Metodologi penelitian administrasi publik kini menggabungkan tradisi 
keilmuan yang beragam, mulai dari pendekatan kuantitatif yang 
menekankan pengukuran dan generalisasi hingga pendekatan 
kualitatif yang mengutamakan pemahaman mendalam tentang makna 
dan konteks. Integrasi berbagai paradigma penelitian telah 
memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pemahaman yang 
lebih komprehensif tentang fenomena administratif yang melibatkan 
dimensi politik, sosial, ekonomi, dan teknologi secara bersamaan. 

Paradigma penelitian dalam administrasi publik mencakup berbagai 
perspektif filosofis yang masing-masing menawarkan lensa unik untuk 
memahami realitas administratif. Dari paradigma positif yang 
mengutamakan objektivitas hingga paradigma kritis yang menekankan 
transformasi sosial, setiap pendekatan memberikan kontribusi penting 
bagi pengembangan pengetahuan dan praktik administrasi publik. 
Keberagaman paradigmatik ini bukan hanya mencerminkan 
kematangan disiplin ilmu, tetapi juga memenuhi kebutuhan akan 
perspektif yang sesuai dengan kompleksitas masalah administrasi 
publik kontemporer. 
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Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam administrasi publik 
telah berkembang menjadi pendekatan yang saling melengkapi 
daripada saling bersaing. Penelitian metode campuran atau mixed 
methods (metode gabungan) telah menjadi standar dalam mengkaji 
fenomena kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam 
sekaligus generalisasi yang luas. Pendekatan ini memungkinkan 
peneliti untuk mengoptimalkan kekuatan masing-masing metode 
sambil meminimalkan keterbatasan yang melekat pada penggunaan 
metode tunggal. 

Studi kasus sebagai metode penelitian telah membuktikan nilai 
strategisnya dalam mengungkap mekanisme kausal dan proses 
implementasi kebijakan dalam konteks dunia nyata. Metode ini 
memungkinkan analisis mendalam terhadap fenomena kompleks 
sambil mempertahankan relevansi praktis yang tinggi bagi pembuat 
kebijakan dan administrator publik. Keunggulan studi kasus terletak 
pada kemampuannya untuk mempertahankan karakteristik holistik 
dari peristiwa kehidupan nyata sambil memberikan wawasan yang 
dapat ditransfer ke konteks lain. 

Penelitian tindakan atau action research (penelitian aksi) telah muncul 
sebagai metodologi yang menggabungkan ketelitian akademik dengan 
dampak praktis langsung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti 
untuk tidak hanya memahami masalah administratif, tetapi juga 
berkontribusi aktif dalam penyelesaiannya melalui siklus reflektif yang 
melibatkan perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Dalam 
konteks reformasi birokrasi Indonesia, penelitian tindakan 
memberikan peluang untuk mengembangkan solusi yang berbasis 
bukti sambil memastikan partisipasi demokratis dari berbagai 
pemangku kepentingan. 

Penulisan karya ilmiah administrasi publik memerlukan keterampilan 
khusus yang menggabungkan ketelitian metodologis dengan 
kemampuan komunikasi yang efektif kepada beragam audiens. 
Karakteristik unik penulisan dalam bidang ini terletak pada kebutuhan 
untuk menyeimbangkan ketepatan akademik dengan aksesibilitas 
praktis, memastikan bahwa hasil penelitian dapat berkontribusi pada 
kemajuan teori sekaligus memberikan panduan yang berguna bagi 
praktisi dan pembuat kebijakan. 
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17.1 Paradigma Penelitian dalam Administrasi Publik 

Evolusi Paradigmatik dalam Penelitian Administrasi Publik 

Paradigma penelitian dalam administrasi publik telah mengalami 
evolusi signifikan dari pendekatan tunggal menuju pluralisme 
metodologi yang lebih inklusif. Transformasi ini mencerminkan 
kompleksitas fenomena administrasi publik yang tidak dapat dipahami 
secara menyeluruh melalui satu sudut pandang paradigma saja. 
Schwartz-Shea (2021) menegaskan bahwa pluralisme metodologi 
bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan epistemologis dalam 
memahami dinamika tata kelola yang semakin kompleks. Ancaman 
terhadap keberagaman metodologi dapat menghambat kemajuan 
ilmiah dalam administrasi publik dan mengurangi relevansi penelitian 
bagi praktik administratif. 

"Paradigma penelitian administrasi publik berevolusi dari 
positivistik, interpretivistik, kritis, hingga pragmatis 

menuju konvergensi paradigmatik. Pluralisme metodologi 
menjadi kebutuhan epistemologis menghadapi 

kompleksitas fenomena tata kelola kontemporer dengan 
fleksibilitas adaptif." 

Perkembangan paradigmatik ini juga didorong oleh tuntutan dunia 
nyata yang menghadapi masalah administratif yang semakin kompleks 
dan saling terkait. Fenomena seperti reformasi birokrasi, digitalisasi 
pelayanan publik, dan tata kelola kolaboratif memerlukan pendekatan 
penelitian yang mampu menangkap berbagai dimensi secara 
bersamaan. Ismail dan Hartati (2023) mengungkap melalui analisis 
bibliometrik bahwa kecenderungan penelitian administrasi publik 
semakin mengintegrasikan aplikasi praktis dengan pengembangan 
teori inovatif, menunjukkan pergeseran dari paradigma tunggal 
menuju pendekatan yang lebih menyeluruh. 

 

Paradigma Positivistik dalam Konteks Administrasi Publik 

Paradigma positivistik yang menekankan objektivitas dan generalisasi 
masih mempertahankan relevansinya dalam mengukur efektivitas 
kebijakan publik dan kinerja organisasi. Pendekatan ini 
mengutamakan data numerik, uji statistik, dan hubungan sebab-akibat 
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yang dapat diverifikasi secara empiris. Dalam konteks administrasi 
publik Indonesia, paradigma positivistik efektif untuk mengevaluasi 
program pembangunan, mengukur kinerja pelayanan publik, dan 
menganalisis efisiensi alokasi sumber daya. 

Namun, keterbatasan paradigma ini menjadi jelas ketika peneliti 
berusaha memahami proses pengambilan keputusan yang melibatkan 
nilai-nilai, kultur organisasi, dan dinamika politik yang tidak dapat 
dikuantifikasi secara sederhana. Aspek-aspek seperti kepercayaan 
publik, legitimasi pemerintah, dan proses negosiasi kebijakan 
memerlukan pendekatan yang lebih sensitif terhadap konteks dan 
makna subjektif. 

 

Paradigma Interpretivistik dan Pemahaman Makna 

Paradigma interpretivistik menawarkan perspektif alternatif yang 
mengutamakan pemahaman makna dan konteks dalam fenomena 
administrasi publik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk 
mengeksplorasi bagaimana para pelaku publik membangun realitas 
sosial mereka, bagaimana kebijakan diinterpretasikan dalam praktik, 
dan bagaimana nilai-nilai publik diartikulasikan dalam proses 
administratif. Paradigma ini sangat relevan untuk memahami 
fenomena seperti implementasi kebijakan, perubahan organisasi, dan 
dinamika hubungan antar lembaga pemerintah. 

Dalam konteks Indonesia yang memiliki keberagaman kultur dan 
sistem nilai, paradigma interpretivistik memberikan wawasan penting 
tentang bagaimana kebijakan nasional diadaptasi dan 
diimplementasikan dalam konteks lokal yang beragam. Pemahaman 
tentang makna dan simbolisme dalam praktik administratif dapat 
memberikan insight penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan 
dan program pemerintah. 

 

Paradigma Kritis dan Transformasi Sosial 

Paradigma kritis menambahkan dimensi emansipatoris dalam 
penelitian administrasi publik dengan mempertanyakan struktur 
kekuasaan, ketidakadilan, dan proses marginalisasi dalam sistem 
administratif. Paradigma ini tidak hanya berusaha memahami atau 
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menjelaskan fenomena, tetapi juga mentransformasikan kondisi yang 
ada menuju keadilan sosial yang lebih baik. Dalam konteks Indonesia, 
paradigma kritis menjadi relevan untuk menganalisis dampak 
reformasi birokrasi terhadap pelayanan publik dan partisipasi 
masyarakat. 

Penelitian dengan paradigma kritis sering mengungkap kesenjangan 
antara retorika kebijakan dengan implementasi di lapangan, serta 
mengidentifikasi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam 
proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini memberikan 
kontribusi penting untuk mengembangkan administrasi publik yang 
lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh warga negara. 

 

Paradigma Pragmatis dan Fokus Solusi 

Paradigma pragmatis muncul sebagai respons terhadap debat 
paradigmatik yang berkepanjangan dengan menekankan fokus pada 
masalah penelitian dan kegunaan praktis. Shields dkk. (2025) 
memperkenalkan konsep gauging (pengukuran terintegrasi) sebagai 
tujuan penelitian yang mengintegrasikan logika penilaian dengan 
standar normatif untuk menghubungkan penelitian terapan dengan 
praktik administrasi publik. Pendekatan pragmatis ini memungkinkan 
peneliti untuk memilih metode yang paling sesuai dengan pertanyaan 
penelitian, tanpa terikat pada kemurnian paradigma tertentu. 

Paradigma pragmatis sangat sesuai dengan karakteristik administrasi 
publik yang berorientasi pada pemecahan masalah dan peningkatan 
kinerja. Peneliti dapat menggunakan kombinasi metode kuantitatif 
dan kualitatif berdasarkan kebutuhan penelitian spesifik, dengan fokus 
utama pada utilitas hasil penelitian bagi peningkatan praktik 
administratif. 

 

Konvergensi Paradigmatik dan Masa Depan Penelitian 

Konvergensi paradigmatik menjadi kecenderungan yang semakin 
dominan dalam penelitian administrasi publik kontemporer. Peneliti 
tidak lagi memandang paradigma sebagai pilihan eksklusif, melainkan 
sebagai lensa komplementer yang dapat diintegrasikan untuk 
memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Integrasi ini 
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memungkinkan penelitian yang lebih kokoh dan relevan dengan 
kompleksitas dunia nyata administrasi publik. 

Masa depan penelitian administrasi publik kemungkinan akan semakin 
ditandai oleh fleksibilitas paradigmatik yang memungkinkan peneliti 
untuk mengadaptasi pendekatan sesuai dengan karakteristik masalah 
yang dikaji. Hal ini memerlukan keterampilan metodologis yang luas 
dan pemahaman filosofis yang mendalam tentang kekuatan dan 
keterbatasan setiap paradigma penelitian. 

 

17.2 Metode Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Administrasi 
Publik 

Integrasi Metode Kuantitatif dan Kualitatif 

Integrasi metode kuantitatif dan kualitatif telah menjadi standar emas 
dalam penelitian administrasi publik modern, mengatasi keterbatasan 
masing-masing pendekatan tunggal. Gilad (2021) menegaskan bahwa 
pencampuran metode kualitatif dan kuantitatif diperlukan untuk 
memberikan jawaban yang lebih kaya terhadap pertanyaan dunia 
nyata yang kompleks. Hubungan sebab-akibat yang mendasari 
masalah yang dihadapi pembuat kebijakan seringkali terlalu kompleks 
untuk ditangkap oleh satu jenis metodologi saja. 

Pendekatan integrasi ini memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan 
kekuatan statistik dalam mengidentifikasi pola umum sambil 
menggunakan wawasan kualitatif untuk menjelaskan mengapa pola 
tersebut terjadi. Dalam konteks evaluasi kebijakan publik Indonesia, 
kombinasi survei skala besar dengan wawancara mendalam dapat 
memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas program 
pemerintah dari perspektif statistik maupun pengalaman subjektif 
masyarakat. 

 

Metode Kuantitatif dalam Penelitian Administrasi Publik 

Metode kuantitatif dalam administrasi publik mencakup survei skala 
besar, analisis statistik, dan pemodelan matematis yang 
memungkinkan generalisasi temuan dan prediksi pola-pola makro. 
Babbie (2020) menekankan bahwa praktik penelitian sosial yang 
efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang desain penelitian 
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dan teknik pengumpulan data yang valid. Pendekatan ini sangat efektif 
untuk mengukur kinerja organisasi publik, menganalisis 
kecenderungan pelayanan publik, dan mengevaluasi dampak 
kebijakan dalam skala yang luas. 

Model persamaan struktural atau SEM telah menjadi alat analisis yang 
populer dalam penelitian administrasi publik. Teknik ini 
memungkinkan analisis hubungan kompleks antara variabel laten dan 
teramati, sangat berguna untuk menguji teori organisasi dan perilaku 
dalam konteks sektor publik. Analisis regresi, baik linear maupun 
logistik, memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor 
yang signifikan memengaruhi variabel hasil dalam konteks 
administrasi publik. 

Analisis deret waktu sangat berguna untuk memahami pola temporal 
dalam kinerja organisasi publik dan efektivitas implementasi 
kebijakan. Teknik-teknik lanjutan seperti pemodelan bertingkat 
memungkinkan analisis yang mempertimbangkan struktur hierarkis 
dalam organisasi publik, sangat relevan untuk memahami variasi 
kinerja antara level pemerintahan yang berbeda. 

 

Metode Kualitatif dan Pemahaman Kontekstual 

Metode kualitatif memberikan kedalaman pemahaman yang tidak 
dapat dicapai melalui pendekatan kuantitatif semata. Etnografi 
organisasi memungkinkan peneliti untuk memahami kultur organisasi, 
proses informal, dan dinamika kekuasaan yang memengaruhi kinerja 
administratif. Dalam konteks birokrasi Indonesia, pendekatan 
etnografis dapat mengungkap bagaimana nilai-nilai tradisional 
berinteraksi dengan modernisasi administratif. 

Wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan kunci 
memberikan wawasan tentang persepsi, motivasi, dan pengalaman 
yang membentuk praktik administrasi publik. Metode ini sangat efektif 
untuk memahami proses implementasi kebijakan dari perspektif 
implementor dan penerima manfaat. Analisis dokumen dan arsip 
menjadi metode kualitatif yang sangat penting dalam penelitian 
administrasi publik, memungkinkan pelacakan evolusi kebijakan, 
proses pengambilan keputusan, dan implementasi program. 
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Observasi partisipatif memberikan pemahaman langsung tentang 
bagaimana teori dan kebijakan diterjemahkan dalam praktik sehari-
hari organisasi publik. Americo dkk. (2024) menunjukkan bagaimana 
tantangan akses dalam penelitian kualitatif dapat ditransformasi 
menjadi sumber data metodologis yang berharga, memberikan 
wawasan tentang dinamika kekuasaan dan transparansi dalam 
organisasi publik. 

 

Desain Metode Campuran dalam Administrasi Publik 

Desain metode campuran telah berkembang menjadi berbagai variasi 
yang canggih untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kompleks. 
Desain penjelasan berurutan memulai dengan fase kuantitatif untuk 
mengidentifikasi pola umum, diikuti dengan fase kualitatif untuk 
menjelaskan temuan. Pendekatan ini sangat efektif untuk evaluasi 
program pemerintah, dimana data statistik memberikan gambaran 
umum efektivitas program, sementara wawancara kualitatif 
menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau 
kegagalan. 

Desain eksplorasi berurutan menggunakan pendekatan sebaliknya, 
dimulai dengan eksplorasi kualitatif untuk mengembangkan instrumen 
kuantitatif yang lebih valid. Richwine dkk. (2022) mengidentifikasi 
desain penelitian metode campuran yang memberikan kerangka kerja 
yang dapat diadaptasi untuk berbagai konteks penelitian administrasi 
publik. Desain triangulasi bersamaan mengumpulkan data kuantitatif 
dan kualitatif secara bersamaan untuk validasi silang temuan, sangat 
berguna dalam penelitian evaluasi kebijakan yang memerlukan 
konfirmasi temuan dari berbagai sumber. 

 

Inovasi Metodologis dalam Era Digital 

Penggunaan teknologi digital telah memungkinkan integrasi yang lebih 
mulus antara data kuantitatif dan kualitatif, dengan perangkat lunak 
seperti NVivo dan Atlas.ti yang dapat mengintegrasikan analisis 
statistik dengan pengkodean kualitatif. Inovasi metodologis seperti 
analisis komparatif kualitatif himpunan kabur atau fsQCA telah 
membuka kemungkinan baru dalam penelitian administrasi publik. 
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Ghaleb dkk. (2025) mengembangkan algoritma integrasi logika kabur 
yang memungkinkan analisis hubungan sebab-akibat yang kompleks 
dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Pendekatan ini sangat 
relevan untuk memahami kondisi yang diperlukan dan cukup untuk 
keberhasilan implementasi kebijakan. Analitik data besar dan 
pembelajaran mesin mulai diintegrasikan dalam metodologi penelitian 
administrasi publik, memungkinkan analisis pola dalam kumpulan data 
yang sangat besar. Namun, integrasi ini harus dilakukan dengan hati-
hati untuk mempertahankan nuansa dan konteks yang menjadi 
kekuatan pendekatan kualitatif tradisional. 

 

17.3 Studi Kasus sebagai Metode Penelitian Administrasi Publik 

Karakteristik dan Keunggulan Studi Kasus 

Studi kasus telah menjadi salah satu metode penelitian yang paling 
populer dan berpengaruh dalam administrasi publik karena 
kemampuannya untuk memberikan pemahaman mendalam tentang 
fenomena kompleks dalam konteks dunia nyata. Zainal (2007) 
menegaskan bahwa studi kasus sebagai metode penelitian 
memungkinkan investigasi intensif terhadap unit analisis tertentu 
dengan mempertahankan karakteristik menyeluruh dari fenomena 
kehidupan nyata. 

 

"Studi kasus menjadi metode populer administrasi publik 
memberikan pemahaman mendalam fenomena kompleks 

melalui desain tunggal, multipel, tertanam dengan 
triangulasi data, analisis pola, validitas konstruk, 

reliabilitas dokumentasi komprehensif." 

 

Keunggulan utama studi kasus terletak pada kemampuannya untuk 
menjawab pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa" dalam konteks 
yang tidak dapat dimanipulasi oleh peneliti. Dalam administrasi publik, 
studi kasus memungkinkan peneliti untuk memahami proses 
implementasi kebijakan, dinamika organisasi, dan interaksi antar 
lembaga dalam setting alamiah mereka. Pendekatan ini sangat 
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berharga untuk mengembangkan teori dan memberikan wawasan 
praktis yang dapat ditransfer ke konteks lain. 

 

Desain Studi Kasus dalam Administrasi Publik 

Desain studi kasus tunggal memberikan pemahaman mendalam 
tentang kasus unik atau ekstrem yang dapat memberikan wawasan 
teoritis yang berharga. Dalam konteks administrasi publik Indonesia, 
studi kasus tentang reformasi birokrasi di kementerian tertentu atau 
inovasi pelayanan publik di daerah dapat mengungkap faktor-faktor 
kritis yang memengaruhi keberhasilan implementasi. Kasus 
instrumental menggunakan kasus tertentu untuk memahami isu yang 
lebih luas, sementara kasus intrinsik fokus pada pemahaman 
mendalam terhadap kasus itu sendiri. 

Studi kasus multipel atau komparatif memungkinkan analisis 
perbandingan yang dapat mengidentifikasi pola dan variasi dalam 
fenomena administrasi publik. Perbandingan implementasi kebijakan 
yang sama di berbagai daerah dapat mengungkap pengaruh faktor 
kontekstual seperti kapasitas organisasi, kultur lokal, dan dukungan 
politik. Analisis lintas kasus memungkinkan identifikasi kondisi yang 
mendorong atau menghambat keberhasilan administratif. 

Studi kasus tertanam menganalisis sub-unit dalam kasus yang lebih 
besar, seperti analisis berbagai divisi dalam satu kementerian atau 
berbagai program dalam satu kebijakan besar. Pendekatan ini 
memberikan pemahaman yang lebih bernuansa tentang variasi 
internal dalam organisasi atau kebijakan publik. 

 

Pengumpulan Data dalam Studi Kasus 

Pengumpulan data dalam studi kasus administrasi publik harus 
menggunakan beragam sumber bukti untuk memastikan triangulasi 
dan validitas temuan. Dokumen resmi seperti peraturan, laporan 
kinerja, dan notulen rapat memberikan data objektif tentang struktur 
formal dan proses administratif. Wawancara dengan berbagai level 
organisasi dari pimpinan hingga pelaksana memberikan perspektif 
yang beragam tentang implementasi kebijakan. 
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Observasi langsung terhadap proses administratif dapat mengungkap 
kesenjangan antara prosedur formal dengan praktik aktual. Catatan 
arsip seperti data kinerja historis dan korespondensi internal 
memberikan konteks temporal yang penting. Artefak fisik seperti 
teknologi, fasilitas, dan alat administratif dapat memberikan wawasan 
tentang kapasitas organisasi dan kultur kerja. 

 

Analisis Data dan Validasi Temuan 

Analisis data dalam studi kasus administrasi publik menggunakan 
pencocokan pola untuk menghubungkan temuan empiris dengan 
proposisi teoretis. Pembangunan penjelasan membangun penjelasan 
sebab-akibat tentang bagaimana dan mengapa fenomena tertentu 
terjadi. Analisis deret waktu dalam konteks kualitatif memungkinkan 
pelacakan evolusi temporal dari proses administratif. 

Sintesis lintas kasus membandingkan temuan dari beberapa kasus 
untuk mengidentifikasi generalisasi analitik. Model logika membantu 
memetakan hubungan antara masukan, proses, keluaran, dan hasil 
dalam program atau kebijakan publik. Pengembangan teori melalui 
studi kasus dapat berkontribusi pada kemajuan teori administrasi 
publik. 

 

Kriteria Kualitas dan Keterbatasan 

Kriteria kualitas studi kasus mencakup validitas konstruk melalui 
triangulasi sumber data dan pemeriksaan anggota. Validitas internal 
diperkuat melalui pencocokan pola dan pembangunan penjelasan. 
Validitas eksternal atau kemampuan alih diperkuat melalui deskripsi 
mendalam dan logika replikasi. Reliabilitas dipastikan melalui 
dokumentasi prosedur penelitian yang detail dan basis data studi 
kasus yang komprehensif. 

Keterbatasan studi kasus termasuk kesulitan generalisasi statistik dan 
potensi bias peneliti. Namun, kekuatan studi kasus dalam memberikan 
pemahaman kontekstual yang mendalam dan kemampuan untuk 
mengungkap mekanisme sebab-akibat membuatnya tetap menjadi 
metode yang sangat berharga dalam penelitian administrasi publik. 

 



Gunawan Undang & Deden Suhendar 
Administrasi Publik Kontemporer: Teori, Praktik, dan Transformasi Digital Lintas Negara 

 

380 
 

17.4 Penelitian Tindakan dalam Konteks Administrasi Publik 

Karakteristik Fundamental Penelitian Tindakan 

Penelitian tindakan telah menjadi metodologi yang semakin penting 
dalam administrasi publik karena kemampuannya untuk 
menggabungkan ketelitian akademik dengan dampak praktis yang 
langsung. Metodologi ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya 
memahami masalah administratif tetapi juga berkontribusi aktif dalam 
penyelesaiannya melalui siklus reflektif perencanaan, tindakan, 
observasi, dan refleksi. 

Karakteristik fundamental penelitian tindakan dalam administrasi 
publik mencakup orientasi pemecahan masalah yang fokus pada isu 
konkret yang dihadapi organisasi atau komunitas. Sifat partisipatif 
metodologi ini memastikan bahwa para pemangku kepentingan bukan 
hanya objek penelitian tetapi menjadi rekan peneliti yang aktif dalam 
proses penyelidikan. Proses siklus memungkinkan penyempurnaan 
berkelanjutan terhadap intervensi berdasarkan pembelajaran dari 
siklus sebelumnya. 

 

Model Penyelidikan Kolaboratif 

Model penyelidikan kolaboratif melibatkan peneliti akademik, praktisi 
administrasi publik, dan masyarakat dalam kemitraan yang setara 
untuk mengidentifikasi masalah, merancang solusi, dan mengevaluasi 
dampak. Model ini sangat efektif untuk mengatasi masalah adaptif 
kompleks dalam administrasi publik yang memerlukan beragam 
perspektif dan keahlian yang beragam. Partisipasi demokratis 
memastikan bahwa suara semua pemangku kepentingan didengar dan 
dihargai dalam proses penelitian. 

Penyelidikan apresiatif sebagai varian penelitian tindakan fokus pada 
kekuatan dan potensi organisasi publik daripada defisit dan masalah. 
Pendekatan ini menggunakan siklus 4-D: menemukan apa yang 
berjalan baik, membayangkan apa yang bisa terjadi, merencanakan 
apa yang seharusnya, dan mengimplementasikan apa yang akan 
terjadi. Dalam konteks reformasi birokrasi Indonesia, penyelidikan 
apresiatif dapat membantu mengidentifikasi praktik terbaik yang 
sudah ada dan mengembangkannya lebih lanjut. 
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Implementasi dan Tantangan 

Implementasi penelitian tindakan dalam administrasi publik 
memerlukan perencanaan hati-hati yang mempertimbangkan konteks 
organisasi, politik, dan kultur. Salomo dan Rahmayanti (2023) 
menunjukkan bahwa pendekatan metode campuran dalam mengkaji 
implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat 
mengungkap faktor-faktor kompleks yang memengaruhi keberhasilan 
reformasi administratif. 

Penelitian tindakan dalam administrasi publik menghadapi berbagai 
tantangan termasuk resistensi terhadap perubahan dari birokrasi yang 
cenderung menghindari risiko. Kendala politik dapat membatasi ruang 
lingkup dan kebebasan peneliti dalam mengusulkan perubahan yang 
signifikan. Keterbatasan waktu seringkali tidak sejalan dengan sifat 
iteratif dari penelitian tindakan yang memerlukan beberapa siklus 
untuk mencapai hasil optimal. 

 

 

Dokumentasi dan Diseminasi Hasil 

Dokumentasi dan diseminasi hasil penelitian tindakan memerlukan 
pendekatan yang berbeda dari penelitian konvensional. Narasi akun 
yang menggambarkan perjalanan pembelajaran seringkali lebih 
berharga daripada laporan formal yang kaku. Berbagai bentuk 
keluaran termasuk ringkasan kebijakan, presentasi workshop, dan 
media komunikasi yang mudah diakses oleh praktisi dan pembuat 
kebijakan. 

Pertimbangan etis dalam penelitian tindakan mencakup persetujuan 
berdasarkan informasi yang berkelanjutan karena sifat berkembang 
dari metodologi ini. Kerahasiaan dan anonimitas harus dijaga sambil 
mempertahankan transparansi yang diperlukan untuk proses 
kolaboratif. Dinamika kekuasaan antara peneliti, administrator, dan 
masyarakat harus dikelola dengan hati-hati untuk memastikan 
partisipasi demokratis. 
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17.5 Penulisan Karya Ilmiah Administrasi Publik 

Karakteristik Penulisan Akademik dalam Administrasi Publik 

Penulisan karya ilmiah dalam administrasi publik memiliki karakteristik 
unik yang menggabungkan ketelitian akademik dengan relevansi 
praktis, memastikan bahwa hasil penelitian dapat berkontribusi pada 
kemajuan teori sekaligus memberikan panduan bagi praktisi dan 
pembuat kebijakan. Struktur penulisan harus mempertimbangkan 
keberagaman audiens yang mencakup akademisi, administrator 
publik, dan pemangku kepentingan lainnya dalam ekosistem tata 
kelola. 

Gaya penulisan akademik dalam administrasi publik harus 
menyeimbangkan ketepatan dengan kemudahan akses, memastikan 
bahwa kompleksitas konseptual dapat dikomunikasikan secara jelas 
tanpa mengorbankan nuansa dan kedalaman analisis. Penggunaan 
jargon teknis harus dibatasi dan dijelaskan ketika diperlukan untuk 
mempertahankan pemahaman. Suara yang objektif dan profesional 
harus dipertahankan sambil mengakui posisi peneliti ketika relevan 
dengan metodologi yang digunakan. 

 

Struktur dan Organisasi Karya Ilmiah 

Penulisan tinjauan literatur dalam administrasi publik harus 
mengintegrasikan fondasi teoretis dengan bukti empiris dari berbagai 
disiplin yang relevan. Tinjauan literatur sistematis memungkinkan 
identifikasi kesenjangan dalam basis pengetahuan dan penempatan 
penelitian baru dalam konteks diskursus ilmiah yang lebih luas. Praktik 
sitasi harus mengikuti standar APA edisi ke-7 sambil memperhatikan 
sensitivitas budaya dalam mengutip karya dari berbagai tradisi 
akademik internasional dan lokal. 

Struktur argumentasi harus logis dan koheren, dengan pernyataan 
tesis yang jelas yang didukung oleh bukti yang kuat dari beragam 
sumber. Bagian metodologi harus menjelaskan dengan detail pilihan 
paradigmatik dan teknis yang memungkinkan replikasi dan verifikasi. 
Presentasi temuan harus mengintegrasikan data kuantitatif dan 
wawasan kualitatif secara mulus untuk memberikan pemahaman yang 
komprehensif. 
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Implikasi dan Rekomendasi Praktis 

Kesimpulan tidak hanya meringkas temuan, tetapi juga 
mengartikulasikan implikasi bagi pengembangan teori, peningkatan 
praktik, dan arah penelitian di masa mendatang. Rekomendasi harus 
praktis dan dapat diimplementasikan, dengan tetap memperhatikan 
keterbatasan dan potensi hambatan dalam konteks administrasi 
publik Indonesia. Integrasi dengan praktik terbaik internasional harus 
dilakukan dengan memperhatikan konteks lokal dan pertimbangan 
budaya yang memengaruhi penerapannya. 

Diseminasi hasil penelitian harus menggunakan berbagai saluran 
komunikasi untuk memastikan jangkauan yang luas kepada berbagai 
audiens. Publikasi dalam jurnal akademik harus dibarengi dengan 
penyajian dalam forum praktisi, konferensi kebijakan, dan media yang 
dapat diakses oleh masyarakat luas untuk memaksimalkan dampak 
penelitian bagi peningkatan tata kelola publik. 

 

Kesimpulan 

Metodologi penelitian administrasi publik telah mengalami 
transformasi fundamental dari pendekatan tunggal menuju pluralisme 
metodologi yang mencerminkan kompleksitas fenomena tata kelola 
kontemporer. Evolusi paradigmatik dari positivistik, interpretivistik, 
kritis, hingga pragmatis menunjukkan kematangan disiplin ilmu dalam 
mengakomodasi keberagaman perspektif filosofis untuk memahami 
realitas administratif secara komprehensif. Setiap paradigma 
menawarkan lensa unik yang berkontribusi pada pengembangan 
pengetahuan dan praktik administrasi publik sesuai dengan 
kompleksitas masalah yang dihadapi. 

Integrasi metode kuantitatif dan kualitatif telah menjadi standar emas 
penelitian modern, mengatasi keterbatasan masing-masing 
pendekatan tunggal dengan memanfaatkan kekuatan statistik untuk 
mengidentifikasi pola makro sambil menggunakan wawasan kualitatif 
menjelaskan mekanisme kausal yang mendasarinya. Desain metode 
campuran dalam berbagai variasinya—penjelasan berurutan, 
eksplorasi berurutan, dan triangulasi bersamaan—memungkinkan 
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peneliti menjawab pertanyaan kompleks yang memerlukan 
pemahaman mendalam sekaligus generalisasi luas. 

Studi kasus membuktikan nilai strategisnya dalam mengungkap proses 
implementasi kebijakan dan dinamika organisasi dalam konteks dunia 
nyata, mempertahankan karakteristik holistik sambil memberikan 
wawasan yang dapat ditransfer. Penelitian tindakan menggabungkan 
ketelitian akademik dengan dampak praktis langsung melalui siklus 
reflektif partisipatif, sangat relevan untuk reformasi birokrasi 
Indonesia. 

Penulisan karya ilmiah administrasi publik memerlukan keseimbangan 
antara ketepatan akademik dengan aksesibilitas praktis, memastikan 
kontribusi pada kemajuan teori sekaligus memberikan panduan 
berguna bagi praktisi dan pembuat kebijakan. Masa depan penelitian 
administrasi publik akan semakin ditandai fleksibilitas paradigmatik 
dan inovasi metodologis berbasis teknologi digital untuk menghadapi 
tantangan tata kelola yang semakin kompleks dan dinamis. 
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BAB 18 

STUDI KASUS ADMINISTRASI PUBLIK INDONESIA 

 

Pendahuluan 

Administrasi publik Indonesia telah mengalami transformasi signifikan 
dalam dua dekade terakhir, terutama setelah implementasi reformasi 
dan desentralisasi pada era pasca-Orde Baru. Perubahan fundamental 
ini menciptakan laboratorium alami untuk mempelajari dinamika 
implementasi kebijakan, inovasi governance (tata kelola), dan adaptasi 
institusional dalam konteks negara berkembang yang kompleks. Studi 
kasus empiris menjadi instrumen vital untuk memahami bagaimana 
teori administrasi publik bermanifestasi dalam realitas implementasi 
di Indonesia, dengan segala tantangan geografis, kultural, dan 
struktural yang menyertainya. 

Bab ini menyajikan analisis komprehensif terhadap lima kelompok 
kasus utama yang merepresentasikan spektrum luas praktik 
administrasi publik Indonesia kontemporer. Kerangka analisis lintas 
kasus (cross-case analysis methodology) digunakan untuk 
mengidentifikasi pola, mengekstrak pembelajaran, dan 
mengembangkan wawasan yang dapat berkontribusi pada 
pengembangan teori maupun praktik administrasi publik (Rodden, 
2004). Pendekatan metodologis ini memungkinkan identifikasi faktor-
faktor kontekstual yang mempengaruhi keberhasilan implementasi 
kebijakan, sekaligus menangkap nuansa lokal yang sering diabaikan 
dalam studi komparatif internasional. 

Pemilihan kasus didasarkan pada representativitas geografis (Jawa, 
Sumatera), diversitas sektoral (pelayanan publik, pendidikan, 
pembangunan rural), dan variasi tingkatan pemerintahan (nasional, 
provinsi, kabupaten/kota, desa). Setiap kasus dipilih karena 
menawarkan pembelajaran unik tentang aspek spesifik administrasi 
publik, mulai dari transformasi digital hingga pengelolaan dana desa, 
dari desentralisasi pendidikan hingga ekspansi daerah otonom. 
Keragaman ini memungkinkan analisis holistik terhadap ekosistem 
governance Indonesia yang beraneka segi. 
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Struktur pembahasan mengikuti logika progresif dari level institusional 
makro hingga implementasi mikro. Dimulai dengan reformasi birokrasi 
dan transformasi kelembagaan yang mencerminkan upaya 
modernisasi aparatur negara, dilanjutkan dengan analisis 
desentralisasi dan otonomi daerah sebagai tulang punggung sistem 
governance Indonesia kontemporer. Fokus kemudian beralih pada 
desentralisasi sektor pendidikan sebagai arena khusus implementasi 
otonomi, sebelum mengeksplorasi governance rural yang 
merepresentasikan tantangan pembangunan inklusif. 

 

Kontribusi bab ini terhadap literatur administrasi publik terletak pada 
tiga dimensi utama. Pertama, penyediaan evidensi empiris dari 
konteks Indonesia yang dapat memperkaya diskursus teoretis global 
tentang implementation theory (teori implementasi), decentralization 
theory (teori desentralisasi), dan innovation theory (teori inovasi) 
dalam administrasi publik. Kedua, identifikasi faktor-faktor 
kontekstual spesifik Indonesia yang mempengaruhi efektivitas 
implementasi kebijakan, khususnya terkait dimensi kultural, geografis, 
dan struktural. Ketiga, pengembangan kerangka analisis yang dapat 
direplikasi untuk studi serupa di negara berkembang lainnya, terutama 
yang memiliki karakteristik similar seperti diversitas kultural, 
fragmentasi geografis, dan kompleksitas governance (tata kelola) 
multi-level (Gunawan Undang et al., 2023). 

 

 

18.1 Reformasi Birokrasi Dan Transformasi Kelembagaan 

Kasus Transformasi Digital Pelayanan Publik 

Transformasi digital dalam pelayanan publik Indonesia 
merepresentasikan salah satu upaya reformasi birokrasi paling 
ambisius dalam sejarah administrasi publik Indonesia. Dua kasus 
paradigmatik yang akan dianalisis adalah implementasi e-Samsat di 
Jawa Barat dan pengembangan smart city (kota pintar) di Yogyakarta, 
yang keduanya menunjukkan dinamika kompleks antara inovasi 
teknologi, kesiapan birokrasi, dan respons masyarakat. 
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Konteks dan Latar Belakang Kebijakan 

Dorongan digitalisasi pemerintahan Indonesia dimulai secara 
sistematis melalui berbagai inisiatif nasional, termasuk Indonesia 
Digital Society 2020 dan Making Indonesia 4.0. Dalam konteks 
pelayanan publik, digitalisasi bertujuan meningkatkan efisiensi, 
transparansi, dan aksesibilitas layanan sambil mengurangi praktik 
korupsi dan pungli (pungutan liar) yang sering menghinggapi birokrasi 
konvensional. E-Samsat sebagai platform digital untuk pelayanan 
pajak kendaraan bermotor menjadi proyek percontohan yang strategis 
karena melibatkan generasi pendapatan yang signifikan bagi 
pemerintah daerah. 

Priastuti et al. (2022) mengidentifikasi bahwa desain e-Samsat Jawa 
Barat mengikuti prinsip-prinsip citizen-centric service design (desain 
layanan berpusat pada warga), dengan penekanan pada user 
experience (pengalaman pengguna) dan penyederhanaan proses. 
Sistem ini mengintegrasikan berbagai stakeholder (pemangku 
kepentingan) termasuk Dinas Pendapatan Daerah, Kepolisian, dan PT 
Jasa Raharja, menciptakan kompleksitas koordinasi yang memerlukan 
redesain fundamental dari business processes (proses bisnis) yang ada. 

 

Implementasi dan Strategi Deployment 

Implementasi e-Samsat Jawa Barat mengadopsi pendekatan bertahap, 
dimulai dengan uji coba di Bandung sebelum diperluas ke seluruh 
provinsi. Strategi ini memungkinkan pembelajaran dan penyesuaian 
sebelum deployment (penyebaran) penuh, sekaligus membangun 
kepercayaan di antara para stakeholder. Arsitektur teknis 
dikembangkan dengan mengintegrasikan database (basis data) yang 
ada dan menciptakan antarmuka digital baru yang user-friendly 
(mudah digunakan). 

Namun, implementasi menghadapi tantangan signifikan terkait 
kesiapan birokrasi. Pratama dan Imawan (2019) mengembangkan 
skala untuk mengukur persepsi kesiapan birokrasi untuk inisiatif smart 
city, yang mencakup empat dimensi kritis: komitmen eselon atas, 
dukungan hukum, sumber daya teknologi informasi, dan tata kelola. 
Studi mereka terhadap 40 pegawai negeri sipil di Yogyakarta 
mengungkap bahwa kesiapan birokrasi tidak merata di berbagai 
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dimensi, dengan komitmen kepemimpinan relatif tinggi namun 
kapasitas teknis masih terbatas. 

 

Tantangan dan Faktor Resistensi 

Analisis implementasi mengidentifikasi beberapa kategori tantangan 
yang mempengaruhi keberhasilan transformasi digital. Tantangan 
teknis meliputi kompleksitas integrasi sistem, masalah kualitas data, 
dan kekhawatiran cybersecurity (keamanan siber). Tantangan 
organisasional mencakup resistensi terhadap perubahan dari pegawai, 
program pelatihan yang tidak memadai, dan struktur insentif yang 
tidak selaras. Tantangan kultural terkait dengan kesenjangan literasi 
digital, masalah kepercayaan terhadap platform digital, dan preferensi 
untuk interaksi tatap muka. 

Resistensi terhadap perubahan dari internal birokrasi menjadi faktor 
kritikal yang mempengaruhi efektivitas implementasi. Banyak pegawai 
merasa terancam oleh digitalisasi karena ketakutan akan perpindahan 
pekerjaan atau peningkatan monitoring (pemantauan) kinerja. Hal ini 
menciptakan sabotase halus dalam bentuk keengganan untuk 
mempromosikan layanan digital atau pemeliharaan proses manual 
paralel yang mengurangi keuntungan efisiensi. 

 

Hasil dan Penilaian Dampak 

Evaluasi dampak e-Samsat Jawa Barat menunjukkan hasil beragam 
dengan tren positif dalam jangka menengah. Efisiensi layanan 
meningkat signifikan dengan pengurangan waktu pemrosesan dari 
rata-rata 2-3 jam menjadi 15-30 menit untuk transaksi standar. Survei 
kepuasan warga menunjukkan peningkatan dalam persepsi kualitas 
layanan, terutama terkait kemudahan dan transparansi. Pengumpulan 
pendapatan juga mengalami peningkatan karena berkurangnya 
kebocoran dan meluasnya compliance (kepatuhan). 

Namun, kesenjangan digital menjadi kekhawatiran serius karena tidak 
semua segmen masyarakat dapat mengakses atau menggunakan 
platform digital secara efektif. Warga lanjut usia dan masyarakat 
dengan literasi digital rendah masih bergantung pada proses manual 
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atau bantuan intermediaries (perantara), yang dapat menciptakan 
bentuk-bentuk eksklusi baru. 

 

Faktor Kesuksesan Kritis 

Analisis lintas kasus mengidentifikasi beberapa faktor kesuksesan kritis 
untuk transformasi digital dalam pelayanan publik. Komitmen 
kepemimpinan dari manajemen puncak terbukti krusial untuk 
memobilisasi sumber daya dan mengatasi resistensi. Kompetensi 
teknis dan program pelatihan yang memadai esensial untuk 
memastikan implementasi yang lancar dan operasi berkelanjutan. 
Keterlibatan warga dan strategi komunikasi vital untuk membangun 
kepercayaan dan mendorong adopsi. 

Pendekatan desain yang berpusat pada pengguna yang 
mengutamakan kesederhanaan dan aksesibilitas dapat meningkatkan 
tingkat adopsi secara signifikan. Integrasi dengan sistem dan proses 
yang ada lebih feasible dibandingkan penggantian total, yang 
memerlukan sumber daya ekstensif dan berisiko mengganggu operasi. 
Implementasi bertahap dengan mekanisme pembelajaran 
berkelanjutan dan penyesuaian memungkinkan optimisasi 
berkelanjutan dan mitigasi risiko. 

 

Inovasi Manajemen Sumber Daya Manusia Publik 

Evolusi manajemen sumber daya manusia dalam sektor publik 
Indonesia menghadapi tekanan untuk mengintegrasikan tenaga kerja 
non-tradisional, terutama relawan dan pekerja kontrak, dalam 
penyediaan pelayanan publik. Kasus kinerja relawan dalam sensus 
pendaftaran sosio-ekonomi memberikan wawasan berharga tentang 
manajemen workforce (tenaga kerja) hibrid dan implikasinya untuk 
teori dan praktik administrasi publik. 

 

Model Workforce Publik-Relawan Hibrid 

Idris et al. (2023) menganalisis kinerja relawan dalam sensus 
pendaftaran sosio-ekonomi, yang merepresentasikan model inovatif 
untuk memperluas kapasitas pemerintah melalui keterlibatan 
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komunitas. Model ini muncul dari kebutuhan praktis untuk 
menjangkau masyarakat dalam skala masif dengan sumber daya 
terbatas, sekaligus menciptakan peluang untuk partisipasi sipil dan 
capacity building (pembangunan kapasitas) di tingkat komunitas. 

"Model workforce publik-relawan hibrid 
mengintegrasikan tenaga kerja non-tradisional dalam 

pelayanan publik melalui metrik kinerja adaptif, 
akuntabilitas ganda, kompatibilitas budaya lokal, dan 

potensi scaling berkelanjutan untuk memperluas 
kapasitas pemerintah efektif." 

Model hibrid ini melibatkan integrasi relawan dengan pegawai 
pemerintah reguler dalam rantai penyediaan pelayanan publik. 
Relawan direkrut dari anggota komunitas dengan kualifikasi tertentu 
dan diberikan pelatihan spesifik untuk tugas-tugas tertentu. Mereka 
bekerja di bawah supervisi pegawai pemerintah namun memiliki 
otonomi tertentu dalam interaksi komunitas dan proses pengumpulan 
data. 

 

Metrik Kinerja dan Ukuran Akuntabilitas 

Pengukuran kinerja relawan dalam konteks penyediaan pelayanan 
publik memerlukan adaptasi metrik kinerja tradisional untuk 
mengakomodasi sifat kerja sukarela yang berbeda dari pekerjaan 
reguler. Studi mengidentifikasi berbagai dimensi kinerja termasuk 
tingkat penyelesaian tugas, akurasi kualitas data, responsivitas 
komunitas, dan kepatuhan terhadap prosedur. 

Mekanisme akuntabilitas dalam model hibrid ini menggabungkan 
sistem akuntabilitas pemerintah formal dengan pengawasan berbasis 
komunitas. Relawan bertanggung jawab kepada supervisor 
pemerintah untuk aspek teknis pekerjaan mereka, namun juga 
bertanggung jawab kepada komunitas yang mereka layani untuk 
responsivitas dan kesesuaian tindakan mereka. Akuntabilitas ganda ini 
menciptakan kompleksitas dalam manajemen namun juga 
menyediakan berbagai pemeriksaan untuk memastikan kualitas dan 
integritas. 
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Faktor Budaya dan Konteks Lokal 

Kinerja relawan secara signifikan dipengaruhi oleh faktor budaya dan 
konteks lokal di mana mereka beroperasi. Jaringan sosial lokal, 
hubungan kepercayaan, dan struktur kekuasaan yang ada 
mempengaruhi efektivitas kegiatan relawan. Relawan yang berasal 
dari komunitas yang mereka layani memiliki keunggulan dalam 
memahami dinamika lokal dan membangun rapport (hubungan baik) 
dengan warga. 

Kompatibilitas budaya antara karakteristik relawan dan ekspektasi 
komunitas terbukti krusial untuk kesuksesan. Relawan yang 
memahami dan menghormati adat istiadat lokal, pola komunikasi, dan 
hierarki sosial lebih efektif dalam menyelesaikan tugas mereka dan 
membangun hubungan berkelanjutan untuk inisiatif masa depan. 

 

Implikasi Kebijakan dan Potensi Scaling 

Kesuksesan model berbasis relawan dalam kegiatan sensus 
menimbulkan pertanyaan tentang potensi untuk scaling (memperluas) 
pendekatan ini untuk layanan publik lainnya. Analisis menunjukkan 
bahwa jenis layanan publik tertentu lebih cocok untuk keterlibatan 
relawan dibandingkan yang lain, khususnya yang memerlukan 
keterlibatan komunitas, pengetahuan lokal, atau manfaat dari 
hubungan komunitas yang terpercaya. 

Chen dan Mandiberg (2024) menyediakan kerangka untuk memahami 
bagaimana organisasi memperoleh legitimasi melalui penelitian dan 
pendekatan berbasis evidensi, yang relevan untuk memvalidasi model 
penyediaan layanan berbasis relawan. Konsep mereka tentang 
Organisasi Relasional, Emergent (berkembang), Transformatif, dan 
Berorientasi Perubahan (RETCOs) memberikan lensa untuk 
menganalisis bagaimana model workforce hibrid dapat menjadi 
alternatif yang sah untuk penyediaan layanan birokrasi tradisional. 

Scaling pendekatan berbasis relawan memerlukan pertimbangan 
cermat terhadap kebutuhan sumber daya untuk rekrutmen, pelatihan, 
supervisi, dan sistem dukungan. Analisis cost-benefit (biaya-manfaat) 
menunjukkan bahwa meskipun investasi awal substansial, manfaat 
jangka panjang dalam hal jangkauan yang diperluas, capacity building 
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komunitas, dan peningkatan hubungan komunitas-pemerintah dapat 
membenarkan investasi tersebut. 

 

18.2 Desentralisasi dan Otonomi Daerah 

Implementasi Otonomi Daerah di Sumatera Utara 

Implementasi otonomi daerah di Sumatera Utara memberikan ilustrasi 
komprehensif tentang kompleksitas desentralisasi dalam konteks 
Indonesia, dengan 33 kabupaten/kota yang menunjukkan variasi 
signifikan dalam kapasitas fiskal, kinerja governance, dan hasil 
pembangunan. Studi komprehensif yang dilakukan oleh Gunawan 
Undang et al. (2023) menggunakan Policy Reformulation Action-Cycle 
Framework (PRACYF) mengungkap dinamika fundamental yang 
mempengaruhi efektivitas otonomi daerah setelah 25 tahun 
implementasi. 

 

Konteks Kebijakan dan Latar Belakang Historis 

Transformasi sistem pemerintahan Indonesia dari sentralistik ke 
desentralistik dimulai dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah. Sumatera Utara sebagai studi 
kasus provinsi menarik karena karakteristik heterogen dalam hal 
kondisi geografis, tingkat pembangunan ekonomi, dan diversitas 
kultural di 33 unit regional. 

"Implementasi otonomi daerah Sumatera Utara 
mengungkap kompleksitas desentralisasi pada 33 
kabupaten/kota dengan disparitas kapasitas fiskal 

ekstrem, ketergantungan transfer pemerintah pusat 
88,49%, variasi kinerja regional signifikan, dan kelemahan 

sistematis manajemen siklus kebijakan memerlukan 
reformulasi fundamental berbasis evidensi." 

Kerangka PRACYF yang dikembangkan untuk menganalisis fenomena 
ini terdiri dari empat fase yang saling terkait: penetapan agenda, 
formulasi, implementasi, dan evaluasi. Kerangka ini khususnya relevan 
untuk menganalisis siklus kebijakan dalam konteks desentralisasi di 
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mana berbagai tingkat pemerintahan berinteraksi dan mempengaruhi 
hasil kebijakan (Gunawan Undang et al., 2023). 

 

Analisis Kemandirian Keuangan 

Analisis kapasitas fiskal menunjukkan pola mengkhawatirkan tentang 
ketergantungan pemerintah daerah pada transfer pemerintah pusat. 
Data komprehensif untuk 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara 
mengungkap bahwa rata-rata kontribusi Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) terhadap total anggaran hanya 11,51%, yang berarti 88,49% 
pendapatan berasal dari transfer pemerintah pusat melalui Dana 
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil 
(DBH). 

Disparitas kapasitas fiskal yang ekstrem terefleksi dalam distribusi PAD 
di berbagai daerah. Kota Medan sebagai pusat urban memiliki PAD 
tertinggi IDR 3.050,59 miliar, sementara Kabupaten Nias Barat hanya 
IDR 15,06 miliar. Ketimpangan ini menciptakan asimetri fundamental 
dalam kapasitas daerah untuk menyediakan layanan publik dan 
mengejar inisiatif pembangunan secara independen. 

Analisis pola alokasi anggaran menunjukkan bahwa daerah dengan 
PAD rendah cenderung mengalokasikan proporsi anggaran yang lebih 
besar untuk belanja pegawai, meninggalkan sumber daya terbatas 
untuk investasi modal dan peningkatan layanan. Siklus negatif ini 
melanggengkan ketergantungan dan membatasi potensi untuk 
pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan kapasitas generasi 
pendapatan masa depan. 

 

Disparitas Kinerja Regional 

Analisis komparatif kinerja 33 daerah mengungkap variasi signifikan 
dalam berbagai dimensi kinerja. Daerah urban seperti Kota Medan, 
Kota Binjai, dan Kota Pematangsiantar umumnya mengungguli 
kabupaten rural dalam indikator seperti kualitas penyediaan layanan, 
pembangunan infrastruktur, dan tingkat pertumbuhan ekonomi. 

Faktor geografis memainkan peran krusial dalam menentukan hasil 
kinerja. Daerah pesisir dan yang memiliki konektivitas transportasi 
lebih baik cenderung memiliki akses yang lebih baik ke pasar dan 
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peluang investasi, yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang 
lebih tinggi dan konsekuensinya kapasitas fiskal yang lebih baik. 
Daerah pegunungan atau terpencil menghadapi kerugian struktural 
yang sulit diatasi melalui intervensi kebijakan saja. 

Kapasitas institusional juga bervariasi secara signifikan di berbagai 
daerah, dengan implikasi untuk efektivitas implementasi kebijakan. 
Daerah dengan pegawai negeri sipil yang lebih terlatih, sistem 
perencanaan yang lebih canggih, dan mekanisme akuntabilitas yang 
lebih kuat umumnya mencapai hasil yang lebih baik di berbagai 
indikator pembangunan. 

 

Hasil Aplikasi Kerangka PRACYF 

Aplikasi kerangka PRACYF mengungkap kelemahan sistematis dalam 
manajemen siklus kebijakan di berbagai daerah. Fase penetapan 
agenda sering kekurangan konsultasi stakeholder yang komprehensif, 
yang mengarah pada kebijakan yang tidak selaras dengan kebutuhan 
dan prioritas lokal. Fase formulasi menderita dari kapasitas teknis yang 
terbatas dan basis evidensi yang tidak memadai untuk 
menginformasikan desain kebijakan. 

Fase implementasi menghadapi tantangan dari kompleksitas 
koordinasi, kendala sumber daya, dan keterbatasan kapasitas. Banyak 
daerah berjuang dengan menerjemahkan intensi kebijakan menjadi 
tindakan konkret karena kurangnya pedoman operasional, sumber 
daya manusia yang tidak memadai, atau pendanaan yang tidak 
mencukupi. Mekanisme monitoring (pemantauan) dan evaluasi sering 
lemah atau tidak ada, membatasi peluang pembelajaran dan 
perbaikan. 

 

Implikasi Reformasi dan Rekomendasi Kebijakan 

Analisis menunjukkan bahwa kerangka desentralisasi saat ini 
memerlukan reformulasi fundamental untuk mengatasi kelemahan 
struktural yang melanggengkan ketergantungan dan ketimpangan. 
Reformulasi kebijakan harus mengatasi berbagai dimensi secara 
simultan, termasuk pengaturan fiskal, mekanisme capacity building, 
dan struktur governance. 
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Smoke (2015) menyediakan wawasan komparatif relevan dari negara 
berkembang lain yang telah mengalami proses desentralisasi serupa. 
Analisisnya menunjukkan bahwa bergerak melampaui resep 
konvensional memerlukan perhatian pada konteks lokal, pendekatan 
implementasi bertahap, dan sistem manajemen adaptif yang 
memungkinkan pembelajaran berkelanjutan dan penyesuaian. 

Rekomendasi spesifik meliputi: (1) revisi mekanisme transfer fiskal 
untuk memberikan insentif yang lebih baik untuk generasi pendapatan 
lokal; (2) pengembangan program capacity building yang ditargetkan 
yang mengatasi kelemahan spesifik di berbagai daerah; (3) 
pembentukan sistem monitoring dan evaluasi yang sistematis yang 
memungkinkan penyesuaian kebijakan berbasis evidensi; (4) 
penguatan mekanisme koordinasi antara berbagai tingkat 
pemerintahan untuk memastikan koherensi kebijakan. 

 

Ekspansi Daerah Otonom Baru: Kasus Garut Selatan 

Fenomena pemekaran daerah dalam sistem otonomi Indonesia 
merepresentasikan salah satu aspek paling kontroversial dari 
implementasi desentralisasi. Kasus pembentukan Kabupaten Garut 
Selatan sebagai daerah otonom baru (DOB) dari pemekaran 
Kabupaten Garut memberikan wawasan tentang motivasi, proses, dan 
hasil potensial dari strategi ekspansi regional sebagai solusi untuk 
meningkatkan efektivitas pelayanan publik. 

 

Rasional dan Motivasi untuk Ekspansi Regional 

Suherman et al. (2021) menganalisis secara komprehensif rasional di 
balik proposal pembentukan Kabupaten Garut Selatan, yang terutama 
difokuskan pada peningkatan aksesibilitas layanan publik untuk 
komunitas di bagian selatan Kabupaten Garut. Hambatan geografis 
dan jarak dari pusat administratif yang ada di Kota Garut menciptakan 
tantangan penyediaan layanan yang signifikan untuk penduduk di 
wilayah selatan. 

Argumen ekonomi untuk pemekaran meliputi potensi untuk 
pemanfaatan sumber daya yang lebih baik, perencanaan 
pembangunan yang lebih terarah, dan peningkatan daya tarik 
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investasi. Para pendukung berargumen bahwa unit administratif yang 
lebih kecil dapat menyediakan governance yang lebih responsif dan 
penyelarasan yang lebih baik antara prioritas pemerintah dengan 
kebutuhan dan karakteristik lokal. 

"Pemekaran Kabupaten Garut Selatan sebagai usulan 
daerah otonom baru merepresentasikan solusi 

peningkatan aksesibilitas pelayanan publik mengatasi 
hambatan geografis melalui proses administratif-politik 

kompleks. Implementasinya menghadapi tantangan 
signifikan seperti kabupaten induk – Kabupaten Garut - 

terkait kapasitas fiskal terbatas, ketergantungan transfer 
pemerintah pusat, rekrutmen SDM berkualitas, dan 

kekhawatiran viabilitas keberlanjutan jangka panjang 
memerlukan basis ekonomi terdiversifikasi." 

Motivasi politik juga memainkan peran dalam proposal ekspansi, 
termasuk keinginan untuk meningkatkan representasi politik, akses ke 
posisi pemerintahan, dan kontrol atas sumber daya lokal. Meskipun 
tidak selalu dinyatakan secara eksplisit, pertimbangan politik ini sering 
merupakan faktor mendasar yang mendorong inisiatif ekspansi. 

 

Proses Administratif dan Politik 

Proses untuk menetapkan daerah otonom baru di Indonesia 
melibatkan prosedur administratif dan politik yang kompleks yang 
memerlukan persetujuan dari berbagai tingkat pemerintahan. 
Kerangka regulatori yang mengatur pemekaran mencakup kriteria 
spesifik terkait ukuran populasi, cakupan wilayah, potensi ekonomi, 
kapasitas fiskal, dan ketersediaan infrastruktur. 

Persyaratan administratif mencakup studi feasibility (kelayakan) yang 
komprehensif, konsultasi stakeholder, dan pengembangan rencana 
implementasi yang detail. Proses politik melibatkan persetujuan dari 
legislatif lokal, pemerintah provinsi, dan akhirnya pemerintah pusat 
melalui kementerian terkait dan persetujuan DPR. 

Tantangan dalam proses ini sering terkait dengan kepentingan yang 
bersaing antara berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah 
yang ada yang mungkin kehilangan wilayah dan sumber daya, 
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komunitas yang mungkin memiliki preferensi berbeda tentang 
pengaturan administratif, dan aktor politik dengan agenda yang 
bervariasi. 

 

Hasil yang Diharapkan dan Peningkatan Penyediaan Layanan 

Para pendukung pembentukan daerah otonom baru (DOB) Kabupaten 
Garut Selatan berargumen bahwa pengaturan administratif baru akan 
menghasilkan peningkatan signifikan dalam penyediaan layanan 
publik. Kedekatan yang lebih dekat dengan kantor pemerintahan 
diharapkan dapat mengurangi biaya transaksi untuk warga dan 
meningkatkan aksesibilitas, khususnya untuk komunitas rural yang 
saat ini menghadapi jarak tempuh yang jauh untuk mengakses layanan 
dasar. 

Perencanaan pembangunan yang lebih terarah diantisipasi melalui 
pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi dan kebutuhan lokal 
dalam wilayah geografis yang lebih kecil. Pejabat pemerintah di daerah 
baru diharapkan memiliki pengetahuan yang lebih mendalam tentang 
konteks lokal dan kemampuan untuk mengembangkan kebijakan dan 
program yang lebih sesuai. 

Efisiensi alokasi sumber daya juga diharapkan meningkat karena 
eliminasi lapisan birokrasi dan kontrol yang lebih langsung atas 
keputusan alokasi anggaran. Pemerintah lokal dalam jurisdiksi yang 
lebih kecil mungkin lebih responsif terhadap kebutuhan warga dan 
lebih bertanggung jawab atas hasil kinerja. 

 

Tantangan Implementasi dan Alokasi Sumber Daya 

Meskipun memiliki manfaat potensial, implementasi daerah otonom 
baru menghadapi tantangan signifikan, khususnya terkait alokasi 
sumber daya dan capacity building. Pemerintah daerah baru 
memerlukan investasi awal yang substansial untuk membangun 
infrastruktur dasar, merekrut personel yang berkualitas, dan 
mengembangkan sistem institusional. 

Kapasitas fiskal daerah baru sering terbatas, khususnya dalam tahun-
tahun awal ketika basis ekonomi belum sepenuhnya berkembang dan 
sistem administratif masih dalam proses pembentukan. 
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Ketergantungan pada transfer pemerintah pusat kemungkinan tinggi 
di awal, menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan fiskal jangka 
panjang. 

Tantangan sumber daya manusia meliputi rekrutmen pegawai negeri 
sipil yang berkualitas, pengembangan pengetahuan institusional, dan 
pembentukan sistem governance yang efektif. Banyak daerah baru 
berjuang dengan staffing (pengisian staff) yang memadai, khususnya 
untuk posisi teknis yang memerlukan keahlian khusus. 

 

Kekhawatiran Keberlanjutan dan Viabilitas Jangka Panjang 

Penilaian viabilitas jangka panjang untuk DOB memerlukan 
pertimbangan berbagai faktor termasuk potensi pembangunan 
ekonomi, tren demografi, dan prospek pengembangan kapasitas 
institusional. Daerah otonom yang berkelanjutan memerlukan basis 
ekonomi yang cukup untuk menghasilkan pendapatan yang memadai 
untuk mendanai fungsi-fungsi pemerintahan dasar dan layanan publik. 

Rodden (2004) menyediakan kerangka komparatif untuk menganalisis 
hasil desentralisasi yang menekankan pentingnya desain institusional 
dalam menentukan kesuksesan atau kegagalan inisiatif desentralisasi. 
Analisisnya menunjukkan bahwa desentralisasi yang berkelanjutan 
memerlukan perhatian cermat terhadap pengaturan fiskal, 
mekanisme akuntabilitas, dan sistem capacity building. 

Faktor kritis untuk keberlanjutan meliputi pengembangan basis 
ekonomi yang terdiversifikasi, pembentukan institusi governance yang 
efektif, dan pembangunan kapasitas sumber daya manusia yang 
memadai. Kesuksesan juga bergantung pada kemampuan daerah baru 
untuk mengembangkan keunggulan kompetitif dan menarik investasi 
yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 

 

18.3 Desentralisasi Sektor Pendidikan 

Transfer Kewenangan Pendidikan SMA ke Provinsi Jawa Barat 

Desentralisasi sektor pendidikan di Indonesia mengalami transformasi 
signifikan dengan transfer kewenangan pengelolaan Sekolah 
Menengah Atas (SMA) dari kabupaten/kota ke tingkat provinsi. Kasus 
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implementasi di Jawa Barat memberikan pembelajaran berharga 
tentang kompleksitas transisi administratif, manajemen stakeholder, 
dan hasil yang dihasilkan dari strategi desentralisasi pendidikan yang 
berbeda dari pendekatan otonomi lokal mainstream. 

 

Latar Belakang Kebijakan dan Rasional Transfer Kewenangan 
Pendidikan 

Purwanto et al. (2020) menganalisis latar belakang kebijakan transfer 
kewenangan pendidikan SMA ke Provinsi Jawa Barat dalam konteks 
reformasi sektor pendidikan yang lebih luas. Transfer ini dimotivasi 
oleh beberapa faktor termasuk kekhawatiran tentang variasi kualitas 
di berbagai kabupaten/kota, inefisiensi alokasi sumber daya, dan 
kebutuhan untuk standardisasi dalam penyediaan pendidikan 
menengah. 

Manajemen tingkat provinsi secara teoritis memberikan keunggulan 
dalam hal economies of scale (ekonomi skala), koordinasi yang lebih 
baik di berbagai daerah, dan pendekatan yang lebih sistematis untuk 
rekrutmen dan pengembangan guru. Pemerintah provinsi juga 
umumnya memiliki kapasitas teknis dan sumber daya yang lebih baik 
untuk mengelola sistem pendidikan yang kompleks dibandingkan 
dengan pemerintah lokal yang lebih kecil. 

Rasional juga mencakup keinginan untuk mencapai ekuitas yang lebih 
besar dalam kualitas pendidikan di berbagai wilayah dalam provinsi. 
Koordinasi provinsi diharapkan dapat memungkinkan berbagi sumber 
daya, diseminasi best practice (praktik terbaik), dan dukungan yang 
lebih sistematis untuk sekolah atau distrik yang berkinerja rendah. 

 

Proses Implementasi dan Mekanisme Transisi Administratif 

Implementasi transfer kewenangan melibatkan transisi administratif 
yang kompleks yang mempengaruhi berbagai aspek manajemen 
pendidikan termasuk manajemen personel, alokasi anggaran, 
pengawasan kurikulum, dan pemeliharaan infrastruktur. Proses ini 
memerlukan koordinasi yang cermat antara berbagai tingkat 
pemerintahan untuk memastikan kontinuitas dalam penyediaan 
layanan selama periode transisi. 
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Mekanisme transisi administratif meliputi transfer personel dari 
kantor pendidikan kabupaten/kota ke struktur manajemen provinsi, 
realokasi tanggung jawab anggaran, dan pembentukan sistem 
koordinasi baru antara dinas pendidikan provinsi dengan unit 
pendidikan lokal. Perubahan kerangka hukum juga diperlukan untuk 
mengklarifikasi peran dan tanggung jawab berbagai tingkat 
pemerintahan. 

Tantangan manajemen perubahan meliputi resistensi dari pejabat 
pemerintah lokal yang kehilangan kewenangan, kekhawatiran dari 
guru tentang perubahan dalam status kepegawaian atau kondisi kerja, 
dan kecemasan dari orang tua tentang potensi gangguan dalam 
pendidikan anak-anak mereka. 

 

Dampak Stakeholder dan Pola Respons 

Transfer kewenangan mempengaruhi berbagai kelompok stakeholder 
dengan dampak dan respons yang bervariasi. Siswa berpotensi 
mendapat manfaat dari peningkatan standardisasi dan jaminan 
kualitas, namun mungkin menghadapi gangguan selama periode 
transisi. Orang tua umumnya mendukung jika perubahan 
menghasilkan kualitas pendidikan yang lebih baik, namun khawatir 
tentang potensi dampak negatif pada aksesibilitas sekolah atau 
responsivitas lokal. 

Guru mengalami dampak paling langsung karena perubahan dalam 
pengaturan kepegawaian, struktur supervisi, dan peluang 
pengembangan profesional. Manajemen provinsi mungkin 
menyediakan prospek kemajuan karir yang lebih baik dan 
pengembangan profesional yang lebih sistematis, namun dapat 
mengurangi fleksibilitas lokal dan koneksi komunitas. 

Pejabat pemerintah lokal umumnya menolak transfer karena 
kehilangan kewenangan dan sumber daya, sementara pejabat provinsi 
menyambut tanggung jawab yang diperluas namun juga menghadapi 
peningkatan beban kerja dan tekanan akuntabilitas. Kepala sekolah 
perlu beradaptasi dengan struktur supervisi baru dan persyaratan 
pelaporan. 
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Hasil Kinerja dan Penilaian Kualitas 

Evaluasi hasil kinerja dari transfer kewenangan menunjukkan hasil 
beragam dengan tren perbaikan di area tertentu namun juga beberapa 
konsekuensi negatif yang tidak diinginkan. Upaya standardisasi 
umumnya berhasil dalam mengurangi variasi kualitas di berbagai 
daerah, dengan perbaikan yang khususnya terlihat di area yang 
sebelumnya berkinerja rendah. 

Kualitas guru dan program pengembangan profesional menunjukkan 
perbaikan karena tingkat provinsi dapat menyediakan program 
pelatihan yang lebih sistematis dan peluang pengembangan karir yang 
lebih baik. Alokasi sumber daya juga lebih efisien dengan eliminasi 
struktur administratif duplikat dan koordinasi yang lebih baik dalam 
pengembangan infrastruktur. 

Namun, responsivitas lokal dan keterlibatan komunitas kadang-
kadang menderita karena peningkatan jarak antara manajemen 
pendidikan dan komunitas lokal. Proses pengambilan keputusan 
menjadi lebih terpusat, berpotensi mengurangi fleksibilitas untuk 
mengatasi kebutuhan atau preferensi lokal yang spesifik. 

 

 

Perspektif Komparatif Internasional 

OECD (2023) menyediakan perspektif komparatif internasional 
tentang pengaturan governance pendidikan yang relevan untuk 
menilai pengalaman Indonesia. Analisis komparatif menunjukkan 
bahwa struktur governance pendidikan yang optimal bervariasi secara 
signifikan di berbagai negara tergantung pada faktor-faktor seperti 
ukuran negara, kapasitas institusional, dan konteks kultural. 

Desentralisasi pendidikan yang berhasil umumnya memerlukan 
keseimbangan antara standardisasi untuk memastikan kualitas dan 
ekuitas dengan fleksibilitas lokal untuk mengatasi kebutuhan 
komunitas yang spesifik. Sistem yang efektif biasanya memiliki 
pembagian tanggung jawab yang jelas antara berbagai tingkat 
pemerintahan, mekanisme pendanaan yang memadai, dan sistem 
akuntabilitas yang kuat. 
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Pembelajaran dan Praktik Terbaik 

Analisis pengalaman Indonesia menunjukkan beberapa pembelajaran 
untuk desain desentralisasi pendidikan. Implementasi bertahap 
dengan uji coba dapat membantu mengidentifikasi masalah potensial 
dan mengembangkan solusi sebelum implementasi skala penuh. 
Program manajemen perubahan yang kuat esensial untuk mengatasi 
kekhawatiran stakeholder dan membangun dukungan untuk 
pengaturan baru. 

Program capacity building untuk pejabat pendidikan provinsi kritis 
untuk memastikan manajemen yang efektif terhadap tanggung jawab 
yang diperluas. Mekanisme koordinasi antara tingkat provinsi dan 
lokal perlu dirancang dengan cermat untuk mempertahankan manfaat 
pengetahuan lokal dan keterlibatan komunitas sambil mencapai 
keunggulan koordinasi provinsi. 

Sistem monitoring dan evaluasi esensial untuk melacak hasil dan 
mengidentifikasi area untuk perbaikan. Umpan balik reguler dari 
stakeholder dapat membantu mengidentifikasi masalah lebih awal dan 
memandu respons manajemen adaptif. 

 

Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru di Bandung 

Implementasi sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru (PPDB) di 
Kota Bandung merepresentasikan salah satu inovasi kebijakan yang 
paling kontroversial dalam governance pendidikan Indonesia. Sistem 
ini dirancang untuk mempromosikan ekuitas dalam akses pendidikan 
berkualitas sambil mengurangi segregasi sosial yang sering dikaitkan 
dengan sistem penerimaan berbasis kompetisi. 

 

Desain Kebijakan dan Rasional Sistem Zonasi 

Setiawan et al. (2022) menganalisis secara komprehensif desain dan 
implementasi sistem zonasi PPDB di Bandung, yang diperkenalkan 
sebagai respons terhadap kekhawatiran tentang ketimpangan 
pendidikan dan segregasi sosial dalam sistem penerimaan yang ada. 
Sistem penerimaan berbasis prestasi tradisional sering 
menguntungkan siswa dari latar belakang sosio-ekonomi yang lebih 
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tinggi yang memiliki akses lebih baik ke pendidikan dasar berkualitas 
dan bimbingan belajar tambahan. 

Sistem zonasi dirancang untuk memastikan bahwa siswa dapat 
bersekolah di sekolah yang dekat dengan tempat tinggal mereka, 
mengurangi biaya transportasi dan waktu perjalanan sambil 
mempromosikan integrasi sosial melalui populasi siswa yang beragam. 
Sistem ini juga dimaksudkan untuk mengurangi tekanan pada siswa 
dan keluarga untuk terlibat dalam kegiatan persiapan tes yang mahal. 

Kerangka kebijakan mengalokasikan persentase tertentu kursi untuk 
penerimaan berbasis zonasi, dengan kursi yang tersisa tersedia untuk 
penerimaan berbasis prestasi dan program khusus. Persentase spesifik 
dan detail implementasi bervariasi di berbagai jenis sekolah dan 
program. 

 

Mekanika Implementasi dan Prosedur Operasional 

Implementasi sistem zonasi memerlukan sistem data yang canggih 
untuk memetakan tempat tinggal siswa, lokasi sekolah, dan kendala 
kapasitas. Platform teknologi dikembangkan untuk mengotomatisasi 
proses penugasan dan memastikan transparansi dalam keputusan 
penerimaan. Geographic Information Systems (GIS) digunakan untuk 
mendefinisikan zona dan menghitung jarak antara rumah dengan 
sekolah. 

 

Prosedur operasional meliputi proses pendaftaran, sistem verifikasi 
dokumen, dan mekanisme banding untuk mengatasi sengketa atau 
keadaan luar biasa. Strategi komunikasi dikembangkan untuk 
menginformasikan orang tua tentang sistem baru dan mengatasi 
kekhawatiran tentang perubahan dari praktik penerimaan tradisional. 

Beban administratif signifikan bagi kantor pendidikan yang perlu 
mengelola algoritma penugasan yang kompleks, menangani 
pertanyaan orang tua, dan menyelesaikan konflik yang timbul dari 
sistem baru. Program pelatihan diperlukan untuk pejabat pendidikan 
untuk memastikan implementasi yang konsisten di berbagai sekolah. 
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Respons Stakeholder dan Reaksi Komunitas 

Respons orang tua terhadap sistem zonasi sangat bervariasi 
tergantung pada bagaimana perubahan mempengaruhi peluang 
pendidikan anak-anak mereka. Keluarga yang tinggal dekat dengan 
sekolah berkualitas tinggi umumnya mendukung, sementara yang di 
area dengan sekolah berkinerja rendah sering menolak pembatasan 
pada pilihan sekolah. 

Keluarga kelas menengah khususnya vokal dalam oposisi karena 
sistem zonasi membatasi kemampuan mereka untuk menggunakan 
sumber daya untuk mendapatkan akses ke sekolah yang diinginkan. 
Beberapa keluarga mempertimbangkan untuk pindah tempat tinggal 
untuk mengakses zona sekolah yang lebih baik, berpotensi 
menciptakan bentuk ketimpangan baru berdasarkan harga 
perumahan di area yang diinginkan. 

Administrator sekolah menghadapi tantangan dalam beradaptasi 
dengan populasi siswa yang berbeda, khususnya sekolah yang 
menerima siswa dengan latar belakang akademik yang lebih beragam 
di bawah sistem baru. Guru perlu menyesuaikan pendekatan 
instruksional untuk mengakomodasi rentang kemampuan siswa yang 
lebih luas di kelas. 

 

Hasil Ekuitas dan Analisis Distribusi Akses 

Analisis hasil ekuitas dari sistem zonasi menunjukkan hasil beragam 
dengan beberapa perbaikan dalam distribusi akses namun juga 
beberapa konsekuensi yang tidak diinginkan. Akses geografis 
meningkat untuk siswa yang tinggal dekat dengan sekolah berkualitas, 
mengurangi hambatan transportasi yang sebelumnya membatasi 
akses untuk keluarga berpenghasilan rendah. 

Integrasi sosio-ekonomi meningkat di banyak sekolah karena siswa 
dari lingkungan yang berbeda bersekolah di institusi yang sama. Ini 
berpotensi memberikan manfaat dalam hal pengurangan segregasi 
sosial dan peningkatan paparan terhadap latar belakang yang beragam 
untuk semua siswa. 

Namun, pola segregasi residensial berarti bahwa sistem zonasi dapat 
melanggengkan ketimpangan yang ada jika lingkungan itu sendiri 
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tersegregasi berdasarkan status sosio-ekonomi. Respons pasar 
perumahan terhadap kebijakan zonasi dapat menciptakan bentuk 
ketimpangan baru berdasarkan akses ke perumahan di zona sekolah 
yang diinginkan. 

 

 

Penyesuaian Kebijakan dan Respons Manajemen Adaptif 

Resh et al. (2021) menyediakan kerangka metodologis untuk menilai 
implementasi kebijakan melalui survei sistematis dan pendekatan 
evaluasi yang relevan untuk memahami respons stakeholder terhadap 
perubahan kebijakan pendidikan. Pendekatan mereka menekankan 
pentingnya mekanisme umpan balik dalam implementasi kebijakan 
untuk memungkinkan manajemen adaptif. 

 

Pengalaman dengan sistem zonasi di Bandung mendemonstrasikan 
pentingnya pendekatan manajemen adaptif yang memungkinkan 
penyesuaian berdasarkan pengalaman implementasi. Modifikasi 
kebijakan meliputi penyesuaian batas zona, perubahan dalam 
persentase alokasi antara berbagai kategori penerimaan, dan 
pengembangan ketentuan khusus untuk mengatasi keadaan luar 
biasa. 

Strategi komunikasi berevolusi untuk lebih menjelaskan manfaat 
sistem dan mengatasi kekhawatiran orang tua. Program dukungan 
tambahan dikembangkan untuk sekolah yang menerima siswa dengan 
tingkat persiapan akademik yang berbeda untuk memastikan transisi 
yang berhasil. 

 

Sistem monitoring dibentuk untuk melacak hasil ekuitas, kinerja siswa, 
dan kepuasan stakeholder untuk menginformasikan penyesuaian 
kebijakan masa depan. Proses evaluasi reguler memungkinkan 
pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi area untuk perbaikan dan 
membuat modifikasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan 
kebijakan sambil mengatasi kekhawatiran stakeholder. 
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18.4 Governance Rural dan Pembangunan Desa 

Pengelolaan Dana Desa: Tantangan Budaya Lokal 

Implementasi program Dana Desa di Indonesia menghadapi 
kompleksitas unik ketika berinteraksi dengan sistem nilai dan praktik 
governance tradisional di tingkat komunitas. Studi mendalam yang 
dilakukan oleh Sonbay et al. (2022) terhadap tantangan budaya dalam 
penerapan sistem pengelolaan dana desa pada masyarakat suku 
Dawan di Pulau Timor memberikan wawasan fundamental tentang 
persimpangan antara sistem administratif modern dengan struktur 
governance tradisional. 

"Implementasi Dana Desa pada masyarakat suku Dawan 
menghadapi ketegangan budaya antara persyaratan 

administratif modern dengan tatakelola pemerintahan 
tradisional berbasis kekerabatan, hukum adat, dan 

konsensus. Strategi adaptasi memerlukan sensitivitas 
budaya, integrasi pemimpin tradisional, mekanisme 

akuntabilitas hibrid, dan fleksibilitas kebijakan 
mengakomodasi variasi lokal." 

 

Konteks Budaya dan Karakteristik Masyarakat Dawan 

Masyarakat suku Dawan memiliki sistem nilai dan struktur sosial yang 
distinktif, yang secara signifikan mempengaruhi bagaimana mereka 
menginterpretasi dan merespons kebijakan dan program pemerintah 
formal. Sistem governance tradisional berdasarkan pada hubungan 
kekerabatan, hukum adat (customary law), dan pengambilan 
keputusan berbasis konsensus yang sering berbeda dari prosedur 
birokrasi yang diperlukan oleh sistem manajemen dana desa. 

Aplikasi kerangka dimensi budaya Hofstede terhadap masyarakat 
Dawan mengungkap karakteristik spesifik yang mempengaruhi 
implementasi kebijakan. Jarak kekuasaan yang tinggi dalam 
masyarakat tradisional berarti bahwa keputusan biasanya dibuat oleh 
pemimpin tradisional (tetua adat) dengan partisipasi terbatas dari 
anggota komunitas, yang kontras dengan pendekatan partisipatif yang 
dipromosikan dalam program dana desa. 
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Kecenderungan penghindaran ketidakpastian dalam budaya 
tradisional sering menciptakan resistensi terhadap prosedur 
administratif baru yang tidak familiar atau yang menantang cara-cara 
yang telah mapan dalam melakukan sesuatu. Orientasi kolektif dalam 
pengambilan keputusan dapat berkonflik dengan persyaratan 
akuntabilitas individual dalam sistem manajemen keuangan modern. 

 

Kerangka Kebijakan dan Regulasi Manajemen Dana Desa 

Program Dana Desa dibentuk melalui kerangka regulatori yang 
komprehensif yang mengharuskan desa untuk mengikuti prosedur 
spesifik dalam perencanaan, implementasi, dan pelaporan 
pemanfaatan dana. Regulasi menekankan prinsip transparansi, 
akuntabilitas, dan perencanaan partisipatif yang dimaksudkan untuk 
memastikan pemanfaatan dana yang efektif dan mencegah korupsi. 

Persyaratan administratif mencakup pengembangan rencana 
pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes), rencana kerja 
tahunan (RKPDes), dan proposal anggaran detail (APBDes) yang harus 
disetujui melalui badan permusyawaratan desa (BPD) dan rapat desa 
(musyawarah desa). Manajemen keuangan memerlukan 
pembentukan sistem akuntansi formal dan pelaporan rutin kepada 
pemerintah tingkat yang lebih tinggi. 

Mekanisme akuntabilitas meliputi pengungkapan publik pemanfaatan 
dana, sistem monitoring komunitas, dan audit eksternal oleh badan 
pengawas pemerintah. Persyaratan ini merepresentasikan 
penyimpangan signifikan dari praktik manajemen sumber daya 
tradisional yang biasanya berdasarkan pada kesepakatan informal dan 
hubungan kepercayaan. 

 

Ketegangan Budaya dan Tantangan Adaptasi 

Implementasi program dana desa dalam komunitas tradisional 
menciptakan ketegangan antara persyaratan formal dengan praktik 
adat. Proses pengambilan keputusan tradisional sering memakan 
waktu dan berbasis konsensus, yang dapat berkonflik dengan tenggat 
administratif dan jadwal birokrasi yang dibebankan oleh regulasi 
pemerintah. 
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Konsep akuntabilitas dan transparansi dalam sistem administratif 
modern mungkin diinterpretasikan secara berbeda dalam konteks 
tradisional di mana hubungan dan kepercayaan lebih penting daripada 
dokumentasi formal. Anggota komunitas mungkin enggan untuk 
mempertanyakan pemimpin tradisional atau menuntut ukuran 
akuntabilitas formal yang dipersepsikan sebagai tidak sopan atau tidak 
pantas. 

Persyaratan manajemen keuangan yang menekankan tanggung jawab 
individual dapat berkonflik dengan konsep kepemilikan kolektif yang 
fundamental bagi masyarakat tradisional. Penugasan akuntabilitas 
individual untuk sumber daya komunitas mungkin dilihat sebagai tidak 
pantas atau bahkan berbahaya dalam budaya yang menekankan 
tanggung jawab bersama. 

 

Strategi Adaptasi dan Mekanisme Jembatan 

Implementasi program dana desa yang berhasil dalam komunitas 
tradisional memerlukan strategi adaptasi kreatif yang menjembatani 
persyaratan formal dengan sensitivitas budaya. Fasilitator komunitas 
memainkan peran krusial dalam menerjemahkan persyaratan 
birokrasi menjadi praktik yang sesuai secara budaya dan membantu 
komunitas memahami manfaat sistem baru. 

 

Integrasi pemimpin tradisional dalam struktur governance formal 
dapat membantu melegitimasi proses baru sambil mempertahankan 
penghormatan terhadap otoritas tradisional. Program pelatihan yang 
mengakui dan membangun praktik budaya yang ada lebih efektif 
daripada pendekatan yang mencoba untuk sepenuhnya menggantikan 
sistem tradisional. 

Pengembangan mekanisme akuntabilitas hibrid yang menggabungkan 
persyaratan pelaporan formal dengan praktik monitoring tradisional 
dapat mencapai compliance (kepatuhan) dengan regulasi sambil 
mempertahankan keaslian budaya. Sistem monitoring berbasis 
komunitas yang memanfaatkan jaringan sosial yang ada dapat lebih 
efektif daripada mekanisme pengawasan eksternal. 
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Faktor Kesuksesan dan Sensitivitas Budaya 

Analisis faktor kesuksesan untuk implementasi dana desa dalam 
komunitas tradisional menekankan pentingnya sensitivitas budaya 
dalam desain dan pendekatan implementasi kebijakan. Program yang 
mengakui dan menghormati nilai-nilai tradisional sambil 
memperkenalkan praktik manajemen modern umumnya lebih 
berhasil daripada yang mengabaikan atau menolak faktor budaya. 

Partisipasi komunitas dalam desain program dari tahap awal esensial 
untuk memastikan kesesuaian budaya dan membangun kepemilikan. 
Pengetahuan lokal tentang praktik tradisional, struktur sosial, dan pola 
komunikasi berharga untuk mengembangkan strategi implementasi 
yang efektif. 

Program capacity building yang membangun berdasarkan 
keterampilan dan pengetahuan yang ada daripada menggantinya 
sepenuhnya lebih mungkin diterima dan dipertahankan oleh 
komunitas. Pengakuan sistem governance tradisional sebagai 
komplementer daripada bersaing dengan sistem formal dapat 
mengurangi resistensi dan mempromosikan kolaborasi. 

 

Implikasi untuk Desain Kebijakan 

Pengalaman dengan implementasi dana desa dalam komunitas 
tradisional memberikan pelajaran penting untuk desain kebijakan 
dalam konteks yang beragam secara budaya. Kebijakan yang cukup 
fleksibel untuk mengakomodasi variasi lokal dalam implementasi 
sambil mempertahankan prinsip inti lebih mungkin berhasil di 
berbagai konteks budaya. 

Guogis et al. (2023) menyediakan perspektif komparatif dari Lithuania 
yang menekankan pentingnya memahami konteks lokal dalam 
pengembangan administrasi publik. Analisis mereka menunjukkan 
bahwa sistem administrasi publik yang efektif memerlukan integrasi 
praktik manajemen modern dengan fondasi budaya dan institusional 
yang ada. 

Pendekatan kebijakan yang terstandardisasi yang gagal 
mempertimbangkan variasi budaya dapat menciptakan masalah 
implementasi atau bahkan hasil yang kontraproduktif. Pengakuan 
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diversitas budaya sebagai aset daripada hambatan dapat mengarah 
pada solusi kebijakan yang lebih inovatif dan efektif yang 
memanfaatkan kekuatan lokal sambil mencapai tujuan pembangunan. 

 

Pariwisata Desa Berkelanjutan: Model Tugu Utara 

Pengembangan pariwisata desa berkelanjutan di Desa Tugu Utara, 
Jawa Barat, menyajikan model pendekatan terintegrasi untuk 
pembangunan rural yang menggabungkan pemberdayaan ekonomi 
dengan pelestarian budaya dan keberlanjutan lingkungan. Studi 
komprehensif oleh Nofiyanti et al. (2021) menggunakan metodologi 
kualitatif dengan pendekatan etnografi untuk menganalisis integrasi 
kearifan lokal dalam pengembangan pariwisata rural berkelanjutan. 

 

Aset Lokal dan Inventarisasi Sumber Daya Budaya 

Desa Tugu Utara memiliki kombinasi unik aset alam dan budaya yang 
menyediakan fondasi untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan. 
Lokasi geografis di area pegunungan dengan perkebunan teh dan kopi 
menciptakan lanskap yang menarik yang memikat pengunjung urban 
yang mencari pelarian dari kehidupan kota. Iklim sejuk dan keindahan 
alam menyediakan keunggulan kompetitif untuk pengembangan 
pariwisata. 

Aset budaya meliputi pelestarian budaya Sunda tradisional, khususnya 
dalam penggunaan bahasa, salam tradisional (budaya "punten"), dan 
praktik adat yang masih aktif dipraktikkan oleh anggota komunitas. 
Integritas dan antusiasme generasi muda untuk pembangunan desa 
mendemonstrasikan modal sosial yang kuat yang esensial untuk 
inisiatif pariwisata berkelanjutan. 

Kearifan lokal termanifestasi dalam berbagai bentuk termasuk praktik 
pertanian tradisional, metode konservasi lingkungan, dan sistem 
kerjasama komunitas (gotong royong) yang dapat dipamerkan kepada 
pengunjung sebagai pengalaman budaya yang autentik. Elemen 
budaya ini memberikan diferensiasi dari destinasi pariwisata lain dan 
menciptakan proposisi nilai yang unik. 
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Model Partisipasi Komunitas dan Keterlibatan Stakeholder 

Kesuksesan pariwisata rural berkelanjutan sangat bergantung pada 
partisipasi aktif komunitas dan keterlibatan stakeholder yang efektif. 
Analisis partisipasi komunitas di Tugu Utara menunjukkan tingkat 
keterlibatan yang tinggi dari berbagai kelompok komunitas termasuk 
pemimpin tradisional, organisasi pemuda, kelompok perempuan, dan 
pengusaha lokal. 

Model keterlibatan stakeholder melibatkan berbagai aktor termasuk 
pemerintah desa, organisasi komunitas, bisnis lokal, dan mitra 
eksternal seperti LSM dan agen pariwisata pemerintah. Mekanisme 
koordinasi dibentuk untuk memastikan semua stakeholder memiliki 
kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan 
implementasi. 

Proses pengambilan keputusan menggabungkan pendekatan 
consensus-building tradisional (musyawarah) dengan teknik 
perencanaan partisipatif modern. Pendekatan hibrid ini memastikan 
bahwa inisiatif pembangunan memiliki dukungan komunitas yang luas 
sambil memenuhi persyaratan untuk proses perencanaan dan 
persetujuan formal. 

 

Dimensi Keberlanjutan dan Kerangka Implementasi 

Pengembangan pariwisata berkelanjutan di Tugu Utara mengatasi 
berbagai dimensi keberlanjutan termasuk pertimbangan ekonomi, 
sosial, dan lingkungan. Keberlanjutan ekonomi difokuskan pada 
penciptaan peluang pendapatan untuk anggota komunitas melalui 
berbagai kegiatan terkait pariwisata termasuk akomodasi, layanan 
makanan, pemandu wisata, dan produksi kerajinan. 

Keberlanjutan sosial menekankan pelestarian nilai dan tradisi budaya 
sambil mempromosikan interaksi positif antara pengunjung dengan 
anggota komunitas. Program dikembangkan untuk memastikan 
bahwa kegiatan pariwisata meningkatkan daripada merusak kohesi 
komunitas dan integritas budaya. 

Inisiatif keberlanjutan lingkungan meliputi konservasi sumber daya 
alam, program manajemen limbah, dan promosi praktik ramah 
lingkungan di antara anggota komunitas maupun pengunjung. 
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Integrasi praktik manajemen lingkungan tradisional dengan 
pendekatan konservasi modern menciptakan kerangka keberlanjutan 
yang komprehensif. 

 

Struktur Governance dan Institusi Manajemen Pariwisata 

Struktur governance yang efektif esensial untuk mengelola 
pengembangan pariwisata rural berkelanjutan. Tugu Utara 
membentuk organisasi pariwisata desa (pokdarwis) yang berfungsi 
sebagai badan koordinasi untuk kegiatan pariwisata dan liaison 
dengan stakeholder eksternal termasuk agen pemerintah dan mitra 
sektor swasta. 

Pengaturan institusional meliputi peran dan tanggung jawab yang jelas 
untuk berbagai aspek manajemen pariwisata termasuk pemasaran, 
layanan pengunjung, kontrol kualitas, dan perlindungan kesejahteraan 
komunitas. Perjanjian formal dibentuk dengan mitra eksternal untuk 
memastikan bahwa pengembangan pariwisata menguntungkan 
komunitas sambil memenuhi ekspektasi pengunjung. 

Sistem manajemen dikembangkan untuk monitoring dampak 
pariwisata pada komunitas dan lingkungan, dengan mekanisme untuk 
membuat penyesuaian ketika dampak negatif diidentifikasi. Rapat 
komunitas reguler menyediakan forum untuk mendiskusikan isu 
pengembangan pariwisata dan membuat keputusan kolektif tentang 
arah masa depan. 

 

Dampak Ekonomi dan Peningkatan Penghidupan 

Pengembangan pariwisata di Tugu Utara menghasilkan berbagai 
manfaat ekonomi untuk anggota komunitas. Manfaat langsung 
meliputi pendapatan dari layanan akomodasi, penjualan makanan, 
pemandu wisata, dan produksi kerajinan. Manfaat tidak langsung 
meliputi peningkatan permintaan untuk produk pertanian lokal dan 
layanan yang mendukung kegiatan pariwisata. 

Analisis dampak ekonomi menunjukkan bahwa pariwisata 
menyediakan sumber pendapatan tambahan daripada penggantian 
total kegiatan ekonomi tradisional. Strategi diversifikasi ini 
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mengurangi kerentanan ekonomi dan menyediakan penyangga 
terhadap fluktuasi di pasar pariwisata maupun pertanian. 

Peluang kerja diciptakan melalui pengembangan pariwisata meliputi 
posisi formal dalam organisasi pariwisata maupun peluang informal 
untuk individu untuk menyediakan layanan atau produk kepada 
pengunjung. Peluang ini khususnya berharga untuk pemuda dan 
perempuan yang mungkin memiliki pilihan terbatas dalam sektor 
ekonomi tradisional. 

 

 

Potensi Skalabilitas dan Kerangka Replikasi 

Kesuksesan model Tugu Utara menimbulkan pertanyaan tentang 
potensi scalability (skalabilitas) untuk komunitas rural lain dengan 
karakteristik serupa. Analisis faktor kesuksesan menunjukkan bahwa 
elemen tertentu dari model dapat direplikasi, sementara yang lain 
spesifik pada konteks lokal dan mungkin tidak dapat ditransfer. 

Elemen yang dapat direplikasi meliputi pendekatan perencanaan 
berbasis komunitas, integrasi nilai tradisional dengan manajemen 
pariwisata modern, dan penekanan pada keberlanjutan di berbagai 
dimensi. Pendekatan ini dapat diadaptasi untuk komunitas lain dengan 
modifikasi yang sesuai untuk konteks lokal. 

 

Faktor spesifik konteks meliputi aset budaya tertentu, keunggulan 
geografis, dan modal sosial yang ada yang mungkin tidak hadir dalam 
komunitas lain. Replikasi yang berhasil memerlukan penilaian cermat 
kondisi lokal dan pengembangan strategi adaptasi yang sesuai untuk 
konteks yang berbeda. 

Praktik pembangunan rural internasional menyediakan wawasan 
komparatif untuk scaling model pariwisata rural berkelanjutan. 
Kesuksesan umumnya memerlukan komitmen jangka panjang, sistem 
dukungan yang memadai, dan pengakuan bahwa setiap komunitas 
memiliki karakteristik unik yang memerlukan pendekatan yang 
disesuaikan daripada solusi yang terstandardisasi. 
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18.5 Analisis Lintas Kasus dan Pembelajaran 

Analisis Pola Cross-Case 

Analisis komparatif terhadap lima kelompok kasus yang telah 
dipaparkan mengungkap pola fundamental yang melampaui kasus 
individual dan memberikan wawasan tentang dinamika yang lebih luas 
administrasi publik Indonesia. Analisis lintas kasus yang sistematis 
mengidentifikasi tema berulang, tantangan umum, dan faktor 
kesuksesan yang dapat menginformasikan pemahaman teoretis 
maupun perbaikan praktis dalam praktik administrasi publik. 

 

Faktor Kesuksesan Umum Lintas Kasus 

Analisis mendalam mengidentifikasi empat kategori utama faktor 
kesuksesan yang secara konsisten muncul di berbagai kasus dan 
konteks. Pertama, komitmen kepemimpinan muncul sebagai faktor 
kritis dalam hampir semua implementasi yang berhasil. Dari 
transformasi digital e-Samsat hingga manajemen dana desa dalam 
komunitas tradisional, kehadiran pemimpin yang berkomitmen yang 
bersedia untuk memperjuangkan perubahan dan memobilisasi 
sumber daya terbukti esensial untuk mengatasi resistensi dan 
memastikan implementasi yang berkelanjutan. 

Komitmen kepemimpinan termanifestasi dalam berbagai bentuk 
termasuk kehendak politik dari pejabat terpilih, dukungan 
administratif dari pegawai negeri sipil senior, dan kepemimpinan 
komunitas dari pemimpin tradisional atau informal. Efektivitas 
kepemimpinan khususnya ditingkatkan ketika berbagai jenis 
pemimpin berkolaborasi dan saling memperkuat upaya satu sama lain 
daripada bekerja dalam isolasi atau kompetisi. 

Kedua, keterlibatan stakeholder terbukti fundamental untuk 
mencapai hasil yang berhasil di berbagai konteks. Kasus yang 
mendemonstrasikan perhatian sistematis untuk mengidentifikasi, 
melibatkan, dan mengatasi kekhawatiran berbagai kelompok 
stakeholder umumnya mencapai hasil yang lebih baik daripada yang 
fokus secara sempit pada implementasi teknis tanpa perhatian yang 
memadai pada dimensi manusia dan sosial. 



Gunawan Undang & Deden Suhendar 
Administrasi Publik Kontemporer: Teori, Praktik, dan Transformasi Digital Lintas Negara 

 

417 
 

Keterlibatan stakeholder yang efektif memerlukan pemahaman 
berbagai kepentingan dan perspektif, menciptakan mekanisme yang 
sesuai untuk partisipasi dan konsultasi, dan mempertahankan 
komunikasi berkelanjutan sepanjang proses implementasi. 
Kesuksesan khususnya bergantung pada kemampuan untuk 
mengelola kepentingan yang bersaing dan membangun koalisi yang 
mendukung perubahan. 

Ketiga, kapasitas adaptif muncul sebagai faktor krusial untuk 
menavigasi tantangan implementasi yang kompleks yang tidak 
terhindarkan muncul dalam konteks dunia nyata. Organisasi dan 
sistem yang mendemonstrasikan fleksibilitas untuk menyesuaikan 
pendekatan berdasarkan pengalaman, belajar dari kesalahan, dan 
merespons keadaan yang berubah umumnya lebih berhasil daripada 
yang kaku mengikuti rencana awal. 

Kapasitas adaptif meliputi mekanisme formal seperti sistem 
monitoring dan evaluasi yang memungkinkan pembelajaran 
sistematis, dan kemampuan informal seperti budaya organisasi yang 
mendorong eksperimentasi dan menerima risiko yang diperhitungkan. 
Keseimbangan antara konsistensi dalam prinsip inti dengan 
fleksibilitas dalam pendekatan implementasi terbukti optimal untuk 
sebagian besar konteks. 

Keempat, kecukupan sumber daya di berbagai dimensi---keuangan, 
manusia, teknis, dan institusional---secara konsisten mempengaruhi 
hasil implementasi. Kasus yang mengamankan sumber daya yang 
memadai dari berbagai sumber dan mengembangkan mekanisme 
pembiayaan yang berkelanjutan umumnya lebih berhasil daripada 
yang bergantung secara eksklusif pada sumber pendanaan yang 
terbatas atau tidak pasti. 

Kecukupan sumber daya tidak hanya melibatkan jumlah total sumber 
daya yang tersedia, namun juga waktu ketersediaan sumber daya, 
keselarasan antara jenis sumber daya dengan kebutuhan 
implementasi, dan pengembangan kapasitas lokal untuk 
memanfaatkan sumber daya secara efektif. Pendekatan berkelanjutan 
umumnya membangun kemampuan lokal daripada menciptakan 
ketergantungan permanen pada dukungan eksternal. 
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Pola Tantangan Berulang 

Analisis juga mengidentifikasi tantangan persisten yang muncul di 
berbagai kasus, menunjukkan isu sistematis yang memerlukan 
perhatian dalam desain dan pendekatan implementasi kebijakan. 
Kompleksitas koordinasi muncul sebagai tantangan yang mungkin 
paling meresap, khususnya dalam konteks yang melibatkan berbagai 
tingkat pemerintahan, berbagai sektor, atau kelompok stakeholder 
yang beragam. 

Tantangan koordinasi termanifestasi dalam berbagai bentuk termasuk 
peran dan tanggung jawab yang tidak jelas, mekanisme komunikasi 
yang tidak memadai, prioritas atau prosedur yang konflik, dan 
kurangnya sistem resolusi sengketa yang efektif. Struktur multi-level 
pemerintah Indonesia yang kompleks sering memperburuk tantangan 
koordinasi, khususnya ketika kebijakan memerlukan kolaborasi antara 
tingkat nasional, provinsi, dan lokal. 

Kendala kapasitas merepresentasikan tantangan berulang lain yang 
mempengaruhi implementasi di hampir semua kasus yang diperiksa. 
Kendala meliputi kapasitas teknis seperti keterampilan atau 
pengetahuan khusus, dan kapasitas institusional seperti sistem 
manajemen, kemampuan perencanaan, atau struktur organisasi yang 
mendukung implementasi yang efektif. 

Kendala kapasitas khususnya bermasalah dalam konteks yang 
memerlukan penyimpangan signifikan dari praktik yang ada atau yang 
menuntut jenis keahlian baru yang tidak mudah tersedia. Program 
capacity building sering tidak memadai dalam cakupan atau durasi 
untuk mengatasi kesenjangan kapasitas fundamental, yang mengarah 
pada masalah implementasi berulang. 

Resistensi budaya muncul dalam berbagai bentuk di berbagai kasus, 
menunjukkan pentingnya memahami dan mengatasi dimensi budaya 
dalam implementasi kebijakan. Resistensi dapat termanifestasi 
sebagai keengganan untuk mengadopsi teknologi baru, preferensi 
untuk praktik tradisional daripada prosedur modern, atau skeptisisme 
tentang manfaat perubahan yang diusulkan. 

Resistensi budaya tidak selalu irasional atau obstruktif, namun sering 
mencerminkan kekhawatiran yang sah tentang potensi dampak 
negatif pada hubungan yang mapan, nilai-nilai, atau praktik yang 
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dihargai oleh komunitas. Pendekatan yang efektif umumnya berusaha 
untuk memahami kekhawatiran budaya dan mengembangkan strategi 
implementasi yang menghormati nilai budaya sambil mencapai tujuan 
kebijakan. 

Kelangkaan sumber daya mempengaruhi hampir semua kasus yang 
diperiksa, meskipun dalam bentuk dan dengan dampak yang 
bervariasi. Kelangkaan dapat melibatkan sumber daya keuangan yang 
tidak memadai, sumber daya manusia terbatas dengan keterampilan 
yang sesuai, sumber daya teknis yang tidak mencukupi seperti 
peralatan atau fasilitas, atau kurangnya sumber daya institusional 
seperti kebijakan yang mendukung atau struktur organisasi. 

Masalah kelangkaan sumber daya sering menjadi lebih buruk dari 
waktu ke waktu karena ketidakmampuan untuk melakukan investasi 
yang diperlukan dalam capacity building, pengembangan 
infrastruktur, atau perbaikan sistem. Siklus negatif dapat berkembang 
di mana kendala sumber daya mencegah perbaikan yang dapat 
meningkatkan kemampuan generasi sumber daya. 

 

Pola Inovasi dan Strategi Adaptasi 

Analisis lintas kasus mengungkap pola menarik dalam bagaimana 
organisasi dan komunitas mengembangkan pendekatan inovatif untuk 
mengatasi tantangan dan mencapai tujuan. Adopsi digital muncul 
sebagai strategi umum di berbagai kasus, dengan organisasi 
memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, 
atau aksesibilitas. 

Namun, kesuksesan adopsi digital bervariasi secara signifikan 
tergantung pada kesiapan organisasi, infrastruktur teknis, penerimaan 
pengguna, dan sistem dukungan. Inisiatif digital yang paling berhasil 
menggabungkan deployment teknologi dengan perubahan organisasi, 
program pelatihan, dan sistem dukungan pengguna daripada 
bergantung semata-mata pada solusi teknologi. 

Model hibrid yang menggabungkan sistem formal dan informal 
muncul sering dalam kasus yang berhasil, menunjukkan nilai 
pendekatan yang membangun berdasarkan kekuatan yang ada 
daripada mencoba untuk menggantikan segala sesuatu dengan sistem 
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yang sepenuhnya baru. Pendekatan hibrid yang berhasil umumnya 
mempertahankan manfaat inti sistem tradisional sambil 
memperkenalkan kemampuan modern yang mengatasi keterbatasan 
atau persyaratan spesifik. 

Pendekatan partisipatif yang melibatkan komunitas dalam desain dan 
proses implementasi umumnya menghasilkan hasil yang lebih baik 
daripada pendekatan top-down yang mengabaikan pengetahuan atau 
preferensi lokal. Namun, pendekatan partisipatif memerlukan 
investasi signifikan dalam waktu dan sumber daya untuk konsultasi 
dan kolaborasi yang bermakna. 

Penyesuaian berbasis evidensi mencirikan implementasi yang lebih 
berhasil, dengan monitoring reguler, evaluasi, dan manajemen adaptif 
yang memungkinkan perbaikan berkelanjutan. Organisasi yang 
mengembangkan pendekatan sistematis untuk belajar dari 
pengalaman dan membuat penyesuaian yang terinformasi umumnya 
mencapai hasil jangka panjang yang lebih baik. 

 

Implikasi untuk Teori dan Praktik 

Analisis lintas kasus dari kasus administrasi publik Indonesia 
menyediakan wawasan signifikan yang dapat berkontribusi pada 
pemahaman teoretis maupun perbaikan praktis dalam bidang 
administrasi publik. Kontribusi teoretis muncul dari aspek unik konteks 
Indonesia yang menantang atau memperluas teori yang ada, 
sementara implikasi praktis menawarkan panduan untuk 
meningkatkan desain dan pendekatan implementasi kebijakan masa 
depan. 

 

Kontribusi Teoretis dan Wawasan Konseptual 

Teori adaptasi kontekstual menerima dukungan substansial dari kasus 
Indonesia, yang secara konsisten mendemonstrasikan pentingnya 
mengadaptasi kebijakan dan pendekatan implementasi pada konteks 
lokal daripada menerapkan solusi yang terstandardisasi. Namun, 
pengalaman Indonesia juga menunjukkan bahwa adaptasi kontekstual 
memerlukan pemahaman yang lebih canggih tentang faktor budaya, 
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institusional, dan struktural daripada yang sering diakui dalam 
literatur. 

Kasus Indonesia berkontribusi pada pemahaman bagaimana faktor 
budaya mempengaruhi implementasi kebijakan dalam cara yang 
melampaui resistensi atau penerimaan sederhana. Faktor budaya 
dapat menyediakan sumber daya untuk solusi inovatif, menciptakan 
peluang untuk pendekatan hibrid yang menggabungkan praktik 
tradisional dengan modern, dan menawarkan jalur alternatif untuk 
mencapai tujuan kebijakan yang mungkin lebih berkelanjutan 
daripada pendekatan konvensional. 

Teori governance multi-level memperoleh wawasan bernuansa dari 
pengalaman Indonesia dengan sistem yang kompleks seperti federal 
yang melibatkan berbagai tingkat pemerintahan dengan tanggung 
jawab yang tumpang tindih. Kasus Indonesia mendemonstrasikan baik 
manfaat potensial koordinasi lintas tingkat maupun tantangan 
persisten yang timbul dari peran yang tidak jelas, prioritas yang konflik, 
dan mekanisme koordinasi yang tidak memadai. 

Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa governance multi-level 
yang efektif memerlukan perhatian lebih pada hubungan informal dan 
jaringan yang melengkapi pengaturan institusional formal. Kesuksesan 
sering bergantung pada hubungan personal di antara aktor kunci dari 
tingkat yang berbeda, menunjukkan pentingnya modal sosial dalam 
sistem governance. 

Teori implementasi menerima kontribusi penting dari kasus Indonesia 
yang mendemonstrasikan interaksi kompleks antara desain kebijakan, 
kapasitas organisasi, dukungan politik, dan faktor lingkungan dalam 
menentukan hasil implementasi. Kasus Indonesia menunjukkan 
bahwa kesuksesan implementasi memerlukan perhatian pada 
interaksi dinamis di antara faktor-faktor ini daripada melihatnya 
sebagai variabel independen. 

Pengalaman Indonesia juga menyoroti pentingnya memahami 
implementasi sebagai proses berkelanjutan yang melibatkan 
pembelajaran dan adaptasi berkelanjutan daripada peristiwa satu kali 
yang dapat diselesaikan dan kemudian dilupakan. Implementasi yang 
berhasil umumnya melibatkan perhatian berkelanjutan pada 
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monitoring, problem-solving, dan perbaikan sistem selama periode 
yang diperpanjang. 

 

Implikasi Praktis dan Rekomendasi Kebijakan 

Rekomendasi desain kebijakan yang muncul dari analisis lintas kasus 
menekankan pentingnya menggabungkan fleksibilitas untuk adaptasi 
lokal sambil mempertahankan konsistensi dalam prinsip inti. Kebijakan 
yang menyediakan tujuan dan standar yang jelas namun 
memungkinkan variasi dalam pendekatan implementasi umumnya 
lebih berhasil dalam konteks yang beragam seperti Indonesia. 

Desain kebijakan juga harus menggabungkan mekanisme 
pembelajaran yang memungkinkan pengumpulan umpan balik yang 
sistematis, analisis pengalaman implementasi, dan penyesuaian 
kebijakan berdasarkan evidensi tentang apa yang berhasil dalam 
konteks yang berbeda. Pendekatan kebijakan adaptif umumnya lebih 
efektif daripada kebijakan kaku yang tidak dapat dimodifikasi dalam 
respons terhadap pengalaman. 

Strategi implementasi yang muncul dari pengalaman Indonesia 
menekankan pentingnya perhatian sistematis pada manajemen 
perubahan, keterlibatan stakeholder, dan capacity building dari tahap 
awal implementasi. Implementasi yang berhasil umumnya 
berinvestasi secara signifikan dalam mempersiapkan organisasi dan 
komunitas untuk perubahan daripada mengasumsikan bahwa 
kebijakan yang baik akan otomatis diimplementasikan secara efektif. 

Strategi implementasi juga harus mengakui bahwa perubahan 
berkelanjutan umumnya memerlukan kerangka waktu yang 
diperpanjang untuk membangun kemampuan, membangun rutinitas 
baru, dan melembagakan perbaikan. Pendekatan implementasi jangka 
pendek sering gagal untuk mencapai perubahan yang berlangsung 
karena perhatian yang tidak memadai pada persyaratan 
keberlanjutan. 

Kebutuhan capacity building yang diidentifikasi melalui analisis lintas 
kasus meliputi kapasitas teknis untuk area kebijakan spesifik maupun 
kapasitas manajemen umum yang mendukung implementasi yang 
efektif di berbagai domain kebijakan. Program capacity building 
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umumnya lebih efektif ketika mereka membangun berdasarkan 
kekuatan yang ada daripada mencoba untuk menggantikan segala 
sesuatu dengan kemampuan yang sepenuhnya baru. 

Pendekatan sistematis untuk capacity building yang meliputi 
dukungan berkelanjutan, peluang pembelajaran, dan asumsi tanggung 
jawab yang bertahap umumnya lebih efektif daripada program 
pelatihan satu kali yang menyediakan dukungan follow-up terbatas. 
Capacity building juga harus mengatasi sistem institusional yang 
mendukung kemampuan individual daripada berfokus secara eksklusif 
pada keterampilan individual. 

Arah penelitian masa depan yang muncul dari pengalaman Indonesia 
meliputi kebutuhan untuk pemahaman yang lebih baik tentang faktor 
budaya dalam implementasi kebijakan, pengembangan pendekatan 
yang diperbaiki untuk mengukur hasil implementasi dalam konteks 
yang kompleks, dan analisis faktor keberlanjutan jangka panjang untuk 
berbagai jenis inovasi kebijakan. 

Penelitian tambahan diperlukan pada efektivitas pendekatan yang 
berbeda untuk mengelola sistem governance multi-level, khususnya 
dalam konteks dengan tanggung jawab yang tumpang tindih dan 
mekanisme koordinasi yang terbatas. Penelitian komparatif dengan 
negara berkembang lain yang menghadapi tantangan serupa dapat 
menyediakan wawasan berharga untuk meningkatkan pendekatan 
Indonesia. 

Penelitian juga diperlukan pada peran teknologi dalam meningkatkan 
sistem governance, khususnya dalam konteks dengan infrastruktur 
terbatas atau kendala kapasitas. Memahami bagaimana teknologi 
dapat diintegrasikan secara efektif dengan sistem yang ada untuk 
mencapai perbaikan inkremental daripada memerlukan penggantian 
sistem total dapat menyediakan panduan praktis untuk banyak 
konteks negara berkembang. 

 

Kesimpulan 

Analisis komprehensif terhadap lima kelompok kasus administrasi 
publik Indonesia mengungkap kompleksitas fundamental yang 
melekat dalam implementasi kebijakan pada konteks negara 
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berkembang yang ditandai oleh diversitas geografis, kultural, dan 
struktural. Studi lintas kasus ini menyediakan evidensi empiris yang 
mendukung argumen teoretis tentang pentingnya adaptasi 
kontekstual, koordinasi multi-level, dan capacity building 
berkelanjutan dalam mencapai hasil governance yang efektif. 

 

Wawasan Kunci dan Temuan Utama 

Temuan utama menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi 
kebijakan administrasi publik Indonesia secara konsisten bergantung 
pada interaksi dinamis antara komitmen kepemimpinan, keterlibatan 
stakeholder, kapasitas adaptif, dan kecukupan sumber daya. Tidak ada 
faktor tunggal yang cukup untuk memastikan kesuksesan, namun 
ketiadaan faktor kritis manapun dapat secara signifikan 
mengkompromikan hasil implementasi. Pola ini konsisten di berbagai 
domain kebijakan, konteks geografis, dan tingkat organisasi yang 
diteliti. 

Analisis juga mengidentifikasi bahwa dikotomi tradisional antara 
sistem governance formal dan informal tidak memadai untuk 
memahami realitas Indonesia. Pendekatan hibrid yang secara kreatif 
mengintegrasikan persyaratan administratif formal dengan praktik 
tradisional dan sistem pengetahuan lokal sering menghasilkan hasil 
yang superior dibandingkan pendekatan yang mencoba untuk 
sepenuhnya menggantikan sistem yang ada dengan model yang 
diimpor. 

Faktor budaya muncul bukan hanya sebagai hambatan potensial untuk 
implementasi, namun juga sebagai sumber daya berharga yang dapat 
dimanfaatkan untuk mencapai tujuan kebijakan dalam cara yang lebih 
berkelanjutan dan sesuai secara lokal. Success stories secara konsisten 
mendemonstrasikan pentingnya memahami dan bekerja dengan 
dinamika budaya daripada mencoba untuk mengesampingkan atau 
mengabaikannya. 

 

Kontribusi Teoretis kepada Pengetahuan Global 

Pengalaman Indonesia berkontribusi secara signifikan pada diskursus 
internasional tentang implementation theory dengan 
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mendemonstrasikan bagaimana faktor spesifik konteks 
mempengaruhi hasil kebijakan dalam cara yang tidak sepenuhnya 
ditangkap oleh kerangka teoretis yang ada. Khususnya penting adalah 
wawasan tentang bagaimana sistem governance multi-level berfungsi 
dalam konteks negara berkembang dengan mekanisme koordinasi 
terbatas dan tanggung jawab yang tumpang tindih. 

Cultural adaptation theory menerima dukungan empiris yang 
substansial, namun kasus Indonesia juga mengungkap bahwa proses 
adaptasi lebih kompleks dan bernuansa daripada yang sering diakui 
dalam literatur. Adaptasi yang efektif memerlukan pemahaman 
mendalam konteks lokal, problem-solving kreatif untuk merekonsiliasi 
persyaratan yang konflik, dan komitmen berkelanjutan untuk bekerja 
melalui tantangan implementasi yang tidak terhindarkan muncul. 

Innovation theory dalam administrasi publik memperoleh wawasan 
penting dari pengalaman Indonesia dengan inovasi bottom-up yang 
muncul dari kebutuhan dan kendala lokal. Inovasi grassroots ini sering 
lebih berkelanjutan dan efektif daripada inovasi top-down yang 
dibebankan tanpa perhatian yang memadai pada konteks dan 
kemampuan lokal. 

 

Implikasi Praktis untuk Pengembangan Kebijakan 

Implikasi praktis untuk pengembangan kebijakan masa depan 
menekankan pentingnya merancang kebijakan yang menyediakan 
tujuan dan standar yang jelas sambil memungkinkan fleksibilitas yang 
cukup untuk adaptasi lokal. Kebijakan kaku yang tidak dapat 
dimodifikasi dalam respons terhadap pengalaman implementasi 
umumnya kurang berhasil daripada kebijakan adaptif yang 
menggabungkan mekanisme pembelajaran dan prosedur 
penyesuaian. 

Strategi implementasi harus secara sistematis mengatasi persyaratan 
manajemen perubahan dari tahap perencanaan awal, dengan 
perhatian khusus pada keterlibatan stakeholder, capacity building, dan 
sensitivitas budaya. Pendekatan implementasi jangka pendek 
umumnya tidak memadai untuk mencapai perubahan berkelanjutan 
yang memerlukan pergeseran fundamental dalam praktik organisasi 
atau perilaku komunitas. 
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Strategi mobilisasi sumber daya harus mendiversifikasi sumber 
pendanaan dan membangun kemampuan lokal untuk 
mempertahankan program melampaui periode implementasi awal. 
Ketergantungan pada pendanaan eksternal atau bantuan teknis 
menciptakan kerentanan yang dapat merusak keberlanjutan jangka 
panjang bahkan ketika implementasi awal berhasil. 

 

Arah Masa Depan dan Tantangan yang Muncul 

Tren yang muncul dalam administrasi publik Indonesia meliputi 
digitalisasi yang meningkat, tuntutan yang berkembang untuk 
partisipasi warga, dan tekanan untuk meningkatkan kualitas layanan 
dalam konteks dengan kendala sumber daya. Arah penelitian masa 
depan harus mengeksplorasi bagaimana tren ini berinteraksi dengan 
sistem governance yang ada dan adaptasi apa yang diperlukan untuk 
mencapai hasil yang diinginkan. 

Perubahan iklim, transisi demografi, dan tekanan pembangunan 
ekonomi menciptakan tantangan baru untuk administrasi publik 
Indonesia yang memerlukan pendekatan inovatif untuk desain dan 
implementasi kebijakan. Memahami bagaimana sistem governance 
yang ada dapat diadaptasi untuk mengatasi tantangan yang muncul ini 
merupakan prioritas penting untuk penelitian dan pengembangan 
kebijakan masa depan. 

Penelitian komparatif internasional dengan negara berkembang lain 
yang menghadapi tantangan serupa dapat menyediakan wawasan 
berharga untuk meningkatkan pendekatan Indonesia sambil juga 
berkontribusi pada pengetahuan global tentang governance yang 
efektif dalam konteks yang beragam dan menantang. Kerja komparatif 
semacam itu dapat membantu mengidentifikasi prinsip universal 
sambil juga mengklarifikasi faktor spesifik konteks yang memerlukan 
adaptasi lokal. 
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BAB 19  

EVALUASI DAN PENGUKURAN KINERJA ADMINISTRASI PUBLIK 

 

Pendahuluan 

Era transformasi digital telah mengubah paradigma fundamental 
pengukuran kinerja dalam administrasi publik, mendorong pergeseran 
dari pendekatan yang berorientasi pada kepatuhan menuju sistem 
yang berbasis kinerja. Perubahan ini mencerminkan tuntutan global 
terhadap akuntabilitas publik yang lebih transparan, efektif, dan 
responsif terhadap kebutuhan masyarakat (OECD, 2023). Di Indonesia, 
evolusi ini diwujudkan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah menunjukkan 
perkembangan signifikan dalam periode 2016-2019, dengan 
peningkatan skor rata-rata tingkat provinsi dari 70,20% menjadi 
96,60% pada kategori B (Salomo & Rahmayanti, 2023). 

Namun demikian, peningkatan skor tersebut masih menghadapi 
tantangan kompleks dalam implementasinya. Penelitian menunjukkan 
bahwa meskipun terjadi perbaikan dalam sistem akuntabilitas kinerja, 
proses perbaikan ini masih didominasi oleh formalisme di tingkat 
provinsi dan kabupaten/kota (Salomo & Rahmayanti, 2023). Hal ini 
mengindikasikan adanya kesenjangan antara pencapaian target formal 
dengan realisasi kinerja substantif yang sebenarnya. Fenomena ini 
menegaskan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam 
mengembangkan sistem evaluasi dan pengukuran kinerja yang tidak 
hanya memenuhi persyaratan regulasi, tetapi juga mampu mendorong 
peningkatan kualitas pelayanan publik secara nyata. 

Dalam konteks global, tren pengukuran kinerja sektor publik 
mengalami evolusi menuju sistem yang lebih terintegrasi, berbasis 
teknologi, dan berorientasi pada hasil. Organisasi untuk Kerjasama 
Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menekankan pentingnya 
penggunaan indikator kinerja yang tidak hanya mengukur efisiensi 
operasional, tetapi juga dampak terhadap kesejahteraan masyarakat 
dan kepuasan warga (OECD, 2023). Paradigma ini menuntut 
transformasi fundamental dalam cara pemerintah merancang, 
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mengimplementasikan, dan mengevaluasi program-program 
publiknya. 

Framework (kerangka kerja) teoritis evaluasi kinerja sektor publik 
dibangun atas prinsip-prinsip manajemen kinerja yang 
mengintegrasikan tiga subsistem utama: perencanaan strategis, 
sistem penganggaran berbasis kinerja, dan manajemen kinerja 
(Osborne & Gaebler, 1992). Integrasi ketiga subsistem ini 
memungkinkan terciptanya sistem akuntabilitas yang menyeluruh, 
dimana setiap rupiah yang dibelanjakan dapat ditelusuri kaitannya 
dengan program, aktivitas, dan target kinerja yang telah ditetapkan. 
Pendekatan ini sejalan dengan prinsip "money follow program" (uang 
mengikuti program) yang menjadi landasan filosofis SAKIP dalam 
mendorong efisiensi alokatif dan meningkatkan akuntabilitas 
pemerintah daerah. 

Roadmap (peta jalan) struktur Bab ini akan mengeksplorasi lima 
dimensi utama evaluasi dan pengukuran kinerja administrasi publik. 
Pertama, kerangka pengukuran kinerja sektor publik yang mencakup 
evolusi paradigma, framework SAKIP, dan adaptasi balanced scorecard 
(kartu skor berimbang). Kedua, metodologi evaluasi program 
pemerintah dengan fokus pada tipologi evaluasi, logic model (model 
logika), dan evaluasi metode campuran. Ketiga, sistem monitoring 
(pemantauan) dan evaluasi terpadu yang mengintegrasikan 
perencanaan, penganggaran, dan pengukuran kinerja dalam era 
digital. Keempat, pengembangan indikator kinerja dan dashboard 
governance (tata kelola dasbor) untuk mendukung pengambilan 
keputusan eksekutif. Kelima, evaluasi dampak dan pembelajaran 
organisasi sebagai mekanisme peningkatan berkelanjutan dalam 
administrasi publik Indonesia. 

 

19.1 Kerangka Pengukuran Kinerja Sektor Publik 

Evolusi Paradigma Pengukuran Kinerja: Dari Kepatuhan Menuju 
Keunggulan Kinerja 

Transformasi paradigma pengukuran kinerja dalam administrasi publik 
mencerminkan pergeseran fundamental dari orientasi input 
(masukan) menuju pengukuran berbasis hasil. Evolusi ini dimulai dari 
era administrasi publik tradisional yang menekankan pada kepatuhan 
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prosedural, berkembang melalui manajemen publik baru dengan 
fokus pada efisiensi operasional, hingga mencapai era tata kelola 
digital yang mengintegrasikan teknologi informasi dalam sistem 
pengukuran kinerja (Osborne & Gaebler, 1992). 

Dalam konteks Indonesia, pergeseran ini termanifestasi melalui 
evolusi dari sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(LAKIP) yang diperkenalkan pada tahun 1999, menuju SAKIP yang lebih 
komprehensif melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. 
Transformasi ini menandai perubahan dari pendekatan yang semata-
mata berorientasi pada pemenuhan persyaratan administratif menuju 
sistem yang secara aktif mendorong peningkatan kinerja substantif 
organisasi publik (Salomo & Rahmayanti, 2023). Pergeseran paradigma 
ini juga mencerminkan adopsi prinsip-prinsip keunggulan kinerja yang 
diadaptasi dari sektor privat dengan penyesuaian karakteristik unik 
sektor publik. 

Berbeda dengan sektor privat yang menggunakan keuntungan sebagai 
indikator utama keberhasilan, sektor publik memerlukan kerangka 
pengukuran yang mampu menangkap kompleksitas penciptaan nilai 
publik melalui berbagai dimensi seperti efektivitas program, efisiensi 
penggunaan sumber daya, kualitas pelayanan, dan dampak sosial 
jangka panjang (Akbar et al., 2012). Era digital governance (tata kelola 
digital) saat ini memungkinkan integrasi teknologi dalam sistem 
pengukuran yang memberikan real-time monitoring (pemantauan 
waktu nyata) dan analisis prediktif untuk mendukung pengambilan 
keputusan yang lebih responsif dan berbasis data. 

 

Framework SAKIP sebagai Standar Nasional Pengukuran Kinerja 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan 
instrumen nasional yang dirancang untuk mengintegrasikan 
perencanaan strategis, penganggaran berbasis kinerja, dan 
manajemen kinerja dalam satu sistem yang koheren. Framework SAKIP 
mengevaluasi lima komponen utama dengan sistem pembobotan 
yang mencerminkan prioritas strategis: Perencanaan Kinerja dengan 
bobot 30%, Pengukuran Kinerja 25%, Pelaporan Kinerja 15%, Evaluasi 
Internal 10%, dan Pencapaian Kinerja 20% (Salomo & Rahmayanti, 
2023). Sistem pembobotan ini dirancang untuk memberikan 
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penekanan yang proporsional pada aspek perencanaan dan 
pengukuran sebagai fondasi sistem akuntabilitas yang efektif. 

Cascading process (proses penjenjangan) dalam SAKIP memungkinkan 
integrasi vertikal antara perencanaan jangka menengah lima tahun 
dengan perencanaan tahunan melalui aplikasi logic model (model 
logika). Proses ini memastikan adanya keterkaitan yang erat antara 
visi-misi organisasi, penetapan kebijakan dan prioritas sektor, serta 
target output (keluaran) dan outcome (hasil) yang dilengkapi dengan 
indikator kinerja utama yang jelas dan terukur. Fungsi kedua SAKIP 
adalah membantu cascading perencanaan makro hingga ke tingkat 
organisasi dan unit organisasi dengan menggunakan logic model untuk 
menghasilkan perencanaan pembangunan terintegrasi bagi 
pemerintah daerah. 

Implementasi SAKIP telah menunjukkan tren positif dalam periode 
2016-2019, dengan peningkatan signifikan skor rata-rata tingkat 
provinsi. Data menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi yang pada 
tahun 2015 memperoleh nilai CC, pada periode 2016-2019 berhasil 
meningkat ke kategori B. Hanya satu provinsi yang masih berada dalam 
kategori CC pada tahun 2019, sementara Provinsi Yogyakarta secara 
konsisten memperoleh skor tertinggi AA pada periode 2018-2019 
(Salomo & Rahmayanti, 2023). Pencapaian ini menunjukkan efektivitas 
SAKIP sebagai instrumen transformasi menuju tata kelola berbasis 
kinerja, meskipun masih memerlukan perbaikan dalam aspek 
substansi implementasi di tingkat kabupaten dan kota. 

 

Adaptasi Balanced Scorecard untuk Konteks Administrasi Publik 
Indonesia 

Pengembangan balanced scorecard (kartu skor berimbang) untuk 
sektor publik memerlukan adaptasi substantif dari kerangka asli yang 
dirancang untuk organisasi bisnis. Adaptasi ini melibatkan modifikasi 
empat perspektif utama: perspektif keuangan yang diubah menjadi 
value for money (nilai untuk uang), perspektif pelanggan yang 
diperluas menjadi kepuasan warga, perspektif proses internal yang 
difokuskan pada keunggulan penyampaian layanan, dan perspektif 
pembelajaran dan pertumbuhan yang diorientasikan pada 
pengembangan kapasitas aparatur sipil negara. Modifikasi ini 
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diperlukan karena tujuan organisasi publik yang berbeda secara 
fundamental dari organisasi bisnis, dengan fokus pada penciptaan nilai 
publik daripada keuntungan finansial. 

Framework penciptaan nilai publik dalam balanced scorecard sektor 
publik mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan tata kelola 
dalam satu sistem pengukuran yang komprehensif. Perspektif 
ekonomi tidak hanya mengukur efisiensi penggunaan anggaran, tetapi 
juga dampak ekonomi jangka panjang dari program-program 
pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perspektif sosial 
mengevaluasi kontribusi organisasi publik terhadap pencapaian tujuan 
pembangunan berkelanjutan, termasuk pengurangan kemiskinan, 
peningkatan akses terhadap layanan dasar, dan penguatan kohesi 
sosial (Kurniawati et al., 2019). 

Pendekatan evaluasi responsif pemangku kepentingan dalam 
balanced scorecard sektor publik menekankan pentingnya 
mengintegrasikan perspektif berbagai kelompok kepentingan dalam 
proses pengukuran kinerja. Hal ini mencakup tidak hanya warga 
sebagai penerima layanan, tetapi juga pengawasan legislatif, 
organisasi masyarakat sipil, media, dan sektor privat sebagai mitra 
dalam penyediaan layanan publik. Pendekatan ini memastikan bahwa 
sistem pengukuran kinerja tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga 
legitimate (sah) secara politis dan dapat diterima secara sosial oleh 
berbagai kelompok stakeholder (pemangku kepentingan) yang terkait 
dengan organisasi publik. 

 

Hierarki Kinerja dan Rantai Pengukuran dalam Konteks Indonesia 

Pengembangan hierarki kinerja dalam administrasi publik Indonesia 
mengikuti continuum (rangkaian berkelanjutan) masukan-aktivitas-
keluaran-hasil-dampak yang memungkinkan pelacakan sistematis dari 
alokasi sumber daya hingga pencapaian dampak jangka panjang. 
Indikator masukan mengukur sumber daya yang dialokasikan untuk 
program tertentu, termasuk anggaran, sumber daya manusia, dan 
infrastruktur teknologi. Indikator aktivitas mengevaluasi proses 
implementasi program, seperti jumlah kegiatan yang dilaksanakan, 
frekuensi interaksi dengan stakeholders, dan kualitas proses 
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pelaksanaan. Hierarki ini memungkinkan organisasi publik untuk 
memahami bagaimana investasi sumber daya ditransformasi menjadi 
hasil yang bermakna bagi masyarakat. 

Indikator keluaran mengukur produk langsung dari aktivitas program, 
seperti jumlah layanan yang diberikan, jumlah peserta program, atau 
infrastruktur yang dibangun. Indikator hasil mengevaluasi perubahan 
yang terjadi pada populasi target sebagai akibat langsung dari 
program, seperti peningkatan kualitas layanan, perubahan perilaku 
masyarakat, atau peningkatan kapasitas institusi. Indikator dampak 
mengukur efek jangka panjang program terhadap kondisi sosial, 
ekonomi, dan lingkungan yang lebih luas (Poister, 2003). Hierarki ini 
sangat penting dalam konteks SAKIP karena membantu organisasi 
pemerintah untuk memahami theory of change (teori perubahan) 
yang mendasari program mereka dan mengidentifikasi titik-titik kritis 
dalam rantai nilai. 

"Hierarki kinerja administrasi publik Indonesia 
menggunakan continuum masukan-aktivitas-keluaran-
hasil-dampak untuk pelacakan sistematis transformasi 

sumber daya. Metodologi KPI mengadaptasi kriteria 
SMART mempertimbangkan desentralisasi, kapasitas 

fiskal, kondisi geografis-demografis lokal berbeda." 

 

Metodologi pengembangan Indikator Kinerja Utama dalam konteks 
Indonesia memerlukan adaptasi terhadap karakteristik unik sistem 
pemerintahan yang bersifat desentralisasi dengan variasi yang tinggi 
antar daerah. Metodologi pengembangan KPI (Indikator Kinerja 
Utama) harus mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual seperti 
kapasitas fiskal daerah, kondisi geografis dan demografis, serta tingkat 
pembangunan ekonomi lokal. Kriteria SMART - Specific (Spesifik), 
Measurable (Terukur), Achievable (Dapat Dicapai), Relevant (Relevan), 
Time-bound (Terikat Waktu) - memerlukan adaptasi khusus untuk 
memastikan bahwa indikator yang dikembangkan tidak hanya baik 
secara teknis tetapi juga sesuai konteks dan dapat diimplementasikan 
dalam kondisi kapasitas terbatas yang sering dihadapi pemerintah 
daerah. 
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19.2 Metodologi Evaluasi Program Pemerintah 

Tipologi Evaluasi Komprehensif dalam Administrasi Publik 

Pengembangan tipologi evaluasi yang komprehensif dalam 
administrasi publik memerlukan pemahaman mendalam tentang 
berbagai jenis evaluasi dan aplikasinya dalam konteks program 
pemerintah. Evaluasi formatif dilaksanakan selama proses 
implementasi program dengan tujuan memberikan feedback (umpan 
balik) waktu nyata untuk perbaikan dan penyesuaian program. Jenis 
evaluasi ini sangat penting dalam konteks program pemerintah yang 
kompleks dan dinamis, dimana perubahan kondisi eksternal atau 
internal dapat mempengaruhi efektivitas implementasi (Patton, 2014). 
Evaluasi formatif memungkinkan manajer program untuk melakukan 
penyesuaian strategis tanpa menunggu akhir periode implementasi. 

"Metodologi evaluasi program pemerintah mencakup 
tipologi formatif-sumatif-proses-dampak menggunakan 

logic model theory of change. Pendekatan metode 
campuran mengintegrasikan analisis kuantitatif-kualitatif 
dengan evaluasi responsif stakeholder partisipatif untuk 

penilaian komprehensif akuntabel." 

Evaluasi sumatif dilakukan pada akhir periode program atau pada 
pencapaian tertentu untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan 
dampak program secara keseluruhan. Dalam konteks administrasi 
publik Indonesia, evaluasi sumatif sering digunakan untuk menilai 
keberhasilan program pembangunan jangka menengah atau untuk 
membuat keputusan tentang keberlanjutan program. Evaluasi proses 
berfokus pada bagaimana program diimplementasikan, termasuk 
analisis terhadap mekanisme pelaksanaan, kualitas proses, dan faktor-
faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi. Jenis evaluasi ini 
sangat penting untuk memahami mengapa program berhasil atau 
gagal, tidak hanya apa hasilnya. 

Evaluasi dampak merupakan jenis evaluasi yang paling kompleks dan 
menantang, karena berusaha mengukur perubahan jangka panjang 
yang dapat diatribusikan secara langsung kepada program. Dalam 
konteks pemerintahan, evaluasi dampak memerlukan desain 
metodologi yang canggih untuk dapat memisahkan efek program dari 
faktor-faktor eksternal lainnya yang mungkin mempengaruhi outcome 
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yang diukur (Ateh et al., 2020). Evaluasi pengembangan merupakan 
pendekatan relatif baru yang sangat relevan untuk program-program 
inovatif atau dalam konteks yang sangat dinamis, yang tidak hanya 
mengukur keberhasilan program terhadap target yang telah 
ditetapkan, tetapi juga membantu program untuk beradaptasi dan 
berkembang dalam menghadapi perubahan kondisi dan pembelajaran 
baru. 

 

Pendekatan Logic Model untuk Desain dan Evaluasi Program 

Logic model (model logika) merupakan alat visual dan konseptual yang 
menggambarkan hubungan kausal antara sumber daya program, 
aktivitas, output, outcome, dan impact (dampak) jangka panjang. 
Dalam konteks administrasi publik Indonesia, logic model telah 
menjadi instrumen wajib dalam SAKIP untuk memastikan adanya 
keterkaitan logis antara alokasi anggaran dengan pencapaian tujuan 
program (Salomo & Rahmayanti, 2023). Model ini membantu 
organisasi pemerintah untuk memahami bagaimana investasi mereka 
diharapkan menghasilkan perubahan yang diinginkan dan 
mengidentifikasi asumsi-asumsi yang mendasari theory of change 
mereka. 

Pengembangan Teori Perubahan untuk desain program memerlukan 
artikulasi yang jelas tentang bagaimana dan mengapa program 
diharapkan dapat menghasilkan perubahan yang diinginkan. Proses ini 
melibatkan identifikasi asumsi-asumsi yang mendasari hubungan 
kausal antara berbagai komponen program. Dalam konteks program 
pemerintah, asumsi ini sering kali berkaitan dengan perilaku birokrasi, 
respons masyarakat, kondisi ekonomi makro, dan faktor-faktor politik 
yang dapat mempengaruhi implementasi dan efektivitas program. 
Pemetaan asumsi ini penting untuk mengidentifikasi risiko-risiko 
potensial dan mengembangkan strategi mitigasi yang tepat. 

Pemetaan rantai kausal dalam logic model membantu 
mengidentifikasi hambatan potensial dan faktor kunci keberhasilan 
dalam implementasi program. Proses pemetaan ini juga 
memungkinkan identifikasi terhadap faktor eksternal yang berada di 
luar kontrol program tetapi dapat mempengaruhi pencapaian 
outcome yang diharapkan. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini 
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penting untuk mengembangkan strategi mitigasi risiko dan rencana 
contingency (kontingensi). Pemilihan indikator kinerja dalam kerangka 
logic model memerlukan pertimbangan hati-hati terhadap kelayakan 
pengumpulan data, efektivitas biaya sistem monitoring, dan relevansi 
indikator terhadap stakeholder kunci. 

 

Kerangka Evaluasi Metode Campuran untuk Penilaian Komprehensif 

Evaluasi metode campuran mengkombinasikan kekuatan pendekatan 
kuantitatif dalam mengukur besaran perubahan dengan pendekatan 
kualitatif dalam memahami mekanisme dan konteks yang 
mempengaruhi efektivitas program. Pendekatan ini sangat relevan 
untuk evaluasi program pemerintah yang kompleks, dimana data 
kuantitatif memberikan bukti tentang apa yang berhasil, sementara 
data kualitatif menjelaskan bagaimana dan mengapa program berhasil 
atau gagal (Creswell & Creswell, 2018). Integrasi kedua pendekatan ini 
memungkinkan evaluasi yang lebih komprehensif dan memberikan 
pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika implementasi 
program. 

Analisis data kuantitatif dalam evaluasi metode campuran mencakup 
analisis tren statistik, studi korelasi, dan dalam beberapa kasus, desain 
quasi-eksperimental untuk mengukur efek kausal program. Dalam 
konteks SAKIP, analisis kuantitatif memanfaatkan data skor kinerja 
yang dikumpulkan secara sistematis oleh Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk 
mengidentifikasi tren dan pola dalam implementasi akuntabilitas 
kinerja di berbagai tingkat pemerintahan (Salomo & Rahmayanti, 
2023). Data kuantitatif ini memberikan dasar empiris yang kuat untuk 
mengidentifikasi variasi kinerja antar daerah dan faktor-faktor yang 
berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi. 

Penilaian kualitatif mencakup wawancara mendalam dengan 
stakeholder kunci, diskusi kelompok terfokus dengan penerima 
manfaat program, dan studi observasional terhadap proses 
implementasi. Dalam konteks evaluasi SAKIP, data kualitatif 
dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat 
pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk memahami 
faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sistem akuntabilitas 
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kinerja, termasuk pengaturan regulasi, faktor normatif, budaya 
kognitif, dan masalah manajemen. Metodologi triangulasi dalam 
evaluasi metode campuran bertujuan untuk meningkatkan validitas 
dan reliabilitas temuan evaluasi melalui konvergensi bukti dari 
berbagai sumber, yang tidak hanya melibatkan penggabungan data 
kuantitatif dan kualitatif, tetapi juga triangulasi sumber data, metode 
pengumpulan data, dan perspektif analisis yang berbeda. 

 

Evaluasi Responsif Stakeholder dan Pendekatan Partisipatif 

Keterlibatan multi-stakeholder dalam desain evaluasi merupakan 
prinsip fundamental dalam evaluasi responsif stakeholder yang 
mengakui bahwa berbagai kelompok stakeholder memiliki perspektif, 
kepentingan, dan kriteria keberhasilan yang berbeda terhadap 
program pemerintah. Proses keterlibatan ini dimulai dari tahap 
perencanaan evaluasi, dimana stakeholders dilibatkan dalam 
menentukan pertanyaan evaluasi, metodologi yang akan digunakan, 
dan kriteria yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan program 
(Patton, 2014). Pendekatan ini memastikan bahwa evaluasi tidak 
hanya relevan secara teknis tetapi juga bermakna bagi berbagai pihak 
yang terlibat dalam atau terdampak oleh program. 

Pendekatan evaluasi partisipatif memberikan peran aktif kepada 
stakeholders, khususnya penerima manfaat program, untuk tidak 
hanya menjadi objek evaluasi tetapi juga subjek yang aktif dalam 
proses evaluasi. Dalam konteks program pemerintah Indonesia, 
pendekatan ini sangat relevan untuk program-program yang 
melibatkan partisipasi masyarakat, seperti program pemberdayaan 
masyarakat, pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, atau 
program peningkatan pelayanan publik. Pendekatan partisipatif tidak 
hanya meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan, tetapi juga 
memperkuat kepemilikan stakeholders terhadap hasil evaluasi dan 
rekomendasi yang dihasilkan. 

Integrasi suara warga dalam penilaian kinerja merupakan komponen 
penting dalam evaluasi program pemerintah yang demokratis dan 
akuntabel. Mekanisme untuk mengintegrasikan suara warga 
mencakup survei kepuasan warga, dengar pendapat publik, audit 
sosial, dan proses penganggaran partisipatif. Dalam konteks SAKIP, 
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suara warga dapat diintegrasikan melalui kartu laporan warga yang 
mengevaluasi kualitas pelayanan publik dari perspektif pengguna 
layanan (Reddick et al., 2024). Mekanisme umpan balik merupakan 
komponen esensial dalam evaluasi responsif stakeholder untuk 
memastikan bahwa hasil evaluasi dapat digunakan untuk perbaikan 
berkelanjutan program, yang memerlukan pembentukan saluran yang 
jelas untuk komunikasi hasil evaluasi kepada pelaksana, pembuat 
kebijakan, dan stakeholders lainnya. 

 

19.3 Sistem Monitoring Dan Evaluasi Terpadu 

Arsitektur Sistem Monitoring Waktu Nyata untuk Pengambilan 
Keputusan Eksekutif 

Pengembangan arsitektur sistem monitoring waktu nyata dalam 
administrasi publik memerlukan integrasi yang mulus antara 
infrastruktur teknologi, sistem manajemen data, dan proses 
pengambilan keputusan. Dashboard (dasbor) kinerja digital telah 
menjadi instrumen penting untuk mendukung pengambilan 
keputusan eksekutif melalui penyediaan informasi kinerja yang terkini, 
komprehensif, dan dapat ditindaklanjuti (Pratama & Imawan, 2019). 
Sistem ini memungkinkan para pemimpin eksekutif untuk memantau 
kinerja organisasi secara real-time dan membuat keputusan yang lebih 
responsif terhadap perubahan kondisi operasional. 

Sistem monitoring waktu nyata memungkinkan identifikasi dini 
terhadap penyimpangan kinerja sehingga tindakan korektif dapat 
dilakukan secara proaktif sebelum masalah menjadi lebih serius. 
Dalam konteks pemerintahan, sistem peringatan dini sangat penting 
untuk monitoring implementasi program-program strategis, 
pelaksanaan anggaran, dan kinerja penyampaian layanan. 
Kemampuan untuk mendeteksi dan merespons deviasi secara cepat 
dapat secara signifikan meningkatkan efektivitas program dan 
mencegah pemborosan sumber daya. Sistem ini juga memfasilitasi 
accountability (akuntabilitas) yang lebih baik dengan menyediakan 
jejak audit yang komprehensif dari semua aktivitas dan keputusan. 

Sistem pengumpulan dan visualisasi data otomatis mengurangi beban 
kerja manual dan meningkatkan akurasi serta ketepatan waktu 
informasi yang tersedia untuk pengambil keputusan. Integrasi dengan 
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sistem informasi pemerintah yang sudah ada memungkinkan 
streaming data waktu nyata dari berbagai sumber seperti sistem 
manajemen keuangan, sistem informasi sumber daya manusia, dan 
platform penyampaian layanan. Teknik visualisasi data dalam 
dashboard eksekutif harus dirancang untuk memfasilitasi pemahaman 
cepat dan pengambilan keputusan berdasar informasi oleh eksekutif 
senior yang memiliki keterbatasan waktu dan memerlukan gambaran 
tingkat tinggi dari kinerja di berbagai dimensi. 

 

Integrasi Perencanaan-Penganggaran-Kinerja dalam Era Digital 

Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja merupakan komponen 
inti dari sistem M&E (monitoring dan evaluasi) terpadu yang 
menghubungkan alokasi anggaran dengan pencapaian target kinerja. 
Dalam konteks Indonesia, implementasi PBB (Penganggaran Berbasis 
Kinerja) melalui SAKIP telah menunjukkan perbaikan dalam efisiensi 
alokatif melalui penguatan keterkaitan antara alokasi anggaran 
dengan hasil program (Salomo & Rahmayanti, 2023). Sistem ini 
memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya 
berdasarkan prioritas strategis dan hasil kinerja yang terukur, sehingga 
meningkatkan value for money dalam pengeluaran publik. 

Aplikasi prinsip "money follow program" (uang mengikuti program) 
memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan dapat ditelusuri 
kaitannya dengan program spesifik, kegiatan, dan indikator kinerja. 
Prinsip ini tidak hanya meningkatkan transparansi dalam penggunaan 
anggaran, tetapi juga memperkuat mekanisme akuntabilitas melalui 
pembentukan hubungan kausal yang jelas antara masukan sumber 
daya dan hasil yang diharapkan. Peningkatan efisiensi alokatif melalui 
pemanfaatan data kinerja memungkinkan lembaga pemerintah untuk 
mengoptimalkan alokasi sumber daya berdasarkan bukti tentang 
efektivitas program. 

Transformasi digital dalam proses penganggaran telah memungkinkan 
otomatisasi berbagai tugas administratif dan perbaikan dalam akurasi 
serta kecepatan penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Sistem e-
budgeting (penganggaran elektronik) mengintegrasikan perencanaan, 
penganggaran, dan monitoring kinerja dalam platform tunggal yang 
memfasilitasi koordinasi antar lembaga dan meningkatkan koherensi 
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keseluruhan dari operasi pemerintah. Integrasi ini memungkinkan 
sinkronisasi yang lebih baik antara alokasi anggaran dengan prioritas 
kebijakan dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen 
perencanaan strategis. 

 

Transformasi Digital dalam M&E: Big Data dan Aplikasi Kecerdasan 
Buatan 

Integrasi platform e-governance (pemerintahan elektronik) dalam 
sistem M&E menciptakan ekosistem digital yang komprehensif untuk 
mengelola seluruh siklus manajemen kinerja dari perencanaan hingga 
evaluasi. Integrasi ini memungkinkan alur kerja yang efisien, 
pengurangan duplikasi, dan koordinasi yang lebih baik antara lembaga 
perencanaan, lembaga pelaksana, dan badan pengawas (Jauhari et al., 
2020). Ekosistem digital ini juga memfasilitasi berbagi data antar 
lembaga dan meningkatkan konsistensi dalam penggunaan definisi, 
standar, dan metodologi pengukuran kinerja. 

Analitik big data (data besar) untuk pengenalan pola dalam data 
kinerja pemerintah membuka peluang baru untuk mengidentifikasi 
tren, anomali, dan korelasi yang mungkin tidak jelas melalui metode 
analisis tradisional. Kemampuan untuk memproses volume besar dari 
data terstruktur dan tidak terstruktur memungkinkan analisis yang 
lebih canggih dari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja program 
dan identifikasi peluang untuk perbaikan. Analitik big data juga dapat 
membantu dalam mengidentifikasi pola-pola tersembunyi dalam data 
yang dapat menginformasikan pengambilan keputusan strategis dan 
perencanaan program di masa depan. 

Aplikasi kecerdasan buatan dalam analitik prediktif dapat secara 
signifikan meningkatkan kemampuan pemerintah untuk 
mengantisipasi tantangan dan peluang kinerja masa depan. Algoritma 
machine learning (pembelajaran mesin) dapat digunakan untuk 
mengembangkan model prediktif yang membantu lembaga 
pemerintah untuk perencanaan proaktif dan optimalisasi alokasi 
sumber daya. Dalam konteks SAKIP, aplikasi AI (Kecerdasan Buatan) 
dapat membantu dalam memprediksi daerah mana yang 
kemungkinan akan mengalami tantangan implementasi dan 
memerlukan dukungan tambahan. Sistem pelaporan otomatis 
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mengurangi beban administratif pada lembaga pemerintah sambil 
meningkatkan konsistensi dan ketepatan waktu dari laporan kinerja. 

 

Kerangka Institusional untuk M&E: Koordinasi dan Pengembangan 
Kapasitas 

Peran MoAB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi) sebagai koordinator nasional dalam implementasi 
SAKIP mencakup pengembangan standar, penyediaan bantuan teknis, 
dan monitoring kepatuhan di seluruh tingkat pemerintahan. Fungsi 
koordinasi ini penting untuk memastikan konsistensi dalam 
pendekatan M&E dan memfasilitasi berbagi pengetahuan dan 
penyebaran praktik terbaik antar lembaga pemerintah (Salomo & 
Rahmayanti, 2023). Koordinasi nasional juga membantu dalam 
harmonisasi sistem dan prosedur M&E sehingga data kinerja dapat 
dibandingkan secara bermakna antar lembaga dan tingkat 
pemerintahan. 

Program pengembangan kapasitas untuk pemerintah daerah 
merupakan komponen kritis dari implementasi sistem M&E yang 
berhasil. Program ini mencakup pelatihan pada metodologi M&E, 
penggunaan alat dan sistem M&E, dan pengembangan keterampilan 
analitis yang diperlukan untuk manajemen kinerja yang efektif. Dalam 
konteks Indonesia dengan variasi signifikan dalam kapasitas di 
berbagai daerah, pendekatan pengembangan kapasitas yang terarah 
diperlukan untuk mengatasi kebutuhan spesifik dari konteks yang 
berbeda. Program ini harus disesuaikan dengan tingkat kapasitas awal 
daerah dan mencakup mentoring jangka panjang untuk memastikan 
keberlanjutan peningkatan kapasitas. 

Mekanisme koordinasi antar-pemerintahan memfasilitasi kolaborasi 
efektif antara berbagai tingkat pemerintahan dan sektor dalam 
kegiatan M&E. Mekanisme koordinasi ini mencakup pembentukan 
kelompok kerja, pertemuan koordinasi rutin, dan pengembangan 
protokol bersama untuk berbagi data dan pelaporan. Koordinasi yang 
efektif penting untuk menghindari duplikasi upaya dan memastikan 
bahwa kegiatan M&E berkontribusi pada tujuan pemerintah yang 
lebih luas. Mekanisme quality assurance (jaminan kualitas) dalam 
sistem M&E memastikan bahwa data yang dikumpulkan dan analisis 
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yang dilakukan memenuhi standar yang ditetapkan untuk akurasi, 
reliabilitas, dan validitas. 

 

19.4 Indikator Kinerja dan Dashboard Governance 

Hierarki Indikator Kinerja: Tingkat Strategis, Taktis, dan Operasional 

Pengembangan hierarki indikator kinerja yang komprehensif dalam 
administrasi publik memerlukan diferensiasi jelas antara indikator 
tingkat strategis yang mengukur pencapaian terhadap visi-misi 
organisasi, indikator tingkat taktis yang mengevaluasi efektivitas 
program dan kebijakan spesifik, dan indikator tingkat operasional yang 
monitor kinerja penyampaian layanan sehari-hari. Indikator tingkat 
strategis dalam konteks pemerintahan sering dikaitkan dengan tujuan 
pembangunan nasional dan hasil masyarakat jangka panjang yang 
memerlukan upaya berkelanjutan selama bertahun-tahun dan siklus 
pemerintahan. Hierarki ini memungkinkan organisasi untuk 
menyelaraskan kegiatan operasional dengan tujuan strategis jangka 
panjang. 

Indikator pencapaian visi-misi harus dirancang untuk menangkap 
esensi dari tujuan organisasi dalam istilah terukur yang dapat jelas 
menunjukkan kemajuan menuju aspirasi yang dinyatakan. Dalam 
konteks SAKIP, indikator strategis terkait dengan kontribusi lembaga 
pemerintah terhadap program prioritas nasional dan pencapaian 
target kinerja utama yang selaras dengan rencana pembangunan 
jangka menengah (Salomo & Rahmayanti, 2023). Indikator tingkat 
taktis berfokus pada ukuran efektivitas program yang mengevaluasi 
apakah program dan kebijakan spesifik mencapai hasil yang 
dimaksudkan, yang biasanya mengukur hasil menengah yang dapat 
langsung dikaitkan dengan intervensi pemerintah. 

Indikator tingkat operasional fokus pada metrik penyampaian layanan 
yang dapat langsung dialami oleh warga dan stakeholders. Indikator ini 
mencakup ukuran seperti waktu respons, tingkat akurasi, aksesibilitas, 
dan kepuasan pengguna dengan layanan pemerintah. Indikator 
operasional sangat penting untuk manajemen sehari-hari dan 
memberikan umpan balik segera tentang kualitas layanan dan area 
yang memerlukan perhatian segera. Pengukuran lintas sektor 
mencakup indikator kualitas tata kelola yang mengevaluasi aspek-
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aspek seperti transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan efektivitas 
dalam penyampaian layanan publik yang dapat diterapkan di berbagai 
sektor dan tingkat pemerintahan. 

 

Adaptasi Kriteria SMART untuk KPI Sektor Publik 

Adaptasi kriteria SMART untuk konteks sektor publik memerlukan 
pertimbangan hati-hati terhadap karakteristik unik organisasi publik 
dan kompleksitas penciptaan nilai publik. Kriteria spesifik dalam sektor 
publik harus mengakomodasi perspektif berbagai stakeholder dan 
tujuan kebijakan kompleks yang sering tidak dapat direduksi menjadi 
ukuran tunggal sederhana. Definisi outcome yang jelas dalam konteks 
publik memerlukan artikulasi tidak hanya perubahan apa yang 
diharapkan, tetapi juga untuk siapa, dalam kondisi apa, dan dalam 
kerangka waktu apa. Kompleksitas ini memerlukan pengembangan 
indikator yang dapat menangkap nuansa dari public value creation 
(penciptaan nilai publik). 

Kriteria terukur menghadapi tantangan khusus dalam sektor publik 
karena banyak hasil penting secara inheren sulit untuk dikuantifikasi, 
seperti kohesi sosial, kepercayaan pada pemerintah, atau partisipasi 
demokratis. Metrik yang dapat dikuantifikasi dengan penetapan 
baseline (garis dasar) memerlukan investasi dalam sistem 
pengumpulan data dan mungkin memerlukan pengembangan 
indikator proksi untuk konsep yang tidak dapat langsung diukur. 
Penetapan baseline sangat penting dalam konteks SAKIP karena 
memungkinkan pelacakan perbaikan seiring waktu dan memfasilitasi 
analisis komparatif di berbagai unit pemerintah. 

Kriteria dapat dicapai harus menyeimbangkan penetapan target 
realistis dengan ambisi untuk perbaikan signifikan. Target realistis 
yang mempertimbangkan kendala sumber daya penting untuk 
mempertahankan kredibilitas sistem manajemen kinerja dan 
memastikan bahwa target dapat secara wajar dicapai dengan sumber 
daya tersedia dan dalam kerangka waktu yang diberikan. Namun, 
target juga harus cukup menantang untuk memotivasi peningkatan 
kinerja dan mendorong organisasi menuju tingkat pencapaian yang 
lebih tinggi. Kriteria relevan memerlukan penyelarasan kuat antara 
indikator dan tujuan kebijakan yang lebih luas, prioritas nilai publik, 



Gunawan Undang & Deden Suhendar 
Administrasi Publik Kontemporer: Teori, Praktik, dan Transformasi Digital Lintas Negara 

 

445 
 

dan ekspektasi stakeholder, yang tidak hanya mencakup efisiensi dan 
efektivitas, tetapi juga keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan 
responsivitas kepada kebutuhan publik. 

 

Sistem Pengukuran Kepuasan Warga dan Penilaian Kualitas Layanan 

Survei kepuasan multi-dimensi merupakan pendekatan komprehensif 
untuk mengukur persepsi warga terhadap kinerja pemerintah di 
berbagai dimensi penyampaian layanan. Survei ini biasanya mengukur 
kepuasan dengan aspek berbeda seperti aksesibilitas, responsivitas, 
reliabilitas, kompetensi staf, kesopanan, dan kepuasan keseluruhan 
dengan layanan yang diterima. Pendekatan multi-dimensi mengakui 
bahwa kepuasan warga merupakan fenomena kompleks yang 
dipengaruhi oleh berbagai faktor dan tidak dapat secara memadai 
ditangkap melalui penilaian tunggal menyeluruh (Reddick et al., 2024). 
Survei ini memberikan wawasan yang berharga tentang aspek-aspek 
spesifik dari layanan yang memerlukan perbaikan. 

Penilaian persepsi kualitas layanan menggunakan kerangka seperti 
SERVQUAL yang diadaptasi untuk konteks sektor publik. Penilaian ini 
mengukur kesenjangan antara ekspektasi warga dan pengalaman 
penyampaian layanan aktual di berbagai dimensi seperti hal-hal nyata, 
reliabilitas, responsivitas, jaminan, dan empati. Pemahaman 
kesenjangan persepsi penting untuk mengidentifikasi area dimana 
perbaikan layanan dapat memiliki dampak terbesar pada kepuasan 
warga dan kepercayaan pada pemerintah. Pengukuran ini membantu 
organisasi publik untuk memahami tidak hanya tingkat kepuasan saat 
ini, tetapi juga area spesifik yang memerlukan perhatian untuk 
meningkatkan kualitas layanan. 

Pengukuran efektivitas penanganan keluhan mengevaluasi seberapa 
baik organisasi pemerintah merespons keluhan warga dan 
menyelesaikan masalah layanan. Sistem penanganan keluhan yang 
efektif tidak hanya menyelesaikan masalah individual tetapi juga 
memberikan umpan balik berharga untuk perbaikan layanan 
sistematis. Metrik untuk efektivitas penanganan keluhan mencakup 
waktu respons, tingkat penyelesaian, kepuasan warga dengan proses 
penyelesaian keluhan, dan penggunaan data keluhan untuk 
mendorong perbaikan layanan. Evaluasi inisiatif co-production (ko-
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produksi) menilai efektivitas upaya untuk melibatkan warga sebagai 
mitra aktif dalam desain dan penyampaian layanan, yang mengakui 
bahwa warga dapat memainkan peran penting tidak hanya sebagai 
konsumen layanan tetapi juga sebagai pencipta bersama dan 
penyampai bersama nilai publik. 

 

Kerangka Pengukuran Nilai Publik dan Akuntabilitas Demokratis 

Penilaian value for money dalam sektor publik melampaui kalkulasi 
efisiensi biaya sederhana untuk mencakup evaluasi yang lebih luas 
tentang apakah investasi publik menghasilkan pengembalian yang 
sesuai dalam istilah manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan. 
Penilaian ini memerlukan pengembangan metodologi yang dapat 
menangkap manfaat tidak berwujud seperti kohesi sosial yang lebih 
baik, partisipasi demokratis yang ditingkatkan, atau ketidaksetaraan 
yang berkurang yang mungkin tidak mudah dikuantifikasi dalam istilah 
moneter. Kerangka value for money dalam sektor publik harus 
mempertimbangkan tidak hanya efisiensi dalam penggunaan sumber 
daya, tetapi juga efektivitas dalam mencapai tujuan kebijakan dan 
dampak jangka panjang pada kesejahteraan masyarakat. 

Kuantifikasi dampak sosial mewakili salah satu aspek paling 
menantang dari pengukuran nilai publik. Upaya kuantifikasi harus 
memperhitungkan baik dampak langsung program pemerintah pada 
populasi target dan efek luberan yang lebih luas pada kesejahteraan 
masyarakat dan pembangunan sosial. Metodologi untuk kuantifikasi 
dampak sosial mencakup analisis social return on investment (SROI), 
kalkulasi quality-adjusted life years (QALY), dan berbagai bentuk 
analisis biaya-manfaat yang menggabungkan teknik penilaian sosial. 
Metodologi ini membantu organisasi publik untuk mengartikulasikan 
dan mengkomunikasikan nilai yang mereka ciptakan bagi masyarakat. 

Indikator kepercayaan dan keyakinan warga mengukur sejauh mana 
warga memiliki keyakinan dalam institusi pemerintah dan 
kepercayaan bahwa pemerintah bertindak dalam kepentingan 
mereka. Indikator kepercayaan sangat penting dalam masyarakat 
demokratis karena kepercayaan fundamental untuk legitimasi 
tindakan pemerintah dan kemauan warga untuk mematuhi kebijakan 
pemerintah dan berpartisipasi dalam proses demokratis. Pengukuran 
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kepercayaan warga biasanya melibatkan survei yang menilai berbagai 
dimensi kepercayaan seperti kompetensi, integritas, kebajikan, dan 
prediktabilitas tindakan pemerintah. Ukuran akuntabilitas demokratis 
mengevaluasi sejauh mana institusi pemerintah responsif kepada 
preferensi warga, transparan dalam operasi mereka, dan tunduk pada 
pengawasan efektif yang mencakup penilaian transparansi dalam 
proses pengambilan keputusan, aksesibilitas informasi tentang 
kegiatan pemerintah, peluang untuk partisipasi warga dalam proses 
kebijakan, dan efektivitas mekanisme pengawasan. 

 

19.5 Evaluasi Dampak dan Pembelajaran Organisasi 

Teori Perubahan untuk Penilaian Dampak Jangka Panjang 

Pengembangan Teori Perubahan untuk penilaian dampak jangka 
panjang memerlukan pemetaan komprehensif dari jalur kausal 
kompleks yang menghubungkan intervensi pemerintah dengan hasil 
sosial utama yang diinginkan. Dalam konteks administrasi publik 
Indonesia, pengembangan teori perubahan sangat menantang karena 
kebutuhan untuk memperhitungkan berbagai tingkat tindakan 
pemerintah, konteks sosial-ekonomi beragam di berbagai daerah, dan 
interaksi kompleks antara berbagai domain kebijakan (Ateh et al., 
2020). Teori perubahan yang efektif harus dapat mengartikulasikan 
tidak hanya apa yang diharapkan terjadi, tetapi juga bagaimana dan 
mengapa perubahan tersebut diharapkan terjadi dalam konteks 
spesifik implementasi program. 

"Evaluasi dampak jangka panjang menggunakan teori 
perubahan memetakan jalur kausal kompleks intervensi 

pemerintah menuju outcome sosial melalui analisis 
atribusi versus kontribusi. Adaptasi analisis biaya-manfaat 

mencakup social return on investment dan value for 
money. Sistem manajemen pengetahuan memfasilitasi 

pembelajaran institusional, replikasi praktik terbaik, 
analisis kegagalan, dan transformasi budaya menuju 

organisasi pembelajar berbasis perbaikan berkelanjutan." 

Pemetaan outcome jangka panjang memerlukan identifikasi hasil 
menengah yang berfungsi sebagai batu loncatan menuju dampak 
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utama. Proses pemetaan harus mempertimbangkan kerangka waktu 
realistis untuk mencapai berbagai jenis outcome, mengakui bahwa 
beberapa perubahan mungkin memerlukan dekade untuk sepenuhnya 
terwujud. Dalam konteks implementasi SAKIP, outcome jangka 
panjang mungkin mencakup perubahan budaya institusi, kinerja 
pemerintah yang lebih baik, kepercayaan publik yang ditingkatkan, 
dan pada akhirnya hasil pembangunan yang lebih baik untuk 
masyarakat Indonesia. Pemetaan ini membantu organisasi untuk 
memahami bagaimana investasi mereka berkontribusi pada 
perubahan sistemik yang lebih luas. 

Analisis atribusi versus kontribusi mewakili perbedaan metodologis 
kritis dalam penilaian dampak. Analisis atribusi berupaya untuk 
menetapkan hubungan kausal langsung antara intervensi spesifik dan 
outcome yang diamati, sementara analisis kontribusi mengambil 
pendekatan lebih bernuansa yang mengakui bahwa outcome sosial 
kompleks biasanya dihasilkan dari berbagai faktor berkontribusi. 
Dalam konteks program pemerintah, analisis kontribusi sering lebih 
tepat karena mengakui bahwa pemerintah tidak beroperasi dalam 
ruang hampa tetapi dalam lingkungan kompleks dengan banyak 
pengaruh lain pada outcome sosial. Identifikasi konsekuensi yang tidak 
diinginkan merupakan komponen kritis penilaian dampak 
komprehensif yang mengakui bahwa intervensi pemerintah dapat 
menghasilkan efek melampaui yang dimaksudkan, yang dapat positif 
atau negatif dan mungkin terjadi dalam jangka pendek atau muncul 
hanya selama periode waktu lebih panjang. 

 

Adaptasi Analisis Biaya-Manfaat untuk Program Publik 

Evaluasi ekonomi program publik memerlukan adaptasi metodologi 
analisis biaya-manfaat tradisional untuk mengakomodasi karakteristik 
unik barang dan layanan publik yang sering tidak memiliki harga pasar 
jelas dan dapat menghasilkan eksternalitas signifikan. Proses adaptasi 
harus mengembangkan teknik penilaian tepat untuk manfaat yang 
tidak mudah dimonetisasi, seperti perbaikan dalam kesehatan 
masyarakat, kualitas pendidikan, perlindungan lingkungan, atau 
kohesi sosial. Metodologi ini memerlukan pengembangan teknik 
penilaian inovatif yang dapat menangkap nilai penuh dari intervensi 
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publik, termasuk manfaat langsung dan tidak langsung yang mungkin 
tidak segera terlihat tetapi signifikan dalam jangka panjang. 

Kalkulasi social return on investment (SROI) memberikan kerangka 
untuk mengukur dan menilai outcome dalam cara yang relevan kepada 
orang dan organisasi yang mengalami atau berkontribusi kepada 
mereka. Analisis SROI melampaui pengembalian keuangan sederhana 
untuk mencakup nilai sosial, lingkungan, dan ekonomi yang diciptakan 
melalui program. Dalam konteks administrasi publik Indonesia, SROI 
dapat sangat berguna untuk mengevaluasi program yang ditujukan 
pada pengembangan masyarakat, pengurangan kemiskinan, atau 
perbaikan penyampaian layanan dimana manfaat sosial dapat secara 
signifikan melebihi biaya keuangan. Metodologi ini membantu 
organisasi publik untuk mengartikulasikan value proposition (proposisi 
nilai) mereka kepada stakeholders dan pembuat keputusan. 

Metodologi demonstrasi value for money membantu lembaga 
pemerintah untuk mengartikulasikan dan mengkomunikasikan nilai 
publik yang diciptakan melalui program mereka dalam cara yang dapat 
dipahami dan menarik kepada stakeholders termasuk legislatif, badan 
pengawas, dan masyarakat umum. Metodologi demonstrasi mungkin 
mencakup analisis komparatif dengan pendekatan alternatif, 
benchmarking terhadap program serupa dalam konteks lain, atau 
kalkulasi pengembalian investasi menggunakan berbagai metrik 
relevan kepada tujuan program. Optimalisasi alokasi sumber daya 
berdasarkan hasil analisis biaya-manfaat dapat membantu lembaga 
pemerintah untuk membuat keputusan lebih berdasar informasi 
tentang dimana mengalokasikan sumber daya terbatas untuk dampak 
maksimum, yang memerlukan pertimbangan hati-hati tidak hanya 
efisiensi ekonomi tetapi juga pertimbangan keadilan, kelayakan 
politik, dan kapasitas implementasi. 

 

Mekanisme Pembelajaran Institusional dan Manajemen 
Pengetahuan 

Sistem manajemen pengetahuan dari hasil evaluasi memerlukan 
pendekatan sistematis untuk menangkap, mengorganisir, menyimpan, 
dan berbagi pelajaran yang dipetik dari implementasi program dan 
kegiatan evaluasi. Sistem manajemen pengetahuan yang efektif 
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memungkinkan organisasi untuk membangun memori institusional, 
menghindari mengulang kesalahan, dan mereplikasi pendekatan 
sukses dalam konteks baru. Dalam konteks pemerintah Indonesia 
dengan rotasi personel sering dan memori institusional terbatas, 
sistem manajemen pengetahuan yang kuat sangat penting untuk 
mempertahankan kontinuitas dan membangun pembelajaran 
kumulatif (Prasojo & Kurniawan, 2008). Sistem ini harus dirancang 
untuk dapat diakses dan digunakan oleh staf dengan berbagai tingkat 
keterampilan teknis. 

"Sistem manajemen pengetahuan membangun memori 
institusional melalui identifikasi praktik terbaik, analisis 

kegagalan sistematis, budaya refleksi jujur, dan 
mekanisme difusi inovasi dengan pelatihan, bantuan 

teknis, insentif pembelajaran peer-to-peer 
berkelanjutan." 

Identifikasi dan replikasi praktik terbaik memerlukan analisis hati-hati 
tentang apa yang berhasil, dalam kondisi apa, dan bagaimana praktik 
sukses dapat diadaptasi untuk konteks berbeda. Identifikasi praktik 
terbaik harus melampaui dokumentasi sederhana cerita sukses untuk 
mencakup analisis faktor kontekstual yang berkontribusi kepada 
sukses, tantangan yang diatasi, dan sumber daya yang diperlukan 
untuk implementasi. Upaya replikasi harus hati-hati 
mempertimbangkan perbedaan dalam kondisi lokal, tingkat kapasitas, 
dan dinamika stakeholder yang dapat mempengaruhi transferabilitas 
praktik. Proses ini memerlukan adaptasi yang thoughtful daripada 
sekedar copy-paste pendekatan yang berhasil di tempat lain. 

Analisis kegagalan untuk pembelajaran organisasi mewakili aspek 
penting tetapi sering diabaikan dari manajemen pengetahuan dalam 
sektor publik. Pembelajaran dari kegagalan memerlukan penciptaan 
budaya organisasi yang mendorong refleksi jujur tentang apa yang 
tidak berhasil dan mengapa, tanpa menciptakan budaya menyalahkan 
yang menghambat keterbukaan tentang masalah. Analisis kegagalan 
sistematis dapat mengungkap wawasan penting tentang tantangan 
implementasi, kendala kontekstual, dan kelemahan sistem yang perlu 
diatasi untuk meningkatkan kinerja masa depan. Mekanisme difusi 
inovasi memfasilitasi penyebaran ide baru, pendekatan, dan teknologi 
di seluruh organisasi dan tingkat pemerintahan, yang memerlukan 
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tidak hanya identifikasi inovasi tetapi juga upaya sistematis untuk 
mempromosikan adopsi melalui pelatihan, bantuan teknis, sistem 
insentif, dan peluang pembelajaran peer-to-peer. 

 

Proses Perbaikan Berkelanjutan dan Transformasi Budaya 

Perencanaan perbaikan kinerja berdasarkan temuan evaluasi 
memerlukan pendekatan sistematis untuk menerjemahkan 
rekomendasi evaluasi menjadi rencana aksi konkret dengan timeline 
jelas, pihak bertanggung jawab, dan alokasi sumber daya. 
Perencanaan perbaikan harus memprioritaskan rekomendasi 
berdasarkan dampak potensial, kelayakan implementasi, dan 
penyelarasan dengan prioritas organisasi. Perencanaan perbaikan 
yang efektif juga mencakup mekanisme untuk monitoring kemajuan 
pada implementasi rekomendasi dan menyesuaikan rencana 
berdasarkan informasi baru atau keadaan berubah. Proses ini 
memerlukan komitmen leadership dan alokasi sumber daya yang 
memadai untuk memastikan bahwa rekomendasi evaluasi tidak hanya 
didokumentasikan tetapi benar-benar diimplementasikan. 

Integrasi umpan balik dalam siklus kebijakan memastikan bahwa 
pelajaran yang dipetik dari evaluasi dapat secara sistematis 
dimasukkan menjadi desain kebijakan, strategi implementasi, dan 
keputusan alokasi sumber daya. Proses integrasi memerlukan 
penetapan mekanisme formal untuk memastikan bahwa temuan 
evaluasi dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan dan 
bahwa feedback loops (lingkaran umpan balik) ada untuk 
memungkinkan penyempurnaan berkelanjutan kebijakan berdasarkan 
pengalaman implementasi. Integrasi yang efektif memerlukan 
perubahan dalam proses dan prosedur organisasi untuk memastikan 
bahwa evaluasi menjadi bagian integral dari siklus kebijakan daripada 
aktivitas add-on (tambahan). 

Implementasi manajemen adaptif mengakui bahwa kebijakan dan 
program publik harus mampu berkembang dan beradaptasi dalam 
respons kepada kondisi berubah, informasi baru, dan pelajaran yang 
dipetik dari pengalaman implementasi. Manajemen adaptif 
memerlukan membangun fleksibilitas menjadi desain program, 
menetapkan sistem monitoring yang dapat mendeteksi kebutuhan 
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untuk penyesuaian, dan menciptakan budaya organisasi yang 
merangkul eksperimen dan pembelajaran. Transformasi budaya 
menuju organisasi pembelajar merupakan mungkin aspek paling 
menantang tetapi paling penting dari membangun sistem evaluasi dan 
manajemen kinerja yang efektif, yang mencakup keterbukaan kepada 
ide baru, kemauan untuk bereksperimen, toleransi untuk kegagalan 
sebagai peluang pembelajaran, komitmen kepada perbaikan 
berkelanjutan, dan penekanan pada pengambilan keputusan berbasis 
bukti. 

 

Kesimpulan 

Evaluasi dan pengukuran kinerja dalam administrasi publik Indonesia 
telah mengalami transformasi fundamental dari pendekatan yang 
berorientasi pada kepatuhan menuju sistem yang berbasis kinerja dan 
berorientasi pada hasil. Implementasi SAKIP sebagai framework 
nasional telah menunjukkan pencapaian signifikan dengan 
peningkatan skor rata-rata provinsi dari 70,20% menjadi 96,60% dalam 
periode 2016-2019, meskipun masih menghadapi tantangan dalam 
aspek substansi dibanding formalitas prosedural. Pencapaian ini 
menunjukkan kemajuan dalam aspek teknis implementasi sistem 
akuntabilitas, namun memerlukan perhatian lebih pada kualitas 
substantif dari outcomes yang dihasilkan. 

Framework pengukuran kinerja sektor publik yang efektif memerlukan 
integrasi antara perencanaan strategis, penganggaran berbasis 
kinerja, dan manajemen kinerja dalam sistem yang koheren. Adaptasi 
balanced scorecard untuk konteks publik Indonesia harus 
mempertimbangkan dimensi penciptaan nilai publik yang mencakup 
perspektif ekonomi, sosial, dan tata kelola dengan penekanan pada 
kepuasan warga dan pendekatan evaluasi responsif stakeholder. 
Integrasi ini memungkinkan organisasi publik untuk mengukur kinerja 
secara holistik yang mencerminkan kompleksitas misi dan tujuan 
sektor publik. 

Metodologi evaluasi yang komprehensif menggabungkan kekuatan 
pendekatan metode campuran dalam mengukur besaran perubahan 
melalui data kuantitatif sambil memahami mekanisme dan konteks 
melalui analisis kualitatif. Aplikasi logic model telah terbukti efektif 
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dalam memastikan keterkaitan logis antara alokasi sumber daya 
dengan pencapaian outcome program, sebagaimana implementasi 
dalam SAKIP yang memperkuat cascading process dari perencanaan 
jangka menengah hingga implementasi tahunan. Pendekatan ini 
memungkinkan organisasi untuk memahami theory of change yang 
mendasari program mereka dan mengidentifikasi asumsi-asumsi kritis 
yang mempengaruhi keberhasilan implementasi. 

Sistem monitoring dan evaluasi terpadu yang mengintegrasikan 
teknologi digital telah membuka peluang untuk monitoring kinerja 
waktu nyata, pengumpulan data otomatis, dan analitik prediktif yang 
mendukung pengambilan keputusan eksekutif. Transformasi digital 
dalam sistem M&E memungkinkan peningkatan efisiensi, akurasi, dan 
ketepatan waktu informasi kinerja sambil mengurangi beban 
administratif pada lembaga pemerintah. Teknologi juga memfasilitasi 
integrasi data dari berbagai sumber dan memungkinkan analisis yang 
lebih canggih untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih 
berdasar informasi. 

Pengembangan indikator kinerja yang mengikuti hierarki strategis-
taktis-operasional dan mengaplikasikan kriteria SMART yang 
diadaptasi untuk konteks sektor publik memungkinkan pengukuran 
yang komprehensif dari kinerja pemerintah. Sistem pengukuran 
kepuasan warga dan indikator akuntabilitas demokratis menjadi 
semakin penting dalam memastikan bahwa perbaikan dalam kinerja 
teknis diterjemahkan menjadi peningkatan nilai publik dan 
kepercayaan warga. Pendekatan ini mengakui bahwa legitimasi dan 
efektivitas pemerintah tidak hanya bergantung pada efisiensi 
operasional tetapi juga pada responsivitas terhadap kebutuhan dan 
ekspektasi warga. 

Evaluasi dampak dan pembelajaran organisasi melalui pengembangan 
Teori Perubahan, adaptasi analisis biaya-manfaat, dan sistem 
manajemen pengetahuan memungkinkan organisasi pemerintah 
untuk membangun memori institusional, belajar dari keberhasilan 
maupun kegagalan, dan terus meningkatkan kinerja. Transformasi 
budaya menuju organisasi pembelajar merupakan fondasi yang 
penting untuk mempertahankan perbaikan jangka panjang dalam 
kinerja administrasi publik. Pembelajaran organisasi yang efektif 
memerlukan sistem yang dapat menangkap, menganalisis, dan 
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mendistribusikan pengetahuan di seluruh organisasi dan tingkat 
pemerintahan. 

Tantangan implementasi yang masih dihadapi mencakup kendala 
kapasitas di tingkat daerah, kebutuhan untuk integrasi yang lebih kuat 
antara sistem perencanaan dan penganggaran, dan pentingnya 
menyeimbangkan ketelitian teknis dengan kelayakan praktis dalam 
mengembangkan sistem pengukuran. Mengatasi tantangan ini 
memerlukan komitmen berkelanjutan dari leadership, investasi 
berkelanjutan dalam pengembangan kapasitas, dan pendekatan 
adaptasi yang sensitif terhadap konteks dan kendala lokal. 
Pengalaman implementasi SAKIP menunjukkan bahwa keberhasilan 
sistem M&E bergantung tidak hanya pada desain teknis yang baik 
tetapi juga pada faktor-faktor kontekstual seperti komitmen politik, 
kapasitas institusi, dan kesiapan budaya. 

Rekomendasi strategis untuk meningkatkan sistem evaluasi dan 
pengukuran kinerja meliputi: memperkuat infrastruktur digital untuk 
mendukung sistem M&E terpadu, mengembangkan program 
pengembangan kapasitas terarah yang mengatasi kebutuhan regional 
spesifik, menetapkan sistem insentif yang lebih kuat yang menghargai 
perbaikan kinerja daripada sekedar kepatuhan, dan memfasilitasi 
mekanisme difusi inovasi yang memfasilitasi berbagi praktik terbaik di 
seluruh tingkat pemerintahan. Keberhasilan implementasi pada 
akhirnya bergantung pada komitmen politik, kapasitas institusi, dan 
kesiapan budaya untuk merangkul tata kelola berorientasi kinerja 
dalam melayani warga Indonesia dengan lebih baik. 
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BAB 20 

MASA DEPAN ADMINISTRASI PUBLIK 

 

Pendahuluan 

Administrasi publik sebagai disiplin ilmu dan praktik pemerintahan 
menghadapi transformasi fundamental yang belum pernah terjadi 
sebelumnya di abad ke-21, didorong oleh konvergensi revolusioner 
antara teknologi digital, perubahan demografi global, dan 
kompleksitas tantangan sosio-ekologis yang semakin intensif (UN 
DESA, 2024). Perubahan paradigma global yang dipicu oleh revolusi 
teknologi digital, krisis pandemi COVID-19, tantangan perubahan iklim 
yang semakin mendesak, dan tuntutan masyarakat akan tata kelola 
yang lebih responsif dan akuntabel telah mendorong evolusi 
mendalam dalam modalitas operasional pemerintahan dan 
penyampaian layanan kepada masyarakat (OECD, 2024). Era 
transformasi digital tidak lagi menjadi pilihan strategis, melainkan 
imperatif eksistensial yang menentukan efektivitas, legitimasi, dan 
keberlanjutan pemerintahan dalam menghadapi kompleksitas abad 
ke-21 (McKinsey & Company, 2025). 

Konteks Indonesia sebagai negara berkembang dengan kompleksitas 
geografis yang unik, diversitas demografis yang tinggi, dan dinamika 
sosial-ekonomi yang beragam menghadirkan spektrum tantangan dan 
peluang yang khas dalam menavigasi masa depan administrasi publik 
(Sekretariat Kabinet, 2024). Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah berjalan selama dua dekade 
memberikan fondasi institusional yang solid untuk pengembangan 
tata kelola berbasis kinerja yang lebih adaptif, inovatif, dan 
berorientasi hasil (Kementerian PAN-RB, 2025). Namun, dinamika 
global yang semakin tidak stabil dan tidak terprediksi menuntut 
reformulasi fundamental pendekatan tradisional menuju model 
administrasi publik yang lebih lincah, berpusat pada warga, dan 
berkelanjutan dalam konteks pembangunan berkelanjutan (Pratama & 
Imawan, 2019). 
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Analisis bibliometrik terkini yang dilakukan oleh Ismail & Hartati (2023) 
menunjukkan bahwa penelitian administrasi publik mengalami 
pergeseran fokus yang signifikan dari pendekatan birokratis-hierarkis 
tradisional menuju tata kelola kolaboratif dan tata kelola jejaring yang 
menekankan keterlibatan multipihak dan keterlibatan pemangku 
kepentingan dalam proses pemerintahan. Tren paradigmatik ini 
sejalan dengan meningkatnya kesadaran global bahwa tantangan 
kontemporer seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan 
disrupsi teknologi memerlukan respons yang terintegrasi, 
multisektoral, dan kolaboratif yang melampaui batasan institusional 
tradisional (Gil-Garcia et al., 2021). 

Masa depan administrasi publik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari 
tren global menuju pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi 
dalam kerangka kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan 
komitmen internasional terhadap aksi iklim (Widodo et al., 2023). 
Pencapaian target SDGs 2030 menuntut transformasi fundamental 
dalam pendekatan pemerintahan dari orientasi berorientasi keluaran 
menuju berorientasi hasil dan berorientasi dampak yang terukur dan 
berkelanjutan. Hal ini mengimplikasikan perlunya pengembangan 
kapasitas institusional yang mampu mengintegrasikan dimensi 
ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap proses pengambilan 
keputusan melalui pembuatan kebijakan berbasis bukti (Direktorat 
Jenderal Anggaran, 2024). 

Transformasi digital yang mengakselerasi implementasi kecerdasan 
buatan (AI), analitik data besar, teknologi blockchain, dan Internet of 
Things (IoT) dalam operasi pemerintahan menciptakan peluang 
peningkatan eksponensial dalam efisiensi operasional, transparansi 
proses, dan responsivitas layanan publik yang belum pernah terjadi 
sebelumnya (PwC, 2025). Evaluasi empiris menunjukkan bahwa 
implementasi teknologi digital dalam sektor publik dapat 
meningkatkan efisiensi hingga 60% dan kepuasan warga sebesar 340% 
(Sutrisno & Harianto, 2024). Namun, adopsi teknologi ini juga 
memunculkan tantangan baru yang kompleks terkait kesenjangan 
digital, keamanan siber, perlindungan privasi, dan akuntabilitas 
algoritma yang memerlukan kerangka tata kelola yang komprehensif 
dan adaptif (Hooda & Singla, 2020). 
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Paradigma pemerintahan berpusat pada warga dan administrasi 
publik kolaboratif telah menjadi karakteristik definitif dari administrasi 
publik masa depan, mengintegrasikan partisipasi masyarakat yang 
bermakna dalam ko-kreasi kebijakan dan ko-desain layanan 
(Kementerian Dalam Negeri, 2023). Implementasi platform partisipasi 
digital dan inovasi pemerintahan elektronik telah memungkinkan 2.5 
juta warga Indonesia terlibat dalam proses penganggaran partisipatif 
dengan tingkat kepuasan yang tinggi (Lembaga Administrasi Negara, 
2024). Model ini tidak hanya meningkatkan legitimasi demokratis 
tetapi juga menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai konteks dan 
dapat diimplementasikan (Deloitte, 2024). 

Bab ini akan mengeksplorasi lima dimensi kunci masa depan 
administrasi publik melalui analisis komprehensif dan berbasis bukti: 
pertama, analisis tren global dan tantangan masa depan yang 
membentuk lanskap pemerintahan kontemporer; kedua, transformasi 
digital dan integrasi AI dalam operasi pemerintahan; ketiga, 
pengembangan tata kelola berkelanjutan dan adaptif yang responsif 
terhadap perubahan lingkungan; keempat, evolusi menuju 
pemerintahan berpusat pada warga dan tata kelola kolaboratif; dan 
kelima, reformasi birokrasi dan inovasi masa depan yang 
mengintegrasikan prinsip-prinsip tata kelola publik baru (Esposito et 
al., 2025). Setiap dimensi akan dianalisis melalui perspektif 
kontekstual Indonesia dengan rujukan pada praktik terbaik global dan 
bukti empiris dari implementasi inovasi pemerintahan di berbagai 
yurisdiksi, menciptakan kerangka kerja komprehensif untuk 
memahami dan mengantisipasi masa depan administrasi publik yang 
transformatif dan berkelanjutan (OECD, 2024). 

 

20.1 Tren Global dan Tantangan Masa Depan 

Paradigma Tata Kelola Pasca-Pandemi 

Pandemi COVID-19 telah mengakselerasi transformasi fundamental 
paradigma administrasi publik global, mendorong pergeseran dari 
pendekatan konvensional menuju tata kelola tahan krisis yang 
menekankan kapasitas adaptif dan kelincahan organisasional dalam 
merespons disrupsi eksternal (UN DESA, 2024). Studi komparatif lintas 
negara mengungkapkan bahwa sistem administrasi publik yang 
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memiliki fleksibilitas struktural dan infrastruktur teknologi digital yang 
matang mampu memberikan respons kebijakan yang lebih efektif 
dalam penanganan krisis multidimensional—meliputi aspek sanitasi, 
ekonomi, dan sosial—dibandingkan dengan sistem birokrasi hierarkis 
tradisional (OECD, 2024). Indonesia, melalui implementasi strategis 
Transformasi Digital Nasional, telah mendemonstrasikan kemampuan 
adaptasi institusional yang signifikan, terutama dalam akselerasi 
digitalisasi layanan publik dan implementasi sistem perlindungan 
sosial berbasis data besar dan kecerdasan buatan (Sekretariat Kabinet, 
2024). 

"Pandemi COVID-19 mengakselerasi transformasi tata 
kelola menuju administrasi tahan krisis berbasis digital-

first mengintegrasikan AI, blockchain, IoT untuk 
optimalisasi layanan publik prediktif, namun menghadapi 

tantangan bias algoritma dan kebutuhan kerangka etis 
komprehensif." 

Karakteristik tata kelola pasca-pandemi ditandai oleh konvergensi 
teknologi digital, analitik prediktif, dan mekanisme pengambilan 
keputusan berbasis data waktu nyata dalam ekosistem operasional 
pemerintahan (McKinsey & Company, 2025). Paradigma ini 
mengimplikasikan transformasi struktural dari model birokrasi yang 
berorientasi pada kepatuhan prosedural menuju administrasi berbasis 
hasil yang memprioritaskan optimalisasi pengalaman warga dan 
efektivitas penyampaian layanan. Adopsi pendekatan digital pertama 
telah menjadi standar operasional yang mengintegrasikan 
penyampaian layanan multisaluran dengan pembuatan kebijakan 
berbasis data, menciptakan ekosistem pemerintahan yang responsif 
dan adaptif (Gil-Garcia et al., 2021; Sutrisno & Harianto, 2024). 

 

Transformasi Digital dan Teknologi Emergen 

Konvergensi Revolusi Industri 4.0 dengan akselerasi menuju Society 
5.0 telah menciptakan pergeseran paradigma fundamental dalam 
konseptualisasi dan operasionalisasi administrasi publik kontemporer 
(Deloitte, 2024). Integrasi ekosistem teknologi—mencakup 
kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, teknologi blockchain, dan 
Internet of Things—tidak lagi bersifat eksperimental atau futuristik, 
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melainkan telah menjadi infrastruktur operasional yang 
mentransformasi modalitas interaksi pemerintah-warga, sistem 
manajemen data, dan mekanisme pengambilan keputusan strategis. 
Peta jalan Making Indonesia 4.0 yang dikembangkan pemerintah telah 
secara eksplisit mengidentifikasi digitalisasi sektor publik sebagai 
pemungkin strategis untuk mencapai daya saing berkelanjutan dalam 
ekonomi global (Sekretariat Kabinet, 2024). 

Implementasi kecerdasan buatan dalam ekosistem administrasi publik 
menghadirkan potensi peningkatan eksponensial dalam pembuatan 
kebijakan prediktif, automatisasi penyampaian layanan, dan sistem 
deteksi anomali yang dapat meningkatkan efisiensi operasional hingga 
40-60% berdasarkan benchmarking internasional dan evaluasi empiris 
implementasi di berbagai yurisdiksi (PwC, 2025; OECD, 2024). Namun, 
adopsi AI dalam konteks sektor publik juga menghadirkan 
kompleksitas tantangan baru terkait bias algoritma, transparansi 
algoritma, dan kebutuhan akan pengawasan manusia yang 
memerlukan pengembangan kerangka kerja AI etis yang komprehensif 
dan sesuai konteks (Hooda & Singla, 2020). 

Teknologi blockchain telah muncul sebagai solusi inovatif untuk 
mengatasi masalah kronis terkait defisit kepercayaan, transparansi, 
dan ketidakberubahan data dalam transaksi pemerintahan, dengan 
aplikasi khusus dalam pengadaan publik, manajemen identitas digital, 
dan sistem integritas elektoral (Esposito et al., 2025). Evaluasi 
terhadap proyek percontohan implementasi blockchain dalam sistem 
e-procurement di berbagai kementerian Indonesia menunjukkan hasil 
yang signifikan: pengurangan risiko korupsi hingga 70% dan 
peningkatan efisiensi proses sebesar 45%, mengindikasikan potensi 
transformasional teknologi ini dalam meningkatkan kualitas tata kelola 
(Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2024). 

 

Pembangunan Berkelanjutan dan Tata Kelola Iklim 

Perubahan iklim sebagai tantangan eksistensial global menuntut 
transformasi administrasi publik menuju tata kelola tahan iklim yang 
mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam setiap proses 
pengambilan keputusan (Widodo et al., 2023). Indonesia sebagai 
negara kepulauan dengan kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim 
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menghadapi imperatif untuk mengembangkan kapasitas tata kelola 
adaptif yang mampu mengantisipasi dan merespons dampak 
perubahan iklim secara proaktif (Uchiyama et al., 2023). 

Administrasi publik hijau muncul sebagai paradigma baru yang 
mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan, ekonomi 
sirkular, dan netralitas karbon dalam operasi pemerintahan 
(Direktorat Jenderal Anggaran, 2024). Implementasi penganggaran 
hijau dan penilaian dampak lingkungan terintegrasi dalam manajemen 
keuangan publik menjadi standar operasional yang tidak dapat 
dihindari. Analisis manfaat-biaya menunjukkan bahwa investasi dalam 
infrastruktur hijau dan praktik berkelanjutan menghasilkan tingkat 
pengembalian investasi jangka panjang yang signifikan melalui 
pengurangan biaya operasional dan peningkatan efisiensi sumber 
daya (OECD, 2024). 

Tata kelola iklim memerlukan pendekatan multitingkat dan 
multipemangku kepentingan yang mengintegrasikan pemerintah 
pusat, daerah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam kerangka 
kerja aksi kolaboratif (Pratama & Imawan, 2019). Indonesia melalui 
Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim telah mengembangkan model 
pengarusutamaan iklim yang mengintegrasikan target pengurangan 
emisi dalam indikator kinerja seluruh instansi pemerintah 
(Kementerian PAN-RB, 2025). 

 

Digitalisasi dan Inovasi Demokratis 

Era transformasi digital telah membuka peluang revolusioner untuk 
memperdalam partisipasi demokratis melalui ekosistem teknologi 
demokratis yang mencakup platform e-partisipasi, sistem deliberasi 
daring yang interaktif, dan metodologi crowdsourcing untuk ko-kreasi 
kebijakan yang mengintegrasikan kecerdasan kolektif masyarakat 
dalam proses formulasi kebijakan (Gil-Garcia et al., 2021; UN DESA, 
2024). Fenomena keterlibatan sipil digital telah memungkinkan 
terciptanya mekanisme umpan balik waktu nyata dari warga negara 
dan partisipasi inklusif yang melampaui batasan geografis, temporal, 
dan hambatan sosio-ekonomi tradisional (Kementerian Dalam Negeri, 
2023). 



Gunawan Undang & Deden Suhendar 
Administrasi Publik Kontemporer: Teori, Praktik, dan Transformasi Digital Lintas Negara 

 

463 
 

Namun, proses digitalisasi demokrasi juga menghadirkan spektrum 
risiko yang signifikan, termasuk manipulasi digital, proliferasi 
misinformasi, dan polarisasi politik yang dapat mengancam legitimasi 
demokratis dan kohesi sosial (OECD, 2024). Pengembangan literasi 
digital yang komprehensif dan kultivasi keterampilan berpikir kritis 
telah menjadi prasyarat fundamental untuk membangun ekosistem 
demokrasi digital yang sehat, resilient, dan partisipatif. Indonesia, 
melalui implementasi strategis program Beasiswa Talenta Digital dan 
inisiatif Gerakan Literasi Digital nasional, telah mendemonstrasikan 
komitmen sistematis untuk membangun kewarganegaraan yang 
diberdayakan secara digital yang mampu berpartisipasi secara 
konstruktif dalam proses-proses demokratis digital (Lembaga 
Administrasi Negara, 2024). 

Aplikasi kecerdasan buatan dalam konteks proses elektoral dan 
analisis opini publik menghadirkan potensi ganda: peningkatan 
integritas elektoral dan responsivitas kebijakan di satu sisi, namun juga 
risiko pengaruh algoritma terhadap pilihan demokratis dan perilaku 
pemilih yang memerlukan pengawasan regulatori yang ketat dan 
persyaratan transparansi yang komprehensif (Esposito et al., 2025). 

 

Globalisasi dan Jejaring Tata Kelola 

Dinamika Globalisasi 4.0 yang dikonfigurasi oleh konvergensi 
konektivitas digital, arus pengetahuan lintas batas, dan kompleksitas 
tantangan transnasional menuntut evolusi fundamental administrasi 
publik menuju tata kelola jejaring dan tata kelola multitingkat yang 
mampu beroperasi secara efektif dalam konteks glokal dengan 
mempertahankan responsivitas terhadap kebutuhan lokal (UN DESA, 
2024). Kolaborasi lintas batas dalam mengatasi tantangan-tantangan 
kompleks seperti respons pandemi, aksi iklim, dan tata kelola digital 
telah menjadi imperatif strategis yang menentukan efektivitas 
pemerintahan dalam era saling ketergantungan global (OECD, 2024). 

Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai anggota aktif organisasi 
regional dan multilateral seperti ASEAN, G20, dan berbagai jejaring 
tata kelola internasional, menghadapi tantangan strategis untuk 
mengharmonisasi praktik tata kelola domestik dengan standar global 
dan praktik terbaik internasional tanpa mengorbankan kedaulatan 
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nasional dan keaslian budaya yang menjadi fondasi legitimasi 
pemerintahan (Kementerian PAN-RB, 2025). Modalitas diplomasi 
digital dan kerjasama tata kelola virtual telah muncul sebagai 
instrumen baru dalam hubungan internasional yang memerlukan 
pengembangan kapasitas institusional yang canggih dan kapasitas 
adaptif yang tinggi. 

Proses transfer pengetahuan dan pembelajaran kebijakan melalui 
platform digital telah mengakselerasi difusi inovasi tata kelola yang 
memungkinkan adopsi dan adaptasi praktik terbaik secara waktu 
nyata antar yurisdiksi (McKinsey & Company, 2025). Namun, 
fenomena ini juga mengharuskan pengembangan kapasitas adaptasi 
kritis untuk memastikan bahwa inovasi tata kelola yang diadopsi tidak 
hanya sesuai dengan konteks lokal dan kapasitas institusional yang 
tersedia, tetapi juga sesuai budaya dan layak secara politik (Pratama & 
Imawan, 2019; Widodo et al., 2023). 

 

20.2 Transformasi Digital dan Artificial Intelligence dalam 
Administrasi Publik 

Integrasi AI dan Intelligent Governance 

Kecerdasan buatan telah mengalami transisi fundamental dari fase 
eksperimental menuju era implementasi praktis dalam ekosistem 
administrasi publik Indonesia, melalui berbagai inisiatif strategis yang 
secara sistematis mentransformasi modalitas operasional 
pemerintahan dan mekanisme pengambilan keputusan institusional 
(McKinsey & Company, 2025). Implementasi AI dalam sektor publik 
tidak lagi bersifat uji konsep atau eksperimental, melainkan telah 
menjadi imperatif operasional yang menentukan efektivitas dan 
efisiensi tata kelola dalam era transformasi digital yang semakin 
intensif (PwC, 2025). Sistem tata kelola cerdas yang mengintegrasikan 
algoritma pembelajaran mesin, pemrosesan bahasa alami, dan analitik 
prediktif telah memungkinkan pemerintahan untuk mengantisipasi 
kebutuhan masyarakat dengan presisi tinggi, mengoptimalkan alokasi 
sumber daya berdasarkan keputusan berbasis bukti, dan 
meningkatkan kualitas layanan publik secara eksponensial 
(Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2024). 
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Kementerian Komunikasi dan Informatika, melalui implementasi peta 
jalan Strategi AI Nasional 2020-2045, telah mengidentifikasi lima 
sektor prioritas untuk implementasi AI dalam ekosistem 
pemerintahan: layanan publik, kesehatan, pendidikan, transportasi, 
dan keamanan nasional (Sekretariat Kabinet, 2024). Evaluasi terhadap 
proyek percontohan yang mencakup sistem chatbot untuk layanan 
informasi publik, pemrosesan dokumen berbasis AI untuk perizinan, 
dan pemeliharaan prediktif untuk infrastruktur publik menunjukkan 
peningkatan efisiensi operasional hingga 60% dan pengurangan waktu 
pemrosesan layanan hingga 75% (Sutrisno & Harianto, 2024). Data 
empiris dari implementasi AI di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil DKI Jakarta mengungkapkan transformasi signifikan: pengurangan 
waktu pemrosesan dokumen kependudukan dari rata-rata 14 hari 
menjadi 2 hari dengan tingkat akurasi mencapai 98,5% (PwC, 2025). 

 

"AI dan blockchain mentransformasi administrasi 
publik Indonesia melalui sistem tata kelola cerdas 

meningkatkan efisiensi 60%, pengadaan transparan 
mengurangi irregularitas 80%, dan identitas digital 

terdesentralisasi menciptakan paradigma kepercayaan, 
akuntabilitas baru." 

 

Algoritma pembelajaran mesin yang terintegrasi dalam sistem SAKIP 
telah memungkinkan pemantauan kinerja waktu nyata dan 
pengembangan sistem peringatan dini untuk identifikasi 
penyimpangan kinerja yang dapat mengancam pencapaian target 
strategis institusional. Implementasi SAKIP yang ditingkatkan dengan 
AI di Kementerian Kesehatan telah menghasilkan peningkatan akurasi 
prediksi kinerja hingga 85% dan pengurangan varians antara target 
dan realisasi kinerja sebesar 40% (Kementerian PAN-RB, 2025). Sistem 
ini juga telah mengintegrasikan kapabilitas deteksi anomali otomatis 
dalam pola pelaksanaan anggaran yang dapat mengidentifikasi potensi 
inefisiensi atau irregularitas dengan tingkat akurasi 92%, memberikan 
kontribusi signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas fiskal (Gil-
Garcia et al., 2021). 
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Blockchain dan Trust Infrastructure 

Teknologi blockchain telah muncul sebagai inovasi pengubah 
paradigma yang secara fundamental mentransformasi konseptualisasi 
kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam ekosistem 
administrasi publik kontemporer (Esposito et al., 2025). Implementasi 
teknologi buku besar terdistribusi dalam sistem pemerintahan 
menghadirkan solusi komprehensif untuk mengatasi tantangan kronis 
defisit kepercayaan, risiko korupsi, dan integritas data yang telah 
menjadi isu fundamental dalam tata kelola sektor publik selama 
dekade terakhir. Indonesia, melalui inisiatif Indonesia Blockchain 
Network, telah mengembangkan dan mengimplementasikan uji 
konsep untuk aplikasi blockchain dalam pengadaan publik, sertifikasi 
lahan, dan verifikasi kredensial akademik yang menunjukkan potensi 
transformasional dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan 
kepercayaan publik (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2024). 

Implementasi kontrak pintar dalam ekosistem e-procurement 
pemerintah telah memungkinkan pemantauan kepatuhan otomatis 
dan jejak audit waktu nyata yang dapat mengurangi irregularitas 
pengadaan hingga 80% berdasarkan hasil evaluasi implementasi 
percontohan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(PUPR) (Hooda & Singla, 2020). Sistem ini mengintegrasikan otorisasi 
multi-tanda tangan, verifikasi pencapaian otomatis, dan pencairan 
dana transparan yang menciptakan transparansi ujung ke ujung dalam 
seluruh siklus pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan 
berbasis blockchain juga telah memungkinkan pelacakan kinerja 
vendor waktu nyata dan manajemen daftar hitam otomatis yang 
secara signifikan meningkatkan kualitas ekosistem pemasok dan 
efisiensi pengadaan (OECD, 2024). 

Manajemen identitas terdesentralisasi menggunakan infrastruktur 
blockchain telah memberikan solusi inovatif untuk interoperabilitas 
data kependudukan dan masuk sekali untuk akses terintegrasi ke 
seluruh spektrum layanan pemerintah (Esposito et al., 2025). Proyek 
percontohan identitas digital berbasis blockchain di Pemerintah Kota 
Bandung telah menunjukkan pengurangan duplikasi data sebesar 95% 
dan peningkatan signifikan dalam pengalaman pengguna untuk 
mengakses layanan publik dengan skor kepuasan mencapai 4.8/5.0. 
Sistem ini juga telah memungkinkan implementasi kedaulatan data 
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warga di mana individu memiliki kontrol penuh terhadap izin berbagi 
data untuk berbagai layanan pemerintah, menciptakan paradigma 
baru dalam perlindungan privasi dan tata kelola data (Pratama & 
Imawan, 2019). 

 

Internet of Things dan Smart Public Services 

Internet of Things (IoT) telah mengakselerasi evolusi menuju tata 
kelola kota cerdas yang mengintegrasikan jaringan sensor, 
pengumpulan data waktu nyata, dan sistem respons otomatis dalam 
ekosistem penyediaan layanan publik yang cerdas dan responsif (UN 
DESA, 2024). Indonesia, melalui implementasi ambisius Gerakan 100 
Kota Cerdas, telah mengimplementasikan layanan berbasis IoT dalam 
berbagai domain seperti pencahayaan cerdas, manajemen limbah, 
optimasi lalu lintas, dan pemantauan lingkungan yang menghasilkan 
peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya hingga 35% dan 
pengurangan biaya operasional sebesar 25% berdasarkan evaluasi 
komprehensif implementasi di 25 kota percontohan (Kementerian 
Dalam Negeri, 2023). 

Infrastruktur tata kelola cerdas yang mengintegrasikan komputasi 
tepi, konektivitas 5G, dan analitik berbasis AI telah memungkinkan 
pengembangan penyampaian layanan publik prediktif yang dapat 
mengantisipasi kebutuhan masyarakat sebelum permintaan layanan 
diajukan secara eksplisit (McKinsey & Company, 2025). Sistem parkir 
cerdas di Jakarta yang mengintegrasikan sensor IoT, aplikasi seluler, 
dan algoritma penetapan harga dinamis telah berhasil mengurangi 
kemacetan lalu lintas sebesar 20% dan meningkatkan pendapatan 
parkir sebesar 40%, menghasilkan manfaat ganda berupa peningkatan 
mobilitas urban dan optimalisasi generasi pendapatan. Implementasi 
manajemen limbah cerdas di Surabaya menggunakan tempat sampah 
berbasis IoT dan algoritma optimasi rute telah meningkatkan efisiensi 
pengumpulan limbah hingga 45% dan mengurangi jejak karbon dari 
operasi manajemen limbah sebesar 30% (Sutrisno & Harianto, 2024). 

Pemantauan lingkungan IoT untuk kualitas udara, polusi suara, dan 
kualitas air telah memberikan inteligensi lingkungan waktu nyata yang 
mendukung pembuatan kebijakan berbasis bukti dalam tata kelola 
lingkungan dan perencanaan urban (Widodo et al., 2023). Data waktu 
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nyata dari jaringan sensor lingkungan di Kota Yogyakarta telah 
memungkinkan implementasi langkah-langkah pengendalian polusi 
dinamis yang menghasilkan peningkatan kualitas udara sebesar 25% 
dalam periode 18 bulan implementasi, mendemonstrasikan efektivitas 
pendekatan manajemen lingkungan berbasis data (OECD, 2024). 

 

Ethical AI dan Algorithmic Accountability 

Implementasi AI dalam administrasi publik mengharuskan 
pengembangan kerangka kerja AI etis yang komprehensif dan sesuai 
konteks untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan algoritmik 
tidak menciptakan bias sistemik, diskriminasi, atau perlakuan tidak adil 
terhadap segmen tertentu dari populasi warga negara (Hooda & 
Singla, 2020). Indonesia, melalui Pedoman Etika AI Nasional yang 
dikembangkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara, telah menetapkan 
lima prinsip fundamental yang harus diintegrasikan dalam setiap 
implementasi AI di sektor publik: transparansi, akuntabilitas, keadilan, 
pengawasan manusia, dan perlindungan privasi (Lembaga 
Administrasi Negara, 2024). 

Audit algoritmik telah menjadi persyaratan wajib untuk sistem AI yang 
digunakan dalam keputusan berisiko tinggi seperti alokasi tunjangan 
kesejahteraan, persetujuan pinjaman dalam program pemerintah, dan 
aplikasi keadilan pidana. Implementasi kerangka kerja audit AI di 
Kementerian Sosial untuk sistem penargetan bantuan sosial telah 
mengidentifikasi dan berhasil memitigasi bias algoritmik yang dapat 
menyebabkan kesalahan eksklusi hingga 15% dari penerima yang 
berhak (PwC, 2025). Sistem pemantauan berkelanjutan dan deteksi 
bias yang dikembangkan telah mengurangi tingkat negatif palsu dalam 
seleksi penerima manfaat dari 18% menjadi 3%, menghasilkan 
peningkatan signifikan dalam akurasi penargetan dan hasil keadilan 
sosial. 

AI yang dapat dijelaskan telah menjadi standar implementasi untuk 
memastikan bahwa keputusan algoritmik dapat dipahami, diverifikasi, 
dan diaudit oleh operator manusia dan warga yang terdampak 
(Esposito et al., 2025). Pengembangan dasbor transparansi AI telah 
memungkinkan warga untuk memahami mekanisme pengambilan 
keputusan yang mempengaruhi mereka dan memberikan mekanisme 
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banding yang efektif dan ramah pengguna. Implementasi AI yang 
dapat dijelaskan dalam sistem seleksi audit pajak di Direktorat 
Jenderal Pajak telah meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan 
mengurangi sengketa audit sebesar 40%, menciptakan hubungan yang 
lebih transparan dan kolaboratif antara otoritas pajak dan wajib pajak 
(OECD, 2024). 

 

Digital Skills dan Human-AI Collaboration 

Transformasi digital dalam administrasi publik mengharuskan 
pengembangan kompetensi digital yang komprehensif dan 
berkelanjutan untuk aparatur sipil negara agar dapat berkolaborasi 
secara efektif dengan sistem AI dan ekosistem teknologi digital lainnya 
(Deloitte, 2024). Indonesia, melalui implementasi Program Beasiswa 
Talenta Digital dan pengembangan Kerangka Kerja Kompetensi Digital 
ASN, telah mengidentifikasi lima tingkatan kedewasaan digital: literasi 
digital dasar, keterampilan digital menengah, analitik digital lanjutan, 
kompetensi kolaborasi AI, dan kepemimpinan digital yang harus 
dikuasai oleh ASN sesuai dengan peran, tanggung jawab, dan tingkatan 
jabatan masing-masing (Lembaga Administrasi Negara, 2024). 

Model kolaborasi manusia-AI dalam administrasi publik 
mengintegrasikan kreativitas manusia, kecerdasan emosional, dan 
pemahaman kontekstual dengan kekuatan komputasi AI, pengenalan 
pola, dan kemampuan pemrosesan data untuk menghasilkan kualitas 
keputusan yang superior dibandingkan dengan pendekatan hanya 
manusia atau hanya AI (McKinsey & Company, 2025). Implementasi 
sistem pengambilan keputusan hibrida di Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional untuk evaluasi proyek pembangunan telah 
meningkatkan akurasi prediksi keberhasilan proyek hingga 88% dan 
mengurangi waktu evaluasi sebesar 60%, menghasilkan manfaat 
ganda berupa peningkatan kualitas keputusan dan efisiensi 
operasional (Gil-Garcia et al., 2021). 

Kecerdasan tertambah sebagai paradigma kemitraan manusia-AI telah 
memungkinkan aparatur sipil negara untuk memfokuskan energi dan 
kapabilitas pada tugas-tugas yang memerlukan pemecahan masalah 
kreatif, keterlibatan pemangku kepentingan, dan pemikiran strategis 
sementara AI menangani pemrosesan data rutin, analisis pola, dan 
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tugas-tugas administratif yang berulang (Sutrisno & Harianto, 2024). 
Program pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan ASN yang 
komprehensif telah menunjukkan peningkatan kepuasan kerja sebesar 
35% dan perbaikan produktivitas hingga 50% melalui implementasi 
proses kerja berbantuan AI. Pengembangan pola pikir digital dan 
kapasitas adaptif telah menjadi kunci keberhasilan transformasi digital 
yang berpusat pada manusia dalam konteks administrasi publik 
Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif (Kementerian PAN-RB, 
2025). 

 

20.3 Governance Berkelanjutan dan Adaptif 

Adaptive Governance untuk Resiliensi Iklim 

Tata kelola adaptif telah muncul sebagai paradigma fundamental 
dalam menghadapi kompleksitas tantangan perubahan iklim dan 
ketidakpastian lingkungan yang semakin intensif di Indonesia, 
mengintegrasikan kapasitas pembelajaran organisasional, fleksibilitas 
institusional, dan responsivitas terhadap dinamika sistem sosio-
ekologis untuk membangun ketahanan iklim yang berkelanjutan dan 
adaptif (Uchiyama et al., 2023). Indonesia, sebagai negara kepulauan 
dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap variabilitas iklim dan 
kejadian cuaca ekstrem, telah mengembangkan model tata kelola 
adaptif yang secara inovatif mengintegrasikan pengetahuan ekologis 
tradisional dengan ilmu iklim modern dalam pengaturan tata kelola 
multiskala yang responsif terhadap karakteristik geografis dan sosio-
budaya lokal (Widodo et al., 2023). 

Implementasi tata kelola adaptif di tingkat lokal telah menunjukkan 
hasil yang signifikan dalam meningkatkan ketahanan masyarakat 
terhadap dampak perubahan iklim yang semakin tidak terprediksi 
(OECD, 2024). Studi komprehensif yang dilakukan oleh Uchiyama et al. 
(2023) terhadap tata kelola pulau kecil mengidentifikasi bahwa tata 
kelola adaptif yang efektif memerlukan integrasi sistematis dimensi 
sosio-ekologis melalui pendekatan kontekstual multiskala yang 
mengakomodasi karakteristik geografis unik dan warisan budaya lokal. 
Di Indonesia, implementasi tata kelola adaptif di Kabupaten Raja 
Ampat, Papua Barat, telah menghasilkan peningkatan kesehatan 
ekosistem sebesar 40% dan pengurangan indeks kerentanan 
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masyarakat pesisir hingga 35% melalui integrasi strategis kawasan 
perlindungan laut dengan strategi adaptasi berbasis masyarakat yang 
sesuai budaya (Kementerian PAN-RB, 2025). 

SAKIP responsif iklim telah dikembangkan untuk mengintegrasikan 
indikator adaptasi dan mitigasi iklim dalam sistem pengukuran kinerja 
pemerintah daerah, menciptakan kerangka kerja akuntabilitas yang 
komprehensif (Direktorat Jenderal Anggaran, 2024). Implementasi 
SAKIP yang ditingkatkan dengan iklim di 15 provinsi prioritas 
menunjukkan peningkatan kualitas perencanaan aksi iklim sebesar 
60% dan akselerasi implementasi target Kontribusi yang Ditentukan 
Secara Nasional (NDC). Sistem ini mengintegrasikan pemantauan iklim 
waktu nyata, sistem peringatan dini, dan protokol manajemen adaptif 
yang memungkinkan respons cepat terhadap perubahan kondisi iklim 
dan lingkungan dengan tingkat responsivitas yang tinggi (Pratama & 
Imawan, 2019). 

 

Green Public Administration dan Sustainable Development 

Administrasi publik hijau telah muncul sebagai pergeseran paradigma 
fundamental yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan 
lingkungan, efisiensi sumber daya, dan tanggung jawab ekologis dalam 
seluruh dimensi operasi pemerintahan, menciptakan transformasi 
sistematis dari tata kelola coklat menuju tata kelola hijau yang sadar 
lingkungan (UN DESA, 2024). Indonesia, melalui implementasi 
ambisius Gerakan Pemerintahan Hijau yang diluncurkan pada 2019, 
telah mentransformasi pendekatan operasi sektor publik menuju tata 
kelola yang sadar lingkungan yang memprioritaskan pemanfaatan 
sumber daya berkelanjutan dan pengurangan jejak karbon dalam 
setiap aktivitas dan proses pemerintahan (Direktorat Jenderal 
Anggaran, 2024). 

Penganggaran hijau telah diimplementasikan sebagai instrumen 
strategis untuk memastikan bahwa alokasi anggaran pemerintah 
secara konsisten mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan dan target Perjanjian Paris dalam konteks komitmen 
global terhadap aksi iklim (McKinsey & Company, 2025). Kementerian 
Keuangan, melalui implementasi Penandaan Anggaran Iklim, telah 
mengidentifikasi bahwa 23% dari total anggaran negara 2024 
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dialokasikan untuk program-program yang secara langsung 
mendukung aksi iklim dan perlindungan lingkungan. Implementasi 
penganggaran hijau di tingkat daerah menunjukkan peningkatan 
alokasi anggaran untuk program lingkungan sebesar 145% dalam 
periode 2020-2024 dan peningkatan efektivitas program perlindungan 
lingkungan hingga 68% (OECD, 2024). 

Prinsip ekonomi sirkular telah diintegrasikan secara sistematis dalam 
kebijakan pengadaan publik untuk mengurangi generasi limbah dan 
meningkatkan efisiensi sumber daya dalam operasi pemerintahan, 
menciptakan ekosistem pengadaan berkelanjutan (Esposito et al., 
2025). Program Pengadaan Publik Hijau yang diimplementasikan di 34 
provinsi telah menghasilkan pengurangan emisi karbon dari aktivitas 
pengadaan sebesar 28% dan penghematan biaya hingga Rp 2.4 triliun 
melalui adopsi produk ramah lingkungan dan praktik berkelanjutan. 
Sistem penilaian siklus hidup dalam pengadaan barang dan jasa 
pemerintah telah meningkatkan kualitas evaluasi dampak lingkungan 
dan mendorong inovasi teknologi hijau di sektor swasta (Widodo et al., 
2023). 

 

Multi-Level Environmental Governance 

Tata kelola lingkungan multitingkat mengintegrasikan kebijakan 
pemerintah pusat, otonomi daerah, dan inisiatif masyarakat lokal 
dalam kerangka kerja manajemen lingkungan kolaboratif yang 
mengoptimalkan hasil ekologis dan manfaat sosio-ekonomi melalui 
koordinasi yang efektif antar tingkatan pemerintahan (Gil-Garcia et al., 
2021). Indonesia, melalui implementasi Inisiatif Satu Peta dan Sistem 
Perencanaan Tata Ruang Nasional, telah mengembangkan model tata 
kelola lingkungan terintegrasi yang menghubungkan perencanaan tata 
ruang nasional, regional, dan lokal dalam kerangka kerja manajemen 
lingkungan yang koheren yang eksplisit secara spasial dan adaptif 
secara temporal. Analisis komparatif yang dilakukan oleh de Mello & 
Jalles (2024) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dapat secara 
signifikan meningkatkan kualitas tata kelola lingkungan ketika disertai 
dengan kapasitas institusional yang memadai dan mekanisme 
pengawasan yang efektif yang transparan dan akuntabel. 
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Mekanisme koordinasi antar-pemerintah untuk tata kelola lingkungan 
telah dikuatkan melalui Dewan Nasional Perubahan Iklim dan Dewan 
Perubahan Iklim Regional yang mengintegrasikan perencanaan aksi 
iklim lintas tingkatan pemerintahan dalam kerangka kerja 
multipemangku kepentingan (Kementerian PAN-RB, 2025). 
Implementasi tata kelola iklim multitingkat telah menghasilkan 
peningkatan koherensi kebijakan sebesar 45% dan akselerasi 
implementasi proyek adaptasi iklim hingga 35% melalui eliminasi 
tumpang tindih birokratis dan pengurangan duplikasi sumber daya. 
Sistem pemantauan lingkungan bersama menggunakan jaringan 
sensor terintegrasi telah meningkatkan akurasi data lingkungan dan 
kapasitas pengambilan keputusan waktu nyata di berbagai tingkatan 
pemerintahan (Sutrisno & Harianto, 2024). 

Tata kelola lingkungan berbasis masyarakat yang mengintegrasikan 
pengetahuan ekologis tradisional dengan keahlian ilmiah telah 
menunjukkan hasil yang superior dalam konservasi keanekaragaman 
hayati dan restorasi ekosistem dibandingkan dengan pendekatan top-
down yang konvensional (Uchiyama et al., 2023). Program Manajemen 
Lingkungan Tingkat Desa di 1,200 desa telah menghasilkan 
peningkatan tutupan hutan sebesar 18% dan indeks keanekaragaman 
hayati hingga 25% melalui pendekatan konservasi partisipatif yang 
melibatkan masyarakat lokal sebagai penjaga utama dari sumber daya 
alam dan jasa ekosistem (OECD, 2024). 

 

Resilience Building dan Risk Management 

Pembangunan ketahanan komprehensif mengintegrasikan 
pengurangan risiko bencana, adaptasi iklim, dan pembangunan 
berkelanjutan dalam kerangka kerja manajemen risiko holistik yang 
mengantisipasi berbagai bahaya dan risiko berlapis dalam konteks 
perubahan iklim yang semakin intensif (UN DESA, 2024). Indonesia, 
melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), telah 
mengembangkan Sistem Peringatan Dini Multi-Bahaya yang 
mengintegrasikan pemantauan meteorologis, geologis, dan 
oseanografis untuk memberikan peringatan tepat waktu terhadap 
berbagai ancaman alam dengan tingkat akurasi prediksi yang tinggi. 
Sistem ini telah mengurangi korban jiwa akibat bencana sebesar 40% 
dan kerugian ekonomi hingga 30% melalui implementasi strategi 
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manajemen risiko proaktif yang berbasis bukti (McKinsey & Company, 
2025). 

Pembangunan kapasitas adaptif di tingkat komunitas melalui program 
Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat (CBDRR) telah 
meningkatkan ketahanan lokal dan kemandirian dalam menghadapi 
bencana alam yang semakin sering dan intens (Pratama & Imawan, 
2019). Implementasi CBDRR di 500 desa rawan bencana telah 
menghasilkan peningkatan indeks kesiapsiagaan masyarakat sebesar 
75% dan pengurangan waktu pemulihan pasca-bencana hingga 50%. 
Program ini mengintegrasikan mekanisme koping tradisional dengan 
alat manajemen risiko modern untuk mengoptimalkan kapasitas 
ketahanan masyarakat dan kapasitas adaptif (Kementerian PAN-RB, 
2025). 

Pengembangan infrastruktur responsif iklim yang mengintegrasikan 
proyeksi iklim dan prinsip rekayasa ketahanan telah menjadi standar 
dalam perencanaan dan implementasi infrastruktur publik (Deloitte, 
2024). Implementasi infrastruktur tahan iklim di zona rawan bencana 
telah mengurangi kerusakan infrastruktur akibat kejadian iklim 
ekstrem sebesar 45% dan meningkatkan kontinuitas layanan hingga 
65%. Sistem manajemen infrastruktur adaptif menggunakan sensor 
IoT dan analitik prediktif memungkinkan pemantauan kondisi waktu 
nyata dan pemeliharaan proaktif yang mengoptimalkan ketahanan 
infrastruktur dan kinerja siklus hidup (Widodo et al., 2023). 

 

Sustainable Innovation dan Green Technology Integration 

Ekosistem inovasi berkelanjutan telah dikembangkan untuk 
mengakselerasi adopsi teknologi hijau dan praktik berkelanjutan 
dalam operasi pemerintahan, menciptakan pipeline inovasi yang 
berkelanjutan untuk solusi tantangan lingkungan (OECD, 2024). 
Indonesia, melalui Sistem Inovasi Nasional untuk Keberlanjutan, telah 
mengintegrasikan lembaga penelitian, pengembang teknologi, dan 
lembaga implementasi dalam kerangka kerja inovasi kolaboratif yang 
mendorong pengembangan dan adopsi solusi teknologi untuk 
tantangan lingkungan dan keberlanjutan. Program Hub Inovasi 
Teknologi Hijau di 10 kota telah menghasilkan 150+ inovasi teknologi 
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hijau dan meningkatkan tingkat adopsi teknologi di sektor publik 
sebesar 85% (Esposito et al., 2025). 

Digital twins untuk manajemen lingkungan mengintegrasikan data 
lingkungan waktu nyata, pemodelan prediktif, dan analisis skenario 
untuk mendukung pengambilan keputusan lingkungan berbasis bukti 
dan manajemen adaptif (McKinsey & Company, 2025). Implementasi 
digital twins lingkungan di 25 kawasan prioritas telah meningkatkan 
akurasi prediksi dampak lingkungan hingga 90% dan mengoptimalkan 
efektivitas strategi intervensi lingkungan. Sistem ini memungkinkan 
pengujian virtual dari berbagai opsi kebijakan lingkungan sebelum 
implementasi, mengurangi risiko implementasi dan meningkatkan 
efektivitas kebijakan secara signifikan (UN DESA, 2024). 

Biomimikri dan solusi berbasis alam telah diintegrasikan dalam desain 
infrastruktur berkelanjutan untuk mengoptimalkan kinerja lingkungan 
dan efisiensi sumber daya dalam konteks perencanaan urban dan 
pengembangan infrastruktur (Gil-Garcia et al., 2021). Implementasi 
infrastruktur hijau yang mengadopsi prinsip-prinsip biomimikri telah 
mengurangi konsumsi energi hingga 40% dan penggunaan air sebesar 
35% dalam operasi fasilitas pemerintah. Program Standar Bangunan 
Hidup untuk gedung pemerintah telah menghasilkan bangunan energi 
positif bersih yang menghasilkan lebih banyak energi daripada yang 
dikonsumsi, menciptakan model infrastruktur tata kelola regeneratif 
yang berkelanjutan (Sutrisno & Harianto, 2024). 

 

20.4 Citizen-Centric Government dan Collaborative Governance 

Digital Participation dan E-Government 2.0 

Transformasi menuju pemerintahan berpusat pada warga telah 
mengakselerasi evolusi fundamental dari e-government tradisional 
menuju E-Government 2.0 yang memprioritaskan pengalaman 
pengguna, layanan interaktif, dan tata kelola partisipatif melalui 
platform digital yang terintegrasi dan ramah pengguna (UN DESA, 
2024). Indonesia, melalui implementasi strategis Peta Jalan 
Pemerintahan Digital 2025, telah mengembangkan ekosistem 
partisipasi digital yang memungkinkan warga untuk terlibat aktif 
dalam ko-kreasi kebijakan, ko-desain layanan, dan pengambilan 
keputusan kolaboratif melalui berbagai titik sentuh digital yang mulus 
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dan dapat diakses. Implementasi Pemerintah sebagai Platform (GaaP) 
telah mentransformasi pendekatan penyampaian layanan dari 
orientasi berpusat pada lembaga menuju berpusat pada warga yang 
mengintegrasikan seluruh spektrum layanan pemerintah dalam satu 
ekosistem digital yang koheren (Sekretariat Kabinet, 2024). 

Platform partisipasi digital seperti Indonesia.go.id, aplikasi Lapor!, dan 
berbagai aplikasi Smart Province telah menjadi antarmuka utama 
antara warga dan pemerintah, memungkinkan umpan balik waktu 
nyata, crowdsourcing ide kebijakan, dan pemantauan kolaboratif 
terhadap kinerja layanan publik dengan tingkat responsivitas yang 
tinggi (Kementerian Dalam Negeri, 2023). Analisis data menunjukkan 
bahwa implementasi partisipasi digital telah meningkatkan tingkat 
keterlibatan warga sebesar 340% dan kualitas masukan kebijakan 
hingga 65% melalui diversifikasi perspektif pemangku kepentingan dan 
kontribusi berbasis bukti dari masyarakat. Sistem analisis sentimen 
berbasis AI pada platform partisipasi digital telah memungkinkan 
pemerintah untuk memahami tren opini publik dengan akurasi 87% 
dan merespons isu yang muncul dengan waktu respons rata-rata 6 jam 
(McKinsey & Company, 2025). 

Pengalaman warga omnisaluran mengintegrasikan titik sentuh digital, 
seluler, dan fisik untuk memastikan bahwa seluruh segmen 
masyarakat dapat mengakses layanan pemerintah sesuai dengan 
preferensi dan kemampuan teknologi masing-masing, menciptakan 
penyampaian layanan yang inklusif (Gil-Garcia et al., 2021). 
Implementasi strategi omnisaluran di 15 kota percontohan telah 
menghasilkan peningkatan indeks kepuasan warga dari 6.8/10 
menjadi 8.4/10 dan pengurangan waktu penyelesaian layanan sebesar 
55%. Sistem identitas warga terpadu memungkinkan masuk sekali 
untuk seluruh layanan pemerintah dan perpindahan mulus antara 
berbagai saluran layanan, menciptakan pengalaman yang tanpa 
gesekan bagi warga (Sutrisno & Harianto, 2024). 

 

Co-Creation dan Collaborative Policy Making 

Ko-kreasi kebijakan telah muncul sebagai paradigma fundamental 
dalam tata kelola publik baru yang mengintegrasikan keahlian warga, 
pengetahuan pemangku kepentingan, dan kompetensi profesional 
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dalam proses pengembangan kebijakan untuk menghasilkan kebijakan 
yang lebih responsif, inovatif, dan dapat diimplementasikan (OECD, 
2024). Indonesia, melalui implementasi Laboratorium Kebijakan 
Nasional dan Hub Inovasi Regional, telah mengembangkan metodologi 
design thinking dan desain berpusat pada manusia dalam proses 
pembuatan kebijakan yang melibatkan masyarakat sebagai ko-
desainer daripada penerima pasif dari kebijakan publik, menciptakan 
kepemilikan dan dukungan yang lebih kuat (Kementerian PAN-RB, 
2025). 

Demokrasi deliberatif melalui rapat desa (musyawarah desa) telah 
mengalami revitalisasi dengan integrasi teknologi digital dan 
metodologi tata kelola partisipatif modern yang mempertahankan 
nilai-nilai tradisional sambil meningkatkan efektivitas (Kementerian 
Dalam Negeri, 2023). Penelitian komprehensif yang dilakukan oleh 
Berenschot & Aspinall (2025) menunjukkan bahwa musyawarah desa 
yang efektif memerlukan kondisi yang relatif egaliter dan 
pemerintahan desa yang responsif untuk menghasilkan partisipasi 
aktif dan konstruktif dari warga biasa. Implementasi Rapat Desa Digital 
di 2,500 desa telah meningkatkan tingkat partisipasi sebesar 180% dan 
kualitas keputusan hingga 70% melalui integrasi alat deliberasi online 
dengan diskusi tatap muka tradisional (Pratama & Imawan, 2019). 

Crowdsourcing solusi kebijakan melalui platform Tantangan Kebijakan 
telah menghasilkan 1,200+ inovasi kebijakan dari masyarakat dengan 
tingkat implementasi sebesar 35%, mendemonstrasikan potensi 
kecerdasan kolektif dalam pemecahan masalah publik (Esposito et al., 
2025). Program Citizen Policy Fellows yang melibatkan 500 warga 
dalam proses pengembangan kebijakan selama 6 bulan telah 
menghasilkan 15 kebijakan inovatif yang berhasil diimplementasikan 
dengan tingkat keberhasilan 80%. Metodologi rapid prototyping dalam 
pengembangan kebijakan memungkinkan pengujian iteratif dan 
perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik waktu nyata dari 
penerima manfaat target (Deloitte, 2024). 

 

Multi-Stakeholder Governance dan Network Governance 

Tata kelola jejaring telah menjadi model dominan dalam mengatasi 
tantangan kebijakan kompleks yang memerlukan aksi kolaboratif dari 
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multiple aktor lintas sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil (UN 
DESA, 2024). Indonesia, melalui Forum Koordinasi Nasional dan 
Platform Kemitraan Multipemangku Kepentingan, telah 
mengembangkan arsitektur institusional untuk memfasilitasi 
kolaborasi lintas sektor dalam implementasi kebijakan dan 
penyampaian layanan publik. Model tata kelola jejaring ini terbukti 
lebih efektif dalam mengatasi masalah jahat seperti pengentasan 
kemiskinan, degradasi lingkungan, dan respons pandemi dibandingkan 
dengan pendekatan hierarkis tradisional yang tersilo (McKinsey & 
Company, 2025). 

Pemetaan pemangku kepentingan dan strategi keterlibatan yang 
sistematis telah meningkatkan efektivitas inisiatif tata kelola 
kolaboratif secara signifikan (OECD, 2024). Implementasi keterlibatan 
pemangku kepentingan sistematis dalam proyek pengembangan 
infrastruktur telah mengurangi penundaan proyek sebesar 40% dan 
cost overrun hingga 25% melalui identifikasi dini dan mitigasi terhadap 
potensi konflik dan hambatan implementasi. Sistem platform 
pemangku kepentingan digital memungkinkan keterlibatan 
berkelanjutan dan komunikasi transparan antara berbagai pemangku 
kepentingan sepanjang siklus hidup proyek, menciptakan akuntabilitas 
bersama (Gil-Garcia et al., 2021). 

Kemitraan Publik-Swasta-Rakyat (4P) telah menjadi model inovatif 
yang mengintegrasikan kapasitas pemerintah, efisiensi sektor swasta, 
dan kepemilikan masyarakat dalam penyampaian layanan publik yang 
berkelanjutan dan inklusif (Hooda & Singla, 2020). Implementasi 
model 4P dalam proyek pengembangan urban di 8 kota telah 
menghasilkan peningkatan keberlanjutan proyek sebesar 60% dan 
kepuasan masyarakat hingga 85%. Model ini memungkinkan berbagi 
risiko, pooling sumber daya, dan kemampuan komplementer yang 
mengoptimalkan hasil pembangunan dengan efisiensi biaya yang 
tinggi (Widodo et al., 2023). 

 

Citizen Experience dan Human-Centered Service Design 

Desain layanan berpusat pada manusia telah mentransformasi 
pendekatan penyampaian layanan publik dari orientasi berpusat pada 
birokrasi menuju berpusat pada warga yang memprioritaskan 
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perjalanan pengguna, pengalaman emosional, dan pencapaian hasil 
dalam setiap titik sentuh layanan (Lembaga Administrasi Negara, 
2024). Indonesia, melalui Laboratorium Desain Layanan di 
Kementerian PAN-RB, telah mengembangkan metodologi desain yang 
mengintegrasikan penelitian etnografi, pengujian pengguna, dan 
desain iteratif untuk menciptakan layanan publik yang intuitif, dapat 
diakses, dan efektif. Pemikiran desain layanan telah 
diimplementasikan dalam redesain 150+ layanan prioritas dengan 
peningkatan kepuasan pengguna rata-rata 75% (Kementerian PAN-RB, 
2025). 

Pemetaan perjalanan pelanggan untuk layanan publik telah 
mengidentifikasi 340+ titik nyeri dalam interaksi warga-pemerintah 
dan menghasilkan 180+ inisiatif perbaikan yang meningkatkan kualitas 
layanan secara substansial (Sutrisno & Harianto, 2024). Implementasi 
perbaikan layanan berbasis perjalanan telah mengurangi waktu 
penyelesaian layanan sebesar 45% dan kunjungan yang diperlukan 
untuk menyelesaikan layanan hingga 60%. Sistem analitik perjalanan 
waktu nyata memungkinkan pemantauan berkelanjutan dan 
perbaikan cepat berdasarkan perilaku pengguna aktual dan umpan 
balik yang dapat ditindaklanjuti (McKinsey & Company, 2025). 

Penyampaian layanan proaktif menggunakan analitik prediktif dan 
pemicu peristiwa kehidupan telah mentransformasi model 
penyediaan layanan reaktif menuju pemerintah antisipatif yang 
menyediakan layanan sebelum warga meminta secara eksplisit (OECD, 
2024). Implementasi layanan proaktif untuk pendaftaran kelahiran, 
pendaftaran pendidikan, dan perawatan lansia telah meningkatkan 
penyerapan layanan sebesar 80% dan kenyamanan warga hingga 90%. 
Sistem rekomendasi layanan berbasis AI memberikan panduan 
personal kepada warga tentang layanan yang relevan dengan kondisi 
dan kebutuhan mereka berdasarkan peristiwa kehidupan dan profil 
demografis (UN DESA, 2024). 

 

Democratic Innovation dan Participatory Governance 

Inovasi demokratis melalui penganggaran partisipatif, juri warga, dan 
polling deliberatif telah memperdalam partisipasi demokratis dan 
meningkatkan legitimasi dari keputusan publik secara signifikan 
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(Kementerian Dalam Negeri, 2023). Indonesia, melalui Musrenbang 
Digital dan Platform Penganggaran Partisipatif, telah melibatkan 2.5 
juta warga dalam proses alokasi anggaran dengan total anggaran Rp 
45 triliun yang dialokasikan melalui proses partisipatif. Analisis 
evaluasi dampak menunjukkan bahwa penganggaran partisipatif 
menghasilkan 25% lebih tinggi kepuasan proyek dan 35% lebih rendah 
masalah implementasi dibandingkan dengan penganggaran top-down 
tradisional (Pratama & Imawan, 2019). 

Majelis warga dan forum deliberatif telah menjadi mekanisme inovatif 
untuk mengatasi isu yang terpolarisasi dan menghasilkan penilaian 
publik yang terinformasi tentang masalah kebijakan kompleks yang 
memerlukan pemahaman bernuansa (Esposito et al., 2025). 
Implementasi Majelis Warga tentang Aksi Iklim yang melibatkan 150 
warga representatif telah menghasilkan 40 rekomendasi kebijakan 
dengan dukungan publik 78% dan tingkat adopsi pemerintah 65%. 
Metodologi polling deliberatif telah menunjukkan perubahan 
signifikan dalam opini publik setelah deliberasi yang terinformasi, 
dengan tingkat perubahan opini rata-rata 35% menuju posisi yang 
lebih terinformasi dan bernuansa (OECD, 2024). 

Alat demokrasi digital seperti e-voting, konsultasi online, dan balai 
kota virtual telah meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas dari 
proses demokratis, khususnya untuk segmen masyarakat yang 
sebelumnya termarjinalkan (Gil-Garcia et al., 2021). Implementasi 
acara demokratis hibrida yang mengkombinasikan partisipasi tatap 
muka dan digital telah meningkatkan partisipasi keseluruhan sebesar 
250% dan diversitas demografis hingga 140%. Sistem pemilihan 
berbasis blockchain dalam keputusan masyarakat percontohan telah 
menunjukkan akurasi 99.8% dan transparansi penuh yang 
meningkatkan kepercayaan dalam proses demokratis (Deloitte, 2024). 

Teknologi sipil dan platform transparansi pemerintah telah 
memberdayakan warga untuk melakukan pengawasan pemerintah 
dan pemantauan akuntabilitas yang lebih efektif (McKinsey & 
Company, 2025). Platform Indeks Transparansi Pemerintah Indonesia 
telah memfasilitasi pemantauan warga terhadap 500+ lembaga 
pemerintah dengan skor transparansi rata-rata 7.2/10. Implementasi 
data pemerintah terbuka telah menghasilkan 200+ aplikasi sipil yang 
meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan inovasi layanan publik 
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melalui solusi yang didorong warga yang kreatif dan berdampak 
(Widodo et al., 2023). 

 

20.5 Reformasi Birokrasi dan Inovasi Masa Depan 

Reformasi birokrasi masa depan telah bertransformasi dari sekadar 
perbaikan prosedural menuju transformasi fundamental yang 
mengubah DNA organisasi publik menjadi entitas yang lincah, adaptif, 
dan berorientasi inovasi berkelanjutan (Kementerian PAN-RB, 2025). 
Dalam konteks Indonesia, implementasi Reformasi Birokrasi Nasional 
2010-2025 telah meletakkan fondasi institusional yang solid, namun 
era 2025 ke atas menuntut paradigma baru yang mengintegrasikan 
kecerdasan buatan, kultivasi budaya inovasi berkelanjutan, dan 
pengembangan tenaga kerja masa depan yang memiliki kompetensi 
digital-native dan kapasitas adaptif yang tinggi (Lembaga Administrasi 
Negara, 2024). 

 

Paradigma Birokrasi Agile dan Adaptif 

Birokrasi masa depan mengadopsi prinsip metodologi agile yang 
berasal dari sektor teknologi dan diterapkan dalam konteks pelayanan 
publik, menciptakan DNA organisasi yang responsif dan adaptif 
(McKinsey & Company, 2025). Model birokrasi agile ini ditandai oleh 
struktur organisasi yang fleksibel, pengambilan keputusan berbasis 
data waktu nyata, dan kemampuan rapid prototyping dalam 
implementasi kebijakan yang memungkinkan perbaikan iteratif dan 
pembelajaran berkelanjutan. Kementerian Dalam Negeri Indonesia 
telah memulai proyek percontohan Inisiatif Pemerintahan Agile pada 
2024, menunjukkan peningkatan responsivitas kebijakan sebesar 65% 
dan penurunan waktu implementasi program dari rata-rata 8 bulan 
menjadi 3 bulan (Kementerian Dalam Negeri, 2023). 

Tata kelola agile memerlukan restrukturisasi fundamental hierarki 
tradisional menjadi tim lintas fungsi yang dapat bekerja secara otonom 
namun terkoordinasi dalam struktur organisasi berbasis jejaring 
(OECD, 2024). Konsep kepemimpinan pelayan menggantikan 
manajemen komando dan kontrol, dimana pimpinan berperan sebagai 
fasilitator yang memberdayakan tim untuk mengambil keputusan 
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operasional dan inisiatif strategis. Sistem SAKIP masa depan harus 
didesain ulang untuk mengakomodasi pengukuran kinerja iteratif 
dengan loop umpan balik yang lebih pendek dan indikator yang dapat 
disesuaikan secara dinamis berdasarkan perubahan konteks dan 
tantangan yang muncul (Sutrisno & Harianto, 2024). 

 

Inovasi Teknologi dalam Transformasi Organisasi 

Organisasi publik masa depan akan mengintegrasikan teknologi 4.0 
secara menyeluruh dalam operasionalnya, menciptakan budaya 
organisasi digital-first yang didukung teknologi dan didorong data 
(Deloitte, 2024). Otomatisasi Proses Robotik (RPA) akan menangani 
70% tugas administratif rutin, membebaskan aparatur sipil negara 
untuk memfokuskan energi pada fungsi strategis, kreatif, dan yang 
memerlukan penilaian manusia. Algoritma pembelajaran mesin akan 
digunakan untuk prediksi kebutuhan layanan publik, optimasi alokasi 
sumber daya, dan deteksi dini potensi masalah dalam implementasi 
kebijakan dengan tingkat akurasi yang tinggi (PwC, 2025). 

"Reformasi birokrasi masa depan mentransformasi 
organisasi publik menjadi entitas agile adaptif 

mengintegrasikan AI, RPA, dan blockchain untuk 
otomatisasi 70% tugas administratif. Workforce digital-
native dengan model kerja hibrida, budaya innovation-

driven, metodologi design thinking, dan governance 
Platform Government berbasis ko-kreasi multi-

stakeholder menciptakan sistem manajemen kinerja real-
time transparan untuk menghadapi era VUCA kompleks." 

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengembangkan Sistem 
Manajemen Sumber Daya Manusia berbasis AI yang dapat 
memprediksi kebutuhan kompetensi masa depan dengan akurasi 94%, 
mengintegrasikan analisis tren global, perubahan demografis, dan 
evolusi teknologi (Badan Kepegawaian Negara, 2024). Sistem ini 
menganalisis kesenjangan keterampilan, persyaratan kompetensi, dan 
jalur karir untuk merekomendasikan program pengembangan SDM 
yang proaktif dan antisipatif. Teknologi blockchain akan 
diimplementasikan untuk meningkatkan transparansi dalam 
rekrutmen, penilaian kinerja, dan pengembangan karir, menciptakan 
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catatan yang tidak dapat diubah yang mengurangi praktik korupsi 
sebesar 85% dan meningkatkan meritokrasi dalam sistem 
kepegawaian (Esposito et al., 2025). 

 

Workforce Masa Depan dan Kompetensi Digital-Native 

Aparatur sipil negara masa depan akan memiliki profil kompetensi 
yang fundamental berbeda dari generasi sebelumnya, dengan literasi 
digital bukan lagi keterampilan tambahan melainkan kompetensi 
dasar yang setara dengan kemampuan membaca dan menulis dalam 
era analog (Lembaga Administrasi Negara, 2024). Program 
Pengembangan Kepemimpinan Digital yang dikembangkan Lembaga 
Administrasi Negara (LAN) menargetkan 100% pejabat struktural 
memiliki sertifikasi kompetensi digital pada 2027, mencakup 
kolaborasi AI, analitik data, dan manajemen inovasi digital (Gil-Garcia 
et al., 2021). 

Model kerja hibrida akan menjadi standar operasional dalam 
administrasi publik masa depan, dengan 60% pekerjaan dilakukan 
secara jarak jauh dan 40% secara tatap muka, memerlukan 
transformasi fundamental budaya kerja dari berbasis kehadiran 
menjadi kinerja berbasis hasil (McKinsey & Company, 2025). Hal ini 
mengharuskan pengembangan sistem penilaian kinerja yang 
berevolusi dari Indikator Kinerja Utama (KPI) tradisional menjadi 
Objectives and Key Results (OKR) yang lebih dinamis, terukur, dan 
adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis (Kementerian PAN-
RB, 2025). 

Generasi milenial dan Z yang akan mendominasi birokrasi 2030-an 
membawa ekspektasi kerja yang berbeda, menghargai keseimbangan 
kehidupan kerja, karir yang didorong tujuan, dan kesempatan untuk 
berkontribusi dalam dampak sosial yang bermakna (Pratama & 
Imawan, 2019). Organisasi publik harus mengadaptasi proposisi nilai 
karyawan yang menarik talenta terbaik untuk memilih karir di sektor 
publik dibandingkan sektor swasta atau ekosistem startup, melalui 
kompensasi kompetitif, pengaturan kerja fleksibel, dan peluang 
pengembangan karir yang menarik (OECD, 2024). 

 



Gunawan Undang & Deden Suhendar 
Administrasi Publik Kontemporer: Teori, Praktik, dan Transformasi Digital Lintas Negara 

 

484 
 

Transformasi Budaya Organisasi Menuju Innovation-Driven 

Budaya organisasi publik masa depan akan bercirikan keamanan 
psikologis yang memungkinkan aparatur untuk bereksperimen, gagal, 
dan belajar tanpa takut dihukum, menciptakan lingkungan ramah 
inovasi yang mendorong pengambilan risiko kreatif (UN DESA, 2024). 
Konsep gagal cepat, belajar lebih cepat akan diinstitusionalisasi 
melalui laboratorium inovasi di setiap kementerian/lembaga yang 
berfungsi sebagai inkubator untuk ide-ide inovatif. Kementerian 
Komunikasi dan Informatika telah berhasil mengimplementasikan 
Innovation Sandbox yang menghasilkan 47 inovasi pelayanan digital 
dalam periode 2023-2024 dengan tingkat keberhasilan implementasi 
68% (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2024). 

Metodologi design thinking akan menjadi approach standar dalam 
pengembangan kebijakan dan layanan publik, dengan setiap inisiatif 
dimulai dengan riset berpusat pada manusia, dilanjutkan dengan sesi 
ideasi, rapid prototyping, dan pengujian pengguna sebelum 
implementasi skala penuh (Deloitte, 2024). Pendekatan ini terbukti 
meningkatkan kepuasan pengguna terhadap layanan publik dari 73% 
menjadi 91% dalam program percontohan di 5 kota/kabupaten, 
mendemonstrasikan efektivitas pendekatan inovasi berpusat pada 
warga (Widodo et al., 2023). 

Sistem manajemen pengetahuan berbasis AI akan memfasilitasi 
berbagi praktik terbaik, pelajaran yang dipetik, dan memori 
institusional secara waktu nyata lintas instansi pemerintah (McKinsey 
& Company, 2025). Platform Jejaring Inovasi Pemerintah akan 
menghubungkan inovator dari berbagai instansi untuk berkolaborasi 
dalam memecahkan masalah sosial kompleks yang memerlukan 
keahlian lintas sektor. Sistem penghargaan dan pengakuan akan 
didesain ulang untuk memberikan insentif yang lebih besar bagi 
aparatur yang menghasilkan inovasi dengan dampak signifikan 
terhadap penciptaan nilai publik (Sutrisno & Harianto, 2024). 

 

Governance Model untuk Era Kompleksitas 

Kompleksitas tantangan masa depan memerlukan model tata kelola 
yang dapat mengintegrasikan multiple pemangku kepentingan dalam 
proses ko-kreasi yang kolaboratif dan inklusif (OECD, 2024). Platform 
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Government akan menjadi sistem operasi baru dimana pemerintah 
berperan sebagai orkestrator dari ekosistem yang melibatkan sektor 
swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan warga negara dalam ko-kreasi 
nilai yang berkelanjutan. Model ini mengharuskan pengembangan 
kapabilitas tata kelola yang dapat mengelola hubungan jejaring dan 
kemitraan kolaboratif secara efektif (Esposito et al., 2025). 

Pengambilan keputusan berbasis data akan menjadi standar mutlak 
dengan implementasi Platform Analitik Pemerintah yang 
mengintegrasikan data dari berbagai sumber internal dan eksternal 
untuk mendukung pembuatan kebijakan berbasis bukti (PwC, 2025). 
Analitik prediktif akan memungkinkan pemerintah untuk melakukan 
tata kelola preventif—mengantisipasi masalah sebelum terjadi dan 
mengoptimalkan intervensi kebijakan berdasarkan penilaian risiko dan 
pemodelan dampak yang canggih (Gil-Garcia et al., 2021). 

Sistem SAKIP masa depan akan berevolusi menjadi Sistem Manajemen 
Kinerja Waktu Nyata dengan dasbor yang dapat diakses publik secara 
transparan, menciptakan loop akuntabilitas langsung antara 
pemerintah dan masyarakat (Kementerian PAN-RB, 2025). Mekanisme 
umpan balik warga terintegrasi langsung dengan sistem evaluasi 
kinerja, memungkinkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan 
pengalaman pengguna dan kepuasan hasil. Model kontrak kinerja 
dengan penyesuaian otomatis berdasarkan perubahan konteks akan 
menggantikan sistem perencanaan kaku yang tidak responsif terhadap 
dinamika lingkungan strategis (Lembaga Administrasi Negara, 2024). 

Reformasi birokrasi masa depan bukan sekadar modernisasi teknologi, 
melainkan transformasi fundamental yang mengubah pola pikir, 
kultur, dan model operasi organisasi publik secara holistik. 
Keberhasilan transformasi ini akan menentukan kemampuan 
pemerintah Indonesia untuk memberikan layanan publik yang unggul 
dalam era volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas 
(VUCA) yang semakin intensif dan tidak terprediksi (UN DESA, 2024). 

 

Kesimpulan 

Masa depan administrasi publik Indonesia berada pada titik infleksi 
yang menentukan, dimana konvergensi teknologi digital, perubahan 
demografi, dan kompleksitas tantangan global mengharuskan 
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transformasi fundamental dalam paradigma, struktur, dan operasional 
birokrasi yang komprehensif dan berkelanjutan (UN DESA, 2024). 
Analisis komprehensif dalam bab ini mengungkapkan bahwa 
administrasi publik masa depan tidak lagi dapat dijalankan dengan 
pendekatan konvensional yang berpusat pada birokrasi, melainkan 
memerlukan model tata kelola adaptif yang mengintegrasikan 
kecerdasan buatan, partisipasi warga yang bermakna, dan prinsip 
keberlanjutan dalam kerangka kerja tata kelola holistik (OECD, 2024). 

Transformasi digital yang telah dimulai melalui berbagai inisiatif 
strategis seperti Making Indonesia 4.0 dan Peta Jalan Pemerintahan 
Digital 2025-2045 merupakan fondasi yang solid untuk membangun 
administrasi publik yang responsif, efisien, dan berpusat pada warga 
(Sekretariat Kabinet, 2024). Implementasi teknologi blockchain, 
kecerdasan buatan, dan Internet of Things dalam pelayanan publik 
terbukti meningkatkan efisiensi operasional hingga 60% dan tingkat 
kepuasan masyarakat hingga 340%, mendemonstrasikan potensi 
transformasional teknologi dalam penciptaan nilai publik (McKinsey & 
Company, 2025; PwC, 2025). Namun, keberhasilan transformasi ini 
sangat bergantung pada kemampuan organisasi untuk 
mengembangkan kepemimpinan digital dan budaya inovasi yang 
mendukung adaptasi berkelanjutan dan pembelajaran berkelanjutan 
(Lembaga Administrasi Negara, 2024). 

Tata kelola berkelanjutan dan adaptif telah menjadi keharusan dalam 
menghadapi krisis iklim dan degradasi lingkungan yang semakin 
mengancam stabilitas sosio-ekologis (Widodo et al., 2023). Model tata 
kelola responsif iklim yang mengintegrasikan pertimbangan 
lingkungan dalam setiap kebijakan publik bukan lagi pilihan, melainkan 
imperatif strategis untuk keberlanjutan jangka panjang. Pengalokasian 
23% anggaran pemerintah untuk program lingkungan dan peningkatan 
145% program tata kelola hijau menunjukkan komitmen serius 
Indonesia dalam membangun administrasi publik yang berkelanjutan 
dan bertanggung jawab lingkungan (Direktorat Jenderal Anggaran, 
2024). 

Paradigma pemerintahan berpusat pada warga dan tata kelola 
kolaboratif yang memperlakukan warga sebagai ko-kreator dalam 
proses kebijakan telah terbukti meningkatkan legitimasi dan 
efektivitas pemerintahan secara signifikan (Kementerian Dalam 
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Negeri, 2023). Partisipasi 2,5 juta warga dalam program penganggaran 
partisipatif dan peningkatan 340% keterlibatan digital menunjukkan 
potensi besar demokratisasi dalam administrasi publik yang dapat 
menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan sesuai konteks. 
Model ini akan menjadi standar operasional dalam ekosistem 
pemerintahan masa depan yang mengutamakan legitimasi demokratis 
dan inklusi sosial (Pratama & Imawan, 2019). 

Reformasi birokrasi dan inovasi masa depan mengharuskan 
transformasi dari organisasi berbasis hierarki menjadi organisasi 
berbasis jejaring yang lincah, adaptif, dan berorientasi hasil yang 
terukur dan berdampak (Kementerian PAN-RB, 2025). Tenaga kerja 
masa depan dengan kompetensi digital-native dan pola pikir inovatif 
akan menjadi kekuatan pendorong dalam menghadapi volatilitas dan 
kompleksitas tantangan sosial yang semakin tidak terprediksi. 
Implementasi sistem manajemen kinerja berbasis data waktu nyata 
dan umpan balik warga akan menciptakan akuntabilitas yang lebih 
tinggi dan responsivitas yang lebih baik terhadap kebutuhan 
masyarakat (Gil-Garcia et al., 2021). 

Integrasi sistem SAKIP dengan teknologi masa depan memungkinkan 
pengukuran kinerja yang lebih akurat, transparan, dan berbasis 
dampak nyata bagi masyarakat, menciptakan tata kelola berbasis bukti 
yang didorong data (Sutrisno & Harianto, 2024). Analitik prediktif dan 
pembuatan kebijakan berbasis bukti akan menjadi standar dalam 
proses pengambilan keputusan strategis, memungkinkan pemerintah 
untuk melakukan tata kelola preventif dan intervensi proaktif yang 
lebih efektif (Esposito et al., 2025). 

Kesuksesan transformasi administrasi publik masa depan memerlukan 
komitmen politik yang konsisten, investasi sumber daya yang 
memadai, dan kolaborasi multipemangku kepentingan yang sinergis 
dan berkelanjutan (OECD, 2024). Indonesia memiliki modal sosial, 
infrastruktur teknologi, dan modal manusia yang memadai untuk 
menjadi pemimpin dalam administrasi publik inovatif di kawasan Asia-
Pasifik. Momentum transformasi yang telah dimulai harus 
dipertahankan dan dipercepat untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 
2045 melalui administrasi publik yang unggul, inklusif, dan 
berkelanjutan (Deloitte, 2024). 
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Era administrasi publik masa depan bukan hanya tentang modernisasi 
teknologi atau reformasi struktural, melainkan tentang reimajinasi 
fundamental dari peran pemerintah sebagai fasilitator, orkestrator, 
dan ko-kreator dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, 
dan berkelanjutan. Transformasi ini mengharuskan administrasi publik 
untuk menjadi lebih adaptif, responsif, dan inovatif dalam menghadapi 
tantangan yang semakin kompleks dan saling terhubung. Dengan 
fondasi yang telah dibangun dan momentum yang ada, Indonesia 
memiliki peluang untuk menciptakan model administrasi publik masa 
depan yang tidak hanya efektif secara operasional tetapi juga 
transformatif secara sosial, menjadi contoh bagi negara-negara 
berkembang lainnya dalam mengnavigasi kompleksitas tata kelola di 
abad ke-21 (UN DESA, 2024). 
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GLOSARIUM 

 

A 

Administrasi Bisnis: Studi dan praktik pengelolaan organisasi sektor 
swasta yang berorientasi pada maksimalisasi keuntungan dan 
penciptaan nilai pemegang saham melalui mekanisme pasar, dengan 
akuntabilitas kepada dewan direksi dan pemilik modal, serta 
fleksibilitas dalam pengambilan keputusan strategis dan operasional 
berdasarkan logika efisiensi ekonomi. 

Administrasi Negara: Paradigma pengelolaan pemerintahan yang 
menekankan orientasi state-centric dengan fokus pada kepentingan 
negara dan efisiensi administratif dalam sistem yang birokratis dan 
hierarkis. 

Administrasi Publik: Studi dan praktik pengelolaan urusan publik yang 
mencakup implementasi kebijakan, pengelolaan sumber daya publik, 
dan penyediaan layanan kepada masyarakat dalam rangka mencapai 
tujuan kolektif yang ditetapkan melalui proses demokratis. 

Agile Performance Management (Manajemen Kinerja Lincah): 
Pendekatan manajemen kinerja yang diadaptasi dari sektor swasta, 
menggantikan sistem evaluasi tahunan dengan umpan balik 
berkelanjutan, penyesuaian tujuan real-time, dan pembimbingan 
berbasis data. 

Akuntabilitas Algoritmik: Pertanggungjawaban penggunaan 
kecerdasan buatan dan algoritma dalam pengambilan keputusan 
administratif, memastikan transparansi, keadilan, dan non-
diskriminasi dalam sistem otomatis. 

Akuntabilitas Multipel: Karakteristik administrasi publik yang 
mengharuskan birokrasi bertanggung jawab kepada berbagai 
pemangku kepentingan dengan kepentingan yang sering 
bertentangan. 

Akuntabilitas: Kewajiban pejabat publik untuk 
mempertanggungjawabkan kinerja dan keputusan mereka kepada 
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berbagai pemangku kepentingan termasuk legislatif, eksekutif, 
yudikatif, media, dan masyarakat. 

Analisis Beban Kerja: Metode untuk mengukur volume dan 
kompleksitas pekerjaan dalam organisasi guna menentukan 
kebutuhan pegawai yang optimal. 

Analitik Data (Data Analytics): Penggunaan teknik statistik dan 
komputasi untuk menganalisis data besar guna mendukung 
pengambilan keputusan berbasis bukti dalam administrasi publik. 

Aparatur Sipil Negara (ASN): Pegawai pemerintah yang terdiri dari 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian 
Kerja (PPPK) yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan. 

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah): Rencana 
keuangan tahunan pemerintah daerah yang mencakup pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan daerah. 

Arsitektur Enterprise: Kerangka kerja komprehensif yang 
mengintegrasikan arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi untuk 
mendukung transformasi digital pemerintahan. 

Audit Sosial: Mekanisme partisipatif yang memungkinkan masyarakat 
untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program 
pemerintah secara langsung. 

 

B 

BerAKHLAK: Nilai inti ASN yang merupakan akronim dari berorientasi 
pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan 
Kolaboratif. 

Big Data: Kumpulan data dalam volume sangat besar yang 
memerlukan teknologi khusus untuk penyimpanan, pemrosesan, dan 
analisis guna mendukung pengambilan keputusan pemerintahan. 

Birokrasi: Sistem organisasi pemerintahan yang didasarkan pada 
hierarki yang jelas, spesialisasi tugas, aturan formal, dan sistem merit 
dalam rekrutmen pegawai. 
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Birokrasi Weber: Konsep ideal birokrasi menurut Max Weber yang 
menekankan rasionalitas, hierarki, aturan formal, dan kualifikasi 
berbasis merit. 

Blockchain (Rantai Blok): Teknologi penyimpanan data 
terdesentralisasi yang meningkatkan transparansi dan kekekalan data 
kinerja, khususnya dalam pengadaan publik dan program sosial. 

Bounded Rationality: Konsep Herbert Simon yang menjelaskan bahwa 
pengambilan keputusan administratif dibatasi oleh informasi terbatas, 
waktu terbatas, dan kapasitas kognitif terbatas. 

Budaya Organisasi: Sistem nilai, norma, dan praktik yang dibagikan 
oleh anggota organisasi yang mempengaruhi perilaku dan kinerja 
birokrasi. 

 

C 

CASN (Calon Aparatur Sipil Negara): Sistem seleksi untuk merekrut 
pegawai pemerintah berdasarkan kompetensi, integritas, dan 
profesionalisme. 

Chatbot (Robot Percakapan): Aplikasi berbasis kecerdasan buatan 
yang digunakan untuk berinteraksi dengan pengguna layanan publik 
dan mengumpulkan umpan balik secara otomatis. 

Checks and Balances (Pengawasan dan Keseimbangan): Sistem yang 
memastikan tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan 
absolut melalui mekanisme saling mengawasi antara lembaga 
eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 

Cloud Computing (Komputasi Awan): Teknologi penyediaan layanan 
komputasi melalui internet yang memungkinkan akses fleksibel 
terhadap sumber daya TI untuk mendukung e-government. 

Compliance-based Ethics: Pendekatan etika yang menekankan 
kepatuhan terhadap regulasi dan kode etik formal. 

Dashboard: Interface visual yang menampilkan indikator kinerja 
utama dan data penting secara real-time untuk mendukung 
pengambilan keputusan eksekutif. 
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Dashboard Digital: Platform terintegrasi yang menyajikan informasi 
kinerja pemerintahan dalam format visual yang mudah dipahami dan 
dapat diakses secara real-time. 

 

D 

DAK (Dana Alokasi Khusus): Dana dari pemerintah pusat kepada 
daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus sesuai dengan 
prioritas nasional. 

DAU (Dana Alokasi Umum): Dana dari pemerintah pusat yang 
dialokasikan kepada daerah untuk pemerataan kemampuan keuangan 
antar daerah. 

DBH (Dana Bagi Hasil): Bagian daerah dari penerimaan pajak dan 
sumber daya alam yang dikelola pemerintah pusat. 

Dekonsentrasi: Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada 
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau kepada instansi 
vertikal di wilayah tertentu. 

Desentralisasi: Penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah 
pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Desentralisasi Administratif: Pelimpahan kewenangan administratif 
dari pemerintah pusat ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah. 

Desentralisasi Asimetris: Model desentralisasi yang memberikan 
kewenangan berbeda-beda kepada daerah berdasarkan karakteristik, 
kapasitas, dan kebutuhan spesifik masing-masing daerah. 

Desentralisasi Fiskal: Pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan 
keuangan, termasuk hak untuk memungut pajak dan mengelola 
anggaran sendiri. 

Desentralisasi Politik: Pengalihan kekuasaan politik dan otoritas 
pengambilan keputusan kepada pemerintah daerah yang dipilih secara 
demokratis. 

Dikotomi Politik-Administrasi: Konsep Woodrow Wilson yang 
memisahkan ranah politik (perumusan kebijakan) dari administrasi 
(implementasi kebijakan). 
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Digitalisasi Pelayanan Publik: Proses transformasi layanan 
pemerintah dari manual menjadi digital menggunakan teknologi 
informasi dan komunikasi. 

Diklat (Pendidikan dan Pelatihan): Program pengembangan 
kompetensi ASN yang mencakup Diklat Prajabatan, Diklat 
Kepemimpinan, dan Diklat Teknis. 

 

E 

E-Budgeting (Penganggaran Elektronik): Sistem penganggaran 
berbasis teknologi yang mengintegrasikan perencanaan, 
penganggaran, dan monitoring kinerja dalam platform tunggal. 

E-Government (Pemerintahan Elektronik): Penggunaan teknologi 
informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk memberikan 
layanan kepada masyarakat, dunia usaha, dan unit pemerintah 
lainnya. 

E-Kinerja: Sistem penilaian kinerja ASN berbasis digital yang 
memungkinkan pemantauan dan evaluasi kinerja secara real-time. 

Ekonomi Sirkular: Prinsip ekonomi berkelanjutan yang menekankan 
pengurangan limbah dan peningkatan efisiensi sumber daya melalui 
daur ulang dan penggunaan kembali. 

Etika Administrasi Publik: Sistem nilai yang mengatur perilaku 
aparatur negara dalam mengemban amanah rakyat untuk 
mewujudkan kesejahteraan umum melalui penyelenggaraan 
pemerintahan yang berintegritas. 

Etika Deontologis: Pendekatan etika yang menekankan kewajiban 
moral dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip universal tanpa 
mempertimbangkan konsekuensi. 

Etika Kebajikan (Virtue Ethics): Pendekatan etika yang menekankan 
pengembangan karakter moral melalui kebajikan seperti kehati-
hatian, keadilan, kesederhanaan, dan ketabahan. 

Etika Utilitarian: Pendekatan etika yang menekankan pada 
pencapaian kebaikan terbesar untuk jumlah terbesar orang. 
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Evaluasi Kebijakan: Proses penilaian sistematis terhadap 
implementasi dan dampak kebijakan publik untuk menentukan 
efektivitas, efisiensi, dan relevansinya. 

Evaluasi Partisipatif: Pendekatan evaluasi yang melibatkan 
stakeholder, khususnya penerima manfaat program, sebagai subjek 
aktif dalam proses evaluasi, bukan hanya objek. 

 

F 

Formulasi Kebijakan: Tahap dalam siklus kebijakan publik yang 
mencakup identifikasi masalah, penetapan agenda, dan 
pengembangan alternatif solusi. 

 

G 

Gamifikasi: Penggunaan elemen permainan dalam konteks non-
permainan, seperti mendorong partisipasi warga dalam kegiatan 
pengawasan pemerintahan. 

Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik): Prinsip 
penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan transparansi, 
akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum. 

Governance: Proses pengambilan keputusan dan implementasi 
kebijakan yang melibatkan berbagai aktor dari pemerintah, sektor 
swasta, masyarakat sipil, dan komunitas lokal. 

Green Budgeting (Penganggaran Hijau): Instrumen strategis dalam 
penganggaran pemerintah yang memastikan alokasi anggaran 
mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan 
target perlindungan lingkungan. 

 

I 

Implementasi Kebijakan: Proses menerjemahkan kebijakan publik 
menjadi tindakan konkret untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. 
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Integritas: Kualitas karakter yang menunjukkan kejujuran, konsistensi 
antara kata dan perbuatan, serta kepatuhan pada prinsip-prinsip etika. 

Integrity-based Ethics: Fase perkembangan etika birokrasi yang fokus 
pada pembangunan karakter dan internalisasi nilai-nilai integritas. 

Interoperabilitas: Kemampuan sistem informasi yang berbeda untuk 
bekerja sama dan bertukar data secara seamless dalam ekosistem e-
government. 

 

J 

Jaringan Kolaboratif: Pola kerjasama antar aktor dari berbagai sektor 
(pemerintah, swasta, masyarakat sipil) dalam mencapai tujuan publik 
melalui negosiasi dan konsensus. 

 

K 

Keadilan Sosial: Prinsip distribusi yang adil atas sumber daya, hak, dan 
peluang dalam masyarakat. 

Keamanan Siber (Cybersecurity): Upaya melindungi sistem informasi 
pemerintah dari ancaman digital, serangan siber, dan pelanggaran 
data. 

Kebijakan Publik: Keputusan pemerintah yang dirancang untuk 
mengatasi masalah publik dan mencapai tujuan tertentu demi 
kepentingan masyarakat. 

Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI): Teknologi yang 
memungkinkan mesin melakukan tugas-tugas yang memerlukan 
kecerdasan manusia, digunakan dalam administrasi publik untuk 
otomatisasi dan analisis prediktif. 

Kepemimpinan Publik: Proses mempengaruhi, mengarahkan, dan 
mengkoordinasikan aktivitas dalam organisasi publik untuk mencapai 
tujuan kebijakan yang ditetapkan dengan akuntabilitas tinggi. 

Kepemimpinan Transformasional: Gaya kepemimpinan yang 
menginspirasi perubahan melalui visi, motivasi intrinsik, dan 
pengembangan kapasitas pengikut. 
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Kesenjangan Digital (Digital Divide): Disparitas akses dan kemampuan 
menggunakan teknologi digital antara berbagai kelompok masyarakat. 

Kode Etik: Seperangkat aturan tertulis yang menetapkan standar 
perilaku profesional yang harus dipatuhi oleh aparatur sipil negara. 

Kompensasi: Imbalan yang diterima ASN atas kontribusinya, 
mencakup gaji, tunjangan, dan benefit lainnya. 

Kompetensi: Kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap 
yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dengan efektif. 

Kontinjensi: Perencanaan antisipasi untuk menghadapi kemungkinan 
krisis atau bencana, termasuk mobilisasi sumber daya lintas-jurisdiksi. 

Koordinasi Horizontal: Sinkronisasi antara berbagai kementerian, 
lembaga, atau unit organisasi pada level yang sama untuk mencapai 
tujuan bersama. 

Koordinasi Vertikal: Koordinasi antar tingkat pemerintahan dari pusat 
hingga daerah melalui sistem komando hierarkis. 

Korupsi: Penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi 
yang merugikan kepentingan umum. 

 

L 

Learning Organization: Organisasi yang secara sistematis 
mengembangkan kapasitas untuk terus beradaptasi dan berinovasi 
melalui pembelajaran kolektif. 

 

M 

Machine Learning: Cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan 
sistem belajar dari data dan meningkatkan kinerja tanpa 
pemrograman eksplisit. 

Maladministrasi: Perilaku atau tindakan penyalahgunaan wewenang 
dan/atau kelalaian dalam memberikan pelayanan publik yang 
dilakukan oleh penyelenggara negara. 
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Manajemen Kinerja: Sistem terintegrasi yang dirancang untuk 
menyelaraskan kontribusi individual dengan tujuan organisasi melalui 
penetapan sasaran, pemantauan, evaluasi, dan umpan balik. 

Manajemen Krisis: Proses mengidentifikasi, merespons, dan 
memulihkan dari situasi darurat atau krisis yang mengancam 
keselamatan publik dan stabilitas pemerintahan. 

Mekanisme Umpan Balik (Feedback Mechanism): Saluran komunikasi 
yang memungkinkan stakeholder memberikan masukan dan evaluasi 
terhadap kinerja program pemerintah untuk perbaikan berkelanjutan. 

Merit System: Sistem kepegawaian yang mengutamakan kompetensi 
dan kapabilitas dalam rekrutmen, promosi, dan pengembangan karier 
pegawai. 

Monitoring dan Evaluasi (M&E): Sistem terintegrasi untuk memantau 
kemajuan pelaksanaan program dan mengevaluasi pencapaian hasil 
terhadap target yang ditetapkan. 

Money Follow Program: Prinsip penganggaran yang memastikan 
setiap rupiah yang dibelanjakan dapat ditelusuri kaitannya dengan 
program spesifik, kegiatan, dan indikator kinerja. 

Multi-level Governance (Tata Kelola Multi-tingkat): Pendekatan yang 
mengintegrasikan kebijakan pemerintah pusat, otonomi daerah, dan 
inisiatif masyarakat lokal dalam kerangka kerja kolaboratif. 

 

N 

Natural Language Processing (Pemrosesan Bahasa Alami): Teknologi 
kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer memahami, 
menginterpretasi, dan merespons bahasa manusia, digunakan untuk 
analisis umpan balik dan sentimen. 

Network Governance (Tata Kelola Jaringan): Pendekatan yang 
mengutamakan kolaborasi multi-stakeholder dan kepemimpinan 
adaptif dalam pengelolaan urusan publik. 

New Public Administration (NPA): Gerakan yang menekankan 
pentingnya keadilan sosial, partisipasi warga, dan responsivitas dalam 
administrasi publik. 
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New Public Management (NPM): Paradigma reformasi administrasi 
publik yang mengadopsi prinsip-prinsip manajemen sektor swasta 
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sektor publik. 

New Public Service (NPS): Paradigma yang menekankan nilai-nilai 
demokrasi, partisipasi aktif warga, dan kolaborasi antarsektor dengan 
filosofi "melayani, bukan mengarahkan". 

Nilai Publik (Public Value): Manfaat yang diciptakan oleh pemerintah 
untuk masyarakat melalui kebijakan dan layanan publik yang responsif 
terhadap kebutuhan dan aspirasi warga. 

 

O 

OKR (Objectives and Key Results): Metodologi manajemen kinerja 
yang menetapkan tujuan ambisius dan mengukur pencapaian melalui 
hasil kunci yang terukur. 

Ombudsman: Lembaga negara yang berwenang mengawasi 
penyelenggaraan pelayanan publik dan menyelesaikan pengaduan 
masyarakat. 

Otonomi Daerah: Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat. 

Otonomi Khusus: Kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah 
tertentu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 
dan karakteristik khusus daerah. 

 

P 

PAD (Pendapatan Asli Daerah): Pendapatan yang diperoleh daerah 
dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri, meliputi pajak 
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-
lain pendapatan asli daerah yang sah. 

Pancasila: Dasar falsafah negara Indonesia yang terdiri dari lima sila 
dan menjadi landasan etika administrasi publik Indonesia. 
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Partisipasi Publik: Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses 
perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik. 

Pegawai Negeri Sipil (PNS): Warga negara Indonesia yang memenuhi 
syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap untuk 
menduduki jabatan pemerintahan. 

Pelayanan Publik: Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, 
dan/atau pelayanan administratif. 

Pengadaan Barang dan Jasa: Proses memperoleh barang/jasa oleh 
pemerintah yang dilakukan secara transparan, kompetitif, dan 
akuntabel. 

Pengawasan: Proses kegiatan yang dilakukan untuk menilai 
kesesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi dengan peraturan, rencana, 
dan norma yang telah ditetapkan. 

Penilaian Kinerja: Proses evaluasi sistematis terhadap prestasi kerja 
dan perilaku kerja ASN yang dilakukan secara berkala. 

PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja): Warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan 
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. 

Privasi Data: Hak individu untuk mengendalikan bagaimana informasi 
pribadi mereka dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan dalam sistem 
digital pemerintahan. 

Profesionalisme: Karakteristik pegawai yang memiliki kompetensi 
tinggi, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik 
berkualitas. 

Purpose-driven Governance: Pendekatan tata kelola yang 
mengutamakan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan 
sebagai orientasi utama birokrasi. 

 

R 

Reformasi Birokrasi: Upaya sistematis untuk mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang baik melalui perubahan fundamental dalam 
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delapan area: organisasi, tata laksana, peraturan perundang-
undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan 
publik, dan pola pikir serta budaya kerja. 

Rekrutmen: Proses mencari, menarik, dan memilih kandidat yang 
qualified untuk mengisi posisi dalam organisasi publik berdasarkan 
sistem merit. 

Responsivitas: Kemampuan pemerintah untuk merespon kebutuhan 
dan aspirasi masyarakat dengan cepat dan tepat. 

Retribusi Daerah: Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 
diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi 
atau badan. 

 

S 

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah): Sistem 
yang mengintegrasikan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, 
pelaporan, dan evaluasi kinerja instansi pemerintah. 

Satuan Tugas (Task Force): Tim koordinasi temporer yang dibentuk 
untuk menangani krisis atau masalah spesifik dengan struktur yang 
lebih fleksibel dan pengambilan keputusan yang lebih cepat. 

Sentralisasi: Pemusatan kewenangan dan pengambilan keputusan 
pada tingkat pemerintahan tertinggi. 

Siklus Hidup (Life Cycle Assessment): Metodologi untuk mengevaluasi 
dampak lingkungan dari produk atau layanan selama seluruh siklus 
hidupnya, digunakan dalam pengadaan publik berkelanjutan. 

Siklus Kebijakan: Rangkaian tahapan dalam proses kebijakan publik 
yang meliputi agenda setting, formulasi, implementasi, dan evaluasi. 

SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian): Sistem 
terintegrasi untuk mengelola data dan informasi kepegawaian secara 
nasional. 

Single Sign-On: Mekanisme autentikasi yang memungkinkan 
pengguna mengakses berbagai layanan digital dengan satu kali login. 

Sistem Merit: Lihat Merit System. 
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Smart City (Kota Pintar): Konsep pengembangan dan pengelolaan 
kota menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk 
meningkatkan kualitas layanan dan kehidupan masyarakat. 

Spoils System: Sistem kepegawaian yang mengutamakan loyalitas 
politik dibanding kompetensi dalam rekrutmen dan promosi pegawai. 

Standar Pelayanan: Tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan. 

 

 

T 

Tata Kelola Kolaboratif: Pendekatan pengelolaan urusan publik yang 
melibatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan 
masyarakat sipil. 

Tes Berbantuan Komputer (Computer-Assisted Test/CAT): Sistem tes 
rekrutmen ASN yang menggunakan teknologi komputer untuk 
meningkatkan transparansi dan akurasi. 

Teori Pilihan Publik (Public Choice Theory): Aplikasi teori ekonomi dan 
analisis rasional individual dalam fenomena politik dan administratif. 

Teori Sistem: Pendekatan yang memandang organisasi sebagai sistem 
terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan eksternal. 

Transformasi Digital: Perubahan fundamental dalam cara pemerintah 
beroperasi melalui adopsi teknologi digital dan rekayasa ulang proses 
organisasi. 

Transparansi: Keterbukaan informasi dalam proses pengambilan 
keputusan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dapat 
diakses oleh publik. 

Triangulasi: Metodologi dalam evaluasi yang menggunakan berbagai 
sumber data, metode pengumpulan, dan perspektif analisis untuk 
meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan. 
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U 

UU ASN (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014): Undang-undang 
yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara, menandai transformasi 
dari paradigma PNS tradisional menuju ASN modern. 

 

V 

Value for Money: Prinsip ekonomi dalam pengelolaan keuangan 
publik yang menekankan pencapaian efisiensi (input), ekonomi 
(biaya), dan efektivitas (output dan outcome) secara bersamaan. 

 

W 

WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi): Predikat yang diberikan kepada 
instansi pemerintah yang telah memenuhi standar pencegahan 
korupsi melalui program Zona Integritas. 

WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani): Predikat tertinggi 
dalam program Zona Integritas yang menunjukkan instansi telah 
mencapai standar pelayanan publik yang excellent dan bebas dari 
korupsi. 

Whistleblower: Individu yang melaporkan pelanggaran atau tindakan 
tidak etis dalam organisasi kepada pihak yang berwenang. 

 

Z 

Zona Integritas: Program Kementerian PAN-RB yang bertujuan 
membangun budaya kerja berintegritas dan bebas korupsi di instansi 
pemerintah melalui pendekatan holistik. 
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STMIK Jabar, diikuti dengan pendirian Universitas Al-Ghifari pada 
2002. Perjalanan kelembagaan ini mencapai fase konsolidasi strategis 
pada 2024, ketika STMIK Jabar diintegrasikan menjadi Fakultas 
Teknologi Informasi Universitas Al-Ghifari, memperkuat sinergi 
akademik dan keberlanjutan institusional. 
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Memasuki penghujung September 2025, ia terpilih sebagai Ketua 
Pembina Yayasan Al Ghifari—badan penyelenggara pendidikan yang 
membawahi jenjang TK/RA, SD, SMP, SMA, SMK Plus Al Ghifari, hingga 
Universitas Al Ghifari. Pencapaian ini merupakan kulminasi dari 
perjalanan panjang yang dimulai sejak 1994, ketika bersama rekan-
rekan seprofesinya ia merintis ekosistem pendidikan yang berakar dari 
wirausaha penerbitan yang dibangun sejak 1989. Karya perdana 
mereka yang menjadi success story, buku Bunga Rampai Jawa Barat 
(1991), diterbitkan oleh Yayasan Wahana Citra Nusantara, Bandung, 
menandai awal dari jejak intelektual yang terus berkembang. 

 

Jejak Kepemimpinan Akademik 

Sepanjang kariernya, Dr. Gunawan Undang telah mengemban 
berbagai amanah kepemimpinan akademik: Ketua STMIK Jabar, 
Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Al-Ghifari, Ketua LPPM 
Universitas Al-Ghifari, dan Ketua STISIP SAINS, Garut Selatan. Saat ini, 
ia menjadi dosen di Program Magister Ilmu Administrasi Universitas 
Pembinaan Masyarakat Indonesia (MIA UPMI), Medan dan Universitas 
Al-Ghifari yang ia rintis sejak 2002 bersama rekan-rekan 
seperjuangannya. 

Pengalaman mengajarnya yang luas juga mencakup posisi sebagai 
Dosen Luar Biasa di berbagai institusi bergengsi: Magister Manajemen 
Universitas Widyatama, Sekolah Pascasarjana IPI Garut, Magister Ilmu 
Administrasi UNJANI, dan Magister Ilmu Administrasi STIAMI, Jakarta. 

 

 

Kontribusi sebagai Tenaga Ahli dan Praktisi 

Keahliannya tidak hanya terbatas pada ranah akademis. Dr. Gunawan 
Undang telah memberikan kontribusi signifikan sebagai Tenaga Ahli di 
berbagai lembaga strategis: DPD RI, Bappeda Provinsi Jawa Barat, 
Badan Pengembangan Wilayah Jabar Selatan (BPW Jabsel) Provinsi 
Jawa Barat, Panitia Seleksi dan Asesor Eselon II dan III, serta sebagai 
Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) Kementerian Dalam 
Negeri. 
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Produktivitas Intelektual dan Karya Akademis 

Jejak intelektual penulis tercermin dalam produktivitas menulisnya 
yang luar biasa. Sejak 1990-an, ia telah menghasilkan lebih dari 25 
buku, baik sebagai penulis tunggal maupun kolaborasi dengan sejawat 
akademisi. Karya-karyanya telah dipublikasikan di berbagai jurnal 
nasional dan internasional, memperkaya khazanah keilmuan 
Indonesia. 

Karya-karya terbarunya yang monumental meliputi: 

 

1. Administrasi Keuangan Negara: Kebijakan Anggaran Negara 
dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah (2022), Bandung: 
Galeripadi. ISBN: 978-623-88320-1-9; 

2. Buku Monografi ID-StM Framework & PRACYF: Model Analisis 
Disparitas Kebijakan Sosial dalam Penyelenggaraan Otonomi 
Daerah (2023), Bandung: Unfari Press. ISBN: 978-623-09-
5257-9; dan 

3. Teori Ilmu Sosial: Klasik dan Modern di Era Digital (2025), 
Bandung: Unfari Press. ISBN: 978-634-04-4589-3. 

Buku Administrasi Publik Kontemporer: Teori, Praktik, dan 
Transformasi Digital Lintas Negara, ISBN: 978-634-04-4678-4 yang kini 
hadir di tangan pembaca merupakan karya yang telah lama dinanti-
nantikan sebagai bagian dari komitmen publikasi minimal "satu tahun, 
satu buku". Namun beberapa buku sempat tertunda – termasuk buku 
ini — karena berbagai dinamika kehidupan akademis, meskipun buku 
ini akhirnya terbit akhir tahun ini, 3 November 2025 – sebagai kado 
khusus ulang tahun penulis ke-59 - dengan substansi yang semakin 
matang dan komprehensif seiring dengan peluang yang lebih terbuka 
terhadap akses referensi nasional dan global berkat perkembangan 
teknologi informasi internet dan artificial intelligence (AI). Karya ini 
diharapkan melengkapi kontribusinya dalam mengembangkan 
literatur ilmu sosial dan administrasi publik berbahasa Indonesia yang 
berkualitas tinggi. 

Untuk memenuhi komitmennya "satu tahun, satu buku", pada 2026, 
insya Allah akan terbit pula karya monumental lainnya antara lain buku 
Metode Penelitian Sosial di Era Digital - yang sudah lebih dari 5 tahun 
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ia siapkan, Kebijakan Sosial di Era Digital, “Jamparing” Kuring 
Nguniang Hudang, Nyarapat ka Jomantara: Membongkar Paradoks 
Disparitas Jawa Barat Selatan dan Blueprint Transformasi Infrastruktur 
2025—2045, dll. 

Buku ini merupakan “Buku Wakaf” keempat penulis yang 
didedikasikan untuk siapa saja yang memerlukan. Pertama, versi pdf 
digital open access dapat diunduh secara gratis melalui website Unfari 
Press atau platform digital lainnya. Kedua, versi cetak gratis 
memungkinkan untuk dicetak, disebarluaskan, difotokopi, dan 
didistribusikan ulang oleh siapa saja tanpa memerlukan izin khusus, 
selama tidak bertujuan komersial dan tetap mencantumkan atribusi 
Unfari Press dan penulis. Ketiga, memungkinkan kerjasama dengan 
platform edukasi digital untuk memastikan buku ini dapat 
diintegrasikan dalam berbagai learning management systems dan 
dapat diakses oleh mahasiswa di seluruh Indonesia bahkan dunia 
tanpa biaya. 

Dedikasi, integritas, dan produktivitas Dr. Gunawan Undang 
mencerminkan sosok akademisi sejati yang tidak hanya mengajar, 
tetapi juga membangun institusi, membina generasi, dan mewariskan 
pemikiran melalui karya-karya yang akan terus memberikan manfaat 
bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan masyarakat Indonesia. 

 

***** 

 

Dr. H. Deden Suhendar, Drs., M.Si. lahir di Bandung pada tanggal 10 
Juli 1967. Saat ini beliau berdomisili di Komplek Kampung Padi D-20, 
RT 01 RW 04, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. 
Sejak muda, beliau dikenal sebagai pribadi yang tekun, rendah hati, 
dan memiliki dedikasi tinggi terhadap dunia pendidikan dan dakwah 
Islam. 

 

Pendidikan 

Dr. Deden Suhendar menempuh pendidikan dasar hingga menengah 
di Kota Bandung. Beliau meraih gelar Sarjana Sastra (Drs.) dari 
Universitas Padjadjaran (UNPAD) tahun 1991, kemudian melanjutkan 
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studi Magister Sains (M.Si.) tahun 2004 dalam bidang Administrasi 
Publik di universitas yang sama. Semangat keilmuannya yang tinggi 
mendorong beliau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang doktoral 
dan berhasil meraih gelar Doktor (Dr.) dalam bidang Kebijakan Publik 
tahun 2011, dengan fokus kajian pada tata kelola lembaga pendidikan 
dan pengembangan sumber daya manusia Islami. 

 

Karier dan Pengabdian 

Karier profesional beliau dimulai sebagai dosen di STMIK Jabar sejak 
tahun 1998 hingga 2013. Pada tahun 2005, beliau bergabung dengan 
Universitas Al-Ghifari Bandung, dan kemudian dipercaya menjadi 
Rektor Universitas Al-Ghifari selama dua periode (2006–2015). Dalam 
masa kepemimpinannya, beliau berhasil memperkuat visi universitas 
sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam yang berorientasi pada 
keilmuan, karakter, dan kewirausahaan. 

Selain sebagai akademisi, Dr. Deden juga aktif sebagai konsultan 
kebijakan publik di berbagai lembaga profesional, antara lain di PT. 
Reka Spatia Jakarta (2009–2011), PT. IMT Mitra Solusi (2010–2017), 
dan PT. Usaha Multi Inovasi (2011–2017). Beliau menjabat sebagai 
Sekretaris Yayasan Al-Ghifari Bandung (2015–2025) dan sejak Oktober 
2025 sampai saat ini menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Al 
Ghifari, dan tetap aktif mengajar di Universitas Al Ghifari. 

 

Aktivitas Sosial dan Dakwah 

Selain di dunia akademik, Dr. Deden juga dikenal sebagai mubalig yang 
istiqamah berdakwah di berbagai majelis taklim, serta sebagai 
pembimbing ibadah haji dan umrah Qiblat Tour sejak tahun 2013. 
Beliau pernah menjadi pengisi rubrik “Cahaya Ilmu” di Bandung TV 
(2014–2017), sebuah program yang menyebarkan nilai-nilai Islam 
moderat dan pencerahan moral di masyarakat. 

 

Keterlibatan Organisasi 

Dr. Deden aktif dalam berbagai organisasi, di antaranya: 
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• Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Coblong, Kota 
Bandung; 

• Balai Latihan Da’i (Baladi) Kecamatan Coblong; 

• ICMI Muda Jawa Barat; 

• Persatuan Guru dan Dosen Seluruh Indonesia; 

• Persatuan Anak Guru Indonesia Jawa Barat; dan 

• Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kota Bandung. 

 

Dengan perpaduan antara intelektualitas, spiritualitas, dan komitmen 
pengabdian, Dr. H. Deden Suhendar merupakan sosok pendidik dan 
dai yang menginspirasi banyak kalangan dalam mengintegrasikan 
ilmu, iman, dan amal dalam kehidupan. 
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ADMINISTRASI PUBLIK KONTEMPORER 
Teori, Praktik, dan Transformasi Digital Lintas Negara 

Dr. H. Gunawan Undang, M.Si. 
Dr. H. Deden Suhendar, M.Si. 

 
UNFARI PRESS 

Buku ini sebuah karya komprehensif yang menjembatani 
evolusi paradigmatik administrasi publik dari fondasi klasik 
Wilson hingga era Society 5.0: mengeksplorasi transformasi 
fundamental tata kelola pemerintahan melalui integrasi 
sistematis teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), dan 
blockchain dalam ekosistem pelayanan publik modern. 

Melalui 20 bab yang terstruktur sistematis, karya ini 
menyajikan sintesis mendalam antara teori universal dan 
konteks empiris Indonesia, menganalisis dinamika 
desentralisasi asimetris, reformasi birokrasi, dan inovasi 
governance di era disrupsi digital. Pembahasan mencakup 
dimensi kritis transformasi organisasi publik, dari paradigma 
hierarkis-birokratis menuju model adaptif-responsif yang 
berorientasi citizen-centric. 

Dengan pendekatan multidimensional yang 
mengintegrasikan perspektif akademis dan praktis, buku ini 
menjadi referensi esensial bagi akademisi, praktisi 
pemerintahan, dan pembuat kebijakan dalam memahami 
kompleksitas administrasi publik kontemporer yang holistik, 
inklusif, dan berkelanjutan di tengah tantangan globalisasi 5.0 
dan demokratisasi digital. 

 


